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                                                                      LAMPIRAN  PERATURAN BUPATI BATANG HARI 

                                                                      NOMOR  : 38  TAHUN 2018 

                                                                      TANGGAL   :  29 JUNI 2018 

 

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  

PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  

KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang  

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perubahan atas 

Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah 

Perubahan (RPJMD) Kabupaten Batang Hari 2016-2021, amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2019. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain menyatakan 

bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. Pada pasal 152 ayat (2) menjelaskan fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati/Walikota berdasarkan 

RKPD. 

Untuk  mewujudkan  prinsip  perencanaan  pembangunan Tahun Anggaran  2019  yang  

menyatukan  sistem  perencanaan  pembangunan Kabupaten  Batang Hari  pelaksanaan  perencanaan  

pembangunan daerah  dilakukan  bersama  para  pemangku  kepentingan berdasarkan peran dan 

kewenangan masing-masing,  mengintegrasikan  rencana tata  ruang  dengan  rencana  pembangunan,  

perencanaan pembangunan  daerah  dilaksanakan  berdasarkan  kondisi  dan  potensi daerah  yang  

dimiliki. RKPD  Kabupaten  Batang Hari Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan 

RPJMD Kabupaten Batang Hari  2016-2021.  

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Guna menjamin konsistensi antara 

perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran 

pembangunan nasional, sasaran pembangunan Provinsi Jambi dan Kabupaten Batang Hari, program dan 

kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun 

RAPBD Tahun Anggaran 2019. 
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Secara umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 

Anggaran 2019 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis, sinergitas antar sektor dan antar 

wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan yang selanjutnya 

diformulasikan melalui Forum OPD Kabupaten Batang Hari, Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD 

Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, yang sebelumnya terlebih dahulu memperoleh masukan 

dari DPRD Kabupaten Batang Hari berupa pokok-pokok pikiran seperti hasil penyerapan aspirasi melalui 

reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan atau Pemerintah Daerah. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 

mengacu pada lima misi RPJMD Kabupaten Batang Hari Periode 2016-2021 yaitu (1). Meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan bekarakter, (2). Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

melalui ekonomi kerakyatan, (3). Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi 

masyarakat, (4). Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proposional, efektif, 

efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan Reformasi Birokrasi yang berkeadilan, (5). 

Memajukan dan menginplementasikan nilai-nilai keagamaan serta melestarikan nilai-nilai budaya 

kearifan lokal, adat dan kesenian daerah dalam rangka memperkuat kebudayaan nasional. 

 

1.2   Dasar Hukum 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 disusun 

berdasarkan : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755);  

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  
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7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4664);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);  
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4816);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887);  

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

3);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor    );  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor ); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 

2013 Nomor 16);  

30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);  
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2017 Nomor 5); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2017 Nomor 18);  

34. Peraturan Gubernur Jambi Nomor    Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 

Nomor );  

35. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 

Batang Hari Tahun Anggaran 2017 Nomor 90). 

 

1.3    Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 

untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat 

menentukan dan saling bersinergi.  

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan 

pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis 

Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana 

Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa 

Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata 

Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat 

pengembangan wilayah dan tata guna ruang. 
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1.4    Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  

 

 

 

1.4    Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 

merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu satu tahun yang 

dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, maka KPD memuat Prioritas Pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta 

Program – program OPD, yang tercermin dalam bentuk : 

a) Kerangka Regulasi, dan  

b) Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif. 

c) Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 

Anggaran 2019 adalah memberikan arah Pembangunan Kabupaten Batang Hari  dan Sinergitas  

Program dan Kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari 

maupun dilaksanakan bersama – sama masyarakat, antara lain : 

d) Memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah ; 

e) Memuat Program – Program Prioritas Pembangunan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan 

hak dasar masyarakat; 

f) Memuat Rencana Kerja Tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari 

APBD. 

Tujuan ditetapkanya RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 adalah : 

1. Memberikan arah dan pedoman bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA OPD) Tahun Anggaran 2019; 

  

RPJP 
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RPJM 
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RKP 

RPJP  

DAERAH 

RPJM 

Daerah 
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2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS), serta  RAPBD Tahun Anggaran 2019; 

3. Memberikan fokus Kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai; 

4. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan  Umum APBD Tahun 

Anggaran 2019; 

5. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan 

partisipatif dan 

6. Sebagai alat untuk  menjamin keterkaitan dan Konsistensi antara Perenncanaan, Penggangaran, 

Pelaksanaan dan Pengawasan. 

 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

Sistematika yang disusun dalam RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 ini mengacu kepada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 

1. BAB I Pendahuluan : Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

Penyusunan Dokumen RKPD agar subtansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

2. BAB II Gambaran Umum Kondisi 

Daerah 

: Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 

lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, 

selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan 

Dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. 

3. BAB III Kerangka Ekonomi dan 

Keuangan Daerah 

: Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu 

dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mendakup 

indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber 

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang 

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah 

meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah. 

4. BAB IV  Sasaran dan Prioritas 

Pembangunan Daerah Tahun 2019 

: Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis 

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan 

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, 

iddentifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, 

rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka 

pendanaan. 
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5. BAB V Rencana Kerja dan 

Pendanaan Daerah 

: 

 

 

 

 

 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan 

evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 

rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncankan 

dalam RPJMD. Rencana Program dan kegiatan prioritas 

harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

6. 

 

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

 

: Berisikan Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan 

pemerintah daerah berujuan untuk memberi panduan 

dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan 

menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator 

kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. 

7. 

 

BAB VII Penutup 

 

: Berisikan penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi 

OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan Tahun Anggaran 2019. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

 

2.1  Kondisi Umum Kondisi Daerah 

Gambaran  umum  kondisi  daerah  Kabupaten  Batang Hari yang digunakan  sebagai  dasar  

acuan  perencanaan  pembangunan  daerah meliputi  aspek  geografi  dan  demografi,  aspek  

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 

 

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi  

Penjelasan  mengenai  aspek  geografis  mencakup  letak,  luas, dan  batas  wilayah,  topografi,  

hidrologi,  klimatologi,  penggunaan lahan, dan potensi pengembangan wilayah. 

 

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah 

Secara geografis, wilayah Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi 

dengan luas wilayah 5.804,83 Km2 dan merupakan salah satu kabupaten diantara sebelas 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan dibentuk berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah 

Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 opember 1948 dengan pusat pemerintahan saat ini 

di Kota Muara Bulian berjarak 64 KM dari Kota Jambi. Letak secara  geografis pada posisi ° ’ Lintang Selatan sampai dengan ° ’ Lintang Selatan dan diantara °  Bujur Timur sampai dengan ° ’ 
Bujur Timur, beriklim tropis dan terletak pada ketinggian 101-500 meter diatas permukaan laut dan 

termasuk daerah dataran rendah, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Peta Administrasi Kabupaten Batang Hari 

 

 

 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muara 

Jambi; 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muara Jambi dan 

Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan; 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, dan 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo. 
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Secara Administratif Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan 110 

(seratus sepuluh) desa dan 14 (empat belas) Kelurahan, dan Rukun Tentangga 1.280 RT dengan luas 

wilayah 5.804,83 Km2.  Adapun luas wilayah per kecamatan pasca pemekaran (Berdasarkan UU Nomor 

54 Tahun 1999) adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 2.1  

Luas Wilayah, Banyaknya Desa/Kelurahan dan Nama Ibukota Tiap Kecamatan di 

Kabupaten 

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase 
Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Kelurahan 

Nama Ibukota 

Kecamatan 

1. Mersam 801,9 13,81 17 1 Kembang Paseban 

2. Maro Sebo Ulu 906,33 15,61 16 1 Simp. Sungai Rengas 

3. Batin XXIV 904,14 15,58 15 2 Muara Jangga 

4. Muara Tembesi 419,77 7,23 12 2 Kampung Baru Km. 5 

5. Muara Bulian 417,97 7,20 16 5 Muara Bulian 

6. Bajubang 1.203,51 20,73 9 1 Bajubang 

7. Maro Sebo Ilir 129,06 2,22 7 1 Terusan 

8. Pemayung 1.022,15 17,61 18 1 Jembatan Mas 

Jumlah 5.804,83 100,00 110 14 

  

B.  Topografi 

Topografi wilayah Kabupaten Batang Hari secara umum adalah berupa daerah perbukitan 

dengan ketinggian berkisar antara 10-500 m dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang Hari 

berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batang Hari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun 

tergenang air. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan daerah aliran yang 

memiliki kemiringan berkisar antara 0-8 persen (92,28 persen).  

 

C. Hidrologi 

Kondisi hidrologi suatu daerah ditentukan oleh struktur geologinya, struktur geologi 

Kabupaten Batang Hari merupakan daerah pertambangan minyak dan gas bumi serta bebatuan lain 

seperti batu bara yang merupakan bebatuan muda hingga kedalaman tertentu terdapat beberapa akifer 

yang relatif dalam yang berperan sebagai kantong air tanah dengan kandungan logam/mineral yang 

relatif tinggi. 

Dua sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari yaitu Sungai Batang Tembesi 

dan Sungai Batang Hari. Beberapa sungai Iainnya yang relatif besar antara lain adalah Sungai Danau 

Bangko, Sungai Kayu Aro, Sungai Rengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Jebak. 

Disamping sungai besar tadi terdapat pula beberapa sungai Kecil yang merupakan anak-anak sungai 

yaitu Sungai Aur, Sungai Bacang dan lain-lain. Sebagai sungai utama, Sungai Batanghari dijadikan 

sebagai sumber kebutuhan air bersih dan pengairan sawah (pertanian), di samping itu memiliki 
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potensi budidaya perikanan, penambangan pasir/kerikil dan sebagai sarana transportasi dan sumber 

air baku. 

 

D. Geologi 

Kondisi geologi dan struktur tanah di Kabupaten Batang Hari antara lain didominasi oleh 

Neogin seluas 283.986 Ha diikuti endapan seluas 171.662 Ha dan Tufa Vulcan seluas 84.472 Ha. 

Sedangkan penyebaran struktur jenis Neogin berada di Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu seluas 

74.660 Ha atau 26,29 persen, sebagian wilayah Kecamatan Pemayung seluas 53.883 Ha atau 18,95 

persen dan Kecamatan Mersam seluas 43.353 Ha atau 15,62 persen. Untuk jenis endapan tersebar 

hampir merata ditiap kecamatan sedangkan Tufa Vulcan di Kecamatan Batin XXIV seluas 32.247 Ha 

atau 38,17 persen dan selebihnya hampir menyebar di semua kecamatan.  

Keadaan struktur tanah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu alluvial dan Podsolik Merah Kuning 

(PMK). Alluvial berada di sekitar sungai Batang Hari dan Sungai Batang Tembesi, dan Podsolik Merah 

Kuning merupakan proses lixiviasi (padsolik lemah) di daerah endapan dan metamorf. 

 

E. Klimatologi 

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2016 berkisar antara 26,70C 

sampai 280C. Suhu maksimum terjadi pada bulan April yaitu sebesar 33,80C, dan minimum pada bulan 

September sebesar 23,50C. Kelembaban udara pada tahun 2016 relatif tinggi, rata-rata berkisar antara 

80 sampai 87 persen.  Sementara untuk curah hujan selama tahun 2016 berkisar antara 55,5 mm 

sampai 430,8 mm, dan banyaknya hari hujan berkisar antara 6 sampai 25 hari dengan kecepatan angin 

berkisar antara 2 sampai 16 knot. 

Grafik 2.1 

Banyaknya Curah Hujan per Bulan Tahun 2016 (mm) 

 

 

F. Potensi Pengembangan Wilayah 

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang Hari telah ditata sesuai dengan perencanaan tata ruang yang disusun dengan pendekatan Kesatuan Sosial Ekonomi . 
Pembangunan Kabupaten Batang Hari di segala bidang direncanakan akan dihela dengan menentukan 
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pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya diharapkan dapat memacu pertumbuhan 

dibidang sosial dan budaya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2031, maka Rencana Strategis 

Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari ditetapkan tiga pusat wilayah pertumbuhan ekonomi 

yaitu : 

1. Wilayah pertumbuhan Muara Bulian yang meliputi wilayah Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan 

Pemayung, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan pusat pentumbuhan kota 

Muara Bulian; 

2. Wilayah pertumbuhan Muara Tembesi yang meliputi wilayah Kecamatan Muara Tembesi dan 

Kecamatan Batin XXIV dengan pusat pertumbuhan kota Muara Tembesi; 

3. Wilayah pertumbuhan Sungai Rengas yang meliputi wilayah Kecamatan Mersam dan Kecamatan 

Maro Sebo Ulu dengan pusat pertumbuhan kota Sungai Rengas.  

 

Pertumbuhan aktivitas pembangunan di Kota Muara Bulian sebagai kota yang menduduki 

hierarki II yang berlokasi di wilayah Kabupaten Batang Hari diharapkan kelak akan dapat memacu 

pertumbuhan pembangunan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan Kota Muara Tembesi dan Kota 

Sungai Rengas yang masing–masing menempati hierarki III dalam sistem kota kota baik di Kabupaten 

Batang Hari maupun di Provinsi Jambi. 

Penentuan pusat pusat pertumbuhan yang secara implisit juga akan sangat mempengaruhi 

kebijakan perencanaan pengalokasian dana pembangunan yang berorientasi dari Utara Selatan ke 

Barat Timur.  Hal ini juga dianut Kabupaten Batang Hari, sehingga arah pengembangan kawasan 

pemukiman di wilayah kabupaten dapat dipisahkan menjadi dua kawasan ; kawasan pemukiman 

wilayah Barat yang penduduknya terpusat disepanjang jalur Lintas Sumatera dan kawasan pemukiman 

wilayah Timur yang penduduknya kebanyakan bermukim mengikuti daerah aliran Sungai Batang Hari. 

Tiga pusat pertumbuhan pembangunan ekonomi Kabupaten Batang Hari yang telah 

ditentukan berada di sepanjang ruas Jalan Muara Bulian–Muara Bungo yang sekaligus merupakan ruas 

jalan penghubung Lintas Timur Sumatera dan Lintas Barat Sumatera.  Apabila fenomena ini tidak 

dicermati dengan baik maka wilayah pusat-pusat permukiman di sebelah Timur Kabupaten Batang 

Hari yang lebih banyak berada di sepanjang aliran Sungai Batang Hari dapat menjadi kurang tersentuh. 

Berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka beberapa kawasan yang di tetapkan sebagai kawasan 

strategis dalam skala Kabupaten Batang Hari yang meliputi kawasan strategis untuk kepentingan 

ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup dan kawasan strategis untuk 

kepentingan sosial-budaya.  
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1. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Ekonomi 

a) Kawasan Muara Bulian 

Merupakan kawasan yang selain berfungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan skala 

kabupaten, kawasan ini juga akan memiliki fungsi sebagai kawasan kota modern yang dapat 

menyokong aktivitas perumahan dan perdagangan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut 

perlu disusun suatu perencanaan khusus perkotaan modern Muara Bulian.  

Pengembangan perkotaan Muara Bulian sebagai Kota Modern, akan menjadi pemicu 

pertumbuhan kawasan perkotaan Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan. Wilayah 

perkotaan Muara Bulian juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah untuk skala 

Kabupaten Batang Hari. Untuk mendukung perkembangan yang akan terjadi perlu 

dilakukan perencanaan infrastrukturpada kawasan-kawasan tersebut. Peningkatan status 

terminal Muara Bulian menjadi tipe A dan pembangunan pelabuhan di Muara Bulian 

merupakan salah satu indikasi untuk membuat perkotaan Muara Bulian sebagai pusat 

kegiatan di Kabupaten Batang Hari. Selain itu perlu pula peningkatan kualitas SDM di 

kawasan tersebut untuk mendukung kemajuan yang dicapai. 

b) Kawasan Muara Tembesi 

Perkotaan Muara Tembesi merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat 

Kegiatan Lokal Provinsi Jambi dan salah satu pusat perdagangan yang terbesar di 

Kabupaten Batang Hari.  Hal ini disebabkan bahwa perkotaan Muara Tembesi memiliki 

kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas masyarakat yang 

ada di sekitarnya. Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Batang Hari dari sudut pandang 

kepentingan ekonomi dengan fungsi pengembangan perdagangan, maka perkotaan Muara 

Tembesi perlu didukung dengan rencana pengembangan Terminal Tipe B sehingga 

perkembangan kawasan ini dapat lebih selaras dan terarah. 

 

2. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Lingkungan Hidup 

a) Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin 

Secara geografis wilayah Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami terletak antara  ’  –  ’  Lintang Selatan dan   9’ 9  –  ’  Bujur 
Timur. Hutan raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami ini ditetapkan sebagai Hutan Tahura 

dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 94/Kpts-II/2001 pada tanggal 15 Maret 2001 

dengan luas ± 15.830 Ha.  

Secara administratif, kawasannya berada dalam wilayah Kecamatan Muara Bulian 

(Kelurahan Sridadi, Desa Tenam dan Desa Singkawang), Kecamatan Bajubang (Desa 

Bungku, Desa Pompa Air, dan Desa Mekar Jaya), Kecamatan Bathin XXIV (Desa Jangga Aur 

dan Desa Bulian Baru) dan Kecamatan Muara Tembesi (Desa Jebak dan Desa Ampelu).  

Secara umum kawasan ini bertopografi bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 

mencapai 10 -100 meter dari permukaan laut, beriklim tipe A menurut klasifikasi Schmidt 
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dan Ferguson, dengan curah hujan rata-rata 1992 mm per tahun dan suhu udara berkisar 

antara 14°C - 27°C.  

Vegetasi habitat asli kawasan Tahura ini berupa jenis Pohon Bulian (Eusideroxylon 

Zwageri), Meranti (Shore Sp), Tambesu dll. Selain vegetasi itu juga ditemukan jenis Mahang, 

kayu bengkal, kayu garam, pandan-pandanan serta beberapa jenis rumput-rumputan 

antara lain Rumput resam (Gleichenia linearis), Rumput teki (Kytllinga monochepala) Alang-

alang (Imperata cylindrical) dan rumput puar serta lainnya.  

Sementara itu juga terdapat beberapa jenis satwa antara lain Babi hutan (Sus scrofa), 

Monyet (Macaca fascicularis), Rusa (Cervus sp), Biawak (Varanus neulosus), Ular Cobra 

(Phyton morukusi), Burung Murai (Copsychus malabarius), Burung Balam (Stretyopila sp), 

Burung Elang (Elanus sp), Burung Merbah (Pycnonotus bruneus) dan lain-lainya. 

b) Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk II 

Cagar alam Durian Luncuk penunjukannya diputuskan berdasarkan SK Menteri Kehutanan 

RI Nomor 821/Kpts-II/1997 pada tanggal 30 Desember 1997 dengan luas 41,37 Ha, 

meliputi wilayah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun.  

Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan II merupakan ekosistem Hutan Bulian 

(Eusideroxylon zwageri) yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Cagar Alam yang banyak 

digunakan sebagai lokasi penelitian bagi mahasiswa. Posisinya sebagai Kawasan Suaka 

Alam yang telah dikelilingi pemukiman transmigrasi, memiliki potensi flora dan fauna yang 

tinggi berupa habitat kayu khas Jambi yaitu kayu Bulian yang saat ini kelestariannya sangat 

terancam. Sementara itu potensi fauna tercatat antara lain : Harimau Sumatera (Panthera 

tigrissumtraensis), Macan Dahan (Neopelis nebulosa), Rusa Sambar (Cervus unicolor), Kijang 

(Muntiacus muncak), Tupai Tanah (Lariacus insignis), Bajing Tanah (Lariscus insignis), 

Binturong (Arctitis binturong), Kucing Hutan (Felis virisgatus) Owa (Hylobates moloch) 

Buaya Muara (Crocodylus porosus) Kuntul Cina (Egretta eulophotus), Bluwok Putih 

(Mycteria cinera), Bangau Tongtong (Leptoptiles javanicus), Alap-Alap (Aviceda leuphotes), 

Kuau (Argusianus argus), Rangkong Papan (Beceros bicornis) dan Labi-Labi (Chitra indus). 

 

c) Taman Wisata Alam Bukit Sari 

Taman Wisata Alam Bukit Sari terletak di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo 

dengan luas 425,50 Ha, ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan  Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 301/KPS-II/1998 tanggal 27 

Februari 1998 dan Nomor 198/Kpts-II/2000 tanggal 12 Juli 2000, untuk luasan kawasan 

hutan Taman Wisata Alam Bukit Sari dalam wilayah Kabupaten Batang Hari seluas 288,61 

Ha.  Taman ini memiliki potensi Flora berbagai jenis kayu yang bernilai tinggi seperti 

Meranti (Shorea sp.), Kempas (Kempassia malasiaensia), dan pulai (Alstonia scolaris). 

Sementara potensi fauna yang ada antara lain;Harimau Sumatera (Panthera tigris 

sumatrensis), Beruang Madu (Helarctos malayanus), Rusa Sambar (Cervus unicolor), Kijang 
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(Muntiacus muncak), Macan Dahan (Neofelis nebulosa), Tapir (Tapirus indicus), Tupai Tanah 

(Lariacus insignis). Siamang (Hylobates symdictylus). 

3. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial Budaya 

Terdapat beberapa kawasan strategis sosial budaya di Kabupaten Batang Hari berupa 

peninggalan-peninggalan Kerajaan Hindu pada masa lalu, yaitu : 

a) Benda-benda peninggalan sejarah (artefak) di Kecamatan Maro Sebo Ulu; 

b) Situs purbakala Candi Teratai di Kecamatan Muara Bulian dengan luas kurang lebih 90 

(sembilan puluh) hektar; 

c) Situs purbakala Candi Sungai Puar di Kecamatan Mersam dengan luas kurang lebih 1 (satu) 

hektar; 

d) Situs purbakala Candi Bangko di Kecamatan Pemayung dengan luas kurang lebih 1 (satu) 

hektar; 

e) Situs purbakala Candi Melako Kecik di Kecamatan Muara Tembesi; dan 

f) Situs purbakala Candi Rantau Kapas Tuo di Kecamatan Muara Tembesi; 

g) Situs Candi Lubuk Ruso di Kecamatan Pemayung. 

 

G. Aspek Demografi 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung 

sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" 

untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek 

kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. 

Perkembangan Penduduk Kabupaten Batang Hari terus mengalami peningkatan, jumlah 

penduduk tahun 2016 sebanyak 263.896 jiwa meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk 

Tahun 2000 sebanyak 191.272  jiwa dan pada tahun 2010 yang berjumlah 241.334 jiwa dan rata-rata 

laju pertumbuhan penduduk pertahun dari 2000-2010 sebesar 2,33 persen serta tahun 2010-2015 

sebesar 1,50 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 adalah 263.896 jiwa. 

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 134.691 jiwa (51,04 persen) dan perempuan 129.205 jiwa (48,96 

persen) dengan rasio jenis kelamin 104.  

Gambaran jumlah penduduk dan pertumbuhannya per Kecamatan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kabupaten Batang 

Hari 

Tahun 2000-2010 dan 2016 

 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk  

(Orang) 

Rata – Rata Laju 

Pertumbuhan Penduduk 

Per Tahun (%) 

 

2000 

 

 

2010 

 

 

2016 

 

2000-2010 2010-2016 

 

1 

 

Muara Bulian 

 

41.883 

 

55.132 

 

60.854 

 

2,79 

 

1,66 

2 Bajubang 25.861 35.249 40.073 3,14 2,16 

3 Maro Sebo Ilir 10.609 12.946 13.618 2,01 0,84 

4 Pemayung 28.133 29.650 31.187 0,53 0,85 

5 Muara Tembesi 20.517 27.233 30.363 2,87 1,83 

6 Batin XXIV 20.334 25.423 27.598 2,26 1,38 

7 Mersam 22.102 26.396 27.381 1,79 0,61 

8 Maro Sebo Ulu 22.288 29.305 32.822 2,77 1,91 

Jumlah 191.272 241.334 263.896 2,33 1,50 

Sumber : Batang Hari Dalam Angka Tahun 2017 

 

Tabel 2.3 

Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016 

 

Kecamatan 

(District) 

Penduduk (orang) 

Population (person) 

Rasio Jenis 

Kelamin 

(Ratio of 

Sex) 

Laki-laki 

(Male) 

Perempuan 

(Female) 

Jumlah 

(Total) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mersam 13.819 13.562 27.381 102 

2. Maro Sebo Ulu 16.482 16.340 32.822 101 

3. Batin XXIV 14.244 13.354 27.598 107 

4. Muara Tembesi 15.251 15.112 30.363 101 

5. Muara Bulian 30.858 29.996 60.854 103 

6. Bajubang 21.130 18.943 40.073 112 

7. Maro Sebo Ilir 7.121 6.497 13.618 110 

8. Pemayung 15.786 15.401 31.187 102 

Jumlah 134.691 129.205 263.896 104 

Sumber :  Batang Hari Dalam Angka Tahun 2017 
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Jumlah penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Muara Bulian sedangkan yang terendah 

adalah di Kecamatan Maro Sebo Ilir. Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap 

tahun tersebut tidah diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Kecamatan Muara Bulian 

yang wilayahnya hanya 7,2 persen dari keseluruhan, dihuni sebanyak 23,06 persen dari seluruh 

penduduk Kabupaten Batang Hari. Kecamatan Bajubang yang memiliki luas terbesar hanya dihuni 

15,19 persen penduduk Kabupaten Batang Hari. 

 

2.1.2  Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Aspek kesejahteraan sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga 

profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya sampai kegiatan perawatan di rumah 

sakit yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak 

melibatkan tenaga kesehatan profesional.   

Metode perhitungan untuk Jasa Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan 

pendekatan pengeluaran, sedangkan Swasta menggunakan pendekatan produksi. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial Pemerintah atas harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial Swasta menggunakan pendekatan revaluasi. 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Batang Hari pada tahun 2016 mengalami percepatan dibandingkan tahun 

sebelumnya, namun mengalami penurunan jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2014.  Laju 

pertumbuhan PDRB Batang Hari tahun 2016 mencapai 4,55 persen, sedangkan tahun 2015 hanya 

sebesar 4.27 persen. Beberapa kategori ekonomi PDRB pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang 

positif, namun banyak juga yang mengalami perlambatan disbanding tahun 2015. 

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari dari tahun 2012 sampai 2016 seperti pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.4 

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari ADHK  (Persen) 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012─2016 

 

 

No 

 

Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.31 4.22 12.38 4.31 4.50 

2 Pertambangan dan Penggalian 
24.4

3 
7.22 -1.70 -0.07 3.18 

3 Industri Pengolahan 7.09 8.05 6.27 2.84 2.23 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 8.77 1.05 14.64 9.78 
10.1

1 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 
2.15 1.89 3.99 5.39 4.03 

6 Konstruksi 
    

10.44 
15.09 6.83 6.19 5.43 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 6.49 7.50 7.68 8.14 7.6
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No 

 

Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016 

Mobil dan Sepeda Motor 1 

8 Transportasi dan Pergudangan 7.83 4.61 
5.4

6 
6.14 

6.2

1 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.39 2.31 
24.8

4 
9.94 10 

10 Informasi dan Komunikasi 7.15 5.20 7.10 8.53 7.13 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8.97 
11.3

3 
3.03 2.26 2.30 

12 Real Estat 4.43 3.70 
1.5

0 
3.17 

3.2

2 

13 Jasa Perusahaan 3.04 1.23 8.15 6.28 5.67 

14 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
5.61 5.56 13.89 6.19 5.48 

15 Jasa Pendidikan 6.49 6.84 1.48 6.74 6.37 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.37 9.14 13.95 10.07 6.87 

17 Jasa lainnya 3.25 4.81 
6.1

8 
6.55 

5.0

3 

Kabupaten Batang Hari 8.35 6.48 7.56 4.27 4.55 

 

Tabel di atas memperlihatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 dicapai oleh 

sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,07 persen, sedangkan pada tahun 2016 

pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,11 Persen. Sementara 

sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyangkut sebahagian besar hajat hidup 

masyarakat Kabupaten Batang Hari sebesar 4,31 persen pada tahun 2015 dan hanya 4,50 pada tahun 

2016.  

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada sektor Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dimana pada tahun 2015 mencapai 10,07 persen namun pada Tahun 

2016 hanya 6.87 persen. 

 

B. Pertumbuhan PDRB 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi 

yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 

dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.  Selama periode 2012-2016 PDRB 

ADHB Kabupaten Batang Hari terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai PDRB ADHB 

Kabupaten Batang Hari telah mencapai Rp. 10.981,06 (milyar), kemudian meningkat menjadi Rp. 

12.062,82 (milyar) di Tahun 2015 dan Rp. 13.348,22 (milyar) pada Tahun 2016. 
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Tabel 2.5 

PDRB Kabupaten Batang Hari ADHB 2010  

Menurut Lapangan Usaha Tahun ─ 5 Juta Rp  

 

No Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

3,304,782.7 3,878,608.6 4,465,918.7 4,920,056.2 5,561,149.4 

2 
Pertambangan 

dan Penggalian 

1,262,724.3 

 

1,338,688.4 

 

1,329,737.1 

 

1,231,058.6 

 
1,196,756.3 

3 
Industri 

Pengolahan 
1,116,868.7 1,240,651.5 1,388,212.4 1,503,510.1 1,605,989.9 

4 
Pengadaan 

Listrik dan Gas 
3,913.7 3,343.1 3,961.8 4,702.3 6,441.2 

5 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

7,473.7 

 
8,056.3 

8,700.1 

 

9,362.6 

 
10,100.3 

6 Konstruksi 551,654.0 640,498.1 722,233.6 792,587.4 864,788.2 

7 

Perdagangan 

Besar&Eceran; 

Reparasi Mobil& 

Sepeda Motor 

656,465.2 

 

739,695.1 

 

870,232.3 

 

1,020,554.0 

 
1,200,931.2 

8 
Transportasi dan 

Pergudangan 

138,456.9 

 

153,909.7 

 

174,656.8 

 

195,889.7 

 
219,340.4 

9 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

28,207.6 

 

30,758.3 

 

39,503.7 

 

45,470.5 

 
52,514.4 

10 
Informasi dan 

Komunikasi 
277,777.2 299,307.5 329,913.7 436,430.1 510,623.2 

11 
Jasa Keuangan 

dan Asuransi 

184,477.3 

 

212,791.5 

 

228,928.7 

 

243,569.6 

 
260,314.4 

12 Real Estat 119,929.3 129,034.2 136,047.2 157,924.3 179,555 

13 Jasa Perusahaan 7,004.8 7,608.5 8,934.5 10,110.5 11,417.8 

14 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

366,960.9 

 

398,554.2 

 

515,035.9 

 

633,041.1 

 
701,919.7 

15 Jasa Pendidikan 440,358.1 479,536.9 491,148.8 557,608.5 633,045.7 

16 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 

112,802.0 

 

125,862.9 

 

152,929.6 

 

171,484.6 

 
190,907.7 

17 Jasa lainnya 97,780.2 104,258.7 114,964.0 129,058.5 142,422.5 

Kab. Batang Hari 8,677,636.7 9,791,167.5 10,981,268.6 12,062,828.5 13,348,217.3 

 

Berdasarkan nilai nominal PDRB ADHB dapat diketahui struktur perekonomian suatu 

daerah. Struktur perekonomian mencerminkan sektor-sektor dominan yang menggerakkan roda 

perekonomian di daerah tersebut. Dari Tabel 2.5 terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan mencapai nilai nominal tertinggi, sehingga sektor ini memberikan kontribusi terbesar dalam 

pembentukan struktur perekonomian di Kabupaten Batang Hari. Sektor Pertanian, Kehutanan dan 
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Perikanan merupakan sektor yang menguasai hajat hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten 

Batang Hari.  Letak geografis dan topografis wilayah serta iklim dan curah hujan menjadi penentu bagi 

berkembangnya sektor ini.  Dengan ketersediaan areal lahan yang luas, sangat cocok dijadikan areal 

perkebunan sehingga sektor perkebunan menjadi andalan bagi perekonomian masyarakat Batang Hari. 

Subsektor perikanan berkembang pesat dengan adanya Sungai Batang Hari, disamping perikanan 

budidaya. Subsektor kehutanan, meskipun telah banyak mengalami penurunan seiring semakin 

berkurangnya luas hutan, masih menjadi penopang perekonomian bagi sebagian masyarakat 

Kabupaten Batang Hari.  

 

C. PDRB Per Kapita 

Pada tahun 2016, PDRB per kapita Batang Hari mencapai 50,58 juta rupiah dengan 

pertumbuhan sebesar 36,64 persen dibandingkan PDRB per kapita tahun 2011 yang hanya sebesar 

32,05 juta rupiah, seperti pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.6 

PDRB Kabupaten Batang Hari Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)  

Tahun 2011─ 6 

 

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
13.46 13.21 15.29 17.36 18.88 21.07 

2 Pertambangan dan Penggalian 3.98 5.05 5.28 5.17 4.72 4.53 

3 Industri Pengolahan 4.06 4.47 4.89 5.40 5.77 6.09 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 
0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 

6 Konstruksi 1.90 2.21 2.52 2.81 3.04 3.28 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
2.42 2.63 2.92 3.38 3.92 4.55 

8 Transportasi dan Pergudangan 0.48 0.55 0.61 0.68 0.75 0.83 

9 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
0.10 0.11 0.12 0.15 0.17 0.20 

10 Informasi dan Komunikasi 0.85 1.11 1.18 1.28 1.67 1.93 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.60 0.74 0.84 0.89 0.93 0.99 

12 Real Estat 0.46 0.48 0.51 0.53 0.61 0.68 

13 Jasa Perusahaan 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

1.32 1.47 1.57 2.00 2.43 2.66 

15 Jasa Pendidikan 1.60 1.76 1.89 1.91 2.14 2.40 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.39 0.45 0.50 0.59 0.66 0.72 

17 Jasa lainnya 0.38 0.39 0.41 0.45 0.50 0.54 

Kabupaten Batang Hari 32.05 34.70 38.59 42.69 46.28 50.58 

 

 



 

 

 

 

 

21 

D. Laju Inflasi 

Laju inflasi diukur dari laju perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).  IHK adalah suatu 

indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang 

dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK 

dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi.  Besaran inflasi di suatu 

wilayah dapat memberikan gambaran stabilitas ekonomi wilayah tersebut sekaligus mencerminkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Batang 

Hari hingga saat ini masih berpegang pada laju inflasi Kota Jambi yang dapat dilihat dari Indeks Harga 

Konsumen (IHK) pada bulan Agustus Tahun 2017 Kota Jambi sebesar 127,98. Pada bulan Agustus 2017 

Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,19 persen, inflasi tahun kalender Agustus 2017 yaitu 0,61 

persen, Laju inflasi year on year (yoy) Kota Jambi bulan Agustus 2017 sebesar 2,50 persen, Deflasi di 

Kota Jambi terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada 2 (dua) kelompok pengeluaran yaitu 

Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,04 persen serta Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa 

Keuangan sebesar 1,79 persen. Dalam pembentukan deflasi Kota Jambi sebesar 0,19 persen, andil 

terbesar adalah dari Kelompok Bahan Makanan sebesar -0,2419 persen serta Kelompok Transpor, 

Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,3308 persen. Komoditas utama yang memberikan andil 

terhadap terjadinya deflasi Kota Jambi Bulan Agustus 2017 antara lain : angkutan udara, bayam, 

bawang merah, nila, jeruk, kangkung, dan udang basah.  

 

E. Indeks Gini 

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan 

pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 

menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan 

yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu 

orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, 

Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi 

pendapatan antar penduduk. Selama 4 tahun terakhir, Kabupaten Batang Hari berhasil menjaga indeks 

gini pada angka yang relatif rendah pada kisaran 0,29 % - 0,3 %. Selama kurun 2013-2016, Indeks Gini 

cenderung rendah sedangkan pada tahun 2013 (kategori sedang). Ketimpangan pendapatan penduduk 

Kabupaten Batang Hari masih termasuk kategori ketimpangan rendah. Kondisi indek gini Kabupaten 

Batang Hari tahun 2013 – 2016 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. 
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 Tabel  2.7 

Indeks Gini di Kabupaten Batang Hari  Tahun 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

                

                         

 

Sumber : BPS Kab. Batang Hari, diolah 

 

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran kemajuan 

pembangunan manusia secara umum, yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan 

kesehatan dan ekonomi.  Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari 

perkembangan angka IPM. 

 

Capaian IPM Kabupaten Batang Hari dalam tujuh tahun terakhir (2010 – 2016) tumbuh rata–
rata sebesar 0,75 persen,  Namun demikian perkembangan IPM Kabupaten Batang Hari sejak tahun 

2010 sampai 2016 cenderung meningkat dari 65,67 menjadi 68,70. 

 

Tabel  2.8 

Laju Pertumbuhan IPM Kab. Batang Hari Tahun 2010-2016 

 

No Tahun IPM (persen) 
Laju Pertumbuhan 

(persen) 

1 2010 65,67 - 

2 2011 66,32 0,99 

3 2012 66,97 0,98 

4 2013 67,24 0,40 

5 2014 67,68 0,65 

6 2015 68,05 0,54 

7 2016 68,70 0,95 

Rata-rata 0,75 

    * Sumber : BPS Kab. Batang Hari, diolah 

 

 

 

 

No Tahun Indeks Gini Kategori 

1. 2013 0,29 Sedang 

2. 2014 0,29 Sedang 

3. 2015 0,26 Sedang 

4. 2016 0,3 Sedang 
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2.1.3 Aspek Pelayanan Umum  

Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

A.  Pendidikan  

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berpengetahuan dan berketrampilan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja.  Tujuan ini 

diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-

luasnya bagi masyarakat untuk mengecap pendidikan, peningkatan profesionalime dan pengetahuan 

pengajar serta mengembangkan substansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.    

 

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional, kebijakan pembangunan 

pendidikan di Kabupaten Batang Hari ditetapkan dalam salah satu misi pembangunan daerah yaitu 

upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal, yaitu dengan peningkatan 

pendidikan yang berkualitas.  Beberapa kebijakan pembangunan pendidikan dimaksud adalah dengan 

menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menurunkan secara signifikan jumlah 

penduduk yang buta aksara, serta meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan.  

 

Program wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak tahun 1984 di 

Kabupaten Batang Hari telah meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), khususnya pada kelompok 

anak usia sekolah dasar (7-12 tahun).  Pada tahun 1994, jangkauan wajib belajar telah diperluas 

pemerintah menjadi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.   

 

Realisasi kebijakan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat 

dari kondisi pendidikan penduduk secara umum dengan menganalisis beberapa indikator. Penjelasan 

berikut ini merangkum capaian kinerja pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Batang Hari 

dalam periode 2011-2015.  Secara umum capaian kinerja yang telah diraih adalah memuaskan, bahkan 

beberap indikator melebih ekspektasi. 

 

a) Tingkat Melek Huruf  

Secara makro ukuran yang sangat mendasar kualitas pendidikan dilihat dari kemampuan 

membaca dan menulis atau kebalikannya (buta huruf) dari penduduk berumur 10 tahun keatas. 

Tingkat melek huruf di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.   
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Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut 

Kemampuan Membaca dan Menulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Grafik diatas terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki 5 tahun ke atas yang melek 

huruf pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan persentase penduduk perempuan. Kecenderungan 

lebih besarnya persentase melek huruf untuk laki-laki mengindikasikan masih ada preferensi dalam 

memberikan kesempatan belajar terutama bagi laki-laki yang mempunyai beban dalam memberikan 

nafkah bagi keluarga.  Pada tahun 2014 ini, sebesar 8,55 persen penduduk perempuan di Kabupaten 

Batang Hari tidak bisa baca tulis, sementara penduduk laki-laki yang tidak bisa baca tulis jauh lebih 

kecil yaitu hanya sebesar 4,19 persen.  

 

b) Fasilitas Pendidikan  

 Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus 

meningkatkan kualitas penduduk.  Keberhasilan pendidikan untuk tiap jenjang pendidikan tidak 

terlepas dari tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk 

terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif.  Adanya pembangunan sarana pendidikan 

terlihat dari bertambahnya jumlah sekolah, diantaranya SD Negeri yang pada tahun 2014 berjumlah 

204 unit, pada tahun 2015 berjumlah tetap. SMP Negeri yang pada tahun 2014 sebanyak 45 unit, pada 

tahun 2015 tetap berjumlah 45 unit.  Sementara itu, SMA Negeri yang sebelumnya berjumlah  11 

sekolah, pada tahun 2015 berjambah sehingga berjumlah 12 sekolah. Jumlah SMK Negeri pada tahun 

2014 berjumlah 6 dan pada Tahun 2015 berjumlah tetap.  Hal ini menandakan adanya perhatian penuh 

dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap masalah pendidikan, sebagai upaya memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk untuk dapat mengenyam pendidikan.  Disamping sekolah-

sekolah negeri, ternyata sekolah-sekolah swasta pun mengalami perkembangan positif.  
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Tabel 2.9  

Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru per Jenjang Pendidikan 

 di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2013-2014  

 

Jenis Sarana 

Pendidikan 

Sekolah Kelas Murid Guru 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

SD Negeri  203 204 204 1301 1.304 1331 32.629 32.690 31.740 2.505 2.295 2.258 

SD Swasta  8 8 9 50 50 56 1.103 1.463 1.329 77 80 94 

SMP Negeri  44 45 45 317 268 337 7.883 7.883 8.231 667 689 616 

SMP Swasta  8 7 8 34 32 35 948 948 1.103 102 94 122 

SMA Negeri  11 11 12 137 143 153 4.554 4.768 5.127 368 319 376 

SMA Swasta  1 1 1 10 137 10 289 318 280 21 21 24 

SMK Negeri  4 6 6 68 71 75 2.071 2.335 2.344 119 194 273 

SMK Swasta  4 3 3 27 27 27 315 274 297 40 35 48 

Sumber : Batang Hari dalam Angka 2016 (diolah)  

 

Salah satu indikator ketersediaan sarana pendidikan untuk proses belajar mengajar adalah 

rasio murid dengan guru dan rasio murid dengan sekolah.  Jika dilihat dari data yang tersedia ternyata 

rasio murid dengan guru dan rasio murid dengan sekolah sudah mengalami perubahan dari tahun ke 

tahun, sesuai dengan perkembangan pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, dimana rasio 

tersebut sudah menuju keadaan yang ideal atau standar yang telah ditetapkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional.   

 

c) Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah  

Beberapa indikator yang dianggap mampu menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan 

adalah Rasio Murid-Guru yang menggambarkan beban seorang guru dalam mengajar sejumlah murid 

pada setiap jenjang pendidikan dan Rasio Murid-Sekolah yang menggambarkan kemampuan sekolah 

dalam menampung sejumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Semakin kecil Rasio Murid-Guru 

berarti semakin baik karena dengan jumlah murid yang semakin sedikit diharapkan perhatian yang 

diberikan guru terhadap muridnya akan lebih baik. 
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Tabel 2.10  

Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 

 

Jenis Sarana Pendidikan   Rasio Murid-Guru  

2012 2013 2014 2015 

SD Negeri   1 : 13 1 : 13 1 : 14 1 : 14 

SD Swasta   1 : 14 1 : 15 1 : 18 1 : 15 

SMP Negeri   1 : 11 1 : 12 1 : 11 1 : 14 

SMP Swasta   1 : 10 1 : 11 1 : 10 1 : 9 

SMA Negeri   1 : 14 1 : 13 1 : 15 1 : 14 

SMA Swasta   1 : 14 1 : 14 1 : 15 1 : 12 

SMK Negeri   1 : 15 1 : 16 1 : 12 1 : 9 

SMK Swasta   1 :   7 1 :   8 1 :  8 1 : 7 

  Sumber : Batang Hari Dalam Angka Tahun 2016 

Berdasarkan data diatas, tampak beban guru yang mengajar di SD Swasta paling berat 

dibanding yang lainnya dimana secara rata-rata seorang orang guru SD Swasta harus mengawasi 15 

orang murid, sedangkan untuk jenjang SMK Swasta seorang guru secara rata-rata hanya mengawasi 7 

orang murid. 

 

Apabila dilihat dari perkembangannya, tampak bahwa Rasio Murid-Guru pada jenjang 

pendidikan SD Swasta, SMP Swasta, SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri dan SMK Swasta cenderung 

membaik dan mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan dapat 

diimbangi oleh penambahan jumlah guru pada jenjang pendidikan tersebut. 

Tabel 2.11 

Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2015  

 

Jenis Sarana 

Pendidikan   

Rasio Murid-Sekolah 

2012 2013 2014 2015 

SD Negeri   1 : 154,62 1 : 160,74 1 : 160,25 1 : 155,59 

SD Swasta   1 : 152,86 1 : 137,88 1 : 182,88 1 : 147,67 

SMP Negeri   1 : 184,18 1 : 179,16 1 : 175,18 1 :  182,91 

SMP Swasta   1 : 139,67 1 : 118,50 1 : 135,43 1 : 137,87 

SMA Negeri   1 : 468,18 1 : 414,00 1 : 433,45 1 : 427,25 

SMA Swasta   1 : 304,00 1 : 289,00 1 : 318,00 1 : 280,00 

SMK Negeri   1 : 400,00 1 : 517,75 1 : 389,17 1 : 390,67 

SMK Swasta   1 : 103,50 1 : 78,75 1 : 91,33 1 : 99,00 

Sumber :Batang Hari dalam Angka,2016 (diolah)  

 

Sementara itu, untuk ketersediaan fasilitas gedung sekolah sendiri pada tahun 2013 yang 

dilihat dari Rasio Murid-Sekolah, nilai terbesar pada jenjang pendidikan SMA Negeri sebesar 427,25, 

yang berarti bahwa setiap SMA Negeri yang ada di Kabupaten Batang Hari rata-rata mampu 

menampung sekitar 427 siswa.  Apabila dilihat dari perkembangannya, terjadi penurunan nilai Rasio 
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Tdk Pny  

Ijazah SD   
24 ,5 persen   

SD/SDLB/MI   
,8 persen 30   

SMP/SMPLB/Mts  

/Paket B   
,4 persen 20   

SMU/SMULB/M  

A/SMK/Paket C   
,7 persen 17   

DI - III   
,8persen 1   

DIV/S1   
4 ,6  persen   

S2/S3   
0 ,2persen   

  

Murid-Sekolah pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD Negeri, SD Swasta, SMA Negeri, SMA 

Swasta,  dibandingkan dengan tahun sebelumnya sementara untuk jenjang pendidikan SMP Negeri, 

SMP Swasta, SMK Negeri, SMK Swasta mengalami kenaikan.  Kenaikan terbesar terjadi pada jenjang 

pendidikan SMP Negeri dari 175,18 menjadi 182,91.   

 

d) Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang juga merupakan indikator kualitas 

pendidikan, karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat antara lain dari tingkat 

pendidikannya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

memberikan gambaran tentang intelektualitas dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Namun 

demikian, tingkat pendidikan yang ditamatkan Tidak Pny Ijazah SD 24,5 persen SD/SDLB/MI 30,8 

persen SMP/SMPLB/Mts /Paket B 20,4 persen SMU/SMULB/M A/SMK/Paket C 17,7 persen DI-III 

1,8persen DIV/S1 4,6 persen S2/S3 0,2persen juga berbeda menurut tempat tinggal dan jenis kelamin. 

Tempat tinggal mempengaruhi dari segi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 

Sedangkan jenis kelamin mempengaruhi dari segi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang 

sama, tanpa dipengaruhi oleh masih adanya budaya yang menganggap bahwa pendidikan bagi 

perempuan kurang penting. Pada tahun 2014, sebagian besar penduduk Kabupaten Batang Hari 

berpendidikan SD/MI/sederajat. Komposisi penduduk Kabupaten Batang Hari berdasarkan pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan yaitu penduduk yang tidak punya ijazah SD/Sederajat sebanyak 23,4 persen, 

berijazah SD/Misebanyak 31,3 persen,SMPUmum/Kejuruan/MTS 22,2 persen, SMU/SMULB/MA/ 

SMK/Paket C 16,9persen, Diploma I-Diploma III 1,4 persen, Diploma IV/S1 4,5 persen, S2/S3 0,3 

persen. 

Grafik 2.3 

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

28 

Dari grafik diatas terlihat bahwa persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan cenderung 

menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Faktor menikah dan masuk dunia kerja 

merupakan penyebab utama kecenderungan tersebut. Golongan usia 10 tahun merupakan usia dimana 

anak masih sekolah dan belum menyelesaikan pendidikan, sehingga menyebabkan penduduk yang 

tidak atau belum punya ijazah mempunyai persentase terbesar. Semakin banyaknya sarana dan 

prasarana yang disediakan serta berbagai keringanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan 

RPJMD Kabupaten Batang Hari 2016-2021 67 kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, 

sehingga di masa yang akan datang, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk akan 

semakin tinggi.  

 

e) Angka Partisipasi Sekolah  

Salah satu ukuran tingkat pendidikan masyarakat adalah angka partisipasi sekolah. Peran serta 

masyarakat dalam pendidikan terlihat pada besaran angka partisipasi sekolah penduduk pada semua 

kelompok usia sekolah. Angka partisipasi sekolah merupakan persentase penduduk yang masih 

sekolah pada umur tertentu terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut. Indikator ini 

menggambarkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan aktivitas pendidikan. Secara 

total, angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7 sampai 12 tahun memiliki nilai tertinggi 

dibandingkan kelompok umur lainnya, dimana kelompok umur tersebut adalah usia pendidikan pada 

jenjang Sekolah Dasar. Pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun serta semakin banyaknya sarana 

dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar ikut berperan dalam tingginya angka 

tersebut. Angka partisipasi sekolah mempunyai pola yang semakin menurun pada kelompok umur atau 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan masuknya mereka pada dunia kerja yang 

berdampak pada menurunnya angka partisipasi sekolah. Ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten 

Batang Hari masih sangat kurang, terutama pada tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi. Di samping itu, 

penyebab lain dari rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang menengah atas dan pendidikan 

tinggi diantaranya sarana transportasi yang tidak memadai atau tidak tersedia untuk menjangkau 

sekolah-sekolah yang umumnya berada di ibukota kabupaten, sedangkan penduduk tinggal jauh di 

daerah terpencil.  

 

Apabila dicermati perjenis kelamin, pada jenjang umur 7-12 dan 16-18 tahun angka partisipasi 

sekolah perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Meskipun demikian, apabila dilihat dari pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan, persentase laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Kecenderungan ini 

kemungkinan disebabkan tidak semua perempuan menyelesaikan pendidikan sampai tamat atau bisa 

juga kesadaran akan kesetaraan gender baru mengemuka pada waktu-waktu ini. Pada dasarnya, antara 

laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan dalam kesempatan mendapatkan pendidikan 

setinggi-tingginya. Meskipun demikian, adanya kebiasaan, budaya ataupun pola pikir sebagaimana 

diuraikan di atas menyebabkan adanya perbedaan angka partisipasi sekolah antara laki-laki dan 

perempuan. 
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Tdk/Blm Pernah  

Sekolah   
4 ,42  persen   

SD/Sederajat   
9 ,46 persen   SMP/Sederajat   

6 ,35  persen   

SMU/Sederajat   
,83 persen 3   

DIII   
0 ,34persen   

DIV/S1   
2 ,89 persen   

Tdk Sekolah Lagi   
73 ,9persen   

  

Tabel 2.12 

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umurdan Jenis Kelamin Tahun 2014  

 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan 
Lakilaki+Perempuan 

7-12 99,25 100,00 99,66 

13-15 90,86 98,56 95,08 

16-18 67,84 67,86 67,85 

19-24 27,40 22,50 24,93 

 Sumber : Susenas Tahun 2014 (diolah)  

 

Partisipasi sekolah secara keseluruhan (penduduk berumur 10 tahun ke atas), berdasarkan 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2014, sebanyak 73,05 persen penduduk sudah tidak 

bersekolah lagi, 4,42 persen penduduk tidak/belum pernah bersekolah dan 22,53 persen penduduk 

masih bersekolah terdiri dari 9,46 persen masih bersekolah SD/Sederajat,6,35 persen masih duduk di 

SMP/Sederajat, 3,83 persen duduk di bangku SMU/Sederajat, 2,89 persen di Perguruan Tinggi 

(Diploma dan S1). 

 

Grafik 2.4 

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan   

Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)  

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam 

pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.  APK digunakan untuk mengukur keberhasilan 
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program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi 

penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk 

mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.  Perkembangan 

APK pada jenjang pendidikan SD/MI sederajat sampai dengan SMU sederajat dalam lima tahun terakhir 

di Kabupaten Batang Hari mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

Tabel 2.13  

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011-2015  

 

Jenjang Pendidikan   Tahun   

2011 2012 2013 2014 2015 

PAUD 39,00 39,40 39,90 40,25 40,55 

SD/MI 116,30 116,59 97,79 107,64 115,98 

SMP/MTS 83,80 83,94 92,68 89,92 97,67 

SMA/SMK/MA 65,20 71,83 70,59 73,41 76,13 

  

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah 

tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah 

seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Angka Partisipasi Murni (APM) 

mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.  Perkembangan APM per jenjang pendidikan di 

Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.14 

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011-2015 

 

Jenjang Pendidikan 

  
Tahun 

  

     

 2011 2012 2013 2014 2015 

SD/MI 95,46 95,50 95,60 95,86 96,00 

SMP/MTS 74,24 74,38 74,75 79,33 79,46 

SMA/SMK/MA 48,27 49,84 55,82 62,62 58,48 
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B.  Kesehatan  

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangun sumber 

daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menjadi aset daerah yang berharga.  Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan.  Upaya 

pelayanan kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat 

memperoleh secara mudah dan murah.  Sasaran utama pembangunan bidang kesehatan adalah 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, sehingga mampu mewujudkan manusia yang sehat, 

cerdas, kreatif, dan produktif, titik berat dalam upaya membangun kesehatan yang ditekankan pada 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan.  

 

a) Fasilitas Kesehatan  

Mengukur tingkat kesehatan masyarakat memerlukan indikator yang relevan. Tingkat 

kesehatan merupakan suatu permasalahan yang kompleks, sehingga upaya-upaya peningkatan status 

kesehatan pada kenyataannya harus dilakukan secara lintas sektor yang melibatkan masyarakat, 

lembaga kemasyarakatan dan dunia usaha.  Salah satu upaya peningkatan status kesehatan adalah 

tersedianya berbagai fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, 

Rumah Sakit serta fasilitas air bersih. Rasio ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap 10.000 orang 

penduduk Kabupaten Batang Hari, terlihat pada tabel di bawah. 

Tabel 2.15 

    Rasio Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Terhadap 10.000 Penduduk Tahun 2014  

 

Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Rasio 

Rumah Sakit 0,08 

Dokter 1,87 

Puskesmas 3,77*) 

Perawat 17,46 

Bidan 10,34 

      *) Termasuk Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pusling  

Sumber :  Batang Hari dalam Angka, Tahun 2014 (diolah)  

  

 

Sarana dan tenaga kesehatan yaitu dokter, puskesmas, perawat dan bidan tahun 2014, yang 

mempunyai rasio di atas 1.  Ini berarti bahwa secara rata-rata, sarana dan tenaga kesehatan tersebut 

menangani kurang dari 10.000 penduduk. Hanya rumah sakit yang menunjukkan angka di bawah 1, 

yang berarti sarana kesehatan tersebut melayani lebih dari 10.000 penduduk. Relatif sedikitnya sarana 

pemondokan dan rawat inap yang setara dengan rumah sakit di Kabupaten Batang Hari bisa 

menyulitkan pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Penambahan fasilitas kesehatan dan 

rawat inap mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.  
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b) Status Kesehatan  

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu 

tertentu.  Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi 

tingkat produktivitas penduduk, misalnya pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan 

dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan 

penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan dan rata-

rata lama hari sakit.  

Grafik 2.5  

Persentase Penduduk Menurut Jenis Gangguan/Keluhan Kesehatan yang Dialami di 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Susenas Tahun 2014 (diolah) 

 

Dari Grafik diatas terlihat jenis keluhan yang paling banyak diderita oleh masyarakat 

penduduk Kabupaten Batang Hari adalah Batuk, Pilek dan Panas. 

 

Tabel 2.16  

Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Menurut Lamanya Hari SakitBerdasarkan Tipe 

Daerah Tahun 2014  

 

Lamanya hari sakit Kota Desa Kota + Desa 

1-3 76,9 71,5 72,0 

4-7 13,9 16,4 16,0 

8-10 0,0 2,3 2,2 

11-15 0,0 3,5 3,2 

>15 9,1 6,3 6,5 

       Sumber : Susenas Tahun 2014 (diolah)  
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Rumah Sakit  

9 ,96persen   

Puskesmas  

,75persen 29   

Petugas  

Kesehatan  

44 ,79persen   

Praktek Dokter  

11 ,43persen   

Batra 1,30persen   
Lainnya  

2 ,76persen     

  

 

Grafik 2.6  

Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Tahun 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampir setengah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, mengalami sakit satu sampai 

tiga hari. Apabila dilihat berdasarkan tipologi wilayah, lama hari sakit terlama banyak dialami oleh 

penduduk di wilayah perdesaan. Grafik 2.21 memperlihatkan cara (tempat) berobat jalan penduduk 

Kabupaten Batang Hari. Tempat berobat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah praktek 

tenaga kesehatan (44,79 persen), puskesmas (29,75persen) dan praktek dokter(11,43 persen). 

Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya oleh aspek keterjangkauan 

(kemudahan akses fasilitas kesehatan) dan aspek pelayanan yang erat kaitannya dengan rasio suatu 

fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk. 

 

c) Kesehatan Balita dan Persalinan  

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor 

lain, diantaranya penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah 

satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, serta 

pelayanan kesehatan secara umum. Ditinjau dari sudut pandang kesehatan ibu dan anak, persalinan 

yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari persalinan 

yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya.  

 

Penolong kelahiran balita terakhir yang terbanyak secara berurutan di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2014 adalah bidan 59,7 persen, dokter 17,1 persen, dan dukun bersalin 23,3 persen. Tingginya 

persalinan yang dibantu oleh bidan mengurangi resiko kelahiran yang lebih besar.  
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Terjadi perpindahan penolong kelahiran pertama dari dukun bersalin dan dokter ke bidan 

pada penolong kelahiran terakhir. Sementara itu, terjadi peningkatan persentase penolong kelahiran 

terakhir pada bidan dan dokter. Penempatan bidan-bidan terlatih yang telah berstatus PNS maupun 

yang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di wilayah-wilayah pedesaan dalam Kabupaten 

Batang Hari perlu terus dilakukan untuk mengurangi resiko kelahiran yang ditolong oleh 

tenaganonmedis (dukun bersalin dan keluarga/family). 

 

Grafik 2.7 

Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan kualitas fisik sumber daya manusia akan lebih berhasil jika dilakukan sejak dini, 

yang dalam hal ini pemantauan status gizi balita berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas 

fisik penduduk Kabupaten Batang Hari. Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan balita adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu). ASI merupakan zat makanan yang paling 

ideal terutama untuk pertumbuhan bayi karena selain bergizi juga mengandung zat pembentuk 

kekebalan terhadap beberapa penyakit. Pemberian ASI akan sangat optimal apabila menerapkan 

pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi 

berumur nol sampai enam bulan. Dari grafik 2.23, terlihat bahwa hampir semua balita di Kabupaten 

Batang Hari pernah diberi ASI, dengan persentase terbesar berada di wilayah perkotaan. 
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Pernah diberi ASI Tidak Pernah diberi ASI  
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Grafik 2.8 

Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI dan yang Tidak Pernah Diberi ASI Berdasarkan 

Tipe Daerah Tahun 2014 
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Berdasarkan lama pemberian ASI, hampir semua balita disusui selama lebih dari 6 bulan, 

bahkan seperempat diantaranya telah disusui lebih dari 24 bulan. Meskipun hal ini belum bisa 

digunakan dalam mengukur keberhasilan pemberian ASI eksklusif, namun pemberian ASI yang cukup 

lama ini sangat baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh balita terhadap berbagai macam penyakit. 

 

Grafik 2.9 

Persentase Balita Umur 2-4 Tahun yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui Tahun 2014 
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d) Rumah Tangga ber PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)  

Rumah Tangga berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Kabupaten Batang Hari setiap tahun 

mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010, Rumah Tangga ber PHBS sebesar 45,30 persen terus 

meningkat sampai Tahun 2014 menjadi 66,14 persen. Laju Pertumbuhan Rumah Tangga ber PHBS 

Kabupaten Batang Hari rata-rata tumbuh sebesar 10,30 persen per tahun. 

 

Tabel 2.17 

Persentase Rumah Tangga ber PHBS dan Laju Pertumbuhan di 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014 

 

No Uraian Satuan 

  Tahun   
Rata- 

Rata 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Rumah Tangga ber 

PHBS 

% 45,30 55,35 63,90 63,15 66,14 58,77 

2 Laju Pertumbuhan % - 22,19 15,45 -1.17 4,73 10,30 

 

e) Gizi Buruk 

Gizi baik Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2010-2014 terus menerus mengalami kenaikan 

tiap tahun ke tahunnya, pada tahun 2010 sebesar 13,323 (orang) meningkat sampai dengan tahun 

2014 menjadi 21,434 (orang). Laju pertumbuhan gizi baik Kabupaten Batang Hari tumbuh rata-rata 

sebesar 98,53 persen per tahun. 

 

Selama periode yang sama untuk gizi kurang Kabupaten Batang Hari bervariasi, pada tahun 

2010 sebanyak 211 (orang) menurun di tahun 2011 dan 2012 menjadi 103 dan 66 (orang) yang 

mengalami gizi kurang, namun pada tahun 2013 kembali naik sebanyak 180 (orang), selanjutnya 

ditetapkan tahun 2014 gizi buruk Kabupaten Batang Hari menurun sebanyak 116 (orang).  

 

Sementara itu, pada tahun 2010-2014 gizi buruk Kabupaten Batang Hari berfluktuasi, pada 

tahun 2010 sebanyak 14 (orang) menurun menjadi 11 (orang) di tahun 2011, selanjutnya meningkat 

ditahun 2012 sebanyak 18 (orang), kemudian menurun lagi menjadi 5 (orang) untuk gizi buruk di 

tahun 2013, pada tahun 2014 telah ditetapkan meningkat sedikit menjadi 8 (orang) gizi buruk 

Kabupaten Batang Hari. Adapun laju pertumbuhan gizi buruk Kabupaten Batang Hari selama tahun 

2010-2014 tumbuh ratarata sebesar 0,08 persen per tahun. 
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Tabel 2.19 

Status Gizi Penduduk di Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014  

 

No Tahun 

Baik Gizi 

Kurang 

Buruk 

Jumlah 

(orang) % 
Jumlah 

(orang) % 
Jumlah 

(orang) % 

1  2010 13.323 98,34 211 1.56 14 0,10 

2  2011 16.906 98,57 103 0,60 11 0,06 

3  2012 18.143 98,53 66 0,36 18 0,18 

4  2013 18.081 98,48 180 0,98 5 0,03 

5  2014 21.434 98,75 116 0,53 6 0,04 

Rata-rata  98,53 
 1,05  0,08 

 

C. Pekerjaan Umum  

1) Jalan  

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu 

lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah. Pembangunan jalan juga 

diarahkan untuk membuka daerah-daerah potensial dan terpencil, memperluas jaringan jalan ke pusat-

pusat produksi dan pemasaran, mendukung pengembangan daerah pemukiman baru/transmigrasi dan 

pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat distribusi barang dan jasa. Perkembangan panjang 

dan status jalan di Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun terakhir, sebagai berikut : 

 

Tabel 2.19 

Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011–2015 

 

Status Jalan Satuan 

 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Negara   KM 144,306   144,306   144,306   144,306   144,306   

Kenaikan   % 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Provinsi   KM 164,400   164,400   164,400   164,400   164,40   

Kenaikan   % 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Kabupaten   KM 830,513   846,513   852,363   852,954   854,176   

Kenaikan   % 0,06   1,93   0,69   0,069   1,001   

 

Sementara perkembangan jenis permukaan jalan kabupaten selama lima tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.20 

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Batang HariTahun 2011–2015 

 

No   Jenis Jalan   
Tahun 

2011   2012   2013   2014   2015   

1   - Aspal   497,728 

km   

519,428 

km   

526,273 

km   

534,653 km   527,379 

km   2   - Kerikil   83,780 km   80,080 km   79,540 km   73,257 km   66,907 

km   3   - Tanah   249,005 

km   

247,005 

km   

246,550 

km   

245,050 km   238,700 

km   4   - Beton   - km   - km   - km   - km   7,274 

km    

Tahun 2015 panjang jalan kabupaten yang telah diaspal mengalami penurunan sepanjang 

7,274 km atau sebesar 1,36 persen, karena adanya peningkatan status jalan aspal menjadi jalan beton. 

 

2) Jembatan  

Kondisi jembatan selama lima tahun terakhir, terlihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.21 

Jumlah Jembatan Menurut Jenis Konstruksi di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011 – 2015 

 

No   

Jenis Konstruksi   

Tahun 

2011   2012   2013   2014   2015   

1   Jembatan Rangka Baja           

   Jumlah   6 Unit 7 Unit 6 Unit 9 Unit 11 Unit 

   Panjang   230 M 280 M 235 M 320 M 370 M 

2   Jembatan Beton        

   Jumlah   12 Unit 14 Unit 15 Unit 17 Unit 17 Unit 

   Panjang   231 M 281 M 294 M 339 M 339 M 

3   Box Culvert        

   Jumlah   94 Unit 118 Unit 131 Unit 141 Unit 151 Unit 

   Panjang   308 M 432 M 414 M 484 M 525 M 

4   Jembatan Kayu        

   Jumlah   41 Unit 40 Unit 57 Unit 45 Unit 41 Unit 

   Panjang   548 M 535 M 753 M 570 M 496 M 
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Kegiatan pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan agar jembatan 

yang ada tetap dalam kondisi baik dan layak sehingga arus transportasi darat dalam Kabupaten Batang 

Hari dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Batang Hari tetap 

menjadi komitmen pemerintah daerah, yang setiap tahunnya terus ditingkatkan dengan berbagai 

sumber pendanaan. 

 

3) Pengairan  

Pengairan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung usaha peningkatan 

ketahanan pangan daerah melalui pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian untuk mencapai 

produksi dan produktifitas tanaman pangan yang optimal. Melalui pengelolaan yang baik diharapkan 

kedepannya kita mampu meningkatkan Indeks Pertanaman dari I menjadi II. Rekayasa teknologi 

pengairan perlu dikembangkan guna meningkatkan produktifitas lahan pertanian, hal ini disebabkan 

kondisi geografis lahan sawah di Kabupaten Batang Hari yang memang perlu mendapatkan perhatian 

khusus, terutama terhadap pengendalian air dan penanggulangan masalah banjir. Tahun 2015 luas 

potensi areal/rawa di Kabupaten Batang Hari yang dapat dialiri oleh jaringan irigasi seluas 19.718 Ha 

dengan luas fungsional seluas 8.858 Ha. Perkembangan potensi kemampuan jaringan irigasi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.22 

Potensi Kemampuan Jaringan Irigasi di Kabupaten Batang HariTahun 2011–2015 

 

Tahun 

Potensi Areal / Rawa 

(Ha) 
Luas Fungsional 

(Ha) 

Persentase 

Pemanfaatan 

2011 17.317 10.903 62,96 

2012 18.440 8.800 47,72 

2013 19.660 8.800 44,76 

2014 19.660 8.800 44,76 

2015 19.718 8.858 44,92 

 

Sementara itu panjang saluran jaringan irigasi selama Tahun 2014-2015 mengalami 

peningkatan sepanjang 1.580 meter atau sebesar 1,17 persen dan jenis bangunan pintu pengatur dan 

pembagi air bertambah sebanyak 9 unit atau sebesar 3,95 persen yang tersebar di delapan kecamatan. 

Perkembangan jumlah bangunan dan jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.  
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Tabel 2.23 

Perkembangan Jumlah Bangunan dan Jaringan Irigasi Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011 – 2015 

 

Tahun  

Panjang Saluran  

Primer + Sekunder 

+ Tertier (M)  

Jenis Bangunan  ( Unit ) 

Waduk  Bendungan  

Pintu Pengatur dan 

Bangunan Pembagi  

2011  80.866  -  -  159  

2012  131.603  -  -  221  

2013  131.603  -  3  224  

2014  135.579  -  3  228  

2015  137.159  -  5  237  

 

Tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan/rehab irigasi teknis berupa saluran 

primer, saluran sekunder, bangunan induk dan bangunan air serta irigasi non teknis berupa saluran air, 

bangunan pintu pengatur, box dan tanggul penutup. Volume kegiatan prasarana irigasi teknis dan non 

teknis dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 2.24 

Volume Kegiatan Fisik Sarana Irigasi Teknis dan Non Teknis  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 

 
JENIS KEGIATAN   VOLUME KEGIATAN 

2011 2012 2013 2014 2015 

A. IRIGASI TEKNIS        

     Operasi dan Pemeliharaan di Karmeo,        

     Ranrau Gedang dan Lubuk Ruso        

     1. Saluran Primer (5.550 M)        

         - Tanah (Tebas Bayang)    3.600 1.150    7.775 

         - Cor Beton    1.800    10 

     2. Saluran Sekunder (18.000 M)         

         - Tanah (Tebas Bayang)     8.545    3.612,5 

         - Cor Beton   - -  - - - 

     3. Saluran Tersier (750  M)   - - -  - - 

         - Tanah (Tebas Bayang)   - -  - - - 

         - Cor Beton   - -  - - - 

     4. Bangunan Induk (2 Buah)         

           - Pemeliharaan        1 

           - Bangunan Baru         

     5. Bangunan Air (Pintu Pengatur 31 Buah)           

         - Pemeliharaan         

          - Bangunan Baru   - 3 3    4 
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JENIS KEGIATAN   VOLUME KEGIATAN 

2011 2012 2013 2014 2015 

B. IRIGASI NON TEKNIS   - - - - - 

    1. Saluran Air   - - - - - 

        - Tanah   1.075 -  - 3.976 2.400 

        - Cor Beton   257 350 350   537 60 

    2. Bangunan Pintu Pengatur   5 - -  4 8 

    3. Box   - -  - 5 2 

    4. Tanggul Penutup   - - -  - - 

        - Cor Beton   471,2 605 138   771 75 

        - Tanah   - -  - 15 260 

 

4) Penataan Ruang  

Perkembangan Pelayanan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-

2015 dilihat dari jumlah ruang terbuka hijau dan luas wilayah ruang terbuka hijau ber Hak Pengelolaan 

Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun (HGB).  Pada Tahun 2011 jumlah ruang terbuka hijau dengan 

luas wilayah 51.4028 km2, di tahun 2012 menjadi 85 dengan luas wilayah 24.371 km2, pada tahun 2013 

sebanyak 307 dengan luas wilayah 170.675 km2, di tahun 2014 sebanyak 31 dengan luas wilayah 

499.640 km2, dan di tahun 2015 sebesar 9 dengan luas wilayah 54.969 km2.   

Jumlah bangunan yang memiliki IMB pada tahun 2011 sebesar 339 meningkat  menjadi 340 di 

tahun 2012, di tahun 2013 meningkat menjadi 641, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 

286 dan di tahun 2015 menjadi 358. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat 

mematuhi regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan 

pemerintah daerah. Namun demikian upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan 

terhadap regulasi tata ruang dan bangunan perlu diimbangi dengan pelayanan perizinan yang lebih 

baik.  Berikut gambaran perkembangan pembangunan pelayanan umum bidang penataan ruang 

sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 2.25 

Perkembangan Pelayanan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari Tahun 

2011-2015 

 

No   Uraian   
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1   JumlahTotal Ruang Terbuka 

Hijau HPL/HGB 

9   85   307   31   9   

2   Jumlah Total Luas Wilayah 

Ruang Terbuka Hijau ber 

HPL/HGB 

51.4028   24.371   170.675   499.640   54.969   

3   Jumlah bangunan yang 

memiliki IMB 

339   340   641   286   358   
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D.  Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

1) Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 

Pelayanan kelistrikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta 

memajukan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2015 persentase ramah tangga 

yang telah menggunakan listrik (elektrifikasi rumah tangga) sebesar 93,56 persen, meningkatkan 

sebesar 5,92 persen dibanding tahun 2011 sebesar 87,64 persen. Perkembangan elektrifitas rumah 

tangga di Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.26 

Perkembangan Elektrifikasi Rumah Tangga Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2015 

 

Tahun 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

Jumlah 

Rumah yang 

Teralirin 

Listrik 

Jumlah yang 

Belum 

Teralirin 

Listrik 

Parsentase 

Rumah Teralirin 

Listrik 

2011 58.761 51.499 7.262 87,64   

2012 59.388 53.336 6.052 89,81   

2013 59.816 54.773 5.043 91,57   

2014 62.533 57.948 4.585 92,67   

2015 64.096 59.970 4.126 93,56   

 

2) Perumahan 

Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman merupakan salah satu usaha yang 

mendukung pembangunan dalam bidang ekonomi, terutama dalam hubungannya dengan penataan dan 

pengembangan lingkungan pemukiman di perdesaan dan perkotaan. Aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pembangunan perumahan dan permukiman harus memperhatikan persyaratan 

lingkungan pemukiman yang dilihat dari aspek; kesehatan, ekonomi dan sosial. Terutama di dalam 

penataan pemukiman daerah perdesaan dan perkotaan. Pembangunan perumahan di perdesaan 

meliputi peningkatan kualitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air bersih, WC, dan sebagainya. 

Sedangkan di perkotaan pembangunan perumahan ditujukan untuk pembangunan rumah dalam 

jumlah yang memadai, lingkungan yang sehat dan berkualitas serta terjangkau oleh daya beli 

masyarakat.  

 

Dalam pembangunan perumahan, keterlibatan pihak swasta di Kabupaten Batang Hari cukup 

berpengaruh. Sebelum krisis moneter pada tahun 1997 telah membangun berbagai tipe perumahan 

Perumnas dan KPR BTN Bagi masyarakat menengah ke bawah sebanyak 1.161 unit di Kecamatan 

Muara Bulian, 96 unit di Kecamatan Muara Tembesi dan 12 unit di Kecamatan Pemayung. 
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Perkembangan pembangunan perumahan KPR BTN di Kabupaten Batang Hari dari Tahun 2011 sampai 

dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.27 

Jumlah Pembangunan Perumahan KPR BTN di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011 – 2015 

 

No   KECAMATAN   2011 2012 2013 2014 2015 

1.   Muara Bulian 122 86 368 95 45 

2.   Muara Tembesi - - - - 96 

3.   Pemayung - - - - 12 

4.   Maro Sebo Ulu - - - - - 

5.   Maro Sebo Ilir - - - - - 

6.   Mersam - - - - - 

7.   Batin XXIV - - - - - 

8.   Bajubang - - - - - 

 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah pelanggan PDAM Tirta Batang Hari 

semakin bertambah dan jumlah produksi air pun mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sampai 

dengan 2015. Pada Tahun 2011 jumlah pelanggan air bersih di Ibu Kota Kabupaten mencapai 4.230 

pelanggan dengan total produksi air sebanyak 1.333.890 M3 , air yang didistribusikan sebanyak 

1.295.154 M3 dan air yang terjual sebanyak 1.006.788 M3. Sampai dengan 2015 pelanggan air bersih 

mencapai 5.889 pelanggan dengan total produksi air sebanyak 1.295.737 M3 , air yang didistribusikan 

sebanyak 1.203.828 M3 dan air yang terjual sebanyak 913.017 M3 . Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.28 

Jumlah Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Batang Hari  

Tahun 2011 – 2015  

 

NO   J E N I S   

T A H U N 

2011   2012   2013   2014   2015   

1   Jumlah Pelanggan (Org)   4.230   4.756   5.089   5.597   5.889   

2   Jumlah Produksi Air (m3)   1.333.890   1.613.546   1.910.814   1.920.158   1.295.737   

3   Distribusi Air (m3)   1.295.154   1.422.300   1.756.716   1.769.720   1.203.828   

4   Air Terjual (m3)   1.006.788   1.047.382   1.336.902   1.334.657   913.017   
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2.3.2   Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

A. Perhubungan  

Kabupaten Batang Hari memiliki 1 unit terminal tipe C di Kota Muara Bulian dan 1 unit 

terminal penyangga yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi. Selain 

berfungsi sebagai tempat pengaturan keluar masuk kendaraan dan penumpang, juga sebagai sumber 

penerimaan retribusi daerah. Perkembangan jumlah kendaraan berupa bus dan penumpang yang 

datang dan berangkat di Terminal Muara Bulian mengalami fluktuasi. Tahun 2014 jumlah bus yang 

datang 11.625 kendaraan dan berangkat 17.831 kendaraan. Sedangkan penumpang yang datang 

123.084 orang dan berangkat 241.075 orang.  

 

Tahun 2015 jumlah bus yang datang meningkat 2,57 persen menjadi 11.924 kendaraan dan 

yang berangkat juga meningkat 10,93 persen menjadi 19.780 kendaraan. Sementara jumlah 

penumpang yang datang pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan 321,95 persen dibandingkan 

tahun sebelumnya menjadi 519.361 orang dan yang berangkat meningkat 108,62 persen menjadi 

502.941 orang.  

 

Khusus Terminal Muara Tembesi dimana Tahun 2014 jumlah bus yang datang 264 kendaraan 

dan yang berangkat 264 kendaraan, sedangkan untuk penumpang yang datang 1.395 orang dan yang 

berangkat sebanyak 5.349 orang. Sampai dengan 2015 jumlah bus yang datang 173 kendaraan dan 

yang berangkat sebanyak 173 kendaraan, sedangkan jumlah penumpang yang datang 820 orang dan 

yang berangkat 3.595 orang. Perkembangan keluar-masuk kendaraan dan orang pada dua terminal 

tersebut di atas kurun waktu lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 2.29 

Jumlah Bus dan Penumpang yang Melalui Terminal  

di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011–2015 

 

Tahun 

Terminal Muara Bulian Terminal Muara Tembesi 

Bus (Buah) Penumpang (Orang) Bus (Buah) Penumpang (Orang) 

Datang Berangkat Datang Berangkat Datang Berangkat Datang Berangkat 

2011 19.710 21.638 191.809 202.497 612 651 2.564 9.449 

2012 19.378 21.083 406.555 549.091 313 313 1.100 6.671 

2013 10.739 19.721 229.183 434.693 250 250 1.840 5.986 

2014 11.625 17.831 123.084 241.075 264 264 1.395 5.349 

2015 11.924 19.780 519.361 502.941 173 173 820 3.595 
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B. Lingkungan Hidup  

Kabupaten Batang Hari memiliki SDA yang cukup besar dan beragam seperti hutan, lahan 

pertanian, bahan mineral, kawasan perairan (sungai) dan lain-lain. Sumber daya hutan yang produktif 

meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan pola partisipasi masyarakat serta 

suaka alam. Sumber daya lahan yang dimiliki meliputi areal yang cocok untuk budidaya tanaman 

pangan, perkebunan, kehutanan dan padang pengembalaan ternak. Selain itu, juga terdapat sumber 

daya mineral yang beragam berupa bahan tambang/galian seperti minyak bumi, gas alam dan batu 

bara. Sedangkan Potensi kawasan perairan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batang Hari beserta 

anak sungainya potensial untuk budidaya keramba ikan. Aktifitas pemanfaatan Sumber Daya Alam 

(SDA) jika tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan secara bijak akan berakibat munculnya 

permasalahan lingkungan hidup baik pada saat sekarang maupun pada masa yang akan datang.  

  

Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan lingkungan 

diantaranya : 

a) Pemanfaatan SDA seringkali tidak terkait secara langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat 

sekitar  

b) Rendahnya penguasaan IPTEK oleh masyarakat. 

c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan. 

d) Lemahnya kontrol pemanfaatan/pengusahaan SDA 

e) Lemahnya penegakan supremasi hukum terhadap pelaku pengrusakan SDA dan lingkungan hidup. 

 

Permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kaupaten Batang Hari bersumber dari 

dampak aktifits kegiatan/usaha ekonomi seperti usaha perkebunan, industry, pertambangan dan 

limbah rumah tangga, sebagaimana table berikut ini : 

 

Tabel 2.30 

Jenis dan Banyaknya Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan di Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2015 

 

NO   JENIS KEGIATAN / USAHA   

T  A  H  U  N 

2011 2012 2013 2014 2015 

1   Crumb Rubber 1 1 1 1 1 

2   Plywood 1 2 3 2 2 

3   Sawmill  1    

4   Migas 3 3 1 1 1 

5   Galian Gol C 92 102    

6   Tempat Pembuangan Akhir 2 1 2 1 1 
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NO   JENIS KEGIATAN / USAHA   

T  A  H  U  N 

2011 2012 2013 2014 2015 

7   Terminal 1 2 1 1 1 

8   Pasar 17 17  10 10 

9   Rumah Sakit 1 1 1 2 2 

10   Pembangkit Listrik Tenaga Diesel      

11   Pabrik CPO 6 6 6 5 5 

12   Penambangan Pasir Emas      

13   HPH 2 2    

14   HTI 1 1    

15   Perkebunan 18 20  18 18 

16   Moulding 1 2 3 1 1 

17   Lainnya           

 

Pencemaran yang paling dominan bersumber dari usaha perkebunan sebanyak 18 kegiatan, 

kedua pasar sebanyak 10 kegiatan, ketiga pabrik CPO sebanyak 5 kegiatan, keempat plywood sebanyak 

2 kegiatan, kelima Rumah Sakit sebanyak 2 kegiatan, dan disusul crumb rubber, migas, tempat 

pembuangan akhir, terminal, dan moulding masing-masing sebanyak 1 kegiatan. Sedangkan 

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.31  

Kualitas Air di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015  

 

 

 

No 

Uraian Satuan 
Standar 

BML 

Tahun 2015 

Sungai Rengas Mersam Ma. Tembesi Ma. Bulian Pemayung 

TW I   TW II TW I  TW II TW I  TW II TW I   TW II TW I      TW II 

1 Suhu Celcius Deviasi 3 29,9 29 29,8 29,3 28.07 29 29,8 29,9 27,7 29,2 

2 DHL µs/cm  53,1 129,

9 

53,9 137,6 49,4 119,9 48,9 124,9 50,3 133,9 

3 TSS mg/L 50 24 96 22 98 20 88 24 92 26 64 

4 TDS mg/L 1000 53 66 54 70 49 62 49 64 50 66 

5 pH  6 – 9 7,15 6,9 7,13 6,66 7,10 6,55 7,26 7,39 7,37 7,42 

6 Fe mg/L  0,814 1,35 0,652 1,26 0,760 1,08 0,853 1,09 1,27 1,09 
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7 Mn mg/L  < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

8 Hg mg/L 0,002 <0,001 < 0,001 < 

0,001 

< 

0,001 

< 

0,001 

< 

0,001 

< 

0,001 

< 

0,001 

< 0,001 < 0,001 

9 Pb mg/L 0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

10 Phosfat (PO4) mg/L 0,2 < 0,01 0,275 < 0,01 0,150 0,012 0,099 < 0,01 0,157 < 0,01 0,101 

11 Ortho Phosfat mg/L - - - - - - - - - - - 

12 NH3 – N mg/L  0,191 0,131 0,180 0,116 0,194 0,082 0,167 0,080 0,149 0,078 

13 NO3 mg/L 10 1,33 0,426 2,14 0,492 0,981 0,446 2,01 0,532 1,21 0,572 

14 NO2 mg/L 0,06 0,027 0,029 0,029 0,036 0,028 0,025 0,030 0,026 0,030 0,022 

15 N Organik mg/L - - - - - - - - - - - 

16 N - Total mg/L - - - - - - - - - - - 

17 Oksigen 

terlarut 

mg/L 4 - - - - - - - - - - 

18 BOD mg/L 3 3,22 2,01 2,82 2,01 3,22 2,01 3,62 3,22 3,62 2,42 

19 COD mg/L 25 14 10 12 10 10 10 10 14 12 12 

20 Detergen µg/L 200 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

    21 Phenol µg/L 1 <0,003 < 0,003 < 0,003 < 

0,003 

< 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

22 Minyak 

lemak 

µg/L 1000 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

23 Alkalinita s mg/L            

24 Fecal Coli  Jmlh/100 4600 3100 3100 3400 3400 3800 3900 4600 4100 4900 4700 

25 Total 

Coliform 

Jmlh/100 

 

5000           

 

Mengacu pada estimasi data dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Baku Mutu maka kualitas air di Kabupaten Batang Hari termasuk Baku Mutu Air Kelas II.  

Klasifikasi kelas II digunakan untuk prasarana dan sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, mengairi pertanian, perumahan dan pemukiman serta pegunaan lainya.  Selain limbah 

pabrik dan industri lainnya, limbah rumah tangga pun mempunyai potensi yang cukup besar dalam 

pencemaran lingkungan.  Untuk itu Pemerintah Kabupaten Batang Hari memberikan perhatian dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga melalui Dinas Perkotaan, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan 

maupun fasilitas pendukung lainnya.  Kondisi pengelolaan limbah rumah tangga di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.32 

Peralatan dan Produksi Sampah di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011 – 2015 

 

 

Produksi sampah perkotaan sampai dengan 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,67 persen 

atau sebanyak 320 M3 per hari dibandingkan dengan Tahun 2014.  Peralatan dan fasilitas persampahan 

di atas memperlancar proses pengangkutan sampah perkotaan dari Tempat Penampungan Sementara 

(TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  

 

NO U R A I A N SATUAN 

TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.   Jumlah Penduduk 

Kab. Batang Hari 

Jiwa 262.378 326.259   349.055 305.184 305.878 

2.   Jumlah Penduduk 

yang memanfaatkan 

Tempat  Pembuangan 

Sementara 

(TPS) 

Jiwa 17.655 18.502   19.980 22.250 22.750 

3.   Jumlah Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) 

 

Buah 

 

3 3   3 3 3 

4.   Luas TPA 

 

Ha 16,42 16,42   16,42 16,42 16,42 

5.   Jumlah Truk 

Pengangkut Sampah 

Unit 5 4   6 6 6 

6.   Jumlah Mobil 

Penyedot 

Tinja 

Unit 1 1   1 1 1 

7.   Jumlah Mobil Pick Up 

Pengangkut Sampah 

Unit 1 1   1 1 1 

8.   Jumlah Roda 3 

Pengangkut Sampah 

Unit 5 7   7 8 8 

9.   Volume Sampah M3/Hari 35 37   40 45 47 

10.   Limbah 

Padat/Sampah 

Perkotaan 

M3/Hari 175 200   250 300 320 

11.   Jumlah Mobil Truk 

Tangki Penyiram 

Taman 

Unit 1 1   1 1 2 

12.   Jumlah Exavator di 

TPA 

Unit    1 1 1 
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C. Penanaman Modal  

Penurunan tingkat perekonomian tidak hanya berdampak pada penurunan kesejahteraan 

masyarakat secara ekonomi, tetapi lebih dari itu dapat menimbulkan berbagai gejolak sosial budaya di 

tengah masyarakat. Oleh karenanya perlu upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan 

investasi.  Di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan investasi 

serta menata kelembagaan yang menangani investasi itu sendiri. Jumlah perusahaan berdasarkan 

bidang usaha dan realisasi investasi di Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 

dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.33.10 

Jumlah Perusahaan Berdasarkan Bidang Usaha dan Realisasi Investasi di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2014 

 

 

Realisasi investasi Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 178 persen dibandingkan 

dengan Tahun 2013.  Sedangkan arah kebijakan dalam pengembangan usaha dilaksanakan dengan 

mempercepat proses penggalian dan pemetaan potensi investasi melalui pengembangan kelembagaan 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan promosi investasi.  Disamping itu dibangun iklim 

investasi yang kondusif sesuai dengan Peraturan Daerah serta mendorong pengembangan kerjasama 

antara investor dengan pengusaha kecil dan menengah melalui pendekatan yang saling 

menguntungkan.  

 

Dalam rangka pengembangan usaha daerah maka program-program pembangunan daerah yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut :  

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menarik minat investasi.  

b. Membangun dan meningkatkan infrastruktur penunjang seperti sarana informasi, transportasi dan 

lain - lain. 

 

 

N0   URAIAN   2013   2014   

1    Jumlah Perusahaan       : 

  

  
a.   Konstruksi Gedung 3 3 

b.   Perkebunan 23 24 

c.   Stasiun Pengisian Bulk Elpiji 

Pertamina 

1 1 

d.   Industri Crumb Rubber 1 1 

e.   Pertambangan Batu Bara  1 

2   Realisasi Investasi (Rp) 766.236.673.398, 2.129.762.939.330, 
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Tabel 2.34 

Perkembangan Industri Secara Umum di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011–2015 

 

 

D. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)  

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dalam pembangunan daerah dan sebagai 

sarana pembangunan dalam menumbuhkan demokrasi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Batang Hari pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi 

pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan 

rendah melalui peningkatan akses kepada sumber daya produktif, yang didukung peningkatan 

kapasitas dan keterampilan pengelolaan usaha.  Di sisi lain, pemberdayaan koperasi dan UMKM juga 

akan semakin difokuskan pada peningkatan daya saing koperasi dan UMKM melalui upaya peningkatan 

kompetensi, kewirausahaan, dan produktivitas, yang didukung dengan kelembagaan dan kerja sama 

usaha dan pemasaran yang mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Perbaikan dalam 

penyediaan sistem pendukung koperasi dan UMKM juga terus diupayakan agar akses koperasi dan 

UMKM kepada sumber daya produktif dapat ditingkatkan. 

 

Pembangunan sektor koperasi yang terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dan 

pertumbuhan sektor lainnya. Tahun 2015 di Kabupaten Batang Hari terdapat 29 KUD dan 249 

Koperasi, jumlah anggota sebanyak 29.635 orang, serta pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 

Rp.9.234.544.075,-.  Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

No   URAIAN   2011 2012 2013 2014 2015 Persen 

1.   
Unit Usaha 

(unit)   
1.311 1.330 1.376 1.447 1.497 3,46 

2.   
Tenaga Kerja 

(org)   
8.680 8.836 9.016 9.235 9.389 1,67 

3.   
Nilai Investasi 

(Rp.000)   
180.820.940 184.844.397 304.844.397 450.763.842 553.524.015 22,80 

4.   
Nilai Produksi 

(Rp.000)   
114.324.989 116.851.927 135.951.927 282.197.928 385.188.070 36,50 

5.   
Nilai Bahan 

Baku (Rp.000)   
43.445.331 44.360.140 46.110.140 56.072.346 63.087.984 12,51 
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Tabel 2.35 

Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2011-2015 

 

 

Perkembangan jumlah anggota koperasi pada Tahun 2015 sebanyak 29.635 orang. Jumlah 

anggota koperasi ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.36 

Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011-2015 

 

 

Simpanan anggota dan SHU merupakan sumber modal internal bagi perluasan usaha koperasi. 

Perkembangan sumber modal internal koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

No   Jenis Koperasi   2011 2012 2013 2014 2015 

1   KUD   29  29 

2   Koperasi Pegawai Negeri 44 44 44 44 45 

3   Koperasi Angkutan 1 1 1 1 1 

4   Koperasi Sekolah 23 23 23 23 23 

5   Koperasi Kredit 4 5 6 6 8 

6   Koperasi Wanita 5 5 5 5 5 

7   Koperasi Industri 2 2 2 2 2 

8   Koperasi Lain 163 166 165 165 165 

JUMLAH  

JUMLAH   

272 276 275 275 278 

No. Tahun KUD (Org) Non KUD (Org) 
Jumlah 

(Org) 
Persen 

1 2011 12.434 16.627 29.061 14,55 

2 2012 12.434 16.727 29.161 0,34 

3 2013 12.606 16.833 29.439 0,95 

4 2014 11.991 17.644 29.635 0,67 

5 2015 11.991 17.644 29.635 0 
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Tabel 2.37 

Perkembangan Sumber Modal Internal Koperasi di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011-2015 

 

 

Simpanan koperasi mengalami peningkatan sebesar 58,52 persen, pada Tahun 2014 sebesar 

Rp.13.619.590.617,- menjadi sebesar Rp.21.589.366.128,- pada Tahun 2015.  Cadangan koperasi 

mengalami peningkatan sebesar 76,62 persen, dari Tahun 2014 sebesar Rp.5.217.188.841,- menjadi 

Rp.9.214.544.183,- di Tahun 2015.  Peningkatan jumlah simpanan dan cadangan koperasi diikuti 

dengan peningkatan jumlah SHU sebesar 7,67 persen.  Keragaman KUD dan Pengusaha Kecil serta 

Usaha yang dikelola koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.38 

Keragaman KUD dan Pengusaha Kecil di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011-2015  

 

No.   Uraian   Satuan   

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

A.   KOPERASI 

  

  

  

  

  

  

1   Jumlah Kop 

Non KUD 

 

 

Unit   242   227   249   249   249   

2   Jumlah 

Anggota 

Orang   16.627   16.790   15.917   16.197   17.644   

3   Modal Sendiri Rp.000   17.761.851   38.620.731   12.392.215   13.199.792   13.733.688   

4   Modal Luar Rp.000   23.989.451   5.168.350   5.168.350   6.355.711   4.222.251   

5   Volume Usaha Rp.000   110.306.173   110.306.173   32.321.204   43.991.508   113.088.551   

6   Jumlah SHU Rp.000   8.317.812   1.340.035   9.404.802   11.157.187   5.461.750   

B.   KUD 

  

  

  

  

  

  

1   Jumlah KUD Unit   30   28   29   29   29   

2   Jumlah 

Anggota 

Orang   12.434   12.452   12.452   12.701   11.991   

3   Modal Sendiri Rp.000   6.628.925   8.335.321   6.251.491   6.564.065   7.855.677   

4   Modal Luar Rp.000   53.865.426   2.770.736   2.770.736   5.463.317   10.922.357   

5   Volume Usaha Rp.000   173.560.059   21.649.007   104.939.604   116.068.798   147.338.973   

No Tahun Simpanan (Rp) Cadangan (Rp) SHU (Rp) 

1 2011 5.990.562.844 3.196.423.435 2.895.969.000 

2 2012 6.290.090.986 3.356.244.607 2.924.928.690 

3 2013 6.724.486.336 3.859.681.298 3.363.667.994 

4 2014 13.619.590.617 5.217.188.841 8.576.437.226 

5 2015 21.589.366.128 9.214.544.183 9.234.544.075 
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No.   Uraian   Satuan   

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

6   Jumlah SHU Rp.000   1.612.441   3.306.174   3.636.734   3.939.220   3.745.818   

7   Jumlah 

Manager 

Orang   3   3   3   3   3   

8   Jumlah 

Karyawan 

Orang   121   121   125   132   132   

C.   KOP + KUD 

  

  

  

  

  

  

1   Jumlah Kop +  

KUD 

Unit   272   255   278   278   278   

2   Jumlah 

Anggota 

Orang   29.061   29.242   28.369   28.898   29.635   

3   Modal Sendiri Rp.000   24.390.776   46.956.052   18.643.706   19.763.857   21.589.365   

4   Modal Luar Rp.000   77.854.877   7.939.086   7.939.086   11.819.028   15.144.608   

5   Volume Usaha Rp.000   283.866.232   131.955.180   137.260.808   160.060.306   260.427.524   

6   Jumlah SHU Rp.000   9.930.253   4.646.209   13.041.536   15.096.407   9.207.568   

7   Jumlah 

Manager 

Orang   3   3   3   3   3   

8   Jumlah 

Karyawan 

Orang   121   121   125   132   132   

D.   PKM 

  

  

  

  

  

  

1   Bid. 

Perdagangan 

Orang   3.233   3.233   3.233   3.233   3.233   

2   Bidang 

Industri 

Orang   1.336   1.336   1.336   1.336   1.336   

3   Bidang Jasa Orang   638   638   638   638   638   

 

Tabel 2.39 

Usaha yang Dikelola Koperasi di Kabupaten BatangHari  

Tahun 2011-2015 

 

 

NO 

 

Jenis 

Usaha 

 

Satuan 

TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Penyaluran 

Pupuk 

KUD 30 30 30 30 30 

Ton 130  147  115  89 88 

Rp.000 84   92   70     32.620   

2 Penyaluran 

Sawit 

KUD 13   13   13   13   13   

Ton 241.532   253.607   250.678   190.008   225.393   

Rp.000 338.144   353.360   352.699   275.524   80.175   

3 Penyaluran KUD 2   2   2   2   2   
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NO 

 

Jenis 

Usaha 

 

Satuan 

TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

Karet Ton 1.780.944  1.829.690  1.880.925  1.420.123  367.313 

Rp.000 28.405.104  29.683.345  30.900.320  23.200.000  2.836.044 

4 Waserda 

Volume 

Usaha 

KOP 6   6   6   6   6   

Rp.ooo 3.102.330   3.210.035   3.678.000   2.800.000   4.225.000   

5 Simpan 

Pinjam  

Volume 

Usaha 

KOP 74  74  74  76  139 

Rp.ooo 20.001.346  21.101.460  25.463.000  21.097.400  13.180.399 

6 Jasa 

Angkutan 

Volume 

Usaha 

KOP 14  14  14  14  14 

Rp.ooo 14.080.400  14.727.762  13.767.000  9.325.000  9.879.100 

7 Listrik  

Volume 

Usaha 

KOP 7 7 7 7 7 

Rp.ooo 3.375.091  3.520.460  3.520.460  2.700.345  8.242.000 

 

E. Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)  

Sasaran pembangunan kependudukan meliputi Penurunan/pengendalian angka kelahiran, 

penurunan tingkat kematian ibu dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, pengendalian 

penyebaran penduduk serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program 

kependudukan yang merupakan usaha berkesinambungan dengan program-program lain seperti 

kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan, transmigrasi, pertanian, industri, koperasi, 

perhubungan dan lain-lain.  Upaya-upaya penanganan permasalahan kependudukan dilaksanakan 

secara terus menerus dan berkesinambungan dengan didasari kebijaksanaan perencanaan yang 

mantap agar taraf hidup masyarakat meningkat sebagai dasar dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, maka penyebaran penduduk juga harus dibarengi dengan usaha peningkatan kecerdasan, 

keterampilan, derajat kesehatan dan menciptakan lapangan kerja serta memeratakan pembangunan 

dan pendapatan.  

 

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan 

meningkatkan harapan hidup serta memiliki sasaran yang lebih luas yaitu untuk mewujudkan Keluarga 

Sejahtera.  Gambaran capaian gerakan Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-

2015 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.40 

Pencapaian KB Aktif Mandiri dan Tidak Mandiri di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011–2015 

 

No  Kecamatan   
2011  

   

2012 2013 2014 2015 

M   T

M   

M   T

M   

M   T

M   

M   T

M   

M   T

M   
1.   Muara 

Bulian 

 

2.

00

9   

4.

31

7   

2.1

26   

4.

86

8   

2.

23

3   

5.

05

1   

2.

55

9   

5.

61

9   

5.

16

6   

4.

45

9   2.   Bajubang 2.

01

6   

6.

10

0   

2.0

71   

6.

44

1   

1.

89

0   

5.

26

6   

1.

96

6   

5.

41

5   

1.

96

6   

3.

97

5   3.   Maro Sebo 

Ilir 

1.

49

1   

1.

22

6   

1.6

31   

1.

34

0   

1.

57

7   

1.

38

1   

1.

56

2   

1.

49

7   

1.

01

6   

1.

01

7   4.   Pemayung 96

2   

3.

39

4   

1.0

61   

3.

15

7   

1.

16

4   

3.

13

5   

1.

48

7   

2.

93

7   

1.

53

2   

2.

97

0   5.   Muara 

Tembesi 

3.

20

0   

1.

71

0   

3.2

64   

2.

01

4   

3.

60

3   

1.

28

9   

3.

71

4   

1.

52

6   

3.

60

8   

1.

71

0   6.   Batin XXIV 1.

78

1   

2.

10

4   

1.7

88   

2.

21

1   

1.

81

7   

2.

27

5   

1.

85

6   

2.

38

2   

1.

90

5   

2.

50

2   7.   Mersam 2.

24

1   

3.

18

3   

2.5

07   

3.

50

9   

2.

37

2   

3.

73

6   

2.

35

2   

3.

86

7   

2.

47

1   

3.

66

2   8.   Maro Sebo 

Ulu 

 

3.

38

5   

1.

43

3   

3.6

69   

1.

60

2   

3.

51

7   

1.

68

2   

3.

55

5   

1.

99

5   

3.

55

8   

2.

07

5   J u m l a h 17

.0

85   

23

.4

67   

18.

11

7   

25

.1

42   

18

.1

73   

23

.8

15   

19

.0

51   

25

.2

38   

21

.2

22   

22

.3

70   Peningkatan/ 

Penurunan (%) 
3,

71   
  

6,0

4   
  

0,

31   
  

4,

83   
  

11

,4

0   

  

M= Mandiri   TM = Tidak Mandiri 

Rata-rata peningkatan capaian KB aktif mandiri dalam lima tahun terakhir di Kabupaten 

Batang Hari sebesar 5,26 persen.  Upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui SKPD Badan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah mendorong masyarakat agar berperan aktif 

dalam pelaksanaan KB melalui berbagai pendekatan.  

 

Komposisi pemakaian alat kontrasepsi dalam Program KB di Kabupaten  Batang Hari dari 

Tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.41 

Perkembangan Pemakaian Alat Kontrasepsi KB di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011-2015 

 

No   Keterangan   2011   2012   2013   2014   2015   

1   Jumlah Klinik (Unit) 58   59   79   79   86   

2   Pemakai Pil (Org) 15.331   16.169   15.961   16.092   14.730   

3   Pemakai Kondom/CS 

(Org) 

499   619   708   1.009   743   

4   Pemakai IUD (Org) 1.256   1.360   1.437   1.538   2.071   

5   Pemakai Suntik (Org) 16.470   17.417   16.750   17.763   18.348   

6   Pemakai MO (Org) 370   416   435   454   459   

7   Pemakai Implant (Org) 6.626   7.278   6.697   7.433   7.241   
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Perkembangan pelayanan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama kurun 

waktu lima tahun terkhir dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.42 

Perkembangan Pelayanan Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera 

di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 

 

 

F. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Wanita merupakan salah satu segmen penduduk yang memiliki potensi besar dalam 

pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Di Kabupaten Batang Hari jumlah penduduk wanita yang 

relatif besar dibanding penduduk laki-laki.   

 

Peranan wanita dalam pembangunan pada dasarnya dapat dibagi atas dua kategori, pertama, 

peranan langsung dengan keterlibatan dalam pasar kerja dan kedua peranan tidak langsung melalui 

keterlibatan dalam pembinaan keluarga untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, 

sejahtera dan bahagia, serta peranannya dalam pembinaan/pengembangan generasi muda (anak-anak) 

dalam rumah tangga.  Selanjutnya, berkaitan dengan peran wanita dalam Pembinaan Keluarga, 

berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya melalui program Peningkatan Peranan Wanita menuju 

Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dan pengembangan organisasi Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK).   

 

Pembangunan pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan telah meluas pada kegiatan 

publik yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan 

ekonomi, seperti partisipasi dalam usaha ekonomi produktif melalui Program perluasan kesempatan 

No   Uraian   

  Tahun     

2011   2012   2013   2014   2015   

1   Rasio akseptor 

KB   

77,77   78,78   78,36   79,01   71,33   

2   Jumlah Peserta 

KB Aktif   

37.555   37.967   38.889   42.679   36.186   

3   Cakupan peserta 

KB aktif   

77,77   78,78   78,36   79,01   71,33   

4   

Jumlah Keluarga 

Pra  

Sejahtera dan 

Keluarga  

Sejahtera I   

19.873   18.987   18.074   17.156   2.009   

5   Jumlah akseptor 

KB   

77,77   78,78   78,36   79,01   71,33   

6   Jumlah 

pasangan usia 

subur   

48.289   48.194   49.626   54.016   50.727   
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kerja dan berusaha bagi kaum perempuan, ketenagakerjaan, politik, hukum, peran serta masyarakat, 

lingkungan hidup, informasi dan komunikasi dan pada bidang kebudayaan.  

 

Arah kebijakan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak adalah 

sebagai berikut;  

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui peningkatan 

akses terhadap pelayanan yang berkualitas serta harmonisasi peraturan perundangan dan 

pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan.  

2. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upayaupaya 

pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.  

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.  

4. Peningkatan  akses  anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung 

tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.  

5. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan 

salah.  

6. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.  

7. Peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang hak anak dan pengasuhan anak.  

  

Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :  

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.  

2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutan Gender dan Anak  

4. Program Keluarga Berencana  

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja  

6. Program Peningkatan Perlindungan Anak dari segala bentuk tindakan kekerasan dan 

diskriminasi  

7. Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak  

 

Selain peningkatan peranan wanita, peningkatan peran anak dan remaja (yang terangkum 

dalam kelompok generasi muda) juga merupakan faktor penentu keberlanjutan pembangunan bangsa.  

Berbagai usaha pembinaan Anak dan Remaja telah dilakukan di Kabupaten Batang Hari, baik dalam 

bentuk latihan kepemimpinan, keterampilan, pendidikan politik, perkemahan, penataran pemuda 

maupun pembinaan dalam usaha ekonomi produktif. Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 jumlah anak 

berusia 0-19 tahun sebanyak 99.333 jiwa, Tahun 2012 jumlah anak berusia 0-19 tahun sebanyak 

101.500 jiwa, Tahun 2013 jumlah anak berusia 0-19 tahun sebanyak 100.303 jiwa dan Tahun 2014 

jumlah anak berusia 0-19 tahun sebanyak 98.660 jiwa.   
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Tahun 2015 telah dilaksanakan bantuan kesejahteraan sosial melalui dana APBD kepada 8 

panti yang terdiri dari :  

1. Yayasan Dharma Ibu sebanyak 34 anak.  

2. Panti Asuhan Muhammadiyah sebanyak 33 anak.  

3. Panti Nurul Jadid sebanyak 60 anak.  

4. Sekolah Dasar Luar Biasa Tiara Bakti sebanyak 35 anak.  

5. Panti Asuhan Irsyadul Ibad sebanyak 50 anak.  

6. Panti Asuhan Ummul Masakin sebanyak 60 anak.  

7. Panti Asuhan Yayasan Darul Qur’an sebanyak  anak.  
8. Panti Asuhan Hidayatullah sebanyak 45 anak.  

 

 Sedangkan bantuan dana CSR (Cooperate Society Responsibility) dari Bank Jambi juga 

disalurkan kepada 1 Panti Asuhan yaitu Panti Anak Dharma Ibu Muara Bulian.  Upaya ke arah 

pembinaan anak-anak remaja atau anak putus sekolah dibina melalui wadah Karang Taruna yang ada 

di setiap Kecamatan dan Desa dengan rata-rata yang berumur 20 tahun.  Sebagian dan anak-anak 

Remaja/Putus Sekolah ada yang disalurkan ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Jambi untuk 

mengikuti Pelatihan Bengkel Otomotif, Elektronik, Salon Kecantikan, Pertukangan dan lain-lain dengan 

lama waktu pelatihan selama 6 (enam) bulan dengan harapan selepas dari pelatihan dimaksud anak-

anak remaja kita mampu mandiri dengan bekal ilmu yang diperoleh selama pelatihan tersebut.  

 

G.  Pemberdayaan Gender  

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang 

sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan 

ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia 

antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

kesenjangan gender,  tetapi IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.  

 

Tabel 2.43 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2010-2014 

 

No Tahun 
Indeks Pembangunan 

Gender (%) 

Laju 

Pertumbuhan 

(persen) 

1 2010 80,43  

2 2011 82,20 2,20 

3 2012 82,35 0,18 

4 2013 82,64 0,35 
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Selama periode tahun 2010-2014, IPG Kabupaten Batang Hari mengalami peningkatan setiap 

tahunnya.  Pada Tahun 2010 sebesar 80,43 persen kemudian menaik sampai Tahun 2014 menjadi 

83,67 persen.  Capaian pertumbuhan IPG Kabupaten Batang Hari rata-rata tumbuh sebesar 1,00 persen 

per tahunnya selama 5 tahun terakhir,  ternyata lebih rendah dari pertumbuhan IPG Provinsi Jambi 

(1,43 persen) dan Kabupaten/kota lainnya,  kecuali pertumbuhan IPG Kabupaten Muaro Jambi yang 

hanya sebesar 0,66 persen. 

 

H. Ketenagakerjaan  

Percepatan laju pertumbuhan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusianya. Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Batang Hari bersumber dari laju 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dari sebagian besar tenaga 

kerja, penyebaran penduduk yang tidak merata, ketidak seimbangan antara permintaan dan 

penawaran tenaga kerja. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah yang sangat 

dilematis.  Di satu sisi penduduk yang besar sangat menguntungkan sebagai sumber daya tenaga kerja 

yang potensial, namun di sisi lain penduduk yang banyak dengan kualitas yang rendah dan penyebaran 

yang tidak merata menjadi masalah potensial dalam menghambat pembangunan.  

  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2014 mengalami perlambatan sebesar 

1,58%. Begitu juga dengan tingkat pengangguran mengalami perlambatan sebesar 4,21% dibandingkan 

dengan Tahun 2013.  Menurunnya jumlah pengangguran pada Tahun 2014 disebabkan karena angka 

lowongan kerja yang tersedia lebih besar dibandingkan dengan angka pencari kerja. Permasalahan di 

bidang ketenagakerjaan meliputi :  

1. Tingginya angka pengangguran dengan tingkat pendidikan yang rendah.  

2. Terbatasnya lapangan kerja terutama pada sektor non pertanian.  

3. Rendahnya tingkat keterampilan pencari kerja.  

4. Informasi lapangan kerja kurang terbuka.  

5. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.  

6. Rendahnya minat generasi muda tamatan pendidikan SLTA ke atas pada sektor pertanian.  

 

Dalam mengantisipasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan telah ditempuh berbagai 

kebijakan, yang diharapkan mampu mengakomodasi segala kegiatan yang menyangkut masalah tenaga 

kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta hubungan industrial dan 

kesejahteraan pekerja. Untuk mengaktualisasikan kebijaksanaan hubungan industrial telah dilakukan 

pembinaan terhadap perusahaan di Kabupaten Batang Hari pada sektor perkayuan, perkebunan, 

industri dan jasa.  

 

 

5   2014   83,67   1,25   

Rata-rata 1,00   
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Tabel 2.44 

Jumlah Perusahaan, Target dan Realisasi Pembinaan pada Perusahaan 

di Kabupaten Batang HariTahun 2011-2015 

 

 

Selain tugas-tugas pembinaan yang dilakukan, Pemerintah Daerah khususnya Dinas 

Transnaker turut andil dalam penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada 

perusahaan. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 2.45 

Penyelesaian Kasus PHK pada Perusahaan di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011 – 2015 

 

 

Program Pemerintah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan 

dengan ketenagakerjaan yaitu Perda Nomor 40 Tahun 2001 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, 

yang efektifnya diberlakukan mulai Tahun 2003 yang lalu.  

 

I. Perpustakaan 

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang Hari pada periode 2011-2015, 

dimana periode 2011-2012 terlihat trend peningkatan, namun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 

No   Tahun   Jumlah 

Perusahaan   

Target Pembinaan   Realisasi 

Pembinaan   

1   2011   78 Perusahaan   69 Perusahaan   58 Perusahaan   

2   2012   83 Perusahaan   83 Perusahaan   61 Perusahaan   

3   2013   76 Perusahaan   69 Perusahaan   41 Perusahaan   

4   2014   83 Perusahaan   69 Perusahaan   42 Perusahaan   

5   2015   70 Perusahaan   62 Perusahaan   28 Perusahaan   

Thn 
Jumlah 

Perusahaan 

Jenis Kasus  

Perusahaan 

Perantara 

Transnaker 

Bentuk Penyelesaian  

 

P4 

Pusat 

 

 

 

Orang PHK   Orang Orang 
P4 

Daerah 
Orang 

2011 2 2 2 3 2 - - - - 

2012 5 5 33 5 33 - - - - 

2013 6 6 24 22 1  17 - - - 

2014 10 10 39 10 39 - - - - 

2015 5 5 8 5 8 - - -  
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2015 jumlah pengunjung terus menurun seiring semakin mudah dan murahnya akses internet. Melihat 

trend minat baca yang mulai beralih ke digital, Perpustakaan Kabupaten Batang Hari sebaikya mulai 

beralih secara perlahan menjadi perpustakaan digital menyesuaikan perkembangan kemajuan jaman. 

Jumlah pengunjung mengalami penurunan signifikan pada tahun 2015, disebabkan perubahan 

preferensi masyarakat dalam pencarian informasi, juga akibat ketersediaan koleksi buku 

diperpustakaan yang semakin sedikit. 

 

Tabel 2.46 

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 

 

NO TAHUN JUMLAH (Orang) PERKEMBANGAN 

(%) 1 2011 4.389  

2 2012 6.035 37,5 

3 2013 4.748 -21,3 

4 2014 6.241 31,4 

5 2015 10.729 71,9 

 

Tabel 2.47 

Perpustakaan di Kabupaten Batang Hari Aktif Tahun 2015 

 

NO KECAMATAN PERPUSTAKAAN 

1 Muara Bulian KPAD 

Perpustakaan Keliling 

Kelurahan Sridadi 

Kelurahan Muara Bulian 

Kelurahan Teratai 

2 Muara Tembesi Kelurahan Kampung Baru 

Kelurahan Pasar Muara Tembesi 

3 Batin XXIV Kelurahan Durian Luncuk 

Kelurahan Muara Jangga 

4 Maro Sebo Ulu Kelurahan Simpang Sungai Rengas 

5 Mersam Kelurahan Kembang Paseban 

6 Bajubang Kelurahan Bajubang 

 

2.3.3   Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 

A. Pertanian  

Kabupaten Batang Hari memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan padi sawah 

dalam bentuk padi payo lebak.  Sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat potensi pengembangan padi 

payo lebak seluas 17.966 Ha dan baru dimanfaatkan seluas 7.782 Ha atau sekitas 43,32 persen.  Rincian 

per kecamatan terlihat pada tabel berikut ini. 



 

 

 

 

 

62 

 

Tabel 2.45 

Potensi dan Pemanfaatan Lahan Sawah di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2015 

 

 

B. Perdagangan  

Pelayanan yang dilakukan pemeirntah Kabupaten Batang Hari dalam bidang perdagangan 

adalah memberikan bimbingan teknis pelaksana, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana 

perdagangan, pendaftaran, pemantauan pengadaan dan penyaluran (distribusi) barang dan jasa, 

perlindungan konsumen serta urusan perizinan.   

Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendorong berkembangnya sentra-sentra perdagangan di 

seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari, khususnya di lokasi pusatpusat pelayanan sesuai dengan 

rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Batang Hari. Hal ini memberikan peluang berkembangnya 

sektor ini dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.  

Untuk itu perkembangannya mendapat perhatian penting, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada untuk meningkatkan kinerja pedagangan, 

khususnya bagi penjual dengan modal yang terbatas dengan pangsa pasar menengah ke bawah. Disisi 

lain pemerintah Kabupaten Batang Hari juga mendorong pihak swasat untuk berinvestasi membangun 

pasar-pasar modern untuk menyasar pangsa pasar menengah ke atas.   

 Sarana pendukung aktivitas perekonomian Kabupaten Batang Hari adalah pasar tradisional 

dan pasar modern. Sampai dengan tahun 2016 terdapat sebanyak 7 buah pasar tradisional yang 

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari.  Daya tampung pasar tradisional untuk pedagang 

dengan berbagai jenis dagangannya relatif sangat terbatas. Adapun pasar tradisional yang sudah 

diperbaiki atau direvitalisasi, antara lain adalah Pasar Muara Jangga, Pasar Panerokan, Pasar Kembang 

Paseban, Pasar Desa Bulian Jaya, Pasar Desa Bathin dan Pasar Selat.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  dengan 

mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional 

bidang Metrologi Legal yang terkait dengan pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, 

Timbang dan Peralatannya) serta pengawasan UTTP dan Satuan Ukuran kini menjadi kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan tera dan tera ulang merupakan sebuah 

No. 

 

Kecamatan 

 

Potensi PEMANFAATAN 

Luas (Ha) Ha % 

1.   Mersam         4.475,00 1.449,00 32,38 

2.   Maro Sebo Ulu        2.586,00 1.549,00 59,90 

3.   Batin XXIV         455,00 195,00 42,86 

4.   Muara Tembesi        1.316,00 1.089,00 82,75 

5.   Muara Bulian        4.250,00 1.415,00 33,29 

6.   Bajubang         56,00 6,00 10,71 

7.   Maro Sebo Ilir        1.128,00 1.008,00 89,36 

8.   Pemayung         3.700,00 1.071,00 28,95 

JUMLAH 17.966,00 7.782,00 43,32 
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pelayanan publik dan juga sifatnya mandatori berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal, maka pada masa transisi ini pelayanan tera dan tera ulang harus berjalan terus, tidak 

boleh ada kevakuman dalam pelaksanaannya.  Untuk itu pada masa transisi ini Pemerintahan Daerah 

Provinsi wajib tetap melakukan pelayanan tera dan tera ulang sampai dengan adanya serah terima P3D 

kepada Daerah Kabupaten/Kota.  

 

C. Kehutanan  

Hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk  pendukung  

kehidupan kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu.  Oleh sebab 

itu arahan budidaya untuk kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu.  Kawasan budidaya 

kehutanan hanya meliputi kawasan hutan produksi (HP).   Luas hutan Produksi mencapai ±  

164.983,05 Ha.  Secara umum kawasan hutan produksi yang terdapat di  Kabupaten Batang Hari terdiri 

dari  kawasan hutan produksi terbatas seluas ±49.342,6Ha, Hutan Produksi tetap seluas ± 115.640Ha 

dan hutan produksi pola partisipasi masyarakat seluas ± 107.075Ha.  

 

Tabel 2.46 

Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Batang Hari 

 

No NAMA KAWASAN Luas (Ha) 

Hutan Produksi Tetap 

1   Kecamatan Maro Sebo Ulu   10 

2   Kecamatan Batin XXIV   19 

3   Kecamatan Muara Mersam   27 

4   Kecamatan Maro Sebo Ilir   768   

5   Kecamatan Bajubang   9.037   

6   Kecamatan Pemayung   46 

Jumlah Hutan Produksi Tetap   113.6 

Hutan Produksi Terbatas  

1   Kecamatan Mersam   9.037   

2   Kecamatan Maro Sebo Ilir   440   

3   Kecamatan Muara Tembesi   1.642   

4   Kecamatan Bajubang   38.60 

  49.722 , 

Total    163.373,75 Ha   

 Sumber :Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari 2011  

 

Kegiatan pengamanan kawasan lindung secara periodik dan berkala dilaksanakan oleh 

pemegang izin HTI, akan tetapi dinamika perambahan kawasan hutan oleh   masyarakat terhadap 

kawasan hutan (HTI)  menciptakan konflik penguasaan lahan yang belum mencapai penyelesaian, 



 

 

 

 

 

64 

sehingga kegiatan pengamanan kawasan lindung menjadi terabaikan.  Berdasarkan data yang 

disampaikan oleh pemegang izin HTI, ratarata 60% areal HTI telah diokupasi oleh masyarakat, hal ini 

juga menjadi indikasi mengapa penyumbang emisi terbesar di Kabupaten Batang Hari berada di unit 

perencanaan HTI.  

 

Urutan proses yang harus dilakukan agar kegiatan mempertahankan kawasan lindung berupa 

hutan primer sesuai RTR-HTI dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain:  

1. Penetapan kawasan lindung sesuai RTR-HTI.  

2. Penataan batas kawasan lindung di lapangan.  

3. Inventarisasi Hutan  Menyeluruh Berkala  (IHMB)  terhadap kawasan lindung.  

4. Pembentukan tim pengamanan.  

5. Patroli rutin.  

6. Penegakan hukum bila terdapat pelanggaran hukum.  

 

Adapun kemungkinan Faktor penghambat kegiatan tersebut antara lain:  

1. Pencurian kayu pada areal kawasan lindung oleh pelaku illegal logging.  

2. Tidak  adanya  kepatian  penegakan  hukum    terhadap  pelaku-pelaku  illegal logging.  

 

Kegiatan penetapan kawasan tanaman unggulan seharusnya telah ditetapkan, akan tetapi 

kegiatan pengkayaan tanaman unggulan belum dilaksanakan oleh pemegang izin  HTI,  target  

penanaman  tanaman  pokok  biasanya  lebih  diutamakan,  alokasi tanaman unggulan pada areal HTI 

seyogiyanya menjadi sumber plasma nutfah dari jenis-jenis native species.  

Dalam  melaksanakan  pengkayaan  tanaman  hutan  pada  alokasi  tanaman unggulan sesuai 

RTR-HTI, urutan proses pelaksanaannya antara lain:  

1. Penetapan kawasan Tanaman Unggulan sesuai RTR-HTI.  

2. Penataan batas Tanaman Unggulan di lapangan.  

3. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala  

4. Penyiapan personil, sarana prasarana, bibit, dan dana.  

5. Pelaksanaan penanaman pengkayaan Tanaman Unggulan.  

 

Pelaksanaan penanaman Tanaman Kehidupan pada areal yang telah ditetapkan sebagai alokasi 

kawasan tanaman kehidupan sesuai RTR-HTI semestinya telah dilaksanakan, penetapan Kawasan 

Tanaman Kehidupan ditetapkan pada areal konsesi HTI terluar dan terdekat dengan akses`masyarakat 

terhadap kawasan hutan, akan tetapi faktanya sulit dilaksanakan, mengingat areal konsesi HTI telah 

banyak dikuasai oleh masyarakat dan untuk mengakomodir penguasaan lahan HTI oleh masyarakat 

dengan skema kemitraan pada alokasu tanaman kehidupan belum dilaksanakan secara optimal.  

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya antara lain:  

 



 

 

 

 

 

65 

1) Penetapan Kawasan Tanaman Kehidupan sesuai RTR-HTI.   

2) Penataan batas tanaman kehidupan di lapangan.   

3) Inventarisasi  dan  identifikasi  masyarakat  yang  telah  menguasai  area konsesi HTI.  

4) Penyiapan skema kemitraan masyarakat HTI.   

5) Penyiapan personil, sarana prasarana, bibit, dan dana.  

6) Pelaksanaan penanaman tanaman kehidupan.  

  

Untuk mempertahankan vegetasi alami pada kawasan sempadan sungai pada izin lokasi/HGU 

perkebunan, sangat tergantung pada kebijakan manajemen pemegang izin, pada beberapa lokasi, izin 

lokasi perkebunan pemeliharaan vegetasi alami pada areal kawasan sempadan sungai telah 

dilaksanakan, hal ini dikarenakan regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut belum secara tegas 

dapat diimplementasikan. Adapun Langkah-langkah pelaksanaannya antara lain:  

a. Penetapan kawasan sempadan sungai.  

b. Penataan batas kawasan sempadan sungai.  

c. Penyiapan personil, sarana prasarana, dan dana.  

d. Pemasangan papan pengumuman/rambu-rambu.  

 

D. Perindustrian  

Industri di Daerah Kabupaten Batang Hari dapat dikelompokan dalam suatu kawasan industri 

yang berbentuk Kawasan Industri Kecil (KIK) pada lokasi tertentu agar dalam pengumpulan data 

industri dikelompokan menurut jenis-jenis industrinya. Sehingga  industri menengah dan besar cukup 

berkembang di Kabupaten Batang Hari. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang 

mengurus izin dari dari instansi terkait untuk pendirian perusahaan. Di masa-masa yang akan datang 

perkembangan industri menengah dan besar  cukup berkembang pesat di Kabupaten Batang Hari.  

Industri Besar di Kabupaten Batang Hari meliputi:  

a. Pengembangan Industri Crumb Rubber di Kecamatan Pemayung dan Kecamatan Batin XXIV 

b. Pengembangan industri Crude Palm Oil (CPO) di Kecamatan, Bajubang, Mersam, Maro Sebo Ulu, 

Maro Sebo Ilir dan Batin XXIV.  

Industri kecil di Kabupaten Batang Hari meliputi:  

a. Pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Pemayung.  

b. Pengembangan Industri pengolahan kayu di Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayung. 

c. Pengembangan Industri pengolahan rotan di  Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi  

  

E. Pariwisata  

Pariwisata sebenarnya merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan pendapatan daerah, selain itu sektor pariwisata mampu membuka lapangan pekerjaan 

dan dapat menggerakan kegiatan ekonomi.  Sejak dikeluarkan   Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 

tentang kepariwisataan, pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sektor pariwisata telah 
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menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Negara dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.  

 

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Batang Hari diarahkan untuk pengembangan potensi 

wisata alam dengan menekankan kegiatan perjalanan wisata yang aktif, di mana wisatawan terlibat 

secara fisik dan emosional dalam suatu kegiatan tertentu, bukan sekedar perjalanan wisata pasif.  

Sehingga pengembangan pariwisata Kabupaten Batang Hari tidak semata-mata pada kegiatan 

berwisata yang mengandung aktivitas secara fisik namun juga pengkayaan wawasan pengetahuan 

(gaining insight).  

Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata antara lain:  

a. Kawasan Obyek Wisata Alam  

Rencana pengembangan kawasan obyek wisata alam pada saat ini lebih menekankan kepada 

pemanfaatan Hutan Bukit Sari, Taman Nasional Bukit Dua Belas dan  Taman Durian Luncuk yang masih 

terpelihara keaslian alamnya sebagai ojek wisata alam yang menawarkan kearifan budaya lokal dengan 

segala ke unikan flora dan faunanya serta Danau Bangko di Kecamatan Pemayung dan Danau Ugo di 

Kecamatan Batin XXIV. Air Panas di Kecamatan Muara Bulian. Pada wilayah sungai Batang Hari juga 

direncanakan dikembangkan sebagai wisata air.  

b. Kawasan Obyek Wisata Budaya  

Rencana pengembangan kawasan obyek wisata budaya di Kabupaten Batang Hari meliputi :  

1) Restorasi   dan   konservasi   Benda-benda   peninggalan sejarah (artefak) di Kecamatan Maro 

Sebo Ulu;  

2) Konservasi Situs purbakala Candi Teratai di Kecamatan Muara  Bulian  dengan  luas  kurang  

lebih  90  (sembilan puluh) hektar;  

3) Konservasi   Situs   purbakala   Candi   Sungai   Puar   di Kecamatan Pemayung dengan luas 

kurang lebih 1 (satu) hektar;  

4) Konservasi Situs purbakala Candi Bangko di Kecamatan Pemayung dengan luas kurang lebih 1 

(satu) hektar;  

5) Konservasi  Situs  purbakala  Candi  Melako  Kecik  di Kecamatan Muara Tembesi; dan  

6) Konservasi Situs purbakala Candi Rantau Kapas Tuo di Kecamatan Muara Tembesi.  

7) Situs Lubuk Ruso di Kecamatan Pemayung.  

 

c. Kawasan Obyek Wisata Buatan  

Rencana  pengembangan  kawasan  obyek  wisata  buatan  meliputi Taman Rekreasi Rengas 

Condong, Water Boom di Kecamatan Muara Bulian (telah dibangun), Pujasera Tepian Sungai, Wisata 

Danau di Kecamatan   Muara   Bulian   dan   Pemancingan   Ikan   Kecamatan Pemayung. 
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Tabel 2.47 

Kawasan Peruntukan Wisata Di Kabupaten Batang Hari 

 

No   Kecamatan   Perpustakaan   

1   

  

  

  

  

Muara Bulian   

  

  

  

  

KPAD   

Perpustakaan Keliling   

Kelurahan Sridadi   

Kelurahan Muara Bulian   

Kelurahan Teratai   

2   

  

Muara Tembesi   

  

Kelurahan Kampung Baru   

Kelurahan Pasar Muara Tembesi   

3   

  

Batin XXIV   

  

Kelurahan Durian Luncuk   

Kelurahan Muara Jangga   

4   

  

Maro Sebo Ulu   

  

Kelurahan Simpang Sungai Rengas   

Kelurahan Kembang Paseban   

5   Bajubang   Kelurahan Bajubang   

 

2.3.4. Fokus Pelayanan Urusan Penunjang 

A. Perencanaan Pembangunan Daerah  

Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah tahun 

2016-2021 berupa Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),Perubahan Rencana 

Pembangunanan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2006 -2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah ( RPJMD) 2016-2021 yang ditetapkan melalui peraturan daerah, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

B. Penelitian dan Pengembangan Teknologi  

Kebijakan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Daerah Kabupaten 

Batang Hari, meliputi : 

1. Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Litbang:  

a) Mengembangkan  dan  menerapkan manajemen profesional untuk meningkatkan  produktivitas  

dan  pendayagunaan  hasil  Litbang yang responsif.  

b) Mengembangkan  budaya   inovasi   dan   kreativitas   melalui pengembangan kawasan 

percontohan budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif serta berbagai upaya mendorong 

berkembangnya budaya inovasi dan kreativitas pemuda dan pelajar.  
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2. Mengembangkan  dan  memperkuat  jaringan  kelembagaan  baik  di  lingkup nasional maupun 

internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas Litbang dan peningkatan pendaya 

gunaan Litbang Daerah:  

a) Meningkatkan kerjasama Litbang  antar  daerah  dalam  provinsi Jambi dan dengan Lembaga 

Litbang Tingkat Provinsi Jambi melalui sinergi program lintas lembaga dan insentif riset.  

b) Mendorong tumbuh berkembangnya forum jaringan antar peneliti dan lembaga Litbang.  

c) Membangun jaringan kerja sama lembaga litbang pemerintah/ perguruan tinggi dengan industri.  

 

3. Meningkatkan produktivitas Litbang Daerah untuk memenuhi kebutuhan teknologi di sektor 

produksi dan meningkatkan daya saing produk-produk nasional dan budaya inovasi:  

a) Menajamkan fokus Litbang dan memperkuat kompetensi.  

b) Memperkuat Litbang IPTEK dasar dan terapan untuk menghasilkan kekayaan intelektual. 

 

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk 

mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Batang Hari dapat 

dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi 

dan sumber  daya manusia.  

 

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah 

dan antara kabupaten/Kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas 

kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur 

yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan Kabupaten.  

 

Kabupaten Batang Hari merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat Sumatera menuju 

wilayah Selatan dan timur Sumatera atau sebaliknya sehingga Kabupaten Batang Hari merupakan 

penopang jalur distribusi perekonomian Sumatera Tengah. Kondisi infrastruktur merupakan unsur 

penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Secara umum, pada 

tahun 2011 jalan kabupaten  yang beraspal meningkat 5,96 persen dari 497,728 KM menjadi 527,379 

KM pada tahun 2015. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2014, panjang jalan kabupaten yang 

telah beraspal pada tahun 2015 menurun sepanjang 7,274 KM karena pindah menjadi jalan beton. Jalan 

kabupaten jenis kerikil turun 20,14 persen dari 83,78 KM pada tahun 2011 menjadi 66,907 KM pada 

tahun 2015. Sementara jalan tanah turun 4,14 persen dari 249,005 KM pada tahun 2011 menjadi 238,7 

KM pada tahun 2015.   

 

Ditinjau berdasarkan kualitasnya, fasilitas jalan di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014 

mayoritas berkualitas baik (50,32%).  Ketersediaan fasilitas jalan dengan kualitas yang baik ini 

diharapkan akan sangat membantu kelancaran gerak perekonomian dan pembangunan di wilayah 

Kabupaten Batang Hari. 
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Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari, penataan wilayah 

Kabupaten Batang Hari terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi 

budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan 

lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya 

adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan 40 persen yang tersebar di wilayah bagian barat.  

Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor 

dan gerakan tanah.  Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah 

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan 

potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut : Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan 

Permukiman, perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, 

Kawasan Industri,  Kawasan olahraga,  Kawasan Wisata/Rekreasi, Kawasan perumahan dan 

permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun 

seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kabupaten terdapat kompensasi yang tak bisa 

dihindari dalam tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai 

dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan 

tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran Kabupaten.  

 

Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan capaian kinerja daya saing bidang 

perdagangan dan jasa.  Pertumbuhan Hotel dan Restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah 

satu bahwa pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.  

 

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti 

tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang 

berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor 

lain yang mendorong  berkembangnya  investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, 

kemudahan proses perizinan,  dan  ketersediaan  sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 

bersaing.  

 

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2010 relatif kondusif 

bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan 

kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban  

masyarakat  dapat  ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur pemerintah. Situasi tersebut juga 

didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.  

 

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan 

tata cara perolehan izin atau pengurusan izin untuk berinvestasi.  Proses perizinan dalam berinvestasi 
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dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPTT) Kabupaten Batang Hari.  Kepastian prosedur, 

waktu dan keamanan perizinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan 

perizinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri 

untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Batang Hari.  

 

Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan aset manakala kualitas tenaga kerja yang 

tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia.  Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan 

rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Batang Hari masih sangat ideal. Sedangkan dari sisi 

kualitas sumber daya manusia, dengan mulai banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga 

keterampilan yang ada, akan mampu menopang kebutuhan peningkatan sumber daya manusia.  

 

Jumlah Angkatan Kerja di suatu daerah merupakan indikator ketersediaan Sumber Daya 

Manusia di daerah tersebut.  Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas (penduduk 

berusia produktif) yang bekerja maupun yang tidak bekerja (sementara tidak bekerja dan sedang 

mencari pekerjaan). 

 

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014 mencapai 117.060 orang 

atau 45,51 persen dari total penduduk Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014.  Dari jumlah tersebut, 

94,31 persen diantaranya berstatus bekerja, sementara 5,69% tidak bekerja. Tingkat pengangguran ini 

perlu mendapat perhatian lebih serius, perlu dilakukan upaya penyerapan tenaga kerja ke pasar kerja 

yang lebih efektif sehingga masalah pengangguran di Kabupaten Batang Hari dapat diatasi.  Ditinjau 

dari kualitas penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, sebagian besar dari mereka tengah 

berada dalam usia puncak produktif yakni antara 25 hingga 54 tahun dan mayoritas diantaranya 

adalah laki-laki.  Hal ini merupakan potensi besar bagi pembangunan.  Apabila dilihat dari tingkat 

pendidikannya, sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Batang Hari berpendidikan SD ke bawah 

dan terserap ke sektor pertanian yang umumnya memang relatif tidak menuntut tingkat pendidikan 

yang tinggi.  

 

2.2  Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi 

RPJMD.
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Tabel 2. 

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017  

 

No Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Dan Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcom)/ 

Kegiatan 

(output) 

Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2016 s/d 

2021 (Priode RPJMD) 

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

RPJMD s.d 

RKPD 2017 

Target Kinerja dan Anggaran 

RKPD Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2018) 

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD yang dievaluasi 

(2018) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 

RKPD  Tahun 2018 

(%) 

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d  

Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan 

RKPD) 

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran RPJMD 

s,d  Tahun 2017 (%) 

Perangkat Daerah  

Penanggung Jawab 
KET 

1 2 3 4 

5 6 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100% 16  

K 

 

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 

 

   

  1. URUSAN WAJIB  

I. 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  

A   Urusan Pendidikan  

1 

1.01.01.

1.01.01.

01.15. 

Program Pendidikan Anak 

Usia Dini 
APK PAUD 61,91 Persen 36.485.000.000,00   48,91 2.562.550.000,00  45,00             2.372.630.000,00  92,00 92,59 45,00      2.372.630.000,00  72,68 6,50 

Dinas P dan K 

 

 

  

1.01.01.

1.01.01.

01.15.0

1. 

Penyelenggaraan Dana 

Operasional Sekolah PAUD 

Jumlah GTT 

PAUD yang 

menerima 

honor 

986 Orang 34.530.000.000,00   100 2.282.500.000,00  90,77             2.073.355.000,00  90,77 90,84 90,77      2.073.355.000,00  9,21 6,00 

Dinas P dan K 

 

 

  

1.01.01.

1.01.01.

01.15.0

2. 

Pelaksanaan Festival Anak 

Paud 

Peserta 

Festival Anak 

PAUD  

265 Lembaga 1.155.000.000,00   260 150.000.000,00  253,55                149.375.000,00  97,52 99,58 253,55         149.375.000,00  95,68 12,93 

Dinas P dan K 

 

 

  

1.01.01.

1.01.01.

01.15.0

3. 

Akreditasi Lembaga Paud 

Jumlah PAUD 

yang 

Terakreditasi  

85 Lembaga 800.000.000,00   15 130.050.000,00  16,18                139.045.000,00  107,88 106,92 16,18         139.045.000,00  19,04 17,38 

Dinas P dan K 

 

 

  Rata-rata capaian kinerja (%) 98,72 99,11     41,31 12,11    

  Predikat Kinerja T T     SR SR    

2 

1.01.01.

1.01.01.

01.16. 

Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan 

tahun 

Angka 

Partisipasi 

Murni (APM) 

SD Sederajat 

97,49 Persen 90.863.350.000,00     96,29 13.037.446.500,00  53,52             5.664.727.492,00  55,58 43,45           53,52       5.664.727.492,00  54,89 6,23 Dinas P dan K   
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1.01.01.

1.01.01.

01.16.0

1. 

Penyelenggaraan Dana 

Operasional Sekolah  (DOS) 

SD dan SMP 

Sekolah yang 

menerima 

DOS  

260 Sekolah 68.848.350.000,00     260 10.290.000.000,00  101,79             4.380.800.000,00  39,15 42,57         101,79       4.380.800.000,00  39,15 6,36 Dinas P dan K   

  

1.01.01.

1.01.01.

01.16.0

2. 

Pembinaan Minat Bakat 

dan Kreativitas Siswa 

Jumlah Siswa 

yang 

mengikuti 

Lomba Minat 

Bakat dan 

Kreativitas  

2000 Siswa 4.090.000.000,00     2.000 537.034.500,00  588,96                386.267.000,00  29,45 71,93         588,96          386.267.000,00  29,45 9,44 Dinas P dan K   

  

1.01.01.

1.01.01.

01.16.0

3. 

Penyelenggaraan Ujian 

Akhir Sekolah Berstandar 

Nasional 

Jumlah 

Sekolah yang 

menyelenggar

akan ujian 

akhir ( 

SD,SMP ) 

256 Sekolah 1.390.000.000,00     256 160.600.000,00  303,28                119.360.000,00  118,47 74,32         303,28          119.360.000,00  118,47 8,59 Dinas P dan K   

  

1.01.01.

1.01.01.

01.16.0

4. 

Olimpiade Olahraga Siswa 

Nasional (O2SN)  Tingkat 

SD 

Tim O2SN TK 

SD Kabupaten 

Batang Hari  

3.670 

 

2.185.000.000,00     700 269.280.000,00  775,85                256.366.276,00  110,84 95,20         775,85          256.366.276,00  21,14 11,73 Dinas P dan K   

  

1.01.01.

1.01.01.

01.16.0

5. 

Olimpiade Olahraga Siswa 

Nasional (O2SN)  Tingkat 

SMP 

Tim O2SN TK 

SMP 

Kabupaten 

Batang Hari  

4000 Siswa 3.100.000.000,00     800 286.612.000,00  649,90                281.004.216,00  81,24 98,04         649,90          281.004.216,00  16,25 9,06 Dinas P dan K   

  

1.01.01.

1.01.01.

01.16.0

6. 

Penyelenggraan paket A 

setara SD 

Jumlah 

Peserta Paket 

A 

1250 Orang 1.145.000.000,00     250 144.450.000,00  216,86                  36.805.000,00  86,74 25,48         216,86            36.805.000,00  17,35 3,21 Dinas P dan K   

  

1.01.01.

1.01.01.

01.16.0

7. 

Penyelenggraan paket B 

setara SMP 

Jumlah 

Peserta Paket 

B 

2.150 Orang 1.935.000.000,00     400 137.150.000,00  210,85                  67.205.000,00  52,71 49,00         210,85            67.205.000,00  9,81 3,47 Dinas P dan K   

  

1.01.01.

1.01.01.

01.16.0

8. 

Penyelenggaraan 

akreditasi sekolah dasar 

Jumlah 

sekolah yang 

terakreditasi 

160 Sekolah 1.085.000.000,00     35 211.500.000,00  26,72                136.920.000,00  76,34 64,74           26,72          136.920.000,00  16,70 12,62 Dinas P dan K  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 74,37 65,16     33,54 8,06 

 

 

  Predikat Kinerja S S     SR SR 

 

 

3 

1.01.01.

1.01.01.

01.18. 

Program Pendidikan Non 

Formal 

Persentase 

Angka melek 

Aksara 

99,21 Persen 4.165.000.000,00     97,21 481.400.000,00  59,21                273.145.274,00  60,91 56,74 59,21         273.145.274,00  59,68 6,56 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.18.0

1. 

Pengembangan pendidikan 

keaksaraan 

Jumlah 

Kelompok 

keaksaraan  

50 Klp 750.000.000,00     10 139.250.000,00  3,55                122.759.000,00  35,50 88,16 3,55         122.759.000,00  7,10 16,37 Dinas P dan K  
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1.01.01.

1.01.01.

01.18.0

2. 

Pengembangan dan 

Pengelolaan Rumah Pintar 

Pengelolaan 

Rumah Pintar 
1 buah 345.000.000,00     1 50.050.000,00  0,58                  25.750.000,00  58,36 51,45 0,58           25.750.000,00  58,36 7,46 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.18.0

3. 

Pengembangan  Lembaga 

Dikmas 

Lembaga 

Dikmas 

(Kursus-

kursus) yang 

dibina 

18 Lembaga 1.060.000.000,00     10 144.100.000,00  2,40                  40.618.274,00  24,00 28,19 2,40           40.618.274,00  13,34 3,83 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.18.0

4. 

Jambore PTK PAUDNI 

Tim PTK 

PAUDNI 

Kabupaten Tk. 

Provinsi  

500 Orang 780.000.000,00     100 148.000.000,00  57,80                  84.018.000,00  57,80 56,77 57,80           84.018.000,00  11,56 10,77 Dinas P dan K  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 43,92 56,14 

  

22,59 9,61    

  Predikat Kinerja SR SR 

  

SR SR    

4 

1.01.01.

1.01.01.

01.20. 

Program Peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga 

kependidikan 

Persentase   

Guru 

sertifikasi 

74,21 Persen 12.479.000.000,00     62,21 1.386.293.500,00  24,7                846.215.980,00  39,71 61,04 24,71         846.215.980,00  33,29 6,78 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.20.0

1. 

Pelaksanaan sertifikasi 

pendidik 

Jumlah Guru 

yang 

memenuhi 

syarat untuk 

mengikuti 

sertifikat 

300 Orang 525.000.000,00     60 56.850.000,00  56,1                  42.778.600,00  93,52 75,25 56,11           42.778.600,00  18,70 8,15 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.20.0

2. 

Pelatihan Kompetensi 

Tenaga Pendidik PAUD 

Jumlah tenaga 

Pendidik 

PAUD 

600 Orang 1.040.000.000,00     120 192.950.000,00  129,5                180.062.780,00  107,94 93,32 129,53         180.062.780,00  21,59 17,31 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.20.0

3. 

Pelatihan Kompetensi 

Tenaga Pendidik SD dan 

SMP 

Jumlah tenaga 

Pendidik SD 

dan SMP  

2200 Orang 4.320.000.000,00     400 361.288.000,00  124,0                112.020.000,00  31,01 31,01 124,02         112.020.000,00  5,64 2,59 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.20.0

4. 

Pelatihan Penyusunan 

Angka Kredit Guru 

Jumlah guru 

yang 

memahami 

Penyusunan 

Angka Kredit 

guru 

200 Orang 700.000.000,00     80 109.950.000,00  51,4                  70.621.000,00  64,23 64,23 51,38           70.621.000,00  25,69 10,09 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.20.0

5. 

Pemilihan Guru Berprestasi 

Jumlah  Guru 

Yang 

mengikuti 

Pemilihan 

Guru 

Berprestasi 

375 Orang 1.500.000.000,00     75 167.962.500,00  78,8                169.237.500,00  105,12 100,76 78,84         169.237.500,00  21,02 11,28 Dinas P dan K  
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1.01.01.

1.01.01.

01.20.0

6. 

Seleksi dan Orientasi  calon 

kepala sekolah 

Calon Kepala 

Sekolah yang 

memenuhi 

syarat 

kompetensi 

200 Orang 2.000.000.000,00     40 254.853.000,00  4,4                  28.293.600,00  11,10 11,10 4,44           28.293.600,00  2,22 1,41 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.20.0

7. 

Pelatihan Bidang Studi 

yang di US/UN kan  SD, 

SMP 

Guru 

memahami  

strategi 

mengajar 

bidang  studi 

yang di 

US/UN kan 

280 Orang 2.394.000.000,00     280 242.440.000,00  122,3                243.202.500,00  43,68 100,31 122,29         243.202.500,00  43,68 10,16 Dinas P dan K  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 65,23 68,00 

 

  19,79 8,71 

 

 

  Predikat Kinerja S S 

 

  SR SR 

 

 

5 

1.01.01.

1.01.01.

01.22. 

Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan 

Persentase 

sekolah yang 

melaksanakan 

MBS 

100 Persen 5.757.750.000,00     98 827.160.000,00  59,3                428.995.600,00  60,51 51,86 59,30         428.995.600,00  59,30 7,45 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.22.0

1. 

Pelatihan Manajemen 

Berbasis Sekolah ( MBS ) 

Kepala 

sekolah 

memahami 

dan trampil 

MBS 

254 Orang 508.000.000,00     50 72.870.000,00  27,1                  39.495.000,00  54,20 54,20 27,10           39.495.000,00  10,67 7,77 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.22.0

2. 

Kegiatan Manajemen 

Pendataan Pendidikan 

Jumlah  buku 

profil 

pendidikan  

200 Exmp 375.000.000,00     40 67.950.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.22.0

3. 

Pengembangan Sistem 

Dapodik Dikdas 

Buku profil 

Pendidikan  
135 Sekolah 830.000.000,00     265 123.350.000,00  218,8                101.248.600,00  82,55 82,08 218,76         101.248.600,00  162,04 12,20 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.22.0

4. 

Pengadaan Jaringan 

Internet sekolah 

Jumlah 

Sekolah yang 

memiliki 

Jaringan 

Internet 

238 Sekolah 607.500.000,00     25 112.500.000,00  2,0                    9.050.000,00  8,04 8,04 2,01             9.050.000,00  0,85 1,49 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.22.0

5. 

Lomba Sekolah Sehat 

Tingkat TK,SD/MI, 

SMP/MTs,SMA/MA/SMK 

Jumlah 

Sekolah yang 

mengikuti 

Lomba 

sekolah sehat 

150 Sekolah 1.050.000.000,00     30 163.100.000,00  60,3                192.205.000,00  200,99 117,84 60,30         192.205.000,00  40,20 18,31 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.22.0

6. 

Pembinaan, Monitoring 

dan Evaluasi  BOS SD dan 

SMP 

Dokumen 

Monev BOS 

SD & SMP 

266 Exmp 650.000.000,00     266 109.260.000,00  184,8                  85.188.604,00  69,48 77,97 184,81           85.188.604,00  69,48 13,11 Dinas P dan K  
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1.01.01.

1.01.01.

01.22.0

7. 

Pembinaan, Monitoring 

dan Evaluasi  BOS PAUD 

Dokumen 

Monev BOS 

PAUD 

247 Dokumen 432.250.000,00     247 82.450.000,00  182,6                  60.908.587,00  73,91 73,87 182,55           60.908.587,00  73,91 14,09 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.22.0

9. 

Fasilitasi Penyuluhan 

bahaya Narkoba untuk SMP 

Jumlah 

Sekolah yang 

Fasilitasi 

Penyuluhan 

bahaya 

Narkoba  

3550 Sekolah 1.305.000.000,00     50 95.680.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Dinas P dan K  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 61,15 51,75 

 

  44,64 8,37 

 

 

  Predikat Kinerja S SR 

 

  SR SR 

 

 

6 

1.01.01.

1.01.01.

01.23. 

Program 

Pembangunan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendidikan 

Persentase 

sekolah yang 

memiliki 

Sarana dan 

Prasarana  

Sesuai dengan 

SPM 

100 Persen 167.523.500.000,00 

  

70,5 17.707.688.452,00  26,1             6.568.007.574,00  37,05 37,09 26,12      6.568.007.574,00  26,12 3,92 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.0

1. 

 Pemetaan sarana 

Prasarana Pendidikan  

Data Base 

Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

238 Sekolah 329.000.000,00 

  

1 92.650.000,00  0,5                  56.686.020,00  52,97 61,18 0,53           56.686.020,00  0,22 17,23 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.0

2. 

Pembangunan Ruang Kelas 

Baru SD, SMP 

Ruang kelas 

Sekolah SD 

dan SMP 

75 Ruang 18.944.000.000,00 

  

15 2.229.339.800,00  1,2                319.322.300,00  8,33 14,32 1,25         319.322.300,00  1,67 1,69 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.0

3. 

Pembangunan 

/Rehabilitasi Sarana 

Pendukung Pendidikan 

Dasar 

Ruang UKS 

SD,SMP yang 

dibangun 

33 Orang 5.328.000.000,00 

  

7 2.176.874.000,00  1,0                412.050.250,00  14,40 18,93 1,01         412.050.250,00  3,06 7,73 Dinas P dan K  

    

WC dan 

Sanitasi 

SD/SMP yang 

direhab 

69 Unit 8.899.500.000,00 

  

7   

 

                                    -    

   

  

   

 

    

Pagar, parkir, 

halaman, 

Turab, dan 

Jembatan 

penghubung 

sekolah 

58 Sekolah 16.527.000.000,00 

  

9   

 

                                    -    

   

  

   

 

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.0

4. 

Pengadaan Meubelair 

Sekolah SD dan SMP 

Meubelair SD, 

SMP 
320 Ruang 6.260.000.000,00 

  

53 1.047.700.000,00  3,3                  18.298.800,00  6,30 1,75 3,34           18.298.800,00  1,04 0,29 Dinas P dan K  
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1.01.01.

1.01.01.

01.23.0

5. 

Rehabilitasi  Sedang/Berat 

Bangunan SD,SMP 

Bangunan 

SD,SMP yang 

direhab 

137 Ruang 6.895.000.000,00     14 1.588.644.352,00  4,7                587.731.752,00  33,71 37,00 4,72         587.731.752,00  3,44 8,52 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.0

6. 

DED Rehab Total Kantor 

Dinas P dan K Batang Hari 
  1 

 

200.000.000,00     1 190.000.000,00  -                  37.112.500,00  - 19,53 -           37.112.500,00  - 18,56 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.1

1. 

Pembangunan Unit Sekolah 

Baru SD,SMP 

Unit Sekolah 

Baru (USB) 
4 Unit 5.846.000.000,00     1 1.152.000.000,00  0,3                427.493.700,00  30,36 37,11 0,30         427.493.700,00  7,59 7,31 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.1

4. 

Pengadaan Komputer 

Jaringan 

Tersedianya 

Komputer 

Sekolah  

35 Sekolah 10.750.000.000,00     8 1.600.000.000,00  8,2             1.565.670.000,00  102,97 97,85 8,24      1.565.670.000,00  23,54 14,56 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.1

7. 

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Peningkatan 

Mutu Pendidikan SD (DAK) 

Jumlah 

Sekolah SD 

yang 

Mendapat 

Dana 

Pembangunan 

Sarana 

Prasarana 

Pendidikan  

47 Sekolah 6.000.000.000,00     100 4.035.653.050,00  34,8             1.601.579.783,00  34,80 39,69 34,80      1.601.579.783,00  74,03 26,69 Dinas P dan K  

  

1.01.01.

1.01.01.

01.23.1

8. 

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Peningkatan 

Mutu Pendidikan SMP 

(DAK) 

Jumlah 

Sekolah SD 

yang 

Mendapat 

Dana 

Pembangunan 

Sarana 

Prasarana 

Pendidikan  

300 Sekolah 4.500.000.000,00     100 3.594.827.250,00  40,8             1.542.062.469,00  40,78 42,90 40,78      1.542.062.469,00  13,59 34,27 Dinas P dan K  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 32,46 37,03     12,82 13,69 

 

 

  Predikat Kinerja SR SR     SR SR 

 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM          36.002.538.452,00              16.153.721.920,00                 

B 1.02  Urusan Kesehatan  

1 

1.01.02.

1.01.02.

01.15. 

Program Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

Persentase 

Ketersediaan 

Obat dan 

Perbekalan 

Kesehatan 

pada 

Fasyankes 

97,5 Persen 49.432.990.000,00     96,27 2.083.400.000,00  72,8             1.458.816.938,00  75,58 70,02 72,76      1.458.816.938,00  74,62 2,95 Dinas Kesehatan  
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1.01.02.

1.01.02.

01.15.0

1. 

Pengadaaan obat dan 

perbekalan kesehatan 

Jumlah Item 

Obat Sesuai 

Kebutuhan  

97,5 Persen 48.700.382.700,00     96,27 1.995.000.000,00  64,0             1.408.103.838,00  66,44 70,58 63,96      1.408.103.838,00  65,60 2,89 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.15.0

2. 

Distribusi obat dan 

perbekalan kesehatan 

Jumlah 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan  

92,46 Persen 73.261.200,00     77,54 88.400.000,00  46,6                  50.713.100,00  60,10 57,37 46,60           50.713.100,00  50,40 69,22 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 63,27 63,97 

 

  58,00 36,06 

 

 

  Predikat Kinerja S S 

 

  S SR 

 

 

2 

1.01.02.

1.01.02.

01.16. 

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Angka 

Kematian Bayi 

Per 1000 

Kelahiran 

Hidup 

92,46 Persen 6.064.147.593,00     77,54 11.961.964.000,00  51,5             7.160.766.829,00  66,45 59,86 51,53      7.160.766.829,00  55,73 118,08 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.16.0

1. 

Perbaikan gizi mayarakat 

Persentase 

Belita dengan 

Status Gizi 

Buruk  

0,05 Persen 4.273.570.000,00     0,05 549.000.000,00  0,0                437.651.500,00  74,41 79,72 0,04         437.651.500,00  74,41 10,24 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.16.0

2. 

pelayananan dasar dan 

rujukan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Kesehatan 

92,46 Persen 2.155.100.300,00     7.754 330.480.000,00  55,6                226.944.000,00  0,72 68,67 55,57         226.944.000,00  60,10 10,53 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.16.0

3. 

Peningkatan pelayanan dan 

penanggulangan masalah 

kesehatan 

Menurunnya 

angka 

kematian bayi 

per 1000 

kelahiran 

hidup 

3 Persen 5.500.000.000,00     0,5 343.000.000,00  0,2                236.765.700,00  33,75 69,03 0,17         236.765.700,00  5,63 4,30 Dinas Kesehatan  

Menurunnya 

angka 

kematian 

balita per 

1000 

kelahiran 

hidup  

0,45 Persen 1.221.020.000,00     

 

                     

menurunnya 

jumlah 

kematian Ibu 

3 Persen 915.765.000,00     
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1.01.02.

1.01.02.

01.16.0

4. 

jaminan persalinan 

Meningkatnya 

persentase 

persalinan di 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

90 Persen 6.349.304.000,00     56 2.378.114.000,00  43,9             1.848.301.740,00  78,37 77,72 43,89      1.848.301.740,00  48,77 29,11 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.16.0

5. 

Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Kesehatan 

Bagi 

Masyarakat  

17 
Puskesma

s 
41.500.000.000,00     17 8.361.370.000,00  9,5             4.411.103.889,00  55,60 52,76 9,45      4.411.103.889,00  55,60 10,63 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 48,57 69,58 

 

  48,90 12,96 

 

 

  Predikat Kinerja SR SR 

 

  S S 

 

 

3 

1.01.02.

1.01.02.

01.17. 

Program Pengawasan Obat 

dan Makanan 

Persentase 

Penurunan 

Pelanggaran 

Sediaan 

Farmasi dan 

Makanan 

60,20 Persen 9.548.498.502,00     2 50.000.000,00  1,31                  40.575.000,00  65,40 81,15 1,31 

          40.575.000,00  

 

 

2,17 0,42 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.17.0

2. 

Pengawasan pos market 

dan produk makanan 

minuman industri rumah 

tangga 

Jumlah obyek 

pos market 

dan IRT yang 

di awasi 

150 Unit 4.578.825,00     30 50.000.000,00  20,12                  40.575.000,00  67,07 81,15 20,12           40.575.000,00  13,41 886,14 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 67,07 81,15 

 

  13,41 886,14 

 

 

  Predikat Kinerja S T 

 

  SR T 

 

 

4 

1.01.02.

1.01.02.

01.19. 

Program Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Persentase 

Rumah 

Tangga ber 

PHBS 

65,25 Persen 11.541.797.600,00     64,98 1.661.000.000,00  22,03                960.054.965,27  33,91 57,80 22,03         960.054.965,27  33,77 8,32 Dinas Kesehatan  

  
1.01.02.

1.01.02.

01.19.0

1. 

Pengembangan media 

promosi dan informasi 

sadar hidup sehat 

Persentase 

rumah tangga 

ber PHBS 

65,25 Persen 5.494.590.000,00     64,98 692.500.000,00  32,34                374.692.500,00  49,77 54,11 32,34         374.692.500,00  49,56 6,82 Dinas Kesehatan  

  

Persentase 

Desa Siaga 

Aktif 

85,87 Persen 0,00     

 

  -                                     -    

   

         

  

1.01.02.

1.01.02.

01.19.0

2. 

Upaya pengembangan dan 

penanggulangan dampak 

asap rokok (DBH-CHT) 

angka 

prevalensi 

merokok pada 

penduduk 

usia di bawah 

18 th 

4 

 

1.309.650.000,00 

  

5 296.000.000,00  1,61                131.888.465,27  32,15 44,56 1,61         131.888.465,27  40,18 10,07 Dinas Kesehatan  
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1.01.02.

1.01.02.

01.19.0

3. 

Upaya kesehatan 

masyarakat dan 

perorangan terhadap 

bahaya rokok (pajak 

rokok) 

Menurunnya 

angka 

prevalensi 

penyakit tidak 

menular 

akibat 

merokok 

4 

 

4.737.557.600,00 

  

5 672.500.000,00  3,25                453.474.000,00  65,07 67,43 3,25         453.474.000,00  81,34 9,57 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 49,00 55,37 

 

  57,03 8,82 

 

 

  Predikat Kinerja SR S 

 

  SR SR 

 

 

5 

1.01.02.

1.01.02.

01.21. 

Program Pengembangan 

Lingkungan Sehat 

Persentase 

Rumah yang 

memenuhi 

syarat 

kesehatan 

81,73 Persen 1.432.071.000,00 

  

81,73 246.000.000,00  42,13                145.480.000,00  51,55 59,14 42,13         145.480.000,00  51,55 10,16 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.21.0

2. 

Penyuluhan menciptakan 

lingkungan sehat 

Persentase 

rumah yang 

memenuhi 

syarat 

kesehatan 

85,5 Persen 1.282.071.000,00 

  

100 246.000.000,00  48,31                140.252.775,00  48,31 57,01 48,31         140.252.775,00  56,50 10,94 Dinas Kesehatan  

  

Persentase 

rumah tangga 

yang 

menggunakan 

air bersih 

71,3 Persen 0,00 

   

  

 

  

   

  

   

 

  

Tempat-

tempat umum 

yang 

memenuhi 

syarat 

kesehatan 

71,3 Persen 0,00 

   

  

 

  

   

  

   

 

  Rata-rata capaian kinerja (%) 48,31 57,01 

 

  56,50 10,94 

 

 

  Predikat Kinerja SR SR 

 

  SR SR 

 

 

6 

1.01.02.

1.01.02.

01.22. 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Menular dan tidak menular 

Angka 

prevalensi 

pada penyakit 

menular dan 

tidak menular 

0,05 Persen 6.205.100.000,00 
  

0,06 782.000.000,00  0,04                662.790.668,00  64,90 84,76 0,04         662.790.668,00  77,88 10,68 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.22.0

1. 

Pelayanan pencegahan dan 
penanggulangan penyakit 

menular 

Angka 
prevalensi 

Tuberkulosis 

(TB) per 

100.000 

penduduk 

50 
 

366.306.000,00 
  

62 346.000.000,00  46,52                309.846.200,00  75,03 89,55 46,52         309.846.200,00  93,04 84,59 Dinas Kesehatan  

  

Angka 

prevalensi 

pada penyakit 
malaria per 

1.000 

penduduk 

0,03 
 

  
   

  -                                     -    
   

  
   

 



 

 

 

 

 

80 

  

Angka 

prevalensi 

HIV/AIDS per 

100.000 
penduduk 

2 
 

  
   

  -                                     -    
   

  
   

 

  

1.01.02.

1.01.02.

01.22.0

2. 

Pencegahan penularan 

penyakit 
endemik/epidemik 

Persentase 

masyarakat 

yang 

mendapat 

pengobatan 

filariasis 

90 Persen 100.000.000,00 
  

100 96.000.000,00  52,43                  54.848.500,00  52,43 57,13 52,43           54.848.500,00  58,25 54,85 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.
1.01.02.

01.22.0

3. 

Peningkatan Imunisasi 

Persentase 

Desa/Kelurah
an Universal 

Child 

Imunization 

(UCI) 

100 Persen 1.526.275.000,00 
  

100 244.000.000,00  85,74                208.009.647,00  85,74 85,25 85,74         208.009.647,00  85,74 13,63 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.22.0
4. 

Pencegahan dan 

penanggulangan penyakit 

hepatitis 

Persentase 

ibu hamil 

yang 

dilakukan 
sreening 

hepatitis B 

100 Persen 915.765.000,00 
  

100 96.000.000,00  91,32                  90.086.321,00  91,32 93,84 91,32           90.086.321,00  91,32 9,84 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 76,13 81,44 
 

  82,09 40,73 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  T SR 
 

 

7 

1.01.02.

1.01.02.

01.23. 

Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 

Jumlah 
Fasilitas 

Pelayanan 

kesehatan 

yang 

terakreditasi 

18 Pusk 7.219.280.750,00 
  

4 1.596.526.000,00  3,37             1.374.001.434,00  84,23 86,06 3,37      1.374.001.434,00  18,72 19,03 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.23.0

1. 

Penyusunan standar 

kesehatan 

Ketersediaan 

dokumen 

sistem 
kesehatan 

1 Dok 183.153.000,00 
  

1 234.250.000,00  0,69                188.454.524,00  69,08 80,45 0,69         188.454.524,00  69,08 102,89 Dinas Kesehatan  

  

Ketersediaan 

Dokumen 

Districth 

Health 

Account 

(DHA) 

1 Dok   
   

  
 

  
   

  
   

 

  

1.01.02.

1.01.02.
01.23.0

2. 

Evaluasi dan 

pengembangan standar 

pelayanan kesahtan 

Persentase 

cakupan 
indikator SPM 

di atas 80% 

90 Persen 1.340.069.450,00 
  

85 220.200.000,00  90,09                214.692.761,00  105,99 97,50 90,09         214.692.761,00  100,10 16,02 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.23.0

4. 

Fasilitasi akreditasi 

puskesmas 

jumlah 

puskesmas 

yang 

terakreditasi 

18 Pusk 2.368.778.800,00 
  

4 983.476.000,00  3,36                814.004.749,00  83,88 82,77 3,36         814.004.749,00  18,64 34,36 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.
1.01.02.

01.23.0

5. 

Sistem Informasi 

Manajemen Terpadu 

Puskesmas 

Jumlah 

puskesmas 
yang memiliki 

sistem 

informasi 

kesehatan 

18 Pusk 1.068.392.500,00 
  

9 158.600.000,00  8,50                156.849.400,00  94,40 98,90 8,50         156.849.400,00  47,20 14,68 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 88,34 89,90 
  

58,75 41,99    

  Predikat Kinerja T T 
  

SR SR 
 

 

8 

1.01.02.

1.01.02.
01.24. 

Program Pelayanan 

Kesehatan Penduduk 
Miskin 

Persentase 

Masyarakat 

pengguna 

Kartu Batang 

Hari Sejahtera 

(KBS) 

96,4 Persen 8.500.160.625,00     77,54 7.187.500.000,00  96,38             9.233.416.992,00  124,30 128,46 96,38      9.233.416.992,00  99,98 108,63 Dinas Kesehatan  
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1.01.02.

1.01.02.

01.24.0
2. 

Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan Peserta JKN 

pada FKTP 

jumlah 

masyarakat 

Penerima 

Bantuan Iuran 
(PBI) melalui 

JKN 

72.972 Orang 4.388.040.625,00     30 7.187.500.000,00  37,55             9.233.416.992,00  125,17 128,46 37,55      9.233.416.992,00  0,05 210,42 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 125,17 128,46 
 

  0,05 210,42 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR T 
 

 

9 

1.01.02.

1.01.02.

01.25. 

Program Pengadaan, 

peningkatan dan perbaikan 

sarana dan prasarana 

Puskesmas/puskesmas 
pembantu dan jaringannya 

Persentase 

Fasilitas 
Pelayanan 

Kesehatan 

Dasar sesuai 

standar 

80,00 Persen 69.988.150.000,00 
  

25 6.328.000.000,00 19,63             4.918.130.805,00  78,51 77,72 19,63      4.918.130.805,00  24,53 7,03 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.25.0
1. 

Pengadaan puskesmas 

keliling 

Jumlah Mobil 

Puskesmas 

Keliling Baru 

10 Unit 3.600.000.000,00 
  

2 900.000.000,00 2,25             1.011.320.100,00  112,37 112,37 2,25      1.011.320.100,00  22,47 28,09 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.
01.25.0

2. 

Pengadaaan sarana dan 
prasarana puskesmas 

Persentase 

ketersediaan 

peralatan 

medis dan 

non medis 

dalam kondisi 

baik 

85 Persen 12.210.200.000,00 
  

65 1.500.000.000,00 64,57             1.490.069.205,00  99,34 99,34 64,57      1.490.069.205,00  75,96 12,20 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.25.0

3. 

Rehabilitasi sedang/berat 

puskesmas, puskesmas 

pembantu, rumah dinas 

medis dan paramedis 

Jumlah 
Puskesmas 

pembantu 

yang akan 

diperbaiki 

37 Unit 22.283.615.000,00 
  

13 3.248.000.000,00 7,21             1.752.760.500,00  55,47 53,96 7,21      1.752.760.500,00  19,49 7,87 Dinas Kesehatan  

      

Jumlah 

Rumah dinas 

medis dan 

paramedis 
yang akan 

diperbaiki 

25 Unit 5.189.335.000,00 
   

  
 

  
  

-   - 
  

 

  

1.01.02.

1.01.02.

01.25.0

6. 

Pemeliharaan/rehabilitasi 

puskesmas 

Jumlah 

Puskesmas 

yang akan 

diperbaiki 

9 Unit 26.705.000.000,00 
  

1 680.000.000,00 1,08                663.981.000,00  107,55 97,64 1,08         663.981.000,00  11,95 2,49 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 93,68 90,83 
 

  32,47 12,66 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

10 

1.01.02.

1.01.02.

01.28. 

Program Kemitraan 

Peningkatan pelayanan 

kesehatan 

Cakupan 

pelayanan 

gawat darurat 

level 1 yang 

ditangani 
sarana 

kesehatan 

(RSU) 

95,00 Persen 3.815.687.500,00 
  

70 1.719.815.028,00 68,70             1.687.819.950,00  98,14 98,14 68,70      1.687.819.950,00  72,31 44,23 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.28.0

1. 

Peningkatan peran serta 

masyarakat dalam 

pelayanan kesehatan di 

posyandu 

Persentase 

posyandu 

purnama dan 

mandiri 

96,40 Persen 3.815.687.500,00 
  

8.000 1.719.815.028,00 7.851,17             1.687.819.950,00  98,14 98,14 7.851,17      1.687.819.950,00  8.144 44,23 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja (%) 98,14 98,14 
 

  8.144 44,23 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
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11 

1.01.02.

1.01.02.

01.30. 

Program Pengadaan, 

peningkatan sarana dan 

prasarana rumah 

sakit/rumah sakit 
jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata 

Persentase 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 
dasar sesuai 

standar 

80,00 Persen 19.224.812.960,00 
  

70 35.408.943.751,00 62,85           32.471.441.994,49  89,78 91,70 62,85    32.471.441.994,49  78,56 168,90 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.30.0

1. 

Pengadaan alat-alat rumah 

sakit 
Jumlah Alkes 80 Persen 3.400.000.000,00 

  
70 3.130.000.000,00 72,60             3.246.349.438,71  103,72 103,72 72,60      3.246.349.438,71  90,75 95,48 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.30.0
3. 

Kegiatan  Pembangunan 

Gedung Perawatan VVIP 

dan OK 

terlaksana 

ruang 

perawatan  

1 Unit 8.600.000.000,00 
  

1 5.000.000.000,00 0,87             4.068.521.700,00  87,41 81,37 0,87      4.068.521.700,00  87,41 47,31 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.30.0

9. 

Kegiatan  Pelaksanaan 

Akreditasi rumah sakit 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastuktur 

bidang 

Prendidikan 

dan 
Kesehatan 

1 Doc 400.000.000,00 
  

1 400.000.000,00 0,49                195.135.872,00  48,78 48,78 0,49         195.135.872,00  48,78 48,78 Dinas Kesehatan  

  

1.01.02.

1.01.02.

01.30.1

4. 

Kegiatan Rencana Bisnis 

Anggaran RSUD (BLUD) 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastuktur 

bidang 

Prendidikan 

dan 
Kesehatan 

100 Persen 24.000.000.000,00 
  

70 26.878.943.751,00 66,36           24.961.434.983,78  94,79 92,87 66,36    24.961.434.983,78  66,36 104,01 Dinas Kesehatan  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 83,68 81,68 
 

  73,33 73,89 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S S 
 

 

 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM   

                                  

60.113.295.575,76  

                              

60.113.295.575,76  

 

  

C   Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

1 

1.01.03.

1.01.03.
01.15. 

Program Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 

Panjang Jalan 

dan Jembatan 

yang 

dibangun 

54,5 Km 693.581.000.000,00 
  

13,14 69.606.215.000,00  6,88           43.752.097.299,00  52,34 62,86 6,88    43.752.097.299,00  12,62 6,31 Dinas PUPR  

        4 Buah   
  

1   -                                     -    
   

  
   

 

z 

1.01.03.

1.01.03.

01.15.0

2. 

Peningkatan jalan 

Kabupaten 

Panjang jalan 

yang 

ditingkatkan 

15 Persen 433.460.000.000,00 
  

15 26.785.622.000,00  6,09           19.092.075.100,00  40,60 71,28 6,09    19.092.075.100,00  40,60 4,40 Dinas PUPR  

  

1.01.03.
1.01.03.

01.15.0

3. 

Pembangunan/ 

Peningkatan jembatan 

Jumlah 
jembatan 

yang 

ditingkatkan 

4 Buah 130.800.000.000,00 
  

4 14.984.050.000,00  2,06           11.213.682.627,00  51,47 74,84 2,06    11.213.682.627,00  51,47 8,57 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.15.0

4. 

Pembangunan Turap jalan 
Panjang turap 
yang 

dibangun 

154 M 6.006.000.000,00 
  

154 2.237.035.000,00  111,83             1.632.098.100,00  72,62 72,96 111,83      1.632.098.100,00  72,62 27,17 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.
01.15.0

7. 

Peningkatan jalan 
Kabupaten (DAK) 

Panjang jalan 

yang 

ditingkatkan 

15 Persen 433.460.000.000,00 
  

15 25.599.508.000,00  4,27           11.814.241.472,00  28,46 46,15 4,27    11.814.241.472,00  28,46 2,73 Dinas PUPR  
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  Rata-rata capaian kinerja(%) 48,29 66,31 
 

  48,29 10,72 
 

 

  Predikat Kinerja SR S 
 

  SR SR 
 

 

2 

1.01.03.

1.01.03.

01.18. 

Program 

Rehabilitasi/pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Persentase 

Jalan dan 

jembatan 

dalam kondisi 

baik  

75,1 Persen 317.500.000.000,00 
  

65,3 23.784.431.000,00  51,34           18.862.415.500,00  78,62 79,31 51,34    18.862.415.500,00  68,36 5,94 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.18.0
1. 

Rehabilitas/Pemeliharaan 

jalan 

Panjang jalan 

yang direhab/ 

dipelihara 

75,1 Persen 317.500.000.000,00 
  

65,3 23.784.431.000,00  51,34           18.862.415.500,00  78,62 79,31 51,34    18.862.415.500,00  68,36 5,94 Dinas PUPR  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 79 79,31 
 

  68 5,94 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  S SR 
 

 

3 

1.01.03.

1.01.03.

01.22. 

Program Pembangunan 

Sistem Informasi jalan dan 

jembatan 

Data Base 

Jalan dan 

Jembatan 

5 doc 3.052.550.000,00 
  

5 295.100.000,00  0,69                101.438.900,00  13,9 34,37 0,69         101.438.900,00  13,88 3,32 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.22.0
1. 

Pengadaan dan 

Pengembangan sistem 

informasi jalan dan 
jembatan 

Sistem 

Aplikasi Jalan 

dan Jembatan 

5 doc 3.052.550.000,00 
  

5 295.100.000,00  0,69                101.438.900,00  13,9 34,37 0,69         101.438.900,00  13,88 3,32 Dinas PUPR  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 13,9 34,4 
 

  13,9 3,3 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

4 

1.01.03.

1.01.03.

01.23. 

Program Peningkatan 

sarana dan prasarana 

kebinamargaan 

Persentase 

Kondisi Alat 
berat dan alat 

laboratorium 

yang siap 

pakai 

75,0 Persen 2.442.040.000,00     65 388.650.000,00  52,12                286.068.600,00  80,19 73,61 52,12         286.068.600,00  69,50 11,71 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.23.0

1. 

Rehabilitasi/pemeliharaan 

alat-alat berat 

Persentase 

Alat Berat 

dalam Kondisi 

Baik 

75 Persen 2.104.040.000,00     65 333.650.000,00  57,58                261.885.500,00  88,59 78,49 57,58         261.885.500,00  76,78 12,45 Dinas PUPR  

  

1.01.03.
1.01.03.

01.23.0

2. 

Rehabilitasi/pemeliharaan 
alat-alat ukur dan bahan 

labolatorium 

kebinamargaan 

Peralatan 
laboratorium 

dalam kondisi 

baik 

55 Persen 338.000.000,00 
  

40 55.000.000,00  13,31 15.455.000,00 33,29 28,10 13,31           15.455.000,00  24,21 4,57 Dinas PUPR  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 60,94 53,30 
 

  50,49 8,51 
 

 

  Predikat Kinerja S SR 
 

  SR SR 
 

 

5 

1.01.03.

1.01.03.

01.24. 

Program Pengembangan 

dan pengelolaan jaringan 

irigasi, rawa dan jaringan 

pengairan lainnya 

Panjang 

Jaringan 

Irigasi 

1.425 Km 15.163.000.000,00 
  

1.425 8.492.705.000,00  1.178,60             6.900.859.785,00  82,71 81,26 1.178,60      6.900.859.785,00  82,71 45,51 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.24.0

1. 

Perencanaan 

pembangunan jaringan 

irigasi 

Tersedianya 

Jumlah 

Dokumen 

DED 

5 Paket 500.000.000,00 
  

5 100.000.000,00  0,83                  17.227.350,00  16,59 17,23 0,83           17.227.350,00  16,59 3,45 Dinas PUPR  

  

1.01.03.
1.01.03.

01.24.0

2. 

Pembangunan/Rehabilitasi 

normalisasi jaringan irigasi 

( DAK ) 

irigasi dalam 

kondisi 

normal 

4334 Ha 4.334.000.000,00 
  

1.425 6.209.305.000,00  126,51             4.272.300.985,00  8,88 68,80 126,51      4.272.300.985,00  2,92 98,58 Dinas PUPR  
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1.01.03.

1.01.03.

01.24.0
3. 

Pemeliharaan Jaringan  

Irigasi yang dibangun 

Jaringan 

irigasi kondisi 

baik yang 

dikelola oleh 
kelompok 

masyarakat 

36 Persen 4.329.000.000,00 
  

1.170 476.150.000,00  767,09                314.020.250,00  65,56 65,95 767,09         314.020.250,00  767,09 7,25 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.24.0

4. 

Pembangunan/Rehabilitasi 

Pintu Pengatur  saluran Air 

Tersedianya 

Jumlah Pintu 

air yang 

dibangun 

600 M2 6.000.000.000,00 
  

100 1.707.250.000,00  136,39             2.297.311.200,00  136,39 134,56 136,39      2.297.311.200,00  22,73 38,29 Dinas PUPR  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 56,86 71,64 
 

  202,33 36,89 
 

 

  Predikat Kinerja SR S 
 

  T SR 
 

 

6 

1.01.03.

1.01.03.

01.26. 

Program pengembangan, 

pengelolaan dan konversi 
sungai, danau dan sumber 

daya air lainnya 

Persentase 

luas areal 

Pemanfaatan 

sumberdaya 

air 

20,00 Persen 5.312.550.000,00     5,00 852.000.000,00  4,19                657.112.975,00  83,80 77,13 4,19         657.112.975,00  20,95 12,37 Dinas PUPR  

  

1.01.03.
1.01.03.

01.26.0

1. 

Pembangunan embung dan 

bangunan penampung air 

lainnya 

Tersedianya 
Luas embung 

yang 

terbangun 

5 Ha 2.500.000.000,00     2 450.000.000,00  1,82                325.323.475,00  91,18 72,29 1,82         325.323.475,00  36,47 13,01 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.26.0

2. 

Pembangunan 

turap/talud/bronjong 

sungai, saluran dan 

jaringan irigasi 

1000 M' 

Panjang 

Turap / Talud 

/ bronjong 

1000 M 1.000.000.000,00     152 152.000.000,00  155,43                148.073.500,00  102,26 97,42 155,43         148.073.500,00  15,54 14,81 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.
01.26.0

3. 

Pemeliharaan dan 
Normalisasi saluran Sungai 

sungai dalm 
kondisi baik 

6 Km 1.812.550.000,00     1 250.000.000,00  0,82                183.716.000,00  82,04 73,49 0,82         183.716.000,00  13,67 10,14 Dinas PUPR  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 91,83 81,07 
 

  21,90 12,65 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

7 
1.01.03.
1.01.03.

01.27. 

Program pengembangan 
kinerja pengelolaan air 

minum dan air limbah 

Persentase 

Rumah tangga 
yang 

menikmati air 

bersih 

25,00 Persen 62.089.693.463,00 
  

12,54 12.114.926.400,00  10,14             9.839.452.612,00  80,9 81,22 10,14      9.839.452.612,00  40,57 15,85 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.27.0

1. 

Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(DAK) 

jumlah PAM 

yang di 

Bangun 

5 
 

40.656.467.587,00 
  

5 3.608.599.800,00  3,54             2.556.948.390,00  70,9 70,86 3,54      2.556.948.390,00  70,86 6,29 Dinas PUPR  

  

1.01.03.
1.01.03.

01.27.0

2. 

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Sanitasi (DAK) 

 jumlah 
Sarana dan 

Prasarana 

sanitasi 

5 
 

21.433.225.876,00 
  

5 2.883.496.600,00  2,94             1.696.319.678,00  58,8 58,83 2,94      1.696.319.678,00  58,83 7,91 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.27.0

3. 

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Air Bersih 
  5 

 
13.444.250.000,00 

  
5 2.688.850.000,00  5,46             2.934.666.100,00  109,2 109,14 5,46      2.934.666.100,00  109,22 21,83 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.
01.27.0

4. 

Pembangunan Program 

Penyediaan Air Minum dan 
Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) 

  5 
 

3.385.150.000,00 
  

5 677.030.000,00  3,62                491.066.000,00  72,4 72,53 3,62         491.066.000,00  72,41 14,51 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.27.0

5. 

Pembangunan Septictank   5 
 

10.107.250.000,00 
  

5 2.021.450.000,00  4,09             1.692.662.344,00  81,7 83,74 4,09      1.692.662.344,00  81,71 16,75 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.27.0
6. 

Pembangunan Sistem 

Penyediaan Sanitasi 

(Shering APBN) 

  5 
 

1.177.500.000,00 
  

5 235.500.000,00  9,91                467.790.100,00  198,3 198,64 9,91         467.790.100,00  198,27 39,73 Dinas PUPR  
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  Rata-rata capaian kinerja(%) 98,6 99,0 
 

  98,6 17,8 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

8 

1.01.03.

1.01.03.

01.31. 

Program Pembangunan 

Insfrastruktur 

Permukiman 

Panjang jalan 
lingkungan   

24.000 Km 124.445.000.000,00 
  

11.600 14.417.500.000,00  9.323,53           11.572.218.500,00  80,4 80,27 9.323,53    11.572.218.500,00  38,85 9,30 Dinas PUPR  

  

1.01.03.
1.01.03.

01.31.0

4. 

Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Wilayah I 

Panjang jalan 
perdesaan 

yang 

dibangun 

9.700 Km 61.772.500.000,00 
  

8.797 8.369.650.000,00  6.875,49             6.536.604.100,00  78,2 78,10 6.875,49      6.536.604.100,00  70,88 10,58 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.31.0

5. 

Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Wilayah II 

Panjang jalan 

perdesaan 

yang 

dibangun 

8.500 Km 61.772.500.000,00 
  

6.450 6.047.850.000,00  5.375,83             5.035.614.400,00  83,3 83,26 5.375,83      5.035.614.400,00  63,25 8,15 Dinas PUPR  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 80,8 80,7 
 

  67,1 9,37 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S T 
 

 

9 

1.01.03.

1.01.03.

01.32. 

Program Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 

Persentase 

Ruang 

Wilayah yang 

sesuai 
peruntukan 

60 Persen 4.412.000.000,00     40 394.100.000,00  40,07                394.795.800,00  100,2 100,18 40,07         394.795.800,00  66,78 8,95 Dinas PUPR  

  

1.01.03.

1.01.03.

01.32.0

2. 

Pengendalian dan 

Pemanfaatan Bangunan 

Advise plan 

IMB 
294 doc 3.082.000.000,00     200 394.100.000,00  200,35                394.100.000,00  100,2 100,00 200,35         394.100.000,00  68,15 12,79 Dinas PUPR  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 100,2 100,0 
 

  68,1 12,8 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM        130.345.627.400,00              92.366.459.971,00  
   

         

D   Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  

1 

1.01.04.

1.01.04.

01.15. 

Program Pengembangan 
Perumahan 

Persentase 

rumah layak 

huni 

59,66 Persen 1.858.275.000,00 
  

41 191.289.100,00  36,92                242.536.200,00  90,6 126,79 36,92         242.536.200,00  61,89 13,05 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.01.04.

1.01.04.

01.15.0

1. 

Perencanaan 

Pembangunan sarana 
umum 

dokumen 

Perencanaan 
sarana umum 

5 doc 420.000.000,00 
  

1 50.000.000,00  1,53                  94.558.200,00  153,0 189,12 1,53           94.558.200,00  30,61 22,51 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.01.04.

1.01.04.
01.15.0

2. 

Pembangunan sarana 
Umum 

Sarana dan 

Prasarana 
yang 

dibangun 

5 unit 1.438.275.000,00 
  

1 141.289.100,00  0,90                147.978.000,00  89,7 104,73 0,90         147.978.000,00  17,94 10,29 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Permukinan 

Kawasan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 76,52 94,6 
 

  15,3 11,3 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR SR 
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2 

1.01.04.

1.01.04.

01.16. 

Program Lingkungan Sehat 

Perumahan 

Persentase 

rumah tangga 

yang 

mempunyai 
sanitasi yang 

layak 

88,39 Persen 1.041.700.000,00 
  

73 680.050.000,00  88,84                876.614.400,00  122,2 128,90 88,84         876.614.400,00  100,51 84,15 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 
Kawasan 

 

  

1.01.04.

1.01.04.

01.16.0

1. 

Perencanaan 

Pembangunan Drainanse 
Permukiman 

Dokumen 

Perencanaan 

Drainase 

Kecamatan 

5 doc 50.000.000,00 
  

S 50.000.000,00  
 

                     640.000,00  
 

1,28 -                640.000,00  - 1,28 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.01.04.

1.01.04.

01.16.0
2. 

Pembangunan Drainnase 

Panjang 

Drainase 

Kecamatan 
(meter) 

928,60 M 991.700.000,00 
  

847,1 630.050.000,00  1.008,71                875.974.400,00  119,1 139,03 1.008,71         875.974.400,00  108,63 88,33 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 
Kawasan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 59,5 70,2 
 

  54,3 44,8 
 

 

  Predikat Kinerja SR S 
 

  SR SR 
 

 

3 
1.01.04.
1.01.04.

01.21. 

Program 

Pembangunan/rehabilitasi 

sarana sosial dan 

Keagamaan 

Jumlah  

Fasilitas 
Sosial dan 

Keagamaan 

yang Layak 

5 
 

72.000.000.000,00 
  

1 4.977.667.000,00  1,54             7.559.745.452,00  153,7 151,87 1,54      7.559.745.452,00  30,74 10,50 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.01.04.

1.01.04.

01.21.0

1. 

Perencanaan 
Pembangunan Sarana 

Sosial dan Keagamaan 

Dokumen 

DED 
1 doc 1.250.000.000,00 

  
1 296.400.000,00  0,32                  87.592.500,00  31,7 29,55 0,32           87.592.500,00  31,74 7,01 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.01.04.

1.01.04.
01.21.0

2. 

Pembangunan sarana dan 

Prasarana Sosial dan 

Keagamaan 

Jumlah sarana 

dan prasarana 
yang 

dibangun 

1 Paket 70.750.000.000,00 
  

1 4.681.267.000,00  1,60             7.472.152.952,00  159,6 159,62 1,60      7.472.152.952,00  159,62 10,56 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Permukinan 

Kawasan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 95,7 94,6 
 

  95,7 8,8 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

4 

1.01.04.

1.01.04.

01.22. 

Program Pengembangan 

Lampu Penerangan Jalan 

dan Fasilitas Umum 

Persentase 

Cakupan 

Lampu jalan 

98 Persen 33.000.000.000,00 
  

80 4.821.819.920,00  67,57             4.093.355.920,00  84,5 84,89 67,57      4.093.355.920,00  68,95 12,40 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.01.04.

1.01.04.

01.22.0

1. 

Kegiatan Pembangunan 
dan Pengembangan Lampu 

Jalan Umum 

Lampu jalan 
yang 

dibangun 

35 Persen 17.500.000.000,00 
  

25 2.761.235.000,00  23,28             2.533.020.000,00  93,1 91,74 23,28      2.533.020.000,00  66,53 14,47 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.01.04.

1.01.04.
01.22.0

2. 

Pemeliharaan rutin 

Penerangan Lampu Jalan 
Umum, Taman dan Sarana 

Pemerintah 

Persentase 

Lampu jalan 
dalam kindisi 

baik 

95 Persen 15.500.000.000,00 
  

75 2.060.584.920,00  56,71             1.560.335.920,00  75,6 75,72 56,71      1.560.335.920,00  59,69 10,07 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Permukinan 

Kawasan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 84,4 83,7 
 

  63,1 12,3 
 

 

  Predikat Kinerja T T t   S SR 
 

 

5 

1.01.05.

1.01.05.

01.20. 

Program Peningkatan 

kesiagaan dan pencegahan 

bahaya kebakaran 

Respon time 

tanggap 

darurat 

75 
 

2.620.000.000,00 
  

60 2.283.000.000,00  49,14             2.055.222.820,00  81,90 90,02 49,14      2.055.222.820,00  66 78,44 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

 

  

1.01.05.

1.01.05.

01.20.0
1. 

Pengawasan pelaksanaan 

kebijakan pencegahan 

kebakaran 

jumlah sarana 

publik yang di 

inspeksi 

80,00 Persen 100.000.000,00 
  

80 128.000.000,00  59,01                101.091.750,00  73,76 78,98 59,01         101.091.750,00  73,76 101,09 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

 

  

1.01.05.

1.01.05.

01.20.0

2. 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pertolongan,Pencegahan  

Bahaya Kebakaran 

jumlahPerson

il yang dilatih 
7,00 Persen 420.000.000,00 

  
7 290.000.000,00  4,85                236.418.500,00  69,29 81,52 4,85         236.418.500,00  69,29 56,29 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 
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1.01.05.

1.01.05.

01.20.0
3. 

Penyuluhan pencegahan 

bahaya kebakaran 

 peserta 

penyuluhan 

yang mengerti 

Perda 
Pencegahan 

dan Retribusi 

7,00 Persen 250.000.000,00 
  

7 100.000.000,00  6,43                103.241.800,00  91,86 103,24 6,43         103.241.800,00  91,86 41,30 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

 

  

1.01.05.

1.01.05.

01.20.0

4. 

Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan Investigasi 
kejadian kebakaran 

Dokumen 

investigasi 
kebakaran 

5,00 Persen 150.000.000,00 
  

5 70.000.000,00  2,88                  70.270.000,00  57,56 100,39 2,88           70.270.000,00  57,56 46,85 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 
Penyelamatan 

 

  

1.01.05.

1.01.05.

01.20.0

5. 

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Pemadam kebakaran 

Perse ntase 

jumlah 

ketersediaan 
Mobil damkar 

pada wilayah 

manajemen 

kebakaran 

5 unit 1.450.000.000,00 
  

1 1.450.000.000,00  0,81             1.359.791.650,00  81,00 93,78 0,81      1.359.791.650,00  16,20 93,78 
Dinas Pemadam 
Kebakaran dan 

Penyelamatan 

 

  

1.01.05.

1.01.05.

01.20.0

6. 

Pembangunan POS 

Pemadam 
  5 

 
1.715.000.000,00 

  
1 245.000.000,00  0,29                  94.200.770,00  28,88 38,45 0,29           94.200.770,00  5,78 5,49 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 67,06 82,73 
 

  52,41 57,47 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  R R 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM          12.953.826.020,00              14.827.474.792,00                 

E   Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  

  

1.01.05.

1.01.05.

02.15. 

Program peningkatan 

keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

Meningkatnya 

Fungsi Sat 

Linmas serta 

meningktnya 

Keamanan 
dan 

Kenyamanan 

Lingkungan 

20 Persen 1.260.000.000,00 
  

35 737.350.000,00  33,66                962.586.300,00  96,18 130,55 33,66         962.586.300,00  168,32 76,40 Sat Pol. PP  

  

1.01.05.

1.01.05.

02.15.0

1. 

pengendalian keamanan 

lingkungan 

Jumlah Titik 
Penjagaan 

Poskotis 

20 Pos 1.530.000.000,00 
  

4 280.000.000,00  5,68                     279.878.400  141,95 99,96 5,68         279.878.400,00  28,39 18,29 Sat Pol. PP  

  

1.01.05.

1.01.05.
02.15.0

2. 

Pembinaan dan Pelatihan 
Sat Linmas 

Jumlah Sat 

Linmas Yang 

Terlatih 

1.240 Orang 550.000.000,00 
  

250 207.350.000,00  81,86                166.725.200,00  32,75 80,41 81,86         166.725.200,00  6,60 30,31 Sat Pol. PP  

  

1.01.05.

1.01.05.

02.15.0

3. 

Pengamanan dan 
Pengawalan pejabat 

Daerah/ Negara 

Jumlah 

pengamanan 

dan 

pengawalan 

yang 

dilakukan 

130 Kali 1.530.000.000,00 
  

90 250.000.000,00  77,73                     211.360.250  86,37 84,54 77,73         211.360.250,00  59,79 13,81 Sat Pol. PP  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 87,02 88,30 
 

  31,59 20,81 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

  

1.01.05.

1.01.05.

02.16. 

Program pemeliharaan 

kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 

kriminal 

Persentese 

Penurunan 

Gangguan 
Kantribmas 

dan Tindak 

Kriminal 

65 Persen 1.260.000.000,00 
  

65 419.300.000,00  33,25                205.223.600,00  51,16 48,94 33,25         205.223.600,00  51,16 16,29 Sat Pol. PP  
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1.01.05.

1.01.05.

02.16.0

1. 

Pengembangan 
Kemampuan Aparat Sat Pol 

PP 

Frekuensi 
Pelaksanaan 

Latihan  

352 Kali 200.000.000,00 
  

352 82.500.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Sat Pol. PP  

  

1.01.05.

1.01.05.

02.16.0

2. 

Pengawasan Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Cakupan 
wilayah 

patroli 

anggota Sat 

Pol PP  

15 Wil 100.000.000,00 
  

15 100.000.000,00  45,43                      96.990.000  45,43 96,99 45,43           96.990.000,00  45,43 96,99 Sat Pol. PP  

  

1.01.05.

1.01.05.

02.16.0

3. 

Penegakan Perundang-

undangan Daerah 

% Penurunan 

Kasus 

Pelanggaran 

Perda 

0,73 Persen 250.000.000,00 
  

0,73 236.800.000,00  1,20                     197.672.500  164,26 83,48 1,20         197.672.500,00  164,26 79,07 Sat Pol. PP  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 100,18 124,82 
 

  100,18 123,35 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T T 
 

 

  

1.01.05.

1.01.05.
02.18. 

Program peningkatan 

pemberantasan penyakit 
masyarakat (pekat) 

% Penurunan 

angka PEKAT 
10 Persen 480.000.000,00 

  
14 196.700.000,00  12,82                246.961.650,00  91,59 125,55 12,82         246.961.650,00  128,22 51,45 Sat Pol. PP  

  

1.01.05.

1.01.05.

02.18.0

2. 

Penyuluhan PEKAT 
Jumlah 
Peserta 

Penyuluhan 

100 Peserta 240.000.000,00 
  

100 96.700.000,00  102,82                      92.605.200  102,82 95,77 102,82           92.605.200,00  102,82 38,59 Sat Pol. PP  

  

1.01.05.

1.01.05.
02.18.0

3. 

Penegakkan Yustisi 
%Penurunan 
angka PEKAT 

30 Persen 240.000.000,00 
  

30 100.000.000,00  17,68                  73.325.500,00  58,94 73,33 17,68           73.325.500,00  58,94 30,55 Sat Pol. PP  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 80,88 84,55 
 

  80,88 34,57 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            1.353.350.000,00                1.414.771.550,00  
   

         

F   Urusan Sosial  

  

1.01.06.

1.01.06.

01.15. 

Program Pemberdayaan 

Fakir Miskin, Komunitas 

Adat Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya 

Persentase 

Fakir miskin, 

KAT dan 

PMKS yang 

dibantu 

28 Persen 870.000.000,00 
  

24 828.600.000,00  14,49                507.095.500,00  60,39 61,20 14,49         507.095.500,00  51,76 58,29 Dinas Sosial  

  

1.01.06.

1.01.06.

01.15.0
1. 

Peningkatan Kemampuan 

(Capacity Building) petugas 

dan pendamping sosial 

pemberdayaan Fakir 

Miskin, KAT dan 
Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya 

Jumlah 

Petugas/pend

amping  yg 

diberikan 

pelatihan 

80 Orang 70.000.000,00 
  

40 70.000.000,00  42,20                  59.963.000,00  105,50 85,66 42,20           59.963.000,00  52,75 85,66 Dinas Sosial  

  

1.01.06.

1.01.06.

01.15.0

2. 

Pelatihan ketrampilan  
usaha ekonomis produktif 

(UEP) bagi fakir miskin 

Jumlah 
Peserta 

Pelatihan  

780 KK 80.000.000,00 
  

600 76.550.000,00  154,17                  20.312.000,00  25,69 26,53 154,17           20.312.000,00  19,77 25,39 Dinas Sosial  

  

1.01.06.

1.01.06.

01.15.0

3. 

Pembinaan dan Fasilitasi 

Pemukiman KAT. 

Jumlah warga 

komunitas 
adat terpencil 

(KAT) yang 

dibina. 

630 KK 100.000.000,00 
  

70 96.550.000,00  22,23                  35.430.000,00  31,76 36,70 22,23           35.430.000,00  3,53 35,43 Dinas Sosial  
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1.01.06.
1.01.06.

01.15.0

4. 

Fasilitasi dan pembinaan 

KUBE 

Jumlah 

Kelompok 

Fakir miskin 

yang dibantu 
KUBE 

219 Kelompok 250.000.000,00 
  

20 216.650.000,00  5,12                  69.595.500,00  25,61 32,12 5,12           69.595.500,00  2,34 27,84 Dinas Sosial  

  

1.01.06.

1.01.06.

01.15.0

5. 

Operasionalisasi Tim 

Penanggulangan Bencana 

(TAGANA) 

Jumlah Tim 

Tagana yang 

dilatih 

25 Orang 170.000.000,00 
  

25 170.000.000,00  22,49                149.630.000,00  89,97 88,02 22,49         149.630.000,00  89,97 88,02 Dinas Sosial  

  

1.01.06.

1.01.06.

01.15.0

6. 

Pendampingan PKH 
Jumlah SLRT 

yang dilatih 
60 Orang 198.850.000,00 

  
60 198.850.000,00  53,81                172.165.000,00  89,68 86,58 53,81         172.165.000,00  89,68 86,58 Dinas Sosial  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 61,37 59,27 
 

  43,01 58,15 
 

 

  Predikat Kinerja S SR 
 

  SR SR 
 

 

  

1.01.06.

1.01.06.
01.16. 

Program Pelayanan dan 

Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial 

Persentase 

PMKS yang 

Memperoleh 
Pelayanan 

sosial  

75 Persen 220.000.000,00 
  

55 196.550.000,00  52,60                180.245.000,00  95,64 91,70 52,60         180.245.000,00  70,14 81,93 Dinas Sosial  

  

1.01.06.

1.01.06.

01.16.0

1. 

Penanggulangan orang  
terlantar, Gepeng dan 

mayat terlantar 

Jumlah org  

terlantar. 

Gepeng dan 

mayat 

terlantar yg 

dbantu 

715 
OT/OGM/

MT 
120.000.000,00 

  
715 100.000.000,00  528,36                  95.085.000,00  73,90 95,09 528,36           95.085.000,00  73,90 79,24 Dinas Sosial  

  

1.01.06.

1.01.06.

01.16.0

2. 

Pendidikan dan Pelatihan 

bagi para penyandang 

cacat dan ex trauma 

Jumlah 
penyandang 

cacat dan  ex 

trauma yang 

diberi 

bantuan 

20 Orang 115.640.000,00 
  

20 96.550.000,00  18,31                  85.160.000,00  91,57 88,20 18,31           85.160.000,00  91,57 73,64 Dinas Sosial  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 82,73 91,64     82,73 76,44 
 

 

  Predikat Kinerja T T     SR S 
 

 

  

1.01.06.

1.01.06.

01.22. 

Program Pelaksanaan 

Batang Hari Sejahtera 

Persentase 

penduduk 

miskin 

26,8 Persen 211.000.000,00 
  

26,05 211.000.000,00  35,76                300.780.000,00  137,29 142,55 35,76         300.780.000,00  133,45 142,55 
 

 

  

1.01.06.

1.01.06.

01.22.0

3. 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Kartu Batang Hari 
Sejahtera 

Jumlah 

penerima 

Jaminan 

Kesehatan 

5.400 Penerima 211.000.000,00 
  

5.400 211.000.000,00  7.635,79                176.585.000,00  141,40 83,69 7.635,79         176.585.000,00  141,40 83,69 Dinas Sosial  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 141,40 83,69 
 

  141,40 83,69 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T T 
 

 

  

1.01.06.

3.01.07.

01.23. 

Program pencegahan dini 

dan penanggulangan 

korban bencana alam 

Respon Time 

Tanggap 

Darurat 

100 Persen 3.000.000.000,00 
  

60 5.266.000.000,00  165,45             4.705.938.975,00  275,74 89,36 165,45      4.705.938.975,00  165,45 156,86 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

 

  

1.01.06.

3.01.07.
01.23.0

1. 

Fasilitasi Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah 

Jumlah 

Fasilitasi 

Pencegahan 

dan 

Penanggulang

an Bencana 

Daerah 

50 Fasilitasi 1.000.000.000,00 
  

10 142.000.000,00  1,20                  19.584.995,00  12,01 13,79 1,20           19.584.995,00  2,40 1,96 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 
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1.01.06.

3.01.07.

01.23.0

2. 

Pelatihan Pencegahan dan 
Penanganan 

Penanggulangan Bencana 

Jumlah 
Peserta 

Pelatihan  

300 Orang 290.000.000,00 
  

60 60.000.000,00  0,62                      620.000,00  1,03 1,03 0,62                620.000,00  0,21 0,21 
Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

 

  

1.01.06.
3.01.07.

01.23.0

4. 

Pengadaan Peralatan dan 

Perlengkapan 

Penanggulangan Bencana 

jumlah 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

2 Unit 288.000.000,00 
  

2 36.000.000,00  2,24                  70.700.000,00  112,05 196,39 2,24           70.700.000,00  112,05 24,55 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

 

  

1.01.06.
3.01.07.

01.23.0

5. 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Penanggulangan Bencana 

Jumlah 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

yang 

Terpelihara 

5 Paket 128.000.000,00 
  

1 28.000.000,00  1,20                  33.200.000,00  120,31 118,57 1,20           33.200.000,00  24,06 25,94 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

 

  

1.01.06.
3.01.07.

01.23.0

6. 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca 

Bencana 

  1 
 

5.000.000.000,00 
  

1 5.000.000.000,00  0,91             4.727.145.648,00  91,37 94,54 0,91      4.727.145.648,00  91,37 94,54 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 61,35 82,45 
 

  34,68 13,16 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            6.502.150.000,00                5.694.059.475,00                 

II 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  

A   Urusan Ketenagakerjaan  

1 

1.02.01.

1.02.01.

01.15. 

Program Peningkatan 

Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Persentase 

tenaga kerja 

yang 

mempunyai 
keterampilan 

97 Persen 685.640.000,00 
  

95 470.000.000,00  81,65                474.855.200,00  85,94 101,03 81,65         474.855.200,00  84,17 69,26 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Tranmigrasi 

 

  

1.02.01.

1.02.01.

01.15.0
1. 

Pelatihan Ketrampilan bagi 

Tenaga kerja 

Jumlah 

Pencaker 

yang 

mengikuti 

Pelatihan 

370 Pencaker 425.640.000,00 
  

370 250.000.000,00  193,05                248.088.000,00  52,18 99,24 193,05         248.088.000,00  52,18 58,29 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Tranmigrasi 

 

  

1.02.01.

1.02.01.

01.15.0

2. 

Fasilitas dan bantuan 

Peralatan bagi Tenaga 
Kerja 

Jumlah 

Pencaker 

yang dibantu 
peralatan 

kerja 

370 Pencaker 160.000.000,00 
  

370 120.000.000,00  209,59                118.917.000,00  56,65 99,10 209,59         118.917.000,00  56,65 74,32 

Dinas 

Ketenagakerjaan 
dan Tranmigrasi 

 

  

1.02.01.

1.02.01.

01.15.0

3. 

Fasilitasi Penyelesaian 
perselisihan hubungan 

industrial 

Persentase 

perselisihan 

hubungan 

industrial 

yang 
diselesaikan 

77 Persen 100.000.000,00 
  

77 100.000.000,00  74,70                107.850.200,00  97,01 107,85 74,70         107.850.200,00  97,01 107,85 
Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Tranmigrasi 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 68,61 102,06 
 

  68,61 80,15 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  S T 
 

 

2 

1.02.01.

1.02.01.

01.16. 

Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja 

Persentase 

pencari kerja 

yang 
ditempatkan 

18 Persen 200.000.000,00 
  

10 196.550.000,00  10,49                181.402.409,00  104,94 92,29 10,49         181.402.409,00  58,30 90,70 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Tranmigrasi 

 

  

1.02.01.

1.02.01.

01.16.0

1. 

Fasilitasi penempatan 

tenaga kerja melalui AKL 

Persentase 

pencari kerja 

terdaftar yang 

bekerja 

20 Persen 80.000.000,00 
  

12 80.000.000,00  10,86                  72.970.100,00  90,49 91,21 10,86           72.970.100,00  54,29 91,21 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Tranmigrasi 
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1.02.01.

1.02.01.

01.16.0

2. 

Surveilence Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Jumlah Paket 

Surveilance 
1 Paket 120.000.000,00 

  
1 116.550.000,00  1,05                108.432.309,00  104,99 93,04 1,05         108.432.309,00  104,99 90,36 

Dinas 
Ketenagakerjaan 

dan Tranmigrasi 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 97,74 92,12 
 

  79,64 90,79 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S T 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              666.550.000,00                   656.257.609,00                 

B   Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

1 

1.02.02.

1.02.02.
01.17. 

Program Peningkatan 

Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

Indeks 

Pembangunan 
Gender  

80,00 Persen 728.000.000,00 
  

73 280.946.200,00  76,60                265.702.200,00  104,94 94,57 76,60         265.702.200,00  95,75 36,50 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.17.0

3. 

Fasilitasi  Peningkatan 

Akses Kesehatan 
Perempuan 

menurunnya 

angka 

kesakitan 
terhadap 

perempuan 

70 Orang 175.000.000,00 
  

50 118.700.000,00  49,26                118.300.000,00  98,52 99,66 49,26         118.300.000,00  70,37 67,60 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.
01.17.0

4. 

Fasilitasi dan Advokasi 

Upaya perlindungan 

Perempuan dan anak 

terhadap Tindak kekerasan 

dan perdagangan orang 

Jumlah 

Perempuan 

dan anak yang 

difasiltasi dan 

advokasi  

117 Orang 145.000.000,00 
  

80 96.400.000,00  83,91                103.256.000,00  104,89 107,11 83,91         103.256.000,00  71,72 71,21 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.
01.17.0

5. 

Identifikasi dan 

penyusunan data Gender 

Dan Perlindungan Anak 

 Dokumen 
data base 

1 Dokumen 118.000.000,00 
  

1 65.846.200,00  0,65                  44.146.200,00  64,54 67,04 0,65           44.146.200,00  64,54 37,41 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 89,31 91,27 
 

  68,88 58,74 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S SR 
 

 

2 

1.02.02.

1.02.02.

01.19. 

Program Penguatan 
Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender 

dan Anak 

Angka 

kesenjangan 

Gender 

100 Persen 1.450.000.000,00 
  

60 1.028.790.000,00  47,68                793.177.332,00  79,46 77,10 47,68         793.177.332,00  47,68 54,70 

Dinas 
Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.19.0

1. 

Fasilitasi Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarustamaan gender 

dan Perlindungan anak 

dokumen 

administrasi 

pelaksanaan 

pelatihan 

manajemen 
Organisasi 

1 Dokumen 50.000.000,00 
  

1 50.000.000,00  0,66                  33.840.000,00  65,78 67,68 0,66           33.840.000,00  65,78 67,68 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.
01.19.0

2. 

Pengembangan jaringan 

kerjasama Kelembagaan 
Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak 

dokumen 

administrasi 

pelaksanaan 

pengembanga

n jaringan 

kerjasama 
kelembagaan 

1 Dokumen 250.000.000,00 
  

1 222.100.000,00  0,60                150.973.182,00  60,38 67,98 0,60         150.973.182,00  60,38 60,39 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.19.0

3. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

peran serta perempuan 
dalam pembangunan 

Jumlah 
peserta 

perempuan 

yang 

difasilitasi/di

bina 

120 Orang 1.450.000.000,00 
  

80 756.690.000,00  54,69                608.364.150,00  68,36 80,40 54,69         608.364.150,00  45,57 41,96 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 64,84 72,02 
 

  57,25 56,68 
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  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

3 

1.02.02.

1.02.02.

01.20. 

Program Pemberdayaan 
Perempuan 

Persentase 

masyarakat 

yang 

mendapat 

pengetahuan 
tentang 

kesetaraan 

gender dan 

pemberdayaa

n perempuan 

2 Persen 3.056.000.000,00 
  

0,32 2.323.425.000,00  0,30             1.872.997.276,00  92,35 80,61 0,30      1.872.997.276,00  14,78 61,29 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.
1.02.02.

01.20.0

1. 

Sosialisasi Kesetaraan 

Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan 

Jumlah 

Peserta yang 

mengikuti 
sosialisasi 

kesetaraan 

Gender dan 

pemberdayaa

n perempuan 

140 Orang 528.000.000,00 
  

100 158.780.000,00  81,85                151.828.140,00  81,85 95,62 81,85         151.828.140,00  58,47 28,76 

Dinas 
Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.20.0
2. 

Pelatihan kewirausahaan 

perempuan 

Jumlah 

Perempuan 

yang dilatih 

50 Orang 350.000.000,00 
  

30 200.000.000,00  6,80                  36.361.967,00  22,66 18,18 6,80           36.361.967,00  13,60 10,39 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 
dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.20.0
3. 

Pembangunan/Rehabilitasi 

Sarana Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga 

Bangunan 

pelayanan 

mess PKK 

yang 

representatif 

1 Paket 1.500.000.000,00 
  

1 587.445.000,00  0,65                416.153.600,00  64,87 70,84 0,65         416.153.600,00  64,87 27,74 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 
dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.20.0

4. 

Peningkatan Kapasitas 

Kader PKK 

Jumlah 

Peserta yang 

mengikuti 
pelatihan 

kader PKK 

500 Orang 200.000.000,00 
  

200 200.000.000,00  203,65                200.000.000,00  101,83 100,00 203,65         200.000.000,00  40,73 100,00 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.
01.20.0

5. 

Pembinaan PKK 

Jumlah Desa 

dan 

Kelurahan 

yang telah 

dibina 

124 Desa/Kel 128.000.000,00 
  

124 931.250.000,00  85,23                690.963.046,00  68,74 74,20 85,23         690.963.046,00  68,74 539,81 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.20.0

6. 

Penyelenggaraan Jambore 

PKK 

Jumlah 
kecamtan 

yeng 

mengikuti 

Jambore PKK 

8 Kec 350.000.000,00 
  

8 245.950.000,00  8,26                243.925.000,00  103,19 99,18 8,26         243.925.000,00  103,19 69,69 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 73,86 76,34 
 

  58,26 129,40 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR T 
 

 

4 

1.02.02.

1.02.02.

01.21. 

Program Ketahanan dan 

Pemberdayaan Keluarga 

Persentase 

keluarga yang 

dibina 

73,64 Persen 499.000.000,00 
  

53,64 431.600.000,00  58,41                422.774.960,00  108,9 97,96 58,41         422.774.960,00  79,32 84,72 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.21.0

1. 

Orientasi dan Penilaian 

Kader IMP 

 Kader Tribina  

yang telah 

mengikuti 
kegiatan 

orientasi 

39,95 Persen 499.000.000,00 
  

23,95 288.600.000,00  27,16                282.676.410,00  113,404 97,95 27,16         282.676.410,00  67,99 56,65 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.21.0

3. 

Penyusunan Buku Dasa 

Wisma 

Buku Dasa 

Wisma 
124 Exp 125.000.000,00 

  
124 25.000.000,00  33,37                  33.640.000,00  26,912 134,56 33,37           33.640.000,00  26,91 26,91 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.02.

1.02.02.

01.21.0
7. 

Pelatihan Tenaga 

Pendamping Kelompok 

Bina Keluarga 

Jumlah 

Pendamping 

Keluarga yang 
dilatih 

25 Orang 512.000.000,00 
  

25 118.000.000,00  18,09                106.458.550,00  72,3718 90,22 18,09         106.458.550,00  72,37 20,79 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 
dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 70,90 107,58 
 

  55,76 34,78 
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  Predikat Kinerja S T 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            4.064.761.200,00                3.354.651.768,00                 

C   Urusan Pangan  

1 

1.02.03.

2.01.01.

01.15. 

Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Pertanian/ Perkebunan 

Rasio 
kecukupan 

bahan pangan 

pokok 

31 Persen 3.503.060.000,00 
  

22,92 368.400.000,00  16,30                378.828.700,00  71,12 102,83 16,30         378.828.700,00  53,01 10,81 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

 

  

1.02.03.

2.01.01.

01.15.0

1. 

Pemanfaatan  pekarangan 
untuk pengembangan 

pangan 

Jumlah KWT 
yang 

diberdayakan 

43 KWT 873.000.000,00 
  

4 117.000.000,00  4,12                110.898.000,00  103,08 94,78 4,12         110.898.000,00  9,59 12,70 
Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 

Pangan 

 

  

1.02.03.

2.01.01.

01.15.0

3. 

Pemantauan dan analisis 

harga pangan 

Dokumen 

laporan 
pemantauan 

harga & 

jaringan 

distribusi 

pangan 

1 Dok 651.530.000,00 
  

2 82.000.000,00  1,26                  69.261.500,00  62,80 84,47 1,26           69.261.500,00  125,59 10,63 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

 

  

1.02.03.

2.01.01.

01.15.0
4. 

Peningkatan mutu dan 

keamanan pangan 

Pangan segar 

yang aman 

dikonsumsi 

56 Jenis 727.000.000,00 
  

8 93.100.000,00  6,66                  99.872.000,00  83,22 107,27 6,66           99.872.000,00  11,89 13,74 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

 

  

1.02.03.

2.01.01.

01.15.0

5. 

Pengembangan lumbung 

pangan 

Kelompok 

lumbung 

pangan yang 

terbina 

10 Kelompok 2.453.060.000,00 
  

8 76.300.000,00  6,48                  74.906.600,00  80,99 98,17 6,48           74.906.600,00  64,79 3,05 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 
Pangan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 82,52 96,17 
 

  52,96 10,03 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              368.400.000,00                   378.828.700,00                 

D   Urusan Lingkungan Hidup  

1 

1.02.05.

1.02.05.

01.15. 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan 

Persentase 
Cakupan 

pengelolaan 

persampahan 

90 Persen 878.000.000,00 
  

50 4.119.517.800,00  64,52             3.556.162.604,00  129,03 86,32 64,52      3.556.162.604,00  71,68 405,03 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.
1.02.05.

01.15.0

1. 

Penyediaan prasarana dan 

sarana pengelolaan 

persampahan 

sampah dan 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

persampahan  

3 Rasio 210.000.000,00 
  

3 200.000.000,00  3,16                213.069.344,00  105,30 106,53 3,16         213.069.344,00  105,30 101,46 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.
1.02.05.

01.15.0

3. 

Peningkatan peran serta 

masyarakat dalam 

pengelolaan persampahan 

Terlaksanany

a pembinaan 

kelompok 

20 

Kelompok 

Swadaya 

Masy 

234.256.000,00 
  

20 160.000.000,00  21,73                180.220.000,00  108,63 112,64 21,73         180.220.000,00  108,63 76,93 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.15.0

4. 

Peningkatan Operasi 

Pengolahan Persampahan 

Pengolahan 
Sampah tepat 

guna 

47 M3 4.000.000.000,00 
  

47 3.759.517.800,00  37,47             3.162.873.260,00  79,72 84,13 37,47      3.162.873.260,00  79,72 79,07 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 97,88 101,10 
 

  97,88 85,82 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T T 
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2 

1.02.05.

1.02.05.

01.16. 

Program Pengendalian 
Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 

Persentase 

penurunan 

pencemaran 

pengrusakan 
lingkungan 

85 Persen 1.025.000.000,00 
  

80 1.215.100.900,00  57,74             1.008.952.206,00  72,18 83,03 57,74      1.008.952.206,00  67,93 98,43 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.16.0

1. 

Pembinaan Pengendalian 

Pencemaran Udara 

Jumlah Titik 

Udara 
4 Titik 158.696.141,56 

  
1 96.100.000,00  0,52                  59.073.150,00  51,94 61,47 0,52           59.073.150,00  12,98 37,22 

Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.16.0

2. 

Pembinaan Pengendalian 

Pencemaran Air 

Jumlah Titik 

Air 
20 Titik 441.465.095,06 

  
1 180.000.000,00  0,72                147.444.200,00  72,49 81,91 0,72         147.444.200,00  3,62 33,40 

Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.16.0

3. 

Pembinaan Pengendalian 

Limbah B3 

Jumlah 
perusahaan 

yang 

mengelola B3 

dan limbah B3 

sesuai aturan  

30 Perus 188.100.247,50 
  

1 120.000.000,00  0,82                131.616.280,00  82,39 109,68 0,82         131.616.280,00  2,75 69,97 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.16.0

4. 

Pengawasan Pengendalian 

dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Dokumen 

Hasil 

Pengawasan 
dan 

Pengendalian 

60 Perus 281.586.253,52 
  

1 186.350.900,00  0,78                143.663.100,00  77,72 77,09 0,78         143.663.100,00  1,30 51,02 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.
01.16.0

5. 

Penyusunan daya dukung 

dan daya tampung dampak 

lingkungan 

Dokumen 

Daya Dukung 

dan Daya 

Tampung 

Lingkungan 

8 Sungai 1.168.800.000,00 
  

1 146.100.000,00  0,87                146.037.050,00  86,63 99,96 0,87         146.037.050,00  10,83 12,49 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.
01.16.0

6. 

Fasilitasi penyusunan 
Dokumen Lingkungan 

Jumlah 

Dokumen 
Dampak 

Lingkungan 

19 Dok 175.692.000,00 
  

1 116.550.000,00  0,39                  70.930.020,00  39,07 60,86 0,39           70.930.020,00  2,06 40,37 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.16.0

7. 

Pemberdayaan 

Laboratorium Lingkungan 
Daerah 

 - Jumlah 

sampel  yang 

diuji, 

 - Jumlah SDM 

280 Sampel 691.813.018,16 
  

1 370.000.000,00  0,77                310.188.406,00  77,08 83,83 0,77         310.188.406,00  0,28 44,84 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 69,62 82,12 
 

  4,83 41,33 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR SR 
 

 

3 

1.02.05.

1.02.05.

01.17. 

Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya 

Alam 

Persentase 

Peran 

Masyarakat 

dalam 

Pengelolaan 
Lingkungan 

25 Persen 586.000.000,00 
  

10 176.100.000,00  4,93                  75.090.300,00  49,33 42,64 4,93           75.090.300,00  19,73 12,81 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.17.0

1. 

Peringatan Hari 

Lingkungan Hidup sedunia 

Terselenggara

nya 

peringatan 

hari 

lingkungan 

hidup 

5 Kali 117.128.000,00 
  

1 80.000.000,00  0,16                    8.723.900,00  15,84 10,90 0,16             8.723.900,00  3,17 7,45 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.
01.17.0

2. 

Pembinaan Masyarakat 
Peduli Lingkungan 

Jumlah calon 
lokasi proklim 

3 Lokasi 146.410.000,00 
  

1 96.100.000,00  0,63                  66.366.400,00  62,73 69,06 0,63           66.366.400,00  20,91 45,33 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 39,29 39,98 
 

  12,04 26,39 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

4 

1.02.05.

1.02.05.

01.19. 

Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 

Informasi Sumber daya 

Alam dan Lingkungan 

Hidup 

Persentase 
akses 

informasi 

lingkungan 

hidup 

100 Persen 366.000.000,00 
  

100 125.000.000,00  81,51                110.503.000,00  81,51 88,40 81,51         110.503.000,00  81,51 30,19 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 



 

 

 

 

 

95 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.19.0

1. 

Pengembangan Sistem 
Informasi Lingkungan 

Hidup 

Aplikasi 1 Aplikasi 50.000.000,00 
  

1 50.000.000,00  0,89                  42.035.000,00  89,29 84,07 0,89           42.035.000,00  89,29 84,07 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.19.0

2. 

Penyelenggaraan Layanan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

Dokumen 
Tindak Lanjut 

Hasil 

Penanganan 

Pengaduan 

12 Kasus 109.807.500,00 
  

12 75.000.000,00  9,98                  68.468.000,00  83,20 91,29 9,98           68.468.000,00  83,20 62,35 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 86,24 87,68 
 

  86,24 73,21 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T T 
 

 

5 

1.02.05.

1.02.05.

01.24. 

Program Pengelolaan 
ruang terbuka hijau (RTH) 

Luasan RTH 
(Ha) 

10 Ha 878.000.000,00                  5  623.250.000,00               4,71                 593.357.150,00  94,20 95,20 4,71         593.357.150,00  47,10 67,58 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.
1.02.05.

01.24.0

1. 

Penilaian Kota Sehat / 

Adipura 

Nilai 

Pemantauan 

Adipura 

53 
Titik 

Pantau 
336.743.000,00                45  181.550.000,00             35,14                 137.089.600,00  78,10 75,51 35,14         137.089.600,00  66,31 40,71 

Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.
1.02.05.

01.24.0

2. 

Penataan Sempadan Sungai 

Panjang 

Kawasan 

Sempadan 

Sungai Yang 

di Tata 

2000 M 381.762.000,00 
  

2.000 241.700.000,00  1.986,36                241.700.000,00  99,32 100,00 1.986,36         241.700.000,00  99,32 63,31 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.
1.02.05.

01.24.0

4. 

Pemeliharaan RTH dan 

taman Kota 

RTH dan 

taman dalam 

kondisi baik 

40 Persen 100.000.000,00 
  

40 100.000.000,00  46,14                114.567.550,00  115,34 114,57 46,14         114.567.550,00  115,34 114,57 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

1.02.05.

1.02.05.

01.24.0

5. 

Penyusunan Perencanaan 

RTH 
DED 1 Dok 100.000.000,00 

  
1 100.000.000,00  0,99                100.000.000,00  99,36 100,00 0,99         100.000.000,00  99,36 100,00 

Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 98,03 97,52 
 

  95,08 79,65 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T T 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            6.258.968.700,00                5.344.065.260,00                 

E   Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil  

1 
1.02.06.
1.02.06.

01.15. 

Program Penataan 
Administrasi 

Kependudukan 

Persentase 

Kepemilikan 

Dokumen 

Kependuduka

n dan Catatan 

Sipil 

90 Persen 1.025.000.000,00 
  

80 1.721.783.734,00  89,21             1.121.023.291,00  111,51 65,11 89,21      1.121.023.291,00  99,12 109,37 
Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

 

  

1.02.06.

1.02.06.

01.15.0

1. 

Pemutakhiran Data 

Penduduk 

Data 
penduduk 

Batang Hari 

yang 

dimutakhirka

n 

20 Persen 340.000.000,00 
  

20 325.000.000,00  17,63                177.373.320,00  88,13 54,58 17,63         177.373.320,00  88,13 52,17 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

 

  

1.02.06.

1.02.06.

01.15.0
3. 

Pelayanan Keliling Akta 

Kelahiran 

% 

Kepemilikan 

Akta 
Kelahiran 

80 Persen 127.618.000,00 
  

80 127.618.634,00  46,33                  61.426.527,00  57,91 48,13 46,33           61.426.527,00  57,91 48,13 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

 

  

1.02.06.

1.02.06.

01.15.0

4. 

Pengelolaan Sistem 

Administrasi 

Kependudukan 

SIAK dan 

E.KTP online 
1 Tahun 927.030.000,00 

  
1 185.406.000,00  0,48                  74.389.000,00  47,86 40,12 0,48           74.389.000,00  47,86 8,02 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 
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1.02.06.

1.02.06.

01.15.0
5. 

Penyusunan buku profil 

perkembangan 

kependudukan 

Buku Profil 

Perkembanga

n 

Kependuduka
n Kab. Batang 

Hari. 

100 Persen 30.000.000,00 
  

100 28.361.100,00  80,48                                     -    80,48 - 80,48                              -    80,48 - 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

 

  

1.02.06.

1.02.06.
01.15.0

6. 

Peningkatan Pelayanan 
Perekaman E-KTP 

Jumlah 

Desa/Kelurah

an yang 

melaksanakan 

perekaman 

85 Persen 120.200.000,00 
  

85 949.398.000,00  166,95                760.338.600,00  196,41 80,09 166,95         760.338.600,00  196,41 632,56 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

 

  

1.02.06.

1.02.06.

01.15.0

7. 

Fasilitasi Penyediaan data 

dan Inovasi pelayanan 

dukcapil 

Jumlah SKPD 

yang 
memanfaatka

n data 

kependuduka

n dan catatan 

sipil 

84,9 Persen 106.000.000,00 
  

57 106.000.000,00  59,83                  47.495.844,00  104,96 44,81 59,83           47.495.844,00  70,47 44,81 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 95,96 44,62 
 

  90,21 130,95 
 

 

  Predikat Kinerja T SR 
 

  T T 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            1.721.783.734,00                1.121.023.291,00                 

F   Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

1 

1.02.07.

1.02.07.
01.15. 

Program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan 

Persentase 
jumlah 

lembaga 

kemasyarakat

an yang 

dibina 

100 Persen 1.025.000.000,00 
  

80 389.052.800,00  45,45                282.015.300,00  56,81 72,49 45,45         282.015.300,00  45,45 27,51 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.

01.15.0

1. 

Kegiatan Pembinaan 
lembaga kemasyarakatan 

desa 

Jumlah 

lembaga 
kemasyarakat

an desa yang 

dibina. 

80 Lembaga 970.000.000,00 
  

160 136.302.300,00  97,03                151.883.250,00  60,64 111,43 97,03         151.883.250,00  121,29 15,66 
Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.

01.15.0

2. 

Kegiatan Penguatan 
Lembaga Badan Kerjasama 

Desa 

Jumlah Badan 

Kerjasama 

Desa yang 

dibina 

15 BKD 988.000.000,00 
  

15 102.750.500,00  12,85                122.641.000,00  85,65 119,36 12,85         122.641.000,00  85,65 12,41 
Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.
01.15.0

3. 

Penguatan Kapasitas BKAD 

Jumlah 

Pengurus 
BKAD yang 

dilatih 

40 Orang 1.070.000.000,00 
  

40 150.000.000,00  30,80                132.717.600,00  77,00 88,48 30,80         132.717.600,00  77,00 12,40 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 74,43 106,42 
 

  94,64 13,49 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR T 
 

 

2 

1.02.07.

1.02.07.

01.16. 

Program pengembangan 

lembaga ekonomi 

pedesaan 

Persentase 
Peningkatan 

model 

lembaga 

ekonomi desa  

33,6 Persen 1.514.000.000,00 
  

33,6 134.854.000,00  22,49                  99.820.500,00  66,95 74,02 22,49           99.820.500,00  66,95 6,59 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.

01.16.0

1. 

Pembinaan BUMDes 

Jumlah 

BUMDes yang 

berbadan 

hukum 

12 BUMBES 378.500.000,00 
  

12 50.000.000,00  28,95                  45.475.000,00  241,27 90,95 28,95           45.475.000,00  241,27 12,01 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.

01.16.0

2. 

Pembinaan Kelompok 

Simpan Pinjam Pedesaan 

Jumlah 
kelompok 

simpan 

pinjam yang 

dibina 

16 Kelompok 378.500.000,00 
  

16 50.000.000,00  20,18                  23.321.000,00  126,12 46,64 20,18           23.321.000,00  126,12 6,16 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 
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1.02.07.

1.02.07.

01.16.0

4. 

Monitoring dan evaluasi 
lembaga ekonomi 

pedesaan 

Persentase 

desa yang 

diakukan 

monitoring 

27 Lembaga 378.500.000,00 
  

27 50.000.000,00  24,06                  31.024.500,00  89,12 62,05 24,06           31.024.500,00  89,12 8,20 
Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 152,17 66,55 
 

  152,17 8,79 
 

 

  Predikat Kinerja SR T 
 

  SR T 
 

 

3 

1.02.07.

1.02.07.

01.17. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam membangun desa 

Persentase 

jumlah 

masyarakat 

yang 
menggunakan  

hak pilih 

70 Persen 700.000.000,00 
  

70 644.625.500,00  85,39                824.388.300,00  121,99 127,89 85,39         824.388.300,00  121,99 117,77 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.

01.17.0

1. 

Kegiatan  Penguatan 
kelembagaanKelompok 

TTG 

jumlah alat 

TTG yang 

dihasilkan  

oleh 

kelompok 
masyarakat  

5 TTG 180.000.000,00 
  

5 176.811.000,00  5,43                174.861.000,00  108,66 98,90 5,43         174.861.000,00  108,66 97,15 
Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.

01.17.0

2. 

Kegiatan Pemberdayaan 

Tegnologi Tepat Guna 

Jumlah 

kelompok 

Masyarakat 

yang 

memanfaatka

n TTG 

15 Klp 235.000.000,00 
  

15 192.126.000,00  17,12                  49.678.300,00  114,11 25,86 17,12           49.678.300,00  114,11 21,14 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.
01.17.0

3. 

Kegiatan pemberdayaan 

desa/keluraha dan 

keluarga binaan(P2WKSS) 

Jumlah KK 

binaan 

P2WKSS 

50 Orang 170.000.000,00 
  

50 167.098.200,00  83,41                129.953.200,00  166,81 77,77 83,41         129.953.200,00  166,81 76,44 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.

01.17.0

4. 

Kegiatan  Lomba desa dan 

Lomba Kelurahan 

Jumlah desa 

dan 

Kelurahan 

yang 

berprestasi di 

tingkat 
Kabupaten, 

Provinsi dan 

Nasional 

2 Desa 115.000.000,00 
  

2 108.590.300,00  5,05                106.090.300,00  252,41 97,70 5,05         106.090.300,00  252,41 92,25 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 160,50 75,06 
 

  160,50 71,75 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR T 
 

 

4 

1.02.07.

1.02.07.

01.18. 

Program peningkatan 

kapasitas aparatur 

pemerintah desa 

Persentase 

aparatur desa 

yang telah 

mengikuti 

Capacity-

Building bid. 

Pemerintahan
, 

Pembangunan

, 

Peberdayaan, 

dan 

Kemasyarakat
an 

74 Persen 585.000.000,00 
  

74 391.047.400,00  82,19                386.897.400,00  111,06 98,94 82,19         386.897.400,00  111,06 66,14 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.
01.18.0

1. 

Pelatihan aparatur 

pemerintah desa dalam 
bidang pembangunan 

kawasan perdesaan 

Persentase 

jumlah 

aparatur yang 

telah dilatih di 

bidang 

pembangunan

. 

40 Orang 85.000.000,00 
  

35 82.741.300,00  35,50                  81.091.300,00  101,43 98,01 35,50           81.091.300,00  88,75 95,40 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 
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1.02.07.

1.02.07.

01.18.0
2. 

Pelatihan aparatur 

pemerintah desa dalam 

bidang pengelolaan 
keuangan desa 

persentase 

bendaharawa

n desa yang 

tertib 
administrasi 

keuangan. 

35 Orang 175.000.000,00 
  

35 165.502.000,00  33,93                163.002.000,00  96,93 98,49 33,93         163.002.000,00  96,93 93,14 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.
1.02.07.

01.18.0

3. 

Kegiatan pelatihan 

aparatur Pemdes Bidang 

Penyelenggaraan Pemdes 

persentase 

desa yang 

telah 

menyampaika

n laporan 

pemerintahan 
desa  

30 Orang 175.000.000,00 
  

10 142.804.100,00  8,27                142.804.100,00  82,67 100,00 8,27         142.804.100,00  27,56 81,60 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 93,68 98,83 
 

  71,08 90,05 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S T 
 

 

5 

1.02.07.

1.02.07.

01.20. 

Program Penataan 

Administrasi Wilayah 

Desa/Kelurahan 

Persentase 

Desa dan 
Kelurahan 

yang 

dilakukan 

Penataan 

59,09 Persen 3.191.520.000,00 
  

5 446.668.300,00  4,20                336.833.350,00  84,01 75,41 4,20         336.833.350,00  7,11 10,55 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.

1.02.07.

01.20.0

2. 

Kegiatan Fasilitasi 

penyelesaian batas desa 

Persentase 

Jumlah batas 

desa dan 

kelurahan 
yang telah 

dilakukan 

fasilitasi 

5 Persen 1.240.000.000,00 
  

5 220.073.200,00  3,57                224.131.400,00  71,45 101,84 3,57         224.131.400,00  71,45 18,08 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

 

  

1.02.07.
1.02.07.

01.20.0

3. 

Kegiatan  Penataan  Desa 

dan Kelurahan 

Jumlah desa 

dan kelurahan 

yang telah 

dilakukan 

penataan 

4 Desa 1.951.520.000,00 
  

4 226.595.100,00  1,15                112.255.350,00  28,80 49,54 1,15         112.255.350,00  28,80 5,75 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 50,13 75,69 
 

  50,13 11,91 
 

 

  Predikat Kinerja SR S 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            2.006.248.000,00                1.929.954.850,00                 

G   Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

1 
1.02.08.
1.02.02.

01.15. 

Program Keluarga 

Berencana 

Persentase 

peningkatan 

PUS ber KB 

(CPR) 

74,58 Persen 574.000.000,00 
  

72,0 597.200.000,00  67,94                513.853.050,00  94,42 86,04 67,94         513.853.050,00  91,09 89,52 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.
1.02.02.

01.15.0

1. 

Peningkatan Kemampuan 

Petugas Klinik KB dan 

Pengelola RR 

Persentase 

tenaga 
pengelola 

klinik KB dan 

Pengelola RR 

yang dilatih 

100 Persen 287.000.000,00 
  

45 148.000.000,00  41,46                136.144.950,00  92,13 91,99 41,46         136.144.950,00  41,46 47,44 

Dinas 
Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.

1.02.02.

01.15.0

2. 

Fasilitasi Pembentukan 

Kampung KB 

Jumlah 

kampung KB 
40 Kampung 200.000.000,00 

  
8 40.000.000,00  7,31                  36.568.000,00  91,42 91,42 7,31           36.568.000,00  18,28 18,28 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.

1.02.02.

01.15.0

3. 

Fasilitasi penguatan peran 

serta Masyarakat dalam 

program KB 

jumlah Tokoh 
Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat 

yang dilatih 

program KB 

150 Orang 300.000.000,00 
  

40 60.000.000,00  37,05                  55.572.600,00  92,62 92,62 37,05           55.572.600,00  24,70 18,52 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 
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1.02.08.
1.02.02.

01.15.0

4. 

Operasional Balai Penyuluh 

KB 

Aktifnya Balai 

Penyuluhan 

KB dalam 

Peningkatan 
Pelayanan 

100 Persen 349.200.000,00 
  

100 349.200.000,00  81,78                285.567.500,00  81,78 81,78 81,78         285.567.500,00  81,78 81,78 

Dinas 
Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 89,49 89,45 
 

  41,55 41,51 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

2 

1.02.08.

1.02.02.

01.16. 

Program Kesehatan 

Reproduksi Remaja 

jumlah 

Kelompok 

PIKR 

119 Klp 646.500.000,00 
  

119 194.600.000,00  133,42                218.184.400,00  112,1 112,12 133,42         218.184.400,00  112,12 33,75 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 
dan PA 

 

  

1.02.08.

1.02.02.

01.16.0

1. 

Advokasi dan KIE tentang 
Kesehatan Reproduksi 

Remaja (KRR) 

Jumlah 

Remaja yang 

telah 

mengikuti 

pelatihan 

kesehatan 
reproduksi 

remaja  

1640 Orang 146.500.000,00 
  

1.640 97.300.000,00  1.787,26                106.036.850,00  109,0 108,98 1.787,26         106.036.850,00  108,98 72,38 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.

1.02.02.
01.16.0

2. 

Pelatihan Pendidik dan 
Konselor Sebaya  PIK-R 

Jumlah 

Pendidik dan 

Konselor 

Sebaya  yang 

dilatih 

250 Orang 500.000.000,00 
  

250 97.300.000,00  288,15                112.147.550,00  115,3 115,26 288,15         112.147.550,00  115,26 22,43 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 112,1 112,1 
 

  112,1 47,4 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

3 
1.02.08.
1.02.02.

01.17. 

Program pelayanan 

kontrasepsi 

Persentase 

peningkatan 

PUS ber KB 

cara modern 

74,58 Persen 1.100.000.000,00 
  

71,95 257.450.000,00  63,56                245.230.936,00  88,34 95,25 63,56         245.230.936,00  85,22 22,29 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.

1.02.02.

01.17.0

1. 

Fasilitasi Pelayanan 

Konseling KB 

jumlah 
Kegiatan 

Konseling Pus 

Pelayanaan 

KB 

58 Keg 300.000.000,00 
  

58 160.000.000,00  42,67                126.189.150,00  73,56 78,87 42,67         126.189.150,00  73,56 42,06 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.

1.02.02.

01.17.0

2. 

Pengendalian dan 

pendistribusian  alat 
konstrasepsi 

jumlah 

Pelayanan 

akseptor KB 

dan 
distribusian 

alat 

kontasepsi 

116 Pelayanan 800.000.000,00 
  

116 97.450.000,00  140,93                119.041.786,00  121,49 122,16 140,93         119.041.786,00  121,49 14,88 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 97,52 100,51 
 

  97,52 28,47 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

4 

1.02.08.

1.02.02.

01.25. 

Program Pengendalian 

Kependudukan dan 

Informasi Analisis Program 

Laju 

Pertumbuhan 

penduduk 

2,05 Persen 600.000.000,00 
  

2,24 562.180.000,00  2,02                478.718.580,00  90,23 85,15 2,02         478.718.580,00  98,60 79,79 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.

1.02.02.

01.25.0

1. 

Desiminasi  pengendalian 

penduduk 

Dokumen 

kesepakatan 
10 dok 500.000.000,00 

  
2 95.690.000,00  1,96                  90.773.750,00  97,95 94,86 1,96           90.773.750,00  19,59 18,15 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.
1.02.02.

01.25.0

2. 

Pendataan dan penyusunan 

data pertumbuhan 

penduduk 

 dokumen LPP 5 dok 500.000.000,00 
  

1 95.480.000,00  0,75                  72.171.800,00  75,18 75,59 0,75           72.171.800,00  15,04 14,43 

Dinas 
Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 



 

 

 

 

 

100 

  

1.02.08.

1.02.02.
01.25.0

3. 

Pendataan Keluarga 

 Dokumen 

Data 

Kependuduka

n, Keluarga 
Berencana 

dan 

Pembangunan 

Keluarga 

3 dok 1.113.030.000,00 
  

1 371.010.000,00  0,83                315.773.030,00  82,68 85,11 0,83         315.773.030,00  27,56 28,37 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 85,27 85,19 
 

  20,73 20,32 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

5 

1.02.08.

1.02.02.

01.26. 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Pelayanan KB 

Persentase 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

pelayanan KB 

100 Persen 5.673.000.000,00 
  

50 1.052.000.000,00  30,74                646.757.250,00  61,5 61,48 30,74         646.757.250,00  30,74 11,40 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  

1.02.08.

1.02.02.

01.26.0

1. 

Pengadaan Sarana Dan 

Prasarana Pelayanan KB 

persentase 

pengadaan 
Sarana Dan 

Prasarana 

Pelayanan KB 

100 Persen 5.673.000.000,00 
  

50 1.052.000.000,00  30,74                646.757.250,00  61,5 61,48 30,74         646.757.250,00  30,74 11,40 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB, PP 

dan PA 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 61,5 61,5 
 

  30,7 11,4 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            2.663.430.000,00                2.102.744.216,00                 

H   Urusan Perhubungan  

1 

1.02.09.

1.02.09.

01.15. 

Program Pembangunan 

Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

persentase 

sarana dan 

prasarana 
fasilitas 

terminal 

muara bulian 

 

 

 
 

92 Persen 310.000.000,00 
  

52 302.670.300,00  40,08                233.316.600,00  77,1 77,09 40,08         233.316.600,00  43,57 75,26 
Dinas 

Perhubungan 
 

  

1.02.09.
1.02.09.

01.15.0

1. 

Pembangunan Halte Bis 
tersedianya 

halte bis  
5 Unit 310.000.000,00 

  
2 302.670.300,00  1,54                217.018.300,00  77,1 71,70 1,54         217.018.300,00  30,83 70,01 

Dinas 

Perhubungan 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 77,1 71,7 
 

  30,8 70,0 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR T 
 

 

2 

1.02.09.

1.02.09.

01.16. 

Program Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana 

dan Fasilitas LLAJ 

Persentase 

Peliharaan 

Fasilitas 

Kelengkapan 

Jalan 

 
 

 

 

85 Persen 1.400.000.000,00 
  

81 1.065.985.000,00  58,13                764.979.000,00  71,76 71,76 58,13         764.979.000,00  68,39 54,64 
Dinas 

Perhubungan 
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1.02.09.

1.02.09.

01.16.0

1. 

Rehabilitasi/pemeliharaan 

terminal/pelabuhan 

terlaksananya 
rehabilitasi 

terminal  

55 Persen 1.000.000.000,00 
  

55 994.500.000,00  42,04                760.144.000,00  76,43 76,43 42,04         760.144.000,00  76,43 76,01 
Dinas 

Perhubungan 
 

  

1.02.09.

1.02.09.

01.16.0

2. 

terlaksananya rehabilitasi 

dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas 

LLAJ 

Dokumen 
administrasi 

terkait rehab 

dan 

pemeliharaan 

fasilitas LLAJ 

yang 

terlaksana 

85 Persen 400.000.000,00 
  

81 71.485.000,00  5,48                    4.835.000,00  6,76 6,76 5,48             4.835.000,00  6,45 1,21 
Dinas 

Perhubungan 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 41,60 41,60 
 

  41,44 38,61 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

3 

1.02.09.

1.02.09.

01.17. 

Program peningkatan 

pelayanan angkutan 

Indeks 

kepuasan 

masyarakat 
terhadap 

pelayanan 

angkutan 

Umum 

 

 

 
 

70 Persen 190.000.000,00 
  

62 162.552.000,00  48,67                120.669.000,00  78,51 74,23 48,67         120.669.000,00  69,53 63,51 
Dinas 

Perhubungan 
 

  

1.02.09.

1.02.09.

01.17.0

1. 

Penyelenggaraan 

Pengamanan Angkutan 

Lebaran, natal, tahun Baru 

dan Event Daerah 

Jumlah kasus 

lalu lintas 
13 Kasus 700.000.000,00 

  
7 102.552.000,00  3,93                  57.505.000,00  56,07 56,07 3,93           57.505.000,00  30,19 8,22 

Dinas 

Perhubungan 
 

  

1.02.09.

1.02.09.

01.17.0

2. 

Pengendalian Disiplin 

Pengoperasian Angkutan 

Umum di jalan raya 

Persentase 

kendaraan 

laik jalan 

70 Persen 125.000.000,00 
  

62 20.000.000,00  80,22                  25.830.000,00  129,39 129,15 80,22           25.830.000,00  114,60 20,66 
Dinas 

Perhubungan 
 

  

1.02.09.

1.02.09.

01.17.0

3. 

Kegiatan pemilihan dan 
pemberian penghargaan 

sopir/juru mudik/awak 

kendaraaan angkutan 

umum teladan 

Jujlah sopir 

teladan 
100 Orang 225.000.000,00 

  
20 40.000.000,00  18,67                  37.334.000,00  93,34 93,34 18,67           37.334.000,00  18,67 16,59 

Dinas 

Perhubungan 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 92,93 92,85 
 

  54,49 15,16 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

4 

1.02.09.

1.02.09.
01.19. 

Program pengendalian dan 

pengamanan lalu lintas 

Persentase 

kelengkapan 

Fasilitas 

Pengendalian 

dan 

Pengamanan 
lalu linntas 

 

 

 

 

100 Persen 1.852.080.000,00 
  

81,00 280.000.000,00  29,76                102.877.000,00  36,7 36,74 29,76         102.877.000,00  29,76 5,55 
Dinas 

Perhubungan 
 

  

1.02.09.

1.02.09.

01.19.0

1. 

Pengadaan rambu - rambu 

lalu lintas 

jumlah 

rambu-rambu 
lalu lintas 

yang 

terpasang 

150 Unit 197.000.000,00 
  

60 72.000.000,00  1,49                    1.785.000,00  2,5 2,48 1,49             1.785.000,00  0,99 0,91 
Dinas 

Perhubungan 
 

  

1.02.09.

1.02.09.

01.19.0

2. 

Pengadaan dan 

pemasangan pagar 

pengaman jalan dan lampu 

sepron 

jumlah 

Quadriil 

(Pagar 

pengaman 

jalan) yang 
terpasang 

250 M 429.200.000,00 
  

60 95.000.000,00  60,34                  95.540.000,00  100,6 100,57 60,34           95.540.000,00  24,14 22,26 
Dinas 

Perhubungan 
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1.02.09.

1.02.09.

01.19.0

3. 

Pengadaan dan 

pemasangan rambu 

pendahulu penunjuk 

jurusan (RPPJ) 

Jumlah terkait 
RPPJ 

terpasang 

20 Unit 418.478.500,00 
  

7 113.000.000,00  0,34                    5.552.000,00  4,9 4,91 0,34             5.552.000,00  1,72 1,33 
Dinas 

Perhubungan 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 36,0 36,0 
 

  8,9 8,2 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            1.811.207.300,00                1.221.841.600,00                 

I   Urusan Komunikasi dan Informatika  

1 

1.02.10.

1.02.10.
01.15. 

Program Pengembangan 

Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa 

Persentase 

Layanan 

Komunikasi 

dan Informasi 

100 Persen 22.470.400.000,00 
  

43,00 1.123.500.000,00  38,44             1.163.313.773,00  89,39 103,54 38,44      1.163.313.773,00  38,44 5,18 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.15.0

2. 

Pengembangan sistim 

informasi 

Persentase 

Peningkatan 

Kualitas 
Pelayanan 

Jaringan IT 

12 bln 1.000.000.000,00 
  

18 200.000.000,00  8,24                176.610.653,00  45,77 88,31 8,24         176.610.653,00  68,66 17,66 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.15.0

3. 

Pemeliharaan Alat Jaringan 

Persentase  

Alat Jaringan 

Yang 

berfungsi 

40 unit 2.870.400.000,00 
  

40 435.000.000,00  32,01                397.176.235,00  80,04 91,30 32,01         397.176.235,00  80,04 13,84 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.15.0
4. 

Pembinaan dan 

pengendalian Operasional 

Radio Pemkab Batanghari 

terpublikasin

ya kegiatan 

pemerintah 

90 persen 9.770.922.000,00 
  

90 187.500.000,00  53,47                171.084.230,00  59,41 91,24 53,47         171.084.230,00  59,41 1,75 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.15.0

5. 

Pembuatan dan 

Pengembangan Aplikasi 

persentase 

peningkatan 

jumlah 

Aplikasi 

3 bh 1.850.000.000,00 
  

3 301.000.000,00  2,49                276.746.100,00  83,02 91,94 2,49         276.746.100,00  83,02 14,96 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 67,06 90,70 
 

  72,78 12,05 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  S SR 
 

 

2 

1.02.10.

1.02.10.
01.17. 

Program fasilitasi 

Peningkatan SDM bidang 
komunikasi dan informasi 

Persentase 

Peningkatan 

Kapasitas 

SDM 

100 Persen 1.525.000.000,00 
  

82,00 395.000.000,00  78,49                412.105.400,00  95,72 104,33 78,49         412.105.400,00  78,49 27,02 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.17.0
1. 

Pelatihan SDM dalam 

Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Jumlah  

peserta 

pelatihan 

25 Peserta 762.765.000,00 
  

25 122.500.000,00  22,97                121.500.000,00  91,87 99,18 22,97         121.500.000,00  91,87 15,93 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.17.0

2. 

Pengelolaan Tenaga IT 
Jumlah 

Tenaga IT 
57 Orang 762.765.000,00 

  
57 122.500.000,00  52,18                108.399.500,00  91,55 88,49 52,18         108.399.500,00  91,55 14,21 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.17.0

3. 

Pengelolaan Tenaga 

Aplikasi 

jumlah 

Tenaga 

Aplikasi 

38 Orang 750.000.000,00 
  

38 150.000.000,00  27,48                135.074.000,00  72,33 90,05 27,48         135.074.000,00  72,33 18,01 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 85,25 92,57 
 

  85,25 16,05 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
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3 

1.02.10.

1.02.10.

01.19. 

Program kerjasama 

informasi dan media massa 

Persentase 

Penyebarluas

an Informasi 

41,00 Persen 1.676.120.000,00 
  

41,00 1.675.000.000,00  33,75             1.383.722.000,00  82,32 82,61 33,75      1.383.722.000,00  82,32 82,56 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.19.0

3. 

Peningkatan Visualisai 

Dokumentasi dan Publikasi 

Terpublikasin

ya kegiatan 
pemerintah 

20 Bh 780.000.000,00 
  

20 170.000.000,00  36,78                119.435.000,00  183,90 70,26 36,78         119.435.000,00  183,90 15,31 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.19.0
4. 

Penyebarluasan Informasi 

dan Media Massa 

Terpublikasin

ya kegiatan 

pemerintah 

24 Bh 6.810.000.000,00 
  

24 1.720.000.000,00  13,73                977.177.000,00  57,20 56,81 13,73         977.177.000,00  57,20 14,35 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.19.0

5. 

Penyebarluasan Informasi 

Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

terpublikasin

ya kegiatan 
pemerintah 

80 Persen 776.120.000,00 
  

80 135.000.000,00  12,91                  21.778.000,00  16,13 16,13 12,91           21.778.000,00  16,13 2,81 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 85,74 47,73 
 

  85,74 10,82 
 

 

  Predikat Kinerja T SR 
 

  T SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            3.193.500.000,00                2.959.141.173,00                 

J   Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  

1 

1.02.11.

1.02.11.

01.15. 

Program penciptaan iklim 

Usaha Kecil Menengah 

yang kondusif 

Persentase 

peningkatan 

omzet 

KUMKM 

50,00 Persen 964.398.900,00 
  

50,00 193.652.500,00  58,50                227.133.350,00  116,99 117,29 58,50         227.133.350,00  116,99 23,55 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

1.02.11.

1.02.11.

01.15.0

1. 

Pembinaan dan Monitoring 

KUMKM penerima dana 

bergulir 

Jumlah UMKM 

yang 

menunggak 

dana bergulir 
bagi PMK 

200 Orang 259.663.900,00 
  

200 96.564.000,00  207,03                  93.565.020,00  103,51 96,89 207,03           93.565.020,00  103,51 36,03 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 
Perdagangan 

 

  

1.02.11.

1.02.11.

01.15.0
2. 

Fasilitasi Kredit Usaha 

Rakyat  dan Kredit Lunak 

Jumlah 

Peserta  

(orang /unit) 

240 Orang 672.443.000,00 
  

240 67.244.000,00  378,35                106.008.330,00  157,65 157,65 378,35         106.008.330,00  157,65 15,76 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

1.02.11.
1.02.11.

01.15.0

3. 

Pembinaan dan Penilaian 

Usaha Simpan Pinjam 

Koperasi 

Jumlah 

koperasi yang 

dinilai 
kesehatan 

KSP/USP, 

Jumlah 

Koperasi yang 

diaudit 

250 Koperasi 32.292.000,00 
  

250 29.844.500,00  230,86                  27.560.000,00  92,35 92,35 230,86           27.560.000,00  92,35 85,35 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 
Perdagangan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 117,84 115,63 
 

  117,84 45,71 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

2 

1.02.11.

1.02.11.

01.16. 

Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 

Keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil Menengah 

Persentase  

Produk 

UMKM yang 

laku 

dipasaran 

60 Persen 2.479.887.000,00 
  

52 570.774.800,00  27,91                306.342.900,00  53,7 53,67 27,91         306.342.900,00  46,52 12,35 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

1.02.11.

1.02.11.

01.16.0
1. 

Pelatihan Kewirausahaan 

Jumlah 
Peserta 

pelatihan 

kewirausahaa

n 

200 Orang 2.479.887.000,00 
  

33 273.960.000,00  20,21                167.744.300,00  61,2 61,23 20,21         167.744.300,00  10,10 6,76 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 
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1.02.11.
1.02.11.

01.16.0

2. 

Bimbingan Teknis 

Standarisasi sertifikat 

produk UMKM 

Jumlah 

peserta 

UMKM yang 

mengikuti  
Bimtek 

1200 Orang 531.398.000,00 
  

240 99.000.000,00  236,89                  97.715.600,00  98,7 98,70 236,89           97.715.600,00  19,74 18,39 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 
Perdagangan 

 

  

1.02.11.

1.02.11.

01.16.0
3. 

Promosi Produk KUMKM 

Jumlah 

Promosi yang 

diikuti 

20 Kali 1.273.413.000,00 
  

4 197.814.800,00  0,83                  40.883.000,00  20,7 20,67 0,83           40.883.000,00  4,13 3,21 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 60,2 60,2 -   11,3 9,5 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

3 

1.02.11.

1.02.11.

01.18. 

Program Peningkatan 

Kualitas Kelembagaan 

Koperasi 

Persentase 
Koperasi Aktif 

60,49 Persen 1.221.020.000,00 
  

56,56 100.000.000,00  57,88                102.342.200,00  102,3 102,34 57,88         102.342.200,00  95,69 8,38 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

1.02.11.

1.02.11.
01.18.0

1. 

Pelatihan Manajemen 
Koperasi 

Jumlah 
Pengurus dan 

Anggota 

Koperasi/KU

D yang 

mengikuti 

Pelatihan 

Manajemen 
Koperasi  

300 Orang 1.221.020.000,00 
  

60 100.000.000,00  61,41                102.342.200,00  102,3 102,34 61,41         102.342.200,00  20,47 8,38 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 102,3 102,3 
 

  20,5 8,4 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              864.427.300,00                   635.818.450,00                 

K   Urusan Penanaman Modal  

  

1.02.12.

1.02.12.

01.15. 

Program Peningkatan 

Promosi dan Kerjasama 

Investasi 

Nilai Investasi 

Daerah 
100 Persen 1.020.000.000,00 

  
82,26 488.200.000,00  86,54                525.160.797,00  105,20 107,57 86,54         525.160.797,00  86,54 51,49 

Dinas PM dan 

PTSP 
 

  

1.02.12.

1.02.12.

01.15.0

1. 

Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Data realisasi 

investasi 
56 Perus 181.000.000,00 

  
40 94.800.000,00  33,81                  79.323.819,00  84,52 83,67 33,81           79.323.819,00  60,37 43,83 

Dinas PM dan 

PTSP 
 

  

1.02.12.

1.02.12.

01.15.0
2. 

Peningkatan Promosi 

Investasi Daerah 

Jumlah 

Promosi 

Investasi yang 
diikuti 

5 Kali 367.280.000,00 
  

3 196.700.000,00  1,71                119.089.481,00  56,90 60,54 1,71         119.089.481,00  34,14 32,42 
Dinas PM dan 

PTSP 
 

  

1.02.12.

1.02.12.

01.15.0

3. 

Penyusunan Rencana 

Umum penanaman Modal 

(RUPM) 

Dokumen 

RUPM Daerah 
1 Dok 250.000.000,00 

  
1 196.700.000,00  0,90                177.916.750,00  90,45 90,45 0,90         177.916.750,00  90,45 71,17 

Dinas PM dan 

PTSP 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 77,29 78,22 
 

  61,65 49,14 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  S SR 
 

 

  

1.02.12.

1.02.12.
01.16. 

Program Peningkatan Iklim 

Investasi dan Realisasi 
Investasi 

Jumlah 

Perusahaan 

yang 

berinvestasi 

100 Perus 1.311.275.000,00 
  

50,00 221.700.000,00  51,60                228.801.225,00  103,2 103,20 51,60         228.801.225,00  51,60 17,45 
Dinas PM dan 

PTSP 
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1.02.12.

1.02.12.

01.16.0

1. 

Publikasi dan Sosialisasi 

Perizinan daerah 

Jumlah 

Peserta 

Sosialisasi 

60 Kali 810.000.000,00 
  

40 121.700.000,00  31,50                  95.849.725,00  78,8 78,76 31,50           95.849.725,00  52,51 11,83 
Dinas PM dan 

PTSP 
 

  

Jumlah buku 

dan brosur 

standar 

pelayanan 

perizinan 
yang di 

terbitkan 

100 Buku 171.275.000,00 
  

100   -                  60.188.233,00  
  

-           60.188.233,00  - 35,14 
 

 

  

1.02.12.

1.02.12.

01.16.0

2. 

Evaluasi dan Sinkronisasi  

Prosedur perizinan 

Jumlah SOP 

yang 
terbitkan 

2 Dok 210.000.000,00 
  

2 100.000.000,00  1,96                  97.981.267,00  98,0 97,98 1,96           97.981.267,00  97,98 46,66 
Dinas PM dan 

PTSP 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 88,4 88,4 
 

  75,2 29,2 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S SR 
 

 

  

1.02.12.

1.02.12.

01.18. 

Program Peningkatan 

Pelayanan Perizinan 

IKM terhadap 

Pelayanan 

Perizinan 

90 Persen 3.601.856.000,00 
  

81,50 468.360.000,00  71,21                419.093.512,00  87,37 89,48 71,21         419.093.512,00  79,51 11,64 
Dinas PM dan 

PTSP 
 

  1.02.12.

1.02.12.

01.18.0
3. 

Standarisasi pelayanan 

perizinan daerah 

Sertifikat ISO 1 
 

456.396.000,00 
  

80,55 60.000.000,00  75,18                  58.905.850,00  93,33 98,18 75,18           58.905.850,00  7.518 12,91 
Dinas PM dan 

PTSP 
 

  Skor  IKM A 
 

0,00 
  

B   -                  39.654.600,00  
   

  
   

 

  

1.02.12.

1.02.12.
01.18.0

4. 

Pengendalian pelaksanaan 
perizinan daerah 

Dokumen 
Monev 

5 
 

1.015.942.500,00 
  

5 112.960.000,00  4,84                110.000.650,00  96,79 97,38 4,84         110.000.650,00  96,79 10,83 
Dinas PM dan 

PTSP 
 

  

1.02.12.

1.02.12.

01.18.0

5. 

Pembangunan sistem 

Pelayanan perizinan 
berbasis elektronik 

Aplikasi 

Sistem 

Informasi 

Perizinan 

4 Paket 162.800.000,00 
  

1 162.800.000,00  0,95                154.551.548,00  94,93 94,93 0,95         154.551.548,00  23,73 94,93 
Dinas PM dan 

PTSP 
 

  

1.02.12.

1.02.12.

01.18.0
6. 

Pengelolaaan pelayanan 

perizinan daerah 

Persentase 

izin yang akan 

di proses 

100 Persen 1.015.942.500,00 
  

100 132.600.000,00  67,64                  92.979.645,00  67,64 70,12 67,64           92.979.645,00  67,64 9,15 
Dinas PM dan 

PTSP 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 88,17 90,15 
 

  7.618 31,95 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            1.178.260.000,00                1.173.055.534,00                 

L   Urusan Kepemudaan dan Olahraga  

1 

1.02.13.

1.02.13.

01.16. 

Program peningkatan 

peran serta kepemudaan 

Jumlah 

pemuda yang 

berprestasi 

116 Orang 11.593.500.000,00 
  

116 1.612.200.000,00  40,36                546.976.990,00  34,79 33,93 40,36         546.976.990,00  34,79 4,72 Dispora  

  

1.02.13.

1.02.13.

01.16.0

1. 

Fasilitasi aksi bhakti sosial 

kepemudaan 

Jumlah even 

kepemudaan 

yang di 

fasilitasi  

15 Kegiatan 521.500.000,00 
  

3 87.000.000,00  2,70                  78.100.800,00  89,91 89,77 2,70           78.100.800,00  17,98 14,98 Dispora  

  

1.02.13.

1.02.13.

01.16.0
2. 

 Pembinaan Paskibraka 

Jumlah 

paskibraka 

kabupaten 

200 Orang 5.980.000.000,00 
  

40 1.207.200.000,00  8,66                248.498.990,00  21,66 20,58 8,66         248.498.990,00  4,33 4,16 Dispora  
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1.02.13.

1.02.13.

01.16.0

3. 

Pemeliharaan sarana dan 

prasarana Kepemudaan 

Jumlah 

Sarana/Prasa

rana 

kepemudaan 

6 Unit 848.000.000,00 
  

1 118.000.000,00  0,31                  35.514.700,00  30,96 30,10 0,31           35.514.700,00  5,16 4,19 Dispora  

  

1.02.13.
1.02.13.

01.16.0

4. 

Peningkatan Kapasitas 

Kepudaan 

Jumlah 

pemuda yang 

dibina 

1.000 Orang 1.826.000.000,00 
  

200 200.000.000,00  189,31                184.862.500,00  94,65 92,43 189,31         184.862.500,00  18,93 10,12 Dispora  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 59,30 58,22 
 

  11,60 8,36 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

2 

1.02.13.

1.02.13.

01.20. 

Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olahraga 

Persentase 
masyarakat 

yang 

berolahraga 

0,20 Persen 14.480.000.000,00 
  

0,10 1.686.650.000,00  0,08             1.254.877.588,00  75,24 74,40 0,08      1.254.877.588,00  37,62 8,67 Dispora  

  

1.02.13.

1.02.13.

01.20.0

1. 

Pembibitan dan pembinaan 

olahragawan berbakat 

Jumlah 

olahragawan 

berbakat yang 

di bina 

1.125 Orang 1.363.000.000,00 
  

150 135.000.000,00  39,19                  27.672.200,00  26,13 20,50 39,19           27.672.200,00  3,48 2,03 Dispora  

  

1.02.13.

1.02.13.

01.20.0

2. 

Pembinaan cabang 
olahraga prestasi di tingkat 

daerah 

Jumlah 

pembinaan 
cabang 

olahraga  

prestasi 

610 Orang 1.175.000.000,00 
  

75 125.000.000,00  81,16                122.606.092,00  108,22 98,08 81,16         122.606.092,00  13,31 10,43 Dispora  

  

1.02.13.

1.02.13.

01.20.0

3. 

Pengembangan olahraga 

rekreasi 

Jumlah orang 

berolahraga 

rekreasi 

1510 Orang 2.550.000.000,00 
  

225 189.000.000,00  204,77                186.642.500,00  91,01 98,75 204,77         186.642.500,00  13,56 7,32 Dispora  

  

1.02.13.
1.02.13.

01.20.0

4. 

pelaksanaan  hari olahraga 

nasional 

Peringatan 

HAORNAS 
1.925 Orang 2.213.000.000,00 

  
175 183.050.000,00  75,14                  72.935.800,00  42,94 39,84 75,14           72.935.800,00  3,90 3,30 Dispora  

  

1.02.13.

1.02.13.

01.20.0

5. 

Pekan olahraga Tradisional 
Jumlah 
cabang 

olahraga 

2.025 Orang 1.975.000.000,00 
  

150 297.600.000,00  130,16                254.543.100,00  86,77 85,53 130,16         254.543.100,00  6,43 12,89 Dispora  

  

1.02.13.

1.02.13.

01.20.0

6. 

Peningkatan dan 
Pemeliharaan 

sarana/prasarana olahraga 

Jumlah 

sarana/prasar
ana olahraga 

dalam kondisi 

baik 

16 Unit 1.562.000.000,00 
  

9 757.000.000,00  7,38                590.477.896,00  81,96 78,00 7,38         590.477.896,00  46,10 37,80 Dispora  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 72,84 70,12 
 

  14,46 12,30 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            3.298.850.000,00                1.801.854.578,00                 

M   Urusan Statistik  

1 

1.02.10.

1.02.10.
01.20. 

Program Pengembangan 

Data/Informasi /Statistik 
daerah 

% Cakupan 

data dan 

informasi 
statistik 

daerah 

90 Persen 3.435.000.000,00 
  

70 301.550.000,00  121,65                520.352.850,00  173,78 172,56 121,65         520.352.850,00  135,17 15,15 
Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.

01.20.0

1. 

Penyusunan Data dan 

Informasi Sektoral Daerah 

Buku Statisik 

Pembangunan 
3 Buku 1.935.000.000,00 

  
3 153.500.000,00  2,95                153.450.000,00  98,43 99,97 2,95         153.450.000,00  98,43 7,93 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
 

  

1.02.10.

1.02.10.
01.20.0

2. 

Fassilitas Kerja sama 
Statistik Daerah 

Buku BHDA 1 Buku 1.500.000.000,00 
  

1 148.050.000,00  0,97                144.264.200,00  97,44 97,44 0,97         144.264.200,00  97,44 9,62 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
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  Rata-rata capaian kinerja(%) 97,93 98,71 
 

  97,93 8,77 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              301.550.000,00                   520.352.850,00                 

N   Urusan Kebudayaan   

1 

1.02.16.

1.01.01.

01.15. 

Program Pengembangan 

Nilai Budaya 

Jumlah event 

budaya adat 

daerah 

100 Persen 2.095.000.000,00 
  

100 329.225.000,00  87,52                288.131.000,00  88 87,52 87,52         288.131.000,00  87,52 13,75 Dinas P dan K  

  

1.02.16.

1.01.01.

01.15.0

1. 

Pelestarian dan aktualisasi 

adat budaya daerah 

Jumlah 

Peserta 

Pelatihan Seni 
Tari 

Tradisional 

dan budaya 

daerah 

40 Orang 400.000.000,00 
  

40 80.000.000,00  31,23                  62.461.000,00  78 78,08 31,23           62.461.000,00  78,08 15,62 Dinas P dan K  

  

1.02.16.

1.01.01.

01.15.0
3. 

Dokumentasi benda 

bersejarah dan cagar 

budaya 

Jumlah 

Dokumentasi 

Benda 

Bersejarah 
dan Cagar 

Budaya 

33 Buah 375.000.000,00 
  

33 69.500.000,00  21,82                  45.945.000,00  66 66,11 21,82           45.945.000,00  66,11 12,25 Dinas P dan K  

  

1.02.16.

1.01.01.

01.15.0

4. 

Pelestarian dan Pelatihan 

budaya muatan lokal dan 
Lomba berseloko 

Peserta  

pelatihan dan 

lomba 

berseloko 

120 Orang 1.200.000.000,00 
  

120 179.725.000,00  123,33                184.715.000,00  103 102,78 123,33         184.715.000,00  102,78 15,39 Dinas P dan K  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 82,32 82,32 
 

  82,32 14,42 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

2 

1.02.16.

1.01.01.

01.16. 

Program Pengelolaan 

Kekayaan Budaya 

Jumlah Pentas 

Seni Budaya 

Daerah 

100 
 

1.650.000.000,00 
  

100 208.000.000,00  16,31                  33.915.000,00  16 16,31 16,31           33.915.000,00  16,31 2,06 Dinas P dan K  

  

1.02.16.

1.01.01.

01.16.0

1. 

Pengembangan Kesenian 

dan Kebudayaan Daerah 

Jumlah 

Sanggar yang 
dibina 

26 Sanggar 1.650.000.000,00 
  

18 208.000.000,00  2,93                  33.915.000,00  16 16,31 2,93           33.915.000,00  11,29 2,06 Dinas P dan K  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 16 16 
 

  11 2 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

3 

1.02.16.

1.01.01.

01.17. 

Program Pengelolaan 

Keragaman Budaya 

Jumlah Event 

Kesenian 

Daerah 

100 Event 2.980.000.000,00 
  

100 477.100.000,00  72,94                348.005.000,00  72,9 72,94 72,94         348.005.000,00  72,94 11,68 Dinas P dan K  

  

1.02.16.

1.01.01.

01.17.0
1. 

Pekan Olah Seni dan 

Budaya (FLS2N) SD, SMP, 

SMA dan SMK 

Tim Olah Seni 

dan Budaya 

(FLS2N) SD, 

SMP Tk 

Provinsi 

165 Sekolah 2.180.000.000,00 
  

163 335.600.000,00  143,93                296.335.000,00  88,3 88,30 143,93         296.335.000,00  87,23 13,59 Dinas P dan K  

  

1.02.16.

1.01.01.
01.17.0

2. 

Identifikasi, dokumentasi 

dan fasilitasi Lagu Daerah 

Batang Hari. 

Jumlah lagu 

daerah  yang 

terindentifika
si dan 

terdokumenta

si  

30 Lagu 800.000.000,00 
  

10 141.500.000,00  3,65                  51.670.000,00  36,5 36,52 3,65           51.670.000,00  12,17 6,46 Dinas P dan K  
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  Rata-rata capaian kinerja(%) 62,4 62,4 
 

  49,7 10,0 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
  

SR SR    

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            1.014.325.000,00                   670.051.000,00                 

O   Urusan Kearsipan  

1 

1.02.18.

1.02.17.

01.16. 

Program penyelamatan 

dan pelestarian 

dokumen/arsip daerah 

Persentase 

Arsip Daerah 
yang tertata 

dengan baik 

75 Persen 615.000.000,00 
  

25 120.000.000,00  22,25                105.329.200,00  89,01 87,77 22,25         105.329.200,00  29,67 17,13 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.18.

1.02.17.

01.16.0

1. 

Pendataan dan penataan 

dokumen/arsip daerah 

Jumlah SKPD 

yang 

menyerahkan 

arsip 

160 OPD 205.000.000,00 
  

25 40.000.000,00  21,39                  34.228.000,00  85,57 85,57 21,39           34.228.000,00  13,37 16,70 

Dinas 

Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.18.

1.02.17.

01.16.0
2. 

Penataan arsip daerah 

Jumlah Arsip 

SKPD yang 

ditata 

160 OPD 205.000.000,00 
  

25 40.000.000,00  21,63                  32.154.400,00  86,51 80,39 21,63           32.154.400,00  13,52 15,69 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.18.

1.02.17.

01.16.0

3. 

Pemeliharaan Sarana 

penyimpan arsip 

Jumlah Sarana 

yang 

diperlihara 

590 Arsip 205.000.000,00 
  

100 38.000.000,00  86,16                  36.301.250,00  86,16 95,53 86,16           36.301.250,00  14,60 17,71 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 86,08 87,16 
 

  13,83 16,70 
 

 

  Predikat Kinerja T S 
 

  SR SR 
 

 

2 

1.02.18.

1.02.17.

01.18. 

Program peningkatan 

kualitas pelayanan 

informasi 

Persentase 

Arsiparis yang 

memenuhi 

standar 

kompetensi 

160 Persen 455.000.000,00 
  

40 140.000.000,00 27,45                  96.060.100,00  68,6 68,61 27,45           96.060.100,00  17,15 21,11 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.18.

1.02.17.
01.18.0

1. 

Bimbingan Teknis 
Pengelolaan Arsip Daerah 

Jumlah 

Peserta 

Bintek 

120 Peserta 190.000.000,00 
  

40 60.000.000,00 15,99                  23.983.300,00  40,0 39,97 15,99           23.983.300,00  13,32 12,62 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.18.

1.02.17.

01.18.0

2. 

Sosialisasi/penyuluhan 

kearsipan dilingkungan 

instansi 

pemerintah/swasta 

Jumlah 

Peserta 
Sosialisasi 

80 Peserta 100.000.000,00 
  

40 50.000.000,00 36,22                  45.280.000,00  90,6 90,56 36,22           45.280.000,00  45,28 45,28 

Dinas 

Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.18.

1.02.17.

01.18.0

3. 

Pengelolaan Layanan 

informasi kearsipan daerah 

Jumlah Pihak 

yang 

menggunakan 
informasi 

kearsipan 

250 Arsip 165.000.000,00 
  

50 30.000.000,00 44,66                  26.796.800,00  89,3 89,32 44,66           26.796.800,00  17,86 16,24 

Dinas 

Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 73,3 73,3 
 

  25,5 24,7 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              260.000.000,00                   201.389.300,00                 

P   Urusan Perpustakaan  
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1 

1.02.17.

1.02.17.
01.15. 

Program  Pengembangan 

budaya  baca dan 
pembinaan perpustakaan 

Jumlah 

kunjungan ke 

perpustakaan 

dan tempat 
baca yang 

dikelola oleh 

Pemerintah 

48.335 Orang 3.236.080.000,00 
  

9500 548.800.000,00  8.067,81                366.542.500,00  84,92 66,79 8.067,81         366.542.500,00  16,69 11,33 

Dinas 

Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.17.

1.02.17.

01.15.0

1. 

Lomba pemasyarakatan 
minat dan kebiasaan 

membaca 

Pemenang 

Lomba 
30 Pemenang 295.000.000,00 

  
6 40.000.000,00  5,60                  37.032.800,00  93,31 92,58 5,60           37.032.800,00  18,66 12,55 

Dinas 
Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.17.

1.02.17.
01.15.0

2. 

Pembinaan perpustakaan 

Jumlah 

Perpus yang 

dibina 

200 Perpus 565.000.000,00 
  

40 100.000.000,00  29,91                  11.616.500,00  74,77 11,62 29,91           11.616.500,00  14,95 2,06 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.17.

1.02.17.

01.15.0

3. 

Penyediaan bantuan 

pengembangan 

perpustakaan dan minat 

baca daerah 

Jumlah 

perpus yang 

mendapatkan 

bantuan 

8500 Perpus 865.000.000,00 
  

1500 155.000.000,00  1.355,84                144.109.500,00  90,39 92,97 1.355,84         144.109.500,00  15,95 16,66 

Dinas 

Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.17.

1.02.17.

01.15.0
4. 

Promosi dan edukasi  

minat dan budaya baca 

Jumlah 

publikasi  
50 

 
281.600.000,00 

  
10 45.000.000,00  8,02                                     -    80,23 - 8,02                              -    16,05 - 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.17.

1.02.17.

01.15.0

5. 

Penyediaan bahan pustaka 

perpustakaan umum 

daerah 

Jumlah 

Koleksi Bahan 

pustaka 

7500 
 

798.480.000,00 
  

1.300 140.000.000,00  1.221,01                133.286.200,00  93,92 95,20 1.221,01         133.286.200,00  16,28 16,69 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.17.

1.02.17.

01.15.0

6. 

Pengelolaan layanan 

perpustakaaan 

Jumlah 

kunjungan 

perpustakaan 

5000 Kunj 256.000.000,00 
  

1.000 38.800.000,00  570,41                  22.131.900,00  57,04 57,04 570,41           22.131.900,00  11,41 8,65 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  

1.02.17.
1.02.17.

01.15.0

7. 

Pelayanan Perpustakaan 

Keliling 

Jumlah 

Perpustakaan 

yang dilayani 

250 Perpus 175.000.000,00 
  

50 30.000.000,00  37,67                  13.055.500,00  75,33 43,52 37,67           13.055.500,00  15,07 7,46 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 80,71 56,13 
 

  15,48 9,15 
 

 

  Predikat Kinerja T SR 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              548.800.000,00                   366.542.500,00                 

III 2.01. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  

A   Urusan Kelautan dan Perikanan  

1 

2.01.01.

2.01.01.
01.20. 

Program Pengembangan 

Budidaya Perikanan 

Produksi ikan 

budidaya 
17.267 Ton 16.597.000.000,00 

  
15.436 3.389.700.000,00  13.241,23             2.907.734.268,00  85,8 85,78 13.241,23      2.907.734.268,00  76,68 17,52 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 
Pangan 

 

      - KJA 81 Ton 7.944.000,00 
  

2.713   
 

  
   

  
   

 

      - Kolam 460 unit   
  

12.723   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.01.

2.01.01.

01.20.0

1. 

Pengembangan  Sarana dan 

Prasarana   kawasan 

budidaya perikanan 

Jml KJA yang 

dibangun 
460 Unit 4.760.000,00 

  
120 1.897.200.000,00  79,44             1.255.946.000,00  66,2 66,20 79,44      1.255.946.000,00  17,27 26.385,42 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

 

      
Jml kolam yg 

dibangun 
550 Unit   

  
70   
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Jumlah Mesin 

Pakan 
2 Unit   

  
2   

 
  

   
  

   
 

  

2.01.01.

2.01.01.

01.20.0

2. 

Pengembangan sistim 

pembenihan ikan 

Jumlah sarana 

Pendukung 
BBI dan UPR 

17 paket 5.369.000,00 
  

9 1.262.800.000,00  5,75                806.777.557,00  5,7 0,00 5,75         806.777.557,00  5,75 15.026,59 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 
Pangan 

 

  

2.01.01.

2.01.01.

01.20.0
3. 

Pengembangan sistim 

pembudidayaan dan 

pengelolaan sistim usaha 
perikanan 

Jml 

pembinaan 

klpk 
pembudidaya 

10 Klp 1.475.000,00 
  

10 229.700.000,00  3,78                  86.728.500,00  37,8 0,00 3,78           86.728.500,00  3,78 5.879,90 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

 

      

Jumlah 

Demfarm 

percontohan 

80 unit 300.000.000,00 
  

2   
 

  
   

  
   

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 84,54 66,20 
 

  24,28 43.371,98 
 

 

  Predikat Kinerja T S 
 

  SR SR 
 

 

2 

2.01.01.

2.01.01.
01.23. 

Program Optimalisasi 

Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi 

Perikanan 

Jumlah unit 

usaha 

Pengolahan 
produksi 

perikanan 

87,5 Persen 1.760.000.000,00 
  

75 163.775.000,00  69,97                141.248.300,00  93,3 86,25 69,97         141.248.300,00  79,96 8,03 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 
Pangan 

 

  

2.01.01.

2.01.01.
01.23.0

1. 

Pengembangan mutu dan 

diversifikasi produk 

perikanan 

Jml sosialisasi 

forikan 
10 Kali 750.000.000,00 

  
2 163.775.000,00  1,87                  72.023.300,00  93,3 43,98 1,87           72.023.300,00  18,66 9,60 

Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

 

  

jml promosi 

usaha 

perikanan 

15 Kali 1.000.000,00 
  

3   
 

  
   

  
   

 

  

Jumlah  
peralatan  

pengolahan 

dan 

Pemasaran 

hasil 

perikanan 

20 Paket 10.000,00 
  

4   
 

  
   

  
   

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 93,29 43,98 
 

  18,66 9,60 
 

 

  Predikat Kinerja T SR 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            3.553.475.000,00                3.048.982.568,00                 

B   Urusan Pariwisata  

1 

2.01.02.

1.02.13.

01.15. 

Program Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata 

Kunjungan 

wisatawan 

lokal ke 

Batang hari 

38 Wisman 10.957.795.000,00 
  

30 781.000.000,00  20,75                531.632.225,00  69,18 68,07 20,75         531.632.225,00  54,61 4,85 Dispora  

  

2.01.02.

1.02.13.

01.15.0
1. 

Fasilitasi pemilihan duta 

wisata daerah 

bujang gadis 

Batang hari 
35 Orang 1.447.060.000,00 

  
10 163.000.000,00  6,99                112.319.600,00  69,86 68,91 6,99         112.319.600,00  19,96 7,76 Dispora  

  

2.01.02.

1.02.13.

01.15.0
2. 

Promosi pariwisata 

Kabupaten Batang hari 

Jumlah 
promosi 

pariwisata 

Kabupaten 

batang hari 

1 kali 1.879.786.000,00 
  

1 221.000.000,00  0,06                  14.325.625,00  6,48 6,48 0,06           14.325.625,00  6,48 0,76 Dispora  
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2.01.02.
1.02.13.

01.15.0

3. 

Pelaksanaan Even promosi 

pariwisata didalam dan 

luar negeri 

Jumlah event 

promosi 

pariwisata 

didalamdan 
luar negeri 

6 kali 3.275.082.000,00 
  

2 210.000.000,00  2,06                216.324.000,00  102,87 103,01 2,06         216.324.000,00  34,29 6,61 Dispora  

  

2.01.02.

1.02.13.

01.15.0

4. 

Festival tapa malenggang 
Jenis even 

Festival 
1 kali 3.735.867.000,00 

  
1 187.000.000,00  1,01                188.663.000,00  100,89 100,89 1,01         188.663.000,00  100,89 5,05 Dispora  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 70,03 69,82 
 

  40,41 5,04 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

2 

2.01.02.

1.02.13.

01.16. 

Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Jumlah 

destinasi 

wisata 

50 Objek 7.259.240.000,00 
  

10 399.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Dispora  

  

2.01.02.
1.02.13.

01.16.0

1. 

Pengembangan objek 

wisata Alam 

Jumlah objek  

wisata alam 
50 Objek 1.733.240.000,00 

  
10 164.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Dispora  

  

2.01.02.

1.02.13.

01.16.0

2. 

Pengembangan Objek 

Wisata Kuliner 

Jumlah objek 

wisata Kuliner 
4 Objek 805.000.000,00 

  
1 75.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Dispora  

  

2.01.02.

1.02.13.
01.16.0

3. 

Pengembangan Objek 
Wisata Budaya dan Sejarah 

Jumlah objek 

wisata 
Budaya dan 

Sejarah 

4 Objek 890.000.000,00 
  

1 85.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Dispora  

  

2.01.02.

1.02.13.

01.16.0

4. 

Pengembangan Objek 

Wisata Handycraft 

Jumlah objek  

wisata 
Handycraft 

4 Objek 811.000.000,00 
  

1 75.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Dispora  

  Rata-rata capaian kinerja(%) - - 
 

  - - 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            1.180.000.000,00                   531.632.225,00                 

C   Urusan Pertanian  

1 

2.01.03.

2.01.03.

01.15. 

Program Peningkatan 

Kesejahteraan Petani  

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

peningkatan 

pendapatan 

petani 

55,55 Persen 1.435.230.000,00 
  

4,44 214.650.000,00  7,01                178.550.000,00  157,84 83,18 7,01         178.550.000,00  12,62 12,44 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.15.0
4. 

Pelatihan Petani dan 

Pelaku Agribisnis 

Jumlah petani 

dan pelaku 

agribisnis 

yang 
mendapatkan 

pembelajaran 

116 Org 475.000.000,00 
  

18 66.550.000,00  32,69                  62.845.000,00  181,62 94,43 32,69           62.845.000,00  28,18 13,23 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.

2.01.03.
01.15.0

5. 

Peningkatan Kemampuan 
Lembaga Petani 

Jumlah 

lembaga 

petani yang 

memenuhi 

standar 

1375 Klp 1.110.230.000,00 
  

950 148.100.000,00  955,92                  45.803.000,00  100,62 30,93 955,92           45.803.000,00  69,52 4,13 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 141,12 62,68 
 

  48,85 8,68 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR T 
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2 
2.01.03.
2.01.03.

01.16. 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

pertanian/perkebunan 

Rasio 

kecukupan 

bahan pangan 

pokok 

78,54 Persen 152.676.062.056,00 
  

49,82 1.563.286.000,00  37,98             1.168.337.220,00  76,23 74,74 37,98      1.168.337.220,00  48,36 0,77 
Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.
2.01.03.

01.16.0

1. 

Pengembangan 

Intensifikasi Tanaman Padi 

dan Palawija 

Luas 
Pengembanga

n Intensifikasi 

Padi Sawah  

575 Ha 20.269.118.000,00 
  

75 154.050.000,00  79,87                161.151.000,00  106,49 104,61 79,87         161.151.000,00  13,89 0,80 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.16.0
2. 

Pengembangan Pertanian 

pada Lahan Kering 

Pengembanga

n : 
1015 Ha 63.553.629.056,00 

  
215 396.850.000,00  85,15                409.289.500,00  39,61 103,13 85,15         409.289.500,00  8,39 0,64 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  
Jagung 
Hibrida (Ha) 

250 Ha 11.988.279.615,00 
  

50   -                                     -    
   

  
   

 

  
Kacang Tanah 

(Ha) 
50 Ha 836.908.800,00 

  
10   -                843.595.000,00  

   
  

   
 

  
Padi Ladang 

(Ha) 
520 Ha 25.512.663.441,00 

  
120   

 
  

   
  

   
 

  Kedelai (Ha) 145 Ha 1.291.041.600,00 
  

25   
         

 

  

Adaptasi 

varietas padi 
ladang (Ha) 

50 Ha 477.318.200,00 
  

10   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.16.0

3. 

Pengembangan 

Perbenihan/ Perbibitan 

  250000 
 

5.385.331.500,00 
  

50.000 864.336.000,00  7.315,48                273.874.600,00  14,63 31,69 7.315,48         273.874.600,00  2,93 5,09 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

Jumlah 

bantuan benih 

padi sawah 

(Kg) 

250000 Kg 457.882.500,00 
  

50.000   
 

  
   

  
   

 

  

Luas 

Penangkaran 
Kedelai (Ha) 

100 Ha 806.506.500,00 
  

20       
   

  
   

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 53,57 T 
 

  8,40 2,17 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
 

  T SR 
 

 

3 

2.01.03.

2.01.03.

01.17. 

Program Peningkatan 

Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

kegiatan 

promosi hasil 

pertanian/ 

perkebunan 

91,66 Persen 769.740.000,00 
  

58,33 78.050.000,00  48,75                116.122.000,00  83,58 148,78 48,75         116.122.000,00  53,19 15,09 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.

2.01.03.
01.17.0

1. 

Promosi Atas Hasil 

Produksi Pertanian/ 

Perkebunan Unggul Daerah 

Terlaksanany

a promosi 

hasil produksi 
pertanian 

unggul daerah 

(kali) 

34 Kali 769.740.000,00 
  

6 78.050.000,00  4,46                  78.037.000,00  74,34 99,98 4,46           78.037.000,00  13,12 10,14 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 74,34 99,98 
 

  13,12 10,14 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR SR 
 

 

4 

2.01.03.

2.01.03.

01.18. 

Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

penerapan 

teknologi 

33,71 Persen 2.084.701.252,09 
  

19,07 148.050.000,00  20,59                246.332.986,00  107,96 166,38 20,59         246.332.986,00  61,07 11,82 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 
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2.01.03.

2.01.03.

01.18.0

4. 

Pelatihan Penerapan 

teknologi 

Pertanian/perkebunan 

tepat Guna 

Jumla petani 

yang 

menerapkan 

teknologi 
pertanian/per

kebunan 

modern 

bercocok 

tanam 

970 Petani 1.030.370.000,00 
  

170 148.050.000,00  154,73                135.565.000,00  91,02 91,57 154,73         135.565.000,00  15,95 13,16 
Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 91,02 91,57 
 

  15,95 13,16 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

5 
2.01.03.
2.01.03.

01.19. 

Program Peningkatan 
Produksi Komoditi 

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

peningkatan 

produksi 

pertanian 

25,50 Persen 5.445.000.000,00 
  

22,48 584.800.000,00  13,32                368.533.800,00  59,25 63,02 13,32         368.533.800,00  52,23 6,77 
Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.

2.01.03.
01.19.0

1. 

Penyediaan Sarana 

Produksi Pertanian/ 

Perkebunan 

Jumlah 

pestisida yang 
diadakan 

(Kg/liter) 

8300 Kg/Liter 500.000.000,00 
  

1.000 297.600.000,00  321,70                  50.643.000,00  32,17 17,02 321,70           50.643.000,00  3,88 10,13 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.
2.01.03.

01.19.0

2. 

Pengembangan Bibit 

unggul 

Pertanian/Perkebunan. 

Jumlah benih 

hortikultura 

yang tersedia 

106000 Batang 989.000.000,00 
  

11.025 130.500.000,00  11.768,06                134.850.200,00  106,74 103,33 11.768,06         134.850.200,00  11,10 13,64 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

Jumlah benih 

Buah-buahan 

unggul (Btg) 

30000 Batang 0,00 
  

2.000   
 

  
   

  
   

 

  

Jumlah benih 

Sayur-
sayuran 

unggul (Kg) 

350 Kg 0,00 
  

25   
         

 

  

Jumlah benih 

Tanaman Hias 

(Btg) 

21000 Batang 0,00 
  

3.000   
         

 

  

Jumlah  benih 

Tanaman 

Biofarmaka 

(Polybag) 

26000 Poliybag 0,00 
  

2.000   
         

 

  

Jumlah   

Tanaman 

Sayur-

sayuran 
(Polybag) 

29000 Poliybag 0,00 
  

4.000   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.19.0

3. 

Penyusunan kebijakan 
pencegahan alih fungsi 

lahan pertanian. 

Luas 

Perlindungan 

lahan 

pertanian 

pangan 

berkelanjutan  

480 Ha 250.000.000,00 
  

480 116.700.000,00  96,74                  24.804.709,00  20,15 21,26 96,74           24.804.709,00  20,15 9,92 
Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.
2.01.03.

01.19.0

6. 

Penyusunan RDKK 

Jumlah 
Kelompok 

tani penyusun 

RDKK 

381 Kelompok 40.000.000,00 
  

381 40.000.000,00  324,70                  35.255.000,00  85,22 88,14 324,70           35.255.000,00  85,22 88,14 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 61,07 57,44 
 

  30,09 30,46 
 

 

  Predikat Kinerja S SR 
 

  SR SR 
 

 

6 

2.01.03.

2.01.03.
01.26. 

Program Penyediaan 

Sarana dan Prasarana 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase 
Sarana 

Prasarana 

Pertanian 

yang 

dibangun 

80 Persen 42.352.386.500,00 
  

45 3.981.625.000,00  37,75             4.464.994.666,00  83,89 112,14 37,75      4.464.994.666,00  47,19 10,54 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 
Hortikultura 
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2.01.03.
2.01.03.

01.26.0

1. 

Pengembangan prasarana 

Balai Benih Pertanian 

Jumlah 

prasarana 

yang 

dibangun 
(Paket) 

5 Paket 2.775.894.000,00 
  

1 298.400.000,00  0,72                304.264.300,00  71,97 101,97 0,72         304.264.300,00  14,39 10,96 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  2.01.03.

2.01.03.

01.26.0

3. 

Optimasi Lahan 

Luas lahan 

tidur 

dimanfaatkan 

untuk 

budidaya tan. 

pangan (Ha) 

2500 Ha 22.894.125.000,00 
  

500 1.995.275.000,00  468,75             1.856.175.100,00  93,75 93,03 468,75      1.856.175.100,00  18,75 8,11 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 
Hortikultura 

 

  

Panjang JUT 

dibangun 

(Km) 

57 Km 2.747.295.000,00 
  

2   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.26.0
4. 

Pengadaan alat dan mesin 

pertanian 

  226 Unit 8.606.247.500,00 
  

46 196.100.000,00  21,39                188.916.840,00  46,51 96,34 21,39         188.916.840,00  9,47 2,20 
Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

Jumlah alat 

mesin 

Pertanian 

yang  
diadakan 

(unit) 

175 Unit 7.478.747.500,00 
  

35   
 

  
   

  
   

 

  

Jumlah alat 

Uji, survey 

dan pemetaan 

lahan 

pertanian 

yang diadakan 
(unit). 

51 Unit 1.127.500.000,00 
  

11   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.26.0
5. 

Pengembangan Irigasi 

Pertanian 

jumlah Lahan 

yang telah 

ditata airnya  

direhab/diba

ngun (paket) 

600 Paket 5.328.825.000,00 
  

200 1.491.850.000,00  259,86                  1.107.044.926  129,93 74,21 259,86      1.107.044.926,00  43,31 20,77 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.26.0

6. 

Pengadaan Alat Berat   
  

  
   

  
 

                 2.982.926.058  
   

          2.982.926.058  
  

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 
(Bantuan Dari 

Provinsi) 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 85,54 91,38 
 

  21,48 10,51 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

7 

2.01.03.

2.01.03.

01.28. 

Program Pengembangan 

Agribisnis 

Persentase 
Peningkatan 

Luas Lahan 

Yang dikelola 

Secara 

Agribisnis 

80 Persen 43.312.520.943.999,00 
  

40 491.000.000,00  41,88                244.269.385,00  105 49,75 41,88         244.269.385,00  52,35 0,00 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.28.0

1. 

Pengembangan Agribisnis 

Padi Sawah Orgnanik 

Luas 

Pengembanga

n Intensifikasi 
Padi Sawah 

Organik (Ha) 

185 Ha 15.540.000.000.000,00 
  

25 207.600.000,00  23,57                157.206.000,00  94 75,73 23,57         157.206.000,00  12,74 0,00 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 
Hortikultura 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

01.28.0

2. 

Pengembangan Agribisnis 

Panangkaran Benih Padi 
Sawah 

Luas 

Penangkaran 

Padi sawah 

(Ha). 

350 Ha 20.614.416.666.666,00 
  

60 283.400.000,00  58,76                  30.493.500,00  98 10,76 58,76           30.493.500,00  16,79 0,00 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 
Hortikultura 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 96,09 43,24 
 

  14,76 0,00 
 

 

  Predikat Kinerja T SR 
 

  SR SR 
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8 
2.01.03.
2.01.03.

02.15. 

Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani  

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

peningkatan 

pendapatan 

petani  

88,86 Persen 2.267.500.000,00 
  

72,9 345.550.000,00  64,42                410.546.690,00  88,36 118,81 64,42         410.546.690,00  72,50 18,11 
Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.15.0

1. 

Fasilitasi penyelesaian 

konflik/sengketa lahan 

usaha perkebunan 

Persentase 
konflik lahan/ 

usaha 

perkebunan  

yang dapat 

diselesaikan  

100 Persen 392.500.000,00 
  

67 57.500.000,00  31,93                  42.289.380,00  47,90 73,55 31,93           42.289.380,00  31,93 10,77 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.
02.15.0

2. 

Pembinaan dan 

pengawalan lahan 
perusahaan yang bermitra 

dengan masyarakat 

Persentase 

luas lahan 

perusahaan 
yang bermitra  

dengan 

masyarakat  

73,3 Persen 385.000.000,00 
  

72 50.000.000,00  25,31                  21.336.500,00  35,12 42,67 25,31           21.336.500,00  34,52 5,54 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.15.0
3. 

Pembinaan aturan hukum, 

gangguan usaha dan OPT 

dan prasertifikasi lahan 

serta penilaian usaha 
perusahaan sektor 

perkebunan 

Persentase  

serangan 

hama/penyak

it komoditi 

perkebunan 
yang dapat 

dikendalikan 

(%)   

100 Persen 1.180.000.000,00 
  

80,00 120.000.000,00  73,39                196.744.500,00  91,74 163,95 73,39         196.744.500,00  73,39 16,67 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

      

Persentase 

jumlah 

perusahaan 

perkebunan 

yang dinilai 
(%) 

82,14 Persen 310.000.000,00 
  

80,00   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.15.0

4. 

Pelatihan Petani dan 

Pelaku Agribisnis 

Jumlah petani 

dan pelaku 

agribisnis 

yang 

mendapatkan 

pembelajaran 

116 Orang 842.830.000,00 
  

18,00 118.050.000,00  23,82                163.233.000,00  132,31 138,27 23,82         163.233.000,00  20,53 19,37 
Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 76,77 104,61 
 

  40,09 13,09 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

9 

2.01.03.

2.01.03.

02.17. 

Program Peningkatan 

Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

Kegiatan 

Promosi Hasil 

pertanian/Per
kebunan 

92 Persen 1.325.500.000,00 
  

58,3 123.050.000,00  39,42                189.680.500,00  68 154,15 39,42         189.680.500,00  43,00 14,31 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.
02.17.0

2. 

Pembinaan pemasaran  

hasil  perkebunan  ramah 

lingkungan 

Persentase  

frekuensi 

Partisipasi  

Promosi yang 

diIkuti 

91,67 Persen 1.330.000.000,00 
  

58,33 123.050.000,00  39,40                189.680.500,00  67,55 154,15 39,40         189.680.500,00  42,98 14,26 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 67,55 154,15 
 

  42,98 14,26 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR S 
 

 

10 

2.01.03.

2.01.03.

02.18. 

Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

penerapan 

Teknologi 

pertanian/ 

perkebunan 

33,71 Persen 5.466.700.000,00 
  

19,07 700.000.000,00  20,42             1.195.663.750,00  107,10 170,81 20,42      1.195.663.750,00  60,58 21,87 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.18.0
1. 

Pengembangan Benih/ 

Bibit Komoditi Unggulan 

Tanaman Perkebunan 

Persentase 
pemenuhan 

benih/bibit 

unggul  kelapa 

sawit (% ) 

100 Persen 4.600.000.000,00 
  

100,00 600.000.000,00  96,14                     521.611.700  96,14 86,94 96,14         521.611.700,00  96,14 11,34 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 
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2.01.03.

2.01.03.
02.18.0

2. 

Pengembangan komoditi 

non unggulan tanaman 

perkebunan 

Persentase  

pemenuhan 

benih/bibit 

Komodti non 
unggulan 

tanaman  

perkebunan   

(% ) 

100 Persen 866.700.000,00 
  

100,00 100.000.000,00  84,11                  76.220.175,00  84,11 76,22 84,11           76.220.175,00  84,11 8,79 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 90,13 81,58 
 

  90,13 10,07 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

11 

2.01.03.

2.01.03.

02.19. 

Program Peningkatan 

Produksi Komoditi 

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi  

Pertanian/ 

Perkebunan 

25,50 Persen 7.970.000.000,00 
  

22,48 975.000.000,00  19,10             1.601.767.000,00  84,98 164,28 19,10      1.601.767.000,00  74,92 20,10 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.
02.19.0

4. 

Peremajaan kebun karet 
tua 

Persentase  

luas kebun 
karet tua yang 

diremajakan  

29,63 Persen 5.050.000.000,00 
  

10 800.000.000,00  12,29                     758.769.700  122,00 94,85 12,29         758.769.700,00  41,46 15,03 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

      

Persentase 

Luas Lahan 

Tanaman 

Karet yg 

Produktif 

70,66 Persen 575.000.000,00 
  

69   
 

  
   

  
   

 

      

Persentase 

Luas 
Tanaman 

Kelapa  Sawit  

yg produktif 

79,76 Persen 800.000.000,00 
  

78   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.03.
2.01.03.

02.19.0

5. 

Pengembangan integrasi 

tanaman tahunan - ternak 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi 

Tanaman 

Karet 

0,2 Persen 735.000.000,00 
  

0,16 125.000.000,00  0,06                     122.753.390  37,63 98,20 0,06         122.753.390,00  30,11 16,70 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

      

Persentase 
Peningkatan 

Produksi 

Tanaman 

Kelapa sawit 

0,12 Persen 810.000.000,00 
  

0,07   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.19.0

6. 

Penyusunan RDKK 

Jumlah 

kelempok  

tani yang 

menyusun 
RDKK 

667 Kelompok 350.000.000,00 
  

571 50.000.000,00  626,60                      48.693.500  109,66 97,39 626,60           48.693.500,00  93,94 13,91 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 89,76 96,81 
 

  55,17 15,21 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  S SR 
 

 

12 
2.01.03.
2.01.03.

02.21. 

Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 

Ternak 

Persentase 

penurunan 
angka 

kematian 

ternak besar 

1,76 Persen 3.950.000.000,00 
  

1,80 413.000.000,00  2,45                566.272.444,00  136,21 137,11 2,45         566.272.444,00  139,31 14,34 
Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  2.01.03.

2.01.03.

02.21.0

1. 

Pemeliharaan kesehatan 

pencegahan penyakit 

hewan menular 

Jumlah Sapras 

untuk 

pencegahan 

dan 

pemberantasa
n penykit hwn 

5 Jenis 3.230.000.000,00 
  

5 300.000.000,00  6,51                     253.994.169  130,25 84,66 6,51         253.994.169,00  130,25 7,86 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

Jumlah 

puskeswan yg 

representatif 

8 Unit   
  

5   
 

                                    -    
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2.01.03.

2.01.03.

02.21.0

2. 

Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

Jmlh ternak  

yang 

diperiksa dan 

diawasi 

7 Jenis 720.000.000,00 
  

7 113.000.000,00  4,69                     110.848.000  67,05 98,10 4,69         110.848.000,00  67,05 15,40 
Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

Jumlah 
peserta 

sosialisasi 

keamanan 

pangan 

50 Orang   
  

50   
 

  
   

  
   

 

  

Jumlah sarana 

pendukung 

operasional 

RPH 

3 Jenis   
  

3   
 

  
   

  
   

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 98,65 91,38 
 

  98,65 11,63 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T T 
 

 

13 

2.01.03.

2.01.03.

02.22. 

Program Peningkatan 

Produksi Hasil Peternakan 

Persentase 

pertumbuhan 

populasi 
ternak  

25 Persen 4.112.000.000,00 
  

8 1.894.300.000,00  6,11             1.488.137.500,00  76,36 78,56 6,11      1.488.137.500,00  24,43 36,19 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.22.0

1. 

Pengembangan Pakan 

Ternak Ruminansia 

Jumlah 
bantuan 

sarana dan 

prasarana 

pengolahan 

pakan ternak 

3 Jenis 1.740.000.000,00 
  

3 297.000.000,00  2,54                480.384.500,00  84,57 161,75 2,54         480.384.500,00  84,57 27,61 

Dinas 

Perkebunan dan 
Peternakan 

 

      
Jumlah kebun 

HPT 
5 Ha 1.400.000.000,00 

  
5   

 
  

   
  

   
 

      

Jumlah 

bantuan bibit 
HPT  

80000 Stek 800.000.000,00 
  

12   
 

  
   

  
   

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.22.0

2. 

Pengembangan Produksi 

Ternak 

Jumlah 

bantuan sapi 
750 Ekor 7.500.000.000,00 

  
150 1.197.300.000,00  63,49                     486.419.500  42,33 40,63 63,49         486.419.500,00  8,47 6,49 

Dinas 
Perkebunan dan 

Peternakan 

 

      

Jumlah 

bantuan 

kerbau bibit 

225 Ekor 625.000.000,00 
  

50   -                                       -  
   

  
   

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.22.0
3. 

Penyediaan 

Sarana/Prasarana Balai 

Pembibitan Ternak 

Jumlah sarana 

pendukung di 

BPT Sungai 
Buluh 

4 Jenis 750.000.000,00 
  

5 400.000.000,00  5,84                     375.527.700  116,84 93,88 5,84         375.527.700,00  146,05 50,07 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

      Jumlah Straw 4000 Ds 140.000.000,00 
  

3.500   
 

  
   

  
   

 

      

Jumlah sarana 
pendukung di 

BPTU 

Simpang 

kilangan 

4 Jenis 400.000.000,00 
  

5   
 

  
   

  
   

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 81,25 98,75 
 

  79,70 28,05 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

## 

 

2.01.03.
2.01.03.

02.23.  

 Program Peningkatan 

Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan  

 Persentase  

peningkatan 

Omset 

Penjualan 

Ternak  

100 Persen                 3.641.060.000  
  

1                   140.000.000  4                     202.482.500  325 145 4              202.482.500  4 6 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 
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2.01.03.

2.01.03.

02.23.0

1. 

Promosi atas hasil 

produksi peternakan 

Jumlah 

pameran/pro

mosi yang 

diikuti 

24 Kali 600.000.000,00 
  

4 60.000.000,00  4,37                  82.893.000,00  109,28 0,69 4,37           82.893.000,00  18,21 13,82 
Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.
2.01.03.

02.23.0

2. 

Pengadaan sarana dan 
Prasarana pemasaran, 

pengolahan hasil produksi 

peternakan 

Jumlah  
rehabilitasi 

sapras Pasar 

Ternak 

5 Jenis 800.000.000,00 
  

2 80.000.000,00  1,46                  96.545.000,00  73,00 120,68 1,46           96.545.000,00  29,20 12,07 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 91,14 60,69 
 

  23,71 12,94 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

15 

2.01.03.

2.01.03.

02.24. 

Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Peternakan 

Persentase 
pertumbuhan 

populasi 

ternak  

      100   Unit  110.000.000,00                  1  110.000.000,00            68,45                 149.106.400,00  6.845,3 135,55 68,45         149.106.400,00  68,45 135,55 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.24.0

1. 

Pengembangan Sentra 

Peternakan Rakyat 
Jumlah SPR  100 Unit 110.000.000,00     

         

100  
110.000.000,00            67,78                       74.553.200  67,8 67,78 67,78           74.553.200,00  67,78 67,78 

Dinas 
Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 67,78 67,78 
 

  67,78 67,78 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  S S 
 

 

16 

2.01.03.

2.01.03.

02.26. 

Program Penyediaan 

Sarana dan Prasarana 

Pertanian/Perkebunan 

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan 

jalan produksi 
Perkebunan  

97,99 Persen 14.551.000.000,00     58,33 1.951.850.000,00  72,77             1.937.253.500,00  124,75 99,25 72,77      1.937.253.500,00  74,26 13,31 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  

2.01.03.

2.01.03.

02.26.0
2. 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi Jalan Produksi 

Perkebunan 

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan 

jalan produksi 

Perkebunan  

97,99 Persen 14.551.000.000,00     58,33 1.951.850.000,00  72,77             1.937.253.500,00  72,77 99,25 72,77      1.937.253.500,00  74,26 13,31 

Dinas 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 72,77 99,25 
 

  74,26 13,31 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  S SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM          13.714.211.000,00              14.528.050.341,00                 

D   Urusan Kehutanan  

1 

2.01.04.

1.02.05.

01.15. 

Program Pemanfaatan 

Potensi Sumber Daya 

Hutan 

Luas 

Pengelolaan 

dan 

pemanfaatan 

TAHURA 

Sultan Thaha 

Syaifuddin  (2 
%/Tahun* / 

15000 HA) 

300 Ha 11.660.000.000,00 
  

300 1.495.600.000,00  285,66             1.587.059.704,00  95,22 106,12 285,66      1.587.059.704,00  95,22 13,61 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

2.01.04.

1.02.05.

01.15.0

1. 

Penyusunan rencana 

pengelolaan TAHURA STS 

Jumlah    

dokumen  

yang 

Tersusun 

17 Dok 2.100.000.000,00 
  

4 413.700.000,00  1,99                232.932.832,00  49,70 56,30 1,99         232.932.832,00  11,69 11,09 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
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2.01.04.

1.02.05.
01.15.0

2. 

Pembangunan  ekowisata 
TAHURA STS 

Luas 

Pembangunan 

Ekowisata 

Tahura Sultan 
Thaha 

Syaifuddin 

(25%  dari 

Luas 500 HA) 

125 Ha 5.710.000.000,00 
  

25 985.800.000,00  28,86             1.162.022.550,00  115,43 117,88 28,86      1.162.022.550,00  23,09 20,35 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

2.01.04.

1.02.05.

01.15.0
4. 

Pemulihan dan 

Pengelolaan kawasan 

TAHURA STS bekerjasama 

dengan parapihak 

(stakeholder) 

Jumlah 

kerjasama 

para pihak 

untuk 
pengelolaan 

TAHURA STS 

5 MoU 500.000.000,00 
  

1 96.100.000,00  0,65                  65.470.669,00  64,50 68,13 0,65           65.470.669,00  12,90 13,09 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 76,54 80,77 
 

  15,89 14,85 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR SR 
 

 

2 

2.01.04.

1.02.05.

01.16. 

Program Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan 

Luas 
pemulihan 

SDA dan 

kawasan  

TAHURA 

Sultan Thaha 

Syaifuddin  

1300 Ha 17.900.000.000,00 
  

1300 4.268.741.500,00  1.375,06             4.253.864.100,00  105,77 99,65 1.375,06      4.253.864.100,00  105,77 23,76 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

2.01.04.

1.02.05.
01.16.0

1. 

Rehabilitasi kawasan hutan 
TAHURA STS 

Luas 

Rehabilitasi 
Kawasan 

TAHURA STS 

1300 Ha 17.500.000.000,00 
  

1300 4.268.741.500,00  107,23             1.166.998.195,00  90,73 27,34 107,23      1.166.998.195,00  8,25 6,67 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 90,73 27,34 
 

  8,25 6,67 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

3 

2.01.04.

1.02.05.

01.17. 

Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya 

Hutan 

Luas 
perlindungan 

dan 

pengaman 

SDA dan 

Kawasan 

tahura sts 

15830 Ha 800.000.000,00 
  

15.830 523.130.600,00  9.451,14                352.599.248,00  59,70 67,40 9.451,14         352.599.248,00  59,70 44,07 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

2.01.04.

1.02.05.

01.17.0

1. 

Penertiban kawasan 

TAHURA STS 

Luas 

pengamanan 
dan 

penertiban 

SDA  dan 

kawasan 

TAHURA 

1500 Ha 300.000.000,00 
  

300 200.000.000,00  317,83                156.421.000,00  105,94 78,21 317,83         156.421.000,00  21,19 52,14 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

2.01.04.

1.02.05.

01.17.0

2. 

Pencegahan dan 
Pengendalian Kebakaran 

kawasan TAHURA STS 

Luas  

Pencegahan 

dan 
pengendalian 

kebakaran 

hutan di  

TAHURA 

15830 Ha 200.000.000,00 
  

15.830 143.130.600,00  4.423,32                  52.089.648,00  27,94 36,39 4.423,32           52.089.648,00  27,94 26,04 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  

2.01.04.

1.02.05.

01.17.0

3. 

Penataan dan 

pemeliharaan Blok 
Pengelolaan Tahura STS 

Jumlah Blok 

Pengelolaan 

Tahura yang 
ditata dan 

dipelihara 

5 Blok 200.000.000,00 
  

5 180.000.000,00  4,39                160.083.800,00  87,71 88,94 4,39         160.083.800,00  87,71 80,04 
Dinas Lingkungan 

Hidup 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 73,86 67,85 
 

  45,61 52,74 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
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  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            6.287.472.100,00                6.193.523.052,00                 

E   Urusan Perdagangan  

1 

2.01.06.

1.02.11.

01.15. 

Program  Perlindungan 

Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan 

Persentase 

Pelanggaran 

terhadap 

penggunaan 

UTTP  

10 Persen 377.000.000,00 
  

40 200.000.000,00  7,42                  61.281.260,00  18,5 30,64 7,42           61.281.260,00  74,18 16,25 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

2.01.06.

1.02.11.

01.15.0

1. 

Fasilitasi tera/tera ulang 

Jumlah alat 

UTTP yang 

ditera/tera 

ulang 

1125 UTTP 315.000.000,00 
  

625 40.000.000,00  573,68                  56.315.660,00  91,8 140,79 573,68           56.315.660,00  50,99 17,88 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

2.01.06.

1.02.11.
01.15.0

2. 

Operasi Pasar Bahan Pokok 

Jumlah paket  

kebutuhan 
barang pokok 

yang disubsidi 

30500 Paket 938.000.000,00 
  

5.000 160.000.000,00  158,32                    4.965.600,00  3,2 3,10 158,32             4.965.600,00  0,52 0,53 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 47,5 71,9 
 

  25,8 9,2 
 

 

  Predikat Kinerja SR T 
 

  SR SR 
 

 

2 

2.01.06.

1.02.11.

01.18. 

Program Peningkatan 

Efisiensi Perdagangan 

Dalam Negeri 

Persentase 

peningkatan 

unit usaha 

perdagangan 
dalam negeri 

23 Persen 1.750.000.000,00 
  

13 264.200.000,00  10,18                242.532.010,00  78,3 91,80 10,18         242.532.010,00  44,28 13,86 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 
Perdagangan 

 

  

2.01.06.

1.02.11.

01.18.0
1. 

Monitoring dan 

penyebarluasan informasi 

perdagangan 

Jumlah 

Periode 

Informasi 

yang 

disebarkan 

240 Kai 400.000.000,00 
  

48 66.200.000,00  58,42                  84.307.010,00  121,7 127,35 58,42           84.307.010,00  24,34 21,08 Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

      
Dokumen 
Monitoring 

dan Evaluasi 

5 Dokumen   
  

1   
 

  
   

  
  

 

  

2.01.06.

1.02.11.

01.18.0
3. 

Peningkatan Sistem dan 

Jaringan Informasi 

Perdagangan 

Jumlah 

pameran 

produk 

unggulan 
daerah yang 

diikuti  

15 Kali 1.150.000.000,00 
  

3 198.000.000,00  2,34                158.225.000,00  78,0 79,91 2,34         158.225.000,00  15,61 13,76 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 99,9 103,6 
 

  20,0 17,4 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

3 

2.01.06.

1.02.11.

01.20. 

Program Peningkatan 

sarana perdagangan 

Persentase 

Jumlah  Pasar 

Rakyat yang 

layak  

86,5 Persen 12.798.524.000,00 
  

76,5 2.166.771.000,00  48,20             1.460.286.740,65  63,01 67,39 48,20      1.460.286.740,65  55,73 11,41 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

2.01.06.

1.02.11.

01.20.0

2. 

Fasilitasi Pembangunan 

Pasar Rakyat 

Jumlah 

Pedagang 

yang 

direlokasi  

400 Orang 930.000.000,00 
  

150 418.540.000,00  96,20                264.349.000,00  64,13 63,16 96,20         264.349.000,00  24,05 28,42 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 
Perdagangan 

 

  

2.01.06.

1.02.11.
01.20.0

3. 

Revitalisasi/Pembangunan 
Pasar 

Jumlah pasar 

yang 
direhab/dipel

ihara 

8 Unit 1.170.000.000,00 
  

2 1.748.231.000,00  2,07             1.195.937.740,65  103,53 68,41 2,07      1.195.937.740,65  25,88 102,22 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 
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  Rata-rata capaian kinerja(%) 83,83 97,36 
 

  36,99 79,53 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR T 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            2.630.971.000,00                1.764.100.010,65                 

F   Urusan Industri  

1 
2.01.07.
1.02.11.

01.16. 

Program Pengembangan 
Industri Kecil dan 

Menengah 

Persentase 

Kontribusi 
UMKM pada 

Sektor 

Industri 

0,68 Persen 20.902.044.500,00 
  

67,47 426.470.600,00  50,16                343.999.100,00  74,35 80,66 50,16         343.999.100,00  7.404 1,65 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 
Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

2.01.07.
1.02.11.

01.16.0

1. 

Promosi IKM dan produk 

unggulan Kabupaten 

Batang Hari 

Jumlah 

Promosi IKM 

yang diikuti 

15 Kali 1.090.000.000,00 
  

3 195.710.600,00  2,60                192.636.700,00  86,70 98,43 2,60         192.636.700,00  17,34 17,67 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

2.01.07.

1.02.11.

01.16.0
2. 

Pelatihan Industri Kecil 

Menengah 

Peningkatan 
Pengetahuan 

tentang mutu 

produk 

emping 

melinjo dan 

Peningkatan 

keterampilan 
kerajinan 

tulang/tanduk 

- Peningkatan 

keterampilan 

songket 

(cukit/tenun) 

3 Sentra 2.328.960.000,00 
  

1 230.760.000,00  0,60                151.362.400,00  59,81 65,59 0,60         151.362.400,00  19,94 6,50 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 73,26 82,01 
 

  18,64 12,09 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR SR 
 

 

2 

2.01.07.

1.02.11.

01.17. 

Program Peningkatan 

Kemampuan Teknologi 

Industri 

Persentase 

IKM yang 

menerapkan 
teknologi 

dalam proses 

produksi 

55 Persen 1.526.275.000,00 
  

42 250.000.000,00  35,25                209.851.100,00  83,9 83,94 35,25         209.851.100,00  64,10 13,75 

Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

  

2.01.07.

1.02.11.

01.17.0

1. 

Pelatihan Alih Teknologi 

Industri Kecil 

Jumlah  IK  

yang dilatih 

(pelatihan 

pengolahan 

makanan,Kegi
atan P2WKSS) 

105 IK 1.526.275.000,00 
  

15 250.000.000,00  12,59                209.851.100,00  83,9 83,94 12,59         209.851.100,00  11,99 13,75 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

 

      

Jumlah IK 

yang 

mengikuti 

magang (Batik 

dan Aneka 

anyaman) 

60 IK   
  

10   
 

  
   

  
   

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 83,9 83,9 
 

  12,0 13,7 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
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  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              676.470.600,00                   553.850.200,00                 

G   Urusan Transmigrasi  

1 

2.01.08.

1.02.01.

01.18. 

Program Pembinaan 
Transmigrasi 

Lokasi KTM 
yang dibina 

100,00 Persen 1.098.738.000,00                60  130.000.000,00  43,99                  91.597.800,00  73,31 70,46 43,99           91.597.800,00  43,99 8,34 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Tranmigrasi 

 

  

2.01.08.
1.02.01.

01.18.0

1. 

Fasilitasi pengembangan 
masyarakat satuan 

permukiman (fasilitasi 

KTM) 

Jumlah 

Dokumen 
2 Dok 1.098.738.000,00                  2  130.000.000,00  1,29                  91.597.800,00  64,54 70,46 1,29           91.597.800,00  64,54 8,34 

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Tranmigrasi 

 

      
Peserta 

Sosialisasi 
200 Peserta 

 
    

         

200  
  

 
  

   
  

   
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 64,54 70,46 
 

  64,54 8,34 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              130.000.000,00                     91.597.800,00                 

H   Urusan Pertanahan  

1 

1.02.04.

1.01.04.

01.16. 

Program 

penataan,Penguasaan,Pemi

likan penggunaan dan 
pemanfaatan Tanah 

Persentase 

tanah 

pemerintah 

yang memiliki 
dokumen 

pertanahan 

75 Persen 40.000.000.000,00 
  

60 3.535.000.000,00  109,37             6.447.538.600,00  182,29 182,39 109,37      6.447.538.600,00  145,83 16,12 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 
Kawasan 

 

  

1.02.04.

1.01.04.

01.16.0

1. 

Pengadaan Tanah Luasan tanah  2 Ha 36.000.000.000,00 
  

2 3.150.000.000,00  4,09             6.447.538.600,00  204,72 204,68 4,09      6.447.538.600,00  204,72 17,91 

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.02.04.

1.01.04.
01.16.0

2. 

Penyelesaian sengketa 
tanah garapan 

Jumlah 

Penyelesaian 

Sengketa 

80 Kasus 1.300.000.000,00 
  

5 285.000.000,00  
 

  
   

  
  

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 
Permukinan 

Kawasan 

 

  

1.02.04.

1.01.04.

01.16.0

4. 

Fasilitasi Perumusan 

kebujakan bidang 
pertanahan 

Jumlah 

Kebijakan 
yang disusun 

2 Kebijakan 250.000.000,00 
  

1 100.000.000,00  
 

  
   

  
  

Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Permukinan 

Kawasan 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 68,24 68,23 
 

  68,24 5,97 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  S SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            3.535.000.000,00                6.447.538.600,00                 

  3.01. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  

A   Urusan Pengawasan  
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1 

3.01.01.

3.01.01.

01.20. 

Program peningkatan 
sistem pengawasan 

internal dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

KDH 

Persentase 

Temuan Hasil 

Pemeriksaan 

yang 
ditindaklanjut

i 

84,75 Persen 9.543.708.300,00 
  

82,50 1.402.500.000,00  75,74             1.370.043.830,00  91,81 97,69 75,74      1.370.043.830,00  89,37 14,36 
Inspektorat 

Daerah 
 

  

3.01.01.

3.01.01.
01.20.0

1. 

Kegiatan Fasilitasi dan 

Monitoring Percepatan 
Penyelesaian Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

Persentase 

Temuan hasill 

pemeriksaan 

BPK yang 

ditindaklajuti 

85 Persen 1.556.800.500,00 
  

83,00 200.000.000,00  79,41                190.255.570,00  95,68 95,13 79,41         190.255.570,00  93,42 12,22 
Inspektorat 

Daerah 
 

  
 

  

Persentase 

SKPD yang 
menindaklanj

uti temuan 

BPK setiap 

tahun 

100 Persen   
  

100,00 
  

  
       

 

  
 

  

Persentase 

SKPD yang 

menindaklajut

i temuan 
pengawas 

internal setiap 

tahun 

100 Persen   
  

100,00 
          

 

      

Persentase 

temuan 

pengawas 

internal yang 

ditindaklanjut
i 

84,5 Persen   
  

82,00   
 

  
   

  
   

 

  

3.01.01.

3.01.01.
01.20.0

2. 

Kegiatan Pelaksanaan 

Pembinaan dan 
Pengawasan Internal 

Secara Berkala 

Persentase 

objek 

pemeriksaan 

yang diaudit 

secara reguler  

100 Persen 2.953.036.870,00 
  

100 423.000.000,00  102,55                434.278.450,00  102,55 102,67 102,55         434.278.450,00  102,55 14,71 
Inspektorat 

Daerah 
 

  
 

  

Jumlah 

pengawasan 
dan 

pembinaan 

pada 

penyelenggar

an 

pemerintahan 

desa 

110 Desa   
  

110   
 

  
   

  
   

 

  
 

  

Persentase 
SKPD yang 

dilakukan 

Stock dan 

cash opname 

100 Persen   
  

100   
         

 

      

Jumlah audit 

dengan tujuan 

tertentu yang 

dilaksanakan 

5 Audit   
  

5   
 

  
   

  
   

 

  

3.01.01.

3.01.01.

01.20.0

3. 

Kegiatan Sosialisasi dan 

Pembinaan SPIP 

Persentase 
SKPD yang 

dilakukan 

pembinaan 

SPIP 

100 Persen 579.984.500,00 
  

100 95.000.000,00  174,69                165.767.150,00  174,69 174,49 174,69         165.767.150,00  174,69 28,58 
Inspektorat 

Daerah 
 

  

3.01.01.

3.01.01.

01.20.0

5. 

Kegiatan Pemantauan dan 

Evaluasi LHKPN dan 

LHKASN 

Jumlah wajib 

lapor yang 

menyampaika

n LHKPN 

100 Persen 549.459.000,00 
  

100 90.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - 
Inspektorat 

Daerah 
 

      

Jumlah wajib 
lapor yang 

menyampaika

n LHKASN 

0,90 Persen   
  

65   
 

  
   

  
   

 

  

3.01.01.

3.01.01.

01.20.0

7. 

Kegiatan Evaluasi dan 

Reviu perencanaan, 

akuntabilitas dan 

pelaporan 

Jumlah AKIP 
SKPD yang 

dievaluasi 

100 Persen 1.216.746.430,00 
  

20 150.000.000,00  21,28                158.220.900,00  106,38 105,48 21,28         158.220.900,00  21,28 13,00 
Inspektorat 

Daerah 
 

      

Jumlah 

laporan Reviu 

AKIP 

1 Laporan   
  

1   
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Jumlah 

dokumen 

perencanaan 

yang direviu 

2 Dokumen   
  

2   
         

 

  
 

  

Jumlah 
laporan Reviu  

laporan 

keuangan 

1 Laporan   
  

1   
         

 

  
 

  

Persentase 

SKPD yang 

dilakukan 

reviu RKA 

100 Persen   
  

35   
         

 

  
 

  
Jumlah LPPD 

yang direviu 
1 LPPD   

  
1   

         
 

  
 

  

Jumlah 

Dokumen 

Laporan 
Reviw PBJ 

4 Dokumen   
  

4   
         

 

      

Nilai Evaluasi 

AKIP 

Inspektorat 

A Nilai   
  

B   
 

  
   

  
   

 

  

3.01.01.

3.01.01.

01.20.0
8. 

Kegiatan Pemeriksaan 

Kasus Pengaduan 

Masyarakat 

Persentase 

kasus-kasus 
pengaduan 

masyarakat 

yang  

ditindaklanjut

i 

100 Persen 915.765.000,00 
  

100 100.000.000,00  68,85                  69.021.110,00  68,85 69,02 68,85           69.021.110,00  68,85 7,54 
Inspektorat 

Daerah 
 

  

3.01.01.

3.01.01.
01.20.1

1. 

Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan Liar Kabupaten 

  5 
 

1.722.500.000,00 
  

1 344.500.000,00  0,77                262.500.650,00  77,20 76,20 0,77         262.500.650,00  15,44 15,24 
Inspektorat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 89,33 89,00 
 

  68,03 13,04 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S SR 
 

 

2 

3.01.01.

3.01.01.

01.21. 

Program Peningkatan 
Profesionalisme tenaga 

pemeriksa dan aparatur 

pengawasan 

Tingkat 

tercapainya 
peningkatan 

capacity 

building SDM 

APIP 

100 Persen 3.619.657.000,00 
  

100 650.000.000,00  46,96                330.247.053,00  46,96 50,81 46,96         330.247.053,00  46,96 9,12 
Inspektorat 

Daerah 
 

  

3.01.01.

3.01.01.
01.21.0

1. 

Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan  Teknis dan 

Fungional APIP 

Jumlah APIP 

yang 

mengikuti 
pendidian dan 

pelatihan 

Teknis  

35 Aparatur 2.991.499.000,00 
  

35 490.000.000,00  12,35                184.647.974,00  35,28 37,68 12,35         184.647.974,00  35,28 6,17 
Inspektorat 

Daerah 
 

      

Jumlah APIP 

yang 

mengikuti 

pendidian dan 

pelatihan 
Fungsional 

APIP 

4 Aparatur   
  

4   
 

  
   

  
   

 

  

3.01.01.

3.01.01.

01.21.0

2. 

Kegiatan Pelatihan Kantor 

Sendiri 

Jumlah APIP 

yang 

mengikuti 

Pelatihan 

Kantor 

Sendiri 

35 Aparatur 628.158.000,00 
  

35 160.000.000,00  31,85                145.599.079,00  91,00 91,00 31,85         145.599.079,00  91,00 23,18 
Inspektorat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 63,14 64,34 
 

  63,14 14,68 
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  Predikat Kinerja S S 
 

  S SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM              650.000.000,00                1.700.290.883,00  
   

         

B   Urusan Perencanaan  

1 

3.01.02.

3.01.02.

01.15. 

Program Pengembangan 

data/informasi 

%  
Penyediaan 

Data 

Pembangunan 

100 Persen 4.090.000.000,00 
  

100 528.575.000,00  106,15                553.338.450,00  106,15 104,68 106,15         553.338.450,00  106,15 13,53 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.15.0

1. 

Penyusunan Profil 

Pembangunan Daerah 
Buku 5 Buku 910.000.000,00 

  
5 198.000.000,00  4,97                196.862.300,00  99,43 99,43 4,97         196.862.300,00  99,43 21,63 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.15.0

2. 

Penyusunan dan 

Penghimpunan 
data/informasi  dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

Dokumen 

data dan 

Informasi 

Pembangunan 

5 Dokumen 1.950.000.000,00 
  

1 145.425.000,00  0,82                118.164.450,00  82,33 81,25 0,82         118.164.450,00  16,47 6,06 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.15.0

3. 

Pengembangan Sistem 
Informasi Perencanaan 

Pembangunan 

Aplikasi 

perencanaan 
4 Aplikasi 1.230.000.000,00 

  
1 185.150.000,00  1,29                238.311.700,00  128,71 128,71 1,29         238.311.700,00  32,18 19,37 Bappeda  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 103,49 103,13 
 

  49,36 15,69 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

2 

3.01.02.

3.01.02.

01.18. 

Program Perencanaan 

Pengembangan Wilayah 

Strategis dan cepat tumbuh 

Dok 

Perencanaan 

Wilayah 

Strategis 

11 Dokumen 2.660.000.000,00 
  

11 984.505.000,00 12,17             1.094.234.760,00  110,66 111,15 12,17      1.094.234.760,00  110,66 41,14 Bappeda  

  

3.01.02.
3.01.02.

01.18.0

1. 

Fasilitasi Perencanaan dan  

Pengedalian RPI2JM 

Dokumen 

RPI2JM 
5 Dokumen 1.020.000.000,00 

  
5 184.505.000,00 5,89                219.123.480,00  117,75 118,76 5,89         219.123.480,00  117,75 21,48 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.18.0

2. 

Studi Kelayakan 
Pembangunan 

Infrastruktur 

Dokumen FS 6 Dokumen 1.640.000.000,00 
  

6 800.000.000,00 6,54                875.111.280,00  109,02 109,39 6,54         875.111.280,00  109,02 53,36 Bappeda  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 113,38 114,08 
 

  113,38 37,42 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

3 

3.01.02.

3.01.02.

01.21. 

Program  perencanaan 

pembangunan daerah 

Persentase 

Tingkat 

Aspirasi 

Masyarakat 
melalui 

musrenbang 

yang 

terakomodir 

dalam 

dokumen 

penganggaran  

33 Persen 6.684.600.000,00 
  

100 896.754.400,00  85,95                767.661.922,00  85,95 85,60 85,95         767.661.922,00  260,46 11,48 Bappeda  

  

3.01.02.
3.01.02.

01.21.0

1. 

Pelaksanaan Musrenbang 

RKPD 

Dok Hasil 

Musrenbang 
5 Dokumen 1.698.000.000,00 

  
1 253.187.400,00  1,11                270.181.500,00  111,08 106,71 1,11         270.181.500,00  22,22 15,91 Bappeda  
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3.01.02.

3.01.02.

01.21.0

2. 

Penyusunan rancangan 
RKPD dan RKPD 

Perubahan 

Dok KUA 
PPAS & KUPA 

PPASP 

20 Dokumen 1.590.500.000,00 
  

4 200.000.000,00  2,95                147.301.100,00  73,65 73,65 2,95         147.301.100,00  14,73 9,26 Bappeda  

  

3.01.02.
3.01.02.

01.21.0

3. 

Penyusunan rancangan 

KUA PPAS dan KUA PPAS 

Perubahan 

Dokumen 

RKPD & 

RKPD-P 

2 Dokumen 1.283.100.000,00 
  

2 139.192.000,00  1,36                  94.387.472,00  67,81 67,81 1,36           94.387.472,00  67,81 7,36 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.
01.21.0

4. 

Penyusunan Rancangan 

Revisi Dokumen 

Perencanaan Daerah 

Dokumen 

Rancangan 

Revisi RPJPD 

1 Dokumen 310.000.000,00 
  

1 304.375.000,00  0,85                255.791.850,00  85,33 84,04 0,85         255.791.850,00  85,33 82,51 Bappeda  

  

Dokumen 

Rancangan 

Revisi RPJMD 

1 Dokumen   
  

1   
 

  
   

  
   

 

  

Dokumen 

Rancangan 

Revisi  RTRW 

1 Dokumen 0,00 
  

-   
 

  
   

  
   

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 84,47 83,05 
 

  47,52 28,76 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

4 

3.01.02.

3.01.02.

01.22. 

Program  perencanaan 

pembangunan ekonomi 

% 

Perencanaan 

ekonomi yang 

ditindaklanjut
i 

33 Persen 2.017.000.000,00 
  

22 443.820.000,00  16,26                320.763.680,00  73,90 72,27 16,26         320.763.680,00  49,26 15,90 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.22.0

1. 

fasilitasi Perencanaan 

pembangunan bidang 

perekonomian 

Jlh Dokumen 

kebijakan 

ekonomi 

daerah 

7 Dokumen 917.000.000,00 
  

1 100.290.000,00  0,65                  65.621.170,00  64,58 65,43 0,65           65.621.170,00  9,23 7,16 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.22.0

2. 

Penyusunan Grand Desain 

& Road Map 

Pengembangan Ekonomi 

Daerah 

Dokumen 

Grand Desain 

& Road Map 

ekonomi 
daerah 

1 Dokumen 350.000.000,00 
  

1 170.000.000,00  0,94                160.428.000,00  94,37 94,37 0,94         160.428.000,00  94,37 45,84 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.22.0

5. 

Fasilitas Forum CSR Nilai CSR 2 milyar 2.090.000.000,00 
  

0,5 173.530.000,00  0,24                  94.714.510,00  48,57 54,58 0,24           94.714.510,00  12,14 4,53 Bappeda  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 69,18 71,46 
 

  38,58 19,17 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

5 
3.01.02.
3.01.02.

01.23. 

Program  perencanaan 

sosial budaya 

% 

Perencanaan 

sosial budaya 

yang 

ditindaklanjut

i 

33 Persen 3.825.000.000,00 
  

24 561.790.000,00  23,39                549.777.006,00  97,44 97,86 23,39         549.777.006,00  70,87 14,37 Bappeda  

  

3.01.02.
3.01.02.

01.23.0

1. 

Sinkronisasi perencanaan 

bidang Sosial Budaya 

Dok 

Perencanaan 

Sosbud 

5 Dokumen 875.000.000,00 
  

1 143.515.000,00  0,91                132.492.400,00  90,79 92,32 0,91         132.492.400,00  18,16 15,14 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.23.0

2. 

Fasilitasi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah 

(TKPKD) 

Dokumen 

Penanggulang

an 

Kemiskinan 

10 Dokumen 1.700.000.000,00 
  

2 276.795.000,00  1,80                260.348.706,00  89,97 94,06 1,80         260.348.706,00  17,99 15,31 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.
01.23.0

3. 

Fasilitasi perencanaan kota 
sehat dan kota layak anak 

Dokumen 

Perencanaan 
Kota Sehat & 

Layak anak 

10 Dokumen 1.250.000.000,00 
  

2 141.480.000,00  2,22                156.935.900,00  110,92 110,92 2,22         156.935.900,00  22,18 12,55 Bappeda  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 97,23 99,10 
 

  19,45 14,34 
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  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

6 
3.01.02.
3.01.02.

01.24. 

Program Perencanaan 

Wilayah dan SDA 

Dokumen 

perencanaan 

Tata Ruang 

yang 

ditindaklanjut
i 

26 Dokumen 9.385.000.000,00 
  

4 626.070.000,00  3,21                520.065.540,00  80,16 83,07 3,21         520.065.540,00  12,33 5,54 Bappeda  

  

3.01.02.
3.01.02.

01.24.0

2. 

Fasilitasi perencanaan 

bidang fisik dan prasarana 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang Fisfra 

5 Dokumen 710.000.000,00 
  

1 84.900.000,00  0,95                  85.254.230,00  94,56 100,42 0,95           85.254.230,00  18,91 12,01 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.24.0

3. 

Fasilitasi perencanaan 

dampak lingkungan 

Dokumen 

pengendalian 

dampak 

lingkungan 

3 Dokumen 605.000.000,00 
  

1 66.075.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.
01.24.0

4. 

Fasilitasi Perencanaan 

Percepatan Pembangunan 
Sanitasi Permukiman dan 

Air Minum 

Dokumen 
rencana 

percepatan 

pembangunan 

sanitasi 

pemukiman 

6 Dokumen 845.000.000,00 
  

2 252.700.000,00  1,61                205.660.717,00  80,55 81,39 1,61         205.660.717,00  26,85 24,34 Bappeda  

  

Dokumen 

rencana 

pengembanga
n Penyediaan 

Air Minum 

5 Dokumen 740.000.000,00 
   

  
 

  
   

  
   

 

  

3.01.02.

3.01.02.

01.24.0

6. 

Fasilitasi Penataan Ruang 

Daerah 

Rekomendasi 

Teknis RTRW 
135 

Rekomen

dasi 
1.680.000.000,00 

  
20 222.395.000,00  27,81                309.441.636,00  139,05 139,14 27,81         309.441.636,00  20,60 18,42 Bappeda  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 78,54 80,24 
 

  16,59 13,69 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  SR SR 
 

 

7 

3.01.02.

3.01.02.

01.25. 

Program Pengendalian 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

% 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

sesuai dengan 

Dok 
perencanaan 

100 Persen 2.646.000.000,00 
  

100 343.700.000,00  86,22 291.766.342,00 86,22 84,89 86,22         291.766.342,00  86,22 11,03 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.

01.25.0

1. 

Fasilitasi penyusunan 

laporan keterangan 

pertanggungjawaban 

(LKPJ) 

Dokumen 

LKPJ 
12 Dokumen 935.000.000,00 

  
1 90.000.000,00  1,08 95.813.800,00 108,12 106,46 1,08           95.813.800,00  9,01 10,25 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.
01.25.0

2. 

Monitoring, Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan 

daerah 

Dok evaluasi 

RPJMD 
1 Dokumen 

1.711.000.000,00 

  
2 253.700.000,00  1,55 195.952.542,00 77,73 77,24 1,55         195.952.542,00  155,46 11,45 Bappeda  

  
Dok Evaluasi 

RTRW 
1 Dokumen 

  
1   

     
  

   
 

  
Dok Evaluasi 

RKPD 
5 Dokumen 

  
1   

         
 

  
Dok Monev 

DAK 
5 Dokumen 

  
1   

         
 

  
Dok Monev 

TP 
5 Dokumen 

  
1   

         
 

  
Dok Monev 

APBD 
5 Dokumen 

  
1   
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  Rata-rata capaian kinerja(%) 92,92 145,08 
 

  86,74 15,97 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

8 

3.01.02.

3.01.02.
01.26. 

Program Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 
Perencana 

% Aparatur 

Perencana 

memahami 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

100 Persen 6.850.000.000,00 
  

20 111.808.000,00  18,34                113.572.000,00  91,72 101,58 18,34         113.572.000,00  18,34 1,66 Bappeda  

  

3.01.02.

3.01.02.
01.26.0

1. 

Pelatihan Aparatur 
Perencana Daerah 

Jlh Aparatur 

SKPD yang 
mengikuti 

diklat 

75 Aparatur 6.850.000.000,00 
  

75 111.808.000,00  71,29                113.572.000,00  95,05 101,58 71,29         113.572.000,00  95,05 1,66 Bappeda  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 95,05 101,58 
 

  95,05 1,66 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            4.497.022.400,00                4.211.179.700,00                 

C   Urusan Keuangan  

1 

3.01.03.

3.01.03.

01.17. 

Program peningkatan dan 

Pengembangan 

pengelolaan keuangan 
daerah 

Opini BPK  100 Persen 39.994.253.593,75 
  

100 12.562.468.000,00  78,30           11.459.199.858,00  78,30 91,22 78,30    11.459.199.858,00  78,30 28,65 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.0
1. 

Kegiatan Penyusunan 

Rencana Pendapatan 

Daerah 

Dokumen 

Penyusunan 

Rencana 

Pendapatan 

Daerah  

2 Dokumen 1.159.969.000,00 
  

100 181.300.000,00  30,18                186.799.000,00  30,18 103,03 30,18         186.799.000,00  1.508,94 16,10 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.0

3. 

Monitoring, Evaluasi dan 

Rekonsiliasi Pendapatan 
Daerah 

Dokumen 

Monev dan 

Rekonsiliasi 
Pendapatan 

Daerah   

2 Dokumen 1.519.548.593,75 
  

100 320.225.000,00  17,20                310.665.000,00  17,20 97,01 17,20         310.665.000,00  859,80 20,44 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.0

5. 

Fasilitasi Penyusunan 

Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 

Buku APBD  2 Buku 2.850.000.000,00 
  

100 545.591.500,00  73,77                495.281.794,00  73,77 90,78 73,77         495.281.794,00  3.688,26 17,38 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.0
6. 

Penyusunan Laporan 

Akuntansi Wilayah Tugas 

Pembantuan 

Buku 

Akuntasi TP 
1 Buku 938.967.000,00 

  
100 156.863.000,00  25,41                101.522.000,00  25,41 64,72 25,41         101.522.000,00  2.541,27 10,81 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.0
7. 

Rekonsiliasi Penyerapan 

Dana Transfer Dari 

Pemerintah Pusat ke 

Daerah dan Evaluasi 

Penyerapan Anggaran 

Dokeumen 

Rekonsiliasi 

tranfer 

1 Dokumen 1.550.000.000,00 
  

100 280.012.000,00  44,62                321.210.520,00  44,62 114,71 44,62         321.210.520,00  4.462,09 20,72 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.0
8. 

Penatausahaan keuangan 

daerah 

Persentase 

pertanggungja

waban 
keuangan 

100 Persen 2.321.505.000,00 
  

100 426.305.000,00  69,88                408.703.590,00  69,88 95,87 69,88         408.703.590,00  69,88 17,61 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.0

9. 

Pengembangan Sistem 

Informasi Pengelolaan 
Keungan Daerah 

Sistem 

aplikasi yang 

dikembangka

n 

1 Aplikasi 1.550.000.000,00 
  

100 602.825.000,00  30,75                591.803.123,00  30,75 98,17 30,75         591.803.123,00  3.075,01 38,18 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.
01.17.1

0. 

Fasilitasi implementasi 

paket regulasi pengelolaan 

keuangan daerah 

Jumlah SKPD 

yang 

memahami 
regulasi 

keuangan 

daerah 

38 OPD 1.795.774.000,00 
  

100 329.250.000,00  6,57                310.291.340,00  6,57 94,24 6,57         310.291.340,00  17,28 17,28 
Badan Keuangan 

Daerah 
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3.01.03.

3.01.03.

01.17.1

1. 

Pengelolaan Web-Based 
Reporting System (WBRS) 

DAK 

Dokumen 

WBRS 
1 Dokumen 913.300.000,00 

  
100 166.815.500,00  46,36                150.969.741,00  46,36 90,50 46,36         150.969.741,00  4.636,19 16,53 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.
3.01.03.

01.17.1

2. 

Penyusunan Standar Biaya 
Buku Standar 

Biaya 
1 Buku 968.057.000,00 

  
100 145.000.000,00  39,85                151.292.100,00  39,85 104,34 39,85         151.292.100,00  3.985,33 15,63 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.1

3. 

Tuntutan Perbendaharaan 

dan Tuntutan Ganti Rugi 

Jumlah 
Penyelesaian 

Kasus TPGR 

1 Kasus 958.613.000,00 
  

100 165.000.000,00  23,92                  74.906.900,00  23,92 45,40 23,92           74.906.900,00  2.391,69 7,81 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.
01.17.1

4. 

Fasilitasi Sistem 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Desa yang 
difasilitasi 

113 Desa 1.500.000.000,00 
  

100 456.105.000,00  37,89                313.603.000,00  37,89 68,76 37,89         313.603.000,00  34 20,91 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.2

0. 

Pengadaan tanah 

Persentase 

Pengadaan 
Tanah 

100 Persen 6.447.045.000,00 
  

100 6.447.045.000,00  97,56             6.289.827.876,00  97,56 97,56 97,56      6.289.827.876,00  97,56 97,56 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.2
1. 

Penyusunan rancangan 

peraturan KDH tentang 

Penjabaran APBD 

Buku Perbup 

APBD 
1 Buku 3.770.000.000,00 

  
100 825.150.000,00  51,44                749.956.400,00  51,44 90,89 51,44         749.956.400,00  5.143,64 19,89 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.2

2. 

Penyusunan rancangan 

peraturan KDH tentang 

Perda  APBD 

Buku Perda 

APBD 
1 Buku 2.870.000.000,00 

  
100 510.195.000,00  34,01                416.069.270,00  34,01 81,55 34,01         416.069.270,00  3.400,84 14,50 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.17.2

3. 

Penyusunan rancangan 

peraturan KDH tentang 

Perda  Perubahan APBD 

Buku Perda  

APBD-P 
1 Buku 1.270.000.000,00 

  
100 237.850.000,00  50,31                211.450.000,00  50,31 88,90 50,31         211.450.000,00  5.031,42 16,65 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.
3.01.03.

01.17.2

4. 

Penyusunan rancangan 
peraturan KDH tentang 

Penjabaran APBD 

Perubahan 

Buku Perbup 

APBD-P 
1 Buku 2.040.000.000,00 

  
100 405.666.050,00  24,54                374.748.204,00  24,54 92,38 24,54         374.748.204,00  2.453,80 18,37 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 41,43 89,34 
 

  2.552,74 22,73 
 

 

  Predikat Kinerja SR T 
 

  T SR 
 

 

2 

3.01.03.

3.01.03.

01.28. 

Program Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Nilai PAD 100 Persen 13.863.970.635,50 
  

100 2.916.770.000,00  97,20             4.026.712.849,00  97,20 138,05 97,20      4.026.712.849,00  97,20 29,04 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.
3.01.03.

01.28.0

1. 

Observasi dan Pendapatan 

Objek Pajak dan Retribusi 

Daerah 

Data Potensi 

Pendapatan 

Asli  Daerah  

1 Dokumen 54.470.000,00 
  

1 52.000.000,00  1,20                  67.900.000,00  120,19 130,58 1,20           67.900.000,00  120,19 124,66 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.0

3. 

Pemutakhiran Data Wajib 

Pajak Daerah 

Jumlah Data 
Wajib Pajak 

(WP) Daerah 

365 WP 250.238.291,00 
  

210 78.000.000,00  198,06                  94.787.000,00  94,31 121,52 198,06           94.787.000,00  54,26 37,88 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.0

4. 

Penerbitan dan 

Pendistribusian Dokumen 
Surat Ketetapan 

Pajak/Retribusi (SKP/SKR) 

Daerah 

Jumlah SPPT 

PBB  dan 

SKPD serta 

SKRD  

113.023 OP 1.221.122.695,00 
  

109.917 506.500.000,00  58.519,59                391.159.431,00  53,24 77,23 58.519,59         391.159.431,00  51,78 32,03 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

        6.677 SKPD   
   

  
 

  
   

  
   

 

        12.142 SKRD   
   

  
 

  
   

  
   

 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.0

5. 

Pembinaan dan 

Penyuluhan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

Jumlah WP 

dan WR yang 

Dibina  

6.442 WP 1.771.153.516,00 
  

15.723 275.620.000,00  10.416,04                184.416.000,00  66,25 66,91 10.416,04         184.416.000,00  161,69 10,41 
Badan Keuangan 

Daerah 
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        11.038 WR   
   

  -                                     -    
   

  
   

 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.0

6. 

Penagihan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

Persentase 

Realisasi 

Penagihan 

Pajak dan 

Retribusi 
Daerah  

100 Persen 360.570.000,00 
  

100 317.000.000,00  90,99                313.245.300,00  90,99 98,82 90,99         313.245.300,00  90,99 86,88 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.0
7. 

Monitoring dan Pertiban 

Reklame 

Persentase 
Penurunan 

Tingkat 

Pelanggaran 

Reklame  

10 Persen 913.922.656,10 
  

35 85.700.000,00  15,92                  51.573.168,00  45,49 60,18 15,92           51.573.168,00  159,21 5,64 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.0
8. 

Pengadaan Papan Media 

Reklame 

Jumlah Media  

Reklame 
16 

 
1.089.021.372,00 

  
100 150.000.000,00  95,44                145.415.000,00  95,44 96,94 95,44         145.415.000,00  596,52 13,35 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.
01.28.0

9. 

Penyusunan Zona Nilai 

Tanah dan Nilai Indikasi 

Rata-rata (ZNT/NIR) 

Jumlah Peta 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

(SIG) PBB-P2 

dan Analisa 

ZNT/ NIR 

1 
 

1.589.582.330,00 
  

1 841.600.000,00  1,10             1.013.762.350,00  110,11 120,46 1,10      1.013.762.350,00  110,11 63,78 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.1

0. 

Pemutakhiran Basis Data 

dan Pendataan Pajak PBB-

P2 

Jumlah Objek 
Pajak Desa/ 

Kelurahan 

yang Terdata 

secara Valid 

110 
 

1.462.361.789,00 
  

100 825.000.000,00  31,70                366.638.300,00  31,70 44,44 31,70         366.638.300,00  28,82 25,07 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.1

1. 

Verifikasi Lapangan 

Subjek/Objek Pajak PBB 

dan BPHTB 

Jumlah Objek 

Pajak PBB dan 

BPHTB yang 

Diverifikasi  

50 
OP PBB 

Potensial 
76.863.700,00 

  
100 285.100.000,00  136,22                220.695.000,00  136,22 77,41 136,22         220.695.000,00  272,44 287,13 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

        100 
OP PBB 

Insidentil 
  

   
  

 
  

   
  

   
 

        50 OP BPHTB   
   

  
 

  
   

  
   

 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.1
2. 

Validasi dan Penghapusan 

Piutang PBB-P2 

Jumlah 

Penghapusan  

Piutang PBB-
P2 

24 Desa/Kel 649.270.812,50 
  

100 307.990.000,00  21,24                288.775.000,00  21,24 93,76 21,24         288.775.000,00  88,50 44,48 
Badan Keuangan 

Daerah 
 

  

3.01.03.

3.01.03.

01.28.1

3. 

Penyelesaian Sengketa dan 

Keberatan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

Jumlah 

Sengketa dan 

Keberatan 

Pajak Daerah 

dan Retribusi 

Daerah yang 
Diselesaikan  

5 
OP 

Sengketa 
413.334.344,00 

  
55 49.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - 

Badan Keuangan 

Daerah 
 

      30 
OP 

Keberatan 
  

   
  

 
  

   
  

   
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 72,10 82,35 
 

  144,54 60,94 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  T S 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM          15.479.238.000,00              15.485.912.707,00                 

D   Urusan Kepegawaian  
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1 

3.01.04.

3.01.04.

01.17. 

Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 

persentase 

jumlah 

pembinaan 

dan 
pengembanga

n aparatur 

58,90 Persen 5.108.243.000,00 
  

12 2.547.175.400,00  
 

       BKPSDMD  

  

3.01.04.

3.01.04.

01.17.0

1. 

Seleksi penerimaan calon 

PNSD 

Jumlah CPNSD 

yang 

dinyatakan 

lulus sesuai 

latar belang 

pendidikan 

600 CPNSD 7.500.000.000,00 
  

120 1.110.850.000,00  112,31             1.081.053.423,00  93,59 97,32 112,31      1.081.053.423,00  18,72 14,41 BKPSDMD  

    

Penetaan sistem 

administrasi dalam 

pemindahan dan 
penempatan PNS sesuai 

dengan kompetensi yang 

dibutuhkan 

Jumlah proses 
administrasi 

mutasi 

pegawai antar 

daerah 

provinsi/kabu

paten serta 

mutasi dalam 
daerah 

632 PNS 234.999.600 
  

158 58.749.900 -                                     -    - - -                              -    - - BKPSDMD  

  

3.01.04.

3.01.04.

01.17.0

5. 

Pengelolaan kenaikan 

pangkat (KP) PNS 

Jumlah PNS 

yang 

memenuhi 

syarat 

kenaikan 

pangkat 

4586 PNS 832.000.000,00 
 

151.6

65.70
0 

900 160.000.000,00  
 

  - - -         151.665.700,00  - 18,23 BKPSDMD  

  

3.01.04.
3.01.04.

01.17.0

7. 

Pelaksanaan Seleksi 

jabatan struktural 

Jumlah 

pemangku 
jabatan sesuai 

kompetensi 

yang telah 

ditetapkan 

160 PNS 1.100.000.000,00 
 

428.8

13.64

7 

20 170.000.000,00  -                  13.818.782,00  - 8,13 -         442.632.429,00  - 40,24 BKPSDMD  

  

3.01.04.
3.01.04.

01.17.0

8. 

penatausahaan jabatan 

fungsional 

Jumlah data 

jabatan 

fungsional 
PNS 

dilingkungan 

pemerintah 

kabupaten 

batang hari 

4075 PNS 809.513.400,00 
 

87.55

7.000 
800 84.145.000,00  -                    2.810.000,00  - 3,34 -           90.367.000,00  - 11,16 BKPSDMD  

  

3.01.04.

3.01.04.

01.17.0
9. 

Pelaksanaan Proses Mutasi 

Pensiun 

Jumlah PNS 

yang pensiun 
970 PNS 585.104.000,00 

 

106.8

62.98

0 

140 102.636.000,00  -                    7.392.000,00  - 7,20 -         114.254.980,00  - 19,53 BKPSDMD  

  

3.01.04.

3.01.04.

01.17.1

0. 

Review SKP 

Jumlah 

capaian 

kinerja PNS 

28620 PNS 300.000.000,00 
 

48.37

5.000 
5.144 43.275.000,00  -                      700.000,00  - 1,62 -           49.075.000,00  - 16,36 BKPSDMD  

    
Koordinasi dan fasilitasi 

organisasi Profesi ASN 

Jumlah 

Organisasi 

Profesi ASN 

yang 
difasilitasi 

dan 

dikoordinasi 

0 
 

150.000.000 
 

- - 30.000.000 - 6.760.000,00 - 22,53 - 6.760.000,00 - 4,51 
 

 

  

3.01.04.

3.01.04.

01.17.1

4. 

Implementasi Gerakan 

Revolusi Mental 

Jumlah PNS 

yang di Bina 
150 PNS 1.400.000.000,00 

 

357.0
03.96

2 

50 500.000.000,00  -                                     -    - - -         357.003.962,00  - 25,50 BKPSDMD  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 
   

  
   

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  SR SR 
 

 

2 

3.01.04.

3.01.04.

01.18. 

Program Penyusunan Data 

Pegawai 

persentase 

jumlah sistem 

data dan 

informasi 
kepegawaian 

yang terkelola 

100 Persen 1.807.710.000,00 
  

100 268.050.000,00  84,20                225.699.500,00  84,20 84,20 84,20         225.699.500,00  84,20 12,49 BKPSDMD  
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3.01.04.

3.01.04.

01.18.0

1. 

Validasi Data Kepegawaian 

Persentase 

Meningkatnya 

Keakuratan 

Data PNS  

99,2 persen 347.783.000 
 

68.83

1.486 
98,7                              64.133.000  -                    8.550.000,00  - 13,33 -           77.381.486,00  - 22,25 BKPSDMD  

  

3.01.04.
3.01.04.

01.18.0

2. 

Penataan dan Pengelolaan 

File Perorangan Pegawai 

Negeri 

Persentase 
Dokumen 

Penataan File 

Pegawai 

99 persen 714.736.000 
 

160.1

83.50

0 

98                            130.580.000  -                                     -    - - -         160.183.500,00  - 22,41 BKPSDMD  

  

3.01.04.
3.01.04.

01.18.0

3. 

Penyusunan dan pemetaan 

formasi PNS 

Persentase 

Dokumen 

Hasil 

Pemetaan 

Pegawai 

99 persen 745.191.000 
 

154.0

40.00

0 

98                            111.467.000  -                  13.606.343,00  - 12,21 -         167.646.343,00  - 22,50 BKPSDMD  

  

3.01.04.

3.01.04.

01.17.0

2. 

Optimalisasi Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Kominikasi, Teknologi 

informasi dan media masa 

Jumlah 
informasi 

kepegawaian 

dan publikasi 

kegiatan 

berbasis WEB 

500 berita 566.005.000 
 

70.01

3.000 
100                            113.201.000  -                                     -    - - -           70.013.000,00  - 12,37 BKPSDMD  

    

Fasilitasi pengadaan dan 

pengelolaan kartu pegawai 

elektronik 

Jumlah 

ketersediaan 

dan 
kepemilikan 

serta 

kelayakan 

pengguna KPE 

pada CPNSD 

Kabupaten 

Batang Hari 

1000 KPE 
                            

112.098.800   
- 200 28.024.700 0 0,00 0 - - 0,00 - - BKPSDM  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 0,00 8,51 
 

  0,00 22,39 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            2.815.225.400,00    
 

               

E   Urusan Pendidikan dan Pelatihan  

1 

3.01.05.

3.01.04.

01.16. 

Program peningkatan 

kapasitas sumberdaya 

aparatur daerah 

persentase 

aparatur yang 

telah lulus 

mengikuti 

kediklatan   

68,46 Persen 11.480.441.300,00 
  

7,34 2.259.675.000,00  8,09             1.770.758.808,00  110,19 78,36 8,09      1.770.758.808,00  11,81 15,42 BKPSDMD  

  

3.01.05.

3.01.04.

01.16.0

1. 

Pengiriman Pejabat / 

Aparatur untuk mengikuti 

diklat Pim.II Dan Diklat Pim 

III 

Jumlah 
pejabat/apara

tur yang lulus 

Diklat Pim Tk. 

II dan Tk.III 

63 Aparatur 2.041.107.000,00 
  

12 397.600.000,00  6,30                197.109.070,00  52,54 49,57 6,30         197.109.070,00  10,01 9,66 BKPSDMD  

  

3.01.05.

3.01.04.

01.16.0

2. 

Penyelenggaraa Diklat 

Pim.IV 

Jumlah 

aparatur yang 

lulus Diklat 

Pim. TK. IV  

200 Aparatur 4.600.093.200,00 
  

40 876.325.000,00  41,31                913.164.500,00  103,27 104,20 41,31         913.164.500,00  20,65 19,85 BKPSDMD  

  

3.01.05.
3.01.04.

01.16.0

3. 

Penyelenggaraan Diklat 

Prajabatan Bagi CPNS 

Gol.I,II,III 

Jumlah CPNS 

yang lulus 

Prajabatan  

600 Aparatur 1.454.241.100,00 
  

120 278.350.000,00  124,70                290.136.604,00  103,91 104,23 124,70         290.136.604,00  20,78 19,95 BKPSDMD  

  

3.01.05.

3.01.04.

01.16.0

4. 

Pendidikan dan Pelatihan 

Peningkatan Kompetensi 

Aparatur 

jumlah 

Aparatur yang 

telah 

mengikuti 

Diklat 
peningkatan 

kompetensi 

220 Aparatur 1.480.000.000,00 
  

40 273.700.000,00  38,83                264.390.873,00  97,07 96,60 38,83         264.390.873,00  17,65 17,86 BKPSDMD  
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3.01.05.

3.01.04.

01.16.0
5. 

Pendidikan dan pelatihan 

Fungsional bagi aparatur 

Jumlah 

Aparaturyang 

telah 

mengikuti 
Diklat 

Fungsional 

150 Aparatur 1.355.000.000,00 
  

30 193.700.000,00  28,10                205.728.247,00  93,66 106,21 28,10         205.728.247,00  18,73 15,18 BKPSDMD  

  

3.01.05.

3.01.04.
01.16.0

6. 

Pelaksanaan Ujian 
Penyesuaian Ijazah 

jumlah PNS 

yang lulus 

ujian 

penyesuaian 

ijazah 

405 PNS 200.000.000,00 
  

100 40.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - BKPSDMD  

  

3.01.05.

3.01.04.
01.16.0

7. 

Pelaksanaan Impassing 
ASN 

Jumlah ASN 

yang lulus 

impassing 

50 ASN 230.000.000,00 
  

50 200.000.000,00  24,56                  91.881.229,00  49,12 45,94 24,56           91.881.229,00  49,12 39,95 BKPSDMD  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 71,37 72,39 
 

  19,56 17,49 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
 

  SR SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            2.259.675.000,00                1.770.758.808,00                 

F   Urusan Penelitian dan Pengembangan  

1 

3.01.06.

3.01.06.
01.15. 

Program Penelitian dan 

Pengembangan bidang 
Ekonomi 

Jumlah 

Dokumen 

Penelitian 

sektor 
ekonomi, 

pembangunan 

& SDA 

5 Dokumen 4.210.000.000,00 
  

2 493.700.000,00  0,60                389.415.000,00  30,12 78,88 0,60         389.415.000,00  12,05 9,25 

Badan Penelitian 

dan 

Pengembangan 

Daerah 

 

  

3.01.06.

3.01.06.

01.15.0

1. 

Kerjasama penelitian 
sektor ekonomi dan 

pembangunan daerah 

Jlh Dokumen 
kerjasama 

penelitian 

2 Dokumen 2.600.000.000,00 
  

1 393.700.000,00  0,28                290.115.000,00  28,32 73,69 0,28         290.115.000,00  14,16 11,16 

Badan Penelitian 

dan 

Pengembangan 

Daerah 

 

  

3.01.06.
3.01.06.

01.15.0

2. 

Fasilitasi pengembangan 

sistem inovasi daerah 

Jumlah 

inovasi yang 

difasilitas 

3 Inovasi 1.610.000.000,00 
  

1 100.000.000,00  0,35                  99.300.000,00  34,83 99,30 0,35           99.300.000,00  11,61 6,17 

Badan Penelitian 
dan 

Pengembangan 

Daerah 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 31,57 86,49 
 

  12,88 8,66 
 

 

  Predikat Kinerja SR T 
 

  SR SR 
 

 

2 

3.01.06.

3.01.06.

01.16. 

Program Penelitian dan 

Pengembangan Sosial dan 

Budaya dan Pemerintahan 

Jumlah kajian 

bidang sosbud 
4 Kajian 600.000.000,00 

  
4 595.100.000,00  3,29                498.397.000,00  82,21 83,75 3,29         498.397.000,00  82,21 83,07 

Badan Penelitian 
dan 

Pengembangan 

Daerah 

 

  

3.01.06.

3.01.06.

01.16.0

1. 

Fasilitas HAKI hasil litbang 
Jumlah HAKI 
yang 

difasilitasi 

2 HAKI 200.000.000,00 
  

1 197.200.000,00  1,16                  75.675.000,00  115,73 38,37 1,16           75.675.000,00  57,87 37,84 

Badan Penelitian 

dan 

Pengembangan 

Daerah 

 

  

3.01.06.

3.01.06.
01.16.0

2. 

Kerjasama penelitian 
sektor sosbud 

Jlh Dokumen 

kerjasama 

penelitian 

2 Dokumen 400.000.000,00 
  

3 397.900.000,00  1,88                  51.925.000,00  62,57 13,05 1,88           51.925.000,00  93,85 12,98 

Badan Penelitian 

dan 
Pengembangan 

Daerah 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 89,15 25,71 
 

  75,86 25,41 
 

 

  Predikat Kinerja T SR 
 

  SR SR 
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  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            1.088.800.000,00                   887.812.000,00                 

IV. 4.01. PENDUKUNG  

    Urusan Otonomi Daerah  

1 

4.01.01.

4.01.01.

01.15. 

Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum 

Indeks 
kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

umum di 

kecamatan 

78,25 Persen 20.201.104.339,00 
  

75,00 1.880.525.000,00  66,62             1.731.922.360,00  88,82 92,10 66,62      1.731.922.360,00  85,13 8,57 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.
01.15.0

1. 

Pengadaan Pengembangan 

sistem informasi daerah 

terintegrasi 

Aplikasi Aset 

Daerah 

Terintegrasi 

1 Kec 3.357.805.000,00 
  

1 197.525.000,00  1,01                199.590.450,00  101,05 101,05 1,01         199.590.450,00  101,05 5,94 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.15.0

2. 

Penghapusan Aset 

Pemerintah Kabupaten 
Batang Hari 

Dokumen 

Perencanaan 

Pemidah 

tanganan 

BMD, 
Dokumen 

Perencanaan 

Penghapusan 

BMD 

2 Dokumen 3.357.805.000,00 
  

2 215.500.000,00  1,70                182.237.900,00  84,99 84,57 1,70         182.237.900,00  84,99 5,43 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.15.0

4. 

Inventarisasi, Investigasi 

Aset Daerah dan 

Standarisasi Harga Barang 

Buku Laporan 

Semester 

,Tahunan, 

Buku Mutasi 
kartu 

Inventaris 

Barang A-

F,Buku 

Capitalisasi 

Treshold dan  

Standar  
Harga Barang  

10 Dokumen 1.831.530.000,00 
  

10 257.500.000,00  7,38                192.270.000,00  73,79 74,67 7,38         192.270.000,00  73,79 10,50 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.15.0

5. 

Fasilitasi Pengelolaan Aset 

Desa 

jumlah desa 

yang 

difasilitasi 

110 Desa 1.953.632.000,00 
  

110 130.000.000,00  89,91                106.260.900,00  81,74 81,74 89,91         106.260.900,00  81,74 5,44 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.15.0
6. 

Identifikasi dan Fasilitasi 

Sertifikasi Tanah Milik 

Pemerintah Daerah 

Jumlah 

sertifikat 

tanah BMD 

Dan papa 
Merk Tanah 

BMD 

35 Sertifikat 4.816.252.339,00 
  

35 1.080.000.000,00  34,45             1.051.563.110,00  98,43 97,37 34,45      1.051.563.110,00  98,43 21,83 
Sekretariat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 88,00 87,88 
 

  88,00 9,83 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T T 
 

 

2 

4.01.01.

4.01.01.

01.16. 

Program Ketatalaksanaan 

Perangkat Daerah 

Persentase 
Ketatalaksana

an Perangkat 

Daerah yang 

sesuai aturan 

100 Persen 5.488.484.900,00 
  

80 1.122.000.000,00  87,73             1.244.544.900,00  109,66 110,92 87,73      1.244.544.900,00  87,73 22,68 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.16.0

1. 

Fasilitasi Penyusunan 

Kebijakan dan Pedoman 

Ketatalaksanaan 

Dokumen 

Kebijakan dan 

Pedoman 

Ketatalaksana
an 

1 Dokumen 671.561.000,00 
  

1 87.000.000,00  1,24                107.754.400,00  123,86 123,86 1,24         107.754.400,00  123,86 16,05 
Sekretariat 

Daerah 
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4.01.01.

4.01.01.

01.16.0

2. 

Penyusunan Laporan 
Kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang Hari. 

Dokumen 

LAKIP 
1 Dokumen 1.947.526.900,00 

  
1 285.000.000,00  1,10                331.826.070,00  110,01 116,43 1,10         331.826.070,00  110,01 17,04 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.16.0

4. 

Survey Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Dokumen 

Laporan IKM 
1 Dokumen 824.188.500,00 

  
1 130.000.000,00  1,19                154.698.190,00  119,00 119,00 1,19         154.698.190,00  119,00 18,77 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.16.0

5. 

Penyusunan Laporan 
Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) 

Dokumen 

Laporan SPM 
1 Dokumen 824.188.500,00 

  
1 125.000.000,00  1,06                132.402.090,00  105,92 105,92 1,06         132.402.090,00  105,92 16,06 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.
01.16.0

6. 

Pengelolaan Reformasi 
Birokrasi 

Persentase 61 Persen 1.221.020.000,00 
  

61 175.000.000,00  63,35                181.755.150,00  103,86 103,86 63,35         181.755.150,00  103,86 14,89 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.
01.16.0

7. 

Fasilitasi Penyusunan 

Analisis Jabatan (Anjab), 

Analisis Beban Kerja 

(ABK), standar Kompetensi 

dan Evaluasi Jabatan 

Dokumen 

Anjab dan 

ABK SKPD 

1 Dokumen 2.350.463.500,00 
  

1 200.000.000,00  -                                     -    - - -                              -    - - 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.
01.16.0

8. 

Fasilitasi dan Pembinaan 
Pelayanan Publik 

Jumlah 

Perangkat 
Daerah yang 

dibina 

36 OPD 1.129.443.500,00 
  

36 120.000.000,00  40,83                136.109.000,00  113,42 113,42 40,83         136.109.000,00  113,42 12,05 
Sekretariat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 96,58 97,50 
 

  96,58 13,55 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

3 

4.01.01.

4.01.01.

01.18. 

Program Peningkatan Kerja 

Sama Antar Daerah 

Persentase 
Program 

Kerja Sama 

antar 

Pemerintah 

Daerah yang 

ditindaklanjut 

70 Persen 6.371.691.402,00 
  

40 690.250.000,00  30,87                541.919.428,00  77,18 78,51 30,87         541.919.428,00  44,10 8,51 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.
01.18.0

1. 

Fasilitasi Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

Dokumen 
Kerjasama 

1 Dokumen 475.882.500,00 
  

1 75.000.000,00  1,31                  97.936.570,00  131,25 130,58 1,31           97.936.570,00  131,25 20,58 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.18.0

2. 

Penyusunan LPPD 

Kabupaten Batang Hari 

Dokumen 

LPPD 

(Laporan 

Penyelenggar

aan 

Pemerintah 
Daerah) 

1 Dokumen 632.897.402,00 
  

1 90.000.000,00  1,01                  93.005.230,00  101,00 103,34 1,01           93.005.230,00  101,00 14,70 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.18.0
3. 

Fasilitasi dan Koordinasi 

Peringatan Hari Besar 

Nasional dan Daerah 

Jumlah 

Kegiatan hari 

Besar 

Nasional dan 

Daerah 

1 Kegiatan 2.442.040.000,00 
  

1 328.000.000,00  0,23                  74.356.000,00  22,67 22,67 0,23           74.356.000,00  22,67 3,04 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.18.0
4. 

Koordinasi Kerjasama 

Pembangunan Penyedia 

sarana dan Prasarana 

Dokumen 

Kerjasama  
2 Dokumen 457.882.500,00 

  
2 75.000.000,00  1,84                  67.339.341,00  92,20 89,79 1,84           67.339.341,00  92,20 14,71 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.18.0

6. 

Peningkatan Kapasitas 

Tenaga Keprotokolan 
daerah 

Jumlah 

Tenaga 

Keprotokolan 

yang dibina  

8 Orang 915.765.000,00 
  

8 122.250.000,00  13,70                209.282.287,00  171,19 171,19 13,70         209.282.287,00  171,19 22,85 
Sekretariat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 103,66 103,51 
 

  103,66 15,18 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
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4 

4.01.01.

4.01.01.

01.19. 

Program Koordinasi, 

Evaluasi dan Monitoring 

Kebijakan KDH bidang 

Perekonomian 

Persentase 

Hasil 

Koordinasi 

Evaluasi dan  
Monitoring  

Kebijakan 

KDH bidang  

Perekonomia

n yang 

ditindak 

lanjuti 

70 Persen 9.920.787.500,00 
  

40 1.081.620.000,00  35,49                997.964.916,00  88,72 92,27 35,49         997.964.916,00  50,70 10,06 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.
01.19.0

1. 

Evaluasi dan monitoring 

pelaksanaan kebijakan 
pemerintah daerah 

dibidang perekonomian 

Dokumen 
hasil 

monitoring,/e

valuasi 

pelaksanaan 

perumusan 

kebijakan 

pemerintah 
Daerah 

5 Dokumen 908.025.000,00 
  

1 181.605.000,00  0,84                152.990.200,00  84,42 84,24 0,84         152.990.200,00  16,88 16,85 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

Dokumen 

hasil 

koordinasi 

perumusan 

kebijakan 

pemerintah 
daerah 

1 Dokumen   
   

  -                                     -    
   

  
   

 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.19.0

3. 

Fasilitasi pelaksanaan 

kebijakan pemerintah 

daerah dibidang 

perekonomian 

Dokumen 

hasil Fasilitasi 

pelaksanaan 

pemerintah 

daerah 

dibidang 

perekonomia
n 

1 Dokumen 2.442.040.000,00 
  

1 220.265.000,00  0,62                138.787.750,00  62,04 63,01 0,62         138.787.750,00  62,04 5,68 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.19.0

5. 

Fasilitasi,pembinaan dan 

pengawasan badan usaha 

milik daerah (BUMD) 

dalam Kab. Batang Hari 

Dokumen 

hasil fasilitasi, 

pembinaan/p

engawasan 

1 Dokumen 610.510.000,00 
  

1 85.150.000,00  0,77                  63.316.000,00  77,46 74,36 0,77           63.316.000,00  77,46 10,37 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.19.0

6. 

Koordinasi lintas Instansi 

Ketahanan Pangan Daerah 

dokumen 

hasil 

koordinasi 

4 Dokumen 915.765.000,00 
  

4 237.750.000,00  4,85                289.177.040,00  121,15 121,63 4,85         289.177.040,00  121,15 31,58 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.19.0

7. 

Koordinasi Perumusan 

Kebiijakan lingkungan 

hidup daerah 

dokumen 

hasil 

koordinasi 

3 Dokumen 488.408.000,00 
  

3 78.425.000,00  3,18                  87.006.066,00  106,17 110,94 3,18           87.006.066,00  106,17 17,81 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.19.0

8. 

Koordinasi antar lembaga 

dalam pengendalian 

investasi daerah 

pengenalian 

inflasi daerah 

dalam 

kabupaten 

batang hari 

3 Dokumen 2.442.040.000,00 
  

3 90.000.000,00  3,07                  91.951.660,00  102,17 102,17 3,07           91.951.660,00  102,17 3,77 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.19.0

9. 

Koordinasi Pengawasan 

Peredaraan Barang jasa 

dokumen 

hasil 

koordinasi 

1 Dokumen 763.137.500,00 
  

1 88.425.000,00  0,98                  84.284.900,00  97,51 95,32 0,98           84.284.900,00  97,51 11,04 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.19.1

0. 

koordinasi dan Kerjasama 
penambangan bahan galian 

C 

dokumen 
hasil 

koordinasi 

1 Dokumen 732.612.000,00 
  

1 100.000.000,00  0,90                  90.451.300,00  89,63 90,45 0,90           90.451.300,00  89,63 12,35 
Sekretariat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 92,57 92,77 
 

  84,12 13,68 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

5 

4.01.01.

4.01.01.

01.20. 

Program Optimalisasi 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

Persentase 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi 

85 Persen 11.666.766.000,00 
  

70 1.135.000.000,00  52,03                894.557.730,00  74,33 78,82 52,03         894.557.730,00  61,21 7,67 
Sekretariat 

Daerah 
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4.01.01.

4.01.01.

01.20.0

2. 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Laporan 

Pengendalian 

pelaksanaan 

evaluasi dan 
pelaporan 

kegiatan 

pembangunan 

120 
Buku 

Laporan 
1.526.275.000,00 

  
120 200.000.000,00  118,96                181.801.390,00  99,13 90,90 118,96         181.801.390,00  99,13 11,91 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.20.0

3. 

Pelayanan Pengadaan 
Barang/jasa Pemerintah 

(Sekretariat Unit Layanan 

Pengadaan) 

Laporan 

Pelaksanaan 

Lelang 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

5 
Buku 

Laporan 
7.020.865.000,00 

  
1 810.000.000,00  0,75                596.174.940,00  74,92 73,60 0,75         596.174.940,00  14,98 8,49 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.20.0
5. 

Asistensi Penggunaan 

Aplikasi Sistem Rencana 

Umum Pengadaan (SiRUP) 
SKPD 

SKPD yang 
melaksanakan 

pengisian 

Rencana 

Umum 

Pengadaan 

(RUP) 

53 OPD 677.588.000,00 
  

53 125.000.000,00  52,40                116.581.400,00  98,87 93,27 52,40         116.581.400,00  98,87 17,21 
Sekretariat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 90,97 85,92 
 

  70,99 12,54 
 

 

  Predikat Kinerja T S 
 

  S SR 
 

 

6 
4.01.01.
4.01.01.

01.21. 

Program Penataan 
Peraturan Perundang-

undangan 

Persentase 

produk 

hukum 

daerah yang 
dapat diakses 

dan sesuai 

dengan 

kebutuhan 

daerah 

90 Persen 13.949.445.308,00 
  

80 1.765.865.000,00  84,10             1.928.147.561,00  105,13 109,19 84,10      1.928.147.561,00  93,45 13,82 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.21.0
1. 

Publikasi dan Sosialisasi 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Buku 900 Buku 2.008.974.731,50 
  

900 303.800.000,00  1.489,96                500.315.000,00  165,55 164,69 1.489,96         500.315.000,00  165,55 24,90 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.21.0

2. 

Legislasi Rancangan 

Peraturan Daerah 

dokumen 

propemperda 
1 Dokumen 1.585.433.419,00 

  
1 203.000.000,00  1,01                216.327.000,00  101,18 106,57 1,01         216.327.000,00  101,18 13,64 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.21.0

3. 

Fasilatasi Penyusunan 

Naskah Akademik 
dokumen 1 Dokumen 4.214.857.253,30 

  
1 390.040.000,00  0,92                379.050.500,00  91,69 97,18 0,92         379.050.500,00  91,69 8,99 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.21.0

4. 

Penyusunan 
Inventarisasi/Validasi 

Penyusunan Data Base 

Produk Hukum 

data base 
produk 

hukum yang 

dapat diakses 

1 Paket 1.066.762.438,30 
  

1 128.885.000,00  0,91                124.250.000,00  90,55 96,40 0,91         124.250.000,00  90,55 11,65 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.21.0

5. 

Fasilitasi Lomba Kadarkum 
pemenang 
lomba 

kadarkum 

1 Tim 305.255.000,00 
  

1 50.000.000,00  0,17                    8.670.000,00  17,34 17,34 0,17             8.670.000,00  17,34 2,84 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.21.0

6. 

Pembahasan Produk 

Hukum Daerah 
dokumen 1 Dokumen 2.241.609.567,00 

  
1 305.140.000,00  0,83                248.470.000,00  82,53 81,43 0,83         248.470.000,00  82,53 11,08 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.21.0

7. 

Aksi Nasional Penguatan 

Hak Asasi Manusia 

meningkatnya 

pemahaman 

masyarakat 

tentang HAM 

200 Orang 527.969.048,00 
  

200 85.000.000,00  128,01                  54.405.000,00  64,01 64,01 128,01           54.405.000,00  64,01 10,30 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.
01.21.0

8. 

Penanganan Kasus pada 

Wilayah Pemerintahan 

dibawahnya 

jumlah ksus 

yang 

diselesaikan 

10 Kasus 1.998.583.851,30 
  

10 300.000.000,00  13,46                396.660.061,00  134,57 132,22 13,46         396.660.061,00  134,57 19,85 
Sekretariat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 93,43 94,98 
 

  93,43 12,91 
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  Predikat Kinerja T T 
 

  T T 
 

 

7 

4.01.01.

4.01.01.

01.22. 

Program Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 

Persentase 

kelembagaan 

Kesejahteraan 

Sosial yang 

difasilitasi 

80 Persen 63.203.505.632,50 
  

70 12.913.457.800,00  58,08             9.612.905.950,00  82,97 74,44 58,08      9.612.905.950,00  72,59 15,21 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.22.0

1. 

Peningkatan Bimbingan 

Hidup Beragama 

Pelaksanaan 

Safari 
Ramadhan 

1438H/2016

M 

90 Persen 

44.567.230.000,00 

  
42 7.292.944.400,00  27,54             4.525.169.700,00  65,56 62,05 27,54      4.525.169.700,00  30,59 10,15 

Sekretariat 

Daerah 
 

  
Bantuan Biaya 

Isbat Nikah  
Orang 

  
200   

 
  

   
  

   
 

  

Jumlah 

Peserta 

Bimbingan 

Hidup 

Beragama:  
- Pelaksanaan 

FASI 

Kabupaten 

Batang Hari 

dan 

Pengiriman ke 

Tingkat 
Provinsi 

Jambi 

 
Peserta 

  
100   

         
 

  

Jumlah 

Peserta 

Bimbingan 

Hidup 

Beragama:  

- Pemberian 
Bantuan 

Pakaian 

Muslim Bagi 

Pegawai 

Syara', 

Pimpinan 
Pondok 

Pesantren, 

Da'i dan 

Pengawas Da'i 

Kabupaten 

Batang Hari 

 
Peserta 

  
2.214   

         
 

  

Jumlah 

Peserta 
Bimbingan 

Hidup 

Beragama:  

- Pelatihan 

Peningkatan 

Pembinaan 

Keagamaan 

 
Peserta 

  
3.000   

         
 

  

Jumlah 
Peserta 

Bimbingan 

Hidup 

Beragama:  

- Pimpinan 

Ponpes dan 
Guru 

 
Peserta 

  
350   

         
 

  

Jumlah 

Peserta 

Bimbingan 

Hidup 

Beragama:  

- Pegawai 

Syara' 

 
Peserta 

  
2.062   
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Jumlah 

Peserta 

Bimbingan 

Hidup 
Beragama:  

- Guru PAMI 

 
Peserta 

  
610   

         
 

  

Jumlah 

Peserta 

Bimbingan 

Hidup 

Beragama:  

- Petugas dan 
Pengawas Da'i 

Desa/Kelurah

an 

 
Peserta 

  
132   

         
 

  PHBI 
    

3   
         

 

  

Jumlah 

Peserta 

Seleksi Baca 

Tulis Al-

Quran 

 
Peserta 

  
1.500   

         
 

  

Bantuan 

Pakaian 
Muslim Bagi 

Anak Panti 

Asuhan 

 
Paket 

  
130   

 
  

   
  

   
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.22.0

4. 

Koordinasi Penanganan 

Masalah Kesehatan 

Masyarakat 

- Jumlah UKS 

yang dibina 

dan 

POKJANAL 

DBD yang 
tersedia 

90 Persen 1.831.530.000,00 
  

90 1.095.968.000,00  137,62             1.675.881.750,00  152,91 152,91 137,62      1.675.881.750,00  152,91 91,50 
Sekretariat 

Daerah 
 

  4.01.01.

4.01.01.

01.22.0

5. 

Koordinasi Penaganan 

Bantuan Sosial untuk 
Masyarakat Kurang Mampu 

- Fasilitasi 

Santunan 

Kematian Bagi 

Masyarakat 

Kurang 

Mampu 

90 Persen 915.765.000,00 
  

90 146.100.000,00  172,10                279.371.500,00  191,22 191,22 172,10         279.371.500,00  191,22 30,51 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

- Penangan 

Masyarakat 

Lansia 
 

Orang   
   

  
 

  
   

  
   

 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.22.0
7. 

Koordinasi Lintas Instansi 

Peningkatan Penanganan 

Kesehatan Daerah 

Dokumen 

hasil Rapat 

Koordinasi 

3 Dokumen 518.933.500,00 
  

3 83.725.000,00  2,35                  65.580.900,00  78,33 78,33 2,35           65.580.900,00  78,33 12,64 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.22.0

8. 

Pemantauan dan evaluasi 

Pelaksanaan 
Pengembangan Olahraga 

Dokumen 

Pemantaun 
dan Evaluasi 

3 Dokumen 457.882.500,00 
  

3 75.000.000,00  1,87                  46.749.000,00  62,33 62,33 1,87           46.749.000,00  62,33 10,21 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.22.0
9. 

Koordinasi peningkatan 

Pengembangan 

Sumberdaya Manusia 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi  

3 Dokumen 518.933.500,00 
  

3 85.000.000,00  2,60                  77.032.000,00  86,76 90,63 2,60           77.032.000,00  86,76 14,84 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.
01.22.1

0. 

Peningkatan Pelayanan 
Ibadah Haji dan Umroh 

Jumlah 

Peserta 

Bimbingan 

Hidup 

Beragama : - 

Calon Jama'ah 

Haji 

90 Persen 7.326.120.000,00 
  

90 1.160.692.000,00  62,56             1.002.042.000,00  69,52 86,33 62,56      1.002.042.000,00  69,52 13,68 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

-Hadiah 
Pemenang 

MTQ yang 

diumrohkan 

 
Orang   

  
24   

 
  

   
  

   
 

  

- Hadiah 

Umroh Bagi 

Da'i Teladan 

di Kabupaten 

Batang Hari 

 
Orang   

  
4   
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4.01.01.

4.01.01.
01.22.1

1. 

Peningkatan Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan 

Peringatan 

Hari Santri 

Nasional 

Tingkat 
Kabupaten 

Batang Hari 

2000 Orang 3.460.000.000,00 
  

2.000 2.974.028.400,00  1.324,36             1.941.079.100,00  66,22 65,27 1.324,36      1.941.079.100,00  66,22 56,10 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

Insentif Guru 

DTA 

Kelurahan 
 

Orang   
  

275   
 

  
   

  
   

 

  

Insentif 
Pimpinan 

Pondok 

Pesantren 

 
Orang   

  
20   

 
  

   
  

   
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 96,61 98,63 
 

  92,24 29,95 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

8 

4.01.01.

4.01.01.

01.23. 

Program Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Pengembangan Tilawatil 

Qur'an 

Persentase 

Angka Melek 

Al-quran 

        80   Persen  47.619.780.000,00 
  

70 7.790.000.000,00  64,75             6.570.225.600,00  92,51 84,34 64,75      6.570.225.600,00  80,94 13,80 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.23.0

1. 

Fasilitasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Kelembagaan 

Pengembangan Tilawatil 

Qur'an 

- Bantuan 

kepada 

peserta MTQ 

Kab. Batang 
Hari yang 

mewakili 

Prov. Jambi 

pada MTQ Tk. 

Nasional dan 

Internasional 

90 Persen 47.619.780.000,00 
  

90 7.790.000.000,00  66,07             6.570.225.600,00  73,41 84,34 66,07      6.570.225.600,00  73,41 13,80 
Sekretariat 

Daerah 
 

      

Jumlah 
Peserta MTQ 

Kab. Batang 

Hari yang 

mendapatkan 

Juara I pada 

MTQ TK Prov. 

Jambi, Pelatih 
dan Official 

yang 

diberikan  

hadiah Ibadah 

Umroh ke 

Tanah Suci 
Mekah 

 
Peserta   

   
  

 
  

   
  

   
 

      

- Jumlah 
Kafilah MTQ 

Kab. Batang 

Hari yang 

diberikan 

Bonus 

 
Kafilah   

             
 

      

- Jumlah 

Kafilah MTQ 
Kab. Batang 

Hari yang 

mengikuti 

MTQ Tk. Prov. 

Jambi 

 
Kafilah   

             
 

      

- Jumlah 

Peserta MTQ 

diberikan 
Pelatihan 

dalam rangka 

mengikuti 

MTQ Tk. 

Provinsi 

Jambi 

 
Peserta   
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- Jumlah 

Pemenang 

MTQ 

Kabupaten 
dan Peserta 

Potensial 

yang di 

seleksi 

 
Orang   

             
 

      

- Jumlah 

Peserta 

Panitia dan 

Dewan Hakim 
MTQ 

Kabupaten 

Batang Hari 

 
Peserta   

             
 

      

- Jumlah Qori-

Qori'ah, 

Havidz-

Havidzoh dan 

Cabang MTQ 
Lainnya yang 

mengikuti 

Diklat 

 
Orang   

   
  

 
  

   
  

   
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 73,41 84,34 
 

  73,41 13,80 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
 

  S SR 
 

 

9 

4.01.01.

4.01.01.

01.28. 

Program Pengembangan 

dan Penataan Wilayah 

Pemerintahan 

Persentase 

Kecamatan 

yang 

dilakukan 

Penataan 

10 Persen 5.006.182.000,00 
  

5 755.069.100,00  6,66             1.002.862.133,00  133,10 132,82 6,66      1.002.862.133,00  66,55 20,03 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.28.0
1. 

Pembakuan Rupa Bumi 
Dokumen 

Rupabumi 
1 Dokumen 671.561.000,00 

  
1 110.000.000,00  1,67                182.985.000,00  167,36 166,35 1,67         182.985.000,00  167,36 27,25 

Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.28.0

2. 

Fasilitasi Percepatan 

Penyelesaian Tapal Batas 

Wilayah 

Dokumen 

Administrasi 

Tapal Batas 

Wilayah 

1 Dokumen 854.714.000,00 
  

1 170.000.000,00  1,31                217.316.990,00  131,36 127,83 1,31         217.316.990,00  131,36 25,43 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.28.0

3. 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi 

1 Dokumen 763.137.500,00 
  

1 125.000.000,00  1,46                182.536.000,00  146,03 146,03 1,46         182.536.000,00  146,03 23,92 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.28.0

4. 

Fasilitasi Pengembangan 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah 
Pengembanga

n Wilayah 

Kecamatan 

1 Wilayah 732.612.000,00 
  

1 205.069.100,00  1,06                216.568.100,00  105,61 105,61 1,06         216.568.100,00  105,61 29,56 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.

4.01.01.

01.28.0

7. 

Fasilitas dan koordiasi 
Pengembangan 

Insfrastruktur daerah 

Dokumen 
Hasil 

Koordinasi  

4 Dokumen 335.780.500,00 
  

4 55.000.000,00  5,29                  72.718.744,00  5,29 132,22 5,29           72.718.744,00  132,22 21,66 
Sekretariat 

Daerah 
 

  

4.01.01.
4.01.01.

01.28.0

8. 

Koordinasi Kejibakan 

Perhubungan, Komunikasi 

dan Informasi 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi 

4 Dokumen 549.459.000,00 
  

1 90.000.000,00  1,45                130.737.299,00  1,45 145,26 1,45         130.737.299,00  36,32 23,79 
Sekretariat 

Daerah 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 92,85 137,22 
 

  119,81 25,27 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  T SR 
 

 

10 

4.01.02.

4.01.02.

01.15. 

Program peningkatan 

kapasitas lembaga 

perwakilan rakyat daerah 

Persentase 
Aspirasi 

Masyarakat 

yang 

ditindaklanjut

i (%) 

94 Persen 76.200.000.000,00 
  

90 17.067.531.000,00  62,03           16.485.243.299,00  68,92 96,59 62,03    16.485.243.299,00  65,99 21,63 Sekretariat DPRD  
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4.01.02.

4.01.02.

01.15.0

1. 

Pembahasan Rancangan 

Peraturan daerah 

Persentase 
Prolegda yan 

di Perdakan 

100 Persen 8.580.000.000,00 
  

88 1.978.855.600,00  43,45             1.012.259.000,00  49,37 51,15 43,45      1.012.259.000,00  43,45 11,80 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.
4.01.02.

01.15.0

2. 

Hearing dan Koordinasi 

dengan Eksekutif dan 

Masyarakat 

Jumlah 

Hearing dan 

Koordinasi 

7 Kali 788.753.500,00 
  

5 157.000.000,00  4,48                132.229.200,00  89,62 84,22 4,48         132.229.200,00  64,02 16,76 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.

4.01.02.

01.15.0

3. 

Rapat-rapat Alat 

Kelengkapan Dewan 

Jumah Rapat 

Alat 

Kelengkapan 

Dewan 

24 Kali 13.819.998.700,00 
  

22 2.702.431.100,00  31,10             3.775.420.699,00  141,35 139,70 31,10      3.775.420.699,00  129,57 27,32 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.

4.01.02.
01.15.0

4. 

Rapat-Rapat Paripurna 
Jumlah Rapat 
Paripurna 

18 Kali 5.915.515.000,00 
  

18 1.193.654.600,00  12,82             1.303.335.600,00  71,22 109,19 12,82      1.303.335.600,00  71,22 22,03 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.

4.01.02.

01.15.0

5. 

Reses Pimpinan dan 

Anggota DPRD 

Jumlah Reses 

Pimpinan dan 

Anggota 

DPRD 

3 Kali 4.053.279.300,00 
  

3 600.000.000,00  0,13                178.659.300,00  4,41 29,78 0,13         178.659.300,00  4,41 4,41 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.

4.01.02.

01.15.0
6. 

Kunjungan kerja pimpinan 

dan anggota DPRD dalam 

daerah 

Jumlah 

Kunjungan 

Kerja 

20 Kali 805.600.000,00 
  

20 148.754.000,00  16,46                171.624.150,00  82,30 115,37 16,46         171.624.150,00  82,30 21,30 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.

4.01.02.

01.15.0

7. 

Peningkatan kapasitas 

pimpinan dan anggota 

DPRD 

Jumlah 

Kegiatan 
24 Kali 39.600.000.000,00 

  
24 8.282.925.400,00  13,87             7.175.899.400,00  57,81 86,63 13,87      7.175.899.400,00  57,81 18,12 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.

4.01.02.

01.15.0

8. 

Penyusunan kompilasi 

produk hukum DPRD 

Jumlah 

Dokuman 
228 Dokumen 547.259.200,00 

  
228 105.070.100,00  151,32                108.195.100,00  66,37 102,97 151,32         108.195.100,00  66,37 19,77 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.
4.01.02.

01.15.0

9. 

Penyediaan tenaga ahli 

DPRD dan kelompok pakar 

DPRD 

Jumlah 
Tenaga Ahli 

dan Kelompok 

Pakar 

13 Orang 2.625.803.000,00 
  

13 521.218.000,00  10,75                621.171.050,00  82,69 119,18 10,75         621.171.050,00  82,69 23,66 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.

4.01.02.

01.15.1

0. 

Penyusunan Ranperda 

Inisiatif DPRD 

Jumlah Perda 

Inisiatif DPRD 
5 Perda 4.866.087.300,00 

  
5 1.149.045.400,00  4,92             1.131.266.150,00  98,33 98,45 4,92      1.131.266.150,00  98,33 23,25 Sekretariat DPRD  

  

4.01.02.

4.01.02.
01.15.1

1. 

Publikasi Kegiatan DPRD 

Jumlah 

Buletin yang 

diterbitkan. 

60 Bulan 765.700.000,00 
  

12 228.576.800,00  18,23                275.183.650,00  151,90 120,39 18,23         275.183.650,00  30,38 35,94 Sekretariat DPRD  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 81,40 96,10 
 

  66,41 20,40 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
 

  S SR 
 

 

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM          46.201.317.900,00                2.141.823.640,00                 

    KEWILAYAHAN  

1 

5.01.01.

5.01.01.
01.15. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 
dalam Pembangunan Desa 

Persentase 

Usulan Hasil 

Musrenbang 
dalam Forum 

SKPD 

12 Persen 527.000.000,00 
  

10 125.000.000,00  10,89                163.856.750,00  108,94 131,09 10,89 163.856.750,00 90,78 31,09 Kec. Mersam  

  

5.01.01.

5.01.01.

01.15.0

1. 

Fasilitasi 

Penyelenggaraaan 

Musrenbang Kecamatan 

dan Kelurahan 

Dokumen 

Hasil 

Musrenbang 

Kecamatan 

5 Dokumen 150.000.000,00 
  

5 30.000.000,00  3,07                  75.000.000,00  61,40 250,00 3,07 75.000.000,00 61,40 50,00 Kec. Mersam  

  

5.01.01.

5.01.01.

01.15.0
2. 

Pembinaan Organisasi 

Kepemudaan dan olahraga 

Jumlah 

Organisasi 

yang dibina 

22 Organisasi 127.000.000,00 
  

22 45.000.000,00  23,28                  52.379.750,00  105,81 116,40 23,28 52.379.750,00 105,81 41,24 Kec. Mersam  
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5.01.01.

5.01.01.

01.15.0

3. 

Penyelenggaraan PKK 

Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 

Pembinaan  
60 Bulan 250.000.000,00 

  
60 50.000.000,00  42,26                  36.477.000,00  70,43 72,95 42,26 36.477.000,00 70,43 14,59 Kec. Mersam  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 79,21 146,45 
  

79,21 35,28 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

SR SR 
 

 

2 

5.01.01.

5.01.01.

01.16. 

Program Pengembangan 

Tilawatil Qur'an 

Kecamatan 

Kafilah 

Kecamatan 

dalam MTQ 

Kabupaten 

375 Orang 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  56,05                  58.969.100,00  56,05 58,97 56,05 58.969.100,00 14,95 11,79 Kec. Mersam  

  

5.01.01.

5.01.01.

01.16.0

1. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

kegiatan LPTQ Kecamatan 

dan Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 

Mengikuti 

MTQ 

Kecamatan 

100 Persen 500.000.000,00 
  

375 100.000.000,00  2,34                  11.694.100,00  0,62 11,69 2,34 11.694.100,00 2,34 2,34 Kec. Mersam  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 0,62 11,69 
  

2,34 2,34 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
  

SR SR 
 

 

3 

5.01.01.

5.01.01.

01.18. 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 500.000.000,00 
  

76 100.000.000,00  52,42                103.114.800,00  68,98 103,11 52,42 103.114.800,00 65,53 20,62 Kec. Mersam  

  

5.01.01.

5.01.01.

01.18.0

1. 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

terpadu kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 150.000.000,00 
  

76 30.000.000,00  61,57                  30.900.000,00  81,02 103,00 61,57 30.900.000,00 76,97 20,60 Kec. Mersam  

  

5.01.01.

5.01.01.

01.18.0

2. 

Pembinaan Siskamling 

Persentase 

Poskamling 

Aktif 

66 Persen 100.000.000,00 
  

50 20.000.000,00  50,85                  21.665.100,00  101,70 108,33 50,85 21.665.100,00 77,04 21,67 Kec. Mersam  

  

5.01.01.
5.01.01.

01.18.0

3. 

Asistensi dan Evaluasi 

APB-Des 

Persentase 
Penyusunan 

APBDes Tepat 

Waktu 

100 Persen 100.000.000,00 
  

100 20.000.000,00  73,88                  14.775.000,00  73,88 73,88 73,88 14.775.000,00 73,88 14,78 Kec. Mersam  

  

5.01.01.

5.01.01.

01.18.0

4. 

Pembinaan wawasan 

kebangsaan 

Jumlah 
Paskibraka 

Kecamatan 

25 Orang 150.000.000,00 
  

25 30.000.000,00  5,96                  35.774.700,00  23,85 119,25 5,96 35.774.700,00 23,85 23,85 Kec. Mersam  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 70,11 101,11 
  

62,93 20,22 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
  

SR SR 
 

 

4 

5.01.01.

5.01.01.

02.15. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam Pembangunan Desa 

Persentase 

Usulan Hasil 

Musrenbang 

dalam Forum 
SKPD 

14 Persen 790.000.000,00 
  

14 160.000.000,00  31,55                151.180.000,00  225,38 94,49 31,55 151.180.000,00 225,38 19,14 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

02.15.0

1. 

Fasilitasi 

Penyelenggaraaan 

Musrenbang Kecamatan 

dan Kelurahan 

Dokumen 

Hasil 

Musrenbang 

Kecamatan 

1 Dokumen 150.000.000,00 
  

1 30.000.000,00  100,14                  30.000.000,00  100,14 100,00 100,14 30.000.000,00 100,14 20,00 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

02.15.0

2. 

Pembinaan Organisasi 

Kepemudaan dan olahraga 

Jumlah 

Organisasi 

yang dibina 

3 Organisasi 390.000.000,00 
  

3 70.000.000,00  5,60                  66.170.000,00  186,81 94,53 5,60 66.170.000,00 186,81 16,97 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  

5.01.01.
5.01.01.

02.15.0

3. 

Penyelenggaraan PKK 

Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 

Pembinaan  
12 Bulan 250.000.000,00 

  
12 60.000.000,00  15,02                  55.010.000,00  125,18 91,68 15,02 55.010.000,00 125,18 22,00 

Kec. Muara 

Tembesi 
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  Rata-rata capaian kinerja(%) 137,38 95,40 
  

100,00 19,66 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

T SR 
 

 

5 

5.01.01.

5.01.01.

02.16. 

Program Pengembangan 

Tilawatil Qur'an 

Kecamatan 

Kafilah 

Kecamatan 

dalam MTQ 

Kabupaten 

375 Orang 500.000.000,00 
  

100 110.000.000,00  54,12                  59.528.000,00  54,116 54,12 54,12 59.528.000,00 14,43 11,91 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

02.16.0

1. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

kegiatan LPTQ Kecamatan 

dan Kelurahan 

Persentase 

Desa yang 

Mengikuti 

MTQ 
Kecamatan 

100 Persen 500.000.000,00 
  

100 110.000.000,00  54,12                  59.528.000,00  54,116 54,12 54,12 59.528.000,00 54,12 11,91 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 54,116 54,116 
  

54,12 11,906 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
  

SR SR 
 

 

6 

5.01.01.

5.01.01.

02.18. 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 500.000.000,00 
  

76 100.000.000,00  56,83                  70.997.200,00  74,78 71,00 56,83 70.997.200,00 71,04 14,20 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

02.18.0
1. 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

terpadu kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 150.000.000,00 
  

76 30.000.000,00  62,73                  25.987.400,00  82,54 86,62 62,73 25.987.400,00 78,41 17,32 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

02.18.0

2. 

Pembinaan Siskamling 

Persentase 

Poskamling 

Aktif 

66 Persen 100.000.000,00 
  

50 20.000.000,00  48,92                  19.566.800,00  97,83 97,83 48,92 19.566.800,00 74,12 19,57 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

02.18.0

3. 

Asistensi dan Evaluasi 

APB-Des 

Persentase 

Penyusunan 

APBDes Tepat 

Waktu 

100 Persen 100.000.000,00 
  

100 20.000.000,00  123,39                  24.593.000,00  123,39 122,97 123,39 24.593.000,00 123,39 24,59 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  

5.01.01.
5.01.01.

02.18.0

4. 

Pembinaan wawasan 

kebangsaan 

Jumlah 

Paskibraka 

Kecamatan 

25 Orang 150.000.000,00 
  

25 30.000.000,00  0,71                      850.000,00  2,83 2,83 0,71 850.000,00 2,83 0,57 
Kec. Muara 

Tembesi 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 76,65 77,56 
  

69,69 15,51 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
  

SR SR 
 

 

7 

5.01.01.

5.01.01.

03.15. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam Pembangunan Desa 

Persentase 

Usulan Hasil 

Musrenbang 

dalam Forum 

SKPD 

14 Persen 625.000.000,00 
  

10 265.000.000,00  13,67                170.475.000,00  136,66 64,33 13,67 170.475.000,00 97,62 27,28 Kec. Muara Bulian  

  

5.01.01.

5.01.01.

03.15.0
1. 

Fasilitasi 

Penyelenggaraaan 

Musrenbang Kecamatan 
dan Kelurahan 

Dokumen 

Hasil 

Musrenbang 
Kecamatan 

1 Dokumen 150.000.000,00 
  

1 30.000.000,00  1,12                  26.455.000,00  111,85 88,18 1,12 26.455.000,00 111,85 17,64 Kec. Muara Bulian  

  

5.01.01.

5.01.01.

03.15.0

2. 

Pembinaan Organisasi 

Kepemudaan dan olahraga 

Jumlah 

Organisasi 

yang dibina 

3 Organisasi 225.000.000,00 
  

3 145.000.000,00  1,37                  66.070.000,00  45,57 45,57 1,37 66.070.000,00 45,57 29,36 Kec. Muara Bulian  

  

5.01.01.

5.01.01.

03.15.0

3. 

Penyelenggaraan PKK 

Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 

Pembinaan  
12 Bulan 250.000.000,00 

  
12 90.000.000,00  11,65                  77.950.000,00  97,06 86,61 11,65 77.950.000,00 97,06 31,18 Kec. Muara Bulian  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 84,82 73,45 
  

84,82 26,06 
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  Predikat Kinerja T S 
  

S S 
 

 

8 

5.01.01.

5.01.01.
03.16. 

Program Pengembangan 

Tilawatil Qur'an 
Kecamatan 

Kafilah 

Kecamatan 

dalam MTQ 

Kabupaten 

375 Orang 500.000.000,00 
  

100 160.000.000,00  172,42                244.072.500,00  172,423 152,55 172,42 244.072.500,00 45,98 48,81 Kec. Muara Bulian  

  

5.01.01.

5.01.01.

03.16.0

1. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

kegiatan LPTQ Kecamatan 
dan Kelurahan 

Persentase 

Desa yang 

Mengikuti 
MTQ 

Kecamatan 

100 Persen 500.000.000,00 
  

100 160.000.000,00  84,96                244.072.500,00  84,961 152,55 84,96 244.072.500,00 84,96 48,81 Kec. Muara Bulian  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 84,961  
  

84,96 48,81 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

T SR 
 

 

9 

5.01.01.

5.01.01.

03.18. 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 500.000.000,00 
  

76 100.000.000,00  51,30                148.025.000,00  67,50 148,03 51,30 148.025.000,00 64,12 29,61 Kec. Muara Bulian  

  

5.01.01.

5.01.01.
03.18.0

1. 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

terpadu kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 150.000.000,00 
  

76 30.000.000,00  68,74                  52.450.000,00  90,45 174,83 68,74 52.450.000,00 85,93 34,97 Kec. Muara Bulian  

  

5.01.01.

5.01.01.

03.18.0

2. 

Pembinaan Siskamling 

Persentase 

Poskamling 
Aktif 

66 Persen 100.000.000,00 
  

50 20.000.000,00  52,74                  42.650.000,00  105,48 213,25 52,74 42.650.000,00 79,91 42,65 Kec. Muara Bulian  

  

5.01.01.

5.01.01.

03.18.0
3. 

Asistensi dan Evaluasi 

APB-Des 

Persentase 

Penyusunan 

APBDes Tepat 
Waktu 

100 Persen 100.000.000,00 
  

100 20.000.000,00  74,63                  32.925.000,00  74,63 164,63 74,63 32.925.000,00 74,63 32,93 Kec. Muara Bulian  

  

5.01.01.

5.01.01.

03.18.0

4. 

Pembinaan wawasan 

kebangsaan 

Jumlah 

Paskibraka 

Kecamatan 

25 Orang 150.000.000,00 
  

25 30.000.000,00  16,67                  20.000.000,00  66,67 66,67 16,67 20.000.000,00 66,67 13,33 Kec. Muara Bulian  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 84,30 154,84 
  

76,78 30,97 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

S SR 
 

 

10 

5.01.01.

5.01.01.

04.15. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam Pembangunan Desa 

Persentase 

Usulan Hasil 

Musrenbang 

dalam Forum 

SKPD 

14 Persen 750.000.000,00 
  

10 160.000.000,00  8,33                123.220.260,00  83,30 77,01 8,33 123.220.260,00 59,50 16,43 Kec. Batin XXIV  

  

5.01.01.

5.01.01.
04.15.0

1. 

Fasilitasi 

Penyelenggaraaan 
Musrenbang Kecamatan 

dan Kelurahan 

Dokumen 

Hasil 
Musrenbang 

Kecamatan 

1 Dokumen 150.000.000,00 
  

1 30.000.000,00  1,11                  34.206.000,00  110,87 114,02 1,11 34.206.000,00 110,87 22,80 Kec. Batin XXIV  

  

5.01.01.

5.01.01.

04.15.0

2. 

Pembinaan Organisasi 

Kepemudaan dan olahraga 

Jumlah 

Organisasi 
yang dibina 

5 Organisasi 350.000.000,00 
  

3 70.000.000,00  1,59                  37.114.260,00  53,02 53,02 1,59 37.114.260,00 31,81 10,60 Kec. Batin XXIV  

  

5.01.01.

5.01.01.

04.15.0
3. 

Penyelenggaraan PKK 

Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 

Pembinaan  
60 Bulan 250.000.000,00 

  
12 60.000.000,00  10,38                  51.900.000,00  86,50 86,50 10,38 51.900.000,00 17,30 20,76 Kec. Batin XXIV  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 83,46 84,51 
  

53,33 18,06 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

SR SR 
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11 
5.01.01.
5.01.01.

04.16. 

Program Pengembangan 
Tilawatil Qur'an 

Kecamatan 

Kafilah 

Kecamatan 

dalam MTQ 

Kabupaten 

375 Orang 500.000.000,00 
  

100 110.000.000,00  40,94                  45.037.000,00  41 40,94 40,94 45.037.000,00 10,92 9,01 Kec. Batin XXIV  

  

5.01.01.

5.01.01.

04.16.0

1. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

kegiatan LPTQ Kecamatan 

dan Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 

Mengikuti 

MTQ 

Kecamatan 

100 Persen 500.000.000,00 
  

100 110.000.000,00  40,94                  45.037.000,00  41 40,94 40,94 45.037.000,00 40,94 9,01 Kec. Batin XXIV  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 41 41 
  

41 9 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
  

SR SR 
 

 

12 

5.01.01.

5.01.01.

04.18. 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 500.000.000,00 
  

76 100.000.000,00  43,22                  61.055.000,00  56,86 61,06 43,22 61.055.000,00 54,02 12,21 Kec. Batin XXIV  

  

5.01.01.
5.01.01.

04.18.0

1. 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

terpadu kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 150.000.000,00 
  

76 30.000.000,00  57,39                  24.335.000,00  75,51 81,12 57,39 24.335.000,00 71,74 16,22 Kec. Batin XXIV  

  

5.01.01.

5.01.01.

04.18.0

2. 

Pembinaan Siskamling 
Persentase 
Poskamling 

Aktif 

66 Persen 100.000.000,00 
  

50 20.000.000,00  46,50                  18.600.000,00  93,00 93,00 46,50 18.600.000,00 70,45 18,60 Kec. Batin XXIV  

  

5.01.01.

5.01.01.
04.18.0

3. 

Asistensi dan Evaluasi 
APB-Des 

Persentase 

Penyusunan 
APBDes Tepat 

Waktu 

100 Persen 100.000.000,00 
  

100 20.000.000,00  69,93                  18.020.000,00  69,93 90,10 69,93 18.020.000,00 69,93 18,02 Kec. Batin XXIV  

  

5.01.01.

5.01.01.

04.18.0

4. 

Pembinaan wawasan 

kebangsaan 

Jumlah 

Paskibraka 
Kecamatan 

25 Orang 150.000.000,00 
  

25 30.000.000,00  0,08                      100.000,00  0,33 0,33 0,08 100.000,00 0,33 0,07 Kec. Batin XXIV  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 59,69 66,14 
  

53,11 13,23 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
  

S SR 
 

 

13 

5.01.01.

5.01.01.

05.15. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam Pembangunan Desa 

Persentase 

Usulan Hasil 

Musrenbang 

dalam Forum 

SKPD 

        14  Persen 525.000.000,00 
  

10 125.000.000,00  9,74                110.582.000,00  97,43 88,47 9,74 110.582.000,00 69,59 21,06 Kec. Pemayung  

  

5.01.01.
5.01.01.

05.15.0

1. 

Fasilitasi 
Penyelenggaraaan 

Musrenbang Kecamatan 

dan Kelurahan 

Dokumen 
Hasil 

Musrenbang 

Kecamatan 

1 Dokumen 150.000.000,00 
  

1 30.000.000,00  1,16                  30.089.000,00  115,74 100,30 1,16 30.089.000,00 115,74 20,06 Kec. Pemayung  

  

5.01.01.

5.01.01.

05.15.0

2. 

Pembinaan Organisasi 

Kepemudaan dan olahraga 

Jumlah 
Organisasi 

yang dibina 

5 Dokumen 125.000.000,00 
  

3 45.000.000,00  2,71                  40.701.000,00  90,45 90,45 2,71 40.701.000,00 54,27 32,56 Kec. Pemayung  

  

5.01.01.

5.01.01.
05.15.0

3. 

Penyelenggaraan PKK 
Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 
Pembinaan  

60 Bulan 250.000.000,00 
  

12 50.000.000,00  11,33                  39.792.000,00  94,38 79,58 11,33 39.792.000,00 18,88 15,92 Kec. Pemayung  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 100,19 90,11 
  

62,96 22,85 
 

 

  Predikat Kinerja S SR 
  

SR SR 
 

 

14 

5.01.01.

5.01.01.

05.16. 

Program Pengembangan 

Tilawatil Qur'an 

Kecamatan 

Kafilah 
Kecamatan 

dalam MTQ 

Kabupaten 

375 Orang 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  60,33                  60.334.000,00  60,33 60,33 60,33 60.334.000,00 16,09 12,07 Kec. Pemayung  
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5.01.01.
5.01.01.

05.16.0

1. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

kegiatan LPTQ Kecamatan 

dan Kelurahan 

Persentase 

Desa yang 

Mengikuti 

MTQ 
Kecamatan 

100 Persen 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  60,33                  60.334.000,00  60,33 60,33 60,33 60.334.000,00 60,33 12,07 Kec. Pemayung  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 60,33 60,33 
  

60,33 12,07 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
  

S SR 
 

 

15 
5.01.01.
5.01.01.

05.18. 

Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

IKM (Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 500.000.000,00 
  

76 100.000.000,00  43,43                  52.453.100,00  57,15 52,45 43,43 52.453.100,00 54,29 10,49 Kec. Pemayung  

  

5.01.01.

5.01.01.

05.18.0

1. 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

terpadu kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 150.000.000,00 
  

76 30.000.000,00  58,15                  23.783.600,00  76,51 79,28 58,15 23.783.600,00 72,68 15,86 Kec. Pemayung  

  

5.01.01.
5.01.01.

05.18.0

2. 

Pembinaan Siskamling 

Persentase 

Poskamling 

Aktif 

66 Persen 100.000.000,00 
  

50 20.000.000,00  41,83                  16.732.500,00  83,66 83,66 41,83 16.732.500,00 63,38 16,73 Kec. Pemayung  

  

5.01.01.

5.01.01.

05.18.0

3. 

Asistensi dan Evaluasi 

APB-Des 

Persentase 

Penyusunan 

APBDes Tepat 

Waktu 

100 Persen 100.000.000,00 
  

100 20.000.000,00  55,19                  11.037.000,00  55,19 55,19 55,19 11.037.000,00 55,19 11,04 Kec. Pemayung  

  

5.01.01.

5.01.01.
05.18.0

4. 

Pembinaan wawasan 
kebangsaan 

Jumlah 

Paskibraka 

Kecamatan 

25 Orang 150.000.000,00 
  

25 30.000.000,00  0,75                      900.000,00  3,00 3,00 0,75 900.000,00 3,00 0,60 Kec. Pemayung  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 54,59 55,28 
  

48,56 11,06 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
  

SR SR 
 

 

16 

5.01.01.

5.01.01.

06.15. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam Pembangunan Desa 

Persentase 
Usulan Hasil 

Musrenbang 

dalam Forum 

SKPD 

14 Persen 525.000.000,00 
  

10 125.000.000,00  6,91                121.500.000,00  69,06 97,20 6,91 121.500.000,00 49,33 23,14 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

06.15.0

1. 

Fasilitasi 

Penyelenggaraaan 

Musrenbang Kecamatan 

dan Kelurahan 

Dokumen 

Hasil 

Musrenbang 

Kecamatan 

5 Dokumen 150.000.000,00 
  

1 30.000.000,00  1,07                  29.900.000,00  106,83 99,67 1,07 29.900.000,00 21,37 19,93 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  

5.01.01.
5.01.01.

06.15.0

2. 

Pembinaan Organisasi 

Kepemudaan dan olahraga 

Jumlah 

Organisasi 

yang dibina 

5 Dokumen 225.000.000,00 
  

1 45.000.000,00  0,96                  43.350.000,00  96,33 96,33 0,96 43.350.000,00 19,27 19,27 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

06.15.0

3. 

Penyelenggaraan PKK 

Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 

Pembinaan  
60 Bulan 250.000.000,00 

  
12 50.000.000,00  11,05                  45.935.000,00  92,11 91,87 11,05 45.935.000,00 18,42 18,37 

Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 98,43 95,96 
  

19,69 19,19 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

SR SR 
 

 

17 

5.01.01.

5.01.01.

06.16. 

Program Pengembangan 

Tilawatil Qur'an 

Kecamatan 

Kafilah 

Kecamatan 

dalam MTQ 

Kabupaten 

375 Orang 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  94,10                110.969.000,00  94,10 110,97 94,10 110.969.000,00 25,09 22,19 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

06.16.0

1. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

kegiatan LPTQ Kecamatan 

dan Kelurahan 

Persentase 
Desa yang 

Mengikuti 

MTQ 

Kecamatan 

100 Persen 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  57,01                110.969.000,00  57,01 110,97 57,01 110.969.000,00 57,01 22,19 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
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  Rata-rata capaian kinerja(%) 57,01 110,97 
  

57,01 22,19 
 

 

  Predikat Kinerja SR T 
  

SR SR 
 

 

18 

5.01.01.

5.01.01.

06.18. 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 500.000.000,00 
  

76 108.693.000,00  44,95                  56.094.500,00  59,14 51,61 44,95 56.094.500,00 56,19 11,22 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  

5.01.01.
5.01.01.

06.18.0

1. 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

terpadu kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 150.000.000,00 
  

76 38.693.000,00  65,21                  25.510.000,00  85,81 65,93 65,21 25.510.000,00 81,52 17,01 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

06.18.0

2. 

Pembinaan Siskamling 
Persentase 
Poskamling 

Aktif 

80 Persen 100.000.000,00 
  

50 20.000.000,00  43,53                  13.341.500,00  87,07 66,71 43,53 13.341.500,00 54,42 13,34 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  

5.01.01.

5.01.01.
06.18.0

3. 

Asistensi dan Evaluasi 
APB-Des 

Persentase 

Penyusunan 
APBDes Tepat 

Waktu 

100 Persen 100.000.000,00 
  

100 20.000.000,00  60,64                  10.048.000,00  60,64 50,24 60,64 10.048.000,00 60,64 10,05 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

06.18.0

4. 

Pembinaan wawasan 

kebangsaan 

Jumlah 

Paskibraka 
Kecamatan 

25 Orang 150.000.000,00 
  

25 30.000.000,00  25,00                  30.000.000,00  100,00 100,00 25,00 30.000.000,00 100,00 20,00 
Kec. Maro Sebo 

Ulu 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 83,38 70,72 
  

74,14 15,10 
 

 

  Predikat Kinerja T S 
  

S SR 
 

 

19 

5.01.01.

5.01.01.

07.15. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam Pembangunan Desa 

Persentase 

Usulan Hasil 

Musrenbang 

dalam Forum 

SKPD 

14 Persen 525.000.000,00 
  

10 125.000.000,00  6,44                100.728.000,00  64,38 80,58 6,44 100.728.000,00 45,99 19,19 Kec. Bajubang  

  

5.01.01.
5.01.01.

07.15.0

1. 

Fasilitasi 
Penyelenggaraaan 

Musrenbang Kecamatan 

dan Kelurahan 

Dokumen 
Hasil 

Musrenbang 

Kecamatan 

1 Dokumen 150.000.000,00 
  

1 30.000.000,00  1,06                  29.550.000,00  105,67 98,50 1,06 29.550.000,00 105,67 19,70 Kec. Bajubang  

  

5.01.01.

5.01.01.

07.15.0

2. 

Pembinaan Organisasi 

Kepemudaan dan olahraga 

Jumlah 
Organisasi 

yang dibina 

5 Dokumen 125.000.000,00 
  

3 45.000.000,00  3,10                  57.275.000,00  103,17 127,28 3,10 57.275.000,00 61,90 45,82 Kec. Bajubang  

  

5.01.01.

5.01.01.
07.15.0

3. 

Penyelenggaraan PKK 
Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 
Pembinaan  

60 Bulan 250.000.000,00 
  

12 50.000.000,00  6,26                  34.307.000,00  52,19 68,61 6,26 34.307.000,00 10,44 13,72 Kec. Bajubang  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 87,01 98,13 
  

59,33 26,41 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

SR SR 
 

 

20 

5.01.01.

5.01.01.

07.16. 

Program Pengembangan 

Tilawatil Qur'an 

Kecamatan 

Kafilah 
Kecamatan 

dalam MTQ 

Kabupaten 

375 Orang 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  86,14                107.196.800,00  86,142 107,20 86,14 107.196.800,00 22,97 21,44 Kec. Bajubang  

  

5.01.01.
5.01.01.

07.16.0

1. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

kegiatan LPTQ Kecamatan 

dan Kelurahan 

Persentase 

Desa yang 

Mengikuti 

MTQ 

Kecamatan 

100 Persen 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  62,28                  53.598.400,00  62,277 53,60 62,28 53.598.400,00 62,28 10,72 Kec. Bajubang  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 62,277 53,598 
  

62,28 10,72 
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  Predikat Kinerja S SR 
  

T SR 
 

 

21 

5.01.01.

5.01.01.

07.18. 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 500.000.000,00 
  

76 100.000.000,00  39,19                  61.665.100,00  51,56 61,67 39,19 61.665.100,00 48,98 12,33 Kec. Bajubang  

  

5.01.01.

5.01.01.

07.18.0

1. 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

terpadu kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 150.000.000,00 
  

76 30.000.000,00  65,12                  29.833.000,00  85,69 99,44 65,12 29.833.000,00 81,40 19,89 Kec. Bajubang  

  

5.01.01.

5.01.01.

07.18.0

2. 

Pembinaan Siskamling 

Persentase 

Poskamling 

Aktif 

66 Persen 100.000.000,00 
  

50 20.000.000,00  41,36                  18.952.500,00  82,72 94,76 41,36 18.952.500,00 62,67 18,95 Kec. Bajubang  

  

5.01.01.
5.01.01.

07.18.0

3. 

Asistensi dan Evaluasi 

APB-Des 

Persentase 
Penyusunan 

APBDes Tepat 

Waktu 

100 Persen 100.000.000,00 
  

100 20.000.000,00  65,82                  16.604.500,00  65,82 83,02 65,82 16.604.500,00 65,82 16,60 Kec. Bajubang  

  

5.01.01.

5.01.01.

07.18.0

4. 

Pembinaan wawasan 

kebangsaan 

Jumlah 
Paskibraka 

Kecamatan 

25 Orang 150.000.000,00 
  

25 30.000.000,00  24,58                  29.490.000,00  98,30 98,30 24,58 29.490.000,00 98,30 19,66 Kec. Bajubang  

  Rata-rata capaian kinerja(%) 83,13 93,88 
  

77,05 18,78 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

T SR 
 

 

22 

5.01.01.

5.01.01.

08.15. 

Program peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam Pembangunan Desa 

Persentase 

Usulan Hasil 

Musrenbang 

dalam Forum 
SKPD 

14 Persen 525.000.000,00 
  

10 123.200.000,00  10,27                154.127.400,00  102,67 125,10 10,27 154.127.400,00 73,33 29,36 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

08.15.0

1. 

Fasilitasi 

Penyelenggaraaan 

Musrenbang Kecamatan 

dan Kelurahan 

Dokumen 

Hasil 

Musrenbang 

Kecamatan 

1,00 Dokumen 150.000.000,00 
  

100 30.000.000,00  96,95                  37.110.400,00  96,95 123,70 96,95 37.110.400,00 96,95 24,74 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

08.15.0

2. 

Pembinaan Organisasi 

Kepemudaan dan olahraga 

Jumlah 

Organisasi 

yang dibina 

3 Dokumen 125.000.000,00 
  

100 45.000.000,00  100,77                  76.992.000,00  100,77 171,09 100,77 76.992.000,00 100,77 61,59 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  

5.01.01.
5.01.01.

08.15.0

3. 

Penyelenggaraan PKK 

Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 

Pembinaan  
12 Bulan 250.000.000,00 

  
100 48.200.000,00  80,66                  40.025.000,00  80,66 83,04 80,66 40.025.000,00 80,66 16,01 

Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 92,79 125,94 
  

92,79 34,11 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

T SR 
 

 

23 

5.01.01.

5.01.01.

08.16. 

Program Pengembangan 

Tilawatil Qur'an 

Kecamatan 

Kafilah 

Kecamatan 

dalam MTQ 

Kabupaten 

375 Orang 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  63,78                  64.807.000,00  63,78 64,81 63,78 64.807.000,00 17,01 12,96 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

08.16.0

1. 

Fasilitasi dan Pembinaan 

kegiatan LPTQ Kecamatan 

dan Kelurahan 

Persentase 

Desa yang 

Mengikuti 

MTQ 
Kecamatan 

100 Persen 500.000.000,00 
  

100 100.000.000,00  61,53                  64.807.000,00  61,53 64,81 61,53 64.807.000,00 61,53 12,96 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 61,5334 64,807 - 
 

61,53 12,96 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
  

S SR 
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24 

5.01.01.

5.01.01.

08.18. 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat) 

80 Persen 500.000.000,00 
  

76 100.000.000,00  52,57                  74.089.000,00  69,17 74,09 52,57 74.089.000,00 65,72 14,82 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

08.18.0

1. 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 
terpadu kecamatan 

IKM (Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat) 

80 Persen 150.000.000,00 
  

76 30.000.000,00  59,19                  23.950.000,00  77,89 79,83 59,19 23.950.000,00 73,99 15,97 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

08.18.0
2. 

Pembinaan Siskamling 

Persentase 

Poskamling 

Aktif 

66 Persen 100.000.000,00 
  

50 20.000.000,00  52,34                  27.175.000,00  104,69 135,88 52,34 27.175.000,00 79,31 27,18 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

08.18.0

3. 

Asistensi dan Evaluasi 

APB-Des 

Persentase 

Penyusunan 

APBDes Tepat 

Waktu 

100 Persen 100.000.000,00 
  

100 20.000.000,00  82,00                  17.734.000,00  82,00 88,67 82,00 17.734.000,00 82,00 17,73 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  

5.01.01.

5.01.01.

08.18.0
4. 

Pembinaan wawasan 

kebangsaan 

Jumlah 

Paskibraka 

Kecamatan 

25 Orang 150.000.000,00 
  

25 30.000.000,00  2,92                    5.230.000,00  11,66 17,43 2,92 5.230.000,00 11,66 3,49 
Kec. Maro Sebo 

Ilir 
 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 69,06 80,45 
  

61,74 16,09 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
  

SR SR 
 

 

   

  JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM            2.896.893.000,00                2.474.076.510,00                 

  6.01. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

1 

6.01.01.

6.01.01.
01.15. 

Program peningkatan 

keamanan dan kenyaman 
lingkungan 

Persentase 

konflik lahan 

yang dapat 

diselesaikan 

50 Persen 11.845.076.061,43 
  

67 777.164.000,00  66,25                790.132.101,00  99,37 101,67 66,25 790.132.101,00 132,50 6,67 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 
Politik 

 

  

6.01.01.

6.01.01.

01.15.0
1. 

Penangan Konflik 

Jumlah 

Konflik yang 

ditangani 

60 Kali 7.792.904.930,18 
  

60 597.164.000,00  65,85                624.683.424,00  109,75 104,61 65,85 624.683.424,00 109,75 8,02 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

6.01.01.

6.01.01.

01.15.0

2. 

Rakoor Pengendalian 

Keamanan Lingkungan/ 

Forum Kewaspadaan Dini 

Masyarakat (FKDM) 

Jumlah Rapat 

Koordinasi 

FKDM 

4 Kali 2.361.856.151,88 
  

4 180.000.000,00  3,72                165.448.677,00  92,99 91,92 3,72 165.448.677,00 92,99 7,01 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 101,37 98,26 
  

101,37 7,51 
 

 

  Predikat Kinerja T T 
  

T S 
 

 

2 

6.01.01.

6.01.01.

01.16. 

Program Pemeliharaan 

kantribmas dan 

pencegahan kriminal 

Kondisi 

Kondusifitas 

Kantribmas 

100 Persen 2.415.164.789,23 
  

100 255.000.000,00  53,53                136.499.483,00  53,53 53,53 53,53 136.499.483,00 53,53 5,65 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

6.01.01.
6.01.01.

01.16.0

1. 

Rapat Koordinasi Tim 

Pengawasan Orang Asing 

(TIMPORA) 

dokumen 

tindak lanjut 

Rakor 

5 Dokumen 1.013.211.342,34 
  

1 70.000.000,00  1,18                  51.574.000,00  117,62 73,68 1,18 51.574.000,00 23,52 5,09 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

6.01.01.

6.01.01.

01.16.0

2. 

Rakor Peningkatan Kerja 

Sama dengan aparat 

keamanan dalam Teknik 

pencegahan 

dokumen 

tindak lanjut 

Rakor 

5 Dokumen 1.401.953.446,88 
  

1 185.000.000,00  0,62                  84.925.483,00  62,15 45,91 0,62 84.925.483,00 12,43 6,06 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 89,88 59,79 
  

17,98 5,57 
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  Predikat Kinerja T S 
  

SR SR 
 

 

3 

6.01.01.

6.01.01.

01.17. 

Program Pengembangan 
wawasan kebangsaan 

Persentase 

Penurunan 

Komplik 

dalam 

masyarakat 

19 Persen 6.120.000.000,00 
  

36 411.150.000,00  28,89                321.745.600,00  80,25 78,26 28,89 321.745.600,00 152,06 5,26 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

6.01.01.

6.01.01.
01.17.0

2. 

Sosialisasi kerukunan antar 
umat beragama 

Jumlah 

Peserta 

Sosialisasi 

240 Orang 1.705.000.000,00 
  

240 175.000.000,00  148,50                105.096.000,00  61,88 60,05 148,50 105.096.000,00 61,88 6,16 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

6.01.01.

6.01.01.

01.17.0

4. 

Revitalisasi dan aktualisasi 
Nilai-nilai pancasila di 

kalangan Generasi Muda 

Peserta 
mengikuti 

Sosialisasi 

200 Orang 804.000.000,00 
  

200 112.000.000,00  174,70                  97.830.000,00  87,35 87,35 174,70 97.830.000,00 87,35 12,17 
Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

6.01.01.

6.01.01.
01.17.0

8. 

Fasilitasi dan Pembinaan 
ORMAS 

Jumlah Ormas 

yang 
difasilitasi 

dan dibina 

190 Ormas 4.605.000.000,00 
  

190 124.150.000,00  157,80                118.819.600,00  83,05 95,71 157,80 118.819.600,00 83,05 2,58 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 77,43 81,04 
  

77,43 6,97 
 

 

  Predikat Kinerja S S 
  

S S 
 

 

4 

6.01.01.

6.01.01.

01.18. 

Program Peningkatan 

pemberantasan penyakit 

masyarakat (Pekat) 

Persentase 

Kasus 
Penyakit 

Masyarakat 

11 Persen 1.707.991.424,00 
  

14 178.050.000,00  3,65                  49.866.440,00  26,08 28,01 3,65 49.866.440,00 33,19 2,92 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  6.01.01.
6.01.01.

01.18.0

1. 

Penyuluhan pencegahan 
peredaran/ penggunaan 

minuman keras dan 

narkoba 

Jumlah 

Peserta 

Penyuluhan 

900 Orang 1.311.164.924,00 
  

400 178.050.000,00  156,96                  49.866.440,00  39,24 28,01 156,96 49.866.440,00 17,44 3,80 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

Jumlah ASN 

yang di test 

Urine 

500 Orang 396.826.500,00 
  

500   
 

  
       

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 39,24 28,01 
  

17,44 3,80 
 

 

  Predikat Kinerja SR SR 
  

SR SR 
 

 

5 
6.01.01.
6.01.01.

01.19. 

Program Pendidikan Politik 

Masyarakat 

Tingkat 
partisipasi 

Pemilih 

75 Persen 1.102.789.000,00 
  

68 199.500.000,00  56,21                160.282.960,00  82,66 80,34 56,21 160.282.960,00 74,94 14,53 
Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

6.01.01.

6.01.01.

01.19.0

1. 

Fasilitas Pengelolaan 

Keuangan Partai Politik 

Jumlah 

Peserta 

Pelatihan 

225 Orang 553.449.000,00 
  

225 94.400.000,00  219,46                  93.968.400,00  97,54 99,54 219,46 93.968.400,00 97,54 16,98 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  

6.01.01.

6.01.01.

01.19.0

2. 

Penyelenggaraan Forum 

Diskusi Politik 

Jumlah 
Peserta 

Forum 

Diskusi Yang 

dilaksanakan 

200 Orang 549.340.000,00 
  

200 105.100.000,00  126,19                  66.314.560,00 63,10 63,10 126,19 66.314.560,00 63,10 12,07 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 

  Rata-rata capaian kinerja(%) 80,32 81,32 
  

80,32 14,53 
 

 

  Predikat Kinerja S T 
  

S SR 
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2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 

Daerah 

Permasalahan yang ddihadapi Kabupaten Batang Hari secara umum sesuai dengan sasaran 

pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan provinsi 

sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Batang Hari. 

2. Masih rendahnya kualitas masyarakat yang berkarakter mandiri dan inovatif 

3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang sehat di Kabupaten Batang Hari. 

4. Daya saing petani di Kabupaten Batang Hari belum maksimal. 

5. Belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Batang Hari 

6. Potensi Investasi di Kabupaten Batang Hari masih terbuka, tetapi investasi yang ada masih belum 

optimal 

7. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi 

8. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pendidikan 

9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Kesehatan 

10. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Permukiman 

11. Belum optimalnya infrastruktur Pertanian 

12. Belum optimalnya infrastruktur perdagangan 

13. Masih rendahnya kinerja pengelolaan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik 

14. Belum maksimanya implementasi nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan ketaqwaan terhadap 

tuhan yang maha esa 

15. Masih rendahnya pengembangan budaya daerah 

 

2.3.2 Identtifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari berdasarkan urusan pemerintahan 

sebagai berikut : 

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 

A. Pendidikan 

1. Kuantitas dan kualitas serta kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dinilai masih 

relatif rendah dengan distribusi yang belum merata di setiap wilayah.  Baru sekitar 83,24 persen 

tenaga pendidik yang berijazah S1 dan yang bersertifikasi baru 59,21 persen.  Sementara rata-rata 

lama sekolah baru mencapai 7,45 tahun, yang antara lain disebabkan karena belum maksimalnya 

aksesbilitas pendidikan.  

2. Tingkat partisipasi sekolah masyarakat masih relatif rendah, terutama pada tingkat SMP dengan 

APM rata-rata 79,46 dan SMU rata-rata 58,48.  Demikian pula nilai kelulusan pada tingkat SMP 

sederajat masih sangat rendah, baru mencapai 63,99 dan tingkat SD sederajat rata-rata 72,35 

masih relatif rendah.    
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3. Belum optimalnya efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan.  Manajemen pengelolaan 

pendidikan terlihat belum maksimal, baru sekitar 52 persen sekolah yang terakreditasi minimal B.  

4. Kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang pendidikan juga belum memadai sesuai dengan 

standar kebutuhan.  Ruang kelas dalam kondisi baik yang memenuhi rasio ideal terhadap jumlah 

murid baru mencapai 32 persen.  Sementara sekolah yang telah memiliki sarana dan prasarana 

yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal baru sekitar 70 persen. 

 

B. Kesehatan 

1. Pada aspek kualitas kesehatan masyarakat, terlihat bahwa masih rendahnya Indeks Pembangunan 

Manusia yang baru mencapai 67,68 dengan Angka Harapan Hidup 69,71 Tahun.  Demikian pula 

angka kematian bayi masih relatif tinggi, sebesar 4,3 orang per 1.000 kelahiran hidup.  

2. Pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat hidup dan SDM masyarakat masih 

belum memadai.  Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya jumlah tenaga medis sesuai 

kebutuhan penduduk dengan rasio baru mencapai 12,00 persen.  Belum ada puskesmas yang 

terakreditasi dan baru 5,8 persen puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan.  

Demikian pula Indek kepuasan Masyarakat / Pasien (IKM) baru mencapai 73,81 Skala Ligkert, 

sementara penyediaan obat-obatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, baru mencapai 96,27 persen 

dari kebutuhan.  

3. Kurangnya pengetahuan ibu tentang risiko tinggi pada kehamilan dan belum semua ibu hamil 

dengan risiko tinggi mendapat pelayanan tenaga kesehatan.  

4. Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan 

masyarakat masih belum berkembang dengan baik di tengah masyarakat.  

5. Kondisi infrastruktur bidang kesehatan juga belum memadai sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  Rasio puskesmas terhadap 100.000 jumlah penduduk sebesar 6,6 persen.  Demikian 

pula dengan infrastruktur Rumah Sakit Umum Type C belum mampu memenuhi kebutuhan setiap 

wilayah kecamatan. 

 

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan dan sungai belum 

memadai.  Baru sekitar 50,25 persen jalan lingkungan dalam kondisi baik, 22,95 persen jalan 

kabupaten dalam kondisi mantap, dan baru 87,33 persen jumlah jembatan yang berkontruksi 

beton/baja.  Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran arus orang, barang dan jasa.   

2. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah 

dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.  Baru 26,27 persen rumah tangga yang mendapat 

layanan air bersih,  rumah layak huni sekitar 37,04 persen.  Sementara rumah tangga yang 

mempunyai sanitasi yang layak 69,26 persen. 

3. Kebijakan dan konsep pengembangan hutan kota sebagai bagian dari RTH belum dapat 

diwujudkan secara nyata.  
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4. Masih banyak pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak sesuai dan tidak konsisten dengan arahan 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).  

 

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

1. Masih rendahnya angka rumah layak huni di Kabupaten Batang Hari. 

2. Kondisi jalan lingkungan dan drainase jalan lingkungan masih banyak dalam kondisi rusak. 

3. Cakupan luasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Batang Hari belum memadai. 

 

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

1. Pendidikan politik masyarakat belum berjalan sesuai harapan.  Peran partai politik dalam 

melakukan pendidikan politik masih terbatas untuk memperoleh suara pada saat pemilihan 

umum.  Materi pendidikan politik belum menyentuh aspek substansi.   

2. Masih didapati konflik internal politik di daerah sebagai imbasan dari konflik internal politik 

tingkat pusat. 

3. Masih minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana 

daerah. 

 

F. Sosial 

1. Belum optimalnya langkah-langkah pemberdayaan masyakat dalam penanggulangan kemiskinan, 

sehingga persentase penduduk miskin masih relatif tinggi.  

2. Belum optimalnya peran serta pihak swasta/Investor dalam pembangunan dalam bentuk CSR.  

Potensi CSR dari para investor belum dikelola dan difasilitasi secara baik.  

3. Isu tentang kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses tehadap barang dan jasa, 

lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya ketidakmampuan secara 

ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar (kebutuhan pangan, kesehatan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa 

aman) dalam menjalani hidupnya secara bermartabat.   

4. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami 

peningkatan dan belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Secara administratif, persentase rumah 

tangga miskin terbanyak berada di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Muara Bulian dan Kecamatan 

Muara Tembesi.    

5. Penurunan penduduk miskin belum sepadan dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi 

karena pertumbuhan ekonomi belum berkualitas dan cenderung menurun dalam tiga tahun 

terakhir.  Sementara kesejahteraan petani masih rendah akibatnya angka kemiskinan pada petani 

khususnya tanaman pangan cenderung meningkat karena nilai tukar petani masih rendah.  

6. Kemiskinan menimbulkan masalah ekonomi, ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai 

gangguan muncul akibat tekanan kemiskinan.  Penanganan masalah sosial diperlukan partisipasi 
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seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina 

masyarakat di tingkat lokal.  

7. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dalam pengelolaan pertanian.  Kondisi 

infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah 

pemasaran masih belum lancar, sehingga melemahkan bargaining position petani dalam menjual 

hasil produksinya dan pada sisi lain meningkatkan biaya produksi dalam mendapatkan faktor 

produksi di pasar.  Kondisi ini menyebabkan Nilai Tukar Petani (NTP) masih di bawah BEP, yaitu 

sebesar 95,67 persen    

8. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah masih rendah sehingga berdampak terhadap 

tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat.  Laju pertumbuhan ekonomi baru 

mencapai 5,4 persen.  Sekalipun demikian kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari 

Indeks Gini Ratio masih masuk dalam katagori rendah sebesar 0,294.  

9. Pemahaman masyarakat tentang aspek keagamaan dalam aktifitas berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat cenderung semakin melemah, sehingga akan berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan pembangunan.  

10. Terdapat kecenderungan semakin berkurangnya peran serta tokoh agama dan lembaga 

keagamaan dalam proses pembangunan.  

11. Infrastruktur pengendalian dampak bencana alam masih belum optimal, baru sekitar 10,00 

persen dari dampak bencana alam yang  dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah.    

12. Masih banyak fasilitas sarana prasara rumah ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan yang 

tidak layak.  Pada sisi lain terdapat sarana prasarana peribadatan yang tidak dimanfaatkan sesuai 

dengan fungsinya. 

 

2.3.1.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar 

A. Tenaga Kerja 

1. Belum optimalnya semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara 

mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;   

2. Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga 

kerja.  Pada sisi lain spesifikasi angkatan kerja yang tersedia belum mampu memenuhi pasar kerja 

dan belum profesional sehingga tingkat penganguran terbuka pada tahun 2014 tinggi 

dibandingkan dengan kabupaten/kota Provinsi Jambi yaitu sebesar 5,69 persen. 

 

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1. Belum optimalnya usaha dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak 

terhadap anak dengan  nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) baru mencapai 69,83 persen.  

Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas SD ibu dan anak untuk mewujudkan kualitas SDM yang 

sehat, cerdas dan berkarakter.  
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2. Fungsi Lembaga PKK di Kabupaten Batang Hari dalam rangka persamaan gender, pemberdayaan  

ekonomi keluarga belum maksimal.  

 

C. Pangan 

1.   Produksi pangan belum dapat memenuhi konsumsi pangan penduduk. Ketergantungan terhadap 

pasokan pangan dari luar kota/luar daerah masih sangat tinggi sehingga rawan terhadap 

ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat rumah tangga.  Rata-rata peningkatan produksi beras 

secara lokal baru mencapai 55,94 persen. 

2.    Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai skor ideal, yaitu baru mencapai 76,2.  

3. Pola konsumsi masyarakat masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras) sebagai makanan 

pokok sumber karbohidrat sehingga rawan akan keamanan dan keanekaragaman konsumsi 

pangan. Pada sisi lain pengembangan keanekaragaman pangan lokal masih kurang.   

 

D. Pertanahan 

1. Belum seluruh aset pemerintah daerah khususnya tanah belum memiliki legalitas. 

2. Masih terbatasnya aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah guna pengembangan sarana dan 

prasarana pemerintah daerah. 

 

E. Lingkungan Hidup 

1. Sumberdaya energi dan meneral yang bersumber dari energi baru dan terbarukan belum 

dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

2. Belum optimalnya pengelolaan usaha/kegiatan yang memperhatikan aspek ramah lingkungan.  

Pemahaman pelaku usaha tentang usaha yang ramah lingkungan masih sangat lemah. Baru 

sebesar 60 persen usaha/kegiatan yang ramah lingkungan.   

 

F.  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Sarana dan Prasarana Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum memadai sehingga 

pelayanan pada masyarakat belum maksimal. 

 

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Semakin banyaknya regulasi tentang desa dan seiring bertambahnya alokasi anggaran untuk desa 

menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa. 

 

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Batang Hari masih relatif tinggi (2,3 persen) sehingga akan 

sangat mempengaruhi aspek pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. 
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I. Perhubungan 

1. Sarana dan prasarana untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dinas perhubungan 

masih belum memadai 

2. Sarana pendukung jalan di Kabupaten Batang Hari masih banyak kekurangan. 

 

J. Komunikasi dan Informatika 

1. Sumber Daya Informasi Teknologi (IT) masih kurang. 

2. Belum seluruh aplikasi yang ada di Kabupaten Batang Hari terintegrasi. 

 

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

1. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi masih belum memadai yang disebabkan karena manajemen dan inovasi 

pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal karena rendahnya kualitas SDM 

pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM.  

2. Mesih rendahnya aksesbilitas pelaku usaha terhadap sarana produksi dan pembiayaan, sehingga 

ekonomi masyarakat kecil dan menengah sulit berkembang.  Hal ini dipicu pula oleh tingkat 

kemandirian UMKM / Kelompok usaha yang masih rendah, baru mencapai sebesar 60 persen.  

3. Lemahnya daya saing produk UMKM akibat rendahnya kualitas produk, rendah teknologi, akses 

pasar yang lemah dan sebahagian produk belum berorientasi pasar.  

4. Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian 

besar koperasi berkategori tidak sehat  

5. Peran dan fungsi serta manajemen pengelolaan UMKM dan Kopersi belum optimal. Baru sekitar 

sebesar 51,08 persen koperasi yang termasuk katagori aktif, dan kontribusi UMKM pada sektor 

Industri baru sebesar 67,42 persen.  

 

L. Penanaman Modal  

1. Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan 

kesempatan kerja.  Investasi daerah relatif belum berkembang, antara lain disebabkan birokrasi 

(terutama perizinan) belum efisien dan efektif, dukungan infrastruktur masih lemah, kepastian 

jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal masih lemah, sehingga berdampak 

pada ekonomi biaya tinggi.  

2. Sebahagian besar (60 persen) perusahaan yang berinvestasi di daerah belum memiliki izin sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pada sisi lain proses pelayanan 

perizinan belum dilakukan secara efesien, efektif dan transparan.  

3. Nilai inventasi daerah dan penanaman modal masih relatif rendah, pada tahun 2015 baru sebesar 

Rp.1.700.000.000.000,-. 
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M. Kepemudaan dan Olahraga 

Tidak seluruh kecamatan memiliki infrastruktur olah raga yang memadai.  

 

N. Statistik 

Belum terpenuhinya data statistik daerah Kabupaten Batang Hari 

 

O. Persandian 

Belum maksimalnya fungsi persandian di Kabupten Batang Hari. 

 

P. Kebudayaan 

1. Terdapat beberapa bentuk kearifan lokal di bidang keagamaan, budaya dan adat asli Kabupaten 

Batang Hari/ Melayu yang semakin hari semakin menghilang dari aktifitas masyarakat.  

2. Belum optimalnya pembinaan kearifan lokal asli Batang Hari oleh pemerintah daerah dan semakin 

berkurangnya peran lembaga adat daerah.  

3. Kurangnya fasilitasi pengembangan budaya adat daerah untuk melestarikan kearifan lokal.  

4. Pengembangan kearifan lokal kesenian daerah dan olah raga tradisional belum optimal dan 

cennderung semakin menurun.   

5. Semakin berkurangnya kecintaan generasi muda terhadap seni budaya daerah dan olah raga 

tradisional.  Jumlah pentas seni budaya daerah hanya sebanyak 15 sanggar dan persentase cabang 

olah raga yang berprestasi baru 11,54 persen.  

 

Q. Perpustakaan 

Belum Maksimalnya pemanfaatan perpustakaan daerah dan perpustakaan desa oleh masyarakat. 

 

R. Kearsipan 

Belum terdokumentasinya dengan baik Arsip daerah Kabupaten Batang hari 

 

2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 

A. Kelautan dan Perikanan 

Pemanfaatan potensi pengembangan usaha perikanan (kolam, keramba dan perairan umum) 

belum sebanding dengan potensi lestarinya, sehingga tingkat produksi ikan masih belum mampu 

memenuhi kebutuhan ikan masyarakat per kapita.  Tingkat produksi ikan baru mencapai 13.056 Ton.  

 

B. Pariwisata 

Pengembangan pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata belum terkonsep dengan baik 

dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur taman rekreasi dan objek wisata, yaitu 

sekitar 54,29 persen.  
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C. Pertanian 

1. Sumberdaya Manusia dan kelembagaan petani masih belum memadai.  Baru sekitar 7,85 persen 

dari jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian sesuai anjuran.  Demikian pula SDM 

Aparatur Penyuluh Pertanian masih belum optimal, yang dibuktikan dengan masih rendahnya 

(42,22 persen) penyuluh pertanian yang berkinerja baik.  

2. Pola Kemitraan di bidang perkebunan antara investor dengan masyarakat masih belum 

berkeadilan dan relatif belum berpihak kepada masyarakat kecil/petani. Pada sisi lain kepastian 

hukum pengelolaan dan pemanfaatan serta kepemilikan lahan masih relatif lemah.  Kondisi ini 

sering memicu terjadinya konflik/friksi/sengketa lahan baik antara pihak investor dengan 

masyarakat, investor dengan investor, maupun antar masyarakat.  

3. Tingkat produktifitas usaha perkebunan (karet dan kelapa sawit) masih relatif rendah.  Luas 

tanaman karet yang produktif hanya seluas 68,63 persen dan kelapa sawit 77,77 persen.  

Sementara upaya peremajaan karet tua masih berjalan lamban.  Sampai saat ini baru sekitar 10,73 

persen luas kebun karet tua yang telah diremajakan (Replanting).  

4. Pemanfaan potensi lahan sawah masih belum optimal, masih banyak lahan tidur dan lahan yang 

pernah dijadikan sawah yang tidak digarap/tidak dimanfaatkan.  Baru sekitar 43,93 persen dari 

potensi yang telah dimanfaatkan untuk lahan sawah.  Hal yang sama juga terjadi untuk lahan 

pangan lainnya seperti potensi lahan palawaija dan holtikultura.  

5. Pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan 

pertanian tanaman pangan dan perkebunan belum optimal.  

6. Sentra-sentra pengembangan ternak rakyat belum tumbuh secara optimal yang berdampak 

terhadap rendahnya produksi daging, sampai dengan akhir 2015 baru mencapai 2.145 Ton.  

7. Infrastuktur pertanian belum memadai sesuai kebutuhan masyarakat, baru sekitar 26,29 persen 

dari luas areal sawah yang mendapat akses irigasi.  Jalan produksi pertanian/perkebunanan yang 

telah dibangun baru sebesar 28,32 persen dari kebutuhan sepanjang 246 KM.  

 

D. Kehutanan 

Belum optimalnya kolaborasi pemanfaatan kawasan TAHURA STS, dan tingkat kerusakan 

kawasan TAHURA STS berada pada kondisi kritis, Reboisasi pada tahun 2016 baru seluas 100 Ha.  

 

E. Perdagangan 

Infrastruktur perdagangan (seperti pasar tradisonal, pasar desa, pasar lelang karet)  masih 

banyak yang belum layak dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. hanya 74 persen 

infrastruktur pasar yang dinilai baik/layak.  

 

F. Perindustrian 

1. Sektor hilir (agroindustri) produk perkebunan, tanaman pangan dan perikanan belum 

berkembang sehingga  masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.  
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2. Agribisnis yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas 

serta daya saing produk pertanian masih belum berkembang.  Nilai eksport produk unggulan 

daerah sebesar 2.631,65 Juta Rupiah.   

 

G. Transmigrasi 

Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan di kawasan eks transmigrasi dan perlu 

dilakukan pengembangan kawasan transmigrasi baru. 

 

2.3.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan 

A. Perencanaan 

1. Kinerja perencanaan pembangunan daerah pada setiap level pemerintahan kualitasnya masih 

belum optimal, kurang partisipatif, akuntabel dan kurang transparan.   

2. Hanya sekitar 19,62 persen dari hasil musrenbang yang dapat diakomodir dalam APBD.  

3. Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta 

membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun.   

4. Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien. 

5. Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang dan 

jangka mengengah;   

 

B. Keuangan 

1. Pengelolaan keuangan daerah masih belum profersional, efektif, efisien dan transparan serta 

akuntabel.  

2. Belum optimalnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD.  Kinerja OPD terkait dalam 

menggali sunber-sumber pendapatan asli daerah masih relatif rendah.  Pendataan sumber-sumber 

pajak daerah belum optimal sesuai potensinya.  Pada satu sisi lain masih banyak terjadi kebocoran 

dalam proses perolehan  PAD.  

3. Proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara total terhadap pendapatan asli daerah 

masih rendah.  Hal ini mencerminkan belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.  

4. Belum maksimalnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah. Inventarisir terhadap asset 

daerah harus dilakukan secara optimal dalam rangka mengidentifikasi potensi PAD yang 

memungkinkan diperoleh dari pengelolaan asset daerah tersebut.  

5. Pengelolaan asset daerah belum sempurna dan masih menimbulkan permasalahan berkenaan 

dengan hasil-hasil pemeriksaan dari lembaga pengawasan.  

 

C. Kepegawaian 

1. Masih terdapat penempatan aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan kompetensi serta 

sistem penempatan yang belum transparan.   
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2. Pengelolaan sistem data dan informasi kepegawaian serta pengelolaan kearsipan daerah masih 

belum optimal. 

3. Tatanan organisasi perangkat daerah masih dinilai belum efektif.  Masih terdapat  PD tidak 

memiliki struktur yang lengkap sesuai fungsi dan beban tugas PD.  Pada sisi lain masih banyak PD 

yang memiliki struktur organisasi yang lengkap namun tidak berfungsi optimal.  

4. Penempatan aparatur belum terdistribusi secara merata, terutama aparatur di bidang pendidikan 

dan kesehatan.  

 

D. Pendidikan dan Pelatihan 

Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten 

Batang Hari. 

 

E. Penelitian dan Pengembangan 

Kegiatan penelitian dan pengembangan belum optimal dan relatif masih kurang.  Jika pun ada, 

kualitasnya masih sangat rendah.  

 

2.3.2.5 Urusan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

A. Pengawasan 

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum menunjukan perubahan kearah yang lebih baik dan 

masih rendahnya jangkauan serta kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.  

2. Sebahagian aparatur pemerintahan masih memiliki kompetensi yang tidak memadai, berdisiplin 

rendah serta berkinerja buruk sehingga menjadi penghambat dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN.   

 

2.3.2.6. Urusan Pendukung 

A. Sekretariat Daerah 

1. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet 

(electronic Government, e-Gov) belum optimal.  

2. Masih banyak instansi perangkat daerah yang tidak memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) 

atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. 

3. Belum maksimalnya koordinasi lintas PD di Kabupaten Batang Hari.  

 

B. Sekretariat Dewan 

Belum maksimalnya fungsi kesekretariatan dewan dalam memfasilitasi unsur pimpinan dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari. 



 

 

 

 

 

162 

 

2.3.2.7. Urusan Pemerintahan Umum, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa 

Seluruh Kecamatan Dalam Kabupaten Batang Hari 

1. Kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa belum optimal.  

2. Masih banyak desa/kecamatan yang belum memiliki batas-batas administrasi yang defenitif, 

sehingga sering menimbulkan konflik dan gesekan di masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. 

3. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pemerintah kecamatan belum optimal. 
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BAB III 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

 

3.1  Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  

Sesuai dengan visi Bupati Batang Hari yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2016 – 2021, yakni Masyarakat Batang Hari Maju, Adil, dan Sejahtera Berlandaskan 

Ketaqwaan , Visi ini mengusung 5 (lima) Misi, di antaranya Misi I: Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter; Misi II: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 

ekonomi kerakyatan; Misi III: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi 

masyarkat; Misi IV: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proposional, 

efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi yang berkeaadilan; 

Misi V: Memajukan dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan serta melestarikan nilai-nilai 

budaya kearifan lokal, adat dan kesenian daerah dalam rangka memperkuat kebudayaan nasional. 

Mengacu pada Misi Kedua, maka tingkat perekonomian Kabupaten Batang Hari harus ditingkatkan 

dengan mendorong program pembangunan yang berpihak pada rakyat, atau lebih dikenal dengan 

ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi rakyat, semangat yang lebih menonjol adalah kerja sama. Istilah 

ekonomi rakyat merupakan istilah ekonomi sosial (social economics) sekaligus istilah ekonomi moral 

(moral economy). Peran ekonomi rakyat tidak terbatas pada peran-peran di sektor formal, namun juga 

dari besarnya porsi pelaku ekonomi rakyat dalam struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi 

Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari Indeks Perkembangan pembangunan ekonomi, Pertumbuhan 

ekonomi sebagai ringkasan dari Pendapatan Regional yang diuraikan menurut sektor setiap tahun. 

Indeks ini menunjukkan seberapa besar perkembangan ekonomi suatu daerah pada tahun berjalan, 

dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar (dalam hal ini tahun 2010).  

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Batang Hari, pada bulan Agustus 

tahun 2017, kondisi perekonomian (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Batang Hari cenderung 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2015, 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari sebesar 4,27 persen (y-o-y), dan pada tahun 2016 

meningkat menjadi 4,55 persen (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori 

Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 10,11 persen. Bila Pendapatan Regional suatu daerah dibagi 

dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan Pendapatan Regional per 

kapita. Pendapatan Regional per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Pendapatan per 

kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Batang Hari mencapai 50,58 

juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,5 persen dibandingkan PDRB per kapita tahun 2015 yang 

sebesar 46,28 juta rupiah. 

Tabel 3.1 

PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2011─ 6 

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
13.46 13.21 15.29 17.36 18.88 21.07 

2 Pertambangan dan Penggalian 3.98 5.05 5.28 5.17 4.72 4.53 
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No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 Industri Pengolahan 4.06 4.47 4.89 5.40 5.77 6.09 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 

5 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 

6 Konstruksi 1.90 2.21 2.52 2.81 3.04 3.28 

7 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

2.42 2.63 2.92 3.38 3.92 4.55 

8 Transportasi dan Pergudangan 0.48 0.55 0.61 0.68 0.75 0.83 

9 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
0.10 0.11 0.12 0.15 0.17 0.20 

10 Informasi dan Komunikasi 0.85 1.11 1.18 1.28 1.67 1.93 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.60 0.74 0.84 0.89 0.93 0.99 

12 Real Estat 0.46 0.48 0.51 0.53 0.61 0.68 

13 Jasa Perusahaan 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

1.32 1.47 1.57 2.00 2.43 2.66 

15 Jasa Pendidikan 1.60 1.76 1.89 1.91 2.14 2.40 

16 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
0.39 0.45 0.50 0.59 0.66 0.72 

17 Jasa lainnya 0.38 0.39 0.41 0.45 0.50 0.54 

Kabupaten Batang Hari 32.05 34.70 38.59 42.69 46.28 50.58 

 

Tabel 3.2 

Prediksi PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) (2016 – 2021) 

 

  

  

  

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 19,59 20,41 21,22 22,04 23,14 24,10 

B. Pertambangan dan Penggalian 4,52 4,31 4,11 3,98 3,81 3,73 

C. Industri Pengolahan 5,98 6,03 6,67 6,91 7,03 7,58 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

E. Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah, dan Daur Ulang 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

F. Konstruksi 3,46 3,67 3.88 3,91 4,32 4,53 

G. Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

4,15 4,27 4,78 5,01 5,23 5,65 

H. Transportasi dan Perdagangan 0,78 0,87 0,91 0,93 0,97 0,99 

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 

J. Informasi dan Komunikasi 1,82 2,23 2,47 2,78 2,89 3,14 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,96 0,99 1,14 1,26 1,34 1,46 

L. Real Estate 0,69 0,76 0,82 0,91 0,93 0,97 

M,N. Jasa Perusahaan 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

O. Administrasi Pemerintahan, 2,49 2,53 2,61 2,73 2,81 2,91 
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Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

P. Jasa Pendidikan 2,19 2,24 2,37 2,51 2,81 2,84 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,69 0,73 0,77 0,82 0,87 0,91 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 

 

48,17 49,97 48,88 54,88 57,32 60,06 

 

Gambar 3.1 

Pendapatan Regional Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)  

Tahun 2010 – 2015 

 

 

PDRB Kabupaten Batang Hari menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan 

usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori 

ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009, 

antara lain: 

1. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan 

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

6. Konstruksi 

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

8. Transportasi dan Pergudangan 

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

10. Informasi dan Komunikasi 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 

12. Real Estat 

13. Jasa Perusahaan 

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
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15. Jasa Pendidikan 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

17. Jasa lainnya 

 

Pada tahun 2015 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi 

terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 41,66 persen. Golongan Tanaman Perkebunan 

merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 74,58 persen dari 

seluruh nilai tambah pertanian. Pertumbuhan golongan ini mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu dari 4,28 persen pada tahun 2013 menjadi 15 persen pada tahun 2014, namun kemudian turun 

menjadi 4,55 persen pada tahun 2015. Penurunan kecepatan pertumbuhan nilai tambah sektor 

perkebunan ini antara lain dipengaruhi oleh iklim yang kurang menguntungkan pada pertengahan 

tahun 2015 (adanya kemarau panjang) hingga akhir tahun, yang mana hal ini mempengaruhi produksi 

tanaman perkebunan di Kabupaten Batang Hari. 

Tabel 3.3 

Peranan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2016 

 

  

Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

 (1) (2) (3) (4) (5)     (6) 

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa 
Pertanian 

90,90 91,42 91,53 91,28 91,47 

 a. Tanaman Pangan 5,20 5,41 4,99 4,76 4,68 

  

b. Tanaman Hortikultura 

 

5,48 

 

4,98 

 

4,79 

 

4,59 

 

4,49 

 c. Tanaman Perkebunan 71,49 72,73 73,82 73,87 74,58 

  

d. Peternakan 

 

8,54 

 

8,14 

 

7,78 

 

7,91 

 

7,58 

  

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 

 

0,19 

 

0,17 

 

0,15 

 

0,14 

 

0,14 

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 2,55 2,51 2,70 2,68 2,56 

3 Perikanan 6,55 6,07 5,77 6,04 5,97 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
 

Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, subkategori yang berkontribusi paling besar 

terhadap kategori ini pada tahun 2016 adalah Pertambangan Batubara dan Lignit yaitu sebesar 49,59 

persen. Secara umum, peranan subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit cukup  fluktuatif  

selama  tahun  2011-2016.  Pada  tahun  2011-2012 kontribusinya  cenderung meningkat yakni dari 

48,50 persen menjadi 54,91 persen. Pada tahun 2013 hingga 2014 kontribusinya menurun dari tahun-
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tahun sebelumnya menjadi 53,83 persen dan 50,73 persen. Penurunan  ini  lebih  dipengaruhi  oleh  

faktor  harga  batubara  di  pasar  internasional  yang cenderung  menurun  pada  tahun  2013-2014.  

Kontribusinya  sedikit  naik  pada  tahun  2015 menjadi 51,60 persen dan turun kembali pada tahun 

2016 sebesar 49,59 persen. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh penurunan harga batubara di pasar 

internasional pada tahun 2016. 

Penyumbang terbesar berikutnya pada tahun 2016 berturut-turut adalah subkategori 

Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi, Subsektor Pertambangan dan Penggalian lainnya serta 

subkategori Pertambangan Bijih Logam dengan kontribusi berturut 29,29 persen; 20,86 persen dan 

0,26 persen. Jika diperhatikan lebih lanjut, kontribusi Pertambangan Bijih Logam dan 

Pertambangan/Penggalian Lainnya menunjukkan tren meningkat dari tahun 2012-2016. Hal ini 

dipengaruhi oleh semakin besarnya kontribusi kegiatan penambangan pasir alam dan emas ilegal. 

 

Tabel 3.4 

Peranan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2012-2016 

 

Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

(1) (2) (3) (4) (5)     (6) 

Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 31,41 31,86 33,35 29,14 29,29 

Pertambangan Batubara dan Lignit 54,91 53,83 50,73 51,60 49,59 

Pertambangan Bijih Logam 0,21 0,21 0,23 0,24 0,26 

Pertambangan dan Penggalian Lainnya 13,47 14,09 15,69 19,01 20,86 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
 

Gambar 3.2 

Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian  

Tahun 2012 dan 2016 (persen) 
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
 

Pada Kategori Industri Pengolahan, subkategori yang menyumbang peranan terbesar pada 

tahun 2015 adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 54,36 persen, kemudian diikuti oleh 

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik serta Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang 

Anyaman, dengan kontribusi masing-masing sebesar 21,08 persen dan 13,78 persen. 

Sementara itu peranan subkategori lainnya berturut-turut adalah subkategori Industri 

Furnitur;   Industri Barang Galian Bukan Logam; Industri Alat Angkutan; Industri Tekstil dan Pakaian 

Jadi; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan  

Pemasangan  Mesin  dan Peralatan; Industri  Mesin  dan Perlengkapannya  serta  Industri Barang  

Logam,  dengan  kontribusi  berturut-turut  sebesar:  5,18  persen;  4,02  persen;  0,60 persen; 0,56 

persen; 0,46 persen; 0,07 persen; 0,02 persen dan 0,01 persen. 

Tabel 3.5 

Peranan PDRB Kategori Industri Pengolahan  

Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2016 

 

  

Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

 (1) (2) (3) (4) (5)     (6) 

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Industri Makanan dan Minuman 51,12 51,19 52,04 52,93 54,36 

3 Pengolahan Tembakau      

4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,60 0,59 0,60 0,56 0,55 

5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas 

Kaki 

0,00ka 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus 

dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan 

dan Sejenisnya 

13,29 12,99 12,76 13,90 13,78 
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Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

 (1) (2) (3) (4) (5)     (6) 

7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, 

Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 

0,47 0,48 0,47 0,46 0,42 

8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat 

Tradisional 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Industri Karet, Barang dari Karet dan 

Plastik 

24,49 24,59 24,27 22,24 21,08 

10 Industri Barang Galian Bukan Logam 3,87 4,29 4,02 4,02 4,06 

11 Industri Logam Dasar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Industri Barang dari Logam, Komputer, 

Barang Elektronik, Optik dan Peralatan 

Listrik 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

14 Industri Alat Angkutan 0,68 0,66 0,62 0,60 0,58 

15 Industri Furnitur 5,39 5,11 5,14 5,18 5,08 

16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa reparasi 

dan pemasangan mesin dan peralatan 

0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 

Industri Pengolahan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
 

Kategori  Pengadaan  Listrik  dan  Gas  berkontribusi  sebesar  0,05  persen  terhadap 

perekonomian Kabupaten Batang Hari pada tahun 2016. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 97,43  

persennya  disumbang  oleh  subkategori  Ketenagalistrikan,  dan  2,57  persen  oleh subkategori 

Pengadaan Gas dan Produksi Es. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2016 

adalah sebesar 10,11 persen. 

Tabel 3.6 

Peranan PDRB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas  

Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2016 

 

  

Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

 (2)

0) 

(2) (3) (4) (5)     (6) 

1 Ketenagalistrikan 97,02 96,02 96,64 97,03 97,43 

2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 2,98 3,98 3.36 2,97 2,57 

Pengadaan Listrik dan Gas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
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Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan , pengolahan dan pendistribusian air 

melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan 

pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk 

pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap 

perekonomian di Kabupaten Batang Hari selama tahun 2012-2016 berturut-turut sebesar 0,9 persen; 

0,08 persen; 0,08 persen; 0,08 persen dan 0,08 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya, yaitu sebesar 

2,15 persen; 1,89 persen; 3,99 persen; 5,39 persen dan 4,03 persen berturut-turut pada tahun 2012-

2016. 

Pada tahun 2016 kategori Konstruksi menyumbang sebesar 6,48 persen terhadap total 

perekonomian Kabupaten Batang Hari, meningkat dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 6,36 persen. 

Tren kontribusi kategori ini terlihat fluktuatif pada tahun-tahun di antaranya (2012-2014) yaitu 

sebesar berturut-turut 6,36 persen pada tahun 2012; 6,54 pada tahun 2013 dan 6,58 pada tahun 2014. 

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan kategori Konstruksi 

Kabupaten Batang Hari mengalami perlambatan dari 10,44 persen pada tahun 2012 menjadi 5,43 

persen pada tahun 2016. 

Selama lima tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor memberikan sumbangan di atas 7 persen terhadap PDRB. Pada tahun 2016, kontribusi 

kategori ini sebesar 9,00 persen. Dari kontribusi tersebut, sebesar 88,60 persen disumbang oleh 

subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Sementara itu, sebesar 

11,40 persen disumbang oleh subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. 

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 

didominasi   oleh   perdagangan   besar   komoditas   hasil   pertanian,   khususnya   tanaman 

perkebunan. Kabupaten Batang Hari merupakan daerah penghasil komoditas perkebunan yang cukup 

dominan di Provinsi Jambi, seperti karet, kelapa sawit, pinang, kakao dan kopi. 

Tabel 3.7 

Peranan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;  

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  

Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2016 

 

  

Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

 (1) (2) (3) (4) (5)     (6) 

1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan 

Reparasinya 

13,17 12,89 12,10 12,02 11,40 

2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan 

Mobil dan Sepeda Motor 

86,83 87,11 87,90 87,98 88,60 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
 

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan 

Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan 
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Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan   dan   Jasa  Penunjang   

Angkutan.   Subkategori   Angkutan   Darat   memberikan kontribusi terbesar selama lima tahun 

terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar  63,30  persen  pada  tahun  2016.  

Sementara  itu,  penyumbang  terbesar  berikutnya adalah Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

sebesar 31,41 persen, sedangkan subkategori  Pergudangan  dan Jasa  Penunjang Angkutan  

berkontribusi  sebesar  5,29 persen pada tahun 2016. 

Tabel 3.8 

Peranan PDRB Kategori Transportasi dan  

Pergudangan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2012-2016 

 

  

Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

 (1) (2) (3) (4) (5)     (6) 

1 Angkutan Rel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Angkutan Darat 61,60 61,99 63,13 63,14 63,30 

3 Angkutan Laut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 32,81 32,37 31,37 31,48 31,41 

5 Angkutan Udara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; 

Pos dan Kurir 

5,59 5,64 5,50 5,38 5,29 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
 

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap 

PDRB Kabupaten Batang Hari sebesar 0,39 persen, di mana sebesar 96,24 persen dari kontribusi 

kategori tersebut merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Makan Minum. Sementara itu, 

sebesar 3,76 persennya merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Akomodasi. 

Secara keseluruhan, kategori ini mencapai laju pertumbuhan positif sebesar 10,00 persen pada 

tahun 2016, mengalami percepatan dibandingkan pada tahun 2012 yang hanya sebesar  4,39  persen.  

Masing-masing  subkategori  Penyediaan Akomodasi  dan Penyediaan Makan Minum juga 

menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2016 yaitu sebesar 10,32 persen  untuk  subkategori 

Penyediaan Makan Minum  dan 2,52 persen  untuk  subkategori Penyediaan Akomodasi. Tingginya 

pertumbuhan kategori ini dipicu oleh pertumbuhan subkategori Penyediaan Makan dan Minum yang 

mencatat pertumbuhan tinggi selama dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh tingginya 

pertumbuhan usaha rumah makan dan restoran di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014-2016. 

Tabel 3.9 

Peranan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  

Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2016 

 

  

Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

(1) (2) (3) (4) (5)     (6) 

1 Penyediaan Akomodasi 5,02 5,17 4,42 4,07 3,76 
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2 Penyediaan Makan Minum 94,98 94,83 95,58 95,93 96,24 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
 

Gambar 3.3 

Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan  

Makan Minum (Persen), 2012- 2016 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 

 

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap 

bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator 

kemajuan suatu daerah, terutama dilihat dari jasa telekomunikasinya. Peranan kategori ini terhadap 

perekonomian di Kabupaten Batang Hari adalah sebesar 3,20 persen pada tahun 2012. Peranan ini 

cukup fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya yaitu menjadi 3,20 persen pada tahun 2012; 3,06 persen 

pada 2013 dan sedikit menurun menjadi 3,00 persen pada tahun 2014; meningkat lagi menjadi 3,62 

persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 meningkat lai menjadi 3,83 sebesar persen. Sementara 

itu, laju pertumbuhannya cukup stabil pada angka sekitar 7 persen, hanya sedikit melambat menjadi 

5,20 persen pada tahun 2013. 

Jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas perekonomian pada kategori jasa 

keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 2012-2016, kontribusinya lebih dari 80 persen. Penyumbang 

terbesar berikutnya adalah subkategori Jasa Keuangan Lainnya yaitu sebesar 11,12  persen,  

subkategori  Asuransi  dan  Dana  Pensiun  dengan  sumbangan  sekitar  3,41 persen, dan terakhir 

adalah Jasa Penunjang Keuangan dengan kontribusi sebesar 0,40 persen. 
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Tabel 3.10 

Peranan PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi  

Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2016 

 

  

Lapangan Usaha 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015* 

 

2016** 

 (1) (2) (3) (4) (5)     (6) 

1 Jasa Perantara Keuangan 85,73 86,24 85,58 85,38 85,07 

2 Asuransi dan Dana Pensiun 3,15 3,04 3,16 3,21 3,41 

3 Jasa Keuangan Lainnya 10,75 10,37 10,91 11,04 11,12 

4 Jasa Penunjang Keuangan 0,36 0,34 0,36 0,37 0,40 

Jasa Keuangan dan Asuransi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari 
 

Kategori real estat memberikan peranan yang relatif stabil terhadap PDRB Kabupaten 

Batang Hari dengan kontribusi kurang dari 2 persen. Selama tahun 2012-2016, secara berturut- 

turut  sumbangan  kategori  real  estat  sebesar  1,38  persen;  1,32  persen;  1,24  persen;  1,31 

persen, dan 1,35 persen. Antara tahun 2012-2016, laju pertumbuhan ekonomi kategori ini 

selalu positif meskipun cenderung fluktuatif. Kecilnya peranan kategori ini dalam pembentukan 

PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Batang Hari mengindikasikan masih sedikitnya nilai tambah yang 

dihasilkan dari kategori ini di Kabupaten Batang Hari dibandingkan kategori-kategori lainnya. 

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif 

stabil di angka 0,08 persen pada tahun 2012 hingga 2015 dan mngalami sedikit peningkatan pada 

tahun 2016 menjadi sebesar 0,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan 

oleh kategori ini relatif kecil dibandingkan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Batang Hari. 

Sementara itu, laju pertumbuhan kategori ini berfluktuasi antara tahun  2012-2016. Pada tahun 2012, 

pertumbuhan kategori ini adalah sebesar 3,04 persen, menurun menjadi 1,23 persen pada tahun 2013. 

Pada tahun 2014, pertumbuhan kategori ini meningkat cukup signifikan, yaitu menjadi 8,15 persen dan 

pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 6,28 persen dan menurun kembali pada tahun 2016 

menjadi sebesar 5,67 persen. 

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh  

administrasi  pemerintahan  termasuk  juga  perundang-undangan  dan  penterjemahan hukum yang 

berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2012- 2016 peranannya relatif 

stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi 4,23 persen;  4,07 

persen, 4,69 persen, 5,25 persen, dan 5,26 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuasi 

positif, yaitu dari sebesar 5,71 persen di tahun 2012, melambat menjadi  5,56  persen  pada   tahun 

2013, kemudian mengalami  percepatan yang cukup tajam di tahun 2014, yaitu sebesar 13,89 persen. 

Pada tahun 2015, pertumbuhannya melambat menjadi 6,19 persen dan pada tahun 2016 kembali 

melambat menjadi 5,48 persen. 
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Pada tahun 2016 jasa pendidikan menyumbang sebesar 4,74 persen terhadap total 

perekonomian Kabupaten Batang Hari, menurun dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 5,07 persen. 

Tren kontribusi kategori ini terhadap PDRB cenderung fluktuatif antara tahun 2012-2016 dengan 

kisaran angka 4-5 persen, yaitu sebesar berturut-turut 5,07 persen, 4,90 persen, 4,47 persen, 4,62 

persen dan 4,74 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa 

pendidikan di Kabupaten Batang Hari cenderung fluktuatif antara tahun  2012-2016.  Kategori ini 

mengalami  percepatan pertumbuhan  dari 6,49 persen pada tahun 2012 menjadi 6,84 persen pada 

tahun 2013. Pertumbuhan kategori ini melambat cukup drastis pada tahun 2014 menjadi 1,48 persen, 

namun masih tumbuh secara positif. Pada tahun 2015, pertumbuhan kategori ini kembali meningkat 

menjadi 6,74 persen, kemudian kembali mengalami sedikit perlambatan sebesar 6,37 persen pada 

tahun 2016. 

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup 

luas cakupannya. Pada tahun 2016, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Batang Hari 

sebesar 1,43 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 6,87 persen. Selama tahun 2012-2016 

peranannya cenderung fluktuatif namun relatif stabil, dengan nilai kontribusi berturut-turut sebesar 

1,30 persen; 1,29 persen, 1,39 persen; 1,42 persen dan 1,43 persen. Fluktuasi juga terjadi pada laju 

pertumbuhan kategori ini, dimana pada tahun 2012 tumbuh sebesar 3,37 persen. Pertumbuhan 

tersebut meningkat pada tahun 2013 9,14 persen pada tahun 2013. Percepatan pertumbuhan kategori 

ini terus tejadi pada tahun 2014 dan 2015 dimana dicapai angka pertumbuhan di atas 10 persen, 

berturut-turut sebesar 13,95 dan 10,07 persen. Hal ini dipicu adanya pertambahan signifikan pada 

kuantitas layanan kesehatan swasta seperti penambahan jumlah rumah sakit swasta dan klinik 

bersalin di Kabupaten Batang Hari pada dua tahun terakhir. Sejak tahun 2013, berdiri satu rumah 

sakit swasta baru di Kabupaten Batang Hari yakni RS Mitra Medika Batang Hari. Kehadiran rumah 

sakit ini turut menambah kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten 

Batang Hari. 

Selain penambahan rumah sakit, jumlah klinik kesehatan, praktek dokter maupun bidan serta 

klinik bersalin yang terus bertambah semakin memudahkan masyarakat Kabupaten Batang Hari 

dalam memenuhi kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. 

Kategori ini terdiri dari kegiatan Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; Kegiatan Jasa Lainnya; Jasa 

Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; serta kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra. 

Kontribusi kategori Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Batang Hari relatif kecil yaitu 

berturut-turut sejak 2012-2016 sebesar 1,13 persen; 1,06 persen; 1,05 persen; 1,07 persen, dan 1,07. 

Kegiatan kesenian, sarana hiburan dan rekreasi dirasa masih sangat kurang di Kabupaten Batang Hari 

ini. Nilai tambah dan kontribusinya terhadap PDRB pun relatif kecil dibandingkan kategori-kategori 

lainnya. Demikian pula kegiatan Jasa Lainnya dan Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, 

kontribusinya relatif kecil karena volume kegiatan dan nilai tambahnya yang relatif kecil. Sementara 

itu, kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra tidak ditemukan sama sekali di Kabupaten Batang 

Hari selama kurun waktu tahun 2012-2016. Laju  pertumbuhan  kategori  ini  selalu  positif  dan lebih  

dari  3  persen, yaitu 53,25 persen; 4,81 persen, 6,18 persen, 6,55 persen dan 5,03 selama tahun 
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2012-2016. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2015 yakni sebesar 6,55 persen. Sebelumnya, 

kategori ini pernahmencatat pertumbuhan terendahnya pada tahun 2012 yakni hanya sebesar 3,25 

persen. 

Tabel 3.11 

Perkembangan Realisasi Dan Proyeksi  

Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Batang Hari 

NO 
INDIKATOR  

MAKRO EKONOMI 

 

    REALISASI TAHUN 

 

 

PROYEKSI TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. PDRB Atas Dasar Harga 

Berlaku Berdasarkan Lapangan 

Usaha (Miliar Rupiah) 

 

PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 Berdasarkan 

Lapangan Usaha (Miliar 

Rupiah) 

 

9961,3 

 

 

 

8640,8 

 

10.981,1 

 

 

 

9334,2 

 

12.062,4 

 

 

 

9334,2 

 

13920,4 

 

 

 

10435,2 

 

14820,4 

 

 

 

10986,2 

 

15210,4 

 

 

 

11003,8 

2. Tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi (dalam %) 
6,43 7,56 4,26 6,13 7,13 7,79 

3. Tingkat Pengangguran 5,94 5,75 5,14 5,03 4,98 4,82 

Sumber : BPS Kab. Batang Hari 2016 
*Diolah 

Tabel 3.12 

Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha persen , ─ 5 
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3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 

Gambaran ekonomi Batang Hari Tahun 2017-2018 tidak terlepas dari kondisi perekonomian 

Provinsi Jambi secara umum yang akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai 

berikut, Pertama, perkembangan globaliasi yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian 

regional seperti menyatunya pasar Asia Tenggara yang terintegrasi dalam Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian 

daerah seperti Batang Hari, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian Batang Hari 

yang lebih tinggi.  

Dorongan eksternal bagi perekonomian Batang Hari antara lain berasal dari : a) 

perekonomian nasional terutama dari daerah di Pulau Jawa, Sumatera dan Batam yang diperkirakan 

masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan 

Batang Hari, b) perekonomian kawasan regional Asia Tenggara diperkirakan tetap menjadi kawasan 

pertumbuhan dan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Singapura dan negara-negara yang 

tergabung dalam IMS-GT (Indonesia - Malaysia -Singapore Growth Triangle), karena sekitar 60 persen 

ekspor provinsi Jambi termasuk Kabupaten Batang Hari adalah ke Singapura. 

Disamping itu secara geografis letak Batang Hari sangat strategis di kawasan IMS GT 

tersebut. Kedua, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perekonomian 

daerah seperti Batang Hari sangat tergantung pada perekonomian nasional, meskipun potensi 

timbulnya krisis ekonomi nasional menurun, namun potensi ketidakpastian eksternal tetap tinggi yang 

antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri 

paling maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, tingginya harga minyak bumi yang 

menyebabkan meningkatnya subsidi, menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal 

pada beberapa daerah maju. Ketiga, penetapan standar produk dan regulasi dari negara maju yang 

cendrung tidak dapat dipenuhi oleh daerah-daerah yang baru berkembang seperti Batang Hari, 

sehingga hampir semua produk ekspor Batang Hari harus melalui Singapura untuk di kemas ulang, 

sehingga sebagian besar nilai tambah produk itu diterima Singapura bukan Batang Hari.  

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian 

Batang Hari dalam tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut: Pertama, Provinsi Jambi termasuk 

didalamnya Kabupaten Batang Hari secara nasional termasuk daerah yang paling aman dan kondusif 

untuk berinvestasi, keadaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk masuknya investor di  

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Batang Hari akibat proses pembangunan ekonomi 

yang terjadi pada periode 2010 s.d 2015, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor  internal dan 

eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-

masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan 

teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. 

Data yang ada menunjukan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang 

berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah 

domestik Kabupaten Batang Hari digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah 

tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB 
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dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu 

akan diuraikan pada bagian berikut. 

Kondisi perekonomian Kabupaten Batang Hari menunjukkan tanda-tanda pemulihan, setelah 

berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari Pendapatan 

Regional yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. 

Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai Pendapatan Regional ADHB dan ADHK, serta 

pertumbuhan pada total Pendapatan Regional. 

 

Tabel 3.13 

Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah) 

 

Komponen Pengeluaran 2012 2013 2014 2015 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Konsumsi Rumah Tangga 
4.609.241,06 5.034.539,88 5.571.307,94 5.905.183,42 6.372.250,05 

2. Konsumsi LNPRT 
29.845,82 32.568,78 38.264,5 41.772,66 45.001,27 

3. Konsumsi Pemerintah 
685.265,03 758.437,57 810.333,72 890.886,88 920.987,34 

4. PMTB 
2.588.590,13 2.955.383,45 3.211.129,25 3.113.376,94 3.410.352,04 

5. Perubahan Inventori 
-48.782,72 -100.404,92 -208.859,56 40.980,61 40.288,17 

6. Ekspor 8.268.767,42 9.532.710,13 10.347.548,25 11.634.149,79 13.169.356,62 

7. Impor 
7.455.290,09 8.422.071,36 8.788.455,53 9.563.521,82 10.610.018,22 

Total Pendapatan Regional 
8.677.636,66 9.791.163,53 10.981.268,58 12.062.828,49 13.348.217,27 

 

Nilai Pendapatan Regional Kabupaten Batang Hari Indonesia (adh Berlaku) selama periode 

tahun 2012 s.d 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai 

tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan volume.  

 

Tabel 3.14 

Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah) 

 

Komponen Pengeluaran 2012 2013 2014 2015 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Konsumsi Rumah Tangga 
4.143.802,8 4.277.801,61 4.425.121,49 4.558.950,41 4.773.850,35 

2. Konsumsi LNPRT 
27.666,22 28.642,83 32.079,97 34.048,14 35.253,64 

3. Konsumsi Pemerintah 
565.347,4 591.127,24 612.053,15 624.156,34 602.923,62 

4. PMTB 
2.446.904,23 2.577.409,14 2.647.813,66 2.446.266,7 2.579.878.68 

5. Perubahan Inventori 
-20.887,04 181.726,15 -186.156,67 30.343,92 29.454,84 

6. Ekspor 7.867.238,81 8.574.233,16 9.127.490,03 9.704.828,58 10.216.218,7 

7. Impor 
6.911.426,44 7.586.137,39 7.359.834,27 7.703.306,85 8.101.435,26 

Total Pendapatan Regional 
8.118.645,97 8.644.802,75 9.298.567,37 9.695.287,24 10.136.144,57 
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Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, Pendapatan Regional menurut penggunaan juga 

dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. 

Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, Pendapatan Regional di masing-masing tahun dapat 

memberikan gambaran tentang perubahan Pendapatan Regional secara volume atau secara kuantitas 

saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Pendapatan Regional komponen pengeluaran adh Konstan 

menggambarkan  perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan 

peningkatan volume konsumsi akhir.  

Selama kurun waktu 2012–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten 

Batang Hari berdasarkan Pendapatan Regional adh Konstan dapat dilihat pada tabel 3.14 di atas. Sama 

halnya dengan Pendapatan Regional adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir Pendapatan 

Regional adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. 

Pada umumnya nilai Pendapatan Regional adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai 

Pendapatan Regional adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan 

harga dalam perhitungan Pendapatan Regional adh Berlaku. Dalam Pendapatan Regional adh Konstan 

pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Hal ini tidak berlaku untuk tahun 2010 dimana tahun tersebut 

merupakan tahun dasar Pendapatan Regional sehingga harga berlaku dan konstan bernilai sama, 

sehingga nilai Pendapatan Regional yang dihasilkan pun sama antara ADHB dan ADHK.  

Terbentuknya keseluruhan Pendapatan Regional atau total Pendapatan Regional merupakan 

kontribusi dari semua komponen penggunaannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-

RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal 

tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.  

 

Tabel 3.15 

Distribusi Pendapatan Regional ADHB Menurut Penggunaan,  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2012—2016 

 

Komponen Pengeluaran 2012 2013 2014 2015 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Konsumsi Rumah Tangga 53.12 51.42 50.73 48.95 47.74 

2. Konsumsi LNPRT 0.34 0.33 0.35 0.35 0.34 

3. Konsumsi Pemerintah 7.9 7.75 7.38 7.39 6.9 

4. PMTB 29.83 30.18 29.24 25.81 25.55 

5. Perubahan Inventori -0.56 -1.03 -1.9 0.34 0.3 

6. Ekspor 95.29 97.36 94.23 96.45 98.66 

7. Impor 85.91 86.02 80.03 79.28 79.49 

Total Pendapatan Regional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Berdasarkan Tabel 3.15 di atas terlihat bahwa selama periode 2012 – 2014, produk yang 

dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir 

rumah tangga (di atas 50 persen), sementara untuk tahun 2015 dan 2016, nilainya di bawah 50 persen. 

Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 90 persen lebih produk Kab. Batang 



 

 

 

 

 

179 

Hari diekspor keluar daerah; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, 

karena sekitar 79 s.d 86 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor. Di sisi lain, 

pengeluaran untuk kapital (PMTB) Kabupaten Batang Hari juga mempunyai peran relatif besar dengan 

kontribusi sekitar 25 s.d 30 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 6,9 - 7,9 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu 

besar. Di sisi lain, pada tahun 2012-2016 perdagangan antar daerah Kab. Batang Hari yang 

direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih 

tinggi dari nilai impor.  

Kecenderungan perdagangan antar daerah di Kabupaten Batang Hari dalam periode 2012-

2016 selalu menunjukkan posisi surplus , yakni kondisi dimana nilai ekspor Kabupaten Batang Hari 

selalu lebih besar dibandingkan nilai impornya. 

 

Tabel 3.16 

Pertumbuhan Pendapatan Regional ADHK 2010 Menurut Penggunaan, Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2012—2016 (dalam persen) 

 

Komponen Pengeluaran  2012 2013 2014 2015 2016 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Konsumsi Rumah Tangga  3.83 3.23 3.44 3.02 4.71 

2. Konsumsi LNPRT  6.35 3.53 12 6.14 3.54 

3. Konsumsi Pemerintah  9.7 4.56 3.54 1,98 -3.4 

4. PMTB  21.69 5.33 2.73 -7.61 5.46 

5. Perubahan Inventori  -48.782.72 - - - - 

6. Ekspor  6.01 8.99 6.45 6.33 5.27 

7. Impor  12.22 9.76 -2.98 4.67 5.17 

Total Pendapatan Regional  8.35 6.48 7.56 4.27 4.55 

 

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data Pendapatan Regional adalah 

pertumbuhan riil Pendapatan Regional atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic 

growth), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Batang Hari dari tahun 2010 s.d 2014 secara rata-rata mencapai sekitar 8,08 persen per 

tahun, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 9,54 persen (2011); 8,35 persen (2012); 6,43 

persen (2013); dan 8,02 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 

9,54 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (4,26 persen).  

 

Tabel 3.17 

Indeks Implisit Pendapatan Regional Menurut Penggunaan, Kabupaten Batang 

Hari, Tahun 2012 – 2016 

 

Komponen Pengeluaran 
2012 2013 2014 2015 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Konsumsi Rumah Tangga 111,23 117,69 125,90 129,53 133,48 
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2. Konsumsi LNPRT 107,88 113,71 119,28 122,69 127,65 

3. Konsumsi Pemerintah 121,21 128,30 132,40 142,73 152,75 

4. PMTB 105,79 114,66 121,27 127,27 132,19 

5. Perubahan Inventori 233,55 -55,25 112,20 135,05 136,78 

6. Ekspor 105,10 111,18 113,37 119,88 128,91 

7. Impor 107,87 111,02 119,41 124,15 130,96 

Total Pendapatan Regional 106,89 113,26 118,10 124,42 131,69 

Sementara itu, indeks implisit Pendapatan Regional yang menggambarkan tingkat perubahan 

harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan 

pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) secara umum juga 

menunjukkan peningkatan. Nilai indeks implisit untuk masing-masing komponen selalu berada di atas 

100 persen. 

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam struktur Pendapatan 

Regional Kabupaten Batang Hari menurut penggunaan. Data berikut menunjukan hal tersebut, dimana 

sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah 

tangga. 

Tabel  3.18 

Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 

 Kabupaten Batang Hari, Tahun 2010—2015 

 

U r a i a n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total Konsumsi Rumah 

Tangga      

 

a. ADHB (Miliar Rp) 
3.845,55 4.208,95 4.609,84 5.034,14 5.539,81 5.856,38 

b. ADHK 2010 (Miliar Rp) 
3.845,55 3.991,07 4.143,80 4.277,80 4.425,12 4.559,45 

Proporsi terhadap Pendapatan 

Regional 

(% ADHB) 56,35 53,32 52,52 50,54 47,41 48,55 

Rata-rata konsumsi per-

Rumah Tangga/tahun        

a. ADHB (Juta Rp) 
72,31 69,93 77,62 84,87 88,59 92,20 

b. ADHK 2010 (Juta Rp) 
72,31 66,31 69,78 72,12 70,76 71,78 

Rata-rata konsumsi per- 

kapita/tahun       

a. ADHB (Juta Rp) 
15,93 17,09 18,43 19,84 21,54 22,47 

b. ADHK 2010 (Juta Rp) 
15,93 16,20 16,57 16,86 17,20 17,49 

Pertumbuhan1       
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a.Total Konsumsi RT - 3,54 3,83 3,23 3,44 3,04 

b.Konsumsi Perkapita - 1,69 2,28 1,75 2,02 1,69 

Jumlah rumah tangga (unit) 58.761 60.190 59.388 59.316 62.533 63,518 

Jumlah penduduk (000 org) 241.334 246.312 250.081 253.690 257.201 260,631 

 

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2015 konsumsi akhir rumah 

tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh 

Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah 

penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan 

mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap Pendapatan Regional pada periode 

tahun 2010 s.d 2015 cukup fluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 56,35 

persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 47,41 persen. 

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta 

mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa 

krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik 

(termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, 

termasuk konsumsi rumah tangga.  

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, 

baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah 

tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 15,39 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi 

baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). 

Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 17,09 juta rupiah (2011); 18,43 juta rupiah (2012); 19,84 

juta rupiah (2013); 21,54 juta rupiah (2014), dan 92,20 juta rupiah (2015). 

 Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per 

rumah tangga tumbuh pada kisaran -8,30 persen hingga 5,23 persen, dengan pertumbuhan tertinggi 

terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,23 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga 

menunjukan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, yang selalu diikuti pula 

oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukan 

peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010.  

Kondisi ini menunjukan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Batang 

Hari meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan 

kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara riil  berkisar antara 3,18 s.d 3,85 persen. 

Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga. 

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan mencapai sebesar 3,54 

persen pada tahun 2011. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 3,83 persen pada tahun 2012, 

kemudian menurun pada tahun berikutnya menjadi sebesar 3,23 persen (2013), kemudian meningkat 

lagi menjadi 3,44 persen pada tahun 2014, serta sedikit melambat menjadi 3,04 persen pada tahun 

2015. 
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Sementara itu, konsumsi per-kapita tumbuh sebesar 1,69 persen pada tahun 2011. 

Pertumbuhannya meningkat menjadi 2,28 persen pada tahun 2012. Di tahun 2013, pertumbuhannya 

mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 1,75 persen. Namun demikian, 

pada tahun berikutnya (2014) meningkat kembali menjadi 2,02 persen dan 5,47 persen pada tahun 

2015. 

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara riil  lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. 

Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Batang Hari, 

meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data Pendapatan Regional ini. 

 

Tabel 3.19 

Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2010—2015 

 

Kelompok Konsumsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) 

a. Makanan, Minuman, dan 

Rokok 
40,79 40,45 40,82 41,22 41,74 41,49 

b. Pakaian dan Alas Kaki 2,38 2,44 2,51 2,45 2,42 2,45 

c. Perumahan, Perkakas, 

Perlengkapan & 

Penyelenggaraan Rumah 

Tangga 

11,97 11,71 12,16 12,20 12,68 12,84 

d. Kesehatan & Pendidikan 13,13 13,35 13,49 13,35 13,06 12,68 

e. Transportasi, Komunikasi, 

Rekreasi & Budaya 
28,63 28,76 27,61 27,40 26,67 27,35 

f. Hotel & Restoran 0,48 0,49 0,52 0,52 0,51 0,52 

g. Lainnya 2,61 2,79 2,89 2,86 2,92 2,67 

Total Konsumsi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d 2015, tampak pada struktur konsumsi akhir rumah 

tangga Kabupaten Batang Hari, konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi 

makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. 

Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai  40,79 persen (2010); 40,45 persen 

(2011); 40,82 persen (2012); 41,2 persen (2013); 41,74 persen (2014) dan 41,49 persen (2015) 

 Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah 

tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran 

untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh 

tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.  

Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan 

perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa 

kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.    
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Tabel  3.20 

Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 

Kabupaten Batang Hari, Tahun 2011-2015 

(Persen) 

 

Kelompok Konsumsi 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

a. Makanan, Minuman dan Rokok 2,20 2,70 3,09 2,83 2,24 

b. Pakaian dan Alas Kaki 2,84 6,44 4,88 3,22 5,19 

c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & 

Penyelenggaraan Rumah Tangga 
3,66 5,20 4,21 6,45 3,73 

d. Kesehatan & Pendidikan 3,94 3,23 4,02 3,17 2,38 

e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan 

Budaya 
5,00 4,82 2,66 2,80 3,73 

f. Hotel & Restoran 5,52 5,67 7,91 3,28 4,70 

g. Lainnya 6,27 4,25 1,01 7,46 4,93 

Total Konsumsi Rumah Tangga 3,54 3,83 3,23 3,44 3,04 

 Dilihat dari pertumbuhan riil  nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan 
dan bukan makanan menunjukan fluktuasi pada kisaran 3 persen, dengan masing-masing sebesar 3,54 

persen (2011); 3,83 persen (2012) ; 3,23 persen (2013) ;  3,44 persen (2014); 3,04 persen (2015). Pertumbuhan riil  ini menunjukan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk 
kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan 

kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat 

tertentu. Sayangnya, perangkat data Pendapatan Regional ini tidak dapat menunjukkan kelompok 

masyarakat yang mana yang menikmati kemakmuran tersebut. 

 

Tabel  3.21 

Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten 

Batang Hari, Tahun 2011—2015 

 

Kelompok Konsumsi 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

a. Makanan, Minuman, dan 

Rokok 
5,93 7,65 6,96 8,36 2,79 

b. Pakaian dan Alas Kaki 9,15 5,49 1,65 5,62 1,60 

c. Perumahan, Perkakas, 

Perlengkapan & 

Penyelenggaraan Rumah 

Tangga 

3,02 8,13 5,10 7,47 3,16 

d. Kesehatan & Pendidikan 6,84 7,19 3,90 4,31 0,97 

e. Transportasi, Komunikasi, 

Rekreasi dan Budaya 4,46 0,30 5,58 4,18 4,53 

f. Hotel & Restoran 6,44 8,86 1,62 5,09 1,55 
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g. Lainnya 9,82 8,82 6,97 4,43 -7,67 

Total Konsumsi 5,46 5,49 5,78 6,38 2,69 

 

 Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, 

menunjukan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga 

(inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2010, namun pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga 

relatif stabil.   

Peranan Konsumsi akhir LNPRT dalam Pendapatan Regional menurut penggunaan di 

Kabupaten Batang Hari sangat minor dibandingkan dengan komponen-komponen pengeluaran lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian Kabupaten Batang Hari 

semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Pada periode tahun 2010-2015 memang jumlah maupun 

aktivitas ekonomi dari LNPRT yang ada di Kabupaten Batang Hari relatif kecil dibandingkan pelaku-

pelaku ekonomi lainnya. Data berikut menunjukan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari 

proporsinya terhadap Pendapatan Regional yang relatif tidak begitu besar. 

Tabel  3.22 

Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT  

Kabupaten Batang Hari, Tahun 2010—2015 

 

U r a i a n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total  Konsumsi LNPRT 
     

 

a. ADHB (Miliar Rp) 
25,12 26,83 29,85 32,57 38,26 45.03 

b. ADHK 2010 

(Miliar Rp) 25,12 26,01 27,67 28,64 32,08 36,45 

Proporsi  terhadap 

Pendapatan Regional 

( %ADHB) 0,37 0,34 0,34 0,33 0,33 0,37 

 

 

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT 

merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi 

pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Batang Hari serta bagaimana perkembangannya akan 

dijelaskan dalam uraian di bawah ini.  

Tabel 3.23 

 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah  

Kabupaten Batang Hari, Tahun 2010 – 2015 

U r a I a n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) 

Total Konsumsi Pemerintah       

a. ADHB (Miliar Rp) 494,29 553,29 655,26 735,44 803,33 898,44 

b. ADHK 2010 (Miliar Rp) 494,29 520,35 565,35 591,13 612,05 654,16 

Proporsi  terhadap 

Pendapatan Regional 

(%ADHB) 

7,23 7,01 7,47 7,38 6,87 7,45 
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Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Kabupaten Batang Hari pada periode 

2010-2015 menunjukan peningkatan yang konsisten, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 

2010. Pada tahun 2010, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 494, 29 

miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2015 nilainya mencapai 898,44 miliar 

rupiah.  Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan 

pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. 

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan 

layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap 

rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun 

tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini 

diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 

konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 2,05 juta rupiah dan terus meningkat pada 

tahun-tahun berikutnya. 

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya 

peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran 

konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang 

selalu positif setiap tahunnya, walaupun besar pertumbuhannya cukup fluktuatif. Persentase kenaikan 

yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012 dan 2013, yaitu masing-masing sebesar 16,44 persen 

dan 10,69 persen. 

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. 

Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah Kabupaten Batang Hari per-pegawai pemerintah sebesar 74,01 

juta rupiah. Nilai tersebut juga selalu meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tingkat harga 

                                                           

2 Diturunkan dari perhitungan Pendapatan Regional (atas dasar harga konstan /ADHK 2000) 
 

Konsumsi Pemerintah per-

Kapita 
      

a. ADHB (Juta Rp) 2,05 2,25 2,62 2,90 3,12 3,45 

b. ADHK 2010 (Juta Rp) 2,05 2,11 2,26 2,33 2,38 2,51 

Konsumsi Pemerintah per- 

pegawai pemerintah     

 

 
 

a. ADHB (Juta Rp) 74,01 79,20 101,51 113,16 128,00 157,57 

b. ADHK 2010 (Juta Rp) 74,01 74,48 87,58 90,96 97,52 114,72 

Pertumbuhan2       

a. Total Konsumsi 

Pemerintah (%) 
- 5,27 8,65 4,56 3,54 6,88 

b. Konsumsi perkapita (%) - 9,76 16,44 10,69 7,59 22,04 

c. Konsumsi per Pegawai 

(%) 
- 2,93 7,11 3,08 2,14 17,64 

Jumlah Pegawai Pemerintah3 

(orang) 6.679 6.986 6.455 6.499 6.276 5,702 

Jumlah penduduk (org) 241.334 246.312 250.081 253.690 257.201 260,631 
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konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu 

ke waktu.  

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukan peningkatan (baik adh Berlaku 

maupun adh Konstan 2010). Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta diikuti oleh peningkatan 

jumlah pegawai pemerintah. Selama periode tahun 2010 s.d 2015 jumlah pegawai pemerintah di 

Kabupaten Batang Hari mengalami perubahan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah 

pemerintah berjumlah 6.679 orang dan  meningkat menjadi 6.986 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 

jumlahnya berkurang menjadi 6.455 orang, kemudian pada tahun 2013 sedikit mengalami peningkatan 

hingga menjadi 6.499. Pada tahun 2014, jumlahnya berkurang lagi sehingga menjadi 6.276 orang, 

hingga pada tahun 2015 tercatat sebanyak 5702 orang Pegawai Pemerintah . Fluktuasi jumlah pegawai 

pemerintah di Kabupaten Batang Hari tersebut lebih dominan dipengaruhi  oleh adanya mutasi 

pegawai, baik keluar maupun masuk ke Kabupaten Batang Hari. Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil  menunjukkan peningkatan baik 
secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini 

adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber 

daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, dengan rincian untuk 

total konsumsi pemerintah berhasil mencapai pertumbuhan sebesar 8,65 persen; untuk konsumsi per-

kapita 16,44 persen; sedangkan untuk konsumsi per pegawai 7,11 persen.  

Tabel 3.24 

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah  

Kabupaten Batang Hari,Tahun 2010 – 2015 

 

U r a i a n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Struktur Konsumsi Akhir (Belanja) 

Pemerintah 4 
7,23 7,01 7,47 7,38 6,87 7,45 

Pertumbuhan Riil (ADHK 2010) (%) - 5,27 8,65 4,56 3,54 6,88 

Pertumbuhan Indeks Harga  

Implisit5(%) 
- 6,33 9,01 7,34 5,50 4,64 

 

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi 

individu.  Sekitar 60 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi 

tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 11). 

Dilihat dari pertumbuhan riilnya, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mencapai angka 

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 yakni mencapai 8,65 persen. 
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Hal lain yang patut dicermati adalah rasio/perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah 

dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami 

fluktuasi antara tahun 2010-2015. Sementara itu, jumlah penduduk menunjukkan kecenderungan yang 

selalu meningkat dari sejumlah 241.334 orang pada tahun 2010 menjadi 257.201 orang pada tahun 

2014. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung 

menurun dengan masing-masing adalah 36,13 (2010); 35,26 (2011); 38,74 (2012); 39,04 (2013); 

40,98 (2014) dan 45,71 (2015). Hal ini berarti pada tahun 2011 setiap satu pegawai pemerintah 

melayani sekitar 36 orang penduduk dan pada tahun 2015 menjadi sekitar 46 penduduk.  

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian Pendapatan Regional 

menurut penggunaan, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan 

menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari 

berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)6. Fungsi 

kapital  adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai 

lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.  

 

Tabel 3.25 

Perkembangan dan Struktur PMTB  

Kabupaten Batang Hari, Tahun 2011—2015 

 

U r a i a n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total PMTB       

a. ADHB (Miliar Rp) 1.954,44 2.171,56 2.350,59 2.803,63 3.212,88 3238,26 

b. ADHK 2010 (Miliar 
Rp) 

1.954,44 2.124,14 2.296,76 2.567,61 2.754,94 2535,86 

Proporsi terhadap 

Pendapatan Regional 

(%ADHB) 
28,57 27,51 26,78 28,15 27,49 26,85 

Struktur PMTB 7       

a. Bangunan (% 

ADHB) 
14,86 14,28 13,78 14,67 14,31 15,22 

b. Non Bangunan 

(%ADHB) 
13,71 13,23 13,00 13,47 13,19 11,62 

Total PMTB 28,57 27,51 26,78 28,15 27,49 26,85 

Pertumbuhan8 (%)       

a. Bangunan - 8,36 7,17 12,28 7,61 3,88 
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b. Non Bangunan - 9,03 9,16 11,28 6,96 -10,93 

Total PMTB - 8,68 8,13 11,79 7,30 -2,84 

 

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun 

pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil.  Data di atas 

menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB di Kabupaten Batang Hari dalam kurun 

waktu 2010 – 2015 berfluktuasi antara -2,84 sampai 21.09 persen.  

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. 

Antara sub komponen bangunan dan non bangunan mempunyai proporsi yang relatif tidak berbeda 

jauh dalam pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Batang Hari antara tahun 2010-2015.  

Pertumbuhan di sektor bangunan maupun non bangunan relatif tinggi setiap tahunnya, yang 

mana hal ini menunjukkan pembentukan investasi cukup baik.  

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif fluktuatif selama periode 2010 – 2015. 

Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi 

pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut.  

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan  berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi 

ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda 

positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).  

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen 

yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor 

antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan 

barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya 

penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan 

dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan  pengukuran 

terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep 

stok). 

Tabel 3.26 

Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori  

Kabupaten Batang Hari, Tahun 2010—2015 

U r a i a n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total Nilai Inventori       

a. ADHB (Miliar Rp) 119,71 -330,34 307,22 69,73 233,71 65,98 

b. ADHK 2010 (Miliar Rp) 119,71 -313,17 139,99 -128,46 89,07 30,34 

Proporsi terhadap Pendapatan 

Regional (%ADHB) 
1,75 -4,18 3,50 0,70 2,00 0,55 

 

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan 

inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara 

estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari 



 

 

 

 

 

189 

komponen ini adalah bahwa proporsi dalam Pendapatan Regional pada umumnya mempunyai besaran 

atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).  

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang 

dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-

badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang 

singgah dan sebagainya.  

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan 

(supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari dari non residen. Impor terdiri dari 

produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. 

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan 

suatu wilayah terhadap ekonomi atau produk negara/daerah lain.   

Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung 

(direct purchase) oleh penduduk (resident) suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Batang Hari di luar 

wilayah (luar negeri/kabupaten/provinsi), baik yang berupa makanan maupun bukan makanan 

(termasuk jasa).  

Tabel  3.27 

Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Batang Hari, Tahun 2010 – 

2015 

U r a i a n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total Nilai Impor        

a. ADHB (Miliar Rp) 6.078,06 6.501,76 7.395,89 8.246,92 9,619,58 10.278,9 

b.ADHK 2010 (Miliar Rp) 6.078,06 6.276,60 6.922,16 7.270,16 7.912,54 7.831,89 

Struktur Impor  
9(%ADHB) 

88,85 82,37 84,26 82,79 82,32 85,21 

Pertumbuhan10 - 3,27 10,29 5,03 8,84 4,03 

 

Tabel  di atas menunjukan bahwa pola perkembangan impor Kabupaten Batang Hari pada 

periode tahun 2010 s.d 2015 cenderung meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). 

Proporsi impor luar daerah pada tahun 2010 mencapai 88,85 persen. Angka ini semakin menurun pada 

tahun-tahun berikutnya.  

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2012 

sebesar 10,29 persen. Pada tahun berikutnya pertumbuhan impor menurun hingga mencapai minus 

5,03 persen. Peningkatan kembali  terjadi di tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 8,84 persen.  
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Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar 

daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan 

ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang 

ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak 

diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi 

seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar daerah menjadikan komponen ini (dalam 

series Pendapatan Regional adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), 

yakni perbedaan antara total Pendapatan Regional menurut pengeluaran dengan total Pendapatan 

Regional menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan 

sebagai informasi pendukung. 

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan 

impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 dua  angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif  berarti nilai 
ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya. 

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi  nilai ekspor antar daerah 

dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode cross 

hauling. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (demand) dan 

penyediaan (supply) setiap komoditas di suatu perekonomian.  

 

Tabel 3.28 

Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2013 –2015 

 

U r a i a n 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) 

Total Nilai Ekspor     

a. ADHB (Miliar Rp)     9532,71 11477,02 12237,22 

b.ADHK 2010 (Miliar Rp) 8574,23 9333,49 9710,55 

Struktur Impor  11(%ADHB) 97,36 104,52 101,45 

Pertumbuhan12 8,99 8,86 4,04 

 

Secara umum, nilai ekspor Kabupaten Batang Hari menunjukkan tren yang selalu meningkat. 

Pada tahun 2014 nilainya telah berkembang mencapai 11.477,02 miliar Rupiah. Pertumbuhan ekspor 

terbilang cukup menggembirakan di Kabupaten Batang Hari. Beberapa komoditas ekspor andalan di 

Kabupaten ini di antaranya Batubara, CPO, Karet, Kelapa Sawit serta kayu dan produk-produk kayu 

seperti veneer, moulding, dan furnitur. 
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3.1.2.  PREDIKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK, TENAGA KERJA  DAN KESEMPATAN KERJA TAHUN 

2016 – 2017  

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran ini tidak 

mungkin tercapai apabila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan, seperti 

besarnya jumlah penduduk serta  tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia. Berbagai usaha 

untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan oleh pemerintah melalui 

berbagai program seperti Program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai awal tahun      1970-an. 

Prediksi Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2015 sebanyak 260.631 jiwa, 

sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 265.490 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi adalah di Kecamatan 

Muara Bulian, sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Maro Sebo Ilir,  jumlah penduduk laki-

laki di Kabupaten Batang Hari lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang 

begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan 

penyebaran penduduk. 

Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi 

tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. 

Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 

100 penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Batang Hari pada 

Tahun 2013 adalah sebesar 65,25, dan angka TPAK sementara untuk tahun 2014 adalah sebesar 67,45, 

pada tahun 2015 dan 2016 secara berturut-turut adalah 69,21 dan 72,13. 

Berdasarkan lapangan pekerjaan, sekitar 68.355 jiwa penduduk bekerja di sektor pertanian 

(sektor primer). Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya di tahun 2014 adalah sektor jasa-jasa 

(sektor tersier) sebesar 24,11% (Angka Sementara). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan 

ukuran yang menggambarkan jumlah pencari kerja untuk setiap 100 orang angkatan kerja. Tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2016 diprediksi sebesar 6,76 persen. 

Angka ini belum mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan angka tahun 

sebelumnya. Ini berarti upaya menurunkan tingkat penggangguran melalui pelaksanaan pembangunan 

di berbagai bidang/sektor masih perlu ditingkatkan. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat 

menggerakkan sektor riil sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.  

Tabel 3.29 

 Prediksi Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat 

Pengangguran Kabupaten Batang Hari Tahun 2013-2016 

 

NO 

Penduduk, Tenaga Kerja dan 

Tingkat 

Pengangguran 

2013 2014 2015 2016* 

1 Jumlah Penduduk (orang) 253.690 257.201 260.631 265.490 

2 Jumlah Angkatan Kerja (orang) 115.499 117.534 121.680 132.448 

3 
Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 

65,25 67,45 69,21 70,15 

4 Tingkat Pengangguran 5,94 5,75 5,31 5,14 

Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2017 
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3.1.3.  Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian eksternal dan internal. Untuk 

menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 

2016 - 2021 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Arah pembangunan 

perekonomian diprioritaskan pada sektor yangmemberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga 

pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. 

Berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke 

depan, di antaranya tingkat pendapatan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia yang masih 

rendah, birokrasi pemerintahan daerah yang belum mampu mengikuti kaedah pemerintahan yang 

baik, pengelolaan sumberdaya alam yang belum optimal dan kurang mengindahkan asas-asas 

pembangunan yang berkelanjutan; nilai tambah produk masih rendah (produk primer); rendahnya 

ketersediaan dan kualitas infrastruktur, dan masih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan 

pembangunan daerah. 

Berbagai permasalahan tersebut memberi pengaruh terhadap sistem pemerintahan daerah. 

Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan tersebut akan melahirkan persoalan baru 

yang berkembang dewasa ini baik dibidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan. 

Permasalahan mendasar ini perlu ditangani secara berkelanjutan dan komprehensif. Dengan 

memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan 

misi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari 2016-2021 yang disusun dalam kerangka 4  

(empat) agenda pembangunan  Kabupaten Batang Hari yaitu:  

1. Bidang Ekonomi Rakyat 

2. Bidang Pendidikan 

3. Bidang Kesehatan 

4. Bidang Infrastruktur 

Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2016 - 2017 yang berdasarkan pada 

perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi : 

1) Pro Growth (Keberpihakan pada pertumbuhan): Mendorong peningkatanpertumbuhan ekonomi 

melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sector riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan 

sebagai basis pengembanganwilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan 

daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus 

dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalammeningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakandengan terus melakukan peningkatan sumberdaya 

manusia dalam halmanajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, 

fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk 

industri dan promosi pariwisata untukmendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara 

maupun wisatawan mancanegara; 

2) Pro Poor (Keberpihakan pada upaya penanggulangan kemiskinan):Mendorong peningkatan 

pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan 

penciptaankeseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan 
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khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan,pengembangan sentra-sentra produksi andalan 

pada sektor-sektorpotensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi 

pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, 

peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, 

pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis 

masyarakat,pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang meliputi:agribisnis, 

industri manufaktur, dan pariwisata. Selama ini telah dilakukanupaya-upaya perlindungan sosial 

bagi warga miskin melalui bantuan social dan jaminan social. 

3) Pro Job (Keberpihakan pada peningkatan kesempatan kerja): Meningkatkan investasi daerah yang 

ramah lingkungan dan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya 

mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui 

perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun 

besar. Beberapa langkah yang ditempuhdalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi 

melaluipenyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan 

pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan 

penyediaan tenaga kerja didaerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada 

sumberdayaproduktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yangmemberikan 

dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat. 

4) Pro Environment (Keberpihakan pada lingkungan hidup): Percepatanpembangunan sarana dan 

prasarana dilakukan untuk mendukungpercepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan 

kualitaskehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebutdiarahkan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi 

masyarakat, pekerjaan umum,perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga 

ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi 

untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengantetap memperhatikan aspek 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi 

sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya 

pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar 

masalah lingkungan. 

 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di 

Kabupaten Batang Hari; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan 

daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar 

negeri. 

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Batang Hari diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli 
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daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil 

pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-

lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal 

dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan 

pusat.  

Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Batang Hari selama ini dalam pembiayaan 

administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat,  

terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat. Secara 

umum Gambaran APBD 2018 dan Estimasi APBD 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 3.30 

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun  2019 

 

NO 
JENIS 

PENDAPATAN 

REALISASI 

PENDAPATAN 

TAHUN 2017 

PENDAPATAN 

TAHUN 2018 

ESTIMASI 

PENDAPATAN  

TAHUN 2019 

SELISIH  %  

A 
PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

               

87.927.396.202  
112.000.000.000 141.877.161.206 29.877.161.206 26,68% 

  1. Pajak Daerah 24.963.145.056 33.042.474.684 39.455.865.838 6.413.391.154 19,41% 

  
2. Retribusi 

Daerah 
6.758.793.102 6.266.136.250 12.984.073.333 6.717.937.083 107,21% 

  

3. Pengelolaan 

Kekayaan  

Daerah 

8.563.302.181 10.500.000.000 14.688.000.000 4.188.000.000 39,89% 

  
4. Lain – Lain 

PAD Yang Sah 
47.642.155.863 62.191.389.066 74.749.222.035 12.557.832.969 20,19% 

B 
DANA 

PERIMBANGAN 
926.871.393.175 920.499.611.483 1.058.093.747.026 137.594.135.543 14,95% 

  

1.  Dana Hasil 

Pajak/Bagi Hasil 

Bukan Pajak SDA 

141.032.568.330 158.816.901.483 175.219.502.226 16.402.600.743 10,33% 

  
2.  Dana Alokasi  

Umum 
605.739.426.000 605.739.426.000 733.328.422.800 127.588.996.800 21,06% 

  
3.  Dana Alokasi 

Khusus 
180.099.398.845 155.943.284.000 149.545.822.000 -6.397.462.000 -4,10% 

C 

LAIN – LAIN 

PENDAPATAN 

DAERAH YANG 

SAH 

155.567.004.588 213.698.025.501 179.700.484.882 -33.997.540.619 -15,91% 

  J U M L A H 1.170.365.793.965 1.246.197.636.984 1.379.671.393.114 133.473.756.130 10,71% 

     Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 
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Tabel 3.31 

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 

 

NO JENIS BELANJA 

REALISASI 

BELANJA TAHUN 

2017 

BELANJA TAHUN 

2018 

ESTIMASI 

BELANJA TAHUN 

2019 

SELISIH  %  

  BELANJA DAERAH 1.172.411.287.262 1.258.697.636.982 1.397.264.820.973 138.567.183.991 11,01% 

A 
Belanja Tidak 

Langsung 
656.927.847.824 697.837.526.087 753.385.680.274 55.548.154.187 7,96% 

  Belanja Pegawai 427.570.385.920 444.509.960.180 486.135.423.196 41.625.463.016 9,36% 

  Belanja Bunga - - - 0 0% 

  Belanja Subsidi 1.200.000.000 2.400.000.000 1.438.800.000 -961.200.000 
-

40,05% 

  Belanja Hibah 29.074.120.400 22.089.005.000 34.274.114.360 12.185.109.360 55,16% 

  
Belanja Bantuan 

Sosial 
21.792.125.000 34.407.320.000 27.342.287.700 -7.065.032.300 

-

20,53% 

  Belanja Bagi Hasil - - - 0 0,00% 

  
Belanja Bantuan 

Keuangan 
174.633.666.504 189.431.240.907 201.221.535.018 11.790.294.111 6,22% 

  
Belanja Tidak 

Terduga 
2.657.550.000 5.000.000.000 2.973.520.000 -2.026.480.000 

-

40,53% 

B Belanja Langsung 515.483.439.438 560.860.110.895 643.879.140.699 83.019.029.804 14,80% 

  Belanja Pegawai 79.342.210.897 95.998.735.839 102.020.151.753 6.021.415.914 6,27% 

  
Belanja Barang 

dan jasa 
229.578.097.387 304.089.611.190 300.129.065.507 -3.960.545.683 -1,30% 

  Belanja Modal 206.563.131.154 160.771.763.866 241.729.923.439 80.958.159.573 50,36% 

      Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 
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Tabel 3.32 

Realisasi dan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017 sampai dengan 

Tahun 2019 

 

NO 

JENIS PENERIMAAN 

DAN 

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 

REALISASI 

PENERIMAAN 

DAN 

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

TAHUN 2017 

PENERIMAAN 

DAN 

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

TAHUN 2018 

ESTIMASI 

PENERIMAAN 

DAN 

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

TAHUN 2019 

SELISIH  %  

A 
Penerimaan 

Pembiayaan 
35.006.931.781 25.000.000.000 27.593.427.862 2.593.427.862 10,37% 

  

Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran Tahun 

sebelumnya (SILPA) 

          

35.006.931.781  

          

25.000.000.000  

              

27.593.427.862  
2.593.427.862 10,37% 

B 
Pengeluaran 

Pembiayaan 

       

10.000.000.000  

      

12.500.000.000  

          

10.000.000.000  

  

(2.500.000.000) 
-20,00% 

  
Peyertaan Modal 

(Investasi) Daerah 

          

10.000.000.000  

          

12.500.000.000  

              

10.000.000.000  
-2.500.000.000 -20,00% 

Jumlah Pembiayaan Netto 
       

25.006.931.781  

      

12.500.000.000  

          

17.593.427.862  
5.093.427.862 40,75% 

      Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 
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BAB IV 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan 

yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan 

daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan OPD yang paling tinggi realisasinya bagi 

tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat 

dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit 

pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang 

diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak 

langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas 

pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi 

permasalahan yang dihadapi. Mengingat keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan maka 

penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan cermat dan harus memperhatikan banyak hal. 

Prioritas  pembangunan  merupakan  sekumpulan  program  yang secara  khusus  didesain  

untuk  mencapai  sasaran  pembangunan  daerah. Prioritas  pembangunan  ini  didasarkan  pada  isu  

strategis  di  Kabupaten Batang Hari  pada  tahun  berkenaan  dengan  memperhatikan  urgensi,  

efisiensi, efektivitas,  dan  daya  guna  bagi  kinerja  pembangunan  daerah.  Dalam pelaksanaannya,  

penentuan  prioritas  pembangunan  Kabupaten  Batang Hari juga  mempertimbangkan  kebijakan  

nasional  dan  Provinsi  Jambi  demi keselarasan  dan  sinergitas  antara  pembangunan  pusat  dan  

daerah.  Hal  ini dilakukan  demi  terciptanya  harmonisasi  dan  sinkronisasi  pencapaian sasaran  

pembangunan  untuk  semua  (development  for all)  dan  dapat memberikan  multiplier  effect  terhadap  

perekonomian di  daerah,  yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara 

nasional. 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Tujuan Perencanan Pembangunan Nasional yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung koordinasi 

antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik 

antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Dalam 

upaya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah, maka prioritas 

pembangunan daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 mengacu pada target Pembangunan 

Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019. Visi RPJMN 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong .  Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 

(tujuh)  Misi Pembangunan, yaitu :  



 

 

 

 

 

199 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.  

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.   

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.   

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.   

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 

kepentingan nasional.   

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.     

 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara 

politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan 

agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 

kepada seluruh warga negara.   

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, demokratis, dan terpercaya.   

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 

negara kesatuan.  

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang 

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.   

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.   

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa 

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestik.   

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.   

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.   

 

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang dituangkan dalam RKPD Tahun 

Anggaran 2019 disusun melalui pendekatan politis, teknokratis-partisipatif, dan top down-bottom up. 

Pada setiap pendekatan tersebut pada intinya mempertimbangkan ;  

1. Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021);  

2. Prioritas Pembangunan Nasional (RKP 2019) dan Komitmen-komitmen Nasional  

3.  Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi (RKPD Provinsi 2019);  

4.  Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2017; dan  

5.  Aspirasi masyarakat Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Prioritas     Pembangunan Daerah 

diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:  
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a. Sumberdaya Manusia (SDM);  

b. Ekonomi Kerakyatan;  

c. Infrastruktur Pelayanan Dasar;  

d. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum;  

e. Budaya dan Kearifan Lokal. 

 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi yang akan dicapai. Visi Kabupaten Batang Hari adalah 

Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan . Untuk mewujudkan 

Visi tersebut ditetapkan 5 (Lima) Misi Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 yaitu : 

1) Meningkatkan  Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter; 

2) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Ekonomi Kerakyatan; 

3) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat; 

4) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, 

Akuntabel, dan Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi; 

5) Memajukan dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan serta melestarikan nilai-nilai budaya 

kearifan lokal, adat dan kesenian daerah dalam rangka memperkuat kebudayaan nasional. 

 

Hubungan Visi dan misi serta tujuan dan sasaran Pembangunan 5 (lima) Tahunan Kabupaten 

Batang Hari  dapat dilihat pada  Tabel 4.1 dibawah ini. 

 

Tabel 4.1 

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 

 

MASYARAKAT BATANG HARI MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN KETAQWAAN  

No Misi Tujuan Sasaran 

1 Meningkatkan  Kualitas 

Sumber Daya Manusia 

yang Sehat, Cerdas dan 

Berkarakter 

Mewujudkan Kualitas Sumber 

Daya Manusia yang Cerdas dan 

Berkarakter  

Meningkatnya Kualitas 

Pendidikan Masyarakat 

Meningkatnya Kualitas 

Masyarakat yang berkarakter 

Mandiri dan Inovatif 

Meningkatkan Kualitas 

Kesehatan Masyarakat 

Meningkatnya Kualitas Sumber 

Daya Manusia Yang Sehat 

2 Meningkatkan 

Kesejahteraan Rakyat 

melalui Ekonomi 

Kerakyatan 

Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat 

Meningkatnya Daya Saing 

Petani 

Pemerataan Pendapatan 

Masyarakat 

Meningkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah 

Meningkatnya Iklim Investasi 

Daerah 

3 Meningkatkan Kualitas 

dan Kuantitas 

Infrastruktur Pelayanan 

Dasar Bagi Masyarakat 

Meningkatkan Kualitas dan 

Kuantitas Insfrastruktur Dasar 

Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Infrastruktur 

Transportasi 
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MASYARAKAT BATANG HARI MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN KETAQWAAN  

No Misi Tujuan Sasaran 

Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Infrastruktur 

Pendidikan 

Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Infrastruktur 

Kesehatan 

Meningkatnya Kualitas 

Infrastruktur Permukiman 

Meningkatnya Infrastruktur 

Pertanian 

 

Meningkatnya infrastruktur 

Perdagangan 

4 Meningkatkan Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

secara Proporsional, 

Efektif, Efisien, 

Akuntabel, dan 

Transparan melalui 

Penerapan Reformasi 

Birokrasi 

Pengelolaan Pemerintahan yang 

Bersih dan Akuntabel 

Meningkatnya Kinerja 

Pengelolaan Pemerintahan 

Daerah dan Kualitas Pelayanan 

Publik 

5 Memajukan dan 

mengimplementasikan 

nilai-nilai keagamaan 

serta melestarikan nilai-

nilai budaya kearifan 

lokal, adat dan kesenian 

daerah dalam rangka 

memperkuat kebudayaan 

nasional 

Terwujudnya Implementasi Nilai 

Nilai Keagamaan Dalam 

Kehidupan Masyarakat 

 

Mengimplementasikan Nilai – 

Nilai Keagamaan Untuk 

Mewujudkan Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan yang Maha Esa 

Terwujudnya Pengembangan 

Budaya untuk melestarikan 

Kearifan Lokal 

Meningkatkan dan 

Mengembangkan Budaya 

daerah 

6 Urusan Pemerintahan 

Non Urusan 

Terselenggarannya 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Terwujudnya Penyelenggaran 

Pemerintah yang baik 

 

4.2.     Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 

4.2.1   Prioritas Pembangunan Nasional 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2019 sebagai penjabaran tahun kelima dari  Rencana 

Pembangunan Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  2015-2019. Tema dalam RKP Tahun 2019 adalah 

Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas , maka sasaran  pembangunan yang  

harus  dicapai  menjadi acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada  tahun 2019, 

antara lain : 
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Indikator   Skenario 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%)   5,4-5,8 

Pengangguran (%) 4,8-5,2 

Angka Kemiskinan (%)  8,5-9,5 

Gini Ratio (indeks)   0,38-0,39 

Inflasi (%)   2,5-4,5 

Sumber Permendagri No 22 Tahun 2018 

 

Sasaran pembangunan nasional yang harus diselaraskan  untuk  mendukung  pencapaian  3  

(tiga)  dimensi pembangunan sebagai berikut: 

1. Dimensi  Pembangunan  Manusia, yang terdiri  dari: a) revolusi mental; b)  pembangunan  

pendidikan;  c)  pembangunan  kesehatan;  dan  d) pembangunan perumahan dan permukiman. 

2. Dimensi  Pembangunan  Sektor  Unggulan,  yang  terdiri  dari:  a) kedaulatan  pangan;  b)  

kedaulatan  energi  dan  ketenagalistrikan;  c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan 

kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

3. Dimensi  Pemerataan  dan  Kewilayahan,  yang  terdiri  dari:  a) pemerataan  antarkelompok  

pendapatan;  b)  perbatasan  negara  dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan 

perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional. 

Untuk  mencapai  3  (tiga)  dimensi  pembangunan,  diperlukan  kondisi yang  kondusif  yang  

terkait  pembangunan  politik,  hukum,  pertahanan dan keamanan. 

 

4.2.2  Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi 

Berdasarkan Tujuan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, maka Tema dalam RKPD Tahun 

2018 adalah PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN 

DASAR DALAM RANGKA PERCEPATAN MENUJU JAMBI TUNTAS 2021",  dengan Sasaran 

Pembangunan Provinsi Jambi, yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:  

Indikator   Skenario 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%)   5,60 

Pengangguran (%)   4,90 

Angka Kemiskinan (%)   10,21 

Gini Ratio (indeks)   0,268 

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2018 

 

Sasaran pembangunan Provinsi Jambi yang harus diselaraskan  sebagai berikut: 

A. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi; 

1.Penguatan lembaga demokrasi, kekebasan sipil dan hak-hak politik;  

2. Pencegahan dan penanganan konflik; dan  

3. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan kerjasama pembangunan.  
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B. Pendidikan, meliputi;  

1. Peningkatan Kualitas lulusan sekolah menengah;  

2. Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan menengah;  

3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah; dan  

4. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Dasar Luar Biasa. 

C. Kesehatan, meliputi; 

 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;  

2. Perbaikan kualitas gizi ibu dan anak; dan  

3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

D. Pembangunan Ekonomi, meliputi; 

 1. Peningkatan produktivitas sektor perkebunan dan sektor peternakan;  

 2. Peningkatan Produktivitas IKMB;  

 3. Peningkatan Produktivitas sektor Perikanan ;  

 4. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lingkungan kerja; dan  

 5. Pemberdayaan koperasi dan UMKM. 

E. Pengembangan Wilayah, SDA dan LH, meliputi;  

 1. Peningkatan Ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar;  

 2. Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur;  

 3. Peningkatan aksebilitas/transportasi;  

 4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;  

 5. Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman;  

 6. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi;  

 7. Peningkatan ketersediaan air baku;  

 8. Pengawasan, penerapan Good Mining Practice;  

 9. Pengelolaan SDA berkelanjutan;  

 10. Penuruan luas lahan kritis; dan  

 11. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 

F. Ketahanan Pangan,  meliputi;  

 1.Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;  

 2. Pengelolaan embung/situ/serta bangunan penampungan;  

 3. Perluasan lahan pertanian;  

 4. Alat dan Mesin Pertanian;  

 5. Sarana Pasca Panen;  

 6. Sarana dan Prasarana Pelatihan Pertanian;  

 7. Sarana dan Prasarana Distribusi Pangan dan Pertanian; dan  

 8. Sarana dan Prasarana Peningkatan Konsumsi Pangan.  

G. Penanggulangan Kemiskinan, meliputi;  

 1. Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran;  

 2. Pengembangan ketrampilan dan layanan usaha;  



 

 

 

 

 

204 

 3. Pengembangan kewirausahaan; dan  

 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan kemitraan usaha 

 

4.2.3  Prioritas Pembangunan Kabupaten Batang Hari 

Secara umum Sasaran Pembangunan Kabupaten Batang Hari yang ingin dicapai pada tahun 

2019 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD 2016-2021, dengan Tema dalam RKPD 

Tahun 2019 adalah OPTIMALKAN SUMBERDAYA UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH .  

Dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Batang Hari, yang harus dicapai pada tahun 2019 

adalah sebagai berikut: 

Indikator   Skenario 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%)   6,80 

Gini Ratio (indeks)   0,2683 

Usia Harapan Hidup (tahun)   69,80 

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)   8,35 

Nilai Tukar Petani  (indeks) 98,50 

Sumber : RPJM Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 

 

Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai Tahun 2019 dengan diintervensi pada aspek 

Sumberdaya Manusia, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar adalah sebagaimana 

tertuang didalam Tabel 3.2, sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 

 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 
Target Kinerja 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 

Mewujudkan 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia yang 

Cerdas dan 

Berkarakter  

Meningkatnya 

Kualitas Pendidikan 

Masyarakat 

Angka Rata-rata 

Lama Sekolah 

(ARLS) 

Tahun 8,35 

Nilai Rata-rata UN 

SMP 

Nilai 55,00 

Meningkatnya 

Kualitas Masyarakat 

yang berkarakter 

Mandiri dan Inovatif 

Jumlah Usaha Kecil 

Menengah (UKM) 

 

Jumlah 5.406 

Meningkatkan 

Kualitas Kesehatan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia Yang 

Sehat 

Angka Harapan 

Hidup 

Persen 69,80 

Peningkatan 

Pendapatan 

Masyarakat 

Meningkatnya Daya 

Saing Petani 

Nilai Tukar Petani 

(NTP) 

Indeks 98,50 

Pemerataan 

Pendapatan 

Masyarakat 

Indeks Gini Rasio 0,2683 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah 

Meningkatnya Iklim 

Investasi Daerah 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (LPE)* 

Persen 6,80 
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 
Target Kinerja 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 

Meningkatkan 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Insfrastruktur Dasar 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Transportasi 

Persentase Jalan 

Kabupaten  Kondisi 

Mantap 

Persen 25,95 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Pendidikan 

Persentase Kondisi 

Ruang Kelas SD dan 

SMP dalam 

Keadaaan Baik  

Persen 32,50 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Kesehatan 

Persentase Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan Yang 

memenuhi  Standar 

Persen 47,25 

Meningkatnya 

Kualitas 

Infrastruktur 

Permukiman 

Persentase Rumah 

Layak Huni 

Persen 49,30 

 Meningkatnya 

Infrastruktur 

Pertanian  

Luas areal sawah 

yang dapat akses 

Sistem Pengairan 

Persen 35,70 

Panjang Jalan 

Produksi Pertanian 

dan Perikanan 

Km 240 

 Meningkatnya 

infrastruktur 

Perdagangan  

Persentase Jumlah 

Pasar Rakyat yang 

Layak 

Persen 81,50 

Pengelolaan 

Pemerintahan yang 

Bersih dan 

Akuntabel 

Meningkatnya 

Kinerja Pengelolaan 

Pemerintahan 

Daerah dan Kualitas 

Pelayanan Publik 

Nilai Reformasi 

Birokrasi 

 

Nilai 78 

Terwujudnya 

Implementasi Nilai 

Nilai Keagamaan 

Dalam Kehidupan 

Masyarakat 

Mengimplementasik

an Nilai – Nilai 

Keagamaan Untuk 

Mewujudkan 

Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan 

yang Maha Esa 

Persentase 

Peningkatan 

Penerimaan Zakat 

 

Persen 18,31 

Terwujudnya 

Pengembangan 

Budaya untuk 

melestarikan 

Kearifan Lokal 

Meningkatkan dan 

Mengembangkan 

Budaya daerah 

Persentase 

Peningkatan Event 

Budaya dan Seni 

Daerah 

Persen 50 

Terselenggarannya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Terwujudnya 

Penyelenggaran 

Pemerintah yang 

baik 

Pelayanan 

Pemerintahan 

Bulan 12 

Sumber : RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-20121 

Sinergitas antara program Prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah mutlak 

diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tabel di bawah ini dapat  

dilihat  sinkronisasi  antara  Agenda  Nawacita  dengan Program prioritas pembangunan Kabupaten 

Batang Hari. 
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Tabel 4.3 

Sinkronisasi antara Nawacita dengan Program Prioritas 

Pembangunan Kabupaten Batang Hari 

 

No Nawacita 
Program Prioritas dalam RPJMD  

Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

1 Akan menghadirkan kembali negara untuk 

melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh WN 

1 Program keamanan dan kenyamanan lingkungan  

2 Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)  

3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak kriminal  

4 Program pendidikan politik masyarakat  

5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan  

6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 

Sosial 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan 

membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.   

1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

2 Program peningkatan dan Pengembangan 

pengelolaan keuangan daerah 

3 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

4 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  

5 Program Pengembangan dan Penataan Wilayah 

Pemerintahan 

6 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan 

rakyat daerah  

7 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga 

pemeriksa dan aparatur pengawasan 

8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa  

9 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang 

komunikasi dan informasi  

10 Program kerjasama informsi dan media massa 

11 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

daerah 

12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  

13 Program Penyusunan Data Pegawai 

14 Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 

 

15 Program Pengembangan data/informasi 

16 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 

Strategis dan cepat tumbuh  

17 Program  perencanaan pembangunan daerah 

18 Program  perencanaan pembangunan ekonomi 

19 Program Perencanaan Wilayah dan SDA 

20 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

21 Program Penataan Administrasi Kependudukan  

22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
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No Nawacita 
Program Prioritas dalam RPJMD  

Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

24 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

25 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

26 Program Penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah  

27 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

Pembangunan Desa 

28 Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan 

Tilawatil Qur'an Kecamatan 

29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

30 Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 

31 Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah 

3 

  

  

  

Membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan. 

1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan  

2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

dan Fasilitas LLAJ  

3 Program peningkatan pelayanan angkutan  

4 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

6 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong 

7 Program Pembangunan Sistem Informasi jalan dan 

jembatan 

8 Program Peningkatan sarana dan prasarana 

kebinamargaan 

9 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan 

irigasi rawa dan jaringan Irigasi lainnya  

10 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi 

sungai, danau dan sumber daya air lainnya  

11 Program pengembangan kinerja pengelolaan air 

minum dan air limbah  

12 Program Pembangunan Insfrastruktur Permukiman 

13 Program Pemanfaatan Ruang  

14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat Indonesia, Melalui : Indonesia 

Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja 

dan Indonesia Sejahtera 

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 

4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular dan tidak menular 

7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

9 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan 

saran dan prasarana Puskesmas/puskesmas 

pembantu dan jaringannya 
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No Nawacita 
Program Prioritas dalam RPJMD  

Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan 

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit 

paru-paru/rumah sakit mata 

11 Program Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan 

12 Pendidikan Anak Usia Dini 

13 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 

tahun 

14 Program Pendidikan Non Formal 

15 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan 

16 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

17 Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendidikan 

18 Program peningkatan peran serta kepemudaan  

19 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

20 Program Peningkatan Kesempatan Kerja  

21 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

22 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial  

23 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 

Gender dan Anak  

5  Meningkatkan produktivitas rakyat dan 

daya saing di pasar Internasional sehingga 

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja  

2 Program Penelitian dan Pengembangan bidang 

Ekonomi 

3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ 

Perkebunan 

4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  

Pertanian/Perkebunan 

5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

6 Program Peningkatan Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

7 Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan Lapangan 

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Ternak 

9 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

10 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pertanian/Perkebunan 

11 Program Pengembangan Sistem Data dan Informasi 

Perkebunan 

12 Program Pengembangan Budidaya Perikanan  

13 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 

Produksi Perikanan 

14 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 

Investasi 

15 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 

Investasi  

16 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 

17 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
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No Nawacita 
Program Prioritas dalam RPJMD  

Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

6 

  

  

  

  

  

  

Mewujudkan kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik.   

  

1 Program  perencanaan pembangunan ekonomi 

2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 

6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan 

7 

  

  

  

  

  

Melakukan revolusi karakter bangsa 1 Program  perencanaan sosial budaya  

2 Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan 

Budaya dan Pemerintahan 

3 Program Pengembangan Nilai Budaya 

4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya  

 

Selain  itu,  untuk  menjamin  sinergitas  program pembangunan  nasional  dan  daerah,  

penyusunan  RKPD  Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 juga berpedoman pada pencapaian Standar 

Pelayanan  Minimal  (SPM)  6  urusan  pemerintahan  wajib  yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 

yaitu : 

 

a. Bidang Pendidikan 

Jenis  Pelayanan  Dasar  pada  SPM pendidikan  pada  Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah sebagai 

berikut: 

1)  Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15  tahun  berhak  mendapatkan  

Pendidikan  dasar  sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

2)   Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak 

mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

 

b. Bidang Kesehatan 

Jenis  pelayanan  dasar  dan  penerimanya  di  Pemerintah Kabupaten/Kota: 

1) pelayanan kesehatan ibu hamil; 

2) pelayanan kesehatan ibu bersalin; 

3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 

4) pelayanan kesehatan balita; 

5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 

6) pelayanan kesehatan pada usia produktif; 

7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 

8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 

9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 
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10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 

11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan 

12) Pelayanan  kesehatan  orang  dengan  risiko  terinfeksi  virus yang  melemahkan  daya  tahan  

tubuh  manusia  (Human Immundeficiency Virus), yang bersifat Peningkatan/Promotif dan 

Pencegahan/Preventif. 

 

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Jenis pelayanan  dasar  pada  SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah  

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan 

2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. 

 

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Jenis Pelayanan  Dasar  pada  SPM  perumahan  rakyat  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 

sebagai berikut: 

1) Penyediaan  dan  rehabilitasi  rumah  yang  layak  huni  bagi korban bencana kabupaten/kota; 

dan 

2) Fasilitasi  penyediaan  rumah  yang  layak  huni  bagi masyarakat  yang  terkena  relokasi  

program  Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

 

e. Bidang  Ketentraman,  Ketertiban  Umum  dan  Perlindungan Masyarakat 

Jenis  Pelayanan  Dasar  pada  SPM  ketentraman, ketertiban  umum  dan  perlindungan  masyarakat  

pada  Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 

Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 

1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; 

2) pelayanan informasi rawan bencana; 

3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 

4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan 

5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 

 

f. Bidang Sosial 

Jenis  Pelayanan  Dasar  SPM  sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

1) Rehabilitasi  sosial  dasar  penyandang  disabilitas  telantar  di luar panti; 

2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; 

3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; 

4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan 

5) Perlindungan  dan  jaminan  sosial  pada  saat  dan  setelah tanggap  darurat  bencana  bagi  

korban  bencana kabupaten/kota. 
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4. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut: 

a. Tenaga Kerja 

Dalam rangka pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar  4,8  persen,  sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. maka  perumusan  

kegiatan  dalam  RKPD Tahun 2019 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi 

2) Akreditasi lembaga pelatihan; 

3) Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK); 

4) Pengembangan Insfrastruktur yang kompeten; 

5) Fasilitasi Kesempatan Kerja; 

6) Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui Wirausaha Baru; 

7) Peningkatan  kapasitas  pekerja  dan  pengusaha  untuk keterampilan bernegosiasi dalam 

hubungan industrial;  

8) Penguatan Kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS Perusahaan; 

9) Peningkatan Kepersertaan Jaminan Sosial;  

10) Mencegah Perselisihan Hubungan Instrial; dan 

11) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah  

Minimum Kabupaten/kota (UMK)  dan  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/kota (UMSK); 

 

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 

Dalam  rangka  meningkatkan  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak,  maka  

perumusan  kegiatan  dalam  RKPD Tahun 2019 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan  kualitas  hidup  dan  peran  perempuan  di berbagai bidang pembangunan; 

2) Meningkatkan  perlindungan  perempuan  dan  anak  dari berbagai  tindak  kekerasan,  

termasuk  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TPPO); 

3) Meningkatkan  efektivitas  kelembagaan  Pengarusutamaan Gender  (PUG)  dan  kelembagaan  

perlindungan  perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 

4) Peningkatan  kualitas  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak yang optimal; 

5) Meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  perlindungan perempuan dari berbagai tindak 

kekerasan; 

6) Peningkatan  perlindungan  anak  dari  tindak  kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan 

perlakuan  salah lainnya; dan 

7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. 
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c. Pangan 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional keempat yaitu tentang pemantapan ketahanan 

pangan melalui pelestarian lingkungan ketahanan pangan, maka arah kebijakan kedaulatan pangan 

berfokus pada produksi pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan serta sumberdaya pangan 

dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan (ekstensifikasi dan 

intensifikasi lahan) mencakup, penataan dan pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

dan optimasi pemanfaatan lahan. Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai sasaran produksi dalam 

negeri (Padi 82 juta ton, Jagung 24, 1 juta ton, Kedelai 2, 6 juta ton, Gula 3,8 juta ton, Daging sapi 755,1 

juta ton.  

Kemudian perlu dilakukan perbaikan konsumsi pangan hal ini dilakukan untuk tujuan 

pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.  Selain itu 

untuk meningkatkan cadangan bahan pangan maka perlu juga dilakukan diversifikasi konsumsi pangan 

dan untuk mendukung distribusinya maka perlu adanya upaya distribusi pangan dengan penguatan 

jaringan pasar produk pertanian, stabilisasi harga pangan melalui pengawasan harga pangan, 

pelepasan cadangan pangan (operasi pasar) dan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun 

sesuai dengan angka kecukupan  gizi. Pencapaian  target  konsumsi  pangan perkapita/tahun 

sesuai dengan angka kecukupan gizi.  Hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran prevalensi kekurangan 

gizi pada anak balita: 17, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 

kkal/kapita/hari: 8.5 persen, prevalensi stunting pada anak baduta: 28, prevalensi malnutrisi pada 

anak balita: 9.5, prevalensi anemia pada ibu hamil: 28, presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang 

mendapatkan ASI eksklusif: 50, skor Pola Pangan Harapan (PPH): 92.5 dan tingkat konsumsi: 54.5 kg.  

Berdasarkan kebijakan diatas dan sasaran yang harus dicapai maka perumusan kegiatan dalam 

RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:  

1) pertanian;  

2) penataan ruang;  

3) kehutanan;  

4) lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan  

5) besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk 

LP2B. 

 

d. Pertanahan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanahan agar meningkatkan produktifitas dan 

kemandirian masyarakat atas penggunaan, pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), 

terbinanya pemerintah daerah dalam mengawal TORA untuk masyarakat, terfasilitasinya kelembagaan 

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah, terinformasikannya delineasi tanah ulayat di daerah, 

tersusunnya peta tanah ulayat nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 

tentang RPJMN Tahun 2015-2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu 

Peta. Dengan ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:  
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1) menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah;  

2) melaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah;  

3) menyusun GTRA Daerah;  

4) berkoordinasi dengan GTRA Pusat;  

5) menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah;  

6) menyusun Perda tentang pengakuan MHA;  

7) memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat; dan 8) menyusun dan 

menetapkan perda tentang tanah ulayat. 

 

e. Lingkungan Hidup  

Dalam rangka mendukung prioritas nasional ke empat yaitu terkait pemantapan ketahanan 

energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dilakukan 

dengan upaya penanganan Emisi Gas Rumah Kaca Penanganan Perubahan Iklim serta Peningkatan 

Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan.  Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penanganan 

perubahan iklim baik kegiatan mitigasi yang tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektor 

prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) 

sebesar 26 persen, maupun kegiatan adaptasi dengan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap 

dampak perubahan iklim.  Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah 

Kaca Nasional, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Program Kampung Iklim.  Kemudian untuk menjaga kualitas lingkungan maka perlu dilakukan 

upaya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan Kualitas 

Lingkungan Hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILHK) sebesar 66,5 – 68,5 

pada tahun 2019 yang di dukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup yang handal.  

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan diperlukan upaya 

implementasi pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung 

lingkungan dan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

berkesinambungan. Menindaklanjuti hal ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 berikut 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah:  

1) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai 

target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan 

ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;   

2) masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;  

3) perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World 

Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan 

cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;   
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4) perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung 

pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;  

5) perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika 

(MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;  

6) perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan 

iklim;  

7) metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih 

perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;   

8) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar 

untuk mendapatklan data badan informasi lingkungan hidup;   

9) upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya 

limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan 

lingkungan masih perlu terus diperbaiki;   

10) penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur persampahan dalam rangka 

pengurangan dan penanganan sampah;Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan 

lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan 

penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH);  

11) perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah 

lingkungan dalam kehidupan seharihari;   

12) perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.  

13) indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;   

14) potensi daerah;   

15) daya dukung dan daya tampung daerah;   

16) kemampuan daerah;   

17) data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.   

18) pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek  

a. pencegahan kebakaran hutan dan lahan;  

b. peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap 

lingkungan hidup; dan  

c. pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat;   

19) rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan proyek   

a. restorasi kerusakan lingkungan hidup;   

b. pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup;  

c. dan  

d. rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;  
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20) Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek  

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;   

b. penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan  

c. pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kegempaan. 

 

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional kesatu yaitu pembangunan manusia melalui 

pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, perlunya dukungan kebijakan daerah 

melalui 1). Perwujudan data dan dokumen kependudukan sebagai dasar dalam pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain; 2). Mewujudkan integritas sistem administrasi kependudukan dengan 

berbagai stakeholder untuk meningkatkan cakupan akte lahir, akte mati dan akte cerai; serta 3). 

Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan hasil tepat guna yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan pasal 1; Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2015. Dalam rangka mencapai prioritas nasional tersebut tujuan dan sasaran pembangunan terkait 

administrasi dan kependudukan yaitu:  

1) meningkatnya kualitas database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar 

penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan nasional serta 

mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); dan  

2) meningkatnya pemanfaatan data kependudukan melalui pemanfatan data balikan.  

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah 

daerah adalah sebagai berikut:  

1) penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus 

dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian 

Dalam Negeri.  

2) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA).  

3) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan:  

a. peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;  

b. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan  

c. peningkatan kualitas pelayanan adminduk.  

4) fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan 

kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan. 
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g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Dalam rangka mendukung prioritas kedua nasional yaitu Pengurangan kesenjangan antar 

wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Prioritas ini menunjukkan bahwa 

pembangunan juga dilakukan pada seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan ini sesuai 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, 

dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat, Peraturan 

Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sesuai peraturan yang terkait di atas maka kebijakan yang harus 

ditindaklanjuti yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa, penanggulangan kemiskinan 

dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, pembangunan sumber daya manusia, 

peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa kebijakan ini 

bertujuan untuk meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di desa, meningkatnya kualitas sumber daya 

manusia di desa tanpa meninggalkan kearifan budaya lokal.  

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan upaya Pelaksanaan Pelayanan 

Pendidikan dan Kesehatan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan serta 

Penataan Ruang Kawasan Perdesaan. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat desa terfasilitasi dalam 

peningkatan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa, kemudian penerapan dan 

pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

berkelanjutan serta tertatanya kawasan perdesaan dapat berjalan dengan efektif.  Kemudian agar 

masyarakat desa dapat hidup lebih sejahtera maka perlu adanya upaya pembangunan ekonomi 

kawasan perdesaan, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat melalui pembentukan dan 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di desa melalui pembangunan kawasan 

perdesaan. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 pemerintah daerah, hal-hal yang 

perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:   

1) pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa;  

2) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa 

terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan 

pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi 

tepat guna;  

3) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan 

masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat;  

4) pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan 

pendidikan dan kesehatan desa;  

5) pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna 

dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;  

6) pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa;  
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7) pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan;  

8) pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan  

9) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa 

terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan 

pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). 

 

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Dalam rangka mendukung prioritas kesatu nasional yaitu pembangunan manusia melalui 

pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta stabilitas keamanan nasional dan 

kesuksesan pemilu, mempercepat penurunan stunting serta guna mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan 

ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk sesuai dengan amanat 

(1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan (3) Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan 

Kependudukan. Dalam upaya pencapaian prioritas nasional arah kebijakan yang perlu di perhatikan 

oleh pemerintah darah yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencna dan kespro serta 

Penguatan Germas dan pengeendalian penyakit. Arah kebijakan pembangunan bidag pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan nawacita ketiga, kelima dan kedelapan adalah 

meningkatkan akses dan kulalitas pelayanan keluarga berencana yang merata di setiap wilayah dan 

kelompok masyarakat melalui 8 (delapan) strategi: Peningkatan  Peserta  Keluarga  Berencana  (KB)  

Aktif Tambahan (Additional Users) melalui: 

1) penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;  

2) penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang 

memadai;  

3) peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out dan 

penggunaan MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk 

keberlangsungan kesetaraan ber-KB;  

4) peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan 

pelayanan KB;  

5) advokasi dan KIE program KKBPK kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan 

penggerakan masyarakat;  

6) peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;  

7) pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina 

keluarga dalam rangka melestarikan kesetaraan ner-KB; dan  

8) Penguatan tata kelola pembangunan.  
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Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam 

rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan 

remaja serta pengendalian penduduk melalui Penurunan angka fertilitas total (Total Fertility Rate atau 

TFR) menjadi 228 anak per wanita usia subur; meningkatnya prevelensi penggunaan kontrasepsi 

modern (mCPR) menjadi 61,3 persen; menurunnya kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet 

need) menjadi 9,91 persen; meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP) menjadi 23,5 persen serta menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi 

menjadi 24,6 persen. Dalam pembangunan program kependudukan, keluarga berencana dan 

pembangunan keluarga, yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk substansi implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan 

pembangunan daerah dilakukan melalui:  

a. pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan;  

b. sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat    dan daerah;  

c. peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal 

dan informal antara lain melalui Gerakan nasional Literasi Sekolah (GLS) pada jenjang 

SD-MI, Sekolah Siaga Kependudukan dan Pojok Kependudukan pada jenjang SLTP-MTs 

atau melalui kelompok kegiatan (Poktan KKBPK, Poktan Tani, Karang taruna dan Poktan 

lainnya);  

d. melaksanakan pendidikan kependudukan pada diklat ASN dan swasta di balai diklat 

kabupaten/kota;  

e. mengembangkan kajian/analisa pencapaian dan/atau pemanfaatan bonus demografi 

untuk kesejahteraan penduduk melalui penyediaan informasi peringatan dini dampak 

kependudukan;  

f. pengembangan model solusi strategis dampak kependudukan;  

g. penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan terkini;  

h. penyediaan dan implementasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) 

dalam RKPD melalui lintas dinas dan/atau sektor terkait; dan  

i.    sosialisasi dan pemanfaatan hasil Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 

dalam kebijakan pembangunan daerah.  

2) Untuk substansi peningkatan kesetaraan ber-KB dilakukan melalui:  

a. peningkatan pengetauan dan pemahaman PUS tentang semua jenis metode kontrasepsi 

modern;  

b. penguatan dan pemanduan kebijakan dalam Sistem Jaminan Sosial nasional bidang 

Kesehatan (kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB);  

c. penggerakkan pelayanan KB MKJP serta KB pasca persalinan dan pascakeguguran;  
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d. peningkatan jaminan ketersediaan alokasi dan sarana penunjang pelayanan KB di faskes 

yang telab bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan terintegrasi ke dalam sistem 

informasi BKKBN;  

e. peningkatan pelayanan KB secara gratis di fasilitas kesehatan dan pelayanan KB 

bergerak di DPTK;  

f. peningkatan kapasitas tenaga medis dan penguatan kapasitas tenaga lapangan untuk 

mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB;  

g. promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di kelompok kegiatan; dan  

h. penguatan kemandirian ber-KB.  

 

3) Untuk substansi penguatan pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga serta ketahanan remaja mencakup:  

a. peningkatan partisipasi keluarga balita pada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);  

b. peningkatan partisipasi keluarga remaja pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);  

c. peningkatan partisipasi keluarga lansia pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);  

d. peningkatan partisipasi remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) 

remaja;  

e. penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui edukasi kespro dan 

gizi pada remaja putri sebagai calon ibu;  

f. peningkatan promosi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan;  

g. peningkatan usia kawin pertama;  

h. peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi Keluarga Pra Sejahtera (KPS) 

melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan  

i. pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).  

 

4) Untuk substansi pembentukan dan penguatan kampung Keluarga Berencana (KB) yang 

terintegrasi/bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di daerag 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Pemerintah 

Daerah mencakup:  

a. seluruh kegiatan dalam program KKBPK;  

b. penggerakan mekanisme operasional lini lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana 

(PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa 

(PPKBD)/sub PPKBD (kader);  

c. penguatan koordinasi dan kemitraan dengan dinas dan instansi daerah serta mitra 

terkait dalam pembangunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan  

d. peningkatan sumberdaya manusia, ekonomi, sosial dan pembangunan lingkungan di 

kampong KB dengan peningkatan kegiatan lintas sektor yang di sesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB).  

5) Untuk substansi managerial program KKBPK mencakup:  
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a. pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);  

b. pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/sub PPKBD 

(kader) untuk kegiatan KIE, penggerakkan dan pembinaan program Kependudukan 

Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);  

c. pendataan keluarga atau pemutakhiran data keluarga yang akurat dan tepat waktu; dan  

d. perencanaan, pelaklsanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasu Khusus (DAK) dan 

BOKB.  

 

i. Perhubungan 

Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi 

dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya 

infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan 

Informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara 

domestik maupun secara internasional (locally integrated, internationally connected). Prioritas khusus 

akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros 

maritim. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dibidang Perhubungan akan mengacu kepada Prioritas 

Nasional untuk daerah Provinsi akan difokuskan pada pengelolaan terminal penumpang tipe B, 

keselamatan (pengendalian/pengawasan area di sekitar Bandara), pengelolaan retribusi parkir bagi 

kapal yang berlabuh pada kawasan pelabuhan (ship to ship dan labuh jangkar), penetapan rencana 

induk perkeretaapian provinsi.  

Kemudian untuk daerah kabupaten/kota pada tahun 2019 ini pembangunan bidang 

perhubungan akan difokuskan pada pengelolaan terminal penumpang tipe C, pembangunan, 

penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional, pengujian berkala 

kendaraan bermotor, penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota, andalalin (analisis 

dampak lalulintas untuk jalan kabupaten/kota) kapan jalan (perlintasan sebidang).Dalam rangka 

meningkatkan keselamatan transportasi maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Keselamatan 

Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) oleh provinsi dan kabupaten/kota hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan pembangunan 

ini bertujuan untuk percepatan pembangunan konektivitas.  

Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini hal-hal yang perlu diperhatikan 

oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:  

1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, 

serta antar pulau; dan  

2) percepatan penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ).  
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j. Komunikasi dan Informatika 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional kedua yaitu: pengurangan kesenjangan antar 

wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman maka perlu adanya upaya pembinaan dan 

Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah, pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media 

publik dan kemitraan lembaga komunikasi, serta pembinaan dan pengembangan e-government. Dalam 

rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu 

diperhatikan adalah pembinan dan pengembangan kebijakan publik nasional serta pembinaan SDM 

untuk pelaksanaan kebijakan komunikasi daerah. Kemudian untuk tersedianya konten informasi 

publik yang beragam dan berkualitas, bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan 

masyarakat dalam kerangka NKRI maka perlu dilakukan upaya pengelolaan dan penyediaan Informasi 

melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah. Selanjutnya untuk menunjang 

adanya e-goverment agar Tersedianya layanan e-Government yang terintegrasi dengan indeks e-

Government mencapai nilai 3.4 (skala 4.0) maka dilakukan dengan upaya pembinaan dan 

pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan 

RKPD Tahun 2019 hal-hal yang perlu diselaraskan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

1) pembinaan SDM Komunikasi;  

2) pengelolaan informasi dan manajemen krisis  

3) penyelenggaraan dan penyediaan informasi;  

4) penyediaan media komunikasi;  

5) penyediaan konten dan pengelolaan media;  

6) pembinaan hubungan media;  

7) pengelolaan nama domain di lingkup pemerintah daerah untuk instansi/lembaga pemda, 

kegiatan daerah, dan pelayanan publik yang memanfaatkan domain instansi penyelenggara 

negara;  

8) meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah 

melalui pemanfaatan TIK; dan  

9) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.  

 

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi 

melalui pertanian, industri dan jasa produktif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka perlu dilakukan upaya 

meningkatnya usaha simpan pinjam koperasi yang memiliki legalitas. Hal ini bertujuan untuk 

terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan Kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan, 

pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk dapat mewujudkan Koperasi dan UKM yang profesional dan 

berkinerja tinggi, maka perlu upaya peningkatan koperasi yang sehat dan berkualitas yang dilakukan 

melalui pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, serta peningkatan 

volume usaha kecil. Dengan ini untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tersebut maka dalam 
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penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut, Agar 

Pemerintah Daerah mengalokasikan kegiatan dan anggaran dalam rangka peningkatan kontribusi 

Koperasi terhadap PDB dan peningkatan rasio kewirausahaan  

 

l. Penanaman Modal 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi 

melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Untuk mencapai penurunan waktu dan prosedur untuk 

memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari. Dengan ini diperlukan upaya untuk menciptakan 

iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, selain 

itu untuk meningkatkan pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi 

sebesar 12,1 persen pada tahun 2019.  

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal 

Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota 

peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 

supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) Penyamaan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2017; dan  

2) penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.  

 

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas prosedur perijinanan sehingga mampu 

menurunkan waktu pemrosesan perijinan investasi di pusat dan daerah menjadi maksimal 15 hari 

kerja per jenis perijinan pada tahun 2019, kemudian diharapkan nilai investasi PMA dan PMDN 

meningkat menjadi 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang meningkat menjadi 

38,9 persen.  

Maka sesuai Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara 

Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diperlukan upaya untuk mengembangkan 

dan memperkuat investasi di sektor riil terutama yang berasal dari sumber investasi domestik.  

Dengan hal ini maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan 

antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) penerbitan perijinan di daerah 13 sebagai NSPK yang berlaku secara nasional;  

2) penetapan target realisasi investasi daerah; dan  

3) pengendalian pelaksanaan penanaman modal mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 14 

Tahun 2017 sebagai NSPK yang berlaku secara nasional.  
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m. Kepemudaan dan Olah Raga 

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

(termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh lokal) dan desa melalui penguatan sosial budaya masyarakat 

(kelompok wanita, pemuda, anak dan TKI) dalam membangun kelompok masyarakat.  

Pemerintah daerah diharapkan dapat 1) meningkatkan pelayanan kepemudaan yang 

berkualitas melalui: a) penyelenggaraan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan 

kepemudaan; b) peningkatan indeks pembangunan pemuda; 2) meningkatkan pemberdayaan dan 

pembangunan pemuda melalui: a) pengembangan sentra pemberdayaan pemuda; b) pengembangan 

wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan dan kreatifitas pemuda; c) peningkatan potensi 

pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan; 3) meningkatkan budaya olahraga 

untuk kebugaran dan produktifitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan. 

Tujuan/sasaran pembangunan yang diharapkan dalam pembangunan kepemudaan dan 

olahraga adalah meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta 

meningkatnya budaya olahraga dikalangan masyarakat. 

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2019 hal-hal yang diperhatikan Pemerintah Daerah 

adalah:  

1) meningkatkan keterlibatan pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirasuahaan; 

2) meningkatkan jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pembangunan kepedulian, 

kesukarelawanan dan kepeloporan;  

3) meningkatkan jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, 

kesukarelawanan dan kepeloporan;  

4) meningkatkan kualitas tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan Imtak pemuda; dan  

5) meningkatkan pengelolaan olahraga pendidikan dan peningkatan infrstruktur olahraga. 

 

n. Statistik 

Data merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan, menyadari hal itu data 

merupakan sumber informasi yang sebagai pemberi arahan dan memberikan kebijakan yang sesuai 

dengan kondisi daerah. Dengan kondisi Indonesia yang terpisah-pisah antar daerah dan antar pulau 

maka data-data Statistik yang harus tersedia yaitu data Sektoral rawan bencana, Statistik sektoral 

tentang pendidikan (jumlah lulusan pendidikan tinggi menurut desa, jumlah industri pengolahan 

Sumber Daya Alam (karet, batubara, kayu, jumlah jaringan infrastruktur Energi Listrik, Air, Panjang 

Jalan Negara, Sarana Telekomunikasi Terpadu (BTS) per desa.  

Selain itu data yang diperlukan juga terkait kriminalitas (jumlah eks-narapidana di Desa, 

jumlah sosialisasi anti korupsi di Desa, jumlah pengguna narkoba di Desa, kemudian data sektoral 

tentang kesehatan, data yang komprehensif sarana untuk membangkitkan ekonomi wilayah, 

tersedianya data pangan dan pariwisata, data statistik sektoral kepramukaan dan sebagainya. Dengan 

ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 

daerah adalah sebagai berikut: 
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1) jumlah bangunan perumahan yang rawan bencana;  

2) jumlah fasilitas umum (sekolah, kantor kepala desa, dan lain-lain) yang terdampak jika 

bencana;  

3) rencana dan realisasi penggunaan dana desa;  

4) jumlah perusahaan industri menurut kategori (rumah tangga, kecil, sedang dan besar);  

5) jumlah usaha angkutan desa (perusahaan dan perorangan);  

6) jumlah pelanggan PDAM di desa;  

7) jumlah eks-narapidana di desa;  

8) jumlah sosialisasi anti korupsi di desa;  

9) jumlah pengguna narkoba di desa;  

10) jumlah rumah sakit swasta di desa;  

11) jumlah rumah sakit pemerintah di desa;  

12) jumlah dokter spesialis di desa;  

13) jumlah dokter umum di desa;  

14) jumlah tenaga pengajar (dosen dan guru);  

15) jumlah notaris di desa;  

16) jumlah advokat di desa;  

17) jumlah sarana penunjang tukang cukur desa ; 

18) jumlah sarana penunjang laundry di desa ; 

19) jumlah usaha menurut kategori (mikro, kecil dan menengah) di desa;  

20) jumlah nilai asset menurut kategori UMKM di desa;  

21) jumlah nilai omset menurut UMKM di desa;  

22) jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM di desa;  

23) produksi komoditas strategis di desa (padi, jagung, kedelai, dll)  

24) jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata yang ada di desa;  

25) jumlah penduduk yang mengurus passport di desa;  

26) jumlah pemandu wisata;  

27) jumlah gugus depan pramuka di desa;  

28) jumlah anggota korps sukarela PMI;  

29) jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana);  

30) jumlah jagawana (Penjaga Hutan) di desa;  

31) jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.  

 

o. Persandian 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah 

daerah, maka dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17 tentang Informasi Yang Dikecualikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
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Dengan ini maka upaya pelayanan persandian dilakukan dengan pemantapan efektivitas 

penyelenggaraan persandian daerah melalui peningkatan profesionalisme SDM dan modernisasi 

peralatan, kemudian perlu dilakukan peningkatan operasionalisasi peralatan persandian. Hal ini perlu 

lakukan agar penyelenggaran operasional persandian dalam rangka pengamanan informasi 

berklasifikasi milik pemerintah daerah, Peningkatan kompetensi SDM persandian, Penyedian 

Kebutuhan peralatan sandi dan dan alat pendukung utama (APU) persandian. Dengan demikian maka 

dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 pemerintah daerah memerhatikan antara lain hal-hal sebagai 

berikut:  

1) fasilitasi pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah melalui 

perangkat persandian;  

2) pemanfaatan sertifikat elektronik untuk document signing pada informasi milik 

pemerintah daerah;  

3) perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan persandian dengan mengacu NSPK 

di bidang persandian yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan 

Sandi Negara;  

4) fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi di perangkat daerah;  

5) fasilitasi kegiatan sterilisasi/kontra penginderaan pada aset perangkat daerah;  

6) fasilitasi kegiatan pengamanan sinyal melalui jammer pada kegiatan strategis;  

7) fasilitasi penilaian keamanan sistem informasi milik perangkat daerah melalui kegiatan IT 

security assessment;  

8) sosialisasi pemanfaatan fungsi persandian dalam rangka pengamanan informasi pada 

pemerintah daerah kepada perangkat daerah;  

9) peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang persandian melalui 

keikutsertaan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang Persandian;  

10) penetapan pola hubungan komunikasi sandi di lingkungan pemerintah daerah;  

11) penyedian kebutuhan peralatan sandi dan dan Alat Pendukung Utama (APU) persandian 

dengan mengacu pada pola hubungan komunikasi sandi yang telah ditetapkan; dan  

12) pengelolaan dan pemeliharaan materiil sandi, peralatan sandi dan Alat Pendukung Utama 

(APU) persandian serta jaring komunikasi sandi.  

 

p. Kebudayaan 

Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kebudayaan,  maka perumusan  kegiatan  dalam  

penyusunan  RKPD  Tahun  2019 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;  

2) Revitalisasi museum; dan 

3) Revitalisasi taman budaya 
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q. Perpustakaan  

Perpustakaan sebagai gudang informasi dan ilmu pengetahuan yang menjadi sumber belajar 

yang digunakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembelajaran. Peranan perpustakaan dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan masyarakat sangatlah penting dan besar.  

Hal ini tentu dikarenakan perpustakaan merupakan unit lembaga yang memberikan suatu 

pelayanan publik berupa penyediaan bahan-bahan pustaka. Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan secara garis besar menyebutkan bahwa perpustakaan 

merupakan sebuah institusi yang mengelola koleksi karya cipta manusia yang berguna untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pengguna 

perpustakaan. Bagi civitas akademik, perpustakaan merupakan hal yang sangat vital dalam mencari 

informasi lebih-lebih dokumen sejarah berupa buku. Dengan ini maka perlu adanya pengelolaan 

perpustakaan berbasis standar nasional perpustakaan untuk meningkatkan ketermanfaatan oleh 

masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kualitas hidup masyarakat, kemudian 

untuk meningkatkat minat baca maka perlu dilakukan peningkatan pembudayaan gemar membaca 

melalui pegiat literasi daerah dengan sasaran satuan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.  

Kemudian untuk mendukung berbagai informasi masa lalu maka perlu dilakukan upaya 

pembangunan respositori, pelestarian dan pengkajian berbagai karya cetak dan rekam, naskah kuno 

nusantara sebagai khazanah intelektual dan warisan dokumenter budaya bangsa, Pembangunan 

koleksi Indonesiana, pangkalan data katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. Dengan ini maka 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 

antara lain sebagai berikut:  

1) pengembangan koleksi bahan perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat;  

2) peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;  

3) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga perpustakaan daerah;  

4) penguatan kerjasama antar organisasi pemerintah daaerah yang dengan kerangka 

regulasi daerah;  

5) penguatan infrastruktur pendukung layanan perpustakaan;  

6) pemasyarakat kegemaran membaca;  

7) fasilitasi pegiat literasi dan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca 

masyarakat;  

8) karya cetak, karya rekam dan elektronik daerah yang dihimpun dan diakusisi;  

9) karya cetak, karya rekam dan eletronik daerah dilestarikan;  

10) bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikaji, dilakukan alih bahasa, alih aksara, 

alih bentuk media;  

11) jumlah judul terbitan dan rekaman yang tercantum dalam katalog induk daerah; dan  

12) perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah terbitan yang terhimpun 

dalam bibliografi daerah.  
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r. Kearsipan 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 

dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019, memuat bahwa sasaran kedua Pembangunan Bidang Aparatur 

yaitu terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien memiliki arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang kearsipan Penerapan manajemen kearsipan yang andal, komprehensif, dan terpadu , dengan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: 1  Peningkatan 

pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan 

kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) 

Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban 

berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan 

peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi 

Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan 

terkait peraturan perundang-undanganan.  

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, guna mendorong terwujudnya birokrasi 

yang bersih dan efisien, maka pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota perlu menerapkan Sistem 

Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) -TIK dan menjadi simpul jaringan serta mengimplementasikan 

Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Dengan ini, maka beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:  

1) mengidentifikasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum menerapkan 

SIKD-TIK, termasuk permasalahannya;  

2) mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menerapkan SIKD-TIK 

dengan menerbitkan suatu kebijakan;  

3) mengidentifikasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum menjadi 

simpul JIKN;  

4) mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi simpul JIKN dan 

mendorong Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah menjadi simpul JIKN 

untuk mengelola data pada simpul JIKN dengan menerbitkan suatu kebijakan; dan  

5) memastikan ketersediaan seluruh perangkat yang diperlukan, misalnya Arsiparis, 

infrastruktur, Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang Tata 

Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses 

Arsip Dinamis, dan lain-lain.  
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s. Kelautan dan Perikanan 

Dalam mendukung prioritas nasional kedua yakni tentang pengurangan kesenjangan antar 

wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Mendalami prioritas nasional ini maka 

pembangunan difokuskan pada pemerataan infrastruktur wilayah dan pembangunan pada sektor 

kelautan dan perikanan hal ini mengingat bahwa negara indonesia merupakan negara kepulauan yang 

dikelilingi oleh lautan. 

Memahami hal tersebut, perlu adanya penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil sehingga 34 Provinsi sudah ditetapkan zonasinya. Kemudian pengembangan bidang 

kelautan juga diperlukan agar ada upaya pembuatan alur laut baru sampai kedalaman 22 meter Low 

Water Spring (LWS), area manuver dan area lego jangkar di sekitar pelabuhan/ alur laut; Lintas laut di 

alur ini pada pores: Pulau Karimun Kecil, Pulau Kundur, Selat Durian, aut sekitar Kabupaten Palalawan 

Indragiri Hilir, sampai di utara Selat Bangka atau sebaliknya, membuat pelabuhan baru di seputar titik 

belok di Selat Phillip di Pulau Karimun Kecil agar menjadi titik timbun sebar berbaeai komoditas dari 

dan ke pasar domestik atau mancanegara, membuat sat pelabuhan baru di Provinsi Riau (Kabupaten) 

Palalawan atau Kabupaten Indragiri hilir) yang berlaut dalam sehingga menaikkan pertumbuhan 

ekonomi (34 daerah. Sasaran ini diupayakan dengan Kawasan Indonesia Barat: Selat Malaka ke arah 

selatan, Pembuatan alur pelayaran Baru dan pendalaman Alur sesuai standar Intemasional berikut 

traffic separation scheme (TSS) berdasarkan regulasi International Maritime Organization (IMG)   

Kemudian untuk pengembangan ekonomi kelautan agar 92 pulau kecil terluar/terdepan 

menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-

pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan.  

Kemudian pada bidang perikanan agar produksi dan kualitas garam yang meningkat (3,6 juta 

ton; 70 persen kualitas), Terbangunnya industri pengolahan rumput laut berbasis Alkali Treated 

Gracilaria (ATG) dengan kapasitas 3.200 ton di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (1600 ton), maka 

perlu dilakukan upaya peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/ 

pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan/petambak garam. 

Selain produksi hasil perikanan dan laut, laut dapat menjadi salah satu destinitasi wisata yang 

mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, agar kualitas daya tarik wisata alam dan buatan di 

destinasi pariwisata (10 destinasi prioritas/25 lokasi KSPN) dapat meningkat maka perlu dilakukan 

upaya Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan.  

Selanjutnya penambahan luas kawasan konservasi (1,2 juta ha) sentra kelautan dan perikanan 

terpadu (31 kawasan), terbangunnya kawasan industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 

kawasan/sentra industri kawasan konsevasi laut 20 juta Ha diperlukan agar ekosistem laut tetap 

terjaga dan terlindungi hal ini dilakukan dengan upaya Pelindungan dan pemanfaatan kawasan 

konservasi dan keanekaragaman hayati laut, Pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu, 

Pembangunan pusat pertumbuhan industri dan maritime. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD 

Tahun 2019 beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

1) finalisasi dokumen RZWP3K setelah mendapatkan Surat Tanggapan dan Saran Final dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
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2) penyusunan dan pengundangan Perda tentang RZWP3K;  

3) pembiayaan APBD;  

4) perizinan;  

5) pembiayaan APBD; dan  

6) penyediaan lahan dan alokasi ruang dalam RZWP3K.  

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam bidang kelautan dan perikanan 

maka perlu dilakukan peningkatan perikanan tangkap yang bertujuan untuk mampu meningkatkan 

produksi ikan sebanyak 7 juta ton. Selain itu dalam Perikanan Budidaya diharapkan tahun 2019 

mampu mencapai produksi ikan 11, 8 juta ton. Selain itu pada tahun 2019 ini sasaran untuk Produksi 

rumput laut 19,5 juta ton, garam 4, 5 juta ton, produksi 6,8 Juta Ton produk olahan hasil perikanan, 

ekspor hasil perikanan 9,5 juta ton. Dengan adanya target sasaran dari hasil perikanan dan kelautan ini 

maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 

adalah sebagai berikut: 

1) pemberdayaan nelayan;  

2) pelatihan;  

3) pemberdayaan petambak ikan;  

4) penyuluhan;  

5) penyediaan lahan dan alokasi ruang dalam RZWP3K;  

6) pemberdayaan petambak garam;  

7) pengaturan tata niaga garam;  

8) izin lokasi dan pengeloaan; dan  

9) pemberdayaan UMKM.  

 

t. Pariwisata  

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional ketiga yakni peningkatan nilai 

tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif maka pembangunan dibidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pariwisata terhadap 

PDB Nasional pada tahun 2019 mencapai 5,5 persen, jumlah wisatawan mancanegara 20 juta orang, 

jumlah wisatawan nusantara 275 juta kunjungan, devisa 280 triliun rupiah.  

Kemudian di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2019 ini diharapkan adanya fasilitasi proses 

kreasi, produksi ekonomi kreatif yang kemudian dikembangkan dengan distribusi, konsumsi, dan 

konservasi ekonomi kreatif. Dengan adanya pengembangan wiraswasta dan ekonomi kreatif 

diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian makro dan mikro daerah. Sehingga dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2019 beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah 

sebagai berikut: 

1) RKPD harus sejalan dengan arah kebijakan Nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) serta 

Renstra Kemenpar dimana di dalam RKP terdapat Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas 

dan Proyek Prioritas Nasional;  

2) adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam membangun pariwisata daerah;  
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3) deregulasi kebijakan pariwisata;  

4) membangun komunitas pelaku ekonomi kreatif; dan 

5) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Ekonomi Kreatif 

 

u. Pertanian 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional keempat yaitu tentang Pemantapan ketahanan 

pangan peningkatan sarana pertanian, mencakup (sertifikasi alsintan, pengawasan peredaran dan 

penggunaan pupuk, pestisida dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan). Kemudian 

dalam mendukung pertanian perlu dilakukan peningkatan infrastruktur irigasi pertanian (penataan 

dan pengembangan jaringan irigasi secara terintegrasi dan partisipatif, penataan dan pengembangan 

sumber-sumber air dan embung pertanian).  

Kebjakan tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan peningkatan jaringan 

irigasi air permukaan, air tanah dan rawa: 9,89 juta ha, pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi 

air permukaan, air tanah dan rawa: 9,89 juta ha, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan 

rawa: 3,01 juta ha, pembangunan dan peningkatan irigasi tambak: 304,75 ribu ha dan pembangunan 

waduk sejumlah 49, terbentuknya komisi irigasi di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten.  

Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian kebijakan ini untuk mencapai sasaran 

lahan yang terasuransi pertanian seluas 6.500.000 Ha. Untuk menyebarluaskan hasil produksi 

pertanian dan meningkatkan kualitas sistem pengelolaannya maka perlu dilakukan penguatan jaringan 

pasar produk pertanian penerapan tata cara pemasaran yang baik, penguatan kelembagaan petani.  

Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit pengelolaan sumber daya genetik hewan 

dan tumbuhan, peningkatan produksi benih/bibit varietas unggul dan pengawasan peredaran 

benih/bibit dengan sasaran Produksi Ikan: 18.8 juta ton. Dengan kebijakan capaian sasaran bidang 

pertanian ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD 

Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut: 

1) pengintegrasian antara irigasi tersier dengan irigasi primer dan sekunder mengingat di 

bawah kewenangan Dinas yang berbeda (Pertanian dan PU);  

2) irigasi yang partisipatif, termasuk peran serta perempuan; dan  

3) kewenangan tiap tingkatan sesuai dengan pembagian UPK dalam Lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

 

v. Kehutanan 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional keempat mengenai pemantapan ketahanan 

energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan. Kondisi hutan merupakan bagian 

dari adanya pelestarian lingkungan.  

Dengan hal ini maka tahun 2019 ini pembangunan sektor kehutan diarahkan pada 

pembangunan Daerah Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman 

Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota, hal ini dilakukan agar berkurangnya gangguan 

kawasan TAHURA.  
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Kemudian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan 

suaka alam dan kawasan pelestarian alam, hal ini dilakukan agar terjaganya area penting untuk 

konservasi keanekaragaman hayati diluar kawasan konservasi dan kawasan hutan, adanya daerah 

penyangga yang ditetapkan dan dikelola. Selain itu perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak 

dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.  

Selanjutnya rehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung di luar kawasan hutan , hal ini 

diharapkan mampu menurunkan resiko kejadian bencana banjir, kekeringan, longsor dan bencana 

ekologi lainnya. Dengan ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2019 pada bidang kehutanan adalah sebagai berikut: 

1. menyediakan dokumen rencana pengelolaan TAHURA;  

2. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan TAHURA;  

3. melaksanakan pemulihan ekosistem pada TAHURA;  

4. melaksanakan perlindungan dan pengamanan di kawasan TAHURA;  

5. menjalankan fungsi area penting untuk konservasi kehati di luar kawasan konsevasi dan 

kawasan hutan;  

6. menjalankan fungsi daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian 

alam;  

7. melakukan tindakan preventif dan represif dalam rangka penyelamatan ekosistem 

penting;  

8. menyediakan informasi mengenai keaneragaman hayati untuk tujuan konservasi, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan;  

9. melakukan tindakan preventif dan represif dalam rangka penyelamatan satwa liar yang 

masuk dalam Appendix I Cites;  

10. penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;  

11. penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung secara vegetative maupun sipil teknis;  

12. pemantapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung di luar kawasan;  

13. pembuatan bangunan sipil teknis skala kecil (DAM pengendali, DAM Penahan;  

14. penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung;  

15. penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung khususnya daerah 

tangkapan air danau di luar kawasan;  

16. pembuatan bangunan sipil teknis skala kecil (DAM Pengendali, DAM Penahan, Gully 

Plug);  

17. penegakan regulasi terkait pola ruang;  

18. penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung/daerah imbuhan mata air;  

19. penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung khususnya imbuhan 

mata air di luar kawasan;  

20. penegakan regulasi terkait pola ruang;  

21. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan 

Jangka pendek (RPHJPd) unit wilayah KPH;  
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22. regulasi ekspor hasil hutan kayu;  

23. pendampingan UMKM dalam rangka pemberdayaan; dan  

24. pembinaan dan monitoring setelah UMKM mendapatkan sertifikat legalitas kayu.  

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil produksi kehutanan perlu adanya kebijakan yang 

tepat agar hutan tetap dapat dijaga kelestariannya namun dapat dimanfaatkan hasilnya agar 

mendapatkan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3. Hal ini dilakukan dengan upaya 

Peningkatan layanan perizinan dan pembinaan industri pengolahan hasil hutan kayu.  

Agar penanganan kawasan hutan lindung dan hutan produksi bagi kemanfaatan ekonomi, 

ekologi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tingkat tapak berjalan dengan 

baik maka perlu adanya upaya kegiatan pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).  

Kemudian agar aktivitas terkait KHDTK, dalam rangka penyusunan peta kawasan hutan 

dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi, maka perlu upaya pengelolaan KHDTK untuk 

kepentingan religi. Serta menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dengan pengelola KHDTK 

terkait penetapan dan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi berjalan.  

Selanjutnya perlu adanya pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelola Hutan Lindung 

(KPHL) dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP), agar penegakan hukum pidana bidang 

kehutanan kepastian penegakan hukum bidang sumber daya alam (kawasan hutan lindung dan hutan 

produksi.  

Rencana Tata Ruang Wilayah telah menggunakan RPDAS terpadu sebagai salah satu acuan 

dalam penyusunannya sumber daya alam dilakukan dengan berkelanjutan (sustainable) sehingga tidak 

membahayakan lingkungan lokal, regional, nasional dan bahkan global. Dengan ini maka penyesuaian 

RKPD Tahun 2019 yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:  

1) pelayanan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3;  

2) jumlah dan sebaran usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3;  

3) produk dan pemasaran usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3;  

4) pendampingan dan monitoing;  

5) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Unit Wilayah KPH (Kesatuan 

Pengelolaan Hutan) yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH (Kesatuan 

Pengelolaan Hutan) yang berada di bawah Dinas Provinsi yang menangani Bidang 

Kehutanan;  

6) prioritas pembangunan kehutanan tingkat nasional dan tingkat provinsi;  

7) rencana pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;  

8) update data-data pemanfaatan hutan yang akan dituangkan dalam peta-peta arahan 

pemanfaatan hutan merupakan peta arahan pemanfaatan hutan yang up to date;  

9) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) unit wilayah KPH (Kesatuan 

Pengelolaan Hutan) yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH yang berada dibawah 

dinas provinsi;  
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10) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) unit wilayah KPH (Kesatuan 

Pengelolaan Hutan) yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH yang berada dibawah 

dinas provinsi;  

11) prioritas pembangunan kehutanan tingkat nasional dan tingkat provinsi;  

12) penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;  

13) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung, secara vegetative maupun sipil teknis;  

14) penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung di luar kawasan;  

15) penegakan regulasi terkait pola ruang;  

16) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung;  

17) penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung khususnya daerah 

tangkapan air danau di luar kawasan;  

18) penegakan regulasi terkait pola ruang;  

19) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung/daerah imbuhan mata air;  

20) penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung khususnya imbuhan 

mata air di luar kawasan;  

21) penegakan regulasi terkait pola ruang; dan  

22) Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS).  

 

w. Energi dan Sumber Daya Mineral 

Dalam  rangka  pengelolaan  energi  dan  sumber  daya  mineral, maka  perumusan kegiatan  

dalam  RKPD  Tahun  2019  seputar energi Baru dan terbarukan 

 

x. Perdagangan 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga yakni Peningkatan nilai tambah ekonomi 

melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang 

Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

Agar dapat meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional, 

adanya fasilitasi /asistensi terhadap pengawasan pasca penerbitan izin dan pendaftaran perusahaan 

yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, kemudian meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana 

distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan terutama di wilayah perbatasan dan daerah 

tertinggal, meningkatkan kualitas dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan provinsi, dan mampu 

memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok, terjaganya stabilitas harga barang 

kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah 

perbatasan, serta meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan 

Pasar Lelang.  Dengan sasaran-sasaran tersebut maka perlu diupayakan pertumbuhan ekonomi daerah 



 

 

 

 

 

234 

yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien, Dengan ini maka hal-

hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:  

1) penerbitan surat izin usaha perdagangan yang menjadi kewenangan masing-masing 

provinsi, kabupaten/kota melalui pengenddalian kegiatan uasaha perdagangan;  

2) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko 

swalayan;  

3) penerbitan surat tanda daftar waralaba;  

4) penerbitan surat keterangan asal (certificate of origin);  

5) penerbitan angka pengenal importir (API);  

6) pemerikasaan distribusi, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan 

berbahaya;  

7) penerbitan rekomendasi pedagang gula dan kayu antar pulau;  

8) penyediaan dan pengelolaan pusat sarana distribusi perdagangan;  

9) pembinaan dan pemanfaatan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;  

10) pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;  

11) pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang 

penting;  

12) dukungan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);  

13) kegiatan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan 

pokok;  

14) pengawasan pupuk dan pestisida serta penyaluran dan penggunaannya; dan  

15) penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan melindungi konsumen guna 

meningkatkan daya saing produk daerah.  

Selanjutnya untuk memberikan kemudahan layanan fasilitas ekspor dan import dibidang 

perdagangan luar negeri dan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor semakin meningkat, kemudian 

adanya perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan 

pengawasan barang/jasa.  

Dengan berbagai sasaran tersebut maka diperlukan upaya pertumbuhan ekonomi daerah yang 

tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien.  

Dengan sasaran-sasaran tersebut maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah tahun 

2019 adalah sebagai berikut:  

1) penyelenggaraan promosi dagang melelui pameran dagang lokal, nasional, dan 

internasional;  

2) pengembangan produk ekspor unggulan;  

3) peningkatan daya saing ekspor;  

4) penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi;  

5) pengelolaan kelembagaan perlindungan konsumen, pemberdayaan konsumen, 

penanganan dan penyelesaiian sengketa konsumen serta penguatan jejaring perlindungan 

konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota;  
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6) pembentukan dan pengelolaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta 

Rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen;  

7) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen; 

8) pelaksanaan metrologi legal pada masing-masing daerah kabupatenupaten/kota, melalui 

pembentukan unit pelayanan metrologi legal di kabupaten/kota; dan  

9) pembentukan tim pengawas terpadu bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam 

pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan operasional dan 

pelaksanaan program/kegiatan tim pengawas terpadu bahan berbahaya yang 

disalahgunakan dalam pangan.  

y. Perindustrian 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga yakni Peningkatan nilai tambah ekonomi 

melalui pertanian, industri dan jasa produktif, agar mempercepat pengembangan dan pembangunan 

Kawasan Industri (KI), meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB provinsi, 

meningkatkan daya saing dan peningkatan industri andalan, terlaksananya pelayanan perizinan dan 

penerbitan izin usaha industri di daerah, tersedianya sistem informasi dan data industri yang sesuai 

dengan kebutuhan stakeholder.  

Dengan hal ini maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan di bidang perindustrian 

dan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan 

usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri nasional Tahun 

2015-2035 maka dalam perumusan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal 

sebagai berikut:  

1) penyusunan rencana pembangunan industri provinsi;  

2) penerapan rencana pembangunan industri provinsi dan kabupaten/kota, penerbitan Izin 

Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar;  

3) evaluasi pelaksanaan rencana pembanguna industri provinsi dan kabupaten/kota;  

4) fasilitasi perolehan izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan 

industri dan izin perluasan kawasan industri provinsi dan kabupaten/kota;  

5) pemantauan dan pengawasan keptuhan usaha industri dan kawasan industri dalam 

memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri provinsi dan 

kabupaten/kota;  

6) pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI besar di provinsi dan pemberian 

sanksi administratif untuk pelanggaran IUI kecil dan IUI mengegah di kabupaten/kota;  

7) fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi 

Industri Nasional;  

8) penyampaian hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri provinsi, dan 

kab/kota sebagai informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan  
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9) pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data provinsi dan kabupaten/kota 

ke Sistem Informasi Industri Nasional.  

 

z. Transmigrasi 

Dalam rangka mendukung prioritas nasional kesatu (Pembangunan Manusia melalui 

pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar) dan prioritas nasional kedua yakni 

mengenai pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.  

Sasaran pembangunan Daerah pada tahun 2019 ini dalam bidang pembangunan transmigrasi 

adalah memfasilitasi pengembangan di permukiman transmirasi yang mencakup terpenuhinya SPM 

desa di kawasan transmigrasi, terlayaninya masyarakat desa di kawasan transmigrasi dalam 

mengembangkan usaha dan mengakses informasi tentang pengembangan usaha ekonomi melalui 

teknologi tepat guna.  

Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan 

keterkaitan desa-kota; terbentuknya dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan 

transmigrasi terpenuhinya hak transmigran atas SHM tanah transmigrasi. Dengan ini maka perumusan 

kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:  

1) pemerintah daerah memfasilitasi terhadap 6 (enam) bidang SPM di kawasan transmigrasi 

terutama pemenuhan fasilitas umum di kawasan transmigrasi;  

2) pemda memfasilitasi dan memberikan akses informasi yang baik kepada masyarakat desa 

di kawasan transmigrasi mengenai Bumdes, UMKM dan pemanfaat teknologi tepat guna;  

3) pemda memfasilitasi masyarakat desa di kawasan transmigrasi untuk dapat mengakses 

teknlogi informasi;  

4) pemda mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan transmigrasi;  

5) pemda memfasilitasi pemanfaatan sumber daya alam di kawasan transmigrasi sesuai 

dengan peruntukkan; dan  

6) pemda memfasilitasi kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi Pemda 

memfasilitasi kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi.  

 

aa. Pengawasan  Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah,  Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi 

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, 

pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan 

korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–
2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya 

memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:  

1) Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerahbeserta 

perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RENSTRA-Perangkat Daerah 

RKPD, RENJA-Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah agar konsistensi dan 
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keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan 

penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Review dokumen perencanaan 

pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah; 

2) Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan 

setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara 

bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang 

baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 

2015-2019 yang menargetkan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan opini WTP pada 

Tahun 2019 adalah sebanyak 80 persen untuk pemerintah Provinsi, 60 persen untuk 

Pemerintah Kabupaten dan 65 persen untuk Pemerintah Kota;  

3) Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan 

kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal 

ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;  

4) Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar 

tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip Good Governance. Hal ini 

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional;  

5) Pengawasan dana desa agar ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan dana desa 

dapat tercapai dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;  

6) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang 

dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelanggaran pemerintahan daerah 

agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing- masing urusan dan 

kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;  

7) Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda 

depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada 

pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, 

pengeloalaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya 

dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. Hal ini sesuai dengan 

target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 

2015-2019; 

8) Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit 

pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai 
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denganPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025; dan  

9) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga kelemahan sistem pengendalian internal 

pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara.  

 

bb.Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah 

perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan 

daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya 

memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:  

1) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah agar melakukan 

evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan 

sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;  

2) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah untuk 

berkoordinasi dengan KPU daerah setempat agar calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dalam menyusun visi, misi dan program memerhatikan dokumen RPJPD tahun 

berkenaan supaya terjadi kesinambungan pembangunan daerah;  

3) Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang 

transparan dan terintegrasi secara nasional;  

4) Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi 

sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, 

aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;  

5) Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen 

perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi Raperda 

tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan APBD kabupaten/kota untuk terciptanya 

sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;  

6) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD 

dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah, 

Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah) tepat waktu sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C 

peraturan menteri ini;  
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7) Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan 

RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administrative berupa tidak 

dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan selama 3 (tiga) bulan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  

8) Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai 

sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan; dan  

9) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana 

pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan 

pelatihan.  

 

cc. Keuangan Daerah 

Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  di  bidang keuangan  daerah,  maka  

perumusan  kegiatan  dalam  RKPD Tahun 2019 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Peningkatan  kapasitas  pengelolaan  PPK  BLUD  pada provinsi,  kabupaten/kota  dengan  

melakukan  bimbingan teknis  penatausahaan  dan  penyusunan  laporan  keuangan PPK 

BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah; 

2) Penerapan  sistem  aplikasi  e-budgeting  dan  sistem  aplikasi reporting  pada  provinsi,  

kabupaten/kota  dengan melakukan  bimbingan  teknis  dan  training  of  trainer  pada 

masing-masing Pemerintah Daerah; 

3) Peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah; 

4) Peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  bidang pengelolaan  keuangan  daerah  

dan  barang  milik  daerah provinsi, kabupaten/kota;dan 

5) Penyediaan  perangkat  pendukung  penerapan  sistem aplikasi  e-budgeting  dan  e-

reporting  pada  provinsi, kabupaten/kota oleh masing-masing Pemerintah Daerah. 

 

dd. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  aparatur, maka  perumusan  kegiatan  

dalam  RKPD  Tahun  2019  supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) Penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  berbasis kompetensi bagi aparatur yang 

melaksanakan setiap bidang dan  sub-sub  bidang  urusan  pemerintahan  yang  menjadi 

kewenangan  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota; 

2) Pelaksanaan  uji  kompetensi  dan  sertifikasi  bagi  aparatur Pemerintahan  Daerah  guna  

memastikan  penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang 

urusan pemerintahan; 

3) Pembentukan  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  Pemerintahan Daerah  (LSP-Pemda)  cabang  

provinsi  sebagai  unit  non struktural  yang  akan  melaksanakan  uji  kompetensi  dan 

sertifikasi kompetensi di daerah; 
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4) Peningkatan  kemampuan  tenaga  pengajar  dan  pengelola diklat  dalam  

menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan berbasis kompetensi; dan 

5) Koordinasi  dan  integrasi  seluruh  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan  di  pusat  dan  

daerah  bagi  kepala  daerah,  DPRD, dan  PNS,  untuk  menunjang  penyelenggaraan 

pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. 

 

ee. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Dalam  rangka  meningkatkan  peran  penelitian  dan pengembangan guna mendukung kinerja 

pemerintahan daerah sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  tahun  2016 tentang 

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian  Dalam  Negeri  dan  

Pemerintahan  Daerah,  dan Peraturan  Bersama  Menteri  Negara  Riset  dan  Teknologi  dan Menteri  

Dalam  Negeri  Nomor  03  Tahun  2012  dan  Nomor  36 Tahun  2012  tentang  Penguatan  Sistem  

Inovasi  Daerah,  maka perumusan  kegiatan  dalam  RKPD  Tahun  2019  supaya memperhatikan 

antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) Penyelenggaraan  penelitian  dan  pengembangan  yang menjadi urusan pemerintahan 

daerah; 

2) Optimalisasi  pemanfaatan  dan  publikasi  hasil-hasil kelitbangan; 

3) Penguatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  inovasi  di  daerah guna peningkatan kinerja 

pemerintahan daerah; dan 

4) Penyediaan  dan  peningkatan  kemampuan/kompetensi sumber daya manusia 

kelitbangan berbasis fungsional. 

 

ff. Pengelolaan Kawasan Perkotaan 

Dalam  rangka  melaksanakan  amanat  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  

Pemerintahan  Daerah,  sasaran prioritas perkotaan sesuai RPJMN 2015-2019, dan mendukung 

Kebijakan  Strategi  Pembangunan  Perkotaan  Nasional   serta target  Sustainable  Development  Goals  

(SDGs),  sesuai kewenangan  provinsi  dan  kabupaten/kota  maka  dalam  perumusan  kegiatan  RKPD  

tahun  2018  agar  memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) Melaksanakan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengendalian penyelenggaraan 

pengelolaan perkotaan oleh Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  dalam 

mendukung  kebijakan  Strategi  Pembangunan  Perkotaan Nasional  dengan penguatan 

kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terpadu;  

2) Melaksanakan  kerjasama  pengelolaan  perkotaan  pada kawasan  Perkotaan  yang  

bertetangga  atau  pada  kawasan metropolitan  maupun  kawasan  pada  jaringan  lintas 

perkotaan  (sister  city)  pada  wilayah  provinsi  dan kabupaten/kota  dalam  

penyediaan/pemenuhan  fasilitas pelayanan perkotaan; 

3) Melaksanakan  identifikasi,  inventarisasi  dan penyediaan/pemenuhan  fasilitas  

pelayanan  perkotaan sesuai  Standar  Pelayanan  Perkotaan  (SPP)  berdasarkan 

kewenangan, klasifikasi dan tipologi perkotaan; 
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4) Melaksanakan  updating  basis data serta pemanfaatan dan penyajian data informasi 

perkotaan terpadu dan terintegrasi dengan menyusun profil perkotaan yang mendukung 

sistem informasi perkotaan; dan  

5) Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan  Pengelolaan  Perkotaan  di  

provinsi  dan kabupaten/kota. 

 

gg.  Batas Daerah dan Toponimi 

Dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  penegasan  batas  dan toponimi,  maka  perumusan  

kegiatan  dalam  RKPD  tahun  2018 perlu memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1) Penguatan  mekanisme  kelembagaan  pemerintahan  daerah dalam  penyelenggaraan  

pelaksanaan  kebijakan  penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama 

rupabumi);  

1) Fasilitasi  dan  koordinasi  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengendalian  dalam  

penyelenggaraan  pelaksanaan kebijakan  penegasan  batas  daerah  dan  toponimi 

(pembakuan nama rupabumi);  

2) Identifikasi,  inventarisasi  dan  fasilitasi  pelaksanaan kebijakan  penegasan  batas  daerah  

dan  toponimi (pembakuan nama rupabumi); dan  

3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan  penegasan  batas  

daerah  dan  toponimi  (pembakuan nama rupabumi). 

 

hh. Penanganan Bencana 

Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang akhir-

akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan  

korban  jiwa  manusia,  maka  perumusan  kegiatan  dalam RKPD  Tahun  2018  supaya  memperhatikan  

antara  lain  hal-hal sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana  dan prasarana, 

tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar; 

2) Fasilitasi  pusat  dan  daerah  bidang  pengurangan  resiko bencana, sarana dan prasarana, 

tanggap darurat dan pasca bencana,  standardisasi  pemadam  kebakaran  dan  SDM 

damkar; 

3) Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam  rangka  pencegahan  

dan  penanggulangan  bencana dan bahaya kebakaran; 

4) Implementasi  penerapan  SPM  bidang  bencana  dan pemadam  kebakaran sesuai dengan 

peraturan perundangundangan; 

5) Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan 

6) Peningkatan  partisipasi  organisasi  kemasyarakatan  dan komunitas  sukarelawan  yang  

bergerak  dalam  upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran. 
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ii. Pemerintahan Umum 

Dalam  upaya  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan  umum,  maka  

perumusan  kegiatan  dalam  RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Penguatan  dan  internalisasi  ideologi  pancasila  dan  nilainilai kebangsaan; 

2) Peningkatan  peran  parpol  dan  ormas  serta  lembaga pendidikan  melalui  pendidikan  

politik  dan kewarganegaraan; 

3) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; 

4) Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik 

 

jj.   Otonomi Daerah dan Desentralisasi 

Dalam  upaya  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan Pemerintah  

Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  

Peraturan  Presiden Nomor  59  Tahun  2012  tentang  Kerangka  Nasional Pengembangan Kapasitas 

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah.  

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun  2018  antara  lain  

memperhatikan  antara  lain  hal-hal sebagai berikut: 

1) Reviu  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah terhadap  penyelenggaraan  

urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenanagan  daerah,  termasuk  pembentukan 

produk  hukum  daerah  yang  mendukung  pengembangan kawasan  ekonomi  khusus.  

Guna  mewujudkan  Produk Hukum  Daerah  (Peraturan  Daerah/Peraturan  Kepala 

Daerah)  yang  responsif,  akomodatif  dan  akuntabel,  agar dapat  memberi  dampak  

positif  terhadap  kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan 

secara cepat, murah dan lebih baik; 

2) Evaluasi  organisasi  perangkat  daerah  yang  telah  dibentuk berdasarkan Peraturan  

Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat  Daerah  untuk  mengetahui  

efektifitas tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah  dalam menyelenggarakan  urusan  

pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah,  serta  penyusunan  analisa 

jabatan/analisa  beban  kerja  perangkat  daerah, penyusunan  SOP  ketatalaksanaan,  

sistem  kerja,  dan budaya  kerja  perangkat  daerah,  dan  evaluasi  jabatan perangkat 

daerah; dan 

3) Penyusunan  dan  evaluasi  mandiri  terhadap  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  

Daerah  (LPPD), pelaksanaan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (EPPD) 

oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi  ringkasan  laporan  

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Sinergitas antara program Prioritas pembangunan Provinsi Jambi dan pembangunan daerah 

mutlak diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tabel 4.4 di bawah ini 
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dapat  dilihat  sinkronisasi  antara  Agenda  Provinsi Jambi dengan Program prioritas pembangunan 

Kabupaten Batang Hari. 

Tabel 4.4 

Sinkronisasi antara Program Prioritas Provinsi Jambi  

dengan Pembangunan Kabupaten Batang Hari 

 

No 
Prioritas Pembangunan 

Provinsi 
Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

1 Tata kelola pemerintahan 

daerah, ketenteraman dan 

ketertiban umum 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah 

3 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

4 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  

5 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga 

pemeriksa dan aparatur pengawasan 

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

10 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah  

11 Program Pengembangan data/informasi 

12 Program  perencanaan pembangunan daerah 

13 Program  perencanaan sosial budaya  

14 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

15 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

daerah 

16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  

17 Program Penyusunan Data Pegawai 

18 Program keamanan dan kenyamanan lingkungan  

19 Program pengembangan wawasan kebangsaan  

20 Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)  

21 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal  

22 Program pendidikan politik masyarakat  

 

23 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan 

rakyat daerah  

24 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa  

25 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi 

dan informasi  

26 Program kerjasama informsi dan media massa 

27 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

Pembangunan Desa 
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No 
Prioritas Pembangunan 

Provinsi 
Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

   

  

  

  

  

  

  

  

28 Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan 

Tilawatil Qur'an Kecamatan 

29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

Kecamatan 

30 Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 

31 Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah 

32 Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring 

Kebijakan KDH bidang Perekonomian 

33 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

34 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan  

35 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 

Sosial 

2 Pendidikan, dengan fokus pada 

Pendidikan Menengah, 

pendidikan Luar Biasa, dan 

Peningkatan Kualitas Guru 

  

  

  

1 Pendidikan Anak Usia Dini 

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 

tahun 

3 Program Pendidikan Non Formal 

4 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan 

5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

6 Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendidikan 

7 Program layanan dan pengembangan budaya baca dan 

pembinaan perpustakaan 

8 Program peningkatan peran serta kepemudaan  

9 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

3 Kesehatan, dengan fokus pada 

peningkatan kesehatan ibu dan 

anak, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, serta 

upaya preventif dan promotif 

  

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 

4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular dan tidak menular 

7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

9 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan saran 

dan prasarana Puskesmas/puskesmas pembantu dan 

jaringannya 

10 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan 

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit 

paru-paru/rumah sakit mata 

11 Program Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan 

12 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 

Gender dan Anak  

13 Program Pemberdayaan Perempuan 

14 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 
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No 
Prioritas Pembangunan 

Provinsi 
Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

4 Pembangunan Ekonomi, dengan 

fokus pada peningkatan 

produktivitas sektor 

perkebunan, peternakan, 

perikanan, peningkatan 

produktivitas IKMB, perbaikan 

iklim investasi dan penciptaan 

lapangan kerja, pemberdayaan 

koperasi dan UMKM, serta 

kebudayaan dan pariwisata 

1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan 

2 Program Pengembangan Sistem Data dan Informasi 

Perkebunan 

3 Program Pengembangan Agribisnis 

4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  

Pertanian/Perkebunan 

5 Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan Lapangan 

6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Ternak 

7 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 

Produksi Perikanan 

8 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

9 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

10 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja  

11 Program Peningkatan Kesempatan Kerja  

12 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang 

kondusif  

13 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  

14 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 

Investasi 

16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 

Investasi  

17 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 

18 Program Pengembangan Nilai Budaya 

19 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

20 Program Pengelolaan Keragaman Budaya  

21 Program  Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 

Perdagangan  

22 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 

Negeri 

23 Program Peningkatan sarana perdagangan  

24 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

25 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

26 Program  perencanaan pembangunan ekonomi 

27 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 

Strategis dan cepat tumbuh  

28 Program Penelitian dan Pengembangan bidang 

Ekonomi 

29 Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan 

Budaya dan Pemerintahan 

30 Program Pengembangan Inovasi Daerah 

5 Pengembangan Wilayah, SDA 

dan Lingkungan Hidup, dengan 

1 Program Pengembangan dan Penataan Wilayah 

Pemerintahan 
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No 
Prioritas Pembangunan 

Provinsi 
Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

fokus pemenuhan kebutuhan 

energi, pembangunan perdesaan, 

air bersih dan sanitasi, 

pemanfaatan SDA dan 

pengelolaan lingkungan, serta 

pengembangan sarana prasarana 

transportasi 

2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan  

3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup  

4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 

Alam  

5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 

Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup 

6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  

7 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 

8 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 

Hutan 

10 Program Pembinaan Transmigrasi 

11 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Pedesaan  

12 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan  

13 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa  

14 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa  

 

15 Program Penataan Administrasi Wilayah 

Desa/Kelurahan 

16 Program Lingkungan Sehat Perumahan  

17 Program pengembangan kinerja pengelolaan air 

minum dan air limbah  

18 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan  

19 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ  

20 Program peningkatan pelayanan angkutan  

21 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

22 Program Perencanaan Wilayah dan SDA 

23 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

24 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong 

25 Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan 

26 Program Pembangunan Sistem Informasi jalan dan 

jembatan 

27 Program Peningkatan sarana dan prasarana 

kebinamargaan 

28 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan 

irigasi rawa dan jaringan Irigasi lainnya  

29 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi 

sungai, danau dan sumber daya air lainnya  

30 Program pengembangan kinerja pengelolaan air 

minum dan air limbah  

31 Program Pembangunan Insfrastruktur Permukiman 



 

 

 

 

 

247 

No 
Prioritas Pembangunan 

Provinsi 
Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari 

1 2   3 

32 Program Pemanfaatan Ruang  

33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

34 Program Pengembangan Perumahan  

35 Program Pembangunan/rehabilitasi sarana sosial dan 

Keagamaan 

36 Program Pengembangan Lampu Penerangan Jalan dan 

Fasilitas Umum 

6 Ketahanan Pangan, dengan fokus 

peningkatan produksi pangan 

serta pembangunan sarana 

prasarana pertanian 

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

pertanian/perkebunan 

2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan 

3 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

4 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pertanian/Perkebunan 

 

5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

6 Program Pengembangan Budidaya Perikanan  

7 Penanggulangan Kemiskinan, 

dengan fokus pengendalian 

penduduk, pemenuhan 

kebutuhan dasar, dan perluasan 

akses usaha mikro, kecil dan 

koperasi 

  

  

  

  

1 Program Keluarga Berencana 

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja  

3 Program pelayanan kontrasepsi  

4 Program Pengendalian Kependudukan dan Informasi 

Analisis Program 

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 

KB 

6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 

Perempuan  

7 Program Penataan Administrasi Kependudukan  

8 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

9 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial  

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan  di  Kabupaten Batang 

Hari,  tentunya  akan  tetap memperhatikan  visi,  misi,  strategi  dan  arah  kebijakan pembangunan  

daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  mewujudkan capaian  keberhasilan  pembangunan,  Kabupaten 

Batang Hari mendefinisikan  fokus  utama  pembangunan  pada  program prioritas  pembangunan  

Kabupaten Batang Hari 2016-2021,  dapat  di  lihat pada Tabel 4.5 di bawah ini. 
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Tabel. 4.5 

Matriks Prioritas Pembangunan Daerah  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 

 

NO 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

SASARAN OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya Kualitas 
Pendidikan Masyarakat 

Meningkatnya Angka Rata-
rata Lama Sekolah (ARLS), 
sehingga menjadi 8,35 
Tahun pada akhir Tahun 
2019, dan Meningkatnya 
Kualitas Pendidikan 
Masyarakat yang diukur 
dari Rata-rata Nilai Ujian 
Nasional SMP sehingga 
menjadi 69,5 pada Akhir 
Tahun 2019 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Anak Usia 
Dini 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar Sembilan 
Tahun 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Non 
Formal 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pengembangan 
Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

2 Meningkatnya Kualitas 
Masyarakat yang 
berkarakter Mandiri dan 
Inovatif 

Meningkatnya Jumlah 
Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM), yang ditargetkan 
meningkat menjadi 5406 
Jumlah UKM pada akhir 
Tahun 2019 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah  

Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan 
Pemuda Kreatif 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja  

Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Sosial 
Budaya dan Pemerintahan 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Program Inovasi Daerah 

3 Meningkatnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
yang Sehat  

Meningkatnya Angka 
Harapan Hidup masyarakat 
Kabupaten Batang Hari 
yang ditargetkan menjadi 
69,80 Tahun di akhir Tahun 
2019 

Dinas Kesehatan Program Kemitraan 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

Dinas Kesehatan Program Pelayaanan 
Kesehatan Penduduk Miskin 

Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular dan Tidak Menular 

Dinas Kesehatan Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat 

Dinas Kesehatan Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan 
Kesehatan 
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Dinas Kesehatan Program Pengawasan Obat 
dan Makanan 

Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Keluarga Berencana 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Kesehatan Reproduksi 
Remaja 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Peningkatan Sarana 
Prasarana Pelayanan KB 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Pengendalian 
Kependudukan dan Informasi 
Analisis Program 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Penguatan 
Kelembagaan, 
Pengarustamaan Gender dan 
Anak 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Peningakatan Kualitas 
Hidup dan Perlindungan 
Perempuan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Peningkatan Peran 
Serta dan Kesetaraan Gender 
dalam Pembangunan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Penyiapan 
Pendamping Kelompoh Bina 
Keluarga 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Ketahaan 
Pemberdayaan Keluarga 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program Peberdayaan 
Perempuan 

Dinas Pemuda dan Olah Raga Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olahraga 

Dinas Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan Peran 
Serta Kepemudaan 

4 Meningkatnya Daya Saing 
Petani 

Meningkatnya 
Kesejahteraan Petani di 
Kabupaten Batang Hari 
yang ditandai dengan 
meningkatnya Nilai Tukar 
Petani (NTP) yang 
ditargetkan menjadi 98,50 

Dinas Perikanan dan Ketahanan 
Pangan 

Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Dinas Perikanan dan Ketahanan 
Pangan, Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan Pertanian/ 
Perkebunan 

Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtikultura 

Program Pengembangan 
Agribisnis 
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pada akhir Tahun 2019 Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtikultura, Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

Program Peningkatan Produksi 
Komoditi Pertanian/Perkebunan 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Ternak 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Program Peningkatan Produksi 
Hasil Peternakan 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Peternakan 

Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtukultura, Dinas Perkebunan dan 
Peternakan, Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

Program Perluasan Areal 
Pertanian dan Perikanan  

Dinas Perikanan dan Ketahanan 
Pangan 

Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan Pemasaran 
Produksi Perikanan 

Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtukultura, Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Dinas Perkebunan dan Peternakan Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 
Peternakan 

Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtikultura, Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 
Pertanian/Perkebunan 

Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtikultura, Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtikultura 

Program Peningkatan 
Kapasitas Kemampuan 
Lembaga Penyuluh 

5 Pemerataan Pendapatan 
Masyarakat 

Mengurangi Kesenjangan 
Pendapatan Masyarakat 
Kabupaten Batang Hari 
dengan memberikan 
Stimulus kepada 
Masyarakat yang 
berpenghasilan rendah, dan 
diharapkan dapat menekan 
angka Indeks Gini menjadi 
0,2683 pada akhir Tahun 
2019  

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Program Peningkatan Kualitas 
dan Produktivitas Tenaga Kerja  

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Program Perlindungan Tenaga 
Kerja 

Dinas Sosial Program Pelaksanaan Batang 
Hari Sejahtera 

6 Meningkatnya Iklim 
Investasi Daerah 

Meningkatan Investor dan 
Nilai Investasi serta 
memfasilitasi meningkatnya 
aktifitas Ekonomi di 
Kabupaten Batang Hari 
yang ditandai meningkatnya 
Laju Pertumbuhan Ekonomi 
(LPE) yang ditargetkan 
menjadi 6,80 pada akhir 
Tahun 2019 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program penciptaan iklim 
Usaha Kecil Menengah yang 
kondusif  

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Pengembangan 
Industri Kecil dan Menengah 
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Peningkatan 
Kemampuan Teknologi Industri 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Tepadu Satu Pintu 

Program Peningkatan Iklim 
Investasi dan Realisasi 
Investasi  

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Tepadu Satu Pintu 

Program Peningkatan 
Pelayanan Perizinan 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Tepadu Satu Pintu 

Program Peningkatan Promosi 
dan Kerjasama Investasi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

Program Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

Sekretariat Daerah Program Pembinaan dan 
Pengembangan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 

Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi Perdesaan 

Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Program Pembinaan 
Transmigrasi 

Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

7 Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Transportasi 

Meningkatkan Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Jalan, Sarana dan 
Prasarana pendukung 
Jalan yang diukur dengan 
meningkatnya Persentase 
Jalan Kabupaten  Kondisi 
Mantap menjadi 25,95% 
pada akhir Tahun 2019 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

Program Pembangunan Jalan 
dan Jembatan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Kebinamargaan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

Program Pembangunan 
Saluran/Drainase dan Gorong-
gorong 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

Program Pembangunan Sistem 
Informasi/ data base Jalan dan 
Jembatan 

Dinas Perhubungan Program pengendalian dan 
pengamanan lalu lintas 

Dinas Perhubungan Program Pembanguna 
Parasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Dinas Perhubungan Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Dinas Perhubungan Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 
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8 Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Pendidikan 

Memperbaiki dan 
menambah Infrastruktur 
Pendidikan dengan target 
meningkatkan Persentase 
Kondisi Ruang Kelas SD 
dan SMP dalam Keadaaan 
Baik menjadi 32,50% pada 
akhir Tahun 2019 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembangunan dan 
Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendidikan 

9 Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Kesehatan 

Memperbaiki dan 
menambah Infrastruktur 
Kesehatan dengan target 
meningkatkan Persentase 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Yang memenuhi  
Standar menjadi 47,25% 
pada akhir Tahun 2019 

Dinas Kesehatan Program Pengadaan, 
Peningkatan dan Perbaikan 
Sarana dan Prasarana 
Puskesmas/ Puskesmas 
Pembantu dan Jaringannya 

Dinas Kesehatan Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit/ RS 
Jiwa/ RS Paru/ RS Mata 

10 Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Permukiman 

Melakukan Pembangunan 
dan Penataan Lingkungan, 
Kawasan Pemukiman 
sehingga Persentase 
Rumah Layak Huni 
meningkat menjadi  81,50% 
pada Akhir Tahun 2019 

Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang  

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air Minum 

Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air Limbah 

Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 

Program Pembangunan/ 
Pemeliharaan Inftrastruktur 
Permukiman 

Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 

Program Pengembangan 
Perumahan 

Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 

Program Lingkungan Sehat 
Perumahan 

Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 

Program Pengembangan 
Lampu Penerangan Jalan dan 
Fasilitas Umum 

Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 

Program Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Dinas Lingkungan Hidup Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Dinas Lingkungan Hidup Program Pengembangan 
Sistem Pengelolaan 
Persampahan 

Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian 
Pencemaran dan Perusakan 
Lingkungan 

Dinas Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan 
Konservasi Sumber Daya Alam 

Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas 
dan Akses Informasi Sumber 
daya Alam dan Lingkungan 
Hidup 
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Dinas Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan 

Dinas Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan 
Konservasi Sumber Daya 
Hutan 

11 Meningkatnya Infrastruktur 
Pertanian  

Meningkatkan Produksi 
Produk Pertanian dengan 
melengkapi Infrastruktur 
Pertanian yang diukur dari 
Luas areal sawah yang 
dapat akses Sistem 
Pengairan menjadi 35,70% 
pada akhir Tahun 2019 dan 
Panjang Jalan Produksi 
Pertanian dan Perikanan 
menjadi 240 Km pada akhir 
Tahun 2019 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

Program Pengembangan 
Pengelolaan dan Konversi 
Sungai, Danau dan Sumber 
Daya lainnya 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi 
Rawa dan Jaringan Irigasi 
lainnya 

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, 
Dinas Perkebunan dan Peternakan, 
Dinas Tanaman Pangan dan 
Perikanan 

Program Penyediaan Sarana 
dan Prasarana Pertanian/ 
Perikanan 

11 Meningkatnya infrastruktur 
Perdagangan  

Meningkatkan Aktifitas 
Ekonomi Masyarakat 
dengan Penyedian Pasar 
Rakayat, diukur melalui 
Persentase Jumlah Pasar 
Rakyat yang Layak menjadi 
81,50% diakhir Tahun 2019 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Peningkatan Sarana 
Perdagangan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Perlindungan 
Konsumen dan Pengamanan 
Perdagangan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Peningkatan Efisiensi 
Perdagangan Dalam Negeri 

12 Meningkatnya Kinerja 
Pengelolaan Pemerintahan 
Daerah dan Kualitas 
Pelayanan Publik 

Meningkatkan Kinerja 
Pengelolaan Pemerintah 
Daerah dan Meningkatkan 
Pelayanan kepada Publik 
yang diukur dengan  
meningkatnya Nilai 
Reformasi Birokrasi 
menjadi 78 pada akhir 
Tahun 2019, dan 
meningkatnya Indeks 
Kepuasan Masyarakat. 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Program  Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Program Pengendalian 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Program Perencanaan 
Pembangunan Sosial Budaya 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Program Pengembangan Data/ 
Informasi 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan Sumber 
Daya Alam 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Program Perencanaan 
Pengembangan  Wilayah 
Strategis dan Cepat Tumbuh 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Perencana 

Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Data/ 
Informasi/ Statistik Daerah 

Badan Keuangan Daerah Program Peningkatan 
Pendapatan Asili Daerah 

Badan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 



 

 

 

 

 

254 

NO 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

SASARAN OPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM 

1 2 3 4 5 

Inspektorat Daerah Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

Inspektorat Daerah Program Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 

Sekretariat DPRD Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Sekretariat Daerah Program Pengelolaan dan 
Pengembangan Kekayan 
Daerah 

Sekretariat Daerah Program Pengembangan 
Penataan Wilayah 
Pemerintahan 

Kecamatan Program Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum  

Sekretariat Daerah Program Pelayanan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 

Sekretariat Daerah Program Koordinasi, Evaluasi 
dan Monitoring Kebijakan KDH 
bidang Perekonomian 

Sekretariat Daerah Program  Kerja Sama Antar 
Daerah 

Sekretariat Daerah Program Penataan Peraturan 
Perundang-undangan  

Sekretariat Daerah Program Ketatalaksanaan 
Perangkat Daerah 

Sekretariat Daerah Program Koordinasi, Evaluasi 
dan Monitoring Kebijakan KDH 
bidang SDM dan Insfrastruktur 

Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 

Program Penataan, 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan Pemanfaatan 
Tanah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan 
Persandian 

Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Daya Manusia 
Daerah 

Program Penyusunan Data 
Pegawai 

Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Daya Manusia 
Daerah 

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur  

Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Daya Manusia 
Daerah 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur Daerah 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa 

Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Desa  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa 

Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan  
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa 

Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membangun Desa  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa 

Program Pengembangan 
Penataan Wilayah 
Pemerintahan  

Kecamatan Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan Desa/Kel 

Dinas Perpustakaan  dan Kearsipan Program Penyelamatan dan 
Pelestarian Dokumen/Arsip 
Daerah  

Dinas Perpustakaan  dan Kearsipan Program peningkatan kualitas 
pelayanan informasi  

Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik 

Program peningkatan 
keamanan dan kenyamanan 
lingkungan  

Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik 

Program pemeliharaan 
kantrantibmas dan pencegahan 
tindak kriminal  

Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik 

Program peningkatan 
pemberantasan penyakit 
masyarakat (pekat)  

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Program pendidikan politik 
masyarakat  

Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya 

Dinas Sosial Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial  

Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

Program pencegahan dini dan 
penanggulangan korban 
bencana alam  

Dinas Pemadam Kabakaran dan 
Penyelamatan 

Program Peningkatan 
Kesiagaan dan Pencegahan 
Bahaya Kebakaran 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Program Penataan Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 

Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa  

Dinas Komunikasi dan Informatika Program Fasilitasi Peningkatan 
SDM bidang Komunikasi dan 
Informasi  

Dinas Komunikasi dan Informatika Program Kerjasama Informasi 
dan Media Massa 
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Kecamatan Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

13 Mengimplementasikan 
Nilai-nilai Keagamaan 
Untuk Mewujudkan 
Ketaqwaan Terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa 

Meningkatnya Implementasi 
Nilai-nilai Keagamaan 
Masyarakat yang ditandai 
dengan meningkatnya 
Persentase Peningkatan 
Penerimaan Zakat yang 
ditargetkan 18,31% pada 
akhir Tahun 2019 

Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 

Program Pembangunan/ 
Rehabilitasi Sarana Prasarana 
Umum dan Sosial serta 
Keagamaan 

Sekretariat Daerah dan Kecamatan Program Pemberdayaan 
Kelembagaan Pengembangan 
Tilawatil Qur'an 

Sekretariat Daerah Program Pemberdayaan 
Kelembagaan Kesejahteraan 
Sosial 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Program pengembangan 
wawasan kebangsaan  

14 Meningkatkan dan 
Mengembangkan Budaya 
Daerah 

Meningkatkan dan 
Mengembangan Budaya 
Daerah yang ditandai 
dengan meningkatnya 
Persentase Peningkatan 
Event Budaya dan Seni 
Daerah sebesar 50% pada 
akhir Tahun 2019 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai 
Budaya 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

 

Berbagai  program  prioritas  tersebut  akan  didukung  oleh rangkaian  program  sesuai  dengan  

Urusan  Wajib  dan  Urusan  Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan 

urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :  

Dalam  upaya  mewujudkan  Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

1. Bidang Pendidikan, meliputi : 

a. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan 

b. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

c. Program Wajib Belajar  9 Tahun  

d. Program Pendidikan Non Formal 

e. Program Managemen Pelayanan Pendidikan 

2. Bidang Kesehatan; 

a. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

c. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
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e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

h. Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Paramedis 

i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

j. Program obat dan perbekalan kesehatan 

k. Program Pengawasan Obat dan Makanan 

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

1. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi ; 

a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

b. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 

c. Program Pengembangan Pemuda Kreatif 

2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

a. Program Keluarga Berencana 

b. Program Pelayanan Kontrasepsi 

c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

d. Program  Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan KB 

e. Program Pengendalian Kependudukan dan Informasi Analisis Program 

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

a. Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan gender dan anak 

b. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 

c. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 

d. Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga 

e. Program Pemberdayaan Perempuan 

f. Program Penyiapan Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

4. Bidang Perpustakaan ; 

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  

5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; 

a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 

Menengah 

6. Bidang Tenaga Kerja ; 

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

C. Penunjang Urusan Pemerintahan 

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan  ; 

a. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

b. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 

c. Program Inovasi Daerah. 
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Dalam  upaya  mewujudkan  Misi Kedua : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui 

Ekonomi Kerakyatan; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:   

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

1. Bidang Sosial ; 

a. Program Pelaksanaan Batang Hari Sejahtera 

2. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; 

b. Progran Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

1. Bidang Tenaga Kerja 

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

b. Program Perlindungan Tenaga Kerja 

2. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 

3. Bidang Penanaman Modal 

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

b. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 

c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 

C. Urusan Pilihan 

1. Bidang Kelautan dan Perikanan 

a. Program Pengembangan Budidaya OPerikanan 

b. Progran Peningkatan Ketahanan Pangan 

c. Program Perluasan areal Pertanian dan Perikanan 

d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 

2. Bidang Pertanian 

a. Program Pengembangan Agribisnis 

b. Program Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian/Perkebunan 

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

d. Program Peningkatan Hasil Produksi Hasi Perternakan 

e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

f. Program Peningkatana Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 

g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perternakan 

h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pertanian/Perkebunan 

i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 

j. Program Peningkatan Kapasitas Kemampuan Lembaga Penyuluh 
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3. Bidang Perindustrian 

a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

4. Bidang Transmigrasi 

a. Program Pembinaan Transmigrasi 

5. Bidang Pariwisata 

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata 

b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata  

6. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah; 

a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM 

c. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 

d. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM 

e. Program pengembang-an kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 

f. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 

g. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 

h. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 

7. Bidang Ketenagakerjaan; 

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

c. Program Pembinaan Tranmigrasi 

8. Bidang Perdagangan; 

a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan  

9. Bidang Ketahanan Pangan; 

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

10. Bidang Pertanian; 

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

c. Program peningkatan kapasitas kemampuan lembaga penyuluh 

d. Program Pengembangan Agribisnis 

e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 

f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 

g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 

h. Program Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perkebunan 

i. Program Peningkatan kesejahteraan Petani 

j. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 

k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 

m. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

n. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 
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o. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak 

p. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

11. Bidang Kelautan dan Perikanan; 

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 

12. Bidang Industri; 

a. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

13. Bidang Sosial; 

a. Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin 

14. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 

15. Bidang Perencanaan; 

a. Program Kerja sama Pembangunan 

16. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

a. Program Penelitian dan Pengembangan  

17. Bidang Penanaman Modal; 

a. Program Promosi dan Kerjasama Investasi 

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

18. Bidang Perizinan dan Pelayanan Publik 

a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 

19. Bidang Kehutanan; 

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

20. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 

a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 

21. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang  

22. Bidang Lingkungan Hidup; 

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

b. Program Perlindungan  dan Konservasi Sumber daya Alam  

c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

 

Dalam  upaya  mewujudkan  Misi Ketiga : Meningkatkan  Kualitas  dan Kuantitas 

Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat; maka program pembangunan yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut:   
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1.   Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

a. Program Pembangunan sistem Informasi/database jalan dan jembatan 

b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

d. Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong 

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 

f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya 

2.   Bidang Perhubungan; 

a. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

d. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 

3.   Bidang Pendidikan; 

a. Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 

4.   Bidang Kesehatan; 

a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas 

Pembantu dan Jaringannya. 

b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata. 

5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 

b. Program pengembangan perumahan 

c. Program Lingkungan Sehat Perumahan  

d. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 

e. Program pengembangan perumahan 

f. Program Lingkungan Sehat Perumahan  

g. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 

h. Program Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung 

i. Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Sosial dan Keagamaan 

6.   Bidang Lingkungan Hidup; 

a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

7.   Bidang Perdagangan; 

a. Program Peningkatan Sarana Perdagangan 

b. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 

8.   Bidang Pertanian; 

a. Program penyediaan sarana dan prasarana pertanian 

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  
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9.   Bidang Kepemudaan dan Olahraga;   

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga  

10. Bidang Pariwisata; 

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

11.  Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 

a. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 

 

Dalam  upaya  mewujudkan  Misi Keempat : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan melalui  

Penerapan Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan; maka program pembangunan yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Urusan Perencanaan Pembangunan; 

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah  

b. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 

c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 

e. Program Pengembangan Data/Informasi 

f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 

g. Program Perencanaan Pengembangan Wilyah Strategis dan Cepat Tumbuh 

h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana 

2. Urusan Statistik; 

a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah   

3. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; 

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

c. Program Penyusunan  Data Pegawai 

4. Urusan Keuangan; 

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

b. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

5. Urusan Otonomi Daerah;  

a. Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 

b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

c. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

f. Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan KDH Bidang Perekonomian 

g. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 

h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 
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i. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 

j. Program Pengembangan dan Penataan Wilayah Pemerintahan 

k. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 

l. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

6. Urusan Perizinan dan Pelayanan Publik 

a. Program Peningkatan Pelayanan Publik 

b. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum 

7. Urusan Pengawasan; 

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

KDH  

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;  

a. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 

c. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

e. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 

9. Urusan Kearsipan; 

a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 

b. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 

c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 

10. Urusan Penanaman Modal; 

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; 

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan 

12. Urusan Komunikasi dan Informatika; 

a. Program Kerjasama Informasi dan Mediamassa 

b. Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa 

c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 

13. Urusan Kehutanan; 

a. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 

14. Urusan Pertanahan; 

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

 

Dalam  upaya  mewujudkan  Misi Kelima : Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai 

Keagamaan Serta Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat Dan Kesenian Daerah 

dalam Rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional;  maka program pembangunan yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut:   
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1. Urusan Otonomi Daerah; 

a.  Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur’an 

b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  

2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 

a. Program pengembangan wawasan kebangsaan 

b. Program Pendidikan Politik Masyarakat 

c. Program  Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 

3. Urusan Kebudayaan; 

a. Program Pengembangan Nilai Budaya 

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

4. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;   

a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

 

TABEL 4.6  

Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jambi dan Prioritas Kabupaten Batang 

Hari 

 

TRISAKTI MISI PROVINSI JAMBI MISI KABUPATEN BATANG HARI 

Trisakti 1: MISI 1: Misi 4: 

Berdaulat Dalam Bidang 

Politik 

Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan daerah yang 

bersih, transparan,akuntabel 

dan partisipatif serta 

berorientasi pelayanan public 

Meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

secara proporsional, efektif, efesien, 

akuntabel dan transparan melalui 

penerapan reformasi birokrasi yang 

berkeadilan. 

(12 program aksi-115 

Prioritas Utama) 
Misi 3 Misi 5: 

  
Menjaga situasi daerah yang 

kondusif, toleransi antar umat 

Beragama dan Kesadaran 

Hukum Masyarakat 

Melestarikan dan mengembangkan 

nilai-nilai kearifan lokal, keagamaan, 

kebudayaan, adat dan keseniaan 

daerah dalam kerangka memperkuat 

kebudayaan nasional. 

Trisakti 2 Misi 4: Misi 2: 

Berdikari Dalam  Bidang 

Ekonomi 

Meningkatkan daya saing 

daerah melalui optimalisasi 

pembangunan ekonomi 

kerakyatan yang didukung 

oleh penerapan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan 

inovasi (IPTEKIN) 

berwawasan lingkungan 

Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

melalui ekonomi kerakyatan 

(16 Program Aksi) MISI 5 Misi 3: 
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TRISAKTI MISI PROVINSI JAMBI MISI KABUPATEN BATANG HARI 

  

Meningkatkan aksesibilitas 

dan kualitas infrastruktur 

umum, pengelolaan energi 

dan sumber daya alam yang 

berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur pelayanan dasar bagi 

masyarakat 

  MISI 6   

  
Meningkakan Kualitas 

Kehidupan Masyarakat 

Trisakti 3 MISI 2: Misi 1 : 

Berkepribadian Dalam 

Bidang Kebudayaan 

Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang 

sehat, terdidik, berbudaya, 

agamis, dan berkesetaraan 

gender. 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia yang Sehat, Cerdas dan 

Berkarakter 

(3 Program Aksi)   Misi 5: 

    Melestarikan dan mengembangkan 

nilai-nilai kearifan lokal, keagamaan, 

kebudayaan, adat dan keseniaan 

daerah dalam kerangka memperkuat 

kebudayaan nasional. 

 

AGENDA NAWACITA 
PROGRAM PRIORITAS 

PROVINSI JAMBI 

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN 

BATANG HARI 

Agenda 1: Akan 

menghadirkan kembali negara 

untuk melindungi segenap 

bangsa dan memberi rasa 

aman pada seluruh WN 

  

  

  

  

  

 Fasilitasi penyelesaian konflik 

masyarakat antar daerah 

kabupaten/kota 

Peningkatan perlindungan hak-hak 

masyarakat petani, fasilitasi 

penyelesaian friksi dan sengketa 

lahan. 

Memfasilitasi pembinaan 

keamanan dan ketertiban; 

(koordinasi keamanan 

wilayah di Forkompimda) 

Penyelesaian batas-batas desa dalam 

rangka peningkatan investasi daerah 

dan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi di perdesaan. 

Pembinaan kerukunan dan 

toleransi anatar suku dan 

anatar umat beragama 

Optimalisasi pemanfaatan dan 

penempatan sumberdaya aparatur 

pemerintah (PNS) dengan penerapan 

fit and profer test, lelang jabatan sert 

merit system secara transparan, taat 

hukum dan akuntabel. 

Pemberian kepastianj hukum 

terhadap haka adat dan hak 

ulayat masyarakat local dan 

komunitas adat terpencil serta 

masyarakat transmigrasi 

Peningkatan profesionalisme, 

pengawasan dan pembinaan aparatur 

pemerintah daerah dengan penerapan 

penegakan hukum untuk mewujudkan 

good governance pada semua 

tingkatan dan lini pemerintahan 
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AGENDA NAWACITA 
PROGRAM PRIORITAS 

PROVINSI JAMBI 

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN 

BATANG HARI 

Pemberian bantuan hukum 

dan pendampingan 

masyarakat kurang mampu 

guna melindungi hak-haknya 

sebagai warga negara 

  

Pembinaan dan pelatihan 

keterampilan terhadap eks 

penyandang penyakit 

masyarakat 

  

Peningkatan kualitas hukum 

daerah 

  

 

Peningkatan manajemen 

pelayanan, dan integrasi 

pelayanan melalui 

pengembangan sistem e-

government yang terintegrasi 

dengan kabupaten/kota. 

Penataan dan pembenahan syatem 

kelembagaan pemerintahan pada 

SKPD untuk mewujudkan pelayanan 

yang lebih baik terhadap masyarakat. 

Agenda 2: Akan membuat 

Pemerintah tidak absen 

dengan membangun tata 

kelola Pemerintah yang 

bersih, efektif, demokratis dan 

terpercaya 

  

  

  

  

Peningkatan jangkauan 

pelayanan dan kualitas 

pelayanan publik melalui 

pelayanan satu pintu, PATEN 

(Kecamatan) dan PATEK 

(Kelurahan). 

Peningkatan profesionalisme, 

pengawasan dan pembinaan aparatur 

pemerintah daerah dengan penerapan 

penegakan hukum untuk mewujudkan 

good governance pada semua 

tingkatan dan lini pemerintahan. 

Peningkatan partisipasi 

masyarakat melalui 

keterbukaan informasi publik 

dan pengawasan pemb, 

pengelolaan dan 

Pengembangan Aset Daerah. 

Optimalisasi, pemanfaatan dan 

pengembangan e-Goverment pada 

pengelolaan dokumen pemerintahan 

dan pada setiap system pelayanan 

masyarakat. 

Peningkatan kualitas 

perencanaan dan 

pengendalian pembangunan. 

  

Peningkatan proporsi belanja 

publik lebih besar dari belanja 

aparatur, 

  

Peningkatan kualitas dan etos 

kerja melalui perbaikan 

sistem rekrutmen, promosi, 

mutasi, dan rasionalisasi. 

  

Agenda 3: Akan membangun 

Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam 

kerangka Negara Kesatuan 

Alokasi bantuan infrastruktur 

desa sebesar 200.000.000 per 

desa (jumlah desa 1389 desa) 

Penyelesaian batas-batas desa dalam 

rangka peningkatan investasi daerah 

dan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi di perdesaan. 
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AGENDA NAWACITA 
PROGRAM PRIORITAS 

PROVINSI JAMBI 

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN 

BATANG HARI 

  

Peningkatan kapasitas 

aparatur desa melalui 

peningkatan kualitas SDM 

Pemerintah Daerah/Desa. 

Peningkatan sarana dan prasarana 

kerja aparatur satuan kerja perangkat 

daerah dan pemerintah desa. 

Fasilitasi kerjasama antar 

desa antar kabupaten/kota, 

antar lembaga, dan kualitas 

kelembagaan dan 

ketatalaksanaan. 

Penggalian dan pelestarian nilai nilai 

keagamaan, budaya, adat dan kesenian 

daerah sebagai unsur kearifan lokal. 

  
Tambahan penghasilan bagi 

aparatur desa sebesar Rp. 

100.000.000,- (seratus juta) 

pertahun; 

  

Agenda 4: Akan menolak 

Negara lemah dengan 

melalukan reformasi sistem 

penegakan hukum yang bebas 

korupsi, bermartabat dan 

terpercaya. 

  

  

Fasilitasi penyelesaian konflik 

masyarakat antar daerah 

kabupaten/kota 

Peningkatan profesionalisme, 

pengawasan dan pembinaan aparatur 

pemerintah daerah dengan penerapan 

penegakan hukum untuk mewujudkan 

good governance pada semua 

tingkatan dan lini pemerintahan. 

Pemberian kepastianj hukum 

terhadap haka adat dan hak 

ulayat masyarakat local dan 

komunitas adat terpencil serta 

masyarakat transmigrasi 

Optimalisasi pemanfaatan dan 

penempatan sumberdaya aparatur 

pemerintah (PNS) dengan penerapan 

fit and profer test, lelang jabatan sert 

merit system secara transparan, taat 

hukum dan akuntabel. 

Pemberian bantuan hukum 

dan pendampingan 

masyarakat kurang mampu 

guna melindungi hak-haknya 

sebagai warga negaras 

Optimalisasi, pemanfaatan dan 

pengembangan e-Goverment pada 

pengelolaan dokumen pemerintahan 

dan pada setiap system pelayanan 

masyarakat. 

Peningkatan kualitas hukum 

daerah 

  

Agenda 5: Akan meningkatkan 

kualitas hidup manusia 

Indonesia melalui: Indonesia 

Pintar, Indonesia Sehat, 

Indonesia Kerja dan Indonesia 

Sejahtera 

  

  

Peningkatan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan ( Rumah 

sakit Provinsi dan Rumah 

Sakit Muaro Bungo dari kelas 

B ke Kelas A sebagai Rumah 

sakit rujukan Regional. 

Peningkatan kualitas dan kuantitas 

pendiidikan formal, non formal dan 

informal menuju masyarakat 

bertaqwa dgn intelektualitas yang 

tinggi serta terampil. 



 

 

 

 

 

268 

AGENDA NAWACITA 
PROGRAM PRIORITAS 

PROVINSI JAMBI 

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN 

BATANG HARI 

Pembangunan Rumah Sakit 

Rehabilitasi Provinsi Jambi. 

Peningkatan kualitas SDM aparatur  

pemerintah dalam rangka peningkatan 

pelayanan kesehatan. 

Pemberian Jaminana 

Kesehatan gratis bagi 

masyarakat tidak mampu non 

Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial (BPJS). 

Menyediakan pendukung  dana BOS 

dalam bentuk dan DOS (Dana 

Operasional Sekolah). 

Pemberian tambahan 

penghasilan non guru 

sertifikasi dan tenaga medis 

daerah terpencil. 

Peningkatan kualitas tenaga pendidik 

dan kependidikan agama dan tenaga 

penyuluh keagamaan. 

  

Peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan melalui 

peningkatan melalui status 

puskesmas rawat jalan 

menjadi rawat inap, rawat 

inap menjadi rawat inap plus 

serta pemerataan dokter 

spesialis dan tenaga medis .l 

Beasiswa bagi putra-putri Batanghari 

yang tdk mampu 

  
Penyelenggaraan dan 

peningkatan kesehatan 

keluarga dan pemberdayaan 

masyarakat dan keluarga 

sejahtera. 

Program jaminan kesehatan daerah 

Agenda 6: Akan meningkatkan 

produktivitas rakyat dan 

dayasaing di pasar 

internasional 

  

  

  

  

Peningkaatn produktivitas 

sektor pertanian untuk 

peningakatn kesejahteraan 

petani dan mendukung 

kedaulatan 

pangan;(peningkatan 

kapasitas penyuluh, bantuan 

Alsintan dan sarana produksi) 

Peningkatan nilai tambah produk 

daerah melalui teknologi. 
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AGENDA NAWACITA 
PROGRAM PRIORITAS 

PROVINSI JAMBI 

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN 

BATANG HARI 

Peningkatan nilai tukar 

petani; (peningkaatan kualitas 

produksi, fasilitasi akses 

pasar, peningkatan 

pembangunan jalan 

produuksi,  peningakatan 

keterampilan dan 

penegtahuan petani) 

Peningakatn infestasi industry 

pengolahan dan 

pemberdayaan petani dalam 

penguasaan tekhnologi tepat 

guna; (pemanfaatan hasil 

inovasi tekhnologi daerah) 

Peningkatan daya tarik dan 

kenyamanan investasi daerah 

  
Subsidi terhadap sarana produksi 

pertanian untuk masyarakat tani. 

  Program peremajaan kebun karet tua 

dan kelapa sawit tua 

  Revitalisasi pertanian tanaman 

pangan, perikanan, peternakan dan 

kehutanan. 

   Pengembangan industri berbasis  

bahan lokal 

Agenda 7 :Akan mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik 

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Peningkatan produktivitas 

UMKM dan koperasi melalui 

pemberdayaan dan 

pendampingan serta akses 

permodalan 

Peningkatan akses pasar bagi produk 

pertanian, perikanan dan peternakan 

dalam rangka meningkatkan Nilai 

Tukar petani (NTP) 

Pembangunan dan 

pengembangan infrastruktur 

kawasan dan sentra produksi 

ekonomi masyarakat sesuai 

RTRW Provinsi, Kabupaten 

/Kota 

Peningkatan kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha yang kondusif 

bagi masyrakat Kab.Batang Hari 

melalui kegiatan-kegiatan ekonomi 

produktif yang diprakarsai 

Pemerintah Daerah. 

Pengembanagn dan provmosi 

industry ekonomi kreatif 

berbasis komunitas dan 

komoditas daearh 

(Kebijakan/regulasi, 

pembangunan sentra ekonomi 

kreatif, penyiapan saran 

prasarana dan peningkatan 

kapasitas SDM nya 

Peningkatan produski padi melalui 

pencetakan sawah baru, rehablitasi 

dan intensifikasi padi sawah, dan 

perbaikan sarana dan prasarana. 
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AGENDA NAWACITA 
PROGRAM PRIORITAS 

PROVINSI JAMBI 

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN 

BATANG HARI 

Peningkatan produktifitas 

usaha koperasi dan UKM 

Menciptakan sektor –sektor ekonomi 

dengan berpijak pada sumberdaya 

lokal dan teknologi lokal yang tersedia. 

Pengembangan dan penataan 

pasar rakyat 
Mendukung program desa mandiri 

Pengembanagn usaha 

industry rumah tangga, kecil 

dan menegah 

Penguatan modal  dalam rangka 

pengembangan industri rumah tangga 

dan industri kecil 

Pengembangan usaha 

perdagangan dan jasa 

Penumbuhan dan pengembangan 

sektor ekonomi baru dgn tetap 

memperhatikan serta menjaga 

kelestarian SDA. 

Peningakatn daya saing 

investasi 

  

Pengembangan agribisnis 

perkotaan 

  

Penyiapan kawasan niaga dan 

industry yang ramah 

lingkunagn 

  

Peningkatan pendapatan 

daerah  dan mgt pengolaan 

keuanagn daerah 

  

Agenda 8: Akan melakukan 

revolusi karakter bangsa 

Peningkatan peran lembaga 

adat dalam pelestarian 

buidaya daerah 

Pengembangan nilai-nilai keagamaan 

dlm rangka peningkatan ekonomi 

Peningakatn fasilitas 

penunjang pelestarian seni 

dan budaya daerah 

Peningkatan kualitas aparatur 

pemerintah. 

  

  

  

  

Peningkatan pembinaan 

generasi muda dan seni 

budaya melalui 

menumbuhkembangkan seni 

dan budaya daerah 

Penataan dan pembenahan system 

kelembagaan pemerintah pada SKPD 

untuk meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat 

Peningkatan fasilitas dan 

pembinaan olahraga di 

sekolah menengah di 

desa/kelurahan 

Peningkatan fungsi dan peran tempat 

ibadah sebagai pusat pembelajaran 

dan pemberdayaan pada masyarakat 

Pemberdayaan organisasi 

kepemudaan dan karang 

taruna 

Menumbuhkembangkan potensi dan 

prestasi kepemudaan dan olahraga., 

Insentif untuk masyarakat yg 

berprestasi 

Pemberian tunjangan 

kesejahteraan, tunjangan 

kependidikan dan 

penghargaan bagi 

olahragawan daerah yang 

berprestasi 
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AGENDA NAWACITA 
PROGRAM PRIORITAS 

PROVINSI JAMBI 

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN 

BATANG HARI 

Agenda 9 : Akan 

memperteguh Kebhinekaan 

dan memperkuat restorasi 

social 

  

  

Pembinaan kerukunan dan 

toleransi anatar suku dan 

anatar umat beragama 

Penggalian dan pelestarian nilai-nilai 

keagamaan, budaya dan adat kesenian 

daerah sebagai unsur  kearifan lokal. 

Peningakatn fasilitas 

penunjang pelestarian seni 

dan budaya daerah 

Peningkatan sinergitas antara ulama 

dan umarah dalam pembangunan 

daerah. 

Pemberian kepastianj hukum 

terhadap haka adat dan hak 

ulayat masyarakat local dan 

komunitas adat terpencil serta 

masyarakat transmigrasi 

Pembangunan sarana dan prasarana 

budaya dan kesenianan daerah. 

Pemberian bantuan hukum 

dan pendampingan 

masyarakat kurang mampu 

guna melindungi hak-haknya 

sebagai warga negara 

Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal  

seperti nilaia keagamaan, budayam=, 

adat dan kesenian daerah. 

 



 

 

 

 

 

 

272 

BAB V 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Rencana  program  merupakan  rencana  teknis  dari  prioritas pembangunan  yang  

dijabarkan  kedalam  beberapa  sasaran.  Program  ini kemudian dideskripsikan lagi dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan yang menjadi alat utama dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

tersebut. Rencana  program  beserta  kegiatan-kegiatannya  ini  berasal  dari  mekanisme Musyawarah  

Perencanaan  Pembangunan  yang  melibatkan  pendekatan  top down  berupa  usulan  dari  Perangkat 

Daerah  terkait,  bottom  up  berupa  partisipasi masyarakat,  serta  pendekatan  teknokratik.  

Pendekatan  bottom  up  berasal dari  aspirasi  masing-masing  wilayah  dengan  melihat  kebutuhan  

dan persoalan  yang  dihadapi.  Pendekatan  top  down  berasal  dari  Perangkat Daerah dengan melihat  

pada persoalan  sektoral  yang  ditanganinya.  Sementara  pendekatan teknokratik berasal dari 

pemikiran dan perumusan prioritas pembangunan. Perencanaan  Program  dan  Kegiatan  prioritas  ini  

juga  meliputi  target pencapaian  beserta  indikatornya  dan  penganggaran  yang  akan  dibebankan 

pada APBD Kabupaten serta waktu dan lokasi pelaksanaannya, Tahun rencana yang meliputi lokasi, 

target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan 

dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten 

Batang Hari.  

Program prioritas yang direncanakan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019 disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 

disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas 

pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Batang 

Hari 2016-2021.  Prioritas pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 diselaraskan 

dengan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan 

Pilihan, Penunjang Urusan, dan Urusan Sktoral sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman kepada Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Secara lebih rinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah terurai dalam matriks 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari per Urusan/OPD Tahun Anggaran 

2019 sebagai berikut : 



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.01. PENDIDIKAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
2,486,000,000.00

2,569,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai

yang dibeli

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

16,000,000 17,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

104,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah sewa

tenda dan

pembuatan

spanduk

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

54,000,000 56,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan

dinas yg dibayar

pajaknya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

54,000,000 56,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah bulan

pengelola

keuangan daerah

yg dibayar

honornya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Admininstrasi

Keuangan

12 12Terbayarnya

Honorarium

Administrasi

Keuangan

350,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah bulan

penyediaan

peralatan

kebersihan dan

pembayaran

honor petugas

kebersihan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

112,000,000 112,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah bulan

pemeliharaan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Terjaganya Kondisi

Peralatan Kerja

Kantor

89,000,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan

penyediaan Alat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

220,000,000 225,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah bulan

penyediaan

barang cetakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Pengadaan

12 12Terpenuhnya

Cetakan dan

Pengadaan

Kebutuhan Kantor

300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah bulan

penyediaan alat

listrik dan

elektronik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

12 12Terlaksananya

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

47,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis

peralatan kantor

yang dibeli

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Terlaksananya

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

202,000,000 203,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Jumlah langganan

surat kabar /

majalah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

Undangan

12 12Terlaksananya

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

Undangan

44,000,000 46,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah bulan

penyediaan

makanan dan

minuman untuk

karyawan dan

rapat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Terlaksananya

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

124,000,000 126,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Jumlah bulan

terlaksananya

koordinasi dan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Jumlah Bulan Rapat

- Rapat Koordinasi

dan

12 12Terlaksananya

Rapat - Rapat

Koordinasi dan

380,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

konsultasi Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Jumlah bulan

pembayaran

honor guru GTT,

PTT dan Non Pns

lainnya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

12 12Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

390,000,000 390,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

422,000,000.00
423,000,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara (Dinas

PDK dan 8 UPTD)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara (Dinas

PDK dan 8 UPTD)

9 9gedung kantor yang

dipelihara (Dinas

PDK dan 8 UPTD)

87,000,000 88,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan

Dinas/Operasional

yang dipelihara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

335,000,000 335,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Pemenuhan Disiplin

Aparatur

100 30,000,000.00 30,000,000.00

0.00.00.03.06. Pengadaaan Pakaian Olah Raga
Jumlah

pengadaan

pakaian olahraga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Olahraga

12 12Terlaksananya

Pengadaan Pakaian

Olahraga

30,000,000 30,000,000 Baru Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Pemenuhan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
110,000,000.00

115,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai

yang mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Terlaksananya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

110,000,000 115,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase

Pemenuhan

Laporan - Laporan

OPD

100
120,000,000.00

120,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang

dibuat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi

12 12Terlaksanannya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi

120,000,000 120,000,000 Baru Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

4.70



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum Kinerja OPD Kinerja OPD

1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Parsitipasi

Kasar (APK) PAUD
65.71 2,190,000,000.00

2,220,000,000.00

1.01.01.15.67.
Penyelenggaraan Dana

Operasional Sekolah PAUD

Jumlah Lembaga

PAUD Yang

Menerima BOS

(lembaga)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Lembaga

PAUD yang

menerima BOS

290

Lembaga

281Terlaksananya

Lembaga PAUD

Menerima BOS

1,800,000,000 1,820,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

- 3.95

1.01.01.15.68.
Pelaksanaan Festival Anak PAUD Jumlah lembaga

PAUD yang

mengikuti Festival

Anak Paud

(lembaga)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Lembaga

PAUD yang

mengikuti Festival

Anak PAUD

224 224Terlaksananya

Lembaga PAUD

yang telah mengikuti

Festival

230,000,000 235,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

- 3.95

1.01.01.15.69. Akreditasi Lembaga Anak PAUD
Jumlah Lembaga

Paud yang

diakreditasi

(lembaga)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Lembaga

PAUD yang

terakreditasi

40 Lembaga

PAUD

40 Lembaga

PAUD

Terlaksananya

PAUD yang telah

Terakreditasi

160,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.95

1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi

Murni (APM) SD

Sederajat

99.83 45,399,500,600.00 51,705,000,000.00

1.01.01.16.67.
Penyelenggaraan Paket A setara

SD

Jumlah siswa

putus  sekolah

yang yang

mengikuti Paket A

(siswa)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah siswa putus

Sekolah yang

mengikuti Paket A

240 240Siswa Putus

Sekolah yang telah

mengikuti Paket A

245,000,000 245,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.95

1.01.01.16.68.
Penyelenggaraan Paket B setara

SMP

Jumlah siswa

putus  sekolah

yang yang

mengikuti Paket B

(orang)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah siswa putus

Sekolah mengikuti

Paket B setara SMP

380 380Siswa yang

mengikuti Ujian

Paket B

387,000,000 405,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.95

1.01.01.16.70.
Pembinaan Minat,Bakat dan

Kreatifitas Siswa

Jumlah siswa

peserta lomba

OSN SD dan SMP

(siswa)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Siswa

Peserta Lomba O2N

SD dan SMP

268 268Peserta yang

mengikuti O2SNI

640,000,000 680,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.95

1.01.01.16.79.
Penyelenggaraan Dana

Operasional Sekolah (DOS) SD

dan SMP

Jumlah Sekolah

Yang menerima

DOS (sekolah)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Sekolah

yang menerima

DOS

264 264Terlaksananya

Program DOS

menunjang

pendidikan Lebih

baik

15,000,000,000 18,000,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.95

1.01.01.16.80.
Penyelenggaraan Ujian Siswa

Berstandar Nasional

Jumlah Sekolah

yang

menyelenggaraka

n ujian akhir SD,

SMP (sekolah)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Sekolah

yang

menyelenggarakan

ujian akhir SD dan

SMP

256 256Terselenggaranya

Ujian Akhir Sekolah

280,000,000 290,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.16.81.
Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) Tingkat SD

Jumlah cabang

olahraga yang

dilombakan pada

O2SN Tingkat SD

(cabor)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah cabang

olahraga yang di

lombakan pada

O2SN Tingkat SD

20 20Menumbuhkan Bibit

Atlet Sejak Dini

antar Sekolah

450,000,000 450,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.85

1.01.01.16.82.
Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) Tingkat SMP

Jumlah cabang

olah raga O2SN

SMP (cabor)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Cabang

Olahraga O2SN

SMP

20 Cabor 20 CaborMengembangkan

Bakat Siswa di

bidang Olahraga

antar Sekolah

400,000,000 425,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.85

1.01.01.16.83.
Penyelenggaraan Akreditasi

Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah

SD dan SMP

Yang terakreditasi

(sekolah)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Sekolah SD

dan SMP yang

Terakreditasi

35 35Akreditasi Sekolah 210,000,000 210,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.85

1.01.01.16.84.
Penyelenggaraan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

Terselenggaranya

Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Persentase

Penyelenggaran

bantuan Operasinal

sekolah

100 Persen 100 PersenBOS 27,787,500,600 31,000,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal
Angka Melek Aksara

98.12 675,000,000.00
715,000,000.00

1.01.01.18.04.
Pengembangan Pendidikan

Keaksaraan

Jumlah peserta

pelatihan Tutor

keaksaraan

(kelompok)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Peserta

Pelatihan Tutor

Keaksaraan

297 297Terlaksananya

Pendidikan

Keaksaraan

240,000,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.18.14. Jambore PTK PAUDNI
Jumlah Rumah

Pintar yang dibina

(unit)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Tim Jambore PTK

PAUDINI Kabupaten

di Tk. Provinsi

125 125Terseleggaranya

Jambore PTK

PAUDINI

150,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.18.15.
Pengembangan dan Pengelolaan

Rumah Pintar

Jumlah Rumah

Pintar yang dibina

(unit)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Rumah

Pintar di Bina

5 5Terselenggaranya

Pengembangan

Rumah Pintar dan

Pengelolaanya

75,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.18.16.
Pengembangan Lembaga Dikmas Jumlah Lembaga

Dikmas (Kursus-

kursus) yang

dibina (lembaga)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Lembaga

Dikmas (Kursus -

kursus) yang dibina

78 78Terselenggaranya

Lembaga Dikmas

210,000,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Rata - rata Nilai

UKG
68 1,665,000,000.00 .00

1.01.01.20.01.
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Persentase guru

yang mendapat

tunjangan

sertifikasi (persen)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Persentase Guru

yang mendapatkan

tunjangan sertifikasi

76 76terlaksananya

sertifikasi guru

105,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.70

1.01.01.20.13.
Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik PAUD
Jumlah guru

PAUD yang

mengikuti

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Jumlah guru PAUD

yang mengikuti

240 240terlaksananya

pelatihan Guru

tingkat dasar

210,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.70



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

pelatihan Tingkat

Dasar (orang)
Manusia Masyarakat pelatihan tingkat

dasar

1.01.01.20.14.
Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik SD dan SMP

Jumlah tenaga

Pendidik SD dan

SMP yang

mengikuti

Pelatihan

Kompetensi

pendidik (orang)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah tenaga

pendidikan SD dan

SMP yang mengikuti

Pelatihan

Kompetensi

Pendidikan

1503 1503Terlaksananya

Tenaga Pendidik SD

dan SMP yang

mengikuti Pelatihan

Kompetensi

Pendidik

300,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.95

1.01.01.20.15.
Pelatihan Penyusunan Angka

Kredit Guru

Jumlah guru yang

mengikuti

pelatihan angka

kredit (orang)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Guru yang

mengikuti pelatihan

angka kredit

435 435Terlaksananya

pelatihan angka

kredit guru

140,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.95

1.01.01.20.16. Pemilihan Guru Berprestasi
Jumlah  Guru

Yang mengikuti

Pemilihan Guru

Berprestasi

(orang)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Guru yang

mengikuti Pemilihan

Guru berprestasi

340 Guru 340 GuruTerlaksananya

pemilihan Guru

berprestasi

250,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.95

1.01.01.20.17.
Seleksi dan Orientasi Calon Kepala

Sekolah

Jumlah guru yg

mengikuti seleksi

orientasi calon

kepala sekolah

(orang)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah guru yg

mengikuti seleksi

orientasi calon

kepala sekolah

(orang)

50 50Guru telah mengikuti

seleksi orientasi

calon kepala

sekolah (orang)

270,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.75

1.01.01.20.18.
Pelatihan Bidang Studi yang di

US/UN kan SD dan SMP

Jumlah guru yang

mengikuti

pelatihan

penulisan soal UN

dan UAS (orang)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah guru yang

mengikuti pelatihan

penulisan soal UN

dan UAS (orang)

490 490guru yang mengikuti

pelatihan penulisan

soal UN dan UAS

(orang)

390,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.75

1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Peresentase

Sekolah yang

Melaksanakan MBS

100
778,000,000.00

661,000,000.00

1.01.01.22.10.
Pelatihan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)

Jumlah Kepala

sekolah yg

mengikuti

pelatihan MBS

(orang)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Kepala

sekolah yg

mengikuti pelatihan

MBS (orang)

50 50Terlaksananya

Jumlah Kepala

sekolah yg

mengikuti pelatihan

MBS (orang)

100,000,000 104,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.22.12.
Pengembangan Sistem Dapodik

Dikdas

Jumlah aplikasi

data pendidikan

(paket)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah aplikasi data

pendidikan (paket)

1 1Terlaksananya

Jumlah aplikasi data

pendidikan (paket)

170,000,000 170,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.22.13.
Pengadaan Jaringan Internet

Sekolah

Jumlah Sekolah

yang

Mendapatkan

Jaringan Internet

(sekolah)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah sekolah

yang mendapat

jaringan internet

(sekolah)

12 12Tersedianya sekolah

yang mendapat

jaringan internet

(sekolah)

126,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.Batang 3.75



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.22.14.
Lomba Sekolah Sehat Tingkat

TK,SD/MII, SMP/MTs,

SMA/MA/SMK

Jumlah Sekolah

yang mengikuti

Lomba sekolah

sehat (sekolah)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Sekolah

yang mengikuti

Lomba sekolah

sehat (sekolah)

26 26Terlaksanya

Sekolah yang

mengikuti Lomba

sekolah sehat

(sekolah)

210,000,000 215,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.22.15.
Pembinaan Monitoring dan

Evaluasi BOS SD dan SMP

Jumlah lembaga

PAUD yang

menyusun RKAS

sesuai Juknis

(lembaga)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah Sekolah

yang menyusun

RKAS sesuai Juknis

(sekolah)

270 270Terlaksananya

Penyusun RKAS

sesuai Juknis

(sekolah)

86,000,000 86,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.22.16.
Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi BOS PAUD

Jumlah lembaga

PAUD yang

menyusun RKAS

sesuai Juknis

(lembaga)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

Jumlah lembaga

PAUD yang

menyusun RKAS

sesuai Juknis

(lembaga)

247 247Terlaksanya

lembaga PAUD

yang menyusun

RKAS sesuai Juknis

(lembaga)

86,000,000 86,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.75

1.01.01.23. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Pendidikan
Persentase Sekolah

yang Memiliki

Sarana dan

Prasarana Sesuai

SPM

70
18,740,000,000.00 2,003,000,000.00

1.01.01.23.01.
Pemetaan Sarana dan Prasarana

Pendidikan

Jumlah Data Base

Sarana dan

Prasarana

pendidikan kab.

Batang Hari

(Paket)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

Jumlah Data Base

Sarana dan

Prasarana

pendidikan kab.

Batang Hari (Paket)

1 1Tersediannya Data

Base Sarana dan

Prasarana

pendidikan kab.

Batang Hari (Paket)

115,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

SDN 047/I Rantau

Kapas Mudo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

140,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

01/I Pasar Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pasar

Muara

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

173/I Senami

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3).

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3).

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kelurahan

Sridadi

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kelurahan Sridadi Dasar Pendidikan {Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

13 {unit} 13 {unit}{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

097/I

 Desa Kaos

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa Kaos

Kecamata

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

199/I Bungin

Panjang

Kelurahan Muara

Jangga

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kelurahan

Muara

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

pagar tembok

SDN 02/I

Kembang Seri

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pagar SMP

Negeri 28 Batang

Hari Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

1,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan

Pembangunan

dan rehabilitasi

Prioritas

Pembangunan

Meningkatnya

Kualitas dan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

(1). 50

Ruang, (2).

(1). 50

Ruang, (2).

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Dasar
WC sekolah SD

119/I Rengas XI

Muara Tembesi

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SDN

197/I Rantau

Rasau Desa

Bungku

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Bungku

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SDN

69/I Simpang

Ampelu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Simpang

Ampelu

3.75

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Sarana dan

Prasarana SD

110/I Desa Tenam

(Pagar, Ruang

Guru, RKB,

Rumah Penjaga,

Mushola dan Pos

Keamanan)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

224,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

MCK SD 164/I

Sridadi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

Pagar SDN 120/I

Simpang Jelutih

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

340,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SDN

87/I Desa Muara

Jangga

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Muara

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

Pagar SD 160/I

Jelutih

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

400,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

189/I Desa Olak

Kemang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa Olak

Kemang

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembuatan Pagar

SD 55/I Kelurahan

Sridadi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

115,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kelurahan

Sridadi

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

yang dibangun

{Ruang}

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

Pagar SMP 8

Batang Hari

Bajubang Darat

Km.47 Penerokan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

460,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

092/I Tanjung

Marwo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Tanjung

Marwo

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembanguan

Pagar SD 35/1

Tebing Tinggi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

400,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

063/I Desa

Simpang Karmeo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Simpang

3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

059/I Desa Durian

Luncuk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Durian

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

yang dibangun {m1},

(3.) Jumlah ruang

UKS yang dibangun

{Ruang}

yang dibangun {m1},

(3.) Jumlah ruang

UKS yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

Pagar SD 81/1

Pulau Raman

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

320,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

171/I Bajubang

Laut

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Bajubang

3.75

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

065/I Tiang

Tunggang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Tiang

Tunggang

3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SDN

180/I Desa Ture

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa Ture

Kecamata

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

Pagar SD 93/I

Lopak Aur

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.)

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.)

335,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Jumlah panjang

pagar sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

Jumlah panjang

pagar sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SDN

184/I Johor Baru

Desa Bungku

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Bungku

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

203/I Sungai

Rengas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Sungai

Rengas

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

067/I Desa

Sengkati Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Sengkati

3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

Pagar SD 68/I

Simpang Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

296,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

(1). 50

Ruang, (2).

6700

(1). 50

Ruang, (2).

6700

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

 Desa

Kampung

3.75



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

SDN 85/I Sumber

Rejo Desa

Kampung Baru

dan Pelayanan

Dasar

Insfrastruktur

Pendidikan

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

{m1}, (3). 13

{unit}

{m1}, (3). 13

{unit}

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SDN

021/I Desa Buluh

Kasab

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa Buluh 3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

188/I Kembang

Seri

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SDN

101/I Wonosari

Desa Tebing

Tinggi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Tebing

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

66/I Kembang

Tanjung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

108/I Sungai

Rumbai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pagar SMP

Negeri 27 Batang

Hari Desa Sungai

Lingkar

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

450,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

pembangunan

pagar, wc SMP

Negeri 10 Batang

Hari, Simpang

Karmeo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

173,000,000 173,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

Pagar Keliling SD

67/I Desa

Sengkati Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

880,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

Pagar SD 164/I

Sridadi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

283,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

yang dibangun

{Ruang}

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

Gedung

Perpustakaan SD

66/I Kembang

Tanjung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

Pagar SN 72/I dan

SD 11/I Karmeo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

174,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

SD 048/I Desa

Penerokan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Penerokan

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

105/I Tanjung

Pasir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Tanjung

Pasir

3.75

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

074/I Desa

Rantau Kapas

Tuo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Rantau

3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

yang dibangun {m1},

(3.) Jumlah ruang

UKS yang dibangun

{Ruang}

yang dibangun {m1},

(3.) Jumlah ruang

UKS yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

119/I Rengas IX

Muara Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Rengas IX

Kec.

3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

MCK SD 93/I

Lopak Aur

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

Pagar SD 171/I

Bajubang Laut

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

300,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

157/I Pir II

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

078/I Desa Teluk

Ketapang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.)

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.)

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa Teluk 3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Jumlah panjang

pagar sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

Jumlah panjang

pagar sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

41 Desa Kuap

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.75

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SDN

194/I Sungai

Abang Kecamatan

Desa Kampung

Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Kampung

3.75

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

SD 71 Desa

Kembang Seri

Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Kembang

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

044/I Desa

Padang Kelapo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Padang

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

(1). 50

Ruang, (2).

6700

(1). 50

Ruang, (2).

6700

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Pematang

3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

08/I Pematang V

Suku Kecamatan

Muara Tembesi

dan Pelayanan

Dasar

Insfrastruktur

Pendidikan

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

{m1}, (3). 13

{unit}

{m1}, (3). 13

{unit}

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

089/I Desa

Sengkati Kecil

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Sengkati

4.05

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

080/I Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kelurahan

Muara

3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan/Re

hhabilitasi WC SD

46/I Kelurahan

Kembang

Paseban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kelurahan

Kembang

3.75

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

Pagar SD 05/I

Desa Sengkati

Gedang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

300,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

24/I Desa Sungai

Puar

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Sungai

3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

Perpustakaan SD

156/I dan SD

167/I Bulian Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

400,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

079/I Desa Teluk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa Teluk 4.05

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar

Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

152/I Tanjung

Mulyo Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Tanjung

Mulyo

4.05

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SDN

179/I Desa

Ladang Peris

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Ladang

3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

yang dibangun

{Ruang}

yang dibangun

{Ruang}

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

MCK SD 057/I

Kelurahan

Kampung Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan rehabilitasi

WC sekolah SD

120/I Simpang

Jelutih

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.85

1.01.01.23.03.
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana

Pendukung Pendidikan Dasar
Pembangunan

dan Rehabilitasi

WC Sekolah SD

154/I Talang Aro

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1). 50

Ruang, (2).

6700 {m1},

(3). 13 {unit}

(1.) Jumlah WC

Sekolah SD dan

SMP yg

dibangun/rehab

{Unit}, (2.) Jumlah

panjang pagar

sekolah yang

dibangun {m1}, (3.)

Jumlah ruang UKS

yang dibangun

{Ruang}

135,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

079/I Desa Teluk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

072/I Karmio

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Batin

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

028 Desa

Malapari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD 043/

Desa Selat

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

037/I Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

030/I Desa Pulau

Betung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

019/I Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

058/I Rambutan

Masam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

4.05



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

penunjang guru SD

dan SMP (set)

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

040/I Bajubang

Laut

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

067/I Sengkati

Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

007/I Desa Pulau

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

008/I Desa

Pematang V Suku

Kecamatan Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Pematang

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

077/I Desa

Penerokan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

048/I Penerokan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set),

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set),

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

2. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

050/I Kilangan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

015/I Desa Lubok

Ruso

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

011/I Desa Karmio

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Batin

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

064/I Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD 36/I

Kilangan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

029/I Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.75



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

dan Pelayanan

Dasar

Insfrastruktur

Pendidikan

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD 33/I

Simpang Sungai

Rengas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Simpang

Sungai

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

005/I Desa

Sengkati Gedang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

038/I Aur Gading

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

009/I Desa Paku

Aji

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Batin

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

066/I Kembang

Tanjung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD 52/I

Kilangan II

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

032/I Dusun

Pematang Lalang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

023/I desa

Peninjauan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

065/I Tiang

Tunggang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

053/I Tebing

Tinggi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

049/I Bungku

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

penunjang guru SD

dan SMP (set)

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

059/I Durian

Luncuk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

002/I Desa

Kembang Seri

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

021/I Desa Buluh

Kasab

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

004/I Desa Sungai

Ruan Ilir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

069/I Simpang

Ampelu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

003/I Desa Olak

Kemang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set),

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set),

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

2. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

055/I Sridadi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD 39/I

Jelutih

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

070/I Simpang

Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

044/I Padang

Kelapo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD 35/I

Tebing Tinggi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

027/I Desa Ture

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

dan Pelayanan

Dasar

Insfrastruktur

Pendidikan

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

031/I Pel. Napal

Sisik

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

022/I Desa Teluk

Leban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

075/I Pasar

Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

061/I Sungai Ruan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

017/I Desa

Rantau Puri

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

020/I Jembatan

Mas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

001/I Pasar Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

045/I Sridadi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

016/I Desa Selat

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

014/I Desa Sungai

Baung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

034/I Teratai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

penunjang guru SD

dan SMP (set)

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

078/I Desa Teluk

Ketapang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

047/I Rantau

Kapas Mudo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD 51/I

Simpang Kubu

Kandang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

010/I Desa

Matagual

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Batin

4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

060/I Teluk Leban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

042/I Lubuk Ruso

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set),

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set),

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 4.05



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

2. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

025/I Kampung

Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

062/I Senaning

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD 074/

Rantau Kapas

Tuo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

076/I Sungai

Buluh

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

068/I Simpang

Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

046/I Kembang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Paseban
dan Pelayanan

Dasar

Insfrastruktur

Pendidikan

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

063/I Simpang

Karmeo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

041/I Kuap

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

080/I KM. 3 Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

071/I Kembang

Seri

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.75

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

018/I Desa Teluk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 3.75



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

012/I Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

006/I Desa

Kembang Tanjung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

054/I Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

056/I Desa Aro

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

013/I Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

4.05

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SDN

024/I Desa Sungai

Puar

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

penunjang guru SD

dan SMP (set)

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

057/I KM V Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.01.23.04.
Pengadaan Meubelair Sekolah SD

dan SMP

Pengadaan

meubelair SD

073/I Suka Ramai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. 100 {Set},

2. 800 {set}

1. Jumlah

pengadaan

meubelair

penunjang siswa SD

dan SMP (set), 2.

Jumlah pengadaan

meubelair

penunjang guru SD

dan SMP (set)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.01.23.05.
Rehabilitasi Sedang/ Berat

Bangunan SD, SMP

Rehabilitasi SD 14

Sungai Baung

Kecamatan Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

Jumlah bangunan

sekolah yang

direhabilitasi

Sedang/ Berat

Bangunan SD, SMP

(Ruang)

- -Terlaksananya

bangunan sekolah

yang direhabilitasi

Sedang/ Berat

Bangunan SD, SMP

(Ruang)

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Desa

Sungai

3.95

1.01.01.23.05.
Rehabilitasi Sedang/ Berat

Bangunan SD, SMP

Rehab Ringan

Gedung

SDN128/1 Desa

Teluk Melintang

Dusun Teluk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

Jumlah bangunan

sekolah yang

direhabilitasi

Sedang/ Berat

Bangunan SD, SMP

(Ruang)

- -Terlaksananya

bangunan sekolah

yang direhabilitasi

Sedang/ Berat

Bangunan SD, SMP

(Ruang)

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan 4.05

1.01.01.23.07.
Pengadaan Alat Praktik dan Praga

Siswa TK

Jumlah

pengadaan APE

Dalam PAUD

(Paket)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

1. Jumlah

pengadaan APE

Dalam PAUD

(Paket), 2. Jumlah

pengadaan APE

Luar PAUD (Paket)

- -1. Jumlah

pengadaan APE

Dalam PAUD

(Paket), 2. Jumlah

pengadaan APE

Luar PAUD (Paket)

190,000,000 190,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.95

1.01.01.23.16.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SD (DAK)

Penambahan

Lokal SD 199/I

Bungin Panjang

dan 98/2

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

Jumlah sarana dan

prasarana SD yang

direhab (Ruang)

44 44Terlaksananya

sarana dan

prasarana SD yang

direhab (Ruang)

720,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Bathin

3.95

1.01.01.23.16.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SD (DAK)

Penambahan

Ruang Kelas SD

142/1 Sengkati

Mudo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

Jumlah sarana dan

prasarana SD yang

direhab (Ruang)

44 44Terlaksananya

sarana dan

prasarana SD yang

direhab (Ruang)

180,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.01.23.16.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SD (DAK)

Pengadaan

meubelair SD

012/I Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

Jumlah sarana dan

prasarana SD yang

direhab (Ruang)

44 44Terlaksananya

sarana dan

prasarana SD yang

direhab (Ruang)

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kecamatan

Maro

3.95



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.01.23.17.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SMP (DAK)

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Tingkat SMP

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pendidikan

Jumlah sarana dan

prasarana SMP

yang direhab

(Ruang)

13 13Terlaksananya

sarana dan

prasarana SMP

yang direhab

(Ruang)

1,000,000,000 1,100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.16.15. Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase

Pengembangan Nilai

Budaya

80 515,000,000.00 .00

1.02.16.15.01.
Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

Jumlah judul Buku

Seni Budaya yang

disusun (judul)

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Meningkatnya dan

Mengembangkan

Budaya Daerah

Jumlah judul Buku

Seni Budaya yang

disusun (judul)

2 2judul Buku Seni

Budaya yang

disusun (judul)

250,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.85

1.02.16.15.06.
Dokumentasi Benda Bersejarah

dan Cagar Budaya

Jumlah benda

bersejarah dan

cagar budaya

yang

terdokumentasi

(benda)

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Meningkatnya dan

Mengembangkan

Budaya Daerah

Jumlah benda

bersejarah dan

cagar budaya yang

terdokumentasi

(benda)

- -Terdokumentasi

benda bersejarah

dan cagar budaya

yang terdokumentasi

(benda)

75,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.

Batang

3.85

1.02.16.15.07.
Pelestarian dan Budaya Muatan

Lokal dan Lomba Berseloko

Jumlah Pesrta

Pelatihan Seni

Budaya Daerah

(Orang)

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Meningkatnya dan

Mengembangkan

Budaya Daerah

Jumlah peserta

pelatihan seni

budaya daerah

(orang)

80 80Peserta pelatihan

seni budaya daerah

(orang)

190,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kab.Batang 3.75

1.02.16.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Persentase

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Daerah

80
395,000,000.00

100,000,020.00

1.02.16.16.14.
Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Jumlah sanggar

seni yang

mengikuti Festival

Budaya ( sanggar

seni )

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Meningkatnya dan

Mengembangkan

Budaya Daerah

Jumlah sanggar seni

yang mengikuti

Festival Budaya

(sanggar seni)

20 20Tersediannya

sanggar seni yang

mengikuti Festival

Budaya (sanggar

seni)

300,000,000 20 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.85

1.02.16.16.15. Fasilitasi HAKI Budaya Daerah
Jumlah Budaya

Daerah yang

difasilitasi HAKI

(jenis)

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Meningkatnya dan

Mengembangkan

Budaya Daerah

Jumlah Budaya

Daerah yang

difasilitasi HAKI

(jenis)

2 2Budaya Daerah

yang difasilitasi

HAKI (jenis)

95,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.85

1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
Persentase

Pengelolaan

Keragaman Budaya

Daerah

80
510,000,000.00

645,000,000.00

1.02.16.17.08.
Pekan Olah Seni dan Budaya

(FL2SN) SD, SMP, SMA dan SMK
Jumlah Sekolah

yang mengikuti

Pekan Olah Seni

dan Budaya

(FLS2N) (sekolah)

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Meningkatnya dan

Mengembangkan

Budaya Daerah

Jumlah Sekolah

yang mengikuti

Pekan Olah Seni

dan Budaya

(FLS2N) (sekolah)

75 75Sekolah yang

mengikuti Pekan

Olah Seni dan

Budaya (FLS2N)

(sekolah)

350,000,000 480,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.85

1.02.16.17.09.
Indentifikasi, Dokumentasi, dan

Fasilitas Kesenian Daerah Batang

Hari

Jumlah kesenian

daerah di

kecamatan yang

terindentifikasi

dan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Meningkatnya dan

Mengembangkan

Budaya Daerah

Identifikasi,

dokumentasi dan

fasilitasi Kesenian

Daerah Batang Hari.

8 8Identifikasi,

dokumentasi dan

fasilitasi Kesenian

Daerah Batang Hari.

160,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Muara

Bulian

3.85



1.01.01.01.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

terdokumentasi

(kecamatan)

Total Pagu 74,035,500,600
61,306,000,020



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.02.01.

Dinas Kesehatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.02. KESEHATAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
4,305,600,000.00

5,012,060,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa

surat menyurat
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Materai 1200 1200Kelengkapan

Jumlah Materai

7,200,000 7,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa

komunikasi<

sumber daya air

dan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Fasilitas

Kesehatan yang di

biayai

138 Unit 138 UnitTerpenuhinya

Kebutuhan Fasilitas

Kesehatan

385,000,000 423,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perisizinan

kendaraan

operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

12 12Terlaksananya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

57,200,000 62,920,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya jasa

administrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

299,170,000 320,110,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

166,280,000 177,920,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

12 12Terlaksananya

Penyediaan Alat

321,000,000 343,470,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70



1.01.02.01.

Dinas Kesehatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Tulis Kantor Tuilis Kantor

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang cetak dan

penggadaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Pengadaan

12 12Tersedianya Barang

Cetak dan

Pengadaan

111,490,000 119,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

komponen

instalasi listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

12 12Tersedianya

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

80,250,000 85,870,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

500,000,000 857,530,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Peralatan rumah

tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

50,000,000 Dinas KesehatanKabupaten

Batang

-

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

Undangan

12 12Tersedianya

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

Undangan

40,070,000 42,880,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatanbatang hari 4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

tersedianya

makan minum

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya Makan

dan Minuman

91,590,000 98,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatanbatang hari 4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

tersedianya jasa

koordinasi dan

konsultasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan Rapat

- rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

12 12Terlaksananya

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

400,000,000 551,270,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatanbatang hari 4.70

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

tersedianya jasa

tenaga pendukung
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

12 12Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

1,796,350,000 1,922,090,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatanbatang hari 4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase

Pemenuhan Sarana

dan

100
3,321,252,000.00

4,103,922,000.00



1.01.02.01.

Dinas Kesehatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Prasarana Aparatur

0.00.00.02.10. Pengadaan Mebeleur
Tersedianya

moubeler

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan

Mebeleur

12 12Tersedianya

Pengadaann

Mebeleur

200,000,000 200,000,000 Baru Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya

pemeliharaan rutin
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

12 12Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

1,271,252,000 1,271,252,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Tersedianya

pekeliharaan rutin

berkala

perlengkapan

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

12 12Pemeliharaan

Rutin/berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

500,000,000 973,170,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.02.28.
Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya

pemeliharaan rutin

berkala peralatan

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

Gedung Kantor

12 12Terlaksanannya

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

Gedung Kantor

850,000,000 909,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.02.40.
Rehabilitasi sedang/berat rumah

jabatan

tersedianya

rehabiltasi rumah

jabatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rehabilitasi

sedang/berat rumah

Jabatan

12 12 Rehabilitasi

sedang/berat rumah

Jabatan

500,000,000 750,000,000 Baru Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Pemenuhan Disiplin

Apartur

100 465,400,000.00
465,400,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

tersedianya

pengadaan

pakaian dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

12 12Tersediannya

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

465,400,000 465,400,000 Baru Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Pemenuhan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
242,000,000.00

266,200,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal terselenggaranya

pendidikan dan

pelatihan formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Terlaksananya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

242,000,000 266,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanBatang Hari 4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase

Pemenuhan

Laporan OPD

100 40,000,000.00 40,000,000.00



1.01.02.01.

Dinas Kesehatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

tercapainya

laporan kinerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Persentase

Dokumen Pelaporan

OPD

100 6 DokumenTerlaksananya

Penyusunan Sistem

Laporan Capaian

Kinerja

40,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 4.70

1.01.02.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase

Ketersediaan Obat

dan Perbekalan

Kesehatan pada

Fasyankes

97.5

2,127,420,000.00
3,489,880,000.00

1.01.02.15.01.
Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Terpenuhinya

ketersediaan obat
Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Puskesmas yang

memiliki 80% obat

dan Vaksin Esensial

(Pemantauan

terhadap 20 Item

Obat Vaksin

Indikator)

97.00 97.00Perbekelan Obat

Tersedia

2,027,420,000 3,330,160,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 4.20

1.01.02.15.07.
Distribusi Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Terdistribusinya

obat kepasilitas

layanan

kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan

88.73 81.27Pendistribusian Obat

Kesehatan Secara

Merata

100,000,000 159,720,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.55

1.01.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan

Hidup
69.86

11,315,670,000.00 16,437,240,000.00

1.01.02.16.05. Perbaikan Gizi Masyarakat
persentase balita

dengan status gizi

buruk

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase Balita

dengan Status Gizi

Buruk

0.05 51.00Meningkatkan

Status Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

544,150,000 818,570,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.85

1.01.02.16.16.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Ibu dan Anak

persentase

pelayanan balita

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Anak

70.00 8.5Meningkatnya

Status Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

378,030,000 885,830,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 4.15

1.01.02.16.17. Pelayanan Dasar dan Rujukan
Indek kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

terhadap Pelayanan

Kesehatan

88.73 81.27Pelayanan yang

tercapai dengan

Kepuasan

Masyarakat

399,300,000 439,230,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.95

1.01.02.16.18.
Jaminan Persalinan (DAK Non

Fisik)

Meningkatnya

persentase

persalinan di

fasilitas pelayanan

kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Meningkatnya

Persentase

Persalinan di

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

66.00 66.00Meningkatnya

Persentase

Persalinan di

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

1,877,380,000 3,165,120,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.95

1.01.02.16.19.
Bantuan Operasional Kesehatan {

(BOK) (DAK Non Fisik) }
Persentase

pencapaian target

SPM bidang

kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Pencapaian target

SPM Bidang

Kesehatan

87.00 87.00Persentase

Pencapaian target

SPM Bidang

Kesehatan

8,116,810,000 11,128,490,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.95

1.01.02.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase

Penurunan

Pelanggaran

Sediaan Farmasi

dan Makanan

2

159,000,000.00
174,900,000.00



1.01.02.01.

Dinas Kesehatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.02.17.01.
Pengawasan Peredaran Sediaan

Farmasi

Persentase apotik

dan tokoh obat

yang diawasi

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Pengawasan

Kesediaan Farmasi

100 50Terlaksananya

Kesediaan Farmasi

98,500,000 108,350,000 Baru Dinas Kesehatan- 3.95

1.01.02.17.02.
Pengawasan POS Market dan

Produk Makanan/ Minuman Industri

Rumah Tangga

Jumlah objek

posmarket dan

IRT yang di awasi

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Pengawasan POS

Market dan Produk

Makanan/ Minuman

Industri Rumah

Tangga

50 50Pengawasan POS

Market dan Produk

Makanan/ Minuman

Industri Rumah

Tangga

60,500,000 66,550,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.95

1.01.02.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Rumah

Tangga ber PHBS 65.25 1,400,120,000.00
2,092,340,000.00

1.01.02.19.01.
Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

Persentase rumah

yang ber PHBS
Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase Desa

Siaga Aktif

84.67 84.67Persentase Desa

Siaga Aktif

305,000,000 665,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.85

1.01.02.19.02.
Upaya Pengembangan dan

Penanggulangan dampak Asap

Rokok (DBH- CHT)

Persentase

merokok pada

anak usia <18

tahun

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase Rumah

Tangga ber PHBS

65.20 100Menurunnya Angka

Pravelansi Merokok

pada usia dibawah

18 Tahun

358,160,000 393,980,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.65

1.01.02.19.03.
Upaya Kesehatan Masyarakat dan

Perorangan Terhadap Bahaya

Rokok ( Pajak Rokok )

menurunnya

angka prevalensi

penyakit tidak

menular

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Menurunya Angka

Pravelansi penyakit

tidak menular akibat

merokok

4.3 71.5Angka Harapan

Hidup

736,960,000 1,032,860,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.95

1.01.02.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase

Penduduk yang

berakses Terhadap

air minum

90.00

181,500,000.00
199,650,000.00

1.01.02.21.01.
Penyuluhan Menciptakan

Lingkungan Sehat

Persentase rumah

tangga yang

menggunakan air

bersih

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

P+ersentase Rumah

Tangga yang

menggunakan Air

Bersih

70.90 80.00Persentase

Penduduk yang

berakses Air Bersih

181,500,000 199,650,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.85

1.01.02.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Angka Pravalensi

Peyakit Menular dan

Tidak Menular (per

1000)

0.04
1,559,700,000.00

3,126,350,000.00

1.01.02.22.01.
Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase

penemuan dan

penanganan

penderita TB Paru

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Penemuan dan

Penanganan

Penderita TB Paru

(BTA+)

100 100Persentase

Penderita yang

ditanggulangi akibat

Penyakit

526,000,000 798,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.85

1.01.02.22.02.
Pencegahan Penularan Penyakit

Endemik/Epidemik

mikro filaria rate Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Mikro Filaria Rate 0.87 100Persentase Desa

yang terbebas dari

penyakit Filariasis

226,200,000 930,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.75

1.01.02.22.03. Peningkatan Imunisasi
Persentase desa

atau kelurahan

UCI

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Desa/Kelurahan

Universal Child

Imunization (UCI)

100 7Angka Kematian

Bayi Per 1000

Kelahiran Hidup

426,000,000 798,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.85



1.01.02.01.

Dinas Kesehatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.02.22.04.
Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Hepatitis
Persentase ibu

hamil yang

dilakukan

speening hepatitis

B

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase Ibu

Hamil yang

dilakukan Screening

Hepatitis B

100 100Persentase Ibu

Hamil yang

dilakukan Screening

Hepatitis B

181,500,000 199,650,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.75

1.01.02.22.05.
Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular
Persentase

pelayanan

kesehatan pada

usia produktif

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Pelayanan

Kesehatan pada

Usia Produktif

100 100Persentase

Penderita yang

ditanggulangi akibat

penyakit

200,000,000 399,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.75

1.01.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan yang

Terakreditasi

2
1,052,720,000.00

1,324,290,000.00

1.01.02.23.01.
Penyusunan Standar Kesehatan Ketersediaan

dokumen sistem

kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Ketersediaan

Dokumen Sistem

Kesehatan

1 100Persentase

Kelengkapan

Dokumen

Perencanaa

100,140,000 311,450,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.75

1.01.02.23.02.
Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesehatan

Persentase

cakupan indikator

SPM di atas 80%

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Cakupan Indikator

SPM diatas 80%

87.00 100Persentase

Cakupan Indikator

SPM

266,200,000 292,820,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.65

1.01.02.23.04. Fasiltasi Akreditasi Puskesmas
Jumlah

puskesmas yang

terakreditasi

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Puskesmas

yang terakreditasi

7 100Persentase

Puskesmas yang

terakreditasi

350,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.65

1.01.02.23.05.
Sistem Informasi Manajemen

Terpadu Puskesmas

Jumlah

puskesmas yang

memiliki sistem

informasi

kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Puskesmas

yang memiliki

Sistem Informasi

Kesehatan

7 100 %Terlaksananya

Pengadaan SIMPUS

191,180,000 210,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.95

1.01.02.23.06.
Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kesehatan

Persentase

puskesmas yang

memiliki 9 jenis

tenaga kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Puskesmas yang

memiliki 9 Jenis

Tenaga Kesehatan

72.22 100Tercapainya SDM

Tenaga Kesehatan

yang Kompeten

145,200,000 159,720,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.75

1.01.02.24. Program Pelayaanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase

Pelayanan

Kesehatan pada

Maysrakat miskin di

pelayanan dasar

dan rujukan

94.00

7,696,270,000.00
9,565,900,000.00

1.01.02.24.01.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat  (PBI, KBS dan

Mandiri)

Persentase

masyarakat yang

mendapat jaminan

pemeliharaan

kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Masyarakat yang

mendapatkan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

80.40 80.40Terlaksananya

Pelayanan Jaminan

Kesehatan

Masyarakat Batang

Hari

7,696,270,000 9,565,900,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.65

1.01.02.25.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

Persentase

Puskesmas yang

Memiliki Sarana dan

Prasarana Sesuai

Standar

75.00

9,840,000,000.00
16,546,500,000.00

1.01.02.25.01.
Pengadaan Mobil Puskesmas

Keliling

Pengadaan Mobil

Ambulance

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Jumlah Mobil

Puskesmas Keliling

Baru

8 100Terlaksananya

Pengadaan Mobil

Puskesmas

500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanPuskesmas 3.85



1.01.02.01.

Dinas Kesehatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

dooble gardan

4X4

dan Pelayanan

Dasar

Insfrastruktur

Kesehatan

Keliling

1.01.02.25.01.
Pengadaan Mobil Puskesmas

Keliling

puskesmas

mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Mobil

Puskesmas Keliling

Baru

8 100Terlaksananya

Pengadaan Mobil

Puskesmas Keliling

275,000,000 300,000,000 Baru Dinas Kesehatanmersam 3.95

1.01.02.25.02.
Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Persentase

ketersediaan

peralatan medis

dan non medis

dalam kondisi baik

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Persentase

keersediaan

Peralatan Medis dan

Non Medis dalam

keadaan baik

75 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

2,315,000,000 5,996,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanSeluruh

Pustu Se-

3.95

1.01.02.25.03.
Rehabilitasi sedang/ berat

Puskesmas Pembantu , Rumah

Dinas Medis dan Paramedis

pustu belanti jaya Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

250,000,000 300,000,000 Baru Dinas Kesehatanbelanti jaya 3.95

1.01.02.25.03.
Rehabilitasi sedang/ berat

Puskesmas Pembantu , Rumah

Dinas Medis dan Paramedis

pustu tebing tinggi Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

250,000,000 400,000,000 Baru Dinas Kesehatantebing

tinggi

3.65

1.01.02.25.03.
Rehabilitasi sedang/ berat

Puskesmas Pembantu , Rumah

Dinas Medis dan Paramedis

pustu pompa air
Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

250,000,000 500,000,000 Baru Dinas Kesehatanpompa air 3.75

1.01.02.25.03.
Rehabilitasi sedang/ berat

Puskesmas Pembantu , Rumah

Dinas Medis dan Paramedis

pustu lubuk ruso Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

200,000,000 250,000,000 Baru Dinas Kesehatanlubuk ruso 3.85

1.01.02.25.03.
Rehabilitasi sedang/ berat

Puskesmas Pembantu , Rumah

Dinas Medis dan Paramedis

pustu sengketi

gedang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

300,000,000 300,000,000 Baru Dinas Kesehatansengkati

gedang

3.75

1.01.02.25.03.
Rehabilitasi sedang/ berat

Puskesmas Pembantu , Rumah

Dinas Medis dan Paramedis

Pembangunan

Gedung UGD

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

1,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanPuskesmas 3.95

1.01.02.25.04.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Puskesmas

Rehabilitasi

Puskesmas

Tenam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanDesa

Tenam

3.95

1.01.02.25.04.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Puskesmas
puskesmas selat

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

500,000,000 3,500,000,000 Baru Dinas KesehatanSelat 3.95



1.01.02.01.

Dinas Kesehatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.02.25.04.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Puskesmas

Rehab Berat +

Ruangan

Pusekesmas

Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

1,500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanKecamatan

Mersam

3.55

1.01.02.25.04.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Puskesmas

puskesmas pasar

muara tembesi
Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

1,000,000,000 2,500,000,000 Baru Dinas Kesehatanpasar

muara

3.95

1.01.02.25.04.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Puskesmas

puskesmas Tidar

Kuranji

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang akan diperbaiki

8 100Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Kesehatan

1,000,000,000 2,500,000,000 Baru Dinas KesehatanTidar

kuranji

3.95

1.01.02.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata Persentase

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit

79
32,518,872,369.00 60,100,000,000.00

1.01.02.26.01.
Pengadaan Alat - alat Rumah Sakit Tersedianya alat

kesehatan rumah

sakit

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Terlaksananya

Pengadaan Alat-Alat

Rumah Sakit

100 100Terlaksananya

Pengadaan Alat-Alat

Rumah Sakit

3,000,000,000 4,000,000,000 Baru Dinas Kesehatan- 3.95

1.01.02.26.05.
Kegiatan Rencana Bisnis Anggaran

RSUD (BLUD)

Tersedianya

Anggaran

Rencana Bisnis

Anggaran RSUD

(BLUD)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

Jumlah Dokumen

RBA

1 1Dokumen RBA 28,518,872,369 55,000,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanKabupaten

Batang

3.95

1.01.02.26.06.
Rehabilitasi dan Penambahan

Sarana/Prasarana Rumah Sakit

Tersedianya

Rehabilitasi dan

Penambahan

Sarana/Prasarana

Rumah Sakit

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Kesehatan

1,000,000,000 1,100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas KesehatanKabupaten

Batang

3.95

1.01.02.28. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase

Cakupan Pelayanan

Gawat Darurat Level

1 yang harus

ditangani Sarana

Kesehatan

95.00

1,012,770,000.00
1,114,050,000.00

1.01.02.28.01.
Meningkatkan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan

Kesehatan di Posyandu

Persentase

posyandu

purnama dan

mandiri

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

831,270,000 914,400,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.85

1.01.02.28.02.
Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan

Kesehatan Tradisional

jumlah kelompok

asuhan mandiri
Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

181,500,000 199,650,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kesehatan- 3.85

Total Pagu 77,238,294,369
124,058,682,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,708,094,000.00

1,882,880,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat

Keluar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

1,650,000 1,756,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Pelunasan

Rekening

Listrik,air, telepon

dan Internet

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

311,600,000 311,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

32,460,000 32,460,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah

Kendaraan dinas

yang dipelihara &

diurus

perizinannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

12 12Tersedianya

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

96,800,000 106,480,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Persentase

Tertibnya

administrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

199,200,000 199,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Persentase

Bersihnya

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya  Jasa

Kebersihan Kantor

50,600,000 50,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Kabupaten

Batang

4.70



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

ruangan dan

lingkungan kantor
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor Penataan Ruang

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Persentase

peralatan kerja

dalam kondisi baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

20,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alata

tulis Kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

96,000,000 96,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang cetakan

dan pengadaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetak dan

Penggandaan

12 12Tersedianya Barang

Cetak dan

Penggandaan

90,874,000 90,874,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

Komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Kantor

30,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

0 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Jumlah surat

kabar dan majalah
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

Undangan

125,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah kegiatan

yang disediakan

makan minum

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

70,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan

dinas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pelaksanaan Rapat

- rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar dan Dalam

Daerah

12 12Terlaksananya

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

dan Dalam Daerah

300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa

tenaga pendukung

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

283,910,000 448,910,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Adm/teknis

perkantoran

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

264,000,000.00
264,000,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Jumlah

kendaraan dinas /

operasional yang

terpelihara dalam

kondisi baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

35,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah

kendaraan dinas /

operasional yang

terpelihara dalam

kondisi baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

229,000,000 229,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Pemenuhan Disiplin

Aparatur

100 90,000,000.00
101,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

 Tersedianya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

12 12Terlaksananya

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

35,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya

pakaian khusus

hari-hari tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari - Hari

Tertentu

12 12Terlaksananya

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari - Hari

Tertentu

55,000,000 61,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Pemenuhan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
61,000,000.00 67,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah kegiatan

Diklat formal yang

diikuti  Aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pelaksanaan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Terlaksananya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

61,000,000 67,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
145,000,000.00

170,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Tersedianya

dokumen laporan

yang tepat waktu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Penyusunan

Capaian Kinerja dan

Iktisiar

12 12Tersusunnya

Capaian Kinerja dan

Iktisiar Realisasi

Kinerja

40,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

4.70



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik Realisasi Kinerja

OPD

OPD

0.00.00.06.07.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Teresedianya

dokumen

pelaporan

kegiatan fisik dan

perizinan tata

ruang di Lingkup

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

yang tepat waktu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

105,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.03.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan dan

Jembatan yang

dibangun

8.5/3 96,167,306,342.00 25,147,000,000.00

1.01.03.15.01. Pembangunan Jalan
Pengerasan Jalan

Pematang

Pelubang

Rambutan

Masam- Desa

Pelayang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah jalan yang

telah dibangun

5 Km 5 kmbertambahnya

jumlah jalan yang

telah dibangun

2,500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

4.15

1.01.03.15.01. Pembangunan Jalan
Pembangunan

Jalan Menuju

Kolam Ikan

POKDAKAN

Lopak Kepayang

Desa Ture

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah jalan yang

telah dibangun

5 Km 5 kmbertambahnya

jumlah jalan yang

telah dibangun

1,500,000,000 5,500,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.85

1.01.03.15.01. Pembangunan Jalan
Pembangunan

Jalan Ds. Tebing

Tinggi - Ds. Rawa

Mekar

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah jalan yang

telah dibangun

5 Km 5 kmbertambahnya

jumlah jalan yang

telah dibangun

4,305,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.85

1.01.03.15.01. Pembangunan Jalan
Pengerasan Jalan

Terusan- Ujung

Tanjung Desa

Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah jalan yang

telah dibangun

5 Km 5 kmbertambahnya

jumlah jalan yang

telah dibangun

1,700,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.03.15.01. Pembangunan Jalan
Pembangunan

Jalan Laman

Teras- Desa

Pompa Air

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah jalan yang

telah dibangun

5 Km 5 kmbertambahnya

jumlah jalan yang

telah dibangun

1,000,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 4.15

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Jl. Sp. Pasar

Tembesi - Ds.

Suka Ramai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

3,500,000,000 8,500,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

jl. Sp.

Pasar

3.85

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Sp. Ampelu- Ds.

Ampelu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

5,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Sp. Kubu

Kandang - Ds.

Lubuk Ruso

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

6,000,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Ds. Serasah- Ds.

Sarang Elang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

6,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Ds. Teratai -

Komplek Air

Panas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

982,000,000 982,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.55

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Sp. Kembang Seri

- Ds. Kembang

Seri

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

3,500,000,000 10,165,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.65

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Jl. Simpang

Kantor Camat -

Simp. Jambi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

5,000,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

bajubang 3.95

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Bulian Jaya- Bukit

Sari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

5,000,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.75

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Jl. Ds. Kilangan -

Ds.Pompa Air

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

5,000,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

muara

bulian

3.85

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Bukit Paku- Desa

Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

7,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.55

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Pengaspalan

Jalan Talang

Kudo (Empelu

mudo - Talang

Kudo)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

8,230,306,342 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Prioritas

Pembangunan

Meningkatnya

Kualitas dan

Persentase

Meningkatnya

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam

1,800,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

muara

bulian

3.65



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Jl. Simpang

Tenam - Ds.

Tenam

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

kondisi mantap Penataan Ruang

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Ds. Jangga Baru-

Desa Bulian Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

7,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Batin

3.85

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Talang Inuman-

Kampung Tengah

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

1,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.65

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Sp. Kilangan- Ds.

Mekar Jaya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

2,500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.15.02. Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan

Sp. Rantau

Gedang - Ds.

Tapah Sari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

dalam kondisi

mantap

6.24 6.24Bertambahny Jalan

dalam kondisi

mantap

7,000,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.75

1.01.03.15.03. Peningkatan Jembatan
Peningkatan

Jembatan

Pembangunan

Jembatan

Kehidupan Baru

SP. V

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

100 100Terlaksananya

pembangunan

Jembatan

7,300,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

maro sebo

ilir

3.95

1.01.03.15.03. Peningkatan Jembatan
Pembangunan

Jembatan Box

Culvert Jalan Ds.

Kilangan- Jalan

Lingkar

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

100 100Terlaksananya

pembangunan

Jembatan

500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.03.15.03. Peningkatan Jembatan
Peningkatan

Jembatan Sei.

Kepur (Box

Double)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

100 100Terlaksananya

pembangunan

Jembatan

950,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.85

1.01.03.15.03. Peningkatan Jembatan
pembangunan box

culvert

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

100 100Terlaksananya

pembangunan

Jembatan

450,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

desa lopak

aur

3.75

1.01.03.15.03. Peningkatan Jembatan
Pembangunan

Jembatan Box

Culvert Sei. Hitam

Ds. Mekar Sari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Jalan yang

telah dibangun

100 100Terlaksananya

pembangunan

Jembatan

700,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.75



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jalan

Sp. Sei. Rumbai-

Ds. Rambutan

Masam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jalan

Kampung Baru

Bajubang- Ness II

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jalan

Ds. Pompa Air-

Ds. Bungku

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jl.

Sp. Rantau

Gedang - Ds.

Rantau Gedang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jalan

Ds. Sridadi- Ds.

Senami

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan

Jalan. Sp. Durian

Luncuk- Ds.

Jangga Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Batin

3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jalan

Seberang Muara

Bulian- Ds Bulian

Jaya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jalan

Ds. Senami- Ds.

Jangga Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Batin

3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan

Jalan. Suratman

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jl.

Sp. Sei Ruan - Ds.

Rantau Gedang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.03.15.05. Peningkatan Jalan (DAK)
Peningkatan Jl.

Bulian Jaya - Ds.

Bukit Sari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase Panjang

jalan yang dibangun

melalui DAK

100 -Jalan dalam Kondisi

mantap

50,000,000 0 Alternatif Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.95



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.03.15.06. Peningkatan Jembatan (DAK)
Pembangunan

Jembatan

Lemantan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Jembatan yang

ditingkatkan melalui

DAK

100 -Jembatan dalam

kondisi baik

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Batin

3.95

1.01.03.15.06. Peningkatan Jembatan (DAK)
Pembangunan

Jembatan Muara

Bulian (Batang

Hari III)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Jembatan yang

ditingkatkan melalui

DAK

100 -Jembatan dalam

kondisi baik

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.15.06. Peningkatan Jembatan (DAK)
Pembangunan

Jembatan Sei.

Kelabu Ds

Sungkai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Jembatan yang

ditingkatkan melalui

DAK

100 -Jembatan dalam

kondisi baik

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Ds Sungkai 3.95

1.01.03.15.06. Peningkatan Jembatan (DAK)
Pembangunan

Jembatan Sungai

Bulian Ds.

Singkawang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Persentase

Jembatan yang

ditingkatkan melalui

DAK

100 -Jembatan dalam

kondisi baik

50,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.16. Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong
Panjang Drainase

dan Gorong Gorong

yang dibangun

915
1,400,000,000.00 .00

1.01.03.16.01
Pembangunan Saluran /Drainase

dan Gorong-gorong

Drainase

Bajubang Laut-

Ds. Sungai Baung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Drainase

yang telah dibangun

2009 2009Saluran/ Drainase

telah dibangun

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.16.01
Pembangunan Saluran /Drainase

dan Gorong-gorong

Drainase Jalan

Simpang Kubu

Kandang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Drainase

yang telah dibangun

2009 2009Saluran/ Drainase

telah dibangun

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.16.01
Pembangunan Saluran /Drainase

dan Gorong-gorong

Drainase

Kelurahan

Kembang

Paseban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Drainase

yang telah dibangun

2009 2009Saluran/ Drainase

telah dibangun

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.03.16.01
Pembangunan Saluran /Drainase

dan Gorong-gorong

Drainase Jalan

Ds. Teratai-

Komplek Air

Panas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Drainase

yang telah dibangun

2009 2009Saluran/ Drainase

telah dibangun

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.16.01
Pembangunan Saluran /Drainase

dan Gorong-gorong

Drainase Jl.

Penindah

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Drainase

yang telah dibangun

2009 2009Saluran/ Drainase

telah dibangun

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.16.01
Pembangunan Saluran /Drainase

dan Gorong-gorong

Drainase Jalan

Talang Inuman-

Kampung Tengah

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Drainase

yang telah dibangun

2009 2009Saluran/ Drainase

telah dibangun

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.03.16.01
Pembangunan Saluran /Drainase

dan Gorong-gorong

Drainase Jalan

Ampera

Kelurahan

Kampung Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Drainase

yang telah dibangun

2009 2009Saluran/ Drainase

telah dibangun

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase Jalan

Kabupaten dalam

Kondisi Mantap

27.95 34,370,000,000.00
.00

1.01.03.18.01
Rehabiltasi/ Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jalan

Jl. Salero Pinang

Masak

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Panjang

Jalan yang di

Rehab/peliharaan

70.52 70.52Jalan dalam Kondisi

Mantap

2,400,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

muara

bulian

3.85

1.01.03.18.01
Rehabiltasi/ Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Jalan Pematang

Gadung- Trans

Suaka Mandiri

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Panjang

Jalan yang di

Rehab/peliharaan

70.52 70.52Jalan dalam Kondisi

Mantap

5,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.85

1.01.03.18.01
Rehabiltasi/ Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jl. Sp.

Sridadi - Ds.

Senami

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Panjang

Jalan yang di

Rehab/peliharaan

70.52 70.52Jalan dalam Kondisi

Mantap

9,500,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.18.01
Rehabiltasi/ Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Jalan Sp. Sei.

Rengas- Desa

Peninjauan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Panjang

Jalan yang di

Rehab/peliharaan

70.52 70.52Jalan dalam Kondisi

Mantap

4,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.65

1.01.03.18.01
Rehabiltasi/ Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jalan Sei.

Rumbai -

Rambutan Masam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Panjang

Jalan yang di

Rehab/peliharaan

70.52 70.52Jalan dalam Kondisi

Mantap

5,000,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.03.18.01
Rehabiltasi/ Pemeliharaan Jalan Perbaikan Jalan

Poros Antar Desa

(Ruas Jalan UPT

Mersam 1-UPT

Mersam 2)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Panjang

Jalan yang di

Rehab/peliharaan

70.52 70.52Jalan dalam Kondisi

Mantap

8,200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Belanti

3.65

1.01.03.18.02
Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jembatan

Pemeliharaan

Jembatan Sei.

Bujang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Jembatan

yang di

Rehab/Pelihara

2 2Jembatan dalam

Kondisi Baik

25,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.65

1.01.03.18.02
Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jembatan

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jembatan

Rangka Baja Sei.

Sepunggur

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Jembatan

yang di

Rehab/Pelihara

2 2Jembatan dalam

Kondisi Baik

100,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Maro sebo

ulu

3.65

1.01.03.18.02
Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jembatan
Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jembatan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Jumlah Jembatan

yang di

Rehab/Pelihara

2 2Jembatan dalam

Kondisi Baik

25,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

muara

bulian

3.65



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Sei. Besar dan Pelayanan

Dasar

Insfrastruktur

Transportasi

1.01.03.18.02
Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jembatan

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jembatan

Sei. Pemuat

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Jembatan

yang di

Rehab/Pelihara

2 2Jembatan dalam

Kondisi Baik

100,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Maro sebo

ulu

3.65

1.01.03.18.02
Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jembatan

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jembatan

Sei. Seluang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Jembatan

yang di

Rehab/Pelihara

2 2Jembatan dalam

Kondisi Baik

20,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

muara

bulian

3.65

1.01.03.19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase Kondisi

Alat Berat dan Alat

Laboratorium yang

Siap Pakai

75

409,000,000.00
492,000,000.00

1.01.03.19.01
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat

Kebinamargaan

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Alat-alat

Kebinamargaan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Alat- Alat

Kebinamargaan

yang di Pelihara

4 4Alat Kebinamargaan

dalam Kondisi Layak

200,000,000 210,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.03.19.02.
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan

bahan Laboratorium

Kebinamargaan serta Alat-Alat

Berat

Meningkatkan

Kualitas dan

Kuantitas Alat-alat

ukur dan bahan

Laboratorium

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Pengadaan

Alat Ukur dan Bahan

Laboratorium

Kebinamargaan

serta Alat Berat

1 1Tersedianya alat

Ukur dan Bahan

Laboratorium

Kebinamargaan

serta Alat Berat

84,000,000 132,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.03.19.03.
Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi

Daerah

Meningkatkan

Kualitas SDM

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah Pelaksanaan

Forum Jasa

Kontruksi Daerah

3 3Terlaksananya

Forum Jasa

Kontruksi Daerah

125,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.03.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya
Panjang Jaringan

Irigasi
1450

19,610,000,000.00 19,421,000,000.00

1.01.03.24.01.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Operasi dan

Pemeliharaan (

O&P ) (Swakelola

P3A) Desa D.I

Karmeo

Kec. Batin XXIV

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah Jaringan

Irigasi yang di

Pelihara

321 m 321 mTercapainya

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

200,000,000 220,000,000 Alternatif Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Karmeo

3.85

1.01.03.24.01.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Operasi dan

Pemeliharaan  (

O&P ) (Swakelola

P3A) Pintu

Pengatur Air

Dalam Kab.

Batang Hari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah Jaringan

Irigasi yang di

Pelihara

321 m 321 mTercapainya

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

120,000,000 132,000,000 Alternatif Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

3.85

1.01.03.24.01.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Operasi dan

Pemeliharaan  (

O&P ) (Swakelola

P3A) Desa Lubuk

Ruso Kec.

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah Jaringan

Irigasi yang di

Pelihara

321 m 321 mTercapainya

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

300,000,000 330,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Lubuk

3.85



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pemayung

1.01.03.24.01.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Operasi dan

Pemeliharaan  (

O&P ) (Swakelola

P3A) Desa

Rantau Gedang

Kec. Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah Jaringan

Irigasi yang di

Pelihara

321 m 321 mTercapainya

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

140,000,000 154,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Rantau

3.85

1.01.03.24.01.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Operasi dan

Pemeliharaan  (

O&P ) (Swakelola

P3A) Embung

Desa Senaning

Kec. Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah Jaringan

Irigasi yang di

Pelihara

321 m 321 mTercapainya

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

80,000,000 88,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Senaning

3.85

1.01.03.24.01.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Operasi dan

Pemeliharaan  (

O&P ) (Swakelola

P3A) Py.

Peninjauan Desa

Peninjauan Kec.

Maro Sebo Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah Jaringan

Irigasi yang di

Pelihara

321 m 321 mTercapainya

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

120,000,000 132,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Peninjaua

3.85

1.01.03.24.02. Pembangunan Pintu Air
Pembangunan

Tanggul Sawah

Kelurahan

Kembang

Paseban

Lembung Kecil

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah

Pembangunan Pintu

Air

308 m2 308 m2Terlaksananya

Pembangunan Pintu

Air

400,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kelurahan

Kembang

3.95

1.01.03.24.02. Pembangunan Pintu Air
Pembangunan

Pintu Air dan

Saluran Payo

Sungai Limau

Desa Pulau Kec.

Muara Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah

Pembangunan Pintu

Air

308 m2 308 m2Terlaksananya

Pembangunan Pintu

Air

600,000,000 600,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Pulau

Kec.

3.95

1.01.03.24.02. Pembangunan Pintu Air
Pembuatan Pintu

Pengatur Kel

Rengas Condong

Kec. Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah

Pembangunan Pintu

Air

308 m2 308 m2Terlaksananya

Pembangunan Pintu

Air

500,000,000 550,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kel Rengas 4.50

1.01.03.24.02. Pembangunan Pintu Air
Normalisasi

Sungai Desa

Pulau Raman

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah

Pembangunan Pintu

Air

308 m2 308 m2Terlaksananya

Pembangunan Pintu

Air

500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Pulau 3.65

1.01.03.24.02. Pembangunan Pintu Air
Pembangunan

Tanggul dan

Saluran Beton

D.R Py Teluk

Melintang Ds.

Teluk Melintang

Kec. Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah

Pembangunan Pintu

Air

308 m2 308 m2Terlaksananya

Pembangunan Pintu

Air

800,000,000 880,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

 Ds. Teluk

Melintang

4.50



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.03.24.02. Pembangunan Pintu Air
Pembuatan Pintu

Air dan Box DR.

Payo Lebar

Tebing Jaya I Ds

Tebing Jaya Kec.

Maro Sebo Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah

Pembangunan Pintu

Air

308 m2 308 m2Terlaksananya

Pembangunan Pintu

Air

750,000,000 825,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Ds Tebing

Jaya Kec.

4.50

1.01.03.24.02. Pembangunan Pintu Air
Pembuatan Pintu

Pengatur DR.

Senaning Desa

Senaning

Kecamatan

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah

Pembangunan Pintu

Air

308 m2 308 m2Terlaksananya

Pembangunan Pintu

Air

1,200,000,000 1,320,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Senaning

4.70

1.01.03.24.02. Pembangunan Pintu Air
Pembuatan Pintu

Pengatur  dan

Bronjong Payo

Candika Kel.

Muara Bulian

Kecamatan Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah

Pembangunan Pintu

Air

308 m2 308 m2Terlaksananya

Pembangunan Pintu

Air

4,000,000,000 6,600,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kel. Muara 4.15

1.01.03.24.03.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran

Sungai

Sistem Informasi

Manajemen Sub

Daerah Aliran

Sungai di

Kecamatan Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Saluran Sungai

dalam Kondisi Baik

62 Paket 62 PaketTercapainya

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Saluran Sungai

600,000,000 660,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

4.50

1.01.03.24.03.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran

Sungai

Normalisasi

Sungai Bujang

Kel. Rengas

Condong

Kecamatan Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Saluran Sungai

dalam Kondisi Baik

62 Paket 62 PaketTercapainya

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Saluran Sungai

500,000,000 550,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kel.

Rengas

4.70

1.01.03.24.03.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran

Sungai

Sistem Informasi

Manajemen Sub

Daerah Aliran

Sungai di

Kecamatan Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Saluran Sungai

dalam Kondisi Baik

62 Paket 62 PaketTercapainya

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Saluran Sungai

500,000,000 550,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.65

1.01.03.24.04.
Pembangunan Turab/Talud,

Bronjong Sungai, Saluran dan

Jaringan Irigasi

Pembuatan

Bronjong Sungai

Darat Kecamatan

Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Turab/ Talud,

Bronjong Sungai,

saluran dan Irigasi

dengan Baik

675 m 675 mTerlaksananya

Turab/ Talud

Bronjong Sungai,

Saluran dan

Jaringan irigasi

dengan Baik

3,300,000,000 5,830,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

4.15

1.01.03.24.04.
Pembangunan Turab/Talud,

Bronjong Sungai, Saluran dan

Jaringan Irigasi

Pembangunan

Turap SD 163

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Turab/ Talud,

Bronjong Sungai,

saluran dan Irigasi

dengan

675 m 675 mTerlaksananya

Turab/ Talud

Bronjong Sungai,

Saluran dan

5,000,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Bulian Jaya 3.95



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Dasar Baik Jaringan irigasi

dengan Baik

1.01.03.26. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya lainnya
Persentase Luas

Areal Pemanfaatan

Sumber Daya Air

20
50,000,000.00

1.01.03.26.01.
Pembangunan Embung dan

Bangunan Penampung Air Lainnya
Pembangunan

Embung dan

Bangunan

Penampung

Lainnya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

Jumlah Embung dan

Penampungan Air

Lainnya dalam

Kondisi Baik

15 Unit 15 UnitEmbung dan

Penampungan Air

Lainnya dalam

Kondisi Baik

50,000,000 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

-

1.01.03.27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Persentase Rumah

Tangga yang

Memanfaatkan Air

Bersih

25
14,277,908,000.00 2,657,000,004.00

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Mekar Sari Ness

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

42,500,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Mekar

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Jaringan Air

Bersih Dusun I

Desa Mekar Jaya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Mekar

4.70

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Petajen

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

42,500,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Petajen

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Kehidupan Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Kehidupan

4.70

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Tidar Kuranji

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Tidar 3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Mekar Jaya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Mekar

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa Sei

Ruan Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

420,500,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Sei

Ruan Ulu

4.55

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum
Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Jumlah

Pembangunan

Sistem

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem

42,500,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Napal 4.70



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Minum  Desa

Napal Sisik

dan Pelayanan

Dasar

Permukiman Penyediaan Air

Minum

Penyediaan Air

Minum

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Jebak

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Jebak 3.65

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Tenam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Tenam

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pengadaan PDAM

Desa

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 425,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

jangga baru 4.55

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Bukit Sari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Bukit

Sari

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Karmeo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Karmeo

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Sengkati Kecil

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 4 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Sengkati

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Jangga Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Jangga

4.25

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Bajubang Laut

Kec. Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

42,500,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Bajubang

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Bulian Jaya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Bulian

3.95

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Tanjung Putra

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Tanjung

4.15



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.03.27.01.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Kuap

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

14.8 Ha 14.8 HaTersedianya

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

42,500,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Kuap

Kec.

3.85

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan dan

Pemasangan Pipa

PVC dia 50 mm

Unit PDAM

Terusan Simpang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

948,000,000 1,032,000,000 Alternatif Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Muara

Bulian

4.35

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan

Sambungan (SR)

Kec. Maro Sebo

Ilir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

360,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan dan

Pemasanagan

Pipa PVC dia 50

mm Olak

Rambahan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

500,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.75

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan dan

pemasangan pipa

PVC 4" dan

asesoris unit

PDAM terusan

simpang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

250,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kec. Muara 4.15

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan

Sambungan (SR)

Kec. Maro Sebo

Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

450,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.85

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan

Sambungan (SR)

Kec. Batin XXIV

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

450,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Batin

3.95

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan dan

Pemasangan Pipa

Diameter 50mm

Unit PDAM Durian

Luncuk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

1,200,000,000 1,200,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Batin

4.50

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan

Sambungan (SR)

Kec. Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

450,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.03.27.02.
Pembangunan Sarana dan Prasana

Air Bersih

Pengadaan dan

Pemasanagan

Pipa PVC dia 50

mm Unit PDAM

Muara Jangga

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang dibangun

21.08 21.08Terlaksananya

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

600,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Batin

3.95

1.01.03.27.03. Pembangunan Program

Penyediaaan Air Minum dan

Pembangunan

PAMSIMAS Desa

Prioritas

Pembangunan

Meningkatnya

Kualitas

Jumlah

Penyediaaan Air

14.30 14.30Terlaksananya

Penyediaan Air

271,727,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Kecamatan

Batin

3.95



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS)

Terentang Baru

Kec. Batin XXIV

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Insfrastruktur

Permukiman

Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

Penataan Ruang

1.01.03.27.03.
Pembangunan Program

Penyediaaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS)

Pembangunan

PAMSIMAS Desa

Teluk Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Penyediaaan Air

Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

14.30 14.30Terlaksananya

Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

271,727,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.27.03.
Pembangunan Program

Penyediaaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS)

Pembangunan

PAMSIMAS Desa

Serasah Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Penyediaaan Air

Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

14.30 14.30Terlaksananya

Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

271,727,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.27.03.
Pembangunan Program

Penyediaaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS)

Pembangunan

PAMSIMAS Desa

Senaning Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Penyediaaan Air

Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

14.30 14.30Terlaksananya

Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

271,727,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan 3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Mekar Sari Ness

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Mekar

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Bajubang Laut

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Kuap

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa Kuap

Kec.

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Serasah

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Serasah

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Karmeo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Karmeo

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Bulian Jaya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.50

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)
Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Persentase

Pembangunan

Sistem

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Serasah

3.95



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Minum  Desa

Serasah

dan Pelayanan

Dasar

Permukiman Penyediaan Air

Minum

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Tenam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Petajen

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Petajen

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Bukit Sari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

425,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Sengkati Kecil

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.03.27.04.
Pembangunan Sistem Penyediaan

Air Minum (DAK)

Pembangunan

Sistem

Penyediaan Air

Minum  Desa

Tanjung Putra

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sistem Penyediaan

Air Minum

100 100Sistem Penyediaan

Air Minum

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.03.27.05
Pembangunan Sarana dan

Prasarama Air Bersih (DAK)

Pengadaan dan

Pemasangan Pipa

PVC dia 50 mm

Unit PDAM Pulau

Betung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sarana dan

Prasaranan Air

Bersih

100 100Sarana dan

Prasaranan Air

Bersih

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pulau

Betung

3.85

1.01.03.27.05
Pembangunan Sarana dan

Prasarama Air Bersih (DAK)

Pengadaan dan

Pemasangan Pipa

PVC dia 50 mm

Unit PDAM

Pematang

Gadung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Persentase

Pembangunan

Sarana dan

Prasaranan Air

Bersih

100 100Sarana dan

Prasaranan Air

Bersih

50,000,000 0 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Desa

Pematang

3.85

1.01.03.31. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase

Rekomnedasi yang

diterbitkan

70 7,725,000,000.00
8,745,000,000.00

1.01.03.31.01.
Pelayanan Perizinan Pemanfaatan

Ruang dan Bangunan

Jumlah Perizinan

Pemanfaatan

Ruang dan

bangunan yang

dikeluarkan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

Jumlah Dokumen

Perizinan

Pemanfaatan Ruang

dan Bangunan

105 dok 105 dokDokumen Perizinan

Pemanfaatan Ruang

dan Bangunan

375,000,000 375,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.03.31.02.
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya

institusi

pengendalian

pemanfaatan

ruang secara

efektif dengan

cara

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

Jumlah Kali

Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

105 Kali 105 KaliPengawasan

Pemanfaatan Ruang

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

3.95



1.01.03.01.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Sosilasisasi,

Pendataan,

Indentifikasi,

Pengawasan

Penataan Ruang

1.01.03.31.03. Pembangunan Ruang Terbuka
Pembangunan

RTH Kawasan

Agrowisata

Pematang Umo

Tinggal

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

Pembangunan

Ruang Terbuka

100 Persen 100 PersenPembangunan

Ruang Terbuka

7,000,000,000 8,000,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.03.31.04
Fasilitasi Penataan Ruang Daerah Dokumen

Rekomendasi

Tata Ruang

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

200,000,000 220,000,000 Baru Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten

Batang

3.95

Total Pagu
176,277,308,342 58,946,880,004



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
4,611,540,000.00

5,571,544,018.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

materai 6000 dan

materai 3000

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

2,850,000 3,135,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya

jasa sarana

telepon, air dan

listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

3,502,450,000 4,138,695,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

14,520,000 15,972,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan

yang dibayar

pajak

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

7,150,000 7,865,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya

honorarium dan

uang lembur atas

jasa kerja PNS

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

141,570,000 155,727,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Tersedianya

peralatan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

16,500,000 18,150,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Kabupaten

Batang

4.70



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kebersihan dan

bahan pembersih
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor Permukiman

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpeliharanya

fasilitas

pendukung kerja

yang baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

15,000,000 16,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

tulis Kantor

12 12Penyediaan Alat

tulis Kantor

55,000,000 60,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terealisasinya

belanja cetak,

penggandaan dan

penjilidan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

35,000,000 38,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya alat

listrik dan

elektronik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Kantor

7,500,000 8,250,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

180,000,000 275,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya

peralatan rumah

tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianta

Peralatan Rumah

Tangga

15,000,000 16,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya surat

kabar/majalah
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

undangan

16,500,000 18,150,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

makan minum

pegawai, rapat

dan tamu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Makan

dan Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

16,500,000 18 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terlaksananya

perjalanan dinas

dalam daerah dan

luar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Rapat -

rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

12 12Terlaksananya

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

355,000,000 544,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

daerah
Pelayanan Umum yang baik dan Dalam Daerah Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tersedianya

honorarium Non

PNS dan uang

lembur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

231,000,000 254,100,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

112,000,000.00
173,000,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya

sarana

mobilitas/operasio

nal secara

rutin/berkala

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

100,000,000 118,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Pemenuhan Disiplin

Aparatur

100 55,000,000.00 60,500,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya PDH

dan

perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

12 12Tersedianya

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

27,500,000 30,250,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya PDH

dan pakaian kerja

lapangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaaan

Pakaian Khusus

Hari - Hari Tertentu

12 12Terlaksananya

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari - Hari

Tertentu

27,500,000 30,250,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
48,000,000.00 53,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terealisasinya

pelatihan pegawai
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pelaksanaan

Pendidikan dan

Pelatihan formal

12 12Terlaksananya

Pendidikan dan

Pelatihan formal

48,000,000 53,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
44,000,000.00 48,400,000.00



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terpenuhinya

penyusunan RKA,

DPA, LAKIP,

SAKIP, LPPD,

dan pelaporan

keuangan akhir

tahun

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realiasasi Kiner

OPD

12 12Terlaksananya

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

44,000,000 48,400,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

4.70

1.01.04.15. Program Pengembangan Perumahan
Persentase Rumah

Layak Huni 59.66 900,000,000.00
770,000,000.00

1.01.04.15.09. Pembangunan Perumahan BOP BSPS
Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Perumahan

1 Paket 1 PaketTerwujudnya

Pembangunan

Perumahan

Permukiman

250,000,000 275,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.04.15.10.
Pengendalian dan Pengawasan

Perumahan

Pokja PKP

Kabupaten Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pokja PKP Kab.

Batang Hari

1 Paket 1 PaketTerwujudnya

Pembangunan

Perumahan

Permukiman

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.04.15.11.
Pembuatan data Base Perumahan

dan Kawasan Permukiman
Data Base

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembuatan Data

Base Perumahan

dan Kawasan

Permukiman Kab.

Batang Hari

1 Paket 1 PaketTerwujudnya

Pembangunan

Perumahan dan

Permukiman

450,000,000 275,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.04.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 400,000,000.00
400,000,000.00

1.01.04.15.08.
Perencanaan Pembangunan

Drainase

DED Drainase

Kec. Muara Bulian
Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.15.08.
Perencanaan Pembangunan

Drainase

DED Drainase

Kecamatan

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.85

1.01.04.15.08.
Perencanaan Pembangunan

Drainase

DED Drainase

Kec. Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.85

1.01.04.15.08.
Perencanaan Pembangunan

Drainase

DED Drainase

Kec. Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Mersam

3.85

1.01.04.15.08.
Perencanaan Pembangunan

Drainase

DED Drainase

Kec. Maro sebo

ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo ulu

3.85



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.04.15.08.
Perencanaan Pembangunan

Drainase

DED Drainase

Kec. Batin XXIV

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Batin

3.85

1.01.04.15.08.
Perencanaan Pembangunan

Drainase

DED Drainase

Kec. Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.15.08.
Perencanaan Pembangunan

Drainase

DED Drainase

Kec. Maro Sebo

Ilir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ilir

3.85

1.01.04.21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Persentase Rumah

Tangga yang

mempunyai Sanitasi

yang Layak

88.39

9,525,000,000.00
14,008,500,000.00

1.01.04.21.01.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)
Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Sarana dan

Prasarana Sanitasi

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

50,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.65

1.01.04.21.01.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)
Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Sarana dan

Prasarana Sanitasi

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

50,000,000 407,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.65

1.01.04.21.01.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)
Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Sarana dan

Prasarana Sanitasi

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

50,000,000 407,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.65

1.01.04.21.01.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)
Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Maro Sebo Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Sarana dan

Prasarana Sanitasi

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

50,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ulu

3.65

1.01.04.21.01.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)
Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Sarana dan

Prasarana Sanitasi

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

50,000,000 407,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Mersam

3.65

1.01.04.21.02. Hibah Air Limbah Setempat
Tersedianya

bangunan hibah

air limbat

setempat di Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pelayanan

Air Limbah

8 Kecamatan 8 KecamatanPelayanan Air

Limbah Terlaksana

400,000,000 660,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.75

1.01.04.21.02. Hibah Air Limbah Setempat Tersedianya

bangunan hibah

air limbat

setempat di Kec.

Muara

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pelayanan

Air Limbah

8 Kecamatan 8 KecamatanPelayanan Air

Limbah Terlaksana

400,000,000 660,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Bulian

1.01.04.21.02. Hibah Air Limbah Setempat
Tersedianya

bangunan hibah

air limbat

setempat di Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pelayanan

Air Limbah

8 Kecamatan 8 KecamatanPelayanan Air

Limbah Terlaksana

400,000,000 660,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.75

1.01.04.21.02. Hibah Air Limbah Setempat
Tersedianya

bangunan hibah

air limbat

setempat di Kec.

Maro Sebo Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pelayanan

Air Limbah

8 Kecamatan 8 KecamatanPelayanan Air

Limbah Terlaksana

400,000,000 660,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ulu

3.75

1.01.04.21.02. Hibah Air Limbah Setempat
Tersedianya

bangunan hibah

air limbat

setempat di Kec.

Maro Sebo Ilir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pelayanan

Air Limbah

8 Kecamatan 8 KecamatanPelayanan Air

Limbah Terlaksana

400,000,000 660,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ilir

3.75

1.01.04.21.02. Hibah Air Limbah Setempat
Tersedianya

bangunan hibah

air limbat

setempat di Kec.

Batin XXIV

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pelayanan

Air Limbah

8 Kecamatan 8 KecamatanPelayanan Air

Limbah Terlaksana

400,000,000 660,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Batin

XXIV

3.75

1.01.04.21.02. Hibah Air Limbah Setempat
Tersedianya

bangunan hibah

air limbat

setempat di Kec.

Muara Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pelayanan

Air Limbah

8 Kecamatan 8 KecamatanPelayanan Air

Limbah Terlaksana

400,000,000 660,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75

1.01.04.21.02. Hibah Air Limbah Setempat
Tersedianya

bangunan hibah

air limbat

setempat di Kec.

Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pelayanan

Air Limbah

8 Kecamatan 8 KecamatanPelayanan Air

Limbah Terlaksana

400,000,000 660,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Mersam

3.75

1.01.04.21.04.
Penyediaan Sarana dan Prasarana

IPLT

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana IPLT

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarana dan

Prasarana IPLT

1 Paket 1 PaketTersedianya Sarana

dan Prasarana IPLT

800,000,000 275,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.04.21.05.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK

Penugasan)

Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Maro Sebo Ilir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

625,000,000 687,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ilir

3.95

1.01.04.21.05.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK

Penugasan)

Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

625,000,000 687,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Tembesi

3.95

1.01.04.21.05.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK

Penugasan)

Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Jumlah

Pembangunan

Sarana dan

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Sarana dan

Prasarana

1,225,000,000 1,787,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.95



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Muara Bulian
dan Pelayanan

Dasar

Permukiman Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

Sanitasi ( DAK

Penugasan)

1.01.04.21.05.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK

Penugasan)

Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Maro Sebo Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

950,000,000 1,155,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ulu

3.95

1.01.04.21.05.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK

Penugasan)

Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.95

1.01.04.21.05.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK

Penugasan)

Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Batin XXIV

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Batin

XXIV

3.95

1.01.04.21.05.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK

Penugasan)

Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

625,000,000 687,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Mersam

3.95

1.01.04.21.05.
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Sanitasi (DAK

Penugasan)

Tersedianya

bangunan IPAL

komunal di Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

1 Paket 1 PaketTerlaksananya

Sarana dan

Prasarana Sanitasi (

DAK Penugasan)

625,000,000 687,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.95

1.01.04.22. Program Pembangunan/ Pemeliharaan Inftrastruktur Permukiman
Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

68.06 38,895,000,000.00 43,177,000,000.00

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Rengas IX

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

 Pembangunan

Jalan Lingkungan

Ponpes Assulthon

Kelurahan

Kembang

Paseban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Rt 03 Desa

Sengkati Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.75



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Pembangunan

jalan lingkungan

Rt 17-18

Kelurahan

Kembang

Paseban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.85

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Olak

Kemang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

300,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Desa Olak

Kemang

3.95

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Jalan Lingkungan

RT.01 s/d Rt.05

Desa Kembang

Tanjung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

 Pembangunan

Jalan  Lingkungan

Rt 13,14,15,dan

16 Kelurahan

Kembang

Paseban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.65

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Jalan Lingkungan

Desa Sengkati

Gedang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.65

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

 Pembangunan

Jalan  Lingkungan

Kantor Pos

Mersam

Kelurahan

Kembang

Paseban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.75

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Bukit

Harapan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

750,000,000 1,100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.70

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Jembatan

Penghubung Desa

Sengkati Kecil Ke

Desa Sengkati

Gedang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.65

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Sungai

Ruan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 1,220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Maro

3.85

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I
Pembangunan

Jalan Lingkungan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Maro

3.95



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Desa Bulu Kasab dan Pelayanan

Dasar

Permukiman I

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Pembangunan

Jalan Lingkungan

RT 11-50 Dusun I-

II-III Desa Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.55

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

Pembangunan

Jalan Setapak

Kel. Simpang

Sungai Rengas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

 Pemb. Jalan

Lingkungan  Desa

Tapah Sari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

750,000,000 1,100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.04.22.01.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah I

 Pembangunan

Jalan Setapak

Kelurahan

Kembang

Paseban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah I

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

750,000,000 1,100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.65

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

Jalan Lingkungan

RT. 01-08 Dusun

Amplu Tuo,

Ampelu Tuo Ilir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.65

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

 Pemb. Jalan

Lingkungan

Proyek RT. 08

Desa Pematang V

Suku

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Kelurahan Durian

Luncuk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kelurahan

Durian

3.85

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembanguna

Jalan Setapak

Lorong Kayu Jati

Desa Tanjung

Marwo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Lorong

Kayu Jati

3.65

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

Jalan Lingkungan

RT. 01, 02, 08, 09

Desa Tanjung

Marwo

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II
Pembangunan

jalan lingkungan

Desa Paku Aji

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Batin

XXIV

3.95



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Batin XXIV
dan Pelayanan

Dasar

Permukiman

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

jalan lingkungan

Desa Rambutan

Masam Kec.

Muara Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

jalan lingkungan

Desa Aur Gading

Kecamatan Batin

XXIV

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Batin

3.75

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

Jalan lingkungan

Lrg. Jati

Kelurahan

Kampung Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

300,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

 Pemb. Jalan

Lingkungan

Setapak Belakang

Pasar PU

Kelurahan

Kampung Baru

Kecamatan Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Setapak

Belakang

3.95

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Lr. Manggo

Kelurahan Pasar

Muara Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

jalan lingkungan

Desa Pulau Kec.

Muara Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

jalan Kp. Baru ke

SDN 192/1, RT 7

Jangga

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 0 Baru Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Batin

3.95

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembagunan

Jalan Lingkungan

RT 17 Desa

Terentang Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

330,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

RT 17

Desa

3.75

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Jangga Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi Baik

1,650,000,000 1,800,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Desa

Jangga

3.65

1.01.04.22.02.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah II
Pembangunan

jalan lingkungan

Prioritas

Pembangunan

Meningkatnya

Kualitas

Pembangunan Jalan

Wilayah II

4.1 4.1Jalan Linkungan

dalam Kondisi

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Kec. Batin

XXIV

3.75



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

rt.02, 04 Desa

Jelutih Kecamatan

Batin XXIV

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Insfrastruktur

Permukiman

Baik Permukiman

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

Fortuna rt. 03/07

Kel. Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

480,000,000 528,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Lingkungan

RT 25 Kelurahan

Sridadi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

440,000,000 484,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

RT 25

Kelurahan

3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Lorong

Kuburan RT 19

Pal V, Kelurahan

Rengas Condong

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

130,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.65

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

lrg. bhineka ke

Mushola depan

SMP 21 Kel.

Rengas Condong

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

Desa Karya Mukti

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ilir

3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

Payo Lebar Desa

Simpang Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.65

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Berlian RT

25, RW 04

Kelurahan Rengas

Condong

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

400,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.65

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

lrg. Family ke

SMP 21 Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

Sei. Bujang Arah

Makam Pal V

depan DPRD

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

250,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kelurahan

Rengas

3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III
Jl. Lorong

Tagane, Hutang

Prioritas

Pembangunan

Meningkatnya

Kualitas

Pembangunan Jalan

dan

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

250,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Kecamatan

Muara

3.65



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Lindung
Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Insfrastruktur

Permukiman

Jembatan Wilayah

III

Kondisi Baik Permukiman

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Penambahan

Jalan lingkungan

Pingir Sungai

Batanghari

Kelurahan

Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

580,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Maro

3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pengecoran jalan

SD Simpang Aro

Kelurahan Teratai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

Desa Rambahan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Alnisa RT

05 RW 01

Kelurahan Rengas

Condong

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

300,000,000 450,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Lorong Kemajuan

Kelurahan Teratai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Belakang

DPRD Lama

sampai Ke Kantor

Camat

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

300,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kelurahn

Rengas

3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Siti Maryam

Pal I, RT 30 RW

08 Kelurahan

Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

lrg. Dulur rt. 08

Kel. Teratai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

Samping Sate

Madura Kel.

Rengas Condong

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.65



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Lorong

Masjid Arah

Makam Pal V

depan DPRD

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

rt. 01 Dusun Desa

Rantau Puri

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.65

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

 Pemb. Jalan

Lingkungan

SMPN 19 Sridadi

Kel.Sridadi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

350,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Lorong MUDI

RT.16 Hutan

Lindung

Kel.Rengas

Condong

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

350,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pengerasan Jalan

Lingkungan

Keramat Tinggi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

385,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kelurahan

Pasar

3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

lrg. Abadi Kel.

Rengas Condong

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

450,000,000 935,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

lrg. Bujang depan

DPRD Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.95

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan LIngkungan

BTN Citra

Palm.Depan

Masjid Nurul

Falam Kec.Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Lingkungan

RT.27/07 Kel.

Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III
Pembangunan

jalan lingkungan

Dusun I, II, III

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ilir

3.95



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

desa Danau

Embat

dan Pelayanan

Dasar

Permukiman III

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

rt. 10 Kel. Pasar

Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Bulian Jaya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Maro

3.85

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembanguna

Jalan Lingkungan

Desa Bajubang

Laut

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

300,000,000 650,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.04.22.03.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah III

Pembangunan

jalan lingkungan

Depan Kantor

Desa Singkawang

Desa Singkawang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah III

4 4Persentase Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

 Pemb. Jalan

Lingkungan

      Dusun Rantau

Rasau Rt 14

Desa Bungku Kec

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Dusun

Rantau

3.65

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembanguna

Jalan Lingkungan

Lorong Dusun I

Desa Mekar Jaya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Dusun I

Desa

3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Jalan Lingkungan

RT 02 Desa

Simpang Kubu

Kandang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

RT 02

Desa

3.85

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembanguan

jalan lingkungan

lanjutan Jln.

Ponpes Assidiqqi

Kel. Jembatan

Mas Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV
pembanguan jalan

lingkungan lrg. H

Saman RT. 03

Kel. Jembatan

Mas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.95



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kec. Pemayung

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

Jalan Lingkungan

RT 19 Ke

Pemakaman

Umum Desa

Penerokan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

RT 19

Desa

3.65

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembanguan

jalan lingkungan

Karang Anyar ke

Desa Ladang

Peris Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.85

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembanguan

jalan lingkungan

rt. 04 sebelum

pom bensin Kel.

Bajubang Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.65

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Ladang

Peris

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan 3.65

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

 Pemb. Jalan

Lingkungan

 Rt 01 Desa Ture

Kec.Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Rt 01 Desa

Ture

3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembanguan

jalan lingkungan

kampung rt. 02,

07, 08 dan 09

Desa Mekar Jaya

Kec. Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

1,050,000,000 1,155,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.85

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

jalan lingkungan

Dusun I Desa

Kaos Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

700,000,000 770,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Jalan Desa

Serasah ke

Jembatan Serasa

Danau Sei Elang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

250,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan 3.65

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

jalan lingkungan

rt. 01, 04 Desa

Kampung Pulau

Kec. Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.75



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Penerokan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Desa

Penerokan

3.95

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Kelurahan

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan 3.95

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

pembanguan jalan

lingkungan Pulau

Betung Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.85

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Jalan Desa

Tebing Tinggi RT

01 S.d 04

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

250,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan 3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembanguan

jalan lingkungan

Desa Petajen Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Desa Teluk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

550,000,000 610,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Desa Teluk 3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

Jalan Setapak

Kelurahan

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

400,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan 3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembanguan

jalan lingkungan

Kampung 5 Desa

Petajen Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.85

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

jalan lingkungan

Dusun Suka

Damai Desa

Petajen Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.65

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Rehab Jalan

Lingkungan

Dusun Rasau

Kelurahan

Jembatan Mas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Dusun

Rasau

3.75

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembangunan

jalan lingkungan

Desa Awin Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.85



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Dasar

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Jalan Simpang

Lopak Aur- SD

Lopak Aur

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

250,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan 3.65

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

pembanguan jalan

lingkungan

Serasah Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.85

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Rehab

Pembangunan

Jalan lingkungan

RT. 01-05 Desa

Lopak Aur Kec.

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

700,000,000 770,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.95

1.01.04.22.04.
Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wilayah IV

Pembanguan

jalan lingkungan

Kampung RT. 04

Kuali Pecah Kel.

Bajubang Kec.

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Wilayah IV

4.5 4.5Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.75

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I

Pembangunan

Drainase Jalan Rt

01 s/d Rt 05 Desa

Kembang Tanjung

Kecamatan

Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Rt 01 s/d Rt

05

3.95

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I

Pembangunan

drainase rt. 01-12

Desa Teluk Leban

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Mersam

3.95

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I

Pembangunan

drainase lrg.

Pensiunan rt.07-

11 Kel. Kampung

Baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.75

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I

Pembangunan

Drainase RT. 09

Rt 14,15, 16 Kel.

Kembang

Paseban

Kec.Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

500,000,000 880,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kembang

Paseban

3.85

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I
Pembangunan

Drainase RT. 17

 sampai Rt 18 Kel.

Kembang

Paseban

Kec.Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

500,000,000 880,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

 Kel.

Kembang

3.85



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I

pembangunan

drainase desa

muara jangga

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

muara

jangga

3.95

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I

Pembangunan

drainase rt.02-03

Kel. Pasar Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I

Pembangunan

drainase rt. 01-14

Desa Peninjauan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ulu

3.85

1.01.04.22.05.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman I

Pembangunan

drainase RT. 04

dan Pasar Durian

Luncuk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainese

Permukiman I

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong - Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Batin

XXIV

3.85

1.01.04.22.06.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman II

Pembangunan

drainase rt. 28/07

Kel. Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainase

Permukiman II

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Drainase/ Gorong -

Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.22.06.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman II

Pembangunan

drainase Dusun

Payo Lebar

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainase

Permukiman II

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Drainase/ Gorong -

Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.22.06.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman II

Pembangunan

Drainase RT 05

Desa Lopak Aur

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainase

Permukiman II

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Drainase/ Gorong -

Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

RT 05

Desa

3.75

1.01.04.22.06.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman II

Pembangunan

Drainase Rt. 03

 Kel. Bajubang

Kec. Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainase

Permukiman II

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Drainase/ Gorong -

Gorong

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Rt. 03  Kel. 3.85

1.01.04.22.06.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman II

Pembangunan

Drainase Desa

Pasar Terusan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainase

Permukiman II

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Drainase/ Gorong -

Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Pasar

Terusan

3.75

1.01.04.22.06.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman II

Pembangunan

drainase rt. 09,

04, 10 Kel.

Jembatan Emas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan

Drainase

Permukiman II

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Drainase/ Gorong -

Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.60

1.01.04.22.06.
Kegiatan Pembangunan Drainase

Permukiman II

Pembangunan

drainase rt. 32

Kel. Rengas

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Pembangunan

Drainase

Permukiman II

1.2 1.2Terlaksananya

Pembangunan

Drainase/ Gorong

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Condong
dan Pelayanan

Dasar

Permukiman - Gorong

1.01.04.22.07.
Pembuatan data Base Jalan dan

Jembatan Perdesaan

Pembuatan

Database Jalan

dan Jembatan

Perdesaan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembuatan Data

Base Jalan dan

Jembatan

Perdesaan

2 2Terbuatnya Sistem

Data Base Jalan dan

Jembatan Pedesaan

300,000,000 330,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.04.23. Program Pengembangan Lampu Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum
Persentase

Cakupan Lampu

Jalan

98 5,200,000,000.00
5,720,000,000.00

1.01.04.23.01.
Pembangunan dan pengembangan

lampu jalan umum
Pengadaan

Lampu Jalan

Wilayah

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500 500Terlaksananya

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.04.23.01.
Pembangunan dan pengembangan

lampu jalan umum
Pengadaan

Lampu Jalan

Wilayah

Kecamatan Batin

XXIV

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500 500Terlaksananya

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Batin

3.95

1.01.04.23.01.
Pembangunan dan pengembangan

lampu jalan umum
Pengadaan

Lampu Jalan

Wilayah

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500 500Terlaksananya

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Maro

3.95

1.01.04.23.01.
Pembangunan dan pengembangan

lampu jalan umum
Pengadaan

Lampu Jalan

Wilayah

Kecamatan Muara

Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500 500Terlaksananya

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.04.23.01.
Pembangunan dan pengembangan

lampu jalan umum
Pengadaan

Lampu Jalan

Wilayah

Kecamatan

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500 500Terlaksananya

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan 3.95

1.01.04.23.01.
Pembangunan dan pengembangan

lampu jalan umum
Pengadaan

Lampu Jalan

Wilayah

Kecamatan Muara

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500 500Terlaksananya

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Muara

3.95

1.01.04.23.01.
Pembangunan dan pengembangan

lampu jalan umum
Pengadaan

Lampu Jalan

Wilayah

Kecamatan

Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500 500Terlaksananya

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan 3.95

1.01.04.23.01.
Pembangunan dan pengembangan

lampu jalan umum
Pengadaan

Lampu Jalan

Wilayah

Kecamatan

Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500 500Terlaksananya

Pembangunan dan

Penerengan Lampu

Jalan

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kecamatan

Mersam

3.95

1.01.04.23.02.
pemeliharaan rutin penerangan

lampu jalan umum, taman dan

sarana pemerintah

Persentase lampu

jalan dalam

kondisi baik di

Kec. Batin XXIV

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lampu Jalan dalam

Kondisi Baik

100 100Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Lampu Jalan Umum,

Taman dan Sarana

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Batin

XXIV

3.85



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pemerintah

1.01.04.23.02.
pemeliharaan rutin penerangan

lampu jalan umum, taman dan

sarana pemerintah

Persentase lampu

jalan dalam

kondisi baik di

Kec. Maro Sebo

Ulu

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lampu Jalan dalam

Kondisi Baik

100 100Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Lampu Jalan Umum,

Taman dan Sarana

Pemerintah

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ulu

3.85

1.01.04.23.02.
pemeliharaan rutin penerangan

lampu jalan umum, taman dan

sarana pemerintah

Persentase lampu

jalan dalam

kondisi baik di

Kec. Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lampu Jalan dalam

Kondisi Baik

100 100Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Lampu Jalan Umum,

Taman dan Sarana

Pemerintah

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Bajubang

3.85

1.01.04.23.02.
pemeliharaan rutin penerangan

lampu jalan umum, taman dan

sarana pemerintah

Persentase lampu

jalan dalam

kondisi baik di

Kec. Pemayung

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lampu Jalan dalam

Kondisi Baik

100 100Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Lampu Jalan Umum,

Taman dan Sarana

Pemerintah

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Pemayung

3.85

1.01.04.23.02.
pemeliharaan rutin penerangan

lampu jalan umum, taman dan

sarana pemerintah

Persentase lampu

jalan dalam

kondisi baik di

Kec. Muara Bulian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lampu Jalan dalam

Kondisi Baik

100 100Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Lampu Jalan Umum,

Taman dan Sarana

Pemerintah

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Muara 3.85

1.01.04.23.02.
pemeliharaan rutin penerangan

lampu jalan umum, taman dan

sarana pemerintah

Persentase lampu

jalan dalam

kondisi baik di

Kec. Maro Sebo

Ilir

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lampu Jalan dalam

Kondisi Baik

100 100Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Lampu Jalan Umum,

Taman dan Sarana

Pemerintah

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec. Maro

Sebo Ilir

3.85

1.01.04.23.02.
pemeliharaan rutin penerangan

lampu jalan umum, taman dan

sarana pemerintah

Persentase lampu

jalan dalam

kondisi baik di

Kec. Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lampu Jalan dalam

Kondisi Baik

100 100Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Lampu Jalan Umum,

Taman dan Sarana

Pemerintah

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Tembesi

3.85

1.01.04.23.02.
pemeliharaan rutin penerangan

lampu jalan umum, taman dan

sarana pemerintah

Persentase lampu

jalan dalam

kondisi baik di

Kec. Mersam

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lampu Jalan dalam

Kondisi Baik

100 100Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Lampu Jalan Umum,

Taman dan Sarana

Pemerintah

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kec.

Mersam

3.85

1.01.04.24. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Umum dan Sosial serta Keagamaan
Jumlah Fasilitas

sosial dan

keagamaan yang

layak

97.60
2,000,000,000.00

5,165,000,000.00

1.01.04.24.02.
Pembangunan / Rehabilitas Sarana

dan Prasarana Peribadatan
Pembangunan

dan Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Peribadatan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

Pembangunan /

Rehablitasi Sarana

dan Prasarana

Pribadatan

2 2Terlaksananya

Pembangunan/

Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Peribadatan

1,000,000,000 4,945,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.65



1.01.04.01.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.04.24.03.
Pembangunan / Rehabilitas Sarana

dan Prasarana Umum

Pembangunan

dan Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana Umum

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

Jumlah Pelaksanaan

Pembangunan/

Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Umum

1 1Prasarana Umum 1,000,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.65

1.02.04.16. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase

Penambahan Tanah

Milik Pemerintah

Daerah

22

1,650,000,000.00
7,700,000,000.00

1.02.04.16.02. Penyuluhan Hukum Pertanahan
Aparatur yang

mengikuti

penyuluhan

hukum

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Aparatur

yang mengikuti

Penyuluhan Hukum

2 2Penyuluhan Hukum

Pertanahan

Terealisasi

150,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.55

1.02.04.16.03.
Penyelesaian masalah ganti

kerugian dan santunan tanah untuk

pembangun

Tertanganinya

masalah ganti

kerugian dan

santunan tanah

untuk

pembangunan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Ganti rugi

dan santunan yang

ditangani

2 2Ganti Rugi

Terselesaikan

150,000,000 2,000,000,000 Baru Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.55

1.02.04.16.05.
Persertifikatan Tanah Aset

Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Terselesaikannya

persertifikatan

tanah aset

pemerintah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Bidang

Tanah Aset yang

disertifikatkan

40 40Terlaksanannya

Persertifikatan

Tanah Aset

Pemerintah

Kabupaten

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.55

1.02.04.16.06. Pengadaan tanah
Tersedianya tanah

untuk kepentingan

pembangunan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Lokasi

Tanah yang dibeli

untuk kepentingan

Pembangunan

4 4Tersedianya

Pengadaan tanah

Untuk

Pembangunan

1,000,000,000 5,000,000,000 Baru Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.55

1.02.04.16.07. Perencanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya

penyusunan

dokumen

perencanaan

pengadaan tanah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Lokasi

Perencanaan

Pengadaan Tanah

12 12Dokumen

Perencanaan

Pengadaan Tanah

Terlaksana

200,000,000 250,000,000 Baru Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Batang

3.55

Total Pagu 63,440,540,000
82,846,944,018



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.05.01.

Satuan Polisi Pamong Praja:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
2,934,400,000.00

3,336,100,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi

Pembayaran

Belanja

Perangko,Materai,

Dan benda Pos

Lainnya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

3,000,000 3,500,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi

Pembayaran

Sumber daya Air

dan Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

81,000,000 105,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Realisasi

Pembelian

banner,spanduk,u

mbul-

umbul,bendera dll

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

25,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

Pajak Bumi dan

Bangunan

Terlunasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,600,000 1,600,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Realisasi

Pembayaran

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

21,800,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05



1.01.05.01.

Satuan Polisi Pamong Praja:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Realisasi

Pembayaran

Honorarium PNS

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

95,000,000 130,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Realisasi

Pembayaran alat-

alat Kebersihan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

12,000,000 16,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Realisasi

Pembayaran Jasa

Service Peraltan

Kantor dan

Peralatan Rumah

Tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

25,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Realisasi

Pembayaran Aalat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

48,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Realisasi

Pembayaran

Cetak dan

Penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

25,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Realisasi

Pembayaran

Belanja Alat Listrik

Dan Elektronik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

10,000,000 9,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Realisasi

Pembayaran

Belanja Modal

Pengadaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

220,000,000 280,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Realisasi

Pembayaran

Belanja Peralatan

Rumah Tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

2,000,000 3,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Realisasi

Pembayaran

Belanja Surat

Kabar/Majalah

dan Publikasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

35,000,000 38,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman
Realisasi

Pembayaran

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 12 12 300,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05



1.01.05.01.

Satuan Polisi Pamong Praja:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Belanja Makanan

Dan Minuman

Harian Pegawai

Rapat dan Tamu

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Realisasi

Pembayaran

Belanja

Perjalanan Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

500,000,000 700,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Realisasi

Pembayaran

Honorarium

Pegawai Tidak

Tetap

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1,530,000,000 1,530,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Pemenuhan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

203,500,000.00
256,500,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Realisasi

Pembayaran

Belanja

Pemeliharaan

Gedung Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

9,000,000 11,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Realisasi

Pembayaran

Belanja

Perawatan dan

suku cadang

kendaraan

bermotor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

190,000,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Listrik

Realisasi

Pembayaran

Belanja

Pemeliharaan

Jaringan Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan Rutin

Berkala Jaringan

Listrik

12 12Tersedianya

Pemeliharaan Rutin

Berkala Jaringan

Listrik

4,500,000 5,500,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 177,000,000.00
204,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Realisasi

Pembaryaran

Belanja Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapan nya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

74,000,000 74,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan Realisasi

Pembayaran

Belanja Pakaian

Kerja Lapangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

80,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05



1.01.05.01.

Satuan Polisi Pamong Praja:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Realisasi

Pembayaran

Belanja Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

23,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 148,000,000.00
177,800,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Realisasi

Mengikuti

Pendidikan Dan

Pelatihan Formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

98,000,000 107,800,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.05.05.
Pelaksanaan Upgrading Sat Pol PP Meningkatnya

Kemampuan

Satpol PP dalam

Bidang Tugas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

50,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000.00 50,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terlaksana nya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

1.01.05.19. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persentase

Penurunan

Gangguan

Lingkungan

20
830,000,000.00

940,000,000.00

1.01.05.19.05.
Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Titik

Penjagaan

Poskotis

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Titik

Penjagaan

Poskastis

4 4Penjagaan titik

Poskantis

280,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

1.01.05.19.06.
Pembinaan dan Pelatihan Satuan

Linmas

Jumlah Sat

Linmas yang

Terlatih

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Satuan

Linmas

250 250Terlaksananya

Pembinaan satuan

Linmas

250,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

3.95

1.01.05.19.07.
Pengamanan dan Pengawalan

Pejabat Daerah/ Negara

Jumlah Kegiatan

Pengamanan dan

Pengawalan

Pejabat

Daerah/Negara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah

Pengamanan dan

Pengawalan yang

dilakukan

110 Kali 110 KaliPengamanan dan

Pengawalan Pejabat

Daerah/ Negara

300,000,000 340,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

3.95

1.01.05.20. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Persentase

Penurunan
45 400,000,000.00

440,000,000.00



1.01.05.01.

Satuan Polisi Pamong Praja:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Gangguan

Kamtibmas dan

Tindak Kriminal

1.01.05.20.01.
Pengembangan Kemampuan

Aparat Satpol PP

terlaksananya

kegiatan latihan

peningkatan

kemampuan

anggota Sat Pol

PP

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Frekuensi

Pelaksanaan

Latihan

72 Kali 72 KaliTerlaksanya

Pelatihan

Pengembangan

Kemampauan

Satpol PP

300,000,000 330,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kabupaten

Batang

3.75

1.01.05.20.02.
Pengawasan Gangguan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Titik

Pelaksanaan

Patroli

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Cakupan

Wilayah Patroli

Anggota Satpol PP

20 Wilayah 20 WilayahTerealisasinya

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

100,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

3.95

1.01.05.21. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Angka Pekat 10 610,000,000.00
670,000,000.00

1.01.05.21.01. Penyuluhan PEKAT
JUmlah Peserta

Penyuluhan Pekat
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Peserta

Penyuluhan

400 Peserta 400 PesertaTerlaksananya

Penyuluhan PEKAT

160,000,000 180,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

3.95

1.01.05.21.02.
Penegakan Perundang - Undangan

Daerah

Persentase

Penurunan

Pelanggaran

Perda

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase

Penurunan Kasus

Pelanggaran Perda

69 Persen 69 PersenMenurunnya Kasus

Pelanggaran Perda

250,000,000 270,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

4.05

1.01.05.21.03. Penegakan Yustisi
Jumlah Kasus

Tipiring Naik ke

Pengadilan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase

Penurunan Angka

PEKAT

15 Persen 15 PersenMenurunnya Angka

PEKAT

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kab.Batang

har

3.95

Total Pagu 5,342,900,000 6,074,400,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.05.02.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
2,833,000,000.00

3,116,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai

dan benda pos

yang disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

1,500,000 1,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase

kebutuhan TAL

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

15,000,000 17,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlaj jenis jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

9,900,000 9,800,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

3.70

0.00.00.01.04.
Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah aparatur

internal

terlayaninya jasa

asuransi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

14,200,000 15,800,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan

dinas yang

dibayar pajak

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

12 12Terlaksananya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

7,900,000 7,900,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan
Jumlah aparatur

internal opd

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan Jasa

Administrasi

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

100,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Dinas

pemadam

4.70



1.01.05.02.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

yang dilayani
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Keuangan Keuangan Penyelamatan

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

jumlah jenis

peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

yang disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

22,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah jenis

peralatan kerja

yang diperbaiki

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

7,000,000 8,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis atk

yang disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

tulis Kantor

65,000,000 85,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis

barang cetak dan

penggandaan

yang disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Barang

Cetakan dan

Pengadaan

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

25,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah jenis

komponen

instalasi listrik dan

elektronik yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

15,000,000 15,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

45,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundangan

yang disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaab dan

Peraturan Perudang

- Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaab dan

Peraturan Perudang

- Undangan

5,000,000 7,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah personil

yang dilayani

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

550,000,000 668,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Jumlah perjalanan

dinas yang

dilaksanakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

175,000,000 187,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70



1.01.05.02.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Jumlah personil

ptt yang dilayani
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,775,500,000 1,888,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Pemenuhan

Peningkatan Saran

dan Prasarana

Aparatur

100

600,000,000.00
660,000,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah jenis

kendaraan dinas

operasional yang

diadakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

176,000,000 176,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

2.95

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Jumlah unit

gedung yang

terpelihara secara

rutin/berkala

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

45,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan

dinas yang

terpelihara secara

rutin/berkala

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12 379,000,000 429,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 Persentase

Pemenuhan Disiplin

Aparatur

100 198,000,000.00
218,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian

dinas beserta

perlengkapan

yang diadakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

12 12Tersedianya Pakain

Dinas beserta

Perlengkapannya

198,000,000 218,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

73,000,000.00 80,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah personil

yang mengikuti

diklat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Tersedianya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

73,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase

Pemenuhan

Peningkatan

100
44,000,000.00 48,000,000.00



1.01.05.02.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Peningkatkan

Sistem Pelaporan

dan Capaian Kinerja

dan Keuangan

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Jumlah laporan

laporan opd yang

disusun dan

diselesaikan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

12 12Tersedianya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

4.70

1.01.05.16. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Respon Time Rate

(Tingkat

WaktuTanggap  )

45 694,000,000.00
644,000,000.00

1.01.05.16.04.
Pengadaan Peralatan dan

Pemeliharaan Mobil Damkar

jumlah jenis

peralatan dan

pemeliharaan

mobil damkar

yang diadakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah jenis

peralatan dan

pemeliharaan mobil

damkar

1 Paket 1 PaketTerwujudnya

peralatan dan

pemeliharaan mobil

damkar

75,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

3.65

1.01.05.16.06. Pembangunan Sumur Bor
Jumlah sumur bor

yang dibangun
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Sumur Bor

Pemadam

Kebakaran yang

dibangun

1 Paket 1 PaketSumur Bor

terbangun

70,000,000 0 Baru Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

3.35

1.01.05.16.07.
Pendidikan dan Pelatihan Personil

Pemadam Kebakaran

Jumlah personil

damkar yang

mengikuti

pendidikan dan

pelatihan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan

100 Orang 100 OrangMeningkatnya

kompetensi SDM

melalui pendidikan

dan pelatihan

294,000,000 294,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Dinas

pemadam

3.10

1.01.05.16.08.
Penyuluhan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Jumlah peserta

yang mengikuti

Penyuluhan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah penyuluhan

yang dilaksanakan

8 Kali 8 KaliMenurunnya angka

bencana kebakaran

90,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Kecamatan

dalam

3.05

1.01.05.16.09.
Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Pencegahan Kebakaran
Jumlah sarana

publik dan gedung

usaha yang di

inspeksi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase Sarana

Publik yang di

Inspeksi

8 8Menurunnya angka

kerugian masyarakat

100,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Gedung

usaha dan

2.85

1.01.05.16.10.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Investigasi Kejadian Kebakaran
Jumlah dokumen

investigasi

kejadian

kebakaran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase kejadian

kebakaran yang

dilakukan investigasi

8 8Jumlah dokumen

investigasi yang

dihasilkan

65,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Kabupaten

Batang

2.65



Total Pagu 4,442,000,000 4,766,000,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.05.03.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,225,553,900.00

1,530,350,100.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya

sarana

administrasi

persuratan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

3,600,000 3,600,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

44,000,100 44,000,100 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya

Jasa peralatan

dan perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

20,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpenuhinya

Jasa

Pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

Dinas/Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

3,600,000 3,600,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya

Administrasi

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

85,000,000 85,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70



1.01.05.03.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terpenuhinya

Jasa Kebersihan

Kantor.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

4,000,000 42,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpenuhinya

Jasa perbaikan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

11,150,000 11,150,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat

Tulis Kantor.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terpenuhinya

Penyediaan

Barang Cetakan

dan

Penggandaan.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

10,000,000 12,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

19,843,800 20,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12 71,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Terpenuhinya

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

30,960,000 31,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya

Makanan dan

Minuman.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

147,400,000 148,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terpenuhinya

uang perjalanan

untuk rapat-rapat

koordinasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

250,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70



1.01.05.03.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terpenuhinya

Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi/Tekni

s Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

475,000,000 585,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Pemenuhan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

290,738,400.00
295,738,400.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Gedung kantor

dalam kondisi

layak

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

75,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya

kendaraan Dinas/

Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

177,944,000 177,944,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya

gedung kantor.
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

37,794,400 37,794,400 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 40,000,000.00 57,051,761.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terpenuhinya

pakaian dinas

aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

12 12Tersedianya Pakain

Dinas beserta

Perlengkapannya

40,000,000 57,051,761 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
54,000,000.00 60,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya

Profesionalisme

dan Kinerja

Aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Tersedianya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

54,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase

Pemenuhan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

100

40,000,000.00 45,000,000.00



1.01.05.03.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Jumlah Laporan

yang terpenuhi
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

12 12Tersedianya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

40,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.70

1.01.05.15. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Respon Time

Tanggap Darurat
100 1,165,000,000.00

1,235,000,000.00

1.01.05.15.01.
Fasilitasi Pencegahan dan

Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah fasilitasi

pencegahan dan

penanggulangan

bencana daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Tersedianya

Fasilitasi

Pencegahan dan

Penanggulangan

Bencana Daerah

10 Fasilitasi 10 FasilitasiJumlah fasilitasi

pencegahan dan

penanggulangan

bencana daerah

175,000,000 185,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.15

1.01.05.15.02.
Sosialisasi Pencegahan dan

Penanganan Penanggulangan

Bencana

Terlatihnya

relawan TRC

BPBD dan TRC

dari instansi

terkait

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Terlatihnya  relawan

TRC BPBD dan

TRC dari instansi

terkait

60 Orang 60 OrangTerlatihnya relawan

TRC BPBD dan

TRC dari instansi

terkait

80,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

3.85

1.01.05.15.03.
Pengadaan/Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan

Penanggulangan Bencana

Peralatan dan

Perlengkapan

dalam kondisi baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Peralatan dan

Perlengkapan

Penanggulangan

Bencana

1 Paket 1 PaketPeralatan dan

Perlengkapan dalam

kondisi baik

575,000,000 600,000,000 Sedang

Berjalan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

3.55

1.01.05.15.06.
Sosialisasi Daerah rawan bencana Jumlah Peserta

yang telah

tersosialisasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Sosialisasi

Daerah Rawan

Bencana

- -Terlaksananya

Sosialisasi Daerah

Rawan Bencan

140,000,000 150,000,000 Baru Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.35

1.01.05.15.08. Pemberdayaan Desa tangguh
Jumlah Desa

Tangguh
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Desa yang

mengikuti

Pemberdayaan

2 Desa 2 DesaDesa yang telah

Mengikuti

Pemberdayaan

195,000,000 200,000,000 Baru Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

Total Pagu 2,815,292,300 3,223,140,261



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.05.04.

Kesatuan Bangsa dan Politik:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,048,000,000.00

1,145,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya

keutuhan Maretai

dan Prangko

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

4,000,000 4,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terwujudnya

Pelayanan Tugas

bidang Jasa

Komunikasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

114,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terwujudnya

kelancaran

pelaksanaan

tugas Operasional

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

40,000,000 44,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terwujudnya

kencaran

pelaksanaan

tugas operasional

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

11,000,000 12,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terwujudnya

klelancaran

pelaksanaan

tugas bidang

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

92,000,000 102,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Tersedianya alat

kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

79,000,000 87,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50



1.01.05.04.

Kesatuan Bangsa dan Politik:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kantor
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terwujudnya

pelaksanaan

perbaikan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

53,000,000 58,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat

Tulis Kantor ( ATK

)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

62,000,000 68,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

30,000,000 33,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

penerangan

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

20,000,000 22,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya

sarana dan

prasarana kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor 12

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Terpenuhinya

kebutuhan bahan

bacaaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

16,000,000 17,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya

kebutuhan

makanan dan

minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

66,000,000 73,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terpenuhinya

kebutuhan biaya

perjalanan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

186,000,000 203,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50



1.01.05.04.

Kesatuan Bangsa dan Politik:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terpenuhinya

pelaksanaan

tugas bidang

administrasi

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Tekn

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

215,000,000 237,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Pemenuhan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

282,000,000.00
310,000,000.00

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya

pemeliharaan

kendaraan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

145,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02.42.
Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung

Kantor

Terpenuhinya

rehab gedung

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

137,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terpenuhinya

pengadaan

pakaian dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

29,000,000 31,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Terpenuhinya

pakaian dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

26,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Pemenuhan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
40,000,000.00

137,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya

pendidikan dan

Pelatihan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 137,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase

Pemenuhan

Peningkatan

Pengembangn

Sistem Pelaporam

Capaian dan

Keuangan

100

44,000,000.00 48,000,000.00



1.01.05.04.

Kesatuan Bangsa dan Politik:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terpenuhinya

penyediaan jasa

penyusunan

laporan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.50

1.01.05.17. Program pendidikan politik masyarakat
Persentase

Partisipasi Pemilih
75 295,000,000.00

437,000,000.00

1.01.05.17.01.
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Partai Poltik

Meningkatnya

pemahaman

tentang laporan

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Tingkat Partisipasi

Pemilih

70.6 Persen 70.6 Persentercapainya

Partisipasi Pemilih

110,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.05

1.01.05.17.02. Forum Diskusi Politik
Terwujudnya

kemandirian,

kedewasaan

politik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Tingkat Partisipasi

Pemilih

67.5 67.5Tingkat Partisipasi

Pemilih

100,000,000 230,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.05.17.03.
Monitoring dan Evaluasi

Perkembangan Politik Daerah

Terpenuhinya

perkembangan

politik daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Tingkat Partisipasi

Pemilih

62.5 62.5monitoring dan

evaluasi

perkembangan

politik terlaksana

dengan baik

85,000,000 87,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.35

1.01.05.18. Program pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase

Penurunan Konflik

dalam Masyarakat

19 570,000,000.00
1,130,000,000.00

1.01.05.18.01.
Fasilitasi dan Pembinaan Ormas Terfasilitasinya

pelaksanaan

sosialisasi

permendagri dan

UU tentang

organisasi tentang

organisasi

kemasyarakatan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

Persentase

Penurunan Konflik

Masyarakat

36 Persen 36 PersenFasilitasi dan

Pembinaan Ormas

terlaksan dengan

baik

200,000,000 210,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.20

1.01.05.18.02.
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)

Terfasilitasinya

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi KUB

dan Kegiatan

FKUB

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

Persentase

Penurunan Konflik

Masyarakat

26 Persen 26 PersenPenurunan Konflik

Masyarakat

Terlaksana dengan

baik

210,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.20

1.01.05.18.03.
Revitalisasi, Aktualisasi Nilai-nilai

Pancasila

Terfasilitasinya

pelaksanaan

Kegiatan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

Persentase

Penurunan Konflik

Masyarakat

27 Persen 27 Persenterlaksana

Revitalisasi,

Aktualisasi Nilai-nilai

Pancasila terlaksana

160,000,000 700,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.20



1.01.05.04.

Kesatuan Bangsa dan Politik:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01.05.19. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persentase

Penurunan

Gangguan

Lingkungan

20
1,290,000,000.00

1,380,000,000.00

1.01.05.19.01. Penangan Konflik Sosial
Meminimalisir

terjadinya konflik
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Presentase Konflik

yang diselesaikan

63 Persen 63 Persen Konflik yang

diselesaikan dengan

baik

750,000,000 825,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.05.19.02.
Fasilitasi Pelaksanaan Forum

Kewaspaadn Dini Masyarakat

(FKDM)

Terselenggaranya

Rapat dan

Sosialisasi Tim

Fasilitasi Kader

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Forum

Kewaspadaan

Masyarakat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Presentase Konflik

yang diselesaikan

20 Persen 20 PersenPelaksanaan Forum

Kewaspaadn Dini

Masyarakat (FKDM)

terlaksana

185,000,000 185,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.05.19.03.
Fasilitasi Dukungan Komite Intelijen

Daerah (KOMINDA)

Terlaksananya

Rapat Koordinasi

Intelejen Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Presentase Konflik

yang diselesaikan

71 71terlaksananya

Dukungan Komite

Intelijen Daerah

(KOMINDA) dengan

baik

195,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

3.95

1.01.05.19.04.
Peguatan Pengawasan Orang

asing

Terlaksananya

Pengawasan

Orang Asing di

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Presentase Konflik

yang diselesaikan

52 Persen 52 Persenterlaksananya

Pengawasan Orang

asing yang

terlaksana

160,000,000 170,000,000 Sedang

Berjalan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Batang

4.25

Total Pagu 3,624,000,000 4,648,000,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.06.01.

Dinas Sosial:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.06. SOSIAL

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,182,100,000.00

1,324,550,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

materai

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

6,750,000 7,050,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya

Telepeon, air dan

Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

85,000,000 97,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya

Kebutuhan

Banner, Umbul-

umbul, Dekorasi

dll

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

20,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terbayarnya

STNK Kendaraan

Dinas/operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

20,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten 4.60

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya

pembayaran

honorarium

administrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12 76,500,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Tersedianya

bahan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60



1.01.06.01.

Dinas Sosial:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kebersihan dan

bahan pembersih
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terlaksananya

sservice peralatan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

15,000,000 17,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

60,000,000 65,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang cetak dan

penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

komponen

instalasi listrik dan

elektronik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

8,350,000 10,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya

penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

170,000,000 185,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya surat

kabar/majalah
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

makan minum

rapat dan tamu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12 7,500,000 9,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terlaksananya

rapat dan

konsultasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

328,000,000 349,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terlaksananya

pembayaran

honorarium

tenaga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Tekn

240,000,000 285,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60



1.01.06.01.

Dinas Sosial:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

pendukung

administrasi/teknis

perkantoran

Pelayanan Umum yang baik Administrasi/Teknis

Perkantoran

is Perkantoran

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

995,000,000.00
1,150,000,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

tersedianya

kendaraan

opersional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

120,000,000 260,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

3.40

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

20,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

225,000,000 225,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.02.33.
Pemeliharaan rutin/berkala taman

makam pahlawan

Terlaksananya

pemeliharaan

taman makam

pahlawan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

3.65

0.00.00.02.41.
Rehabilitasi sedang/berat rumah

dinas

Terlaksananya

pemeliharaan

rumah dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.02.42.
Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung

Kantor

Terlaksananya

rehab gedung

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

200,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

3.95

0.00.00.02.45.
Rehabilitasi sedang/berat taman

makam pahlawan

Terlaksananya

rehab taman

makam pahlawan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

250,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

3.65

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,000,000.00 64,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya

pakaian dinas

harian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

22,000,000 23,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60



1.01.06.01.

Dinas Sosial:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya baju

korpri

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12,000,000 17,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.03.06. Pengadaaan Pakaian Olah Raga
Tersedianya

pakaian dan

perlengkapan olah

raga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

21,000,000 24,000,000 Baru Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57,000,000.00 63,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya

kegiatan pelatihan

dan bimbingan

teknis

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

57,000,000 63,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terlaksananya

penyusunan

laporan-laporan

OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60

1.01.06.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase KAT dan

PMKS yang dibantu 28 1,130,000,000.00
1,165,000,000.00

1.01.06.15.07. Fasilitasi dan pembinaan KUBE
Terlaksananya

fasilitasi dan

pembinaan bagi

penduduk miskin

melalui Program

Kelompok Usaha

Bersama (KUBE)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah kelompok

yang menerima

program

pemberdayaan

sosial melalui

Kelompok Usaha

Bersama (KUBE)

10 10Jumlah kelompok

yang menerima

program

pemberdayaan

sosial

280,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.05

1.01.06.15.08.
Fasilitasi pendampingan Program

Keluarga Harapan (PKH) dan SLRT
Tersedianya

Fasilitasi bagi

Pendamping

Keluarga Harapan

(PKH) dan

Fasilitator SLRT

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah pendamping

PKH dan fasilitator

SLRT

77 77Jumlah pendamping

PKH dan fasilitator

SLRT

400,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.45

1.01.06.15.09.
Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan ex trauma
Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan bagi

penyandang cacat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan

Jumlah penyandang

cacat yang

menerima

pendidikan dan

pelatihan

20 Orang 20 OrangJumlah penyandang

cacat yang

menerima

pendidikan dan

pelatihan

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.60



1.01.06.01.

Dinas Sosial:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum Kualitas Pelayanan

Publik

1.01.06.15.10. Pembinaan dan Fasilitasi KAT
Terlaksananya

pembinaan dan

pemberiaan

bantuan jaminan

hidup bagi warga

KAT

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah warga KAT

yang dibina dan

menerima program

bantuan jaminan

hidup

150 Orang 150 OrangTerlaksananya KAT

untuk Warga

200,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.25

1.01.06.15.11.
Pembinaan lembaga

kesejahterahan sosial

Terlaksananya

pembinaan

lembaga

kesejahteraan

sosial

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Lembaga

Kesejahteraan

Sosial

20 Lembaga 20 LembagaLembaga

Kesejahteraan

Kantor

100,000,000 115,000,000 Baru Dinas SosialKabupaten

Batang

3.65

1.01.06.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS

yang difasilitasi

secara baik

28 550,000,000.00
550,000,000.00

1.01.06.16.12.
Penanggulangan orang terlantar,

gepeng dan mayat terlantar

Terlaksananya

bantuan bagi

orang terlantar,

orang gila

terlantar dan

mayat terlantar.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah orang

terlantar, orang gila

terlantar dan mayat

terlantar yang

dibantu

75 Jiwa 75 JiwaOrang terlantar,

Gepeng dan Mayat

Terlantar teratasi

100,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

3.75

1.01.06.16.13.
Pelayanan dan perlindungan bagi

lansia tidak potensial

Terlaksananya

pemberian

bantuan bagi

lansia tidak

potensial

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah lansia yang

dibantu

60 60Lansia Mendapatkan

Pelayanan dan

Perlindungan

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.05

1.01.06.16.14.
Fasilitasi Tim Taruna Siaga

Bencana (Tagana)

Tersedianya

anggota Tim

Taruna Siaga

Bencana

(TAGANA)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah anggota Tim

TAGANA yang

tersedia

40 40Tim TAGANA 300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.05

1.01.06.22. Program Pelaksanaan Batang Hari Sejahtera
Persentase

Penduduk Miskin
23.05 650,000,000.00

825,000,000.00

1.01.06.22.01.
Fasilitasi pelaksanaan Kartu Batang

Hari Sejahtera (KBS)

Terlaksananya

pemberian

bantuan kepada

penduduk miskin

dan rentan miskin

berupa

kepesertaan PBI

JKN APBD

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Jumlah penerima

Kartu Batang Hari

Sejahtera (KBS)

44.345 44.345Terlaksananya KBS 200,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

4.45

1.01.06.22.02.
Pendataan dan Pemutakhiran Data

Basis Terpadu
Terlaksananya

pendataan dan

pemutakhiran data

basis

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Jumlah kecamatan

yang didata

8 8Data Basis Terpadu 450,000,000 625,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas SosialKabupaten

Batang

3.95



1.01.06.01.

Dinas Sosial:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

terpadu

Total Pagu 4,663,100,000 5,189,550,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.01.01.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.01. TENAGA KERJA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,230,000,000.00

1,423,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai

dan Benda Pos

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

4,815,000 5,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening Air,

Listrik, Telkom,

dan Internet

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

86,815,000 92,800,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

61,815,000 90,227,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah

Kendaraan dinas

yang dipelihara

dan diurus

perizinannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

33,815,000 37,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Pelayanan Jasa

Administrasi

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

142,815,000 165,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Peralatan dan

Perlengkapan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

52,815,000 68,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan

Kabupaten

Batang

4.70



1.02.01.01.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kebersihan untuk

kantor

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor Transmigrasi

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan

Kantor Yang di

Perbaiki

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

34,815,000 47,680,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

50,815,000 67,543,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

68,815,000 83,980,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

Komponen

Instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

33,815,000 64,470,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

107,815,000 115,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

38,815,000 42,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

Makanan Dan

Minuman Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

38,815,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terlaksanannya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah dan dalam

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

188,815,000 215,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa

tenaga pendukung

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Teknis

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

284,590,000 279,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70



1.02.01.01.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

administrasi /

teknis perkantoran
Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

Perkantoran

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

55,000,000.00 65,250,000.00

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah

Kendaraan

dinas/operasional

yang di pelihara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

55,000,000 65,250,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 95,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

12 12Tersedianya Pakain

Dinas beserta

Perlengkapannya

47,500,000 31,460,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Jumlah Pakaian

Khusus Hari Hari

Tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

12 12Tersedianya

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

47,500,000 29,540,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
40,000,000.00 37,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Frekuensi

Pendidikan Dan

Pelatihan Formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Tersedianya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

40,000,000 37,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
40,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Jumlah Laporan

Keuangan Yang di

susun

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

12 12Tersedianya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

40,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.70

1.02.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat

Pengangguran

Terbuka

2.50 655,000,000.00
655,000,000.00

1.02.01.15.06.
Pendidikan dan Pelatihan

Ketrampilan bagi Pencari kerja
Jumlah Pencaker

yang mengikuti

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Jumlah Pencaker

yang mengikuti

Pelatihan

48 48Pencaker yang

Terlatih

350,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.10



1.02.01.01.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

pelathan
Kerakyatan

1.02.01.15.10.
Fasilitas dan bantuan Peralatan

bagi Tenaga Kerja

Jumlah Pencaker

yang dibantu

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Jumlah Pencaker

yang dibantu

peralatan kerja

3 3Tenaga Kerja yang

mendapat Bantuan

180,000,000 180,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.25

1.02.01.15.11.
Surveilence Produktivitas Tenaga

Kerja

Jumlah

Penyerapan

Tenaga Kerja

Oleh Perusahaan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Jumlah penyerapan

Tenaga kerja oleh

perusahaan

20 20Tenaga Kerja yang

bekerja di

Perusahaan

125,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase

Peningkatan

Kesempatan Kerja

1.7 355,000,000.00
270,000,000.00

1.02.01.16.02.
Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Jumlah Buku

Penyebarluasan

Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

Persentase pencari

kerja terdaftar yang

bekerja

1 1 Pencari kerja yang

terdaftar yang

bekerja

150,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.01.16.08.
Fasilitasi Penempatan Tenaga

Kerja Melalui AKL

Jumlah Pencari

Kerja Terdaftar

Yang Bekerja

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

Persentase pencari

kerja terdaftar yang

bekerja

50 50pencari kerja

terdaftar yang

bekerja

105,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.01.16.09.
Standarisasi Pelayanan

Ketenagakerjaan

Jumlah Paket

Surveilence ISO

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

Jumlah Paket

Surveilance

20 20Paket Surveilance 100,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.01.18. Program Perlindungan Tenaga Kerja
Persentasi

Penyelesaian

Masalah Hubungan

Industrial

70

550,000,000.00
330,000,000.00

1.02.01.18.01.
Implementasi Pembentukan

Lembaga Kerjasama (TRIPARTIT)
Jumlah Lembaga

Kerjasama

(Tripartit ) yang

dibina

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Jumlah Lembaga

Kerjasama

(TRIPARTIT) yang

dibina

2 2Lembaga Kerjasama 180,000,000 190,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.25

1.02.01.18.02.
Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Jumlah

Perusahaan yang

diikutsertakan

dalam rangka

penertiban

peraturan

perusahaan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Jumlah Perusahaan

Yang Di Ikutsertakan

Dalam Rangka

Penertiban

Peraturan

Perusahaan

25 25Perusahaan 160,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.01.18.03.
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial
Persentase

Perselisisihan

Hubungan

Industrial yang

diselesaikan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Persentase

perselisihan

hubungan industrial

yang di selesaikan

30 30Kasus 60,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.15



1.02.01.01.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02.01.18.04.
Bimtek Pelaksanaan Struktur dan

Sekala Upah

Meningkatnya

Kemampuan

Perusahaan

dalam menyusun

skala upah tenaga

kerja

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Persentase

Pelaksanaan

Struktur dan Skala

Upah

100 100Bimtek 150,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

4.15

2.01.08.17. Program Pembinaan Transmigrasi
Jumlah Lokasi KTM

yang di bina
1 645,000,000.00

740,000,000.00

2.01.08.17.03.
Fasilitasi pengembangan

masyarakat satuan permukiman

(fasilitasi KTM)

Jumlah Kawasan

Transmigrasi yang

di monitor dan di

evaluasi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

Jumlah Dokumen

dan Peserta

Sosialisasi

8 8Dokumen dan

Peserta Sosialisasi

275,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

1.85

2.01.08.17.04.
Pendampingan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi

Jumlah Peta

REPT Kawasan

Transmigrasi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

Pendampingan

Pembangunan

Kawasan

Transmigrasi

8 8Jumlah Peta RWPT

Kawasan

Ttransmigrasi

250,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

3.85

2.01.08.17.05.
Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

Jumlah

Pembangunan

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

Dokumen Monitoring

dan Evaluasi

pengembangan

Kawasan

8 8Dokumen Monitoring

dan Evaluasi

pengembangan

Kawasan

120,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten

Batang

2.40

Total Pagu 3,665,000,000 3,629,250,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
3,009,634,740.00

3,350,493,114.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat terwujudnya

penyediaan surat

menyurat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

6,163,740 6,780,114 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

terwujudnya jasa

komunikasi dan

sumberdaya listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

160,000,000 162,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Batang

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terwujudnya

penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

102,850,000 113,135,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

terwujudnya

penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

41,571,000 44,838,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

DPPKBP3A

Kabupate

4.70



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Perempuan dan

Perlindungan Anak

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

terwujudnya jasa

adminitrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12 90,750,000 99,825,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

terwujudnya

penyediaan jasa

kebersihan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

121,500,000 133,205,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

terwujudnya

penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

52,830,000 45,613,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
terwujudnya

penyediaan alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

135,700,000 149,110,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

terwujudnya

penyediaan

barang cetak dan

penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

61,600,000 67,750,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

terwujudnya

penyediaan

komponen

instalasi listrik dan

penrangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

34,150,000 36,965,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

450,000,000 580,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

terwujudnya

penyediaan

peralatan rumah

tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

121,000,000 133,100,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

terwujudnya

penyediaan bahan

bacaan  dan

peraturan

perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

14,520,000 15,972,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

terwujudnya

makan dan minum
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

60,500,000 66,550,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

terwujudnya rapat-

rapat dan

konsultasi keluar

daerah dan dalam

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

242,000,000 266,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

terwujudnya

penyediaan jasa

tenaga

pendudkung

adminitrasi teknis

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1,314,500,000 1,429,450,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase

Peningkatan Sarana

dan

100
1,066,500,000.00

1,428,815,000.00



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Prasarana Aparatur

0.00.00.02.12.
Pembangunan/Pengadaan

Rehabilitasi Wisma

terwujudnya

pembangunan/reh

abilitasi Wisma

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

400,000,000 700,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.02.13.
Pembangunan/Pengadaan Sumur

Gali

terwujudnya

pembangunan

sumur gali

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12,000,000 12,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.02.14.
Pembangunan/ Pengadaan

Pemasangan komblok

terwujudnya

pemasangan

komblok

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

17,100,000 17,100,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

terwujudnya

pemeliharaan

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

78,650,000 86,515,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

terwujudnya

pemeliharaan

berkala kendaraan

dinas

(operasional)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

544,500,000 598,950,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.02.46.
Pembangunan Halaman Gedung

Kantor

terwujudnya

pembangunan

halaman gedung

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

14,250,000 14,250,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 42,300,000.00 45,930,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

terwujudnya

pengadaan

pakaian dinas dan

perlengkapanya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

12 12Tersedianya Pakain

Dinas beserta

Perlengkapannya

21,150,000 22,965,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

terwujudnya

pengadaan

pakaian PHD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

12 12Tersedianya

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

21,150,000 22,965,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
55,000,000.00 60,500,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal terwujudnya

pendidikan dan

pelatihan formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Tersedianya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

55,000,000 60,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
40,000,000.00 40,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Pelaporan Kinerja

OPD dan

Realisasi Kinerja

OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

12 12Tersedianya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

40,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Kabupaten

Batang

4.70

1,02.02.16. Program Penguatan Kelembagaan, Pengarustamaan Gender dan Anak Jumlah Lembaga 23 1,707,500,000.00
2,162,000,000.00

1,02.02.16.10.
Fasilitasi Penguatan kelembagaan

pengarustamaan gender
Tercapainya

penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan

perlindungan anak

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah peserta

pelatihan

60 60Tercapainya

penguatan

kelembagaan

pengarustamaan

gender dan

perlindungan anak

80,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

DPPKBP3A

Kabupate

3.55



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Perlindungan Anak

1,02.02.16.11.
Fasilitasi penguatan kelembagaan

Perlindungan Anak

Meningkatnya

jumlah peserta

pelatihan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Peserta

Pelatihan

40 40Penguatan

kelembagaan

Perlindungan Anak

Terlaksana

275,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.45

1,02.02.16.12.
fasilitasi jambore dan forum anak Terlaksananya

kegiatan jambore

dan forum anak

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah peserta

jambore anak

21 21Terealisasinya

fasilitasi jambore

dan forum anak

300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.65

1,02.02.16.13.
Fasilitasi dan Pembinaan Peran

serta Perempuan dalam

pembangunan

Terlaksananya

fasilitasi dan

pembinaan

sumberdaya

perempuan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Fasilitasi

Pengembangan

kelompok P2TP2A

Kabupaten

96 96Terbentuknya

Pengembangan

kelompok P2TP2A

Kabupaten yang

Baik

750,000,000 1,050,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.65

1,02.02.16.15.
Fasilitasi Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Terlaksananya

fasilitasi

pengembangan

pusat pelayanan

terpadu

pemberdayaan

perempuan dan

anak (P2TP2A)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Peserta

pengembangan

kelompok P2TP2A

60 60Pembinaan

kelompok P2TP2A

302,500,000 332,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.05

1.02.02.17. Program Peningakatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Jumlah Organisasi

Perempuan yang

Terbina

80 180,000,000.00
240,000,000.00

1.02.02.17.10. Fasilitasi Penyusunan IPG
Terlaksananya

kegiatan

penyusunan IPG

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Tersajinya data

terpilah

1 Buku 1 BukuTerlaksananya

Fasilitasi

Penyusunan IPG

180,000,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.05

1.02.02.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Indeks

Pembangunan

Gender

71.00 220,000,000.00
225,000,000.00

1.02.02.18.01.
Pembinaan Organisasi Perempuan terlaksananya

kegiatan

pembinaan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia

220,000,000 225,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk,

DPPKBP3A

Kabupate

3.25



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

organisasi

perempuan

Manusia yang Sehat Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

1.02.02.20. Program Penyiapan Pendamping Kelompok  Bina Keluarga
Persentase

Partisipasi Keluarga

dalam Kelompok

Bina Keluarga

120

424,000,000.00
466,000,000.00

1.02.02.20.01.
Pelatihan tenaga Pendamping

kelompok bina keluarga

Meningkatnya

partisipasi

keluarga dalam

kelompok bina

keluarga

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah orang yang

mendapat pelatihan

75 75Terlaksananya

Pelatihan tenaga

Pendamping

kelompok bina

keluarga

424,000,000 466,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.95

1.02.02.21. Program Pemberdayaan Perempuan
Persentase

Peningkatan Dasa

Wisma Yang Aktif

9 2,880,000,000.00
2,805,000,000.00

1.02.02.21.01.
Sosialisasi Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan

Terlaksananya

kegiatan

sosialisasi

kesertaan gender

dan

pemberdayaan

perempuan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Peserta

yang mengikuti

sosialisasi

Kesetaraan Gender

dan Pemberdayaan

Perempuan

400 400Terlaksananya

kegiatan Sosialisasi

Kesetaraan Gender

dan Pemberdayaan

Perempuan

270,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.65

1.02.02.21.02.
Pelatihan kewirausahaan

perempuan

terselenggaranya

kegiatan pelatihan

bagi pelaku usaha

perempuan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah peserta

kegiatan pelatihan

kewirausahaan

perempuan

40 40Terlaksananya

Pelatihan

kewirausahaan

perempuan

300,000,000 325,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.15

1.02.02.21.03. Kegiatan Jambore PKK
Terlaksananya

kegiatan Jambore

PKK

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Kecamatan

yang mengikuti

Jambore PKK

8 8Terlaksanakan

Kegiatan Jambore

PKK

260,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.85

1.02.02.21.04.
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana

Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga

Terlaksananya

kegiatan

pembangunan/reh

abilitasi sarana

pembinaan

kesejahteraan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Paket

Bangunan

Pelayanan Mes PKK

1 1Pembangunan/Reha

bilitasi Sarana

Pembinaan

Kesejahteraan

Keluarga

450,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

DPPKBP3A

Kabupate

3.55



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

keluarga
Perlindungan Anak

1.02.02.21.05. Pembinaan PKK
Terbinanya kader

PKK di

Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Desa dan

Kelurahan yang

dibina

124 124Terlaksananya

Pembinaan PKK

750,000,000 960,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.95

1.02.02.21.06.
Peningkatan Kapasitas Kader PKK Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

kapasitas kader

PKK

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Peserta

yang mengikuti

pelatihan kader PKK

650 650Terlaksananya

pelatihan kader PKK

850,000,000 900,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.65

1.02.02.22. Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga
Persentase Jumlah

Keluarga yang

Mengikuti Kegiatan

Kelompok

73.64

480,000,000.00
515,000,000.00

1.02.02.22.01.
Orientasi dan Penilaian Kader IMP persentase

keluarga yang

mengikuti

kegiatan

kelompok

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase Kader

IMP yang telah

mengikuti Kegiatan

Orientasi

76 76Orientasi dan

Penilaian Kader IMP

365,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.65

1.02.02.22.02.
Orientasi Pekan Krida Saka

Kencana dan Ketahanan Keluarga

Terlaksananya

kegiatan pekan

Krida Saka

Kencana dan

Ketahanan

Keluarga

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah siswa yang

memahami

pengetahuan dan

keterampilan

ketahanan keluarga

100 100Terlaksananya

Orientasi Pekan

Krida Saka Kencana

dan Ketahanan

115,000,000 115,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.75

1.02.08.15. Program Keluarga Berencana
Persentase  Peserta

KB Aktif (CPR) 74.58 1,548,000,000.00
2,011,000,000.00

1.02.08.15.08.
Kegiatan Peningkatan Kemampuan

dan keterampilan Pengelola R/R
Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

kemampuan

petugas klinik KB

dan pengelola RR

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase tenaga

pengelola Klinik KB

dan Pengelola R/R

yang dilatih

75 75Terlaksananya

Kegiatan

Peningkatan

Kemampuan

petugas klinik KB

dan pengelola R/R

238,000,000 261,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.85



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02.08.15.09.
Fasilitasi dan Penggerakan

Kampung KB

Tersedianya

fasilitasi

pembentukan

kampung KB

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah kampung KB 24 24Terealiasinya

Fasilitasi dan

Penggerakan

Kampung KB

120,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.35

1.02.08.15.12.
Pendayagunaan PLKB dan Kader

KB

Terlaksananya

kegiatan

pendayagunaan

PLKB dan Kader

KB

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Terlaksananya

kegiatan

pendayagunaan

PLKB dan kader KB

60 60Meningkatnya

pastisifasi kader KB

dalam program

kependudukan,

keluarga berencana

dan pembangunan

keluarga

270,000,000 280,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.85

1.02.08.15.13. Momentum KB
Terlaksananya

momentum KB

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Pelaksanaan

Momentum KB

5 5Terlaksananya

jumlah pelaksanaan

momentum KB

170,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.75

1.02.08.15.14.
Operasional Balai Penyuluhan KB

(DAK)

meningkatnya

pengadaan

sarana dan

prasarana

pelayanan KB

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Pelaksanaan Balai

Penyuluhan KB

100 100Balai Penyuluhan

KB

750,000,000 1,090,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.95

1.02.08.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Persentase

Perempuan Menikah

dibawah Umur 21

Tahun

63.90
242,000,000.00

266,000,000.00

1.02.08.16.03.
Fasilitasi forum pelayanan KRR

bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah

menurunnya

persentase

perempuan

menikah dibawah

usia 21 tahun

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

meningkatnya

jumlah kelompok

PIK Remaja

85 85Terealisasinya

Fasilitasi forum

pelayanan KRR bagi

kelompok remaja

dan kelompok

sebaya diluar

sekolah

242,000,000 266,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

4.70

1.02.08.17. Program Pelayanan Kontrasepsi
Persentase PUS

Memakai Alat KB

Jangka Panjang

12.00 243,000,000.00
239,300,000.00

1.02.08.17.05.
Pengendalian penduduk melalui

Pelayanan Kb

meningkatnya

sarana dan

prasarana

pelayanan kb

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Kegiatan

Pelayanan KB

102 102Terlaksananya

Kegiatan Pelayanan

KB

243,000,000 239,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

DPPKBP3A

Kabupate

3.75



1.02.02.01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

1.02.08.25. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan KB
Persentase

Pemenuhan Sarana

Operasional Tenaga

Lini Lapangan

83.23

1,000,000,000.00
1,508,000,000.00

1.02.08.25.01.
Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Pelayanan KB (DAK)

Terlaksanya

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Pelayan KB dari

dana DAK Pusat

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Persentase

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Pelayanan KB

100 100Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Sumber dana Pusat

1,000,000,000 1,508,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.08.26. Program Pengendalian Kependudukan dan Informasi Analisis Program
Laju Pertumbuhan

Penduduk
2.05 242,000,000.00

266,000,000.00

1.02.08.26.01.
Kegiatan Desiminasi  pengendalian

penduduk

Terlaksananya

kegiatan dimensi

pengendalian

penduduk

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Sosialisasi 2 2Terlaksananya

Kegiatan Desiminasi

pengendalian

penduduk

121,000,000 133,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.95

1.02.08.26.02.
Pendataan dan penyusunan data

pertumbuhan penduduk

Telaksananya

kegiatan

penyusunan data

pertumbuhan

penduduk

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

Jumlah Dokumen

LPP

1 1Pendataan dan

penyusunan data

pertumbuhan

penduduk

121,000,000 133,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

DPPKBP3A

Kabupate

3.35

Total Pagu 13,379,934,740
15,629,038,114



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.05.01.

Dinas Lingkungan Hidup:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,447,881,305.00

1,601,481,305.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya

Pelayanan

Administrasi

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

2,880,000 2,880,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa

Telpon, Air dan

Listrik Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

216,500,000 216,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

42,275,000 24,775,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.04.
Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah petugas

kebersihan yang

di asuransikan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan PNS

12 12Tersedianya Jasa

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan PNS

83,844,000 83,844,000 Alternatif Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terbayarnya

Pajak Kendaraan

Dinas/Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

40,700,000 44,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan
Jumlah aparatur

internal Dinas

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

106,500,000 129,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70



1.02.05.01.

Dinas Lingkungan Hidup:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Lingkungan Hidup

yang dilayani
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Administrasi

Keuangan

Keuangan

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Luas Gedung dan

Halaman yang

disediakan jasa

kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

32,500,000 32,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK

yang disediakan
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah bahan

yang dicetak/

digandakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

30,482,305 30,482,305 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah jenis

komponen

instalasi listrik

yang disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

20,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis

Peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

250,000,000 385,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah jenis

Peralatan rumah

tangga yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

1,000,000 1,000,000 Alternatif Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Jumlah bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

16,200,000 16,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah pax

makanan dan

minuman yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

45,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Koordinasi dan

Konsultasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar

200,000,000 210,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70



1.02.05.01.

Dinas Lingkungan Hidup:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik Daerah dan Dalam

Daerah

Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga

pendukung

administrasi/

teknis perkantoran

yang tersedia

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

289,351,128.00
289,351,128.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Luas Gedung dan

halaman yang

dilakukan

pemeliharaan

rutin/ berkala

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

42,350,000 42,350,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah unit

kendaraan dinas/

operasional yang

dipelihara secara

rutin/ berkala

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

204,651,128 204,651,128 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02.28.
Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan

kantor yang

dipelihara secara

rutin/ berkala

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

42,350,000 42,350,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 72,500,000.00 77,500,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian

dinas dan

perlengkapannya

yang diadakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

12 12Tersedianya Pakain

Dinas beserta

Perlengkapannya

50,000,000 55,000,000 Alternatif Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya

Pakaian khusus

hari-hari tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

12 12 22,500,000 22,500,000 Alternatif Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
50,000,000.00

146,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur

Sipil Negara yang

mengikuti

pendidikan dan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Tersedianya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

50,000,000 146,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70



1.02.05.01.

Dinas Lingkungan Hidup:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

pelatihan
Pelayanan Umum yang baik

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Jumlah dokumen

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja (LPPK,

Evaluasi Renja,

Evaluasi DAK,

Evaluasi Sirup,

LKj, SPM, IKM,

LPPD dan LPPD

pendukung OPD

yang disusun

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

12 12Tersedianya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.70

1.02.05.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase

Pengelolaan

Sampah di TPA

49 3,189,800,000.00
4,283,530,000.00

1.02.05.15.02.
Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan

Jumlah tempat

sampah yang

tersedia

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

350,000,000 409,750,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.05.15.11.
Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan

Jumlah kelompok

masyarakat yang

dibina dengan

pola 3R

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

176,000,000 193,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.40

1.02.05.15.13.
Peningkatan Operasi Pengelolaan

Persampahan

Jumlah sampah

yang dikelola

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

2,500,000,000 3,500,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.65

1.02.05.15.14.
Pembinaan dan Kampanye

Pelaksanaan 3R untuk

Pengurangan Timbulan Sampah

Jumlah Bank

sampah yang

dibentuk

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

100,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.05.15.15.
Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengumpul dan Pengangkut

Sampah (DAK)

Jumlah sarana

dan prasarana

pengumpul dan

pengangkut

sampah

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

63,800,000 70,180,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.35

1.02.05.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Jumlah kasus

pencemaran dan

perusakan hutan

100 1,180,562,500.00
1,570,118,750.00

1.02.05.16.20.
Pengendalian Kerusakan

Lingkungan
Jumlah indeks

kualitas udara

yang

dipertahankan,

Penurunan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah data base

kerusakan

lingkungan

1 1terlaksananya data

base kerusakan

lingkungan dengan

baik

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.25



1.02.05.01.

Dinas Lingkungan Hidup:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

pencemaran air,

dan Jumlah data

Base kerusakan

Lingkungan

1.02.05.16.21.
Pembinaan Pengendalian B3 dan

Limbah B3

Jumlah

perusahaan/

penanggung

jawab usaha yang

mengelola b3 dan

limbah b3 sesuai

aturan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah

perusahaan/penang

gung jawab usaha

yang mengelola B3

dan limbah B3

26 26terlaksananya

perusahaan/penang

gung jawab usaha

yang mengelola B3

dan limbah

100,000,000 115,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.05.16.22.
Pengawasan Pengendalian dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah

perusahaan yang

di monitor dan di

awasi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Laporan Hasil

Pengawasan dan

Pengendalian

- -Hasil Pengawasan

dan Pengendalian

terlaksana dengan

baik

255,000,000 260,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.00

1.02.05.16.26.
Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan

Jumlah dokumen

lingkungan yang

tersusun sesuai

ketentuan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Dokumen

Dampak Lingkungan

15 15Dokumen Dampak

Lingkungan

terlaksana dengan

baik

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.05

1.02.05.16.27.
Pemberdayaan Laboratorium

Lingkungan Daerah

Jumlah lembar

hasil uji

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah SDM yang

mengikuti pelatihan

Laboratorium

12 12Terlaksananya

Jumlah SDM yang

mengikuti pelatihan

Laboratorium dan

lembar hasil uji

dengan baik

324,062,500 576,468,750 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.05.16.28.
Penaatan Hukum di bidang

lingkungan
tertib aturan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah penurunan

penanggung jawab

usaha yang tidak

taat hukum

lingkungan

- -penurunan

penanggung jawab

usaha yang tidak

taat hukum

lingkungan

130,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

8

Kecamata

2.50

1.02.05.16.29.
Pengadaan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup (DAK)

Jumlah sarana

dan prasarana

peningkatan

kualitas

Lingkungan yang

diadakan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Sarpras

Peningkatan

Kualitas LH yang

diadakan

- -Sarpras

Peningkatan

Kualitas LH yang

diadakan

71,500,000 78,650,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.25

1.02.05.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase

Cakupan sunber

daya alam yang

dilindungi dan

dikonservasii

8

390,000,000.00
432,000,000.00

1.02.05.17.17.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup

sedunia

Jumlah peringatan

hari lingkungan

hidup sedunia

yang

diselenggarakan

dalam setahun

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah peringatan

hari lingkungan

hidup sedunia yang

diselenggarakan

dalam setahun

1 1peringatan hari

lingkungan hidup

sedunia yang

diselenggarakan

dalam setahun

130,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.05

1.02.05.17.18.
Pembinaan Masyarakat Peduli

Lingkungan dan Pengelolaan

keanekaragaman hayati

Jumlah dokumen

data base

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Jumlah dokumen

data base

keanekaragaman

2 2dokumen data base

keanekaragaman

140,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.25



1.02.05.01.

Dinas Lingkungan Hidup:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

keanekaragaman

hayati per 2

kecamatan se

kabupaten Batang

Hari, Jumlah desa

proklim yang di

bina, Jumlah

calon penerima

kalpataru

dan Pelayanan

Dasar

Permukiman hayati per 2

kecamatan se

Kabupaten Batang

Hari

hayati per 2

kecamatan se

Kabupaten Batang

Hari, Desa Proklim

yang dibina dan

calon penerima

kalpataru

1.02.05.17.19.
Pemberdayaan MHA dalam

pengelolaan konservasi

Jumlah kelompok

MHA yang dibina
Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Kelompok

MHA yang dibina

4 4Kelompok MHA

yang dibina

120,000,000 132,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

2.75

1.02.05.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase data

Informasi

Lingkungan Hidup

yang terUpdate

85
80,000,000.00

130,000,000.00

1.02.05.19.06.
Penyelenggaraan Layanan

Pengaduan Lingkungan Hidup

Presentase kasus

yang ditindak

lanjuti

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

80,000,000 130,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

2.60

1.02.05.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase RTH

terhadap ketentuan

perundangan

17
315,000,000.00

530,000,000.00

1.02.05.24.06.
Pemeliharaan RTH dan Taman

Kota

Jumlah luasan

RTH yang

dipelihara

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah luasan RTH

yang dipelihara

2.5 2.5RTH yang dipelihara 165,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.05.24.11.
Penilaian Kota Sehat / Adipura dan

Adiwiyata

Jumlah titik

pantau Adipura

yang dibenahi,

Juara 1, 2, dan 3

sekolah,

perkantoran, dan

perumahan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Titik Pantau

Adipura yang

dibenahi

20 20Titik Pantau Adipura

yang dibenahi, Juara

I,II dan III Sekolah,

Perkantoran dan

Perumahan dan

Jumlah lokasi

sekolah,

perkantoran dan

perumahan yang

dibina

150,000,000 330,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.05.25. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
Persentase

Cakupan

penanganan

sampah

49
100,000,000.00

110,000,000.00

1.02.05.25.01. Pengelolaan TPA
Lahan Sabuk hijau Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Lahan Baku Hijau

(Green Belt)

52 52terlaksananya Lahan

Baku Hijau (Green

Belt) yang

dilaksanakan di TPA

dengan baik

100,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.10

2.01.04.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Luas Pengelolaan

dan Pemanfaatan
1600 450,000,000.00

500,000,000.00



1.02.05.01.

Dinas Lingkungan Hidup:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

TAHURA STS

2.01.04.15.01.
Pemanfaatan TAHURA dan

Pemberdayaan Masyarakat

Luas Pengelolaan

dan pemanfaatan

TAHURA Sultan

thaha Syaifuddin

(2%/ tahun/ 1500

Ha)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Luas pengelolaan

dan pemanfaatan

TAHURA Sultan

Thaha Syaifuddin

(2%/Tahun/15000

Ha)

5 5Pemanfaatan

TAHURA dan

Pemberdayaan

Masyarakat

450,000,000 500,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.25

2.01.04.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Luas Lahan

TAHURA STS yang

Rehabilitasi

700 1,000,000,000.00
1,150,000,000.00

2.01.04.16.07.
Rehabilitasi Kawasan TAHURA

STS

Luas kawasan

TAHURA STS

yang direhabilitasi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Jumlah Pembuatan

bibit  tanaman hutan

dan MPTS

200 200Luas  Persemaian

dan Pembibitan dan

Pembuatan bibit

tanaman hutan dan

MPTS, Penanaman

Reboisasi di Tahura

STS, bantuan bibit

Penghijauan di Desa

Penyangga Tahura

STS, Pelatihan

Petani Pelaksana

Penanaman

Reboisasi yang

dilaksanakan, Luas

Kemitraan Konse

1,000,000,000 1,150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

4.25

2.01.04.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Luas Perlindungan

dan Pemulihan SDA

dan Kawasan

Tahura STS

1000
500,000,000.00

550,000,000.00

2.01.04.17.06.
Perlindungan dan Pengawetan

KSDH

Luas

Pengamanan,

Pengendalian dan

pencegahan

kebakaran

kawasan

TAHURA STS

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Insfrastruktur

Permukiman

Luas pengamanan

dan penertiban SDA

dan kawasan

TAHURA STS

300 300Pengamanan dan

Penertiban SDA

dan kawasan

TAHURA STS,

Pencegahan dan

pengendalian

kebakaran hutan di

TAHURA dan Blok

Pengelolaan Tahura

yang ditata dan

dipelihara

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Batang

3.10

Total Pagu 9,109,094,933
11,417,981,183



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.06.01.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,385,964,000.00

1,558,999,500.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

4,356,000 4,791,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

150,003,810 161,199,841 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

5,445,000 5,989,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

103,455,000 113,800,500 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70



1.02.06.01.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Apatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

27,429,253 30,172,178 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemeritah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

45,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

111,320,000 122,452,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

126,299,437 138,929,381 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

6,473,000 7,120,850 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

200,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

26,620,000 29,282,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

36,602,500 40,262,750 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70



1.02.06.01.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Pelayanan Umum yang baik

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

237,960,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja Aparatur

Pemerintah

Daerah dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

305,000,000 420,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

412,536,000.00
231,000,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Meningkatnya

Pembangunan

Infrastruktur

Sarana Prasarana

Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

300,000,000 105,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Meningkatnya

Pembangunan

Infrastruktur

Perkantoran,

Perumahan dan

Permukiman,

sarana dan

prasarana sanitasi

air bersih

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

17,136,000 28,136,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Meningkatnya

Pembangunan

Infrastruktur

perkantoran,

perumahan dan

pemukiman ,

sarana dan

prasarana sanitasi

air bersih

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

95,400,000 97,864,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya
Meningkatnya

kapasitas dan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 40,000,000 44,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan

Dinas

Kependud

4.70



1.02.06.01.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kinerja aparatur

pemerintah

daerah dan

pemerintah desa

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

dan Pencatatan Sipil

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Meningkatnya

kapasitas dan

kinerja aparatur

pemerintah

daerah dan

pemerintah desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 17,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya

Kapasitas dan

Kinerja aparatur

pemerintah

daerah dan

aparatur desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 61,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Agar

Tersusunnya

laporan kinerja

yang berkualitas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.70

1.02.06.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase

Kepimilikan

Dokumen

Kependudukan dan

Catatan Sipil

90

1,711,898,000.00
1,851,398,000.00

1.02.06.15.15.
Pelayanan Keliling pendaftaran

penduduk

Meningkatnya

jangkauan dan

kualitas pelayanan

publik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Data Penduduk

Batang Hari yang

dimutakhirkan

100 100Data penduduk

Batang Hari

350,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.05

1.02.06.15.16.
Pendataan Anak Usia 0 s/d 17 th

kurang 1 hari

Meningkatnya

jangkaun dan

kualitas pelayanan

publik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase

Pendataan Anak

Usia 0 s/d 17 th

Kurang 1 Hari

100 100Data Anak 22,500,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

3.85

1.02.06.15.17.
Peningkatan pelayanan keliling akta

catatan sipil

Meningkatnya

jangkauan dan

kualitas pelayanan

publik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan

% Kepemilikan Akta

Kelahiran

100 100Dokumen data

kelahiran

200,000,000 225,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

4.15



1.02.06.01.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum Kualitas Pelayanan

Publik

1.02.06.15.18.
Pengelolaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan

Meningkatnya

jangkauan dan

kualitas pelayanan

publik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

210,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

3.55

1.02.06.15.19.
Penyusunan buku profil

perkembangan kependudukan

meningkatnya

jangkauan dan

kualitas pelayanan

publik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

30,000,000 32,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

3.55

1.02.06.15.20.
Peningkatan Pelayanan Perekaman

KTP El (DAK)

Meningkatnya

jangkauan dan

kualitas pelayanan

publik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

749,398,000 949,398,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

3.95

1.02.06.15.21.
Kegiatan Fasilitasi Penyediaan data

dan Inovasi

Meningkatnya

jangakaun dan

kualitasi

pelayanan publik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

150,000,000 175,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas

Kependud

3.55

Total Pagu 3,664,398,000 3,811,397,500



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.07.01.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,331,282,100.00

2,025,007,100.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa

surat menyurat
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,695,000 3,262,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa

komunikasi,

sumber daya

listrik dan air

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

93,500,000 102,850,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

17,000,000 18,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

8,580,000 9,438,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

165,836,000 182,420,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50



1.02.07.01.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya

peralatan

Kebersihan Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

21,523,000 23,675,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya jasa

perbaikan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

28,380,000 31,218,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

61,614,100 67,775,100 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

Barang Cetakan

dan Pengandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

35,497,000 39,047,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,333,000 16,866,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

239,902,000 593,892,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedainya

Peralatan Rumah

Tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,772,000 3,049,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

Undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

23,100,000 25,410,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

Makanan dan

Minuman

kebutuhan Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

127,050,000 139,755,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.18. Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Tercapainya

Rapat-Rapat

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 257,500,000 514,250,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Batang Hari 4.50



1.02.07.01.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Dalam Daerah
Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah dan

Dalam Daerah

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Masyarakat Desa

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tersedianya Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/

Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

231,000,000 254,100,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

304,363,000.00
527,749,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tersedianya

Kendaraan Roda

Dua

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

41,200,000 250,270,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya

Gedung Kantor

secara rutin dan

berkala

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

47,960,000 52,756,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

secara rutin dan

berkala

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

215,203,000 224,723,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 39,515,000.00 42,468,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

20,650,000 21,716,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

ersedianya

Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

18,865,000 20,752,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
65,835,000.00 72,419,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

65,835,000 72,419,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50



1.02.07.01.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

pelatihan
Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
48,000,000.00 53,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

ersusunnya

Laporan LAKIP,

LPPD, PK, CALK

dan DPA

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

48,000,000 53,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.50

1.02.07.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Persentase Jumlah

lembaga

Kemasyarakatan

Aktif

80
1,200,500,000.00

1,317,550,000.00

1.02.07.15.05.
Lomba Tekhnologi Tepat Guna

(TTG)

Jumlah

Pemenang Lomba
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Pemenang

Lomba

9 9Pemenang Lomba 260,000,000 286,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.05

1.02.07.15.06.
Pembinaan

Posyantek/Posyantekdes

Jumlah

Posyantek/Posyan

tek desa yang

dibina

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah

Posyantek/Posyante

kdes yang dibina

20 20Posyantek/Posyante

k desa yang dibina

137,500,000 151,250,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.25

1.02.07.15.07.
Pemberdayaan keluarga binaan

(P2WKSS)

Jumlah KK binaan Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah KK binaan 50 50KK binaan 190,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.35

1.02.07.15.08. Penguatan Kapasitas BKAD
Jumlah Pengurus

BKAD yang dilatih
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Pengurus

BKAD yang dilatih

32 32Pengurus BKAD

yang dilatih

187,000,000 205,700,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.35

1.02.07.15.09.
pembinaan dan fasilitasi Pokjanal

Posyandu

Jumlah Pokjanal

Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Pokjanal

Kecamatan

8 8Pokjanal Kecamatan 140,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.15

1.02.07.15.10.
Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa
Jumlah Lembaga

Kemasyarakata

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan

2000 2000Lembaga

Kemasyarakatan

159,500,000 175,450,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.05



1.02.07.01.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

n
Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

1.02.07.15.11.
Pengenalan Adat bagi Generasi

Muda
Jumlah Peserta

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Peserta 0 0Peserta 126,500,000 139,150,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.25

1.02.07.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Jumlah Lembaga

Ekonomi Perdesaan

yang berkembang

100
165,000,000.00

181,500,000.00

1.02.07.16.08.
Pembinaan  Lembaga Ekonomi

perdesaan

Jumlah  Lembaga

Ekonomi yang di

bina

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

Lembaga Ekonomi

perdesaan

120 120Jumlah  Lembaga

Ekonomi yang di

bina

165,000,000 181,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.95

1.02.07.17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa

100
970,378,100.00

809,552,710.00

1.02.07.17.05.
Pembinaan dan Kerja sama Desa Jumlah Kerja

sama Desa yang

di bina

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Kerja sama

Desa

20 20Kerja sama Desa 80,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.25

1.02.07.17.06.
Fasilitasi dan asistensi penyusunan

RPJMDes

Dokumen

RKPDes

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Dokumen RPJMDes 1 1RPJMDes 110,000,000 220,000,000 Baru Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.05

1.02.07.17.07.
Fasilitasi dan asistensi penyusunan

RKPDes

Dokumen

RKPDes

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Dokumen RKPDes 110 110RKPDes 132,298,100 145,527,910 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.05

1.02.07.17.08.
Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Desa

Jumlah Desa yang

di bina

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan Desa

110 110Pengelolaan

Keuangan Desa

151,580,000 160,674,800 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.05

1.02.07.17.09.
Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

Nilai Gotong

Royong

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Nilai Gotong Royong 100 100Gotong Royong 148,500,000 163,350,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.95



1.02.07.01.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

1.02.07.17.11. Fasilitasi Pemilihan BPD
Jumlah Pemilihan

BPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah BPD yang

melaksanakan

Pemilihan BPD

81 81Pelaksanaan

Pemilihan BPD

348,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.65

1.02.07.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

90
2,010,669,400.00

2,093,479,800.00

1.02.07.18.05.
Asesment Aparatur Pemerintah

Desa

Jumlah Aparatur

Pemerintah Desa

Yang di asesment

Jumlah Aparatur

Pemerintah Desa

Yang di asesment

116 116Aparatur Pemerintah

Desa Yang di

asesment

122,960,000 129,920,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.55

1.02.07.18.06.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Kepala Desa

Jumlah Kepala

Desa Yang Dilatih
Jumlah Kepala Desa

Yang Dilatih

110 110Kepala Desa Yang

Dilatih

356,960,000 563,920,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.65

1.02.07.18.07.
Pembekalan Anggota BPD terpilih Jumlah Anggota

BPD terpilih yang

dibekali

Jumlah Pengurus

BKAD yang dilatih

417 417BKAD yang terlatih 399,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.65

1.02.07.18.08. Asistensi Kinerja BPD
Jumlah Anggota

BPD di Asistensi

Jumlah Anggota

BPD

748 748Anggota BPD 180,000,000 149,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.75

1.02.07.18.09.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Perangkat Desa

Jumlah Perangkat

Desa Yang Dilatih
Jumlah Perangkat

Desa Yang Dilatih

938 938Perangkat Desa

Yang Dilatih

356,600,000 656,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.95

1.02.07.18.10.
Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Desa

Jumlah Pengelola

Keuangan Desa

Yang dilatih

Jumlah Pengelola

Keuangan Desa

Yang dilatih

110 110Pengelola Keuangan

Desa Yang dilatih

165,319,400 139,920,000 Baru Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.75

1.02.07.18.11. Lomba Desa
Jumlah pemenang

Lomba Desa
Jumlah pemenang

Lomba Desa

1 1pemenang Lomba

Desa

190,800,000 200,248,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.15

1.02.07.18.12. Pembinaan Aset Desa
Jumlah desa yang

di bina

Jumlah desa yang di

bina

20 20desa yang di bina 110,770,000 117,416,200 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.15

1.02.07.18.14.
Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang

dibina

Jumlah Kepala Desa

yang dilakukan

pembinaan

Penyusunan

Laporan

110 110Kepala Desa yang

dilakukan

pembinaan

Penyusunan

Laporan

128,260,000 135,955,600 Baru Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.15

1.02.07.20. Program Pengembangan Penataan Wilayah Pemerintahan
Persentase Desa

Tertata
85 1,027,320,000.00

1,056,099,200.00

1.02.07.20.01.
Asistensi Profil Desa serta Evaluasi

Perkembangan Desa

Jumlah Desa yang

di Asistensi
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Asistensi Profil Desa

serta Evaluasi

Perkembangan

Desa

110 110Jumlah Desa yang

di Evaluasi

239,920,000 248,315,200 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.25



1.02.07.01.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Publik

1.02.07.20.02.
Fasilitasi Penyelesaian Batas desa Jumlah Peta Desa Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Fasilitasi

Penyelesaian Batas

desa

10 10Jumlah Peta Desa 294,400,000 300,484,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 4.15

1.02.07.20.04.
Penyusunan Regulasi tentang

Pemerintahan Desa

Jumlah Regulasi

tentang

Pemerintahan

Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Regulasi

tentang

Pemerintahan Desa

10 10Regulasi tentang

Pemerintahan Desa

250,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.45

1.02.07.20.05.
Penyusunan Regulasi tentang

Pemberdayaan Desa

Jumlah Regulasi

tentang

Pemberdayaan

Masyarakat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Regulasi

tentang

Pemberdayaan

Masyarakat

2 2Regulasi tentang

Pemberdayaan

Masyarakat

243,000,000 257,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Batang Hari 3.45

Total Pagu 7,162,862,600 8,178,824,810



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.09.01.

Dinas Perhubungan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.09. PERHUBUNGAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,441,525,000.00

2,342,925,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya

administrasi surat

menyurat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

3,200,000 3,400,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

pengelolaan jasa

komunikasi

sumber daya air

dan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

95,000,000 970,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Adanya jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

95,000,000 97,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

22,000,000 24,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya

administrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

97,125,000 97,125,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70



1.02.09.01.

Dinas Perhubungan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

42,000,000 44,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedanya jasa

perbaikan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

19,000,000 21,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

60,000,000 62,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang cetak dan

pengadaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

29,500,000 31,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

lampu

penerangan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

5,200,000 5,400,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

77,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya

Buku-buku

Perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

22,000,000 23,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

kebutuhan

konsumsi rapat

dan tamu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

14,500,000 15,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

1. Tersedianya

biaya rapat

koordinasi/konsult

asi dalam dan luar

daerah.

2. Terlaksananya

rapat

koordinasi/kons

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

380,000,000 390,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70



1.02.09.01.

Dinas Perhubungan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

ultasi dalam dan

luar daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tersdianya tenaga

pendukung

administrasi/teknis

i kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

480,000,000 480,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

317,000,000.00
327,000,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya

Gedung Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perhubungan Kabupate 4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

240,000,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Listrik

Terpeliharanya

Jaringan Listrik

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

47,000,000 47,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 95,500,000.00 98,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya

Pakaian Dinas

Harian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

80,000,000 82,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya

Pakaian hari-hari

khusus

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,500,000 16,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
160,000,000.00

170,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan SDM Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

160,000,000 170,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70



1.02.09.01.

Dinas Perhubungan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Tersusunnya

Laporan Capaian

Kinerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

4.70

1.02.09.15. Program Pembangunan Parasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase sarana

dan Prasarana

Fasilitas Terminal

Muara Bulian

92
3,700,000,000.00

3,000,000,000.00

1.02.09.15.09.
Pembangunan Balai Pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya

Gedung Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Jumlah

Pembangunan Balai

Pengujian

1 1Balai Pengujian 1,200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

2.65

1.02.09.15.10.
Rehabilitasi / Pemeliharaan

Terminal

Peningkatan

Pelayanan

Terminal

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Pengelolaan

Terminal

1 1Meningkatkan mutu

pelyanan diterminal

2,500,000,000 3,000,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

3.85

1.02.09.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase

kelengkapan jalan

dalam Kondisi Baik

85
210,000,000.00

220,000,000.00

1.02.09.16.05.
Rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas LLAJ

Terlaksananya

Pemeliharaan

Prasarana dan

fasilitas LLAJ

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Terpeliharanya

Fasilitas LLAJ

1 1menigkatan

pelayanan publik

bidang keselamatan

210,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

2.95

1.02.09.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase

Kendaraan Umum

yang Memenuhi

Standar Layak Jalan

70

574,000,000.00
584,000,000.00

1.02.09.17.05.
Pengendalian Disiplin

Pengeoprasian Angkatan Umum di

Jalan Raya

Peningkatan

disiplin

pengendaraan di

jalan raya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Pengawasan dan

Penertiban orang

dan barang

4 4Peningkatan Jumlah

Kendaraan laik jalan

95,000,000 95,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

3.15

1.02.09.17.15.
Pemilihan dan Pemberian

penghargaan / sopir /juru

mudi/awak kendaraan angkutan

umum teladan

1. Meningkatkan

ketertiban

pengendara

dijalan raya

2. pemilihan

awak/juru mudi

teladan

3. Peninkatan

jumlah

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

pemilihan awak juri

mudi teladan

3 3peningkatan jumlah

kendaraan laik jalan

59,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

3.45



1.02.09.01.

Dinas Perhubungan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kendaraan laik

jalan

1.02.09.17.18.
Pengamanan Angkutan Lebaran,

Natal dan Tahun Baru

Peningkatan

keamanan lalu

lintas dalam

rangka

lebaran,natal dan

tahun baru

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

pengamanan

angkutan lebaran,

Natal dan Tahun

Baru

1 1Penurunan angka

kecelakaan lalu

lintas saat lebaran,

Natal dan Tahun

Baru

105,000,000 107,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

3.65

1.02.09.17.19.
Forum lalu lintas Angkutan Jalan Meningkatkan

kesadaran

masyarakat dalam

bekendaraan di

jalan raya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Peningkatan disiplin

berlalu lintas

1 1meningkatnya

kesadaran

masyarakat dalam

berkendara dijalan

raya

255,000,000 260,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

3.25

1.02.09.17.20.
Pelatihan pelajar pelopor

keselamatan lalu lintas Angkutan

jalan

Peningkatan

keterampilan

pelajar dalam

berlalu lintas di

jalan raya

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

peningkatan disiplin

berlalu lintas

1 1meningkatnya

pengetahuan pelajar

tentang disiplin

berlalu lintas

60,000,000 62,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

3.05

1.02.09.19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Persentase

Kelengkapan

Fasilitas

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

85

728,000,000.00
756,000,000.00

1.02.09.19.01.
Pengadaan Rambbu – Rambu Lalu

Lintas

Tersedianya

rambu-rambu lalu

lintas jalan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Pemasangan

rambu- rambu

lalulintas jalan

60 60Menurunnya angka

kecelakaan

80,000,000 85,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

3.35

1.02.09.19.02.
Pengadaan Marka Jalan / marka

kejut

Tersedianya

marka kejut

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Pemasangan marka

jalan/ marka kejut

120 120Menurunnya angka

kecelakaan

93,000,000 95,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

2.75

1.02.09.19.03.
Pengadaan dan Pemasangan

Pagar Pengaman Jalan

Tersedianya

pagar pengaman

jalan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Pemasangan pagar

pengaman jalan

60 60Menurunya angka

kecelakaan

125,000,000 130,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

2.55

1.02.09.19.04.
pengadaan dan pemasangan Trafic

light,warning light, CCTV dan

Running Text

Terrsedianya

warning light ,

traffic light, CCTV,

dan Runnig text

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Pemasangan

warning ligth dan

cctv

4 4Menurunnya angka

kecelakaan

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

3.05

1.02.09.19.05.
Pengadaan dan Pemasangan

Rambu Pendahulu Penunjuk

Jurusan (RPPJ)

Tersedianya

pemasangan

Rambu Pendahulu

Penunjuk Juruan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Pemasangan RPPJ 8 8Menurunnya Angka

Kecelakaan

130,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

2.55

1.02.09.19.06.
pengumpulan dan analisis data

base Pelayanan angkutan sungai
Tersedianya data

fasilitas angkutan

sungai

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Pengumpulan data

fasilitas angkutan

sungai

1 1Penurunan angka

kecelakaan

angkutan sungai

75,000,000 78,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

2.65



1.02.09.01.

Dinas Perhubungan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Dasar Transportasi

1.02.09.19.07. Pengelolaan Perparkiran
Terlaksananya

pengelolaan parkir
Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

Insfrastruktur

Transportasi

Pengelolaan parkir 8 8Terlaksananya

Pengelolaan

Perparkiran

75,000,000 78,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas PerhubunganKabupaten

Batang

2.95

Total Pagu 7,270,025,000 7,545,925,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.10.01.

Dinas Komunikasi dan Informatika:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
2,362,841,333.00

2,819,125,467.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

Benda Pos yang

dibutuhkan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,178,000 2,395,800 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya

Belanja rekening

Telepon, Air,

Listrik,Hosting dan

Bandwicth

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,536,700,000 1,690,370,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

31,581,000 34,739,100 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terbayarnya

Pajak Kendaraan

Roda empat dan

roda dua

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,875,500 2,063,050 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terbayarnya

Honor bagi

aparatur sesuai

dengan

tupoksinya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

155,073,600 170,580,960 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Tersedianya alat

kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 59,838,711 65,822,582 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90



1.02.10.01.

Dinas Komunikasi dan Informatika:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kantor dan

tersbayarnya

honor petugas

kebersihan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

39,302,857 43,233,143 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

Barang Cetakan

dan Penggandaan

( Foto Copy)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

19,452,575 21,397,833 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

K 4.90

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya Alat-

alat Listrik dan

Elektronik untuk

kebutuhan Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

7,649,136 8,414,050 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor sesuai

kebutuhan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

227,311,500 470,042,650 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya Surat

Kabar/ Majalah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

5,082,000 5,590,200 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

Makanan dan

minuman untuk

rapat dan tamu

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

8,470,000 9,317,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terlaksananya

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

211,335,454 232,468,999 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terbayarnya

Honorarium

Pegawai Honorer

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

56,991,000 62,690,100 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Peningkatan
100 508,500,000.00

1,021,740,000.00



1.02.10.01.

Dinas Komunikasi dan Informatika:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Sarana dan

Prasarana Aparatur

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tersedianya

Kendaraan Dinas

Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Suku

Cadang dan BBM

Kendaraan Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

136,100,000 136,100,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya

Perlengkapan

Gedung Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,660,000 61,226,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.02.42.
Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung

Kantor

Terlaksananya

perawatan

Gedung Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

276,740,000 524,414,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48,000,000.00 51,000,000.00

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya

Pakaian Dinas

yang layak bagi

PNS

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

48,000,000 51,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125,000,000.00
125,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya

Sumber Daya

Aparatur yang

Kompetitf

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

125,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000.00 40,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terlaksananya

Penysunan

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Kinerja OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase Layanan

Komuniksi dan
95

760,000,000.00
820,000,000.00



1.02.10.01.

Dinas Komunikasi dan Informatika:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Informatika

1.02.10.15.09. Pemeliharaan Jaringan Internet
Berfungsinya Alat

Jaringan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

500,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.80

1.02.10.15.10. Pelayanan LPSE
Jumlah Layanan

LPSE

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

260,000,000 270,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.80

1.02.10.17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Persentase

Peningkatan

Kapasitas SDM

90 835,000,000.00
870,000,000.00

1.02.10.17.03.
Pemenuhan Sumber Daya

Teknologi Informasi (IT)

Jumlah Tenaga

Programer dan

Tenaga Jaringan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

525,000,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

1.02.10.17.04.
Pelatihan dan Pembinaan Tenaga

Teknologi Informasi (IT)

Jumlah

PesertaPelatihan
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

310,000,000 320,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

4.90

1.02.10.18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Persentase

Penyebarluasan

Informasi

83 2,335,000,000.00
2,460,000,000.00

1.02.10.18.01.
Penyebaran Informasi dan Media

massa

Jumlah publikasi

informasi

pembangunan

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

1,375,000,000 1,400,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.75

1.02.10.18.02.
Fasilitasi Lembaga Komunikasi

Sosial

Jumlah lembaga

komunikasi sosial

yang difasilitasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

325,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.25

1.02.10.18.03.
Peningkatan visualisasi,

Dokumentasi dan Publikasi
Jumlah

Dokumentasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan

175,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.05



1.02.10.01.

Dinas Komunikasi dan Informatika:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum Kualitas Pelayanan

Publik

1.02.10.18.04.
Penyebaraluasan Informasi

pembangunan daerah melalui

lembaga penyiaran publik lokal

(LPPL)

Jumlah Informasi

yang disiarkan

melalui LPPL

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

220,000,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.35

1.02.10.18.05. Pembinaan PPID
Jumlah PPID

pembantu yang

sudah operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

240,000,000 270,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.45

1.02.14.15. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Persentase

Cakupan Data dan

Informsi Statistik

Daerah

65
517,000,000.00

545,000,000.00

1.02.14.15.01.
Penyusunan data dan informasi

sektoral daerah

Jumlah Dokumen

data dan informasi

sektoral daerah

yang diterbitkan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

270,000,000 290,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.65

1.02.14.15.05.
Fasilitasi Kerjasama Statistik

daerah

Jumlah Dokumen

Statistik Daerah

yang

dipublikasikan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

142,000,000 145,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.55

1.02.14.15.06.
Updating Data / informasi sektoral

daerah

Terupdatenya

Data dan

Informasi Statistik

Sektoral Daerah di

dalam Website

Pemerintah

Kabupaten Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

105,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.00

1.02.15.15. Program Pengembangan Persandian
Persentase

Pemanfaatan Sandi 90 728,000,000.00
572,000,000.00

1.02.15.15.01.
Pembinaan dan pengendalian

operasional radiogram pemerintah

Kabupaten Batang Hari

Persentase

Infrastruktur

persandian yang

berada dalam

kondisi baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

426,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

2.80



1.02.10.01.

Dinas Komunikasi dan Informatika:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02.15.15.02.
Pelayanan Penyampaian Informasi

melalui media sandi

Jumlah layanan

yang disampaikan

melalui media

sandi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

182,000,000 192,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.15

1.02.15.15.03.
Pengamanan informasi Melalui

security system

Jumlah Informasi

dan aplikasi yang

dapat diamankan

melalui security

sistem

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

120,000,000 130,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten

Batang

3.05

Total Pagu 8,259,341,333 9,323,865,467



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.11.01.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,538,500,000.00

1,669,500,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya

Kebutuhan

Materai

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

3,000,000 3,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya

Kebutuhan

Telepon, Air dan

Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

190,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terlaksananya

Jasa Administrasi

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

95,500,000 96,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terpenuhinya

Kebutuhan

Peralatan

Kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpenuhinya

Perbaikan

Peralatan Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 60,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Kabupaten

Batang

4.50



1.02.11.01.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terpenuhinya

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

95,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya

Peralatan Listrik

dan Lampu

Penerangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

50,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Terpenuhinya

Surat

Kabar/Majalah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

20,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya

Kebutuhan

Makan/Minum

Rapat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

130,000,000 135,000,000 Alternatif Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terpenuhinya

Rapat

Koordinasi/Konsul

tasi yang Diikuti

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

200,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terpenuhinya

Tenaga Honorer

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

635,000,000 635,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116,000,000.00
135,000,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terpenuhinya

Perbaikan

Gedung Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

41,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50



1.02.11.01.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

75,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,000,000.00 65,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terpenuhinya

Pakaian Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

35,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.03.06. Pengadaaan Pakaian Olah Raga
Terpenuhinya

Pakaian Olah

Raga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

25,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000.00 60,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya

Pendidikan/

Pelatihan yang

Diikuti

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

50,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45,000,000.00 50,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terlaksannya

Laporan Kinerja

OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.50

1.02.11.15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Persentase

Peningkatan Omset

KUMKM

16 221,564,000.00
271,564,000.00

1.02.11.15.13.
Pembinaan dan Monitoring UMKM

Penerima Dana Bergulir

Terlaksannya

Penagihan

Tunggakan Dana

Bergulit/

Kelompok Tani

Karet

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

96,564,000 111,564,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.75

1.02.11.15.14. Validasi Data UKM
Terlaksananya

Pendataan UKM

yang Valid

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

50,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.25

1.02.11.15.15.
Pembinaan dan Penilaian Usaha

Simpan Pinjam

Terlaksananya

Pembinaan Usaha

Koperasi Simpan

Pinjam

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

75,000,000 85,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Kabupaten

Batang

3.95



1.02.11.01.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Perdagangan

1.02.11.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi

Aktif
56.12 250,000,000.00

250,000,000.00

1.02.11.18.10.
Pembinaan Manajemen Koperasi Meningkatnya

Pengetahuan

Pengurus

Koperasi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

250,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.40

1.02.11.19. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Persentase

Kontribusi UMKM

pada Sektor Industri

67.75
240,000,000.00

250,000,000.00

1.02.11.19.01.
Promosi IKM dan Produk Unggulan Meningkatnya

Promosi Produk

Unggulan IKM

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.11.19.02.
Pelatihan Industri Kecil dan

Menengah

Meningkatnya

Pengetahuan dan

Pendapatan IKM

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

90,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.25

16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Persentase

Perluasan Promosi

dan Informasi

Produk UKM

80
364,000,000.00

304,000,000.00

1.02.11.16.12.
Pengembangan Kewirausahaan

bagi KUKM

Terciptanya

Wirausaha Baru

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

80,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.11.16.13.
Fasilitasi Stadarisasi sertifikasi

Produk UMKM

Bertambahnya

Jumlah Produk

UMKM yang

Bersertifikat

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

90,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.11.16.14. Promosi Produk KUKM
Terciptanya

Jaringan Pasar

bagi Produk

KUMKM

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

194,000,000 174,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.25

2.01.06.15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase

Pelanggaran

terhadap

penggunaan UTTP

10
366,000,000.00

292,000,000.00

2.01.06.15.05. Fasilitasi tera/tera ulang
Meningkatnya

UTTP yang

Tera/Tera Ulang

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Perdagangan

60,000,000 65,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.95



1.02.11.01.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01.06.15.06. Operasi Pasar Bahan Pokok
Meningkatnya

Stabilitas Harga

Kebutuhan Bahan

Pokok

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Perdagangan

206,000,000 227,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

4.05

2.01.06.15.07
Pengadaan Peralatan

Kemetrologian dan Kendaraan

Khusus Kemetrologian Unit

Berjalan Pelayanan Tera/Tera

Ulang

Pengadaan

Peralatan

Kemetrrologian

dan Kendaraan

Khusus

Kemetrologian

bersumber dana

DAK

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Perdagangan

100,000,000 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

-

2.01.06.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Persentase

Peningkatan Unit

Usaha Perdagangan

Dalam Negeri

23

230,000,000.00
260,000,000.00

2.01.06.18.06.
Monitoring dan Penyebarluasan

Informasi Perdagangan

Meningkatnya

Informasi Harga

Bahan Pokok di

Masyarakat

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Perdagangan

80,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.10

2.01.06.18.07.
Peningkatan Sistem dan Jaringan

Komunikasi Perdagangan
Meningkatnya

Jaringan

Komunikasi/Inform

asi Perluasan

Perdagangan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Perdagangan

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.10

2.01.06.20. Program Peningkatan Sarana Perdagangan
Persentase Pasar

Rakyat yang Layak 86.50 1,700,000,000.00
800,000,000.00

2.01.06.20.13.
Fasilitasi Pembangunan Pasar

Rakyat

Meningkatnya

Jumlah Pasar

Rakyat yang

Layak

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Perdagangan

200,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.10

2.01.06.20.14.
Revitalisasi/Pembangunan Pasar Meningkatnya

Julah Pasar

Rakyat yang

Dibangun

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Perdagangan

1,500,000,000 600,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

3.90

2.01.07.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 190,000,000.00

2.01.07.17.05.
Pelatihan Alih Teknologi Industri

Kecil

Pelatihan Alih

Teknologi Industri

Kecil

90,000,000 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

-

2.01.07.17.06. Pelatihan Aneka Makanan
Terciptanya

Pengetahuan

SDM Industri Kecil

dan Menengah

100,000,000 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten

Batang

-



Total Pagu 5,371,064,000 4,407,064,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.12.01.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.12. PENANAMAN MODAL

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
928,037,000.00

1,018,256,701.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dan

benda pos lainya
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

3,630,000 3,993,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa

Komunikasi, Air

dan Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

102,300,000 111,235,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan

dinas yang

dilkukan

pemerliharaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,771,000 1 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah jasa adm

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

96,800,000 106,480,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

14,300,000 15,730,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
Jumlah jasa

perbaikan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 11,271,700 12,398,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

DPMPTSP 4.50



1.02.12.01.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

peralatan kerja
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

72,000,000 79,860,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

49,500,000 54,450,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

jumah Komponen

listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

8,800,000 9,680,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

tersedianya

peralatan kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,237,000 60,760,700 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah

penyediaan

peralatan rumah

tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,577,300 2,835,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Jumlah Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

17,050,000 18,755,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

makan dan minum
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

18,700,000 20,570,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

tersedianya rapat

koordinasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

291,500,000 320,650,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa

administrasi

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

148,500,000 163,350,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu

DPMPTSP 4.50



1.02.12.01.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik Satu Pintu

0.00.00.01.20. Penyediaan Dekorasi
Tersedianya

dekorasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

29,700,000 32,670,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.01.21. Penyediaan dokumentasi
tersedianya

dokumentasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

4,400,000 4,840,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121,875,000.00 88,162,500.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah

Pengadaan

kendaraan dinas

/operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 0 Baru Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 2.90

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Tersedianya

pemeliharaan

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,950,000 17,545,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya

pemeiharaan rutin

berkala kendaraan

dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

56,925,000 62,617,500 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.02.28.
Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya

Peralatan Gedung

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

5,000,000 8,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62,500,000.00 67,500,000.00

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Jumlah

pengadaan

pakaian khusus

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

62,500,000 67,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48,400,000.00 53,240,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal tersedia

pendidikan dan

pelatihan formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

48,400,000 53,240,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu

DPMPTSP 4.50



1.02.12.01.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik Satu Pintu

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,400,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Parsentase

pemenuhan

laporan -laporan

OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,400,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 4.50

1.02.12.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah Perusahaan

yang Berinvestasi 58 666,000,000.00
535,600,000.00

1.02.12.15.05.
Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal
Jumlah

Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

dan temu Usaha

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

150,000,000 0 Alternatif Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.12.15.12.
Pengendalian  pelaksanaan

Penanaman Modal

Data  Realisai

Investasi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

125,000,000 130,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Wilayah

Kabupate

3.95

1.02.12.15.14.
Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah

Informasi potensi

daerah

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

136,000,000 140,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

3.10

1.02.12.15.15.
Penyelenggaraan Pameran

Investasi

Jumlah Promosi

investasi yang

diikuti

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

255,000,000 265,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 3.95

1.02.12.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 306,000,000.00
325,400,000.00

1.02.12.16.10.
Intensifikasi penanganan

pengaduan masyarakat

Jumlah

Pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

115,500,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

3.75

1.02.12.16.11.
Publikasi dan Sosialisasi Perizinan

daerah

Jumlah Peserta

Sosialisasi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

190,500,000 205,400,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.12.18. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Indeks Kepuasan

Masyarkat
89.56 745,000,000.00

822,000,000.00

1.02.12.18.02.
optimalisasi aplikasi dan

pemeliharaan sistem informasi

pelayanan perizinan

Jumlah fitur
Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

100,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP 3.85



1.02.12.01.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02.12.18.03.
Pengelolaan Pelayanan Perizinan

daerah

Jumlah Izin yang

akan di proses
Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

120,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

3.85

1.02.12.18.04.
Standarisasi pelayanan perizinan

daerah
nilai skm

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

90,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

3.85

1.02.12.18.05.
Pengendalian pelaksanaan

perizinan daerah

Jumlah Perizinan

yang dievaluasi
Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

105,000,000 122,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

4.10

1.02.12.18.06. Fasilitasi Perizininan
Jumlah Perizinan

yang difasilitasi
Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

330,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Batang

3.65

Total Pagu 2,921,812,000 2,958,559,201



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.13.01.

Dinas Pemuda dan Olahraga:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,118,306,500.00

3,518,450,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa

Surat Menyurat
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,650,000 3,950,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Dinas

Pemuda

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

Jasa Komuikasi,

sumber daya

listrik dan air

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,106,500 1,117,900,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten 4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya

Jasa peralatan

dan

perlenngkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

38,500,000 45,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

batangari 4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terlaksananya

Jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

74,000,000 83,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terlaksananya

Jasa adminitrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

112,500,000 1,258,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50



1.02.13.01.

Dinas Pemuda dan Olahraga:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya

peralatan kator

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

16,600,000 21,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya

Perbaikan

Peralatan Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

22,500,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

66,425,000 68,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianyan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

43,825,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

kelengkapan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

58,500,000 85,400,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

kelengkapan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

56,500,000 83,100,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Kelengkapan

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

16,500,000 20,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

kebutuhan

makanan dan

minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

29,700,000 40,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Tercapainya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

kedalam dan luar

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

290,600,000 300,900,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50



1.02.13.01.

Dinas Pemuda dan Olahraga:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa

tenaga pendukung

administrasi/teknis

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

288,400,000 319,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,300,000.00
101,100,000.00

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

74,500,000 81,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

gedung kantor

yang dipelihara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

17,800,000 19,800,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terlaksananya

pengadaan

pakaian dinas

beserta

kelengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 61,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48,000,000.00 53,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya

kompetensi

aparatur melalui

kegiatan diklat

formal yang diikuti

aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

48,000,000 53,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Tersusunnya

laporan

LAKIP,LPPD,PK,

CALK dan DPA

yang dibuat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.50

1.02.13.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah Pemuda

yang Berperstasi
116 1,585,000,000.00

2,670,000,000.00

1.02.13.16.03.
Fasilitas Aksi Bhakti Sosial

Kepemudaan (JPI-PPAN-

Napaktilas)

Tercapainya

peran serta

kepemudaan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

160,000,000 170,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

3.15

1.02.13.16.10. Pembinaan Paskibraka Tercapaianya

kegiatan

pembinaan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia

1,025,000,000 1,500,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

3.65



1.02.13.01.

Dinas Pemuda dan Olahraga:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

paskibraka,

wawasan

kebangsaan dan

auade

Manusia yang Sehat

1.02.13.16.11.
Pemeliharaan Sarana dan Prasaran

Kepemudaan

Terpenuhinya

tempat yang

refresentatif

sosial,

kemasyarakatan

dan kepemudaan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

400,000,000 1,000,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

2.95

1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Persentase

Masyarakat yang

Berolahraga

0.20 1,576,000,000.00
1,773,000,000.00

1.02.13.20.03.
Pembibitan dan Pembinaan

Olahraga berbakat

Meningkatnya

profesionalisme

dan organisasi

keolahragaan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

139,000,000 143,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

3.25

1.02.13.20.04.
Pembinaan cabang olahraga

prestasi tingkat Daerah

Terpenuhinya

pembinaan

cabang olahraga

berprestasi

ditingkat daerah

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

135,000,000 145,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.05

1.02.13.20.18.
Pelaksanaan olahraga rekreasi dan

kesegaran jasmani

Tercapainya

pengembangan

olahraga rekreasi

dan kesegaran

jasmani

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

201,000,000 225,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

3.45

1.02.13.20.19.
Pelaksanaan Hari Olahraga

Nasional

Tercapainya

peringatan hari

olahraga nasional

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

190,000,000 195,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.05

1.02.13.20.20.
Pelaksanaan olahraga Tradisional

dan olahraga paralimpic game

Tercapaianya

pelaksanaan

olahraga

tradisional dan

olahraga paralipic

game

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

301,000,000 425,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.35

1.02.13.20.22.
Event kejuaraan olahraga tingkat

Daerah dan Nasional (sepak bola

U14 &16) LSP

Terpenuhinya

event kejuaraan

olahraga tingkat

daerah dan

nasional

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

310,000,000 320,000,000 Alternatif Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.25

1.02.13.20.23.
Pembangunan dan pemeliharaan

sarana / prasarana pendukung
Terpenuhinya

tempat yang

refresentatif

sosial,

kemasyarakatan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Sehat

300,000,000 320,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

3.15

1.02.13.22. Program Pengembangan Pemuda Kreatif
Persentase Pemuda

Berwirausaha 50 250,000,000.00
300,000,000.00

1.02.13.22.01.
Pelatihan Kewirausahaan Potensial Tercapainya

kegiatan pelatihan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang

250,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

3.45



1.02.13.01.

Dinas Pemuda dan Olahraga:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kewirausahaan

potensial

Manusia Berkarakter Mandiri

dan Inovatif

2.01.02.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Promosi

Pariwisata dalam

Negeri

1 857,000,000.00
942,000,000.00

2.01.02.15.09.
Promosi Pariwisata Kabupaten

Batang Hari

Tercapaianya

pengembangan

pariwisata

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

250,000,000 255,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

luar

provinsi

3.05

2.01.02.15.10.
Pekan Pesona Budaya dan

Pemilihan Duta Wisata Daerah

Terpenuhinya

pelestarian dan

aktualisasi adat

budaya daerah

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

235,000,000 245,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

kab/provins

i/luar

3.45

2.01.02.15.11. Festival Tapa Malenggang
Tercapainya

festival tapa

malenggang

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

235,000,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

4.35

2.01.02.15.12. Pemeliharaan Objek Wisata
Adanya ojek

wisata sejarah

dan budaya yang

dikunjungi

masyarakat

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

137,000,000 202,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

kab/provins

i

4.45

2.01.02.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Destinasi

Pariwisata yang

dikembangkan

1 1,860,000,000.00
3,399,000,000.00

2.01.02.16.08.
Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan

Wisata Sejarah

Kelurahan Pasar

Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

1,500,000,000 3,000,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kelurahan

Pasar

3.95

2.01.02.16.08.
Pengembangan Destinasi Wisata Tercapainya

pegembangan

destinasi wisata

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

360,000,000 399,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten

Batang

3.75

Total Pagu 7,485,606,500
12,865,550,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.17.01

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.17. PERPUSTAKAAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,026,216,950.00

1,106,446,950.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,400,000 2,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

27,800,000 28,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

25,800,000 27,950,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

5,760,000 6,240,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

72,000,000 78,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Lancarnya

kegiatan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 24,556,950 26,556,950 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50



1.02.17.01

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Administrasi

Perkantoran
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

62,500,000 63,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.55

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

80,000,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.55

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

9,000,000 11,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor untuk

menunjang

Kinerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

140,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

31,000,000 34,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Lancarnya

kegiatan

Administrasi

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12,000,000 13,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Lancarnya

Kegiatan Rapat-

rapat dan

Konsultasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

180,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Lancarnya

Kegiatan

Aministrasi Teknis

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

323,400,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.25



1.02.17.01

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Perkantoran Pelayanan Umum yang baik

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 423,833,000.00
282,716,000.00

0.00.00.02.03. Pembangunan Gedung Kantor
Lancarnya

Kegiatan

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

250,000,000 0 Baru Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

2.80

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Lancarnya

Kegiatan

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

35,000,000 125,000,000 Baru Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

2.50

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Lancarnya

Kegiatan

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

50,000,000 60,000,000 Baru Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.55

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Lancarnya

Kegiatan

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

88,833,000 97,716,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.55

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46,800,000.00 50,700,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Lancarnya

Kegiatan

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

46,800,000 50,700,000 Baru Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000.00 90,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Lancarnya

Kegiatan

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.75

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000.00 40,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Telaksananya

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan,

Bulanan,

Semesteran dan

Akhr Tahun

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 40,000,000 Baru Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.50



1.02.17.01

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02.17.10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah Kunjungan

Perpustakaan 9850 775,000,000.00
844,800,000.00

1.02.17.10.01.
Lomba pemasyarakatan minat dan

kebiasaan membaca

Meningkatnya

Jumlah jumlah

lomba

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

105,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.65

1.02.17.10.02.
Pembinaan, pengelolaan

perpustakaan desa dan kelurahan
Meningkat nya

jumlah

Perpustakaan

yang bina

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

80,000,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.17.10.03.
Bimbingan Teknis Pengelolaan

Perpustakaan

Terlaksananya

bimbingan teknis

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

115,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.65

1.02.17.10.04. Penyediaan bahan pustaka
Meningkatnya

jumlah bahan

pustaka

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

335,000,000 359,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.17.10.05.
Promosi dan edukasi  minat dan

budaya baca

Meningkatnya

minat baca

msyarakat

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

60,000,000 65,800,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.75

1.02.17.10.06.
Pengelolaan layanan

perpustakaaan

Meningkatnya

pengelolaan

layanan

perpustakaan

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

50,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.75

1.02.17.10.07.
Pelayanan Perpustakaan Keliling meningkatnya

pelayanan

perpustakaan

keliling

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan

Masyarakat

30,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.18.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase Arsip

Daerah yang tertata

dengan Baik

58.00
320,000,000.00

130,000,000.00

1.02.18.16.02.
Pendataan dan Penataan Arsip

Daerah

Meningkat nya

jumlah sarana

penyimpan arsip

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.65

1.02.18.16.05.
Penyusunan Jadwal Retansi Arsip

(JRA)

meningkat JRA

yang disusun
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

70,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.55

1.02.18.16.06.
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana

Penyimpanan Arsip

Meningkat nya

jumlah sarana

penyimpan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

200,000,000 0 Baru Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

2.70



1.02.17.01

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

arsip Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

1.02.18.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Persentase Tenaga

Arsiparis yang

Memenuhi setandar

kompetensi

60

205,000,000.00
280,000,000.00

1.02.18.18.04.
Bimbingan Teknis Pengelolaan

Arsip Daerah

Meningkatnya

SDM Pengelola

Arsip

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

105,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

4.15

1.02.18.18.05.
Pembinaan, Pengolahan dan

Penataan arsip daerah

Meningkatnya

jumlah OPD yang

Di bina

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

100,000,000 170,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kabupaten

Batang

3.25

Total Pagu 2,876,849,950 2,824,662,950



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

2.01.01.01.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01. PEMERINTAH PILIHAN

2.01.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,104,000,000.00

1,214,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah pengadaan

materai
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,550,000 3,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah pengadaan

jasa telepon listrik

dan air

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

65,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

batang

4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

jumlah pengadaan

peralatan dan

perlengkapan

kanto

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

43,950,000 66,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

batang

4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

jumlah

perpanjangan

STN

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 16,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.40

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

jumlah

Honorarium para

pengelola opd

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

110,000,000 115,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
jumlah peralatan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 65,000,000 65,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan

Kabupaten

Batang

4.50



2.01.01.01.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kebersihan dan

cleaning service

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Pangan

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah alat tulis

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

jumlah poto copy

dan jilid dan

penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

25,500,000 25,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

jumlah alat listri
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

7,000,000 7,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

jumlah alat rumah

tangga komputer,

dan jaringan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

70,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan -
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 16,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

jumlah makan

minum rapat dan

tamu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

jumlah biaya

perjalanan dinas

dalam dan luar

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

350,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Penyediaan jasa

tenaga honorer

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

260,000,000 265,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 277,000,000.00
285,000,000.00



2.01.01.01.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Gedung Kantor

dalam keadaan

baik

100,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah bahan

bangunan, bibit

tanaman, dan jasa

kerja

160,000,000 168,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

batang

4.50

0.00.00.02.28.
Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor

Peralatan Kantor

yang dipelihara
17,000,000 17,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

batang

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

Perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 61,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupatn

Batang

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 54,000,000.00 60,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pelatihan,

kursus, sosialisasi

dan bimte

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

54,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Jumlah Dokumen

Laporan
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.50

1.02.03.10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan Bahan

Pangan Perkapita

Pertahun

274.7
1,200,000,000.00

1,350,000,000.00

1.02.03.10.01.
Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

pengembangan pangan

Pengembangan

dan Pelatihan

Sumber Daya

Manusia KWT

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.65

1.02.03.10.02.
Pemantauan dan analisis harga

pangan

Dokumen laporan

pemantauan

harga

dan jaringan

distribusi pangan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

103,690,000 120,159,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.95

1.02.03.10.03.
Peningkatan mutu dan keamanan

pangan

Pangan segar

yang

aman dikonsumsi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

100,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.95



2.01.01.01.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

1.02.03.10.04.
Pengembangan lumbung pangan Kelompok

lumbung

pangan yang

terbina

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

171,000,000 191,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.75

1.02.03.10.05.
Koordinasi Dewan Ketahanan

Pangan

Kelompok

lumbung

pangan yang

terbina

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

125,000,000 140,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.60

1.02.03.10.06.
Penanganan Daerah Rawan

Pangan

Dokumen laporan

rawan pangan
Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

200,310,000 223,341,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.35

1.02.03.10.07.
Analisis rasio jumlah penduduk

terhadap jumlah kebutuhan pangan

Laporan analisa

kebutuhan pangan

penduduk per

kapita

per tahun

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

100,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.75

1.02.03.10.08.
Analisis dan Penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan

Laporan analisis

pola konsumsi

pangan penduduk

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

100,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.55

2.01.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi Ikan 25400 1,400,000,000.00
401,350,000.00

2.01.01.20.05.
Pengembangan sistim pembenihan

ikan

Jumlah sarana

Pendukung BBI

dan UPR

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

1,000,000,000 1,350,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.65

2.01.01.20.06.
Pengembangan sistim

pembudidaya dan pengelolaan

sistim usaha perikanan

Jumlah

pembinaan

klpk pembudidaya

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

350,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.55

2.01.01.20.08.
Monitoring dan Pembinaan

Kawasan Perairan Umum Daratan

Jumlah danau dan

sungai perairan

umum daratan

yang

terbina

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.20

2.01.01.23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah Unit Usaha

Pengelolaan

Produksi Ikan

2
642,000,000.00

666,000,000.00

2.01.01.23.03.
Pengembangan Mutu dan

diversifikasi produk perikanan

Jumlah

Sosialisasi,

promosi, peralatan

pengolahan dan

pemasaran hasil

perikanan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

517,000,000 531,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.00

2.01.01.23.04.
Pembinaan kemitraan dan

kelembagaan usaha perikanan

Jumlah

Pokdakkan

yang bermitra

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

125,000,000 135,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

4.10



2.01.01.01.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01.01.26. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
Panjang Jalan

Produksi Perikanan 12 1,800,000,000.00
2,000,000,000.00

2.01.01.26.04.
Pengembangan Sarana dan

Prasarana kawasan budidaya

perikanan

Unit Sarana dan

Prasarana

Pertanian/Perikan

an

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

900,000,000 1,000,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.01.26.04.
Pengembangan Sarana dan

Prasarana kawasan budidaya

perikanan

Unit Sarana dan

Prasarana

Pertanian/Perikan

an

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

900,000,000 1,000,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perikanan dan

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Batang

3.95

Total Pagu 6,576,000,000 6,085,350,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

2.01.03.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01. PEMERINTAH PILIHAN

2.01.03. PERTANIAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,310,410,000.00

1,408,451,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

materai

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,700,000 2,970,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya jasa

komunikasi dan

Sumber Daya Air

dan Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

72,300,000 79,530,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya jasa

Jasa peralatan

dan perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 33,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terurusnya

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

26,500,000 29,150,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terealisasinya

pembayara honor

tenaga

Administrasi

Keuangan Kantor

(Bulan)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

79,675,000 87,642,500 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Tersedianya alat

kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 24,576,000 27,033,600 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Kantor

DTPH

4.50



2.01.03.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kantor (bulan)
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Hortikultura

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya

belanja ATK

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

120,952,000 133,047,200 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya

barang cetakan

dan penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 44,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan listrik

penerangan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

11,000,000 12,100,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya

Pengadaan

Peralalan Kantor

(paket)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

38,000,000 41,800,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya koran

dan majalah

(bulan)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 33,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya

makan dan minum

rapat pegawai

kantor (org)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

25,410,000 27,951,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terlaksananya

rapat dan

konsultasi

pegawai (tahun)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

516,897,000 535,586,700 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Dalam dan

Luar

4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terlaksananya

Pembayaran

honor tenaga

administrasi

kantor (bulan)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

292,400,000 321,640,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 556,000,000.00
611,600,000.00



2.01.03.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Pengadaan

Kendaraan Dinas

Roda 2/4

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

56,000,000 61,600,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

2.50

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terawatnya

bangunan gedung

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

35,000,000 38,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

450,000,000 495,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.02.28.
Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya

peralatan kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 16,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,000,000.00 60,500,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terlaksananya

pengadaan

Pakaian Dinas

Harian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 60,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 61,000,000.00 67,100,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur yang

mengikuti kursus /

pelatihan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

61,000,000 67,100,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45,000,000.00 49,500,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Tersedianya

laporan OPD yang

baik dan

berkualitas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

45,000,000 49,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kantor

DTPH

4.50

2.01.03.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pertanian/Perkebunan
Luas Penguasaan

Lahan Petani

Perkebunan

4 1,213,000,000.00
1,862,300,000.00

2.01.03.15.01.
pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

Pelatihan Petani

dan Pelaku

Agribisnis

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Meningkatkan Daya

Saing Petani

903,000,000 1,521,300,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

8

Kecamata

3.95



2.01.03.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kerakyatan

2.01.03.15.07.
peningkatan kemampuan lembaga

petani

Tersedianya

lembaga yang

memenuhi standar

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

110,000,000 121,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.15.08. Penyusunan RDKK
Terlaksananya

kelompok tani

yang menyusun

RDKK

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.15.11.
Pembinaan aturan hukum,

gangguan usaha dan OPT dan

prasertifikasi lahan serta penilaian

usaha perusahaan sektor

perkebunan

Terlaksananya

kegiatan

pembuatan

sertifikat bagi

lahan pertanian

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1,330,000,000.00
676,500,000.00

2.01.03.16.15.
Pengembangan Intensifikasi

Tanaman Padi, Palawija

Luas

pengembangan

intensifikasi padi

sawah (Ha)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

280,000,000 308,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.75

2.01.03.16.17.
Pengembangan Pertanian pada

Lahan Kering

Terlaksananya

pengembangan

Pertanian pada

Lahan Kering

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

350,000,000 82,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kecamatan

dalam

3.95

2.01.03.16.20.
Pengembangan Perbenihan/

Perbibitan.

Tersalurnya

bantuan benih

padi sawah (Kg)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kecamatan

dalam

3.95

2.01.03.16.29.
Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Produk

Perkebunan, Produk Pertanian

Pengembangan

Tanaman -

tanaman

Pertanian

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

500,000,000 66,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Persentase Kegiatan

Promosi Hasil

Pertanian/Perkebun

an

91.66

225,000,000.00
247,500,000.00

2.01.03.17.14.
Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan Unggul

Daerah

Terlaksananya

promosi hasil

produksi pertanian

unggul daerah

(kali)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

225,000,000 247,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Dalam dan

Luar

3.25

2.01.03.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Bibit Unggulan dan

Non Unggulan
81000 400,000,000.00

440,000,000.00

2.01.03.18.04.
Penyuluhan Penerapan Teknologi

Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Terselenggaranya

pelatihan petani

yang

menggunakan

teknologi tepat

guna (org)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kecamatan

dalam

3.75



2.01.03.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01.03.18.06.
pelatihan penerapan Teknologi

pertanian/ perkebunan modern

bercocok tanam

Terselenggaranya

pelatihan

pertanian /

perkebunan

modren (orang)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.25. Program Peningkatan Kapasitas Kemampuan Lembaga Penyuluh
Persentase Kelas

Kemampuan BP3K
100 847,000,000.00

931,700,000.00

2.01.03.25.01.
Fasilitas pemberdayaan

kelembagaan penyuluh

Terlaksananya

kegiatan fasilitasi

kelas kemampuan

penyuluh (Kelp)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

567,000,000 623,700,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kecamatan

dalam

3.95

2.01.03.25.02. Pengembangan SDM pertanian
Terlaksananya

kegiatan Penyuluh

yang mendapat

diklat teknis terkait

(Org)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

280,000,000 308,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.55

2.01.03.26. Program Pengembangan Agribisnis
Persentase

Peningkatan Luas

Lahan yang Dikelola

Secara agribisnis

80

1,080,000,000.00
913,000,000.00

2.01.03.26.01.
Pengembangan Agribisnis Padi

Sawah Orgnanik

Pembudidayaan

Padi

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

250,000,000 0 Alternatif Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.26.02.
Pengembangan Agribisnis Pe-

nangkaran Benih Padi Sawah

Terlaksananya

penangkaran padi

sawah (ha)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.75

2.01.03.26.03.
Pengembangan Agribisnis

Hortikultura

Luas

pengembangan

tanaman

Hortikultura

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

130,000,000 143,000,000 Alternatif Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.80

2.01.03.26.04. Pembinaan UPJA
Terlaksananya

pembinaan UPJA

(kelompok)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.75

2.01.03.26.05. Pembinaan PUAP
Terlaksananya

pembinaan PUAP

(kelompok)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

150,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.75

2.01.03.28. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
Panjang Jalan

Produksi Pertanian/

Perkebunan

10
2,450,000,000.00

2,690,000,000.00

2.01.03.28.01.
Pembangunan prasarana dan

sarana kantor dan balai benih

unggul hortikultura

Pembangunan

prasarana dan

sarana kantor dan

balai benih unggul

hortikultura

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.85



2.01.03.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01.03.28.02.
Pengadaan alat dan mesin

pertanian

Tersedianya Alat

Mesin Pertanian
Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

500,000,000 550,000,000 Alternatif Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.85

2.01.03.28.04. Pemetaan lahan sawah
Luas lahan sawah

yang sudah

dipetakan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

350,000,000 385,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

2.70

2.01.03.28.05. Pembinaan P3A
Terlaksananya

pembinaan

kelompok P3A

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

250,000,000 275,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.75

2.01.03.28.06.
Pengembangan prasarana dan

sarana BBU Hortikultura

Prasarana dan

sarana balai benih

unggul tersedia

(Pket)

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

400,000,000 440,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.28.07.
Pembangunan dan Rehabilitasi

Jalan Produksi Perkebunan

Tersedianya Jalan

Produksi

Pertanian

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

500,000,000 600,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.28.08 Pengadaan Alat Berat
Pengadaan Alat

Berat APBD

Provinsi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

0 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

-

2.01.03.28.08 Pengadaan Alat Berat
Pengadaan Alat

Berat Bantuan

dari Provinsi

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

50,000,000 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

-

2.01.03.29. Program Perluasan Areal Pertanian dan Perikanan
Persentase

Pemafaatan Lahan

Sawah

52 3,357,000,000.00
3,692,700,000.00

2.01.03.29.01. Optimasi Lahan
Luas lahan tidur

dimanfaatkan

untuk budi daya

tanamann  (Ha)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

857,000,000 942,700,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kecamatan

dalam

3.75

2.01.03.29.02. Pengembangan jaringan irigasi
Luas lahan yang

tata airnya direhab

/ dibangun

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

2,350,000,000 2,585,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.29.03.
Penyusunan dan Pengumpulan

Data Statistik Pertanian.

Tersedianya buku

statistik pertanian

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

150,000,000 165,000,000 Alternatif Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.55



2.01.03.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01.03.30. Program Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian/Perkebunan
Persentase

Peningkatan

Produksi /

Perkebunan

25.5
350,000,000.00 33,000,000.00

2.01.03.30.02.
Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian / Perkebunan

Pegembangan

Bibit Unggul

Pertanian

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

350,000,000 33,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Kabupaten

Batang

3.95

Total Pagu 13,279,410,000
13,683,851,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

2.01.03.02.

Dinas Perkebunan dan Perternakan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01. PEMERINTAH PILIHAN

2.01.03. PERTANIAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
990,918,060.00

1,087,709,866.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat menyurat yg

mempunyai

kekuatan sah

hukum

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,310,000 2,541,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Peningkatan

kwalitas kerja

yang lebih baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

105,000,000 115,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12,100,000 13,310,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

14,726,250 16,198,875 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Pengadministrasia

n Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

105,000,000 115,500,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
kenyamanan

dalam

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 34,650,000 38,115,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50



2.01.03.02.

Dinas Perkebunan dan Perternakan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

melaksanakan

tugas perkantoran
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
tersedianya alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

52,000,000 57,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

tugas perkantoran Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

52,800,000 58,080,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

penerangan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

19,800,000 21,780,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

terlaksanaanya

dengan baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

123,000,000 133,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
sarana informasi

dari surat kabar

dan majalah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

20,625,000 22,687,500 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

pelaksanaan rapat

- rapat

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

22,000,000 24,200,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

tugas dengan baik

dan tepat waktu
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

184,356,810 202,792,491 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

muara

bulian

4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

tugas selesai

tepat waktu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

242,550,000 266,805,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 283,965,000.00
313,000,000.00



2.01.03.02.

Dinas Perkebunan dan Perternakan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

terlaksannya

tugas kewajiban

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

17,600,000 36,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

2.70

0.00.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

terpeliharaanya

perlatan gedung

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

13,365,000 14,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

kenyamanan

tempat kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

33,000,000 33,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

terlaksananya

tugas kewajiban

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

220,000,000 230,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

tersedianya

pakaian dinas

ASN

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0 61,000,000 Baru Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

tersediannya

pakaian hari hari

tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 0 Baru Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Bulian

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60,500,000.00 66,550,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparatur

yang mengikuti

bintek

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

60,500,000 66,550,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

- 4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

sistem data

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Tembesi

4.50



2.01.03.02.

Dinas Perkebunan dan Perternakan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01.03.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pertanian/Perkebunan
Luas Penguasaan

Lahan Petani

Perkebunan

4 747,500,000.00
787,310,000.00

2.01.03.15.01.
pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

Peningkatan

Jumlah Petani

Pelaku Agribisnis

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

470,000,000 490,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Mersam,

Bajubang,

4.05

2.01.03.15.09.
Fasilitasi penyelesaian

konflik/sengketa lahan usaha

perkebunan

Adanya solusi

penyelesaian

sengketa lahan,

perusahaan

perkebunan dan

petani usaha

perkebunan dapat

melaksanakan

usaha perkebunan

sesuai dengan

peraturan

perundang -

undangan yang

berlaku

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

57,500,000 67,310,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Kecamatan

Mersam,

3.95

2.01.03.15.10.
Pembinaan dan pengawalan lahan

perusahaan yang bermitra dengan

masyarakat

Pembinaan dan

pengawalan lahan

perusahaan  yang

bermitra dengan

masyarakat

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

100,000,000 110,000,000 Alternatif Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Kabupaten

Batang

3.10

2.01.03.15.11.
Pembinaan aturan hukum,

gangguan usaha dan OPT dan

prasertifikasi lahan serta penilaian

usaha perusahaan sektor

perkebunan

- Rekomendasi

Ispo

- Penurunan

Tingkat serangan

OPT

- Sertifikat

- Penilaian Usaha

Perkebunan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

120,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Kab.

Batang

4.15

2.01.03.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Persentase Kegiatan

Promosi Hasil

Pertanian/Perkebun

an

91.66

145,000,000.00
155,000,000.00

2.01.03.17.02.
Pembinaan pemasaran  hasil

perkebunan  ramah lingkungan

Meningkatkan

jumlah petani

yang

melaksanakan

bokar bersih

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

145,000,000 155,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

5

Kecamata

4.05

2.01.03.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Bibit Unggulan dan

Non Unggulan
81000 1,100,000,000.00

1,210,000,000.00

2.01.03.18.08.
Pengembangan Benih/ Bibit

Komoditi Unggulan Tanaman

Perkebunan

Pengembangan

Komoditi

Unggulan

tanaman

perkebunan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

750,000,000 800,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

8

Kecamata

3.95



2.01.03.02.

Dinas Perkebunan dan Perternakan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01.03.18.09.
Pengembangan komoditi non

unggulan tanaman perkebunan

Penyaluran Bibit

Aren 2018,

tersedianya bibit

Aren 2019

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

124,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Kabupaten

Batang

4.50

2.01.03.18.10.
kegiatan  Pengembangan Sistem

Data dan Informasi Perkebunan

Informasi data

perkebunan dan

peternakan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

26,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Dalam

Kabupate

4.05

2.01.03.18.11.
Pengembangan Sentra

Perternakan Rakyat

Tersedianya SPR Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

200,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Kec. Maro

Sebo Ulu,

4.05

2.01.03.21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Penurunan Angka

Kematian Ternak

Besar dan

Penurunan Hewan

Rabies

1.76

495,000,000.00
544,000,000.00

2.01.03.21.02.
Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

Mencegah

Kematian Ternak
Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

365,000,000 399,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

8

Kecamata

4.20

2.01.03.21.06.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Meningkatnya

produk pangan

yang ASUH

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

130,000,000 145,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

8

Kecamata

4.05

2.01.03.22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Jumlah Pengolahan

BOKAR dan

Pembinaan UPH

Perkebunan dan

Peternakan

3

1,850,000,000.00
1,831,250,000.00

2.01.03.22.14.
Pengembangan Pakan Ternak

Ruminansia

Tersedianya hijau

pakan ternak

unggul,

tersedianya pakan

ternak olahan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Kec. Muara 4.05

2.01.03.22.15.
Pengembangan Produksi Ternak Peningkatan

Pengembangan

Produksi Ternak

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

1,000,000,000 1,150,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Kabupaten

Batang

3.95

2.01.03.22.16.
Penyediaan Sarana / Prasarana

Balai Pembibitan Ternak

Tersedianya

penyediaan

sarana dan

prasarana

pembibitan ternak

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

400,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

BPT

Sungai

3.65

2.01.03.22.17.
Pengembangan Agribisnis

Perternakan

Pengembangan

Agribisnis

Peternakan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

250,000,000 61,250,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Muara

Tembesi

3.95

2.01.03.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 266,200,000.00
291,820,000.00



2.01.03.02.

Dinas Perkebunan dan Perternakan:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

2.01.03.23.14.
promosi hasil produksi Perkebunan/

peternakan

Terlaksananya

promosi hasil

produksi

perkebunan dan

peternakan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

156,200,000 171,820,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Dalam

Daerah

4.10

2.01.03.23.15.
Pengadaan sarana dan prasrana

pengolahan hasil produksi

peternakan

Tersedianya

sarana dan

prasarana

pengolahan hasil

produksi

peternakan

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

110,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Dalam

Kabupate

3.85

2.01.03.28. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
Panjang Jalan

Produksi Pertanian/

Perkebunan

10
1,000,000,000.00

1,100,000,000.00

2.01.03.28.07.
Pembangunan dan Rehabilitasi

Jalan Produksi Perkebunan

Pembangunan

dan Rehabilitasi

Jalan Produksi

Perkebunan

Prioritas

Pembangunan

Insfrastruktur dan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya

Insfrastruktur

Pertanian

1,000,000,000 1,100,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Kabupaten

Batang

4.40

2.01.03.30. Program Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian/Perkebunan
Persentase

Peningkatan

Produksi /

Perkebunan

25.5
1,060,700,000.00

1,286,770,000.00

2.01.03.30.03. Peremajaan kebun karet tua
KEbun Karet Tua Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

800,000,000 1,000,000,000 Alternatif Dinas Perkebunan

dan Perternakan

8

Kecamata

3.95

2.01.03.30.04.
Pengembangan integrasi tanaman

tahunan - ternak

Tersedianya alat

biogas

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

110,000,000 121,000,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Pemayung, 3.25

2.01.03.30.05. Peyusunan RDKK
Meningkatnya

pengetahuan

kelompoktani

perkebunan dalam

perencanaan

kebutuhan

kelompok ( RDKK

)

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Daya

Saing Petani

150,700,000 165,770,000 Sedang

Berjalan

Dinas Perkebunan

dan Perternakan

Dalam

Kabupate

4.15

Total Pagu 8,098,783,060 8,782,409,866



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

3.01.02.01.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

3.01. PENUNJANG PEMERINTAHAN

3.01.02. PERENCANAAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,820,000,000.00

1,725,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediannya jasa

surat menyurat
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

4,000,000 4,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

terlaksananya

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

210,000,000 210,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

terlaksananya

Penyediaan  jasa

pealatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

30,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

terlaksananya

penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan dinas/

operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

24,000,000 24,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

terlaksananya

penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

125,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50



3.01.02.01.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

terlaksananya

penyediaan jasa

kebersihan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

20,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

terlaksananya

penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

25,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
terlaksananya

penyediaan alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

terlaksananya

penyediaan

barang cetakan

dan pengadaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

60,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

terlaksananya

penyediaan

komponen

instalasi listrik/

penerangan

bangunan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

50,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

- 4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

terlaksananya

penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

200,000,000 140,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

terlaksananya

penyediaan

peralatan rumah

tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

12,000,000 12,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

terlaksananya

penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

40,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

terlaksananya

penyediaan

makanan dan

minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

60,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50



3.01.02.01.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

terlaksananya

rapat-rapat

kooedinasi dan

konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

500,000,000 500,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

penyediaan jasa

tenaga pendukung

administrasi/

teknis perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Tekn

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

400,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

584,000,000.00
455,000,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

terlaksananya

pengendaraan

kendaraan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

150,000,000 0 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

2.90

0.00.00.02.21.
pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

terlaksananya

pemeliharaan

rutin/ berkala

rumah dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

40,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

terlaksananya

pemeliharaan

rutin/ berkala

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

35,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

terlaksananya

pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan dinas/

operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

329,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Listrik

terlaksananya

pemiliharaan rutin/

berkala jaringan

listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pemeliharaan Rutin

Berkala Jaringan

Listrik

12 12Tersedianya

Pemeliharaan Rutin

Berkala Jaringan

Listrik

30,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 125,000,000.00 55,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

terlaksananya

pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

12 12Tersedianya Pakain

Dinas beserta

Perlengkapannya

100,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Batang Hari 4.50



3.01.02.01.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

terlaksananya

pengadaan

pakaian khusus

hari-hari tertenti

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

12 12Tersedianya

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

25,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100
50,000,000.00

121,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

12 12Tersedianya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

50,000,000 121,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
154,000,000.00

164,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

terlaksananya

penyusunan

pelaporan OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

12 12Tersedianya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

45,000,000 44,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

0.00.00.06.06
Penyusunan Naskah Pidato Kepala

Daerah

terlaksananya

penyusunan

naskah pidato

kepala daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyusunan Naskah

Pidato Kepala

Daerah

12 12Tersedianya

Penyusunan Naskah

Pidato Kepala

Daerah

109,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.50

3.01.02.15. Program Pengembangan Data/ Informasi
Persentase

Penyediaan Data

Pembangunan

96 500,000,000.00
450,000,000.00

3.01.02.15.05.
Penyusunan Profil Pembangunan

Daerah

terlaksananya

penyusunan profil

pembangunan

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

200,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.00

3.01.02.15.06.
Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan

dokumen data dan

informasi

pembangunan

dan aplikasi

perencanaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.20

3.01.02.18. Program Perencanaan Pengembangan  Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Dokumen

Perencanaan

Wilayah Strategis

2 900,000,000.00
600,000,000.00

3.01.02.18.06.
Fasilitasi Perencanaan dan

Pengedalian RPIJM
dokumen RPIJM

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten

Batang

4.00



3.01.02.01.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Daerah

3.01.02.18.07.
Studi Kelayakan Pembangunan

Infrastruktur
dokumen fs

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

600,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.95

3.01.02.21. Program  Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Tingkat

Aspirasi Masyarakat

Melalui Musrenbang

yang Terakomodir

Dalam Dokumen

Penganggaran

35

650,000,000.00

3.01.02.21.08.
Penyusunan rancangan RKPD dan

RKPD Perubahan

dokumen RKPD

dan RKPD

perubahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

300,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.21.09. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

350,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase

Perencanaan

Ekonomi yang di

tindak lanjuti

33
564,000,000.00

3.01.02.22.04.
Koordinasi Perencanaan

pembangunan bidang

perekonomian

hasil musrenbang Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

180,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.22.09.
Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan sektor-sektor di

bidang Ekonomi

Dokumen

Perencanaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

200,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.22.10. Fasilitasi Forum CSR Nilai CSR
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan

184,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-



3.01.02.01.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum Kualitas Pelayanan

Publik

3.01.02.23. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Persentase

Perencanaan  Sosial

Budaya yang di

tindak lanjuti

5

950,000,000.00

3.01.02.23.05.
Sinkronisasi perencanaan bidang

Sosial Budaya,SDM dan

Pemerintahan

dokumen

perencanaan

sosbud, sdm dan

pemerintah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

450,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.23.06.
Fasilitasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

dokumen

penanggulangan

kemiskinan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

300,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.23.07.
Fasilitasi perencanaan kota sehat

dan kota layak anak

dokumen

perencanaan kota

sehat dan layak

anak

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

115,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.23.08.
Fasilitasi Perencanaan

Pemerintahan

dokumen

perencanaan

pemerintahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

85,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Dokumen

perencanan tata

Ruang yang

ditindaklanjuti

1
1,200,000,000.00

3.01.02.24.05.
Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

dokumen rencana

detail tata ruang

kawasan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

650,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.24.06.
Fasilitasi perencanaan bidang

Infrastruktur,Kewilayahan dan

Lingkungan Hidup

dokumen

peencanaan

bidang

infrastruktur,

kewilayahan dan

lingkungan hidup

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

250,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.24.07. Fasilitasi Perencanaan Percepatan

Pembangunan

dokumen rencana Prioritas

Pembangunan

Meningkatnya

Kinerja

150,000,000 Badan PerencanaanKabupaten

Batang

-



3.01.02.01.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Sanitasi Permukiman
percepatan

pembangunan

sanitasi

permukiman

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Pembangunan

Daerah

3.01.02.24.08.
Fasilitasi Perencanaan Percepatan

Penyediaan Infrastruktur Air Minum
dokumen rencana

pembangunan

penyediaan air

minum

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

150,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.26. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase

Pelaksanaan

Kegiatan Sesuai

dengan Dokumen

Perencanaan

100

455,000,000.00

3.01.02.26.01.
Fasilitasi penyusunan laporan

keterangan pertanggungjawaban

(LKPJ)

Penyusunan Buku

Laporan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

110,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

3.01.02.26.02.
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian

dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan daerah

Monitoring dan

Evaluasi Serta

Pengendalian dan

Pelporan rencana

Pembangunan

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

345,000,000 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Batang

-

Total Pagu 7,952,000,000 3,570,000,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

3.01.03.01.

Badan Keuangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

3.01. PENUNJANG PEMERINTAHAN

3.01.03. KEUANGAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
3,354,956,181.00

5,261,620,376.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya

Penyediaan

Perangko, Materai

dan Benda Pos

Lainnya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

6,330,000 6,600,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

Pembayaran

Listrik, Air dan

Telepon

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

350,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terlaknasanya

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,500,000 40,500,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terlaksananya

pembayaran jasa

administrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

316,500,000 496,125,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang hari 4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terlaksananya

pembayaran jasa

kebersihan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

80,000,000 139,520,484 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50



3.01.03.01.

Badan Keuangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terlaksananya

pembayaran jasa

perbaikan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

58,800,000 73,500,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya

penyediaan alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

190,000,000 275,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya

penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

240,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

penerangan listrik

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

42,000,000 50,400,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

639,526,181 2,041,282,976 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Melancarkan

kegiatan

administrasi dan

operasional rumah

tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

48,300,000 59,167,500 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Menambah

wawasan dan

meningkatkan

informasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

68,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Lancarnya

kegiatan makanan

dan minuman

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

100,000,000 115,200,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

batang hari 4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Melancarkan

kegiatan

administrasi

perjalanan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

350,000,000 419,324,416 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.01.19. Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/

Jumlah PTT

dibayarkan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 825,000,000 825,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50



3.01.03.01.

Badan Keuangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Teknis Perkantoran Honorium
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,598,484,375.00
1,215,655,469.00

0.00.00.02.03. Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya

pembangunan

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

600,000,000 0 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 2.80

0.00.00.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 2.80

0.00.00.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya

pengadaan

peralatan gedung

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 2.80

0.00.00.02.10. Pengadaan Mebeleur
Terlaksananya

pengadaan

mebeleur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

100,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 2.80

0.00.00.02.11.
Pembangunan/Pengadaan

Jaringan Listrik

persentase

pemeliharaan

rutin/ berkala

jaringan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

persentase

pemeliharaan

rutin/ berkala

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

353,484,375 366,855,469 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

persentase

pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan dinas/

operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

250,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Listrik

Terlaksananya

pembangunan/

rehab jaringan

listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

10,000,000 28,800,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50



3.01.03.01.

Badan Keuangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.02.31.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Komputerisasi

Persentase

pemeliharaan

rutin/ berkala

jaringan

komputerisasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

5,000,000 15,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.02.44.
Rehabilitasi sedang/ berat

Kendaraan Dinas Operasional

persentase

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Kendaraan Dinas

/Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

70,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terlaksananya

pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Terlaksananya

pengadaan

pakaian dinas

hari-hari tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 16,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000.00
121,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya dan

Mengembangkan

Budaya Daerah

45,000,000 121,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 194,000,000.00
198,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terlaksananya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.95

0.00.00.06.05.
Monitoring dan Evaluasi Dana

Alokasi Khusus

Persentase

Laporan DAK

Tepat Waktu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.20

3.01.03.15. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Nilai PAD 205558 2,165,000,000.00
2,641,000,000.00

3.01.03.15.01.
Kegiatan Observasi dan Pendataan

Retribusi Daerah

Jumlah Data

Potensi Retribusi

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

70,978,950 95,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.80



3.01.03.01.

Badan Keuangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

3.01.03.15.03.
Pengendalian Penertiban

Kepatuhan Objek Retribusi Daerah

Official Assesment (Uji Petik)

Terlaksananya

OPD Pengelola

yang di Uji Petik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

110,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.30

3.01.03.15.04.
Monitoring Penagihan Retribusi

Daerah

Tercapainya

Realisasi

Peneriamaan

Retribusi Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

95,000,000 136,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.30

3.01.03.15.06.
Pemutakhiran Data dan

Pengahapusan  Pajak Daerah

Terlaksananya

SKP yang

diterbitkan dan

Didistribusikan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

156,250,000 156,250,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.90

3.01.03.15.07.
Kegiatan Penerbitan dan

Pendistribusian Dokumen Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Terlaksananya

Penerbitan dan

Pendistribusian

Dokumen Surat

Ketetapan

Pajak/Retribusi

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

145,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.30

3.01.03.15.11. Penyuluhan dan Penagihan PBB
Terlaksananya

penyuluhan dan

penagihan PBB

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

185,000,000 185,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.40

3.01.03.15.12.
Kegiatan Penagihan dan

Pembinaan  Pajak Daerah

Persentase

Realisasi

Penagihan Pajak

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

175,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.30

3.01.03.15.13.
Monitoring dan Evaluasi Pajak

Daerah

Persentase

Penurunan

Tingkat

Pelanggaran

Pajak Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.60

3.01.03.15.16.
Kegiatan Pembentukan Basis Data

Spasial Sistem Informasi Geografis

PBB

Jumlah  Basis

Data Spasial

Sistem Informasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

308,146,050 497,125,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.55



3.01.03.01.

Badan Keuangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Geografis PBB
Pelayanan Umum Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

3.01.03.15.18.
Pemutakhiran dan Pendataan

Ulang Wajib Pajak PBB-P2

Jumlah Objek

Pajak Desa/

Kelurahan yang

Terdata secara

Valid

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

350,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.90

3.01.03.15.19.
Verifikasi Lapangan Subjek/ Objek

Pajak PBB dan BPHTB

Tercapainya

Objek Pajak PBB

dan BPHTB yang

Diverifikasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

150,000,000 175,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.80

3.01.03.15.20.
 Validasi dan Penghapusan Piutang

PBB-P2

Terlaksananya

Penghapusan

Piutang PBB-P2

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

119,000,000 235,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.40

3.01.03.15.21.
Penyelesaian Sengketa dan

Keberatan PBB -P2

Terselesaikan

Sengketa dan

Keberatan Pajak

Daerah dan

Retribusi Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

51,625,000 51,625,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.50

3.01.03.15.22.
Monitoring dan Evaluasi

Pendapatan Asli Daerah

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan Asli

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

99,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.90

3.01.03.16. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Opini  BPK WTP 4,102,848,000.00
5,896,348,000.00

3.01.03.16.06.
Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Perda APBD

Tersusunnya

Dokumen  Perda

APBD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

347,000,000 347,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.70

3.01.03.16.07.
Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya

Dokumen

Penjabaran APBD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

375,000,000 375,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.70



3.01.03.01.

Badan Keuangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

3.01.03.16.08.
Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Perda Perubahan

APBD

tersusunnya

Dokumen Perda

Perubahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

237,850,000 237,850,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

- 3.60

3.01.03.16.09.
Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Tersusunnya

Dokumen

Penjabaran APBD

Perubahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

363,998,000 363,998,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

- 3.70

3.01.03.16.21.
 Penyusunan Rencana Pendapatan

Daerah

Tersusunnya

Rencana

Pendapatan

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.90

3.01.03.16.23.
 Monitoring, Evaluasi dan

Rekonsiliasi Pendapatan Daerah

Tersusunnya

Dokumen Monev

dan Rekonsiliasi

Pendapatan

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

125,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.80

3.01.03.16.24.
Fasilitasi Penyusunan Pertangung

jawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen

LKD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

345,000,000 345,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.80

3.01.03.16.29.
Penyusunan Laporan Akuntansi

Wilayah Tugas Pembantuan

Jumlah dokumen

laporan tugas

pembantuan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

125,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.20

3.01.03.16.30.
Rekonsiliasi Penyerapan Dana

Transfer Dari Pemerintah Pusat ke

Daerah dan Evaluasi Penyerapan

Anggaran

Dokumen Laporan

Serapan Dana

Transfer

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

200,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.90

3.01.03.16.31.
Penatausahaan keuangan daerah Persentase

pertanggungjawab

an Tepat waktu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

250,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.60



3.01.03.01.

Badan Keuangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

3.01.03.16.32.
Pengembangan Sistem Informasi

Pengelolaan Keungan Daerah

sistem Aplikasi

yang

dikembangkan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

305,000,000 305,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.50

3.01.03.16.33.
Fasilitasi implementasi paket

regulasi pengelolaan keuangan

daerah

Jumlah SKPD

yang memahami

regulasi

pengelolaan

keuangan daerah

SKPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

275,000,000 289,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.60

3.01.03.16.34.
Pengelolaan Web-Based Reporting

System (WBRS) DAK

Terlaksananya

Pengelolaan Web

Based dan

Reporting System

(WBRS)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

130,000,000 130,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.40

3.01.03.16.36.
Fasilitasi Penyusunan Standar

Biaya

Dokumen Standar

Biaya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

190,500,000 1,905,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.40

3.01.03.16.37.
Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah

penyelesaian

kasus TPTGR

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

98,500,000 98,500,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.70

3.01.03.16.39.
Fasilitasi Sistem Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah Desa yang

di Fasilitasi Sistem

Pengelolaan

Keuangan Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

275,000,000 290,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 4.30

3.01.03.16.40.
Pengelolaan Sistem Manejemen

Gaji

Terlaksananya

pengelolaan

sistem

manajemen gaji

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang hari 3.30

3.01.03.16.41
Penyusunan Rancangan KUA

PPAS dan KUPA PPAS Perubahan
Tersusunnya

Dokumen KUA

PPAS dan KUPA

PPAS Perubahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

160,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Keuangan

Daerah

Batang Hari 3.60



Total Pagu 11,515,288,556
15,394,623,845



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

3.01.04.01.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

3.01. PENUNJANG PEMERINTAHAN

3.01.04. KEPEGAWAIAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,215,428,270.00

1,831,971,097.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat PEMBELIAN

MATERAI DAN

PENGIRIMAN

SURAT

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

6,548,520 7,203,372 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

PEMBAYARAN

LISTRIK

TELEPON AIR

DAN INTERNET

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

92,637,600 101,901,360 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

TERSEDIANYA

JASA DEKORASI

DAN

DOKUMENTASI

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

21,828,400 24,011,240 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

PEMBAYARAN

TANDA SURAT

NOMOR

KENDARAAN

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

7,713,750 8,485,125 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

PEMBAYARAN

HONORARIUM

ADMINISTRASI

KEUANGAN

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

152,500,000 332,750,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
PEMBAYARAN

CLEANING

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 36,300,000 39,930,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan

BATANG

HARI

4.50



3.01.04.01.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

SERVIS DAN

PEMBELIAN

ALAT

KEBERSIHAN

KANTOR

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

PERBAIKAN/SER

VIS PERALATAN

KANTOR

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,250,000 33,275,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
pengadaan/pemb

elian alat tulis

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

157,300,000 173,030,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

pengadaan

barang cetakan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

84,700,000 93,170,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

pembelian alat

listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

18,150,000 19,965,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

pengadaan alat

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

142,000,000 266,200,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

penyediaan surat

kabar/majalah
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

72,600,000 79,860,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

penyediaan

makanan dan

minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

24,200,000 26,620,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

pembayaran

pegawai yang

mengikuti rapat

konsultasi dan

koordinasi keluar

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

284,000,000 532,400,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

pembayaran

honor PTT dan

uang lembur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

84,700,000 93,170,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

BATANG

HARI

4.50



3.01.04.01.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

Sumber Daya

Manusia Daerah

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 242,000,000.00
266,100,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

pembelian bahan

baku bangunan
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

60,500,000 66,550,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

perawatan

kendaraan

bermotor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

181,500,000 199,550,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65,340,000.00 71,874,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

penyediaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannnya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

43,560,000 47,916,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

penyediaan

pakaian khusus

hari-hari tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

21,780,000 23,958,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 142,000,000.00
266,200,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal mengikuti

pelatihan dan

bimbingan teknis

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

142,000,000 266,200,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 48,000,000.00 52,800,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

jumlah dokumen

renstra,lppd,renja

dan lakip

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

48,000,000 52,800,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

4.50

3.01.04.16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah
Jumlah

Terpenuhinya

Standar diklat SDM

Aparatur Sipil

Negara

412

3,016,130,300.00
3,647,743,330.00



3.01.04.01.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

3.01.04.16.01.
Pengiriman pejabat/aparatur yang

mengikuti diklat Pim II dan Diklat

Pim III

jumlah peserta

diklat pim II dan

pim III

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

466,107,000 512,717,700 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.55

3.01.04.16.02. Penyelenggaraan Diklat Pim IV
jumlah peserta

diklat Pim IV

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

725,023,300 1,017,525,630 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.65

3.01.04.16.03.
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan

bagi CPNS Gol.I.II.III
jumlaj peserta

diklat prajabatan

gol I,II, III

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

250,000,000 275,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.35

3.01.04.16.04.
Pendidikan dan pelatihan

peningkatan kompetensi aparatur
jumlah peserta

diklat peningkatan

kompetensi

aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

300,000,000 330,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.75

3.01.04.16.05.
Pendidikan dan pelatihan

Fungsional bagi aparatur

jumlah peserta

Diklat fungsional

bagi aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

275,000,000 302,500,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.75

3.01.04.16.06. Sertifikasi kompetensi ASN
jumlah ASN yang

memiliki sertifikat

kompetensi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

100,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.75

3.01.04.16.07. Seleksi penerimaan CPNSD
Jumlah CPNS

yang dinyatakan

lulus sesuai

dengan latar

belakang

pendidikan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

900,000,000 1,100,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.65

3.01.04.17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Jumlah

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

22.46

1,014,198,900.00
785,618,790.00

3.01.04.17.01.
Pengelolaan Kenaikan Pangkat

(KP) PNS
jumlah PNS yang Prioritas

Pembangunan

Meningkatnya

Kinerja

160,000,000 176,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan

BATANG

HARI

3.85



3.01.04.01.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

memeperoleh

kenaikan pangkat
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

3.01.04.17.02.
Penataan sistem administrasi

dalam pemindahan dan

penempatan PNS sesuai dengan

kompetensi yang di butuhkan

jumlah proses

administrasi

mutasi pegawai

antar daerah

provinsi/kabupate

n serta mutasi

dalam daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

58,749,900 64,624,890 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.25

3.01.04.17.03.
Pelaksanaan Seleksi jabatan

Struktural

jumlah pemangku

jabatan sesuai

denga kompetensi

yang telah

ditetapkan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.55

3.01.04.17.04.
penatauasahaan jabatan

Fungsional

jumlah data

jabatan fungsional

PNS dilingkungan

pemerintah

Kabupaten Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

92,559,000 101,814,900 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.75

3.01.04.17.05.
Pelaksanan Proses Mutasi Pensiun jumlah PNS yang

pensiun

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

112,890,000 124,179,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.75

3.01.04.17.06. Review SKP
jumlah SKP PNS

Kabupaten

Batatang Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 66,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.55

3.01.04.17.07.
Koordinasi dan fasilitasi organisasi

Profesi ASN

Jumlah organisasi

profesi ASN yang

difasilitasi dan

dikoordinasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

30,000,000 33,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.55

3.01.04.17.08.
Implementasi Gerakan Revolusi

Mental aparatur

Jumlah Organisasi

Profesi ASN yang

difasilitasi dan

dikoordinir

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

300,000,000 0 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Batang Hari 3.65

3.01.04.18. Program Penyusunan Data Pegawai
Persentase Jumlah

Sistem
100 504,225,700.00

554,648,270.00



3.01.04.01.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Data dan Informasi

Kepegawaian  yang

Terkelola

3.01.04.18.01. validasi data kepegawaian
persentase

meningkatnya

keakuratan data

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

67,686,000 74,454,600 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.35

3.01.04.18.02.
penatausahan dan pengelolaan file

perorangan pegawai negeri

PERSENTASE

DOKUMEN

PENATAAN FILE

PNS

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

145,701,000 160,271,100 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.35

3.01.04.18.03.
Penyusunan dan pemetaan formasi

PNS

persentase

dokumen hasil

pemetaan PNS

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

149,613,000 164,574,300 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.65

3.01.04.18.04.
Optimalisasi pengelolaan dan

pengembangan komunikasi

Teknologi Informasi dan media

masa

jumlah informasi

kepegawaian dan

publikasi kegiatan

berbasis WEB

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

113,201,000 124,521,100 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.15

3.01.04.18.05.
Fasilitasi pengadaan dan

pengelolaan kartu pegawai

elektronik

jumlah

ketersediaan dan

kepemilikan serta

kelayakan

penggunaan KPE

pada PNSD

Kabupaten Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

28,024,700 30,827,170 Sedang

Berjalan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

BATANG

HARI

3.55

Total Pagu 6,247,323,170 7,476,955,487



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

3.01.06.01.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

3.01. PENUNJANG PEMERINTAHAN

3.01.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
833,000,000.00

916,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

4,000,000 3,500,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tagihan Telepon,

Air dan Listrik

yang dibayar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

80,000,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah

Kendaraan yang

dibayar Pajaknya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

5,500,000 7,500,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Persentase Jasa

Administrasi

Keuangan yang

tersedia

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

95,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Jasa

Kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

20,000,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja
Jumlah jasa

perbaikan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan

20,000,000 20,000,000 Baru Badan Penelitian

dan

Kabupaten

Batang

4.05



3.01.06.01.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

peralatan kerja
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Perbaikan Peralatan

Kerja

Peralatan Kerja Pengembangan

Daerah

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumkah Alat Tulis

Kantor yang

disediakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

45,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

30,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah

Komponen

Instalasi Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

5,500,000 7,500,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

135,000,000 145,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah Peralatan

Rumah Tangga
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

10,000,000 15,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Jumlah Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

17,500,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan

dan minuman
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

30,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Jumlah rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

125,500,000 167,500,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Jumlah Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Tekn

180,000,000 180,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05



3.01.06.01.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Perkantoran
Pelayanan Umum yang baik Administrasi/Tekn is Perkantoran

0.00.00.01.20. Penyediaan Dekorasi
Jumlah Dekorasi

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Dekorasi

12 12Terlaksananya

Dekorasi

28,000,000 28,000,000 Baru Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.21. Penyediaan dokumentasi
Jumlah

Dekumentasi

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,000,000 2,000,000 Baru Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91,000,000.00 90,000,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah

Pengadaan

Kendaraan Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

50,000,000 50,000,000 Baru Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.15

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah

Kendaraan yang

dipelihara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Listrik

Jumlah Jaringan

listrik yang

dipelihara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

11,000,000 10,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian

Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

28,000,000 28,000,000 Baru Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Jumlah Pakaian

Khusus hari-hari

Tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

27,000,000 33,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000.00 60,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

50,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05



3.01.06.01.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Buku

Perencanaan dan

Pelaporan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

4.05

3.01.06.15. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Jumlah

Rekomendasi Hasil

Penelitian Bidang

Ekonomi dan

Pembangunan

3

450,000,000.00
650,000,000.00

3.01.06.15.02.
Penelitian dan  Pengembangan

Sektor Ekonomi

Jumlah Penelitian

Sektor Ekonomi
Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.55

3.01.06.15.03.
Penelitian dan Pengembangan

Sektor Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Jumlah Penelitian

Sektor Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

150,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.65

3.01.06.15.05.
Penelitian dan Pengembangan

Sektor Pengembangan Wilayah

dan Prasarana

Jumlah Penelitian

Sektor

Pengembangan

Wilayah dan

Prasarana

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.65

3.01.06.16. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Jumlah

Rekomendasi

Penelitian Bidang

Sosial dan

Pemerintahan

2

450,000,000.00
650,000,000.00

3.01.06.16.01.
Penelitian dan Pengembangan

Sektor Sosial dan Budaya

Jumlah Penelitian

Sektor Sosial dan

Budaya

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.65

3.01.06.16.02.
Penelitian dan Pengembangan

Sektor Kependudukan,

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Jumlah Penelitian

Sektor

Kependudukan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

150,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.65

3.01.06.16.03.
Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Pemerintahan
Jumlah Penelitian

Sektor Sosial

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang

150,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Kabupaten

Batang

3.65



3.01.06.01.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

dan Budaya
Manusia Berkarakter Mandiri

dan Inovatif

Daerah

3.01.06.17. Program Inovasi Daerah
Jumlah

Rekomendasi

Penelitian bidang

Inovasi dan

teknologi

6

300,000,000.00
262,000,000.00

3.01.06.17.01.
Pengembangan inovasi dan

teknologi
Jumlah Inovasi

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

50,000,000 50,000,000 Baru Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.35

3.01.06.17.02. Fasilitas HAKI hasil litbang
Fasilitasi HAKI

Hasil Litbang

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

70,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.45

3.01.06.17.03.
Fasilitasi Sistem Inovasi Daerah

Dokumen SIDa
Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

80,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.65

3.01.06.17.05.
Forum Group Discusion

Kelitbangan

Jumlah Forum

Group Discussion

(FGD)

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

50,000,000 0 Baru Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.25

3.01.06.17.06.
Pengembangan Kelembagaan

Sentra Promosi dan Pemasaran

Jumlah Promosi

Teknologi Yang di

Ikuti

Prioritas

Pembangunan

Sumberdaya

Manusia

Meningkatkan

Kualitas Masyarakat

yang Berkarakter

Mandiri dan Inovatif

50,000,000 62,000,000 Baru Badan Penelitian

dan Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Batang

3.35

Total Pagu 2,273,000,000 2,737,000,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

4.01. PENDUKUNG PEMERINTAHAN

4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100 12,709,000,000.00 6,767,700,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

materai, Perangko

dan administrasi

persuratan Kantor

Sekretariat

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

pembayaran jasa

komunikasi,

sumber daya air,

listrik dll

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,433,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.04.
Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya

jaminan

kesehatan KDH

dan WKDH.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

70,000,000 115,500,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.Batang 4.70

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terbayarnya

Biaya pajak, Kir dll

kendaraan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

130,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya

tenaga

administrasi yang

profesional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

835,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terjaganya

Kebersihan Kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat

tulis penunjang

kegiatan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

195,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang cetak

penunjang

kegiatan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

258,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

penunjang

kegiatan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

900,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya

bahan bacaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

400,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya

pelayanan yang

optimal untuk

Tamu ataupun

masyarakat yang

datang berkunjung

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

140,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

pelayanan yang

optimal untuk

Tamu ataupun

masyarakat yang

datang berkunjung

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

350,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terlaksananya

Koordinasi dan

Konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,600,000,000 1,700,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Penunjang

kegiatan

administrasi

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,500,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.01.23.
Penyediaan perlengkapan dan

peralatan pendukung kegiatan

kedinasan

Tersedianya Sewa

tenda, dekorasi,

kursi dll untuk

kelancaran

kegiatan Kantor

Sekretriat Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

400,000,000 450,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.01.24.
Penyediaan Peralatan Kebersihan

Rumah Jabatan

Terjaganya

kebersihan rumah

jabatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

245,000,000 269,500,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahMuara

Bulian

4.70

0.00.00.01.25.
Rapat Koordinasi dan Konsultasi

serta Kunjungan Kerja KDH/WKDH

dalam dan luar daerah

Terlaksananya

kegiatan rapat-

rapat koordinsi,

konsultasi dan

kuker KDH dan

WKDH

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

700,000,000 770,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.Batang 4.70

0.00.00.01.26.
Penyediaan Jasa Protokoler

Pendukung Kegiatan Kedinasan

Tersedianya jasa

protokoler

pendukung

kegiatan

kedinasan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

223,000,000 269,500,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.Batang 4.70

0.00.00.01.27.
Penyediaan makanan / minuman

Rumah Jabatan

Tersedianya dana

untuk tamu atau

masyarakat yang

berkunjung ke

rumah dinas

jabatan.

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,100,000,000 2,283,200,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahMuara

Bulian

4.70

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,450,630,000.00
8,412,378,000.00

0.00.00.02.03. Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunan

Fasilitas Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

350,000,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

3.10

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Pengadaan

Kendarran Roda 2

(dua) dan Roda 4

(empat)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,290,000,000 0 Baru Sekretariat DaerahMuara

Bulian

3.10

0.00.00.02.08.
Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

penunjang

kegiatan rumah

jabatan/dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

2,071,980,000 2,279,178,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahMuara

Bulian

3.10

0.00.00.02.20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

Meningkatnya

sarana dan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 823,000,000 905,300,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahMuara

Bulian

4.70



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

prasarana

sehingga

terciptanya rumah

jabatan yang

representatif

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.02.21.
pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

sehingga

terciptanya rumah

dinas yang

representatif

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

299,000,000 328,900,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahMuara

Bulian

4.70

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Kenyamanan dan

nilai bangunan

dapat bertahan

lebih lama

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

324,650,000 400,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.02.23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Kendaraan

terawat dengan

baik untuk

menunjang

kegiatan KDH dan

WKDH

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

850,000,000 935,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahMuara

Bulian

4.70

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Kendaraan

terawat dengan

baik untuk

menunjang

kegiatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,252,000,000 1,300,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

merawat peralatan

agar serlalu

terawat dan

berfungsi dengan

baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

175,000,000 175,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.02.27.
Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan rumah jabatan/dinas

Terawatnya

peralatan dan

perlengkapan

penunjang

kegiatan rumah

jabatan/dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

215,000,000 236,500,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahMuara

Bulian

4.70

0.00.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Listrik

Tersedianya

penerangan

jaringan listrik

yang layak

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

200,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.02.40.
Rehabilitasi sedang/berat rumah

jabatan

Meningkatnya

sarana dan

prasarana rumah

jabatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,025,000,000 1,127,500,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahMuara

Bulian

3.10



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.02.42.
Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung

Kantor

Kenyamanan dan

nilai bangunan

dapat bertahan

lebih lama

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

250,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

3.10

0.00.00.02.44.
Rehabilitasi sedang/ berat

Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan

terawat dengan

baik untuk

menunjang

kegiatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

325,000,000 325,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

3.10

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 334,000,000.00
288,200,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya

pakaian dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

72,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya

pakaian hari-hari

tertentu tahun

2019

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

152,000,000 167,200,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.Batang 4.70

0.00.00.03.07.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya bagi KDH/WKDH
Terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

110,000,000 121,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.Batang 4.70

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 245,000,000.00
245,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatkan

SDM pegawai

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

245,000,000 245,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Tersedianya

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKab.

Batang

4.70

4.01.012.37. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an
Persentase Angka

Melek Al-Qur'an
85 7,800,000,000.00

9,040,997,000.00

4.01.012.37.01. Fasilitas Penyelegaaran Kegiatan

Kelembagaan Pengembangan

Tilawatil Qur'an

Peserta MTQ

yang berprestasi
Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

7,800,000,000 9,040,997,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.80



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

4.01.01.25. Program  Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah
Persentase Program

Kerjasama Antar

Daerah yang

ditindaklanjuti

80

528,500,000.00
567,000,000.00

4.01.01.25.01.
Peningkatan Kapasitas Tenaga

Keprotokolan Daerah

Terlaksananya

Kegiatan

Keprotokolan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

165,000,000 170,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.50

4.01.01.25.02.
Fasilitasi Kerja sama antar

pemerintah daerah

Terciptanya

Peningkatan

kerjasama antar

daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

77,500,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.50

4.01.01.25.03.
Penyusunan LPPD Kab. Batang

Hari

Tersedianya

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

106,000,000 115,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.25.04.
Fasilitasi dan koordinasi Peringatan

Hari Besar Nasional dan Daerah
Terlaksananya

Peringatan Hari

Besar Nasional

dan Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

180,000,000 182,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.00

4.01.01.28. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial yang

difasilitasi

85

9,796,014,350.00
13,366,516,239.00

4.01.01.28.01.
Peningkatan Bimbingan Hidup

Beragama

Terpenuhi

Petugas

Bimbingan Hidup

Beragama

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

5,625,255,900 8,406,844,630 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.85

4.01.01.28.02.
Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji

dan Umroh
Mempasilitasi

Jama'ah Haji dan

Bonus Umroh bagi

Peserta MTQ

berprestasi dan

Da'i Teladan

Kabupaten

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

1,080,000,000 1,283,496,852 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.65



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Batang Hari

4.01.01.28.03.
Peningkatan Pembinaan

Pendidikan Keagamaan

Meningkatkan

Kesejahteraan

Petugas

Bimbingan Hidup

Beragama

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

2,507,216,150 2,962,655,805 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.75

4.01.01.28.04.
Koordinasi Lintas Instansi

Peningkatan Penangganan

Kesehatan Daerah

Pembinaan UKS

dan Penanganan

POKJANAL DBD

dan Konselor

Sebaya

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

92,097,500 101,537,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.28.05.
Koordinasi Penangganan Masalah

Kesehatan Masyarakat

Meningjatkan

Standar

Operasional

Penanganan

Kesehatan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

281,444,800 344,726,952 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.00

4.01.01.28.06.
Koordinai Penangganan Bantuan

Sosial Untuk Masyarakat Kurang

Mampu

Dokumentasi

Tindak Lanjut

Penanganan

Masyarakat

Lansia

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

140,000,000 177,255,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.40

4.01.01.28.07.
Koordinasi Evaluasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Pemberdayaan,

Pembinaan

Masyarakat,

Perlindungan

anak dan

Perempuan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

70,000,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.40

4.01.01.29. Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Jumlah BUMD Yang

dibina
1 200,000,000.00

200,000,000.00

4.01.01.29.01.
Fasilitasi Pembinaan dan

Pengawasan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)

Dokumen Laporan

Pengawasan dan

pembinaan BUMD

Prioritas

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

Meningkatkan Iklim

Investasi

200,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.55

4.01.01.30. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kekayan Daerah
Persentase Aset

yang tertata
55 1,735,603,922.00

1,808,666,636.00

4.01.01.30.01.
Peningkatan Manajemen Aset

Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Terlaksananya

Pengelolaan dan

Pemanfaatan

BMD Kabupaten

Batang Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

169,778,100 179,147,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.85



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

4.01.01.30.02.
Penatausahaan Barang Milik

daerah

Tersusunnya

Dokumen

Peraturan

Tentang

Pengelolaan BMD

dan

Perubahannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

312,136,811 331,034,447 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.85

4.01.01.30.03.
Penyusunan Standar tertinggi

satuan harga barang

Tersusunnya

Standarisasi

Satuan Harga

Barang Tertinggi

Tahun Anggaran

2019

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

300,967,600 321,244,811 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.70

4.01.01.30.04.
Pengembangan inventarisasi dan

investigasi Aset Daerah

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Kebutuhan

Barang Milik

Daerah (RKBMD)

Pengadaan BMD

dan

Perubahannya,

BII, KIB dan

Laporan

Semesteran BMD

Organisasi

Perangkat Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

302,568,000 312,136,811 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.60

4.01.01.30.06.
Identifikasi dan sertifikasi tanah

milik pemerintah daerah

Terlaksananya

Pensertifikasian

Tanah BMD

Kabupaten Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

380,502,411 375,085,744 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.40

4.01.01.30.07.
Kegiatan Penghapusan Aset

Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Terlaksananya

Pemindahtangana

n dan

Penghapusan

BMD yang telah

disetujui atau

tanpa disetujui

DPRD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

269,651,000 290,017,823 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.70

4.01.01.31. Program Pengembangan Penataan Wilayah Pemerintahan
Persentase

Kecamatan yang

dilakukan Penataan

10
500,000,000.00

710,000,000.00

4.01.01.31.01. Pembakuan Rupa Bumi
Teriventarisasinya

Nama - Nama

Rupa Bumi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

100,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.80



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

4.01.01.31.02.
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian

Tapal Batas Wilayah
Terwujudnya

Kejelasan Tapal

Batas Secara

Defenitif dan

Adminitratif antar

Kabupaten

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

145,000,000 225,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.30

4.01.01.31.03.
Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

Terciptanya

Pemerintahan

Kecamatan dan

Kelurahan yang

baik serta

Terpilihnya

Kecamatan

berprestasi dan

kelurahan terbaik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

130,000,000 185,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.00

4.01.01.31.04.
Fasilitasi Pengembangan Wilayah

Kecamatan

Terwujudnya

Penataan batas

wilayah kabupaten

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

125,000,000 175,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.00

4.01.01.32. Program Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Persentase

Pelayanan

Pengadaa

Barang/Jasa

Pemerintah

100

1,320,000,000.00
1,452,000,000.00

4.01.01.32.01.
Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

(Sekretariat Unit Layanan

Pengadaan)

Persentase paket

pelelangan

pengadaan

barang/ jasa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

900,000,000 933,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.80

4.01.01.32.02.
Fasilitasi Perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Persentase OPD

yang

melaksanakan

perencanaan

pengadaan

barang/ jasa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

150,000,000 183,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.80

4.01.01.32.03.
Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian

Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Persentase ASN

yang memahami

proses pengadaan

barang/ jasa

sesuai dengan

peraturan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

120,000,000 153,000,000 Alternatif Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.80

4.01.01.32.04.
Advokasi dan Pelaporan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Persentase ASN

yang

melaksanakan

proses pengadaan

barang/ jasa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

150,000,000 183,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.30



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

sesuai dengan

peraturan

Pelayanan Publik

4.01.01.33. Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan KDH bidang Perekonomian
Persentase Hasil

Koordinasi, Evaluasi

dan Monitoring

Kebijakan KDH

bidang

Perekonomian yang

ditindaklanjuti

80

1,860,000,000.00
2,000,000,000.00

4.01.01.33.01.
Koordinasi Evaluasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan

Pertanian dan Pangan

Dokumen/laporan

hasil koordinasi,

evaluasi dan

monitoring dalam

rangka

perumusan

kebijakan dibidang

pertanian dan

pangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

300,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.20

4.01.01.33.02.
Koordinasi Evaluasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan

Lingkungan Hidup

Dokumen/laporan

hasil koordinasi,

evaluasi dan

minitoring

dibidang

lingkungan hidup

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

170,000,000 170,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.70

4.01.01.33.03.
Fasilitasi Pengembangan Sumber

Daya Mineral

dokumen/laporan

hasil fasilitasi

dibidang sumber

daya mineral

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

350,000,000 350,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.60

4.01.01.33.04.
Evaluasi dan Monitoring

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Daerah Dibidang Perekonomian

Pelaksanaan

Evaluasi dan

Monitoring Bidang

Perekonomian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

230,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.55

4.01.01.33.05.
Fasilitasi dan Pengendalian Inflasi

Daerah

Terwujudnya

sinkronisasi

kebijakan

Pembangunan

Daerah dibidang

Perekonomian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

200,000,000 220,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerahse-

kabupaten

3.90

4.01.01.33.06.
Koordinasi dan Pembinaan

Penanaman Modal dan Inventasi

Daerah

 Koordinasi dan

Pembinaan

Penanaman

Modal dan

Investasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan

135,000,000 135,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.55



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum Kualitas Pelayanan

Publik

4.01.01.33.07.
Koordinasi Pengawasan Peredaran

Barang dan Jasa

Pengawasan

Peredaraan

Barang dan Jasa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

150,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.65

4.01.01.33.08.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

Terwujudnya

Sinkronisasi

Kebijakan

Pembangunan

Daerah dibidang

Ekonomi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

200,000,000 250,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerahse-

kabupaten

4.10

4.01.01.33.09.
Koordinasi dan Fasilitasi

Pengembangan Pariwisata Daerah

Terwujudnya

Sinkronisasi

Kebijkan

Pembangunan

Daerah dibidang

Ekonomi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

125,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat Daerahse-

kabupaten

4.30

4.01.01.34. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Produk

Hukum Daerah yang

dapat diakses dan

sesuai dengan

kebutuhan daerah

95

1,280,000,000.00
1,331,000,000.00

4.01.01.34.01.
Publikasi dan Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan
Persentase

Produk Hukum

Daerah yang

dapat diakses dan

sesuai dengan

kebutuhan daerah

serta dapat

diterapkan di

masyarakat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

230,000,000 245,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.40

4.01.01.34.02.
Legislasi Rancangan Peraturan

Daerah

Dokumen

Propemperda

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

180,000,000 180,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.80

4.01.01.34.03.
Fasilitasi Penyusunan Naskah

Akademik

Dokumen Naskah

Akademik yang

tersusun

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

170,000,000 181,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.85

4.01.01.34.04.
Penyusunan Inventarisasi/Validasi data base Produk

Hukum

Prioritas

Pembangunan

Meningkatnya

Kinerja

120,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.70



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Penyusunan Data Base Produk

Hukum

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

4.01.01.34.05. Fasilitasi Lomba Kadarkum
Pemenang Lomba

KADARKUM
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

70,000,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.80

4.01.01.34.06.
Pembahasan Produk Hukum

Daerah

Dokumen Produk

Hukum yang

Tersusun

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

230,000,000 230,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.34.07.
Aksi Nasional Penguatan Hak Asasi

Manusia

Terpenuhnya

Indikator Ranham
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

80,000,000 85,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.34.08.
Penanganan Kasus pada wilayah

pemerintahan

Jumlah kasus

yang tertangani

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

200,000,000 200,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.70

4.01.01.35. Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Persentase

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

yang sesuai aturan

100

1,794,000,000.00
1,973,400,000.00

4.01.01.35.01.
Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten

Batang Hari.

Buku Laporan

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

344,000,000 378,400,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.70

4.01.01.35.02.
Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi RB

Kabupaten dan

dokumen Laporan

Aksi Reformasi

Birokrasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

211,000,000 232,100,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.50

4.01.01.35.03.
Penyusunan Laporan Survei Indek

Kepuasan Masyarakat
Dokumen Laporan

Pelaksanaan

Survey

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

157,000,000 172,700,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kepuasan

Masayarakat

Pelayanan Umum Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

4.01.01.35.04.
Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan SOP

Dokumen Laporan

Pelaksanaan SOP

pada OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

96,000,000 105,600,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.35.05.
Penyusunan Laporan Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

Dokumen Laporan

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan SPM

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

151,000,000 166,100,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.70

4.01.01.35.06.
Fasilitasi dan Pembinaan

Pelayanan Publik

jumlah Unit Kerja

Pelayanan Publik

Terbaik tingkat

Kabupaten Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

145,000,000 159,500,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.35.07.
Fasilitasi Penyusunan Kebijakan

dan Pedoman Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat.

Pengaduan

Masyarakat

melalui Sistem

Aplikasi LAPOR

SP4N yang

ditindaklanjuti dan

Dokumen Laporan

tentang

pelaksanaan

kebijakan di

bidang

ketatalaksanaan

sesuai ketentuan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

133,000,000 146,300,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.35.08.
Monitoring dan Evaluasi

Kelembagaan Perangkat Daerah
Dokumen Hasil

monitoring dan

evaluasi

kelembagaan

Organisasi

Perangkat Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

207,000,000 227,700,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.60

4.01.01.35.09.
Fasilitasi Penyusunan Analisis

Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban

Kerja (ABK).

Dokumen Laporan

Hasil Penyusunan

Analisis Jabatan

dan Analisis

Beban Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

350,000,000 385,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.85

4.01.01.36. Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan KDH bidang SDM dan Insfrastruktur Persentase Hasil

Koordinasi, Evaluasi

dan Monitoring

80

1,008,046,750.00
1,133,851,425.00



4.01.01.01.

Sekretariat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kebijakan KDH

bidang SDM dan

Infrastruktu yang

ditindaklanjuti

4.01.01.36.01.
Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan

Perumahan Permukiman dan

Pertanahan

Mewujudkan

Sinkronisasi

Kebijakan

Pembangunan

Daerah di Bidang

Infrastruktur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

182,728,334 201,001,167 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.00

4.01.01.36.02.
Kegiatan Koordinasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Mewujudkan

Sinkronisasi

Kebijakan

Pembangunan

Daerah di Bidang

Infrastruktur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

203,142,500 223,456,750 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.40

4.01.01.36.03.
Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan

Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi

Mewujudkan

Sinkronisasi

Kebijakan

Pembangunan

Daerah di Bidang

Infrastruktur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

362,175,916 398,393,508 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.60

4.01.01.36.04.
koordinasi Evaluasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan SDM

Aparatur dan Tenaga Kerja

Meningkatnya

Pengembangan

SDM Aparatur dan

Tenaga Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

105,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.36.05.
Koordinasi Evaluasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan

Kepemudaan dan Olahraga

Meningkatnya

Peran Pemuda

dalam

Mengembangkan

Kegiatan Olah

Raga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

85,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

3.90

4.01.01.36.06.
Koordinasi Evaluasi dan Monitoring

Peningkatan Pengembangan

Pendidikan, Penelitian dan

Pengembangan

Terwujudnya

Koordinasi,

Evaluasi dan

Monitoring

Peningkatan

Pengembangan

Peningkatan SDM

Pendidikan,

Penelitian dan

pengembangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

70,000,000 91,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DaerahKabupaten

Batang

4.30

Total Pagu 50,604,795,022
49,344,709,300



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

4.01.02.01.

Sekretariat DPRD:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

4.01. PENDUKUNG PEMERINTAHAN

4.01.02. SEKRETARIAT DPRD

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
6,756,088,800.00

8,421,698,600.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat penyedian surat-

menyurat

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

6,534,000 7,187,400 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

penyedian jasa

kominikasi,suber

daya air dan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

523,867,500 576,254,200 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyedia Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

21,417,000 23,558,700 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.04.
Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah Layanan

Medical Chek Up

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

220,000,000 242,000,000 Baru Sekretariat DPRDKabupaten

Batang

4.50

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Penyedian Jasa

Pemliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

38,720,000 42,592,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan
Penyediaan Jasa

Administrasi

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 232,980,000 256,278,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50



4.01.02.01.

Sekretariat DPRD:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Keuangan
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

404,805,000 665,286,300 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

180,895,000 198,984,500 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

259,860,900 285,847,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Pengadaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

198,833,300 218,716,700 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan

Komponen Intalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

106,528,400 117,181,300 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor yang

tersedia

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

534,168,500 807,585,300 Baru Sekretariat DPRDMuara

Bulian

4.50

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

26,620,000 29,282,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang -

Undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

557,193,800 832,913,200 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

912,000,000 1,113,200,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50



4.01.02.01.

Sekretariat DPRD:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Rapat- rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan

Dalam Daerah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,010,000,000 1,331,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/

Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

499,415,400 549,357,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.21. Penyediaan dokumentasi
Penyediaan

Dokomentasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

750,000,000 825,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.01.22.
Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor

Penyediaan Jasa

Pengamanan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

272,250,000 299,475,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,454,449,100.00
1,452,355,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terlaksananya

pengadaan

kendaraan dinas/

operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

381,399,100 0 Baru Sekretariat DPRDMuara

Bulian

2.80

0.00.00.02.08.
Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Pengadaan

peralatan rumah

jabatan/dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

120,000,000 0 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

2.70

0.00.00.02.14.
Pembangunan/ Pengadaan

Pemasangan komblok

Pengadaan /

Pengadaan

Pemasangan

Komblog

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

100,000,000 300,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

2.80

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

169,400,000 186,340,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan

Rutin/ Barkala

Kendaraan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

660,000,000 726,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50



4.01.02.01.

Sekretariat DPRD:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Dinas/

Operasional

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

Perlengkapan

Kantor ( Paket )

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

18,150,000 19,965,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleur

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Mebeleur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

5,500,000 6,050,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Listrik

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Jaringan Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0 15,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.02.32.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Jaringan Air Bersih

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Jaringan Air

Bersih

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0 199,000,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 753,823,800.00
595,456,200.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

454,469,800 266,166,800 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan

Pakaian kerja

Lapangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,855,000 33,940,500 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Pengadaan

Pakaian Hari-hari

Tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

268,499,000 295,348,900 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 284,000,000.00
532,400,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Frekuensi

penyelengga raan

peningkatan

kapasitas sumber

daya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

284,000,000 532,400,000 Baru Sekretariat DPRDMuara

Bulian

4.50



4.01.02.01.

Sekretariat DPRD:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

aparatur

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 85,294,000.00 93,823,400.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar

Realisasi Kinerja

OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

85,294,000 93,823,400 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.50

4.01.02.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Capaian

Prolegda
98

20,119,488,000.00 28,683,296,200.00

4.01.02.15.02.
Hearing dan Koordinasi dengan

Eksekutif dan Masyarakat

terlaksananya

Kegiatan Hearing

dan Dialog

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

605,000,000 665,500,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.00

4.01.02.15.05.
Reses Pimpinan dan Anggota

DPRD

Tersusunnya

Rencana Kegiatan

Pimpinan dan

Anggota DPRD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

964,964,900 1,061,461,300 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

4.20

4.01.02.15.06.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya

Kunjungan Kerja
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

151,400,000 151,400,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.30

4.01.02.15.16.
Penyediaan Tenaga Ahli DPRD dan

Kelompok Pakar DPRD

Terlaksananya

Pembayaran

Honor Tim Ahli

dan Tenaga Ahli

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

381,488,700 639,637,500 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.25

4.01.02.15.17.
Fasilitasi Kunjungan Kerja DPRD

ke Luar Daerah

Jumlah Dokumen

Kunjungan Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

7,662,124,000 11,728,336,400 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.65

4.01.02.15.18.
Peningkatan kapasitas dan

profesionalisme sumber daya

manusia di lingkungan DPRD

Jumlah Diklat/

Bimtek/ Loka

Karya yang Diikuti

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

3,480,740,000 4,928,814,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.65



4.01.02.01.

Sekretariat DPRD:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

4.01.02.15.19.
Penyusunan Kompilasi Produk

Hukum DPRD

Tersedianya

Kompilasi Produk

Hukum DPRD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

149,270,100 164,197,100 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.70

4.01.02.15.20.
Penyusunan Peraturan dan

Ranperda Inisiatif DPRD

Terlaksananya

Penyusunan

Peraturan dan

Ranperda Inisiatif

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

594,586,300 984,044,900 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.25

4.01.02.15.21. Publikasi Kegiatan DPRD
Jumlah Buletin

yang Diterbitkan
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

351,310,000 386,441,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.10

4.01.02.15.22.
Penyelenggaraan Rapat-rapat

Paripurna DPRD

Terlaksananya

Rapat- Rapat

Paripurna

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

1,229,391,000 1,429,330,100 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.50

4.01.02.15.23.
Fasilitasi Kegiatan Badan

Musyawarah DPRD

Tersusunnya

kegiatan Kerja

dan Kegiatan

DPRD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

864,836,300 1,281,319,900 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.65

4.01.02.15.24.
Penyelenggaraan Keprotokolan

DPRD

Jumlah Undangan

yang Dihadiri

Pimpinan DPRD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

556,385,500 942,024,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.15

4.01.02.15.25.
Fasilitasi Kegiatan Bapemperda

DPRD

Tersedianya

Propemperda

Kabupaten Batang

Hari

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

515,880,600 567,468,600 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.50

4.01.02.15.26.
Fasilitasi Informasi dan Komunikasi

DPRD

Terdedianya Buku

Perpustakaan

DPRD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

147,000,900 161,700,900 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.50



4.01.02.01.

Sekretariat DPRD:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

4.01.02.15.27.
Penyusunan Risalah-risalah Rapat

DPRD

Tersedianya

Dokumen Risalah

Rapat-Rapat

DPRD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

166,621,900 183,284,000 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.40

4.01.02.15.28.
Fasilitasi Kegiatan Badan Anggaran Jumlah Dokumen

Rapat Anggaran
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

1,020,484,000 1,452,532,400 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.25

4.01.02.15.29.
Pembahasan Rancangan Peraturan

daerah

Jumlah Ranperda

yang Dibahas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

1,278,003,800 1,955,804,100 Sedang

Berjalan

Sekretariat DPRDDPRD

KABUPAT

E

3.65

Total Pagu 29,453,143,700
39,779,029,400



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

5.01.01.01.

Inspektorat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

5.01. PENGAWAS PEMERINTAHAN

5.01.01. INSPEKTORAT

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
1,476,200,000.00

1,623,820,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya

Kegiatan Adm.

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

5,500,000 6,050,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Barang dan Jasa

(Belanja Telepon,

Listrik)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

107,800,000 118,580,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Barang dan Jasa

(Dekorasi)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

15,840,000 17,424,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Belanja STNK

Kendaraan Dinas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

14,850,000 16,335,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Barang dan Jasa

(Belanja Pegawai

Administrasi

Keuangan)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

110,880,000 121,968,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Peralatan dan

Jasa Kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

28,613,200 31,474,520 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95



5.01.01.01.

Inspektorat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kantor
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Barang dan Jasa

(Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

13,255,000 14,580,500 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja ATK
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

82,500,000 90,750,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Belanja Cetak dan

Penggandaan
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

77,000,000 84,700,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Belanja Alat Listrik

dan Elektronik
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

5,500,000 6,050,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Belanja Modal

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

275,000,000 302,500,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Belanja Pengisian

Tabung Gas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

897,600 987,360 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Belanja Surat

Kabar/Majalah

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

10,477,500 11,525,250 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

Makanan dan

Minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

29,040,000 31,944,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Belanja

Perjalanan Dinas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar

568,960,700 625,856,770 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95



5.01.01.01.

Inspektorat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik Daerah dan Dalam

Daerah

Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Belanja Pegawai
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Tekn

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

130,086,000 143,094,600 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100

740,300,000.00
782,540,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Meningkatnya

Sarana Mobilisasi

APIP

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

330,000,000 363,000,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.35

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Belanja Barang

dan Jasa (Belanja

Bahan Baku

Bangunan dan

Upah)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

92,400,000 101,640,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Belanja Barang

dan Jasa (Belanja

Perawatan

Kendaraan dan

Belanja BBM)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

317,900,000 317,900,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100 39,600,000.00 43,560,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

26,400,000 29,040,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Pengadaan

Pakaian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

13,200,000 14,520,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.95

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan OPD

100
40,000,000.00 44,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Laporan Capaian

Kinerja dan

Realisasi OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 44,000,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahKabuapate

n Batang

3.95



5.01.01.01.

Inspektorat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum

5.01.01.20.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Hasil

Pemeriksaan  yang

ditindaklanjuti

85.25
3,036,259,064.00

3,559,884,970.00

5.01.01.20.01.
Pelaksanaan Pembinaan dan

Pengawasan Internal Secara

Berkala

Jumlah OPD yang

diperiksa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase objek

pemeriksaan yang

diaudit secara

reguler

100 100Persentase objek

pemeriksaan yang

diaudit secara

reguler

421,955,600 464,151,160 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.80

5.01.01.20.09.
Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring

Percepatan Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

Persentase

Jumlah

Rekomendasi

yang

ditindaklanjuti

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase Temuan

hasil pemeriksaan

yang ditindaklanjuti

84.25 84.25Persentase Temuan

hasil pemeriksaan

yang ditindaklanjuti

968,530,000 1,285,383,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.55

5.01.01.20.10.
Kegiatan Sosialisasi dan

Pembinaan SPIP

Terbangunnya

Lingkungan

Pengendalian

Seluruh

Organisasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase OPD

yang dilakukan

pembinaan SPIP

60 60Persentase OPD

yang dilakukan

pembinaan SPIP

114,950,000 126,445,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.50

5.01.01.20.11.
Kegiatan Fasilitasi pembangunan

zona integritas

Terbangunnya

OPD Wilayah

Bebas Korupsi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah OPD yang

telah menerapkan

zona integritas

2 2Jumlah OPD yang

telah menerapkan

zona integritas

105,000,000 115,500,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.60

5.01.01.20.12.
Kegiatan Evaluasi dan Reviu

perencanaan, akuntabilitas dan

pelaporan

Dokumen yang di

Reviu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen

Yang dievaluasi

40 40Jumlah Dokumen

Yang dievaluasi

430,952,500 474,047,750 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.60

5.01.01.20.13.
Kegiatan Pemeriksaan Kasus

Pengaduan Masyarakat

Persentase

Jumlah Kasus

Pengaduan yang

ditindaklanjuti

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase kasus-

kasus pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100 100Persentase kasus-

kasus pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

302,870,964 333,158,060 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.90

5.01.01.20.14.
Kegiatan Fasilitasi Percepatan

Penyerapan Anggaran

Terlaksananya

Fasilitasi

Percepatan

Penyerapan

Anggaran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase Jumlah

Fasilitasi

100 100Jumlah Fasilitasi 242,000,000 266,200,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.60



5.01.01.01.

Inspektorat Daerah:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

5.01.01.20.15. Kegiatan Satgas Saber Pungli
Terwujudnya

Pelayanan Publik

tanpa Pungutan

Liar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah pengaduan

masyarakat

terhadap pelayanan

publik

10 10Jumlah pengaduan

masyarakat

terhadap pelayanan

publik

450,000,000 495,000,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.50

5.01.01.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase Capaian

Peningkatan

Capacity Building

SDM APIP

100

616,800,000.00
678,480,000.00

5.01.01.21.01.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Teknis dan Fungional APIP
Belanja Kursus,

Pelatihan,

Sosialisasi, dan

Bimtek PNS

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah APIP yang

mengikuti pendidian

dan pelatihan Teknis

35 35Jumlah APIP yang

mengikuti

pendidikan dan

pelatihan Fungsional

APIP dan Jumlah

520,000,000 572,000,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

3.60

5.01.01.21.02.
Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri Perjalanan Dinas

Studi Komparatif
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah APIP yang

mengikuti Pelatihan

Kantor Sendiri

35 35Jumlah APIP yang

mengikuti Pelatihan

Kantor Sendiri

96,800,000 106,480,000 Sedang

Berjalan

Inspektorat DaerahInspektorat

Daerah

2.80

Total Pagu 5,949,159,064 6,732,284,970



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

6.01.01.01.

Kecamatan Mersam:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6. KEWILAYAHAN

6.01. PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
496,362,400.00

538,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ketersedian

perangko,materai

dan benda pos

lainnya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

2,280,000 2,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Ketersediaan jasa

komunikasi,air

dan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12,800,000 13,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Ketersediaan

Peralatan Rumah

tangga Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

42,500,000 54,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Ketersediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

4,625,000 5,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Ketersediaan

tenaga

administrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

66,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
ketersediaan jasa

kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa 12

Kebersihan

28,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95



6.01.01.01.

Kecamatan Mersam:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kantor camat dan

keluarahan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Ketersediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

3,925,400 4,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Ketersediaan alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

14,600,000 15,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang

cetakan,penggand

aan dan penjilidan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya 12

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

19,032,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Ketersediaan

komponen

instalasi listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

4,200,000 5,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Ketersediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya 12

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

30,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya

bahanbacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

12 Bacaan dan

Peraturan

PerundangUndanga

n

13,500,000 14,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Ketersediaan

makan dan minum
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

40,500,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Ketersediaan

biaya perjalanan

dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

40,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Ketersediaan

tenaga

administrasi teknis

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Tekn

174,400,000 175,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95



6.01.01.01.

Kecamatan Mersam:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

perkantoran
Pelayanan Umum yang baik Administrasi/Tekn is Perkantoran

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,080,200,000.00 92,000,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Ketersediaan jasa

perbaikan gedung

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12,000,000 17,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Ketersediaan jasa

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

68,200,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.02.42.
Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung

Kantor

terlaksananya

pelaksanaan

rehab kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

1,000,000,000 0 Baru Kecamatan MersamKecamatan 3.35

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,200,000.00 25,000,000.00

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Ketersedian

pakaian dinas dan

perlengkapannya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

22,200,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48,200,000.00 55,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan formal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

48,200,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000.00 45,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

terlaksananya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realsasi

kinerja OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

6.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Persentase Konflik

ditengah Masyarakat 2 50,000,000.00 55,000,000.00

6.01.01.15.01.
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kecamatan
Tersedianya dana

pelayanan

prizinan terpadu

kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.75



6.01.01.01.

Kecamatan Mersam:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

6.01.01.16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an
Persentase Angka

Melek Al-Qur'an
85 100,000,000.00

110,000,000.00

6.01.01.16.01.
Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan

LPTQ Kecamatan dan Kelurahan

Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat

Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

100,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.65

6.01.01.17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Usulan

Hasil Musrenbang

dalam Forum SKPD

14
368,000,000.00

378,000,000.00

6.01.01.17.01. Pembinaan Siskamling
Terciptanya

keamanan,

ketentraman dan

ketertiban dalam

pelaksanaan

kegiatan

pengamanan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

25,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.65

6.01.01.17.02.
Pembinaan wawasan kebangsaan Tersedianya dana

Kegiatan Hari

Besar Nasional

HUT RI

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.65

6.01.01.17.15.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Kembang Paseban

Pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kelurahan

kembang paseban

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

233,000,000 233,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

6.01.01.17.29.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Kembang Paseban

terlaksananya

percepatan

kelurahan

kembang paseban

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.95

6.01.01.18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
Indeks Kepuasan

Masyarakat
89.56 355,000,000.00

375,000,000.00

6.01.01.18.01.
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan

APBDes

Penyelnggaraan

urusan

pemerintahan

umum kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

85,000,000 85,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.65



6.01.01.01.

Kecamatan Mersam:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.18.02.
Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

Fasilitasi

penyelenggaraan

musrenbang

kecamatan dan

kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.85

6.01.01.18.03.
Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Olah Raga

Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.65

6.01.01.18.04.
Penyelenggaraan PKK Kecamatan

dan Kelurahan

Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalm

pembangunan

desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.75

6.01.01.18.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Penyelenggaraan

pemerintahan

umum kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

120,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan MersamKecamatan 3.65

Total Pagu 2,559,962,400 1,673,000,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

6.01.01.02.

Kecamatan Muara Tembesi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6. KEWILAYAHAN

6.01. PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
749,448,420.00

895,409,662.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

6,500,000 6,700,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase

pemenuhan

belanja telpon, air

dan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

66,000,000 72,600,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemenuhan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

84,150,000 92,565,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaran

yang dibayar

pajak

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

3,987,500 4,386,250 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Persentase

pemenuhan jasa

administrasi

keuangan

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

46,936,000 75,996,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Persentase alat

kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

94,600,000 104,060,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95



6.01.01.02.

Kecamatan Muara Tembesi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kantor
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Persentase

peralatan yang

diperbaiki

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

28,024,920 30,827,412 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase

Pemenuhan alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

78,100,000 85,910,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah cetakan

dan penggandaan
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

33,000,000 36,300,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah komponen

Instalasi Listrik

dan Penerangan

bangunan kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

16,500,000 18,150,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

83,600,000 91,960,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah peralatan

rumah tangga
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

7,700,000 8,470,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Jumlah Bahan

bacaan dan surat

kabar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

24,750,000 27,225,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Persentase

pemenuhan

makanan dan

minum rapat

pegawai dan tamu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

62,700,000 68,970,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Persentase

kebutuhan

kegiatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan

97,900,000 107,690,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95



6.01.01.02.

Kecamatan Muara Tembesi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

rapat/konsultasi/k

oordinasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

persentase tenaga

pendukung

administrasi teknis

perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

15,000,000 63,600,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158,700,000.00
486,240,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tersediannya

Kendaraan Dinas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 350,000,000 Baru Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 2.90

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Peralatan gedung

yang terpelihara
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

48,400,000 53,240,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan

yang dipelihara
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

80,300,000 83,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31,680,000.00 34,848,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

jumlah seragam

disiplin aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

31,680,000 34,848,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 96,000,000.00 96,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase

Aparatur yaang

mengikuti Bintek

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

96,000,000 96,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000.00 40,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terpenuhnya

Laporan OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95



6.01.01.02.

Kecamatan Muara Tembesi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Indeks Kepuasan

Masyarakat
89.56 55,000,000.00 60,000,000.00

6.01.01.15.01.
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kecamatan

tercapainya IKM

(indeks kepuasan

masyarakat)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.65

6.01.01.16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an
Persentase Angka

Melek Al-Qur'an
85 140,000,000.00

160,000,000.00

6.01.01.16.01.
Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan

LPTQ Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Desa

yang mengikuti

MTQ Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

140,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.65

6.01.01.17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Konflik

ditengah Masyarakat 2 820,000,000.00
845,000,000.00

6.01.01.17.01. Pembinaan Siskamling
Persentase Pos

Kambling yang

aktif

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

25,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.55

6.01.01.17.02.
Pembinaan wawasan kebangsaan partisifasi

masyarakat untuk

dapat

memeriahkan hut

RI

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.75

6.01.01.17.13.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Kampung Baru

Peningkatan

kinerja yng

optimal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

360,000,000 370,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kec. Muara 3.95

6.01.01.17.14.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Pasar Ma. Tembesi

peningkatan

kinerja yang

optimal

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

260,000,000 270,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

kec.muara

tembesi

3.95

6.01.01.17.27.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Kampung Baru

terciptanya

penataan

pembangaunan di

kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

kec.muara

tembesi

3.95



6.01.01.02.

Kecamatan Muara Tembesi:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Publik

6.01.01.17.28.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Pasar Ma. Tembesi

Terciptanya

pembangunan di

Kelurahan Pasar

Muara Tembesi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

Kecamatan

Muara

3.95

6.01.01.18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase Usulan

Hasil Musrenbang

dalam Forum SKPD

14
355,000,000.00

575,000,000.00

6.01.01.18.01.
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan

APBDes

Persentase desa

yang

menyelesaikan

APBDes tepat

waktu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

92,500,000 95,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

kec.muara

tembesi

3.85

6.01.01.18.02.
Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

Dokumen hasil

Musrenbang

Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

52,500,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

kec.muara

tembesi

3.95

6.01.01.18.03.
Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah organisasi

ang dibina
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

20,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

kec.muara

tembesi

3.65

6.01.01.18.04.
Penyelenggaraan PKK Kecamatan

dan Kelurahan

Jumlah

pembinaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

70,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

kec.muara

tembesi

3.75

6.01.01.18.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Jumlah Desa yang

melaksanakan

pemilihan

PILKADES

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

30,000,000 270,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

kec.muara

tembesi

3.85

6.01.01.18.06.
Fasilitasi Pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

jumlah desa yang

melaksanakan

pemilihan BPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

90,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Tembesi

kec.muara

tembesi

3.95



Total Pagu 2,445,828,420 3,192,497,662



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

6.01.01.03.

Kecamatan Muara Bulian:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6. KEWILAYAHAN

6.01. PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
778,300,000.00

819,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah

Penyediaan jasa

surat menyurat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

3,800,000 4,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah

Pemenuhan

Kebutuhan

Telepon dan Air..

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

62,000,000 65,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

90,000,000 95,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terlaksanya

perizinan

kendaraan dan

operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

7,000,000 8,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa

Adm Keuangan
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

68,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Terjaganya

Kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

75,000,000 79,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95



6.01.01.03.

Kecamatan Muara Bulian:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kantor
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terlaksananya

perawatan

terhadap

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

20,000,000 22,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

58,500,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

30,000,000 32,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

tersedianya

komponen

instalasi listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

5,500,000 6,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Perlengkapan

kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya

perlengkapan

Rumah Tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

9,500,000 10,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya

bahan bacaan

perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

19,000,000 21,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

35,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terlaksananya

rapat koordinasi

dan konsultasi

keluardan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar

60,000,000 65,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95



6.01.01.03.

Kecamatan Muara Bulian:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

dalam daerah
Pelayanan Umum yang baik Daerah dan Dalam

Daerah

Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa

Tenaga

pendukung

Adm/Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

180,000,000 180,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,000,000.00
104,000,000.00

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Peralatan gedung

kantor yang

terpelihara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

20,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan

yang terpelihara
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

75,000,000 79,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110,000,000.00
120,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terpenuhinya

seragam dinas

pegawai kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Terpenuhinya

pakaian dinas

harian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000.00 55,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya

sumber daya

aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

45,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terlaksananya

penyusunan

laporan OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95



6.01.01.03.

Kecamatan Muara Bulian:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Indeks Kepuasan

Masyarakat
89.56 55,000,000.00 60,000,000.00

6.01.01.15.01.
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kecamatan

Tercapainya

Pelayanan ADM

yang padu dan

terintegrasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Administrasi yang

lancar

100 100Terciptanya

Pelayanan adm

yang padu dan

terintergrasi

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

bulian

3.65

6.01.01.16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an
Persentase Angka

Melek Al-Qur'an
85 140,000,000.00

160,000,000.00

6.01.01.16.01.
Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan

LPTQ Kecamatan dan Kelurahan
 Jumlah Kafilah

Kecamatan dalam

MTQ Kabupaten

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

Peningkatan/Pembin

aan Pengembangan

tilawatil quran

85 Persen 85 PersenTerciptanya siar

islam yang Kontinyu

melalui MTQ

140,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.65

6.01.01.17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Konflik

ditengah Masyarakat 2 1,862,000,000.00
1,901,000,000.00

6.01.01.17.01. Pembinaan Siskamling
Terlaksananya

ketertiban dan

ketentraman

lingkungan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Terlaksananya

Kegiatan Koordinasi

dan monitoring di

kecamatan

30 Persen 30 PersenKeamanan dan

ketertiban terpantau

dengan baik

30,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.65

6.01.01.17.02.
Pembinaan wawasan kebangsaan Jumlah hari besar

nasional

kebangsaan yang

dilaksanakan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

Memupuk rasa

patriotisme dan

semangat

nasionalisme

90 Persen 90 Persenmeningkatnya rasa

cinta tanah air

65,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.65

6.01.01.17.03.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Muara Bulian

Terlaksananya

administrasi

keuangan yang

akurat dan

akuntable

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

355,000,000 360,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.17.04.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Rengas Condong

Terlaksananya

administrasi

keuangan yang

akurat dan

akuntable

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

305,000,000 310,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.17.05.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Pasar Baru

Terlaksananya

administrasi

keuangan yang

akurat dan

akuntable

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

269,000,000 272,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95



6.01.01.03.

Kecamatan Muara Bulian:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Publik

6.01.01.17.06.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Sridadi

Terlaksananya

administrasi

keuangan yang

akurat dan

akuntable

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

269,000,000 272,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.17.07.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Teratai

Terlaksananya

administrasi

keuangan yang

akurat dan

akuntable

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

269,000,000 272,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.17.17.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Muara Bulian

Efektifitas

Pembangunan di

Kelurahan Muara

bulian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.17.18.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Rengas Condong

Efektifitas

Pembangunan di

Kelurahan Rengas

Condong

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.17.19.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Pasar Baru

Efektifitas

Pembangunan di

kelurahan pasar

Baru

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.17.20.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Sridadi

Efektifitas

pembangunan di

kelurahan Sridadi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.17.21.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Teratai

Efektifitas

Pembangunan di

Kelurahan teratai

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase Usulan

Hasil Musrenbang

dalam Forum SKPD

14
673,500,000.00

452,000,000.00



6.01.01.03.

Kecamatan Muara Bulian:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.18.01.
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan

APBDes

Selesainya

APBDes tepat

waktu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

85,000,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.75

6.01.01.18.02.
Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya

pelaksanaan

MUSRENBANG

dalam kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

66,000,000 72,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.85

6.01.01.18.03.
Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Olah Raga

Berjalannya

Organisasi

Kepemudaan dan

Olah raga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

85,000,000 95,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.95

6.01.01.18.04.
Penyelenggaraan PKK Kecamatan

dan Kelurahan

Terlaksananya

program PKK di

kecamatan dan

Kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

92,500,000 95,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.75

6.01.01.18.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Terlaksananya

pemilihan Kepala

Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

95,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.85

6.01.01.18.06.
Fasilitasi Pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

Terlaksananya

Pemilihan BPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

250,000,000 0 Baru Kecamatan Muara

Bulian

Muara

Bulian

3.85

Total Pagu 3,802,800,000 3,719,000,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

6.01.01.04.

Kecamatan Batin XXIV:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6. KEWILAYAHAN

6.01. PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
662,966,500.00

742,000,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya

Efisiensi Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

3,914,000 4,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terwujudnya

Efektifitas Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

47,700,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kerja Dapat

Berjalan Dengan

Baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

67,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terawatnya

Kendaraan Dinas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

5,100,000 15,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tercapainya

Administrasi

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

86,600,000 90,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Terciptanya

Kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya 40,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95



6.01.01.04.

Kecamatan Batin XXIV:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kantor
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terciptanya

Kebersihan Kantor
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

18,679,100 23,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terciptanya ATK

Yang Tertib

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

19,731,400 24,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kegiatan Dapat

Terlaksana

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

17,370,000 22,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Terciptanya

Efektifitas Kerja

Yang Baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

9,072,000 14,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terciptanya

Efektifitas Kerja

Yang Baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

31,000,000 34,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Terciptanya

Efektfitas Kerja

Yang Baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

3,300,000 8,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Meningkatnya

Ilmu Pengetahuan

Pegawai

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,500,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terwujudnya

Kebutuhan Makan

dan Minum

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

58,000,000 63,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terwujudnya

Rapat/Konsultasi

Secara Efektif

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

80,000,000 85,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95



6.01.01.04.

Kecamatan Batin XXIV:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terwujudnya ADM

Perkantoran
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

160,000,000 165,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572,700,000.00
226,000,000.00

0.00.00.02.21.
pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

Terciptanya

Kenyamanan di

Rumah Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

21,400,000 26,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terciptanya

Kenyamanan

Dalam Bekerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

25,200,000 20,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Tercipta

Kenyamanan

dalam Berkendara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

76,100,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.02.42.
Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung

Kantor

Terwujudnya kerja

yang efektifitas
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

450,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.45

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25,000,000.00 30,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terwujudnya

Efektifitas Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

25,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000.00 40,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya

Efektifitas Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

30,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000.00 45,000,000.00



6.01.01.04.

Kecamatan Batin XXIV:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terpenuhnya

Laporan OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

6.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Indeks Kepuasan

Masyarakat
89.56 30,000,000.00 35,000,000.00

6.01.01.15.01.
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kecamatan

Tersedianya Dana

Untuk Kegiatan

PATEN

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

30,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.75

6.01.01.16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an 105,000,000.00
110,000,000.00

6.01.01.16.01.
Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan

LPTQ Kecamatan dan Kelurahan

Terwujudnya

Masyarakat Yang

Beriman

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

105,000,000 110,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.85

6.01.01.17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Konflik

ditengah Masyarakat 2 680,171,200.00
768,000,000.00

6.01.01.17.01. Pembinaan Siskamling
Terwujudnya

Masyarakat Yang

Aman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

25,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.75

6.01.01.17.02.
Pembinaan wawasan kebangsaan Terwujudnya

MAsyarakat Yang

Patriot

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.75

6.01.01.17.11.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Durian Luncuk

Terpenuhnya

Administrasi

Perkantoran

Kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

251,144,200 300,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

6.01.01.17.12.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Muara Jangga

Terwujudnya

Administrasi

Perkantoran

Kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

234,027,000 238,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95



6.01.01.04.

Kecamatan Batin XXIV:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.17.25.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Durian Luncuk

Tercapainya

Pembangunan

Kelurahan

Dengan Lancar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

6.01.01.17.26.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Muara Jangga

Tercapainya

Pembangunan

Kelurahan dengan

Lancar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.95

6.01.01.18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase Usulan

Hasil Musrenbang

dalam Forum SKPD

14
470,000,000.00

330,000,000.00

6.01.01.18.01.
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan

APBDes

Asistensi dan

Evaluasi

Penyusunan

APBDes

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

45,000,000 75,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.85

6.01.01.18.02.
Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

Terwujudnya

Pembangunan

Yang Merata

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.85

6.01.01.18.03.
Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Olah Raga

Terwujudnya

Kegiatan Pemuda

dan Olahraga

Berjalan dengan

Lancar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

70,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.75

6.01.01.18.04.
Penyelenggaraan PKK Kecamatan

dan Kelurahan

Terwujudnya

Efektifitas Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 65,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Kecamatan

Batin

3.75

6.01.01.18.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

terwujudnya

pemilihan kepla

desa berjalan

dengan lancar

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

240,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Batin

XXIV

Bathin

XXIV

3.95

Total Pagu 2,615,837,700 2,326,000,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

6.01.01.05.

Kecamatan Pemayung:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6. KEWILAYAHAN

6.01. PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
455,546,600.00

477,050,600.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

Materai dan

Benda-benda Pos

lainnya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

2,500,000 0 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

Kecamatan 3.95

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

tersedianya alat

komunikasi dan

listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

15,500,000 15,700,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

tersedianya dana

untuk setiap

kegiatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

50,500,000 50,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

4,050,000 4,550,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

terlaksananya

kegiatan jasa

administrasi

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

75,000,000 75,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
tersedianya

peralatan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

24,294,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95



6.01.01.05.

Kecamatan Pemayung:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kebersihan dan

bahan pembersih
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

tersedianya jasa

perbaikan dan

peralatan kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

8,000,000 9,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
tersedianya alat

tulis kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

29,900,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

terlaksananya

kegiatan barang

cetakan dan

penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

18,377,600 19,377,600 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

terlaksananya

kegiatan

Komponen

Instalasi

Listrik/penerangan

Bangunan Kantork

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

3,047,000 4,045,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

tersedianya

kebutuhan

meubeler yang

memadai

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

5,000,000 6,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
tersedianya bahan

bacaan dan

perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

9,500,000 11,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

terlaksananya

kegiatan

makianan dan

minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

34,878,000 35,878,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

terlaksananya

efektifitas kinerja

aparatur

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

55,000,000 65,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

terlaksananya

kegiatan jasa

administrasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

120,000,000 125,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95



6.01.01.05.

Kecamatan Pemayung:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

teknis perkantoran Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

Pendukung

Administrasi/Tekn

Administrasi/Teknis

Perkantoran

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89,800,000.00
103,700,000.00

0.00.00.02.21.
pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

Rumah dinas

dalam Kondisi

layak

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

9,000,000 12,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

Kabupaten

Batang

3.95

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

Rutin/berkala

gedung kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

7,000,000 8,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

73,800,000 83,700,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95,000,000.00
110,000,000.00

0.00.00.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya

pakaian Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

Kecamatan 3.95

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya

Pakaian Khusus

Hari - Hari

Tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

Kabupaten

Batang

3.95

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000.00 4,500,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal terlaksananya

kegiatan

pendidikan dan

pelatihan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 4,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000.00 45,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

terlaksananya

laporan kinerja

dan laporan

keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 45,000,000 Baru Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95



6.01.01.05.

Kecamatan Pemayung:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Indeks Kepuasan

Masyarakat
89.56 40,000,000.00 45,000,000.00

6.01.01.15.01.
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kecamatan

terlaksananya

pelayanan

perizinan terpadu

kecamatan

dengan baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

40,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.75

6.01.01.16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an 115,000,000.00
130,000,000.00

6.01.01.16.01.
Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan

LPTQ Kecamatan dan Kelurahan
Pengiriman

Kafilah

Kecamatan dalam

mtq Kabupaten

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

115,000,000 130,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kantor

Camat

3.65

6.01.01.17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Konflik

ditengah Masyarakat 2 336,000,000.00
341,000,000.00

6.01.01.17.01. Pembinaan Siskamling
terlaksananya

pembinaan

siskamling

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

25,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.65

6.01.01.17.02.
Pembinaan wawasan kebangsaan tersedianya

kegiatan

pembinaan

wawasan

kebangsaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.65

6.01.01.17.09.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Jembatan Mas

terlaksananya

pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kelurahan

jembatan mas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

201,000,000 201,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

6.01.01.17.23.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Jembatan Mas

terlaksananya

percepatan

pembangunan

kelurahan

jembatan mas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.95

6.01.01.18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase Usulan

Hasil Musrenbang

dalam Forum SKPD

14
297,500,000.00

850,000,000.00



6.01.01.05.

Kecamatan Pemayung:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.18.01.
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan

APBDes

tersedianya

asistensi dan

evaluasi APBDes

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.65

6.01.01.18.02.
Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

Penyelenggaraan

Musrenbang

Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

52,500,000 550,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

Kecamatan 3.65

6.01.01.18.03.
Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Olah Raga

tersedianya

kegaiatan

kepemudaan dan

olah raga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.55

6.01.01.18.04.
Penyelenggaraan PKK Kecamatan

dan Kelurahan

terlaksananya

program pkk

kecamatan dan

kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.65

6.01.01.18.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

terlaksananya

fasilitasi

pelaksanaan

pemilihan kepala

desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 60,000,000 Baru Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.35

6.01.01.18.06.
Fasilitasi Pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

terlaksananya

pemilihan bpd

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 75,000,000 Baru Kecamatan

Pemayung

kecamatan 3.65

Total Pagu 1,508,846,600 2,106,250,600



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

6.01.01.06.

Kecamatan Maro Sebo Ulu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6. KEWILAYAHAN

6.01. PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
463,500,000.00

491,200,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat materai 6000 dan

3000

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

2,300,000 2,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

kabupaten

batang

4.05

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

25,000,000 27,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya

Jasa Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

51,000,000 53,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpenuhinya

Pembayaran

Pajak Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

3,100,000 3,100,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terbayarnya

Honorarium

Administrasi

Keuangan Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

72,000,000 74,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Terbayarnya jasa

kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

22,000,000 24,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05



6.01.01.06.

Kecamatan Maro Sebo Ulu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kantor
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpenuhinya

Perbaikan

Peraltan Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

4,000,000 6,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat

tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

21,000,000 23,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

13,500,000 15,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya

Komponen

Instalansi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

3,200,000 3,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

25,000,000 27,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Kesediaan

Peralatan Rumah

Tangga di

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

7,000,000 8,700,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.10

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya

Koran dan

Majalah Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

17,000,000 19,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

Makanan dan

Minuman Tamu

dan Rapat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

30,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Persentase Rapat

koordinasi dan

Konsultasi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar

42,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05



6.01.01.06.

Kecamatan Maro Sebo Ulu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Keluar daerah dan

dalam daerah
Pelayanan Umum yang baik Daerah dan Dalam

Daerah

Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terbayarnya

Honorarium

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Tekni

s Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Tekn

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

125,400,000 125,400,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,500,000.00 89,000,000.00

0.00.00.02.21.
pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

Terpeliharanya

Rumah Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 17,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terpeliharaya

Gedung Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

9,000,000 10,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya

Kendaraan

Dinas/Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

59,500,000 62,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000,000.00 40,000,000.00

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tersedianya

Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

35,000,000 40,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000.00 50,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya

Bintek

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Persentase

Laporan-Laporan

Kinerja OPD

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05



6.01.01.06.

Kecamatan Maro Sebo Ulu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Indeks Kepuasan

Masyarakat
89.56 45,000,000.00 50,000,000.00

6.01.01.15.01.
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kecamatan

IKM (Indeks

Kepuasan

Masyarakat)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.45

6.01.01.16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an
Persentase Angka

Melek Al-Qur'an
85 110,000,000.00

120,000,000.00

6.01.01.16.01.
Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan

LPTQ Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah

Perwakilah Kafilah

MSU untuk MTQ

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

110,000,000 120,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.85

6.01.01.17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Konflik

ditengah Masyarakat 2 319,500,000.00
321,000,000.00

6.01.01.17.01. Pembinaan Siskamling
Persentase

Siskamling yang

dibina

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

25,000,000 25,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.65

6.01.01.17.02.
Pembinaan wawasan kebangsaan Persentase

Pemenuhan

Pembinaan

Wawasan

Kebangsaan di

masyarakat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.65

6.01.01.17.16.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Simpang Sungai Rengas

Persentase

Pemenuhan

Adminsitrasi

Pengelolaan

Keuangan

Kelurahan

Simpang Sungai

Rengas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

184,500,000 186,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

4.05

6.01.01.17.30.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Simpang Sungai Rengas
Persentase

Pembangunan

Kelurahan

Simpang Sungai

Rengas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.85

6.01.01.18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase Usulan

Hasil Musrenbang

dalam Forum SKPD

14
315,000,000.00

320,000,000.00



6.01.01.06.

Kecamatan Maro Sebo Ulu:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.18.01.
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan

APBDes

Persentase

Asistensi dan

Evaluasi

Penyusunan

APBDes

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

80,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.65

6.01.01.18.02.
Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

Persentase

Pemenuhan

Penyelenggaraan

Musrenbang

Kecamatan dan

Kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.55

6.01.01.18.03.
Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Olah Raga

Persentase

Organisasi

Kepemudaan dan

Olahraga yang di

bina

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabuoaten

Batang

3.45

6.01.01.18.04.
Penyelenggaraan PKK Kecamatan

dan Kelurahan

Terpenuhinya

PKK Kecamatan

dan Kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.65

6.01.01.18.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Jumlah Desa yang

mengadakan

Pemilihan Kepala

Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.75

6.01.01.18.06.
Fasilitasi Pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

Jumlah BPD yang

terpilih

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

30,000,000 30,000,000 Baru Kecamatan Maro

Sebo Ulu

Kabupaten

Batang

3.75

Total Pagu 1,460,500,000 1,529,200,000



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

6.01.01.07.

Kecamatan Bajubang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6. KEWILAYAHAN

6.01. PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
815,757,340.00

907,634,074.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya

efisiensi kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

5,880,600 6,468,660 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terwujudnya

efektifitas kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

66,657,980 72,723,778 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.95

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kerja dapat

berjalan dengan

baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

52,635,000 57,898,500 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

5,687,000 6,255,700 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tercapainya

administrasi

keuangan yang

dapat

dipertanggungjaw

abkan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

90,914,000 111,005,400 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.95

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Terciptanya

kebersihan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05



6.01.01.07.

Kecamatan Bajubang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

kantor
Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terwujudnya

efektifitas kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

7,500,000 7,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya

ATK

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

42,350,000 46,585,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya

kegiatan dengan

baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

26,022,260 28,624,486 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Terciptanya

efektifitas kerja

yang baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

3,872,000 4,259,200 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terciptanya

efektifitas kerja

yang baik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

40,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya

peralatan rumah

tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

4,500,000 5,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan
Bertambahnya

wawasan dan ilmu

pengetahuan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

25,410,000 27,951,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terwujudnya

kebutuhan

makanan dan

minuman

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Makanan dan

Minuman

50,638,500 55,702,350 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Terwujudnya rapat

dan konsultasi

secara efektif

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar

113,740,000 125,114,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05



6.01.01.07.

Kecamatan Bajubang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Pelayanan Umum yang baik Daerah dan Dalam

Daerah

Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Terwujudnya ADM

Perkantoran
Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Tekn

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

235,950,000 259,546,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,000,000.00
124,000,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terciptanya

efisiensi kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

60,000,000 0 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.05

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Terciptanya

kenyamanan

dalam bekerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12,500,000 15,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terciptanya

kenyamanan

dalam berkendara

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

92,500,000 96,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terciptanya

kenyamanan

dalam bekerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

10,000,000 12,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,000,000.00 61,000,000.00

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Terpenuhinya

kedisplinan dalam

berpakaian

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

55,000,000 61,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71,000,000.00 79,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya

pendidikan dan

pelatihan aparat

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

71,000,000 79,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,000,000.00 48,000,000.00



6.01.01.07.

Kecamatan Bajubang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Terciptanya

pelaporan yang

akurat dan tepat

waktu

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

44,000,000 48,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05

6.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Indeks Kepuasan

Masyarakat
89.56 55,000,000.00 60,000,000.00

6.01.01.15.01.
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kecamatan

Terpenuhinya

pelayanan prima

bagi masyarakat

kec.bajubang

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

55,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.75

6.01.01.16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an
Persentase Angka

Melek Al-Qur'an
85 140,000,000.00

160,000,000.00

6.01.01.16.01.
Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan

LPTQ Kecamatan dan Kelurahan
Suksesnya

Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

Tingkat

Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

140,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.85

6.01.01.17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Usulan

Hasil Musrenbang

dalam Forum SKPD

14
364,800,000.00

374,800,000.00

6.01.01.17.01. Pembinaan Siskamling
Terciptanya

Keamanan,Ketent

raman dan

Ketertiban dalam

Pelaksanaan

Kegiatan

Pengamanan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

30,000,000 35,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.75

6.01.01.17.02.
Pembinaan wawasan kebangsaan Suksesnya

Pelaksanaan HUT

RI

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

75,000,000 80,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.75

6.01.01.17.08.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Bajubang

Meningkatnya

Administrasi

Pengelolaan

Keuangan

Kelurahan

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

199,800,000 199,800,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.95

6.01.01.17.22.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Bajubang

Meningkatnya

Pembangunan

Kelurahan

Bajubang

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 4.05



6.01.01.07.

Kecamatan Bajubang:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Umum Kualitas Pelayanan

Publik

6.01.01.18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase Konflik

ditengah Masyarakat 2 572,500,000.00
637,500,000.00

6.01.01.18.01.
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan

APBDes

Pengelolaan

Anggaran Desa

yang lebih bagus

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

70,000,000 72,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.55

6.01.01.18.02.
Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

52,500,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.65

6.01.01.18.03.
Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Olah Raga

Terbinanya

Organisasi

Kepemudaan dan

Olahraga

Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Alternatif Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.95

6.01.01.18.04.
Penyelenggaraan PKK Kecamatan

dan Kelurahan

Terlaksananya

Pembinaan PKK

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 65,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.85

6.01.01.18.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Terfasilitasinya

Pemilihan Kepala

Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

100,000,000 150,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.65

6.01.01.18.06.
Fasilitasi Pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

Terfasilitasinya

Pemilihan Badan

Permusyawaratan

Desa Kecamatan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

240,000,000 240,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan

Bajubang

Bajubang 3.65

Total Pagu 2,293,057,340 2,451,934,074



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2019

6.01.01.08.

Kecamatan Maro Sebo Ilir:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6. KEWILAYAHAN

6.01. PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN DESA

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase

Pemenuhan

Administrasi

Perkantoran

100
786,631,000.00

840,431,000.00

0.00.00.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ketersediaan

dana materai dan

benda pos lainnya

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

12 12Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

5,620,000 6,120,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Ketersedian dana

pembayaran

telpon dan listrik

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 12Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

35,400,000 36,400,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Dana

untuk Peralatan

Kantor dan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

65,000,000 67,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Ketersediaan

Pembayaran

Pajak Kendaran

Dinas/Operasional

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 12Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

10,250,000 11,250,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Ketersediaan

Efektifitas dan

Efesiensi Kerja

Pengelola

Keuangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

12 12Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

83,000,000 85,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Ketersediaan

Alat/Bahan dan

Prioritas

Pembangunan

Terselenggarannya Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

12 12Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

41,771,000 73,771,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95



6.01.01.08.

Kecamatan Maro Sebo Ilir:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Jasa Pembersih

Kantor

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Kebersihan Kantor

0.00.00.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Ketersediaan

Service Peralatan

Kantor,

Prlengkapan

Kantor dan rumah

Tangga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

12 12Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

16,600,000 17,400,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Ketersediaan Alat

Tulis Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 12Tersedianya Alat

Tulis Kantor

33,500,000 34,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Ketersediaan

Dana untuk Biaya

Cetak, Jilid dan

Penggandaan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 12Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

19,500,000 20,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Ketersediaan

Komponen

Instalasi Listrik

dan Penerangan

Bangunan Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12 12Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

7,550,000 8,550,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.13.
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan

Perlengkapan

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

12 12Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

61,600,000 62,600,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.14.
Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya

Belanja Pengisian

Tabung Gas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

12 12Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

6,740,000 7,240,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12 12Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

12,000,000 13,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.17.
Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya

Makan Minum

Kantor

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 12Tersedianya

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

44,500,000 46,500,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.01.18.
Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah dan

Dalam Daerah

Tercapainya Hasil

Efektifitas dan

Efisiensi

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Jumlah Bulan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

12 12Tersedianya Rapat-

Rapat Koordinasi

dan

78,600,000 80,600,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95



6.01.01.08.

Kecamatan Maro Sebo Ilir:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

Kerja
Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Pemerintahan yang

baik

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

Konsultasi Keluar

Daerah dan Dalam

Daerah

0.00.00.01.19.
Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Tercapainya  Jasa

Tenaga Teknis

Perkantoran

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

Jumlah Bulan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Adminstrasi/Teknis

Perkantoran

12 12Tersedianya Jasa

Tenaga Pendukung

Adminstrasi/Teknis

Perkantoran

265,000,000 270,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 174,600,000.00
192,600,000.00

0.00.00.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

15,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

2.90

0.00.00.02.21.
pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

Tercapainya Hasil

Maksimal

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

12,600,000 13,600,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.02.22.
Pemeiliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

96,000,000 97,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.02.24.
Pemeliharaan Rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

51,000,000 52,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45,000,000.00 45,000,000.00

0.00.00.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

45,000,000 45,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65,000,000.00 70,000,000.00

0.00.00.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

65,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000.00 44,000,000.00



6.01.01.08.

Kecamatan Maro Sebo Ilir:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

0.00.00.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan iktisar Realisasi kinerja

OPD

Tercapainya

Efektifitas dan

Efisiensi Kerja

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Terselenggarannya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

baik

40,000,000 44,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

6.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Indeks Kepuasan

Masyarakat
89.56 50,000,000.00 60,000,000.00

6.01.01.15.01.
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kecamatan

Terlaksananya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.65

6.01.01.16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an
Persentase Angka

Melek Al-Qur'an
85 140,000,000.00

160,000,000.00

6.01.01.16.01.
Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan

LPTQ Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya

Kegiatan MTQ

Tingkat

Kecamatan dan

Kabupaten

Prioritas

Pembangunan

Kearifan Lokal

Mengimplimentasika

n Nilai - Nilai

Keagamaan untuk

Mewujudkan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan

yang Maha Esa

140,000,000 160,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.65

6.01.01.17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase Konflik

ditengah Masyarakat 2 405,000,000.00
425,000,000.00

6.01.01.17.01. Pembinaan Siskamling
Terlaksananya

Koordinasi

Pengawasan

Ketentraman dan

Ketertiban

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

25,000,000 30,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.70

6.01.01.17.02.
Pembinaan wawasan kebangsaan Terlaksananya

dengan baik HUT

RI kec. Maro Sebo

Ilir

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

45,000,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.50

6.01.01.17.10.
Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Terusan

Terlaksanaya

Pembinaan

Administrasi

Pengelolaan

Keuangan

Kelurahan

Terusan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

275,000,000 285,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.10

6.01.01.17.24.
Percepatan Pembangunan

Kelurahan Terusan

Terlaksananya

dengan baik

pembangunan

kelurahan terusan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 60,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.10



6.01.01.08.

Kecamatan Maro Sebo Ilir:

:Kode Organisasi

Nama OPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Pembangunan

Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Prakiraan Maju

Jenis Prog &

Keg

1/2/3

Hasil Program

Tolak Ukur Target

Uraian Kegiatan

16

1/2/3

OPD Penanggung

Jawab

1514131211109875431 2 3

Bobot

Poin

6

6.01.01.18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase Usulan

Hasil Musrenbang

dalam Forum SKPD

14
452,250,000.00

337,250,000.00

6.01.01.18.01.
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan

APBDes

Terlaksanaanya

denganan baik

Asistensi dan

Evaluasi APB-Des

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

55,000,000 57,250,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.10

6.01.01.18.02.
Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya

Kegiatan

Musrenbang

Kecamatan dan

Kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

47,250,000 50,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.30

6.01.01.18.03.
Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Olah Raga

Terlaksananya

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan dan

olahraga

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

50,000,000 55,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.10

6.01.01.18.04.
Penyelenggaraan PKK Kecamatan

dan Kelurahan

Terlaksanannya

Kegiatan PKK

Kecamatan dan

Kelurahan

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

60,000,000 70,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.10

6.01.01.18.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

Terlaksananya

Fasilitas

Pelaksanaan

Pemilihan Kepala

Desa

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

30,000,000 105,000,000 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

6.01.01.18.06.
Fasilitasi Pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

Terlaksananya

Fasilitasi

Pemilihan Badan

Permusyawaratan

Desa (BPD)

Prioritas

Pembangunan

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Umum

Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan

Pemerintahan

Daerah dan Kualitas

Pelayanan Publik

210,000,000 0 Sedang

Berjalan

Kecamatan Maro

Sebo Ilir

Maro Sebo

Ilir

3.95

Total Pagu 2,158,481,000 2,174,281,000
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BAB VI 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

 

Dalam  pembuatan  kebijakan  terdapat  beberapa  tahapan  yang menjadi  dasar  pengambilan  

keputusan.  Evaluasi  terhadap  pelaksanaan kebijakan  yang  sebelumnya  menjadi  salah  satu  poin  

penting  untuk membenahi  dan  merencanakan  kebijakan  yang  baru.  RKPD  merupakan kebijakan  

program  kegiatan  daerah  yang  berkelanjutan  tiap  tahunnya sehingga  hasil  evaluasi  realisasi  tahun  

sebelumnya  menjadi  landasan  yang penting.  Tercapainya sasaran RKPD tahun sebelumnya dapat 

menjadi dasar untuk  mengembangkan  program  yang  baru,  sedangkan  target  RKPD  tahun 

sebelumnya yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menyempurnakan 

kebijakan yang baru. 

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 dapat 

diukur dari capaian indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi alat ukur keberhasilan capaian sasaran 

pembangunan daerah, target capaian indikator kinerja utama (IKU) kabupaten Batang Hari Tahun 

Anggaran 2019 sebagai berikut :  

 

Tabel 6.1 

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan  

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 serta  

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 

 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

REALISASI 

CAPAIAN 

AWAL 

TAHUN 

RPJMD 

(2016) 

TARGET 

CAPAIAN 

AKHIR 

TAHUN 

RPJMD 

(2021) 

REALISASI 

CAPAIAN 

TAHUN 2017 

TARGET 

CAPAIAN 

TAHUN 

2018 

TARGET 

CAPAIAN 

TAHUN 

2019 Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah (ARLS) 
Tahun 7,45 8,95 7,75 7,89 8,05 8,35 

2 Nilai rata-rata UN SMP Nilai 53,1 60 43,34 45,56 51,50 55,00 

3 
Jumlah Usaha Kecil 

Menegah (UKM) 
Jumlah 4.063 6.540 4.469 4.472 4.915 5.406 

4 Angka Harapan Hidup Tahun 69,71 69,86 69,74 69,71 69,77 69,80 

5 Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks 95,67 102,5 96 101,93 97,50 102,50 

6 Indeks Gini Rasio 0,294 0,2525 0,2852 0,231 0,2766 0,2525 

7 
Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 
Persen 5,4 7,5 6,2 4,55 6,50 6,80 

8 

Persentase Jalan 

Kabupaten Kondisi 

Mantap 

Persen 22,95 27,95 23,95 25,86 24,95 26,95 

9 

Persentase Kondisi 

Ruang Kelas SD dan SMP 

dalam Keadaan Baik 

Persen 25,03 37,25 27,5 24,45 30,00 32,50 

10 

Persentase Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

yang memenuhi Standar 

Persen 40,87 54,25 42,5 29,41 45,00 47,25 

11 
Persentase Rumah Layak 

Huni 
Persen 37,04 59,66 40,75 36,92 44,82 49,30 

12 

Luas Areal Sawah yang 

dapat Akses Sistem 

Pengairan 

Persen 26,29 41,2 30,5 30,79 33,70 35,70 

13 
Panjang Jalan Produksi 

Pertanian dan Perikanan 
Km 146 325 173 157 204 240 

14 
Persentase Jumlah Pasar 

Rakyat yang Layak 
Persen 74 86,5 76,5 92,71 79,00 93,00 
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NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

REALISASI 

CAPAIAN 

AWAL 

TAHUN 

RPJMD 

(2016) 

TARGET 

CAPAIAN 

AKHIR 

TAHUN 

RPJMD 

(2021) 

REALISASI 

CAPAIAN 

TAHUN 2017 

TARGET 

CAPAIAN 

TAHUN 

2018 

TARGET 

CAPAIAN 

TAHUN 

2019 Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 57 82 65 66,28 72,00 78,00 

16 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Nilai 75,76 89,56 78,52 78,15 81,26 84,04 

17 
Persentase Peningkatan 

Penerimaan Zakat 
Persen NA 27,32 NA 14,74 13,8 18,31 

18 

Persentase Peningkatan 

Event Budaya  dan Seni 

Daerah 

Persen NA 50 50 50 50 50 

Sumber: LAKIP Kab. Batang Hari Tahun 2017, Perbup No 64 Tahun 2017, Bappeda Kab. Batang Hari (di olah) 

Kebijakan  perencanaan pembangunan perlu melihat seberapa jauh capaian indikator 

pembangunan, sehingga diharapkan setiap tahunnya target yang telah disepakati bersama antara 

pemerintah dan DPRD dapat dicapai. Evaluasi terhadap kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD diperlukan 

untuk menyelaraskan Program pembangunan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, merupakan momen perencanaan 

pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Batang Hari, karena merupakan 

tahun ketiga pelaksaanaan RPJMD periode Tahun 2016-2021. Untuk itu seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan Kabupaten Batang Hari perlu menyelesaikan amanat-amanat dan targe-

target yang tertuang dalam RPJMD tersebut.  

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 adalah dalam rangka menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perenanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS Berkenan 

dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 harus menjadi pedoman bagi 

Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 dan 

menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 

Anggaran 2019. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan 

di Kabupaten Batang Hari guna meningkatakan kesejateraan masyarakat. Sebagai wujud dari 

peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan 

kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governanc) dan pemerintahan yang bersih (clean 

government), maka seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah bersama aparaturnya di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari harus bekerjasama dan  memberikan perhatian yang 

serius dalam melaksnakan RKPD ini. Selain itu secara administratip penyusunan berbagai dokumen 

pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi : LAKIP, LPPD, serta 

mempertahankan dan memperluas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu meendapat 

perhatian yang serius.  

Rangkaian proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari, memerlukan koordinasi antara 

OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten  Batang Hari dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan 

melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum PD Kabupaten Batang Hari yang hasilnya merupakan 

bahan masukan pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Batang Hari yang berfungsi untuk 

menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana Program/Kegiatan tahunan. Komitmen 

seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal,melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan 

pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 

2019 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2016-2021, yakni Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan 

Ketaqwaan . 

BUPATI  BATANG HARI 
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